IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTERII
TAHUN 2023







IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN

SEMESTER I
TAHUN 2023






L3 ] Tabun 2023

Hata Pengantar

PUll syukur kaml haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Mya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan
|[BPK) dapat menyamppaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHBS) Il Tahun
2023 kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala dasrah dengan tepst
waktu. fHPS inl disusun untuk menienuhi amanat Pazal 18 UL Normor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangzung lawak Keuanzan Negara,

IHPS Il Tahun 2023 merupakan ikhtisar dari 651 Laporan Hasit Peameriksaan
(LHP) BPK pada pemeriniah pusat, pemerintah daerah dan Badan Ussha Milik
Diaersh (BUMD), seria Badan Usaha Milik Nezara (BUMMN| dan badan lainnya.
Berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPE, IHPS |l Tahun 2023 memuat
hasil pemeriksaan atas 1 laporan keuangan, 288 hasil pemeriksaan kinerja, dan
362 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (OTT) - kepatuhan.,

Hasil pemeriksaan tersebut disajikan berdasarkan pengelola anggaran
dan jenis pemeriksaannya, serfa dikelompokkan menurut tema dan fokus
pemeriksaan sesual dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tshun 2020-2024.
IHPS I Tahun 2023 juza menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi
hasll pemeriksaan, pemantauan penyelesalan gant kerugian negara/dasrah, dan
pemaniauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan
kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli,

Untuk memperkuat referens) sekaligus memudahnkan pemahaman pembacs,
IHPS 1 Tahun 2023 menyeriakan lampiran dan softcopy LHP dalam satu fTosh disk
yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS.

BPK berharap IHPS || Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi para pemangku
kepentingan agar pengelolzan dan tanggung Jawai keuangan negara men|adi
lebih baik dalam rangka mencapal tujuan negara.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFra.

Katz Penganter —
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Tentang BPK

ESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Diasar Negara Republik Indonesia 1945
(UUID 1545}, Badan Pemerik=a Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawah keuangan negars secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan
amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di Ibu kota negara dan memiliki perwakilan di

setiap provinst.

FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TEIOAT TUGAS BPK
Undang-Uindang (UL Nomicr 17 Tohun
2003 fentang Ksuangan Negare, UL Namior
1 Tohin 2004 tentong Perbendahoraan
Negarg, LU Nomicr 15 Tohln 2084 Entono
Pemsriksaon Pengelaloan don Tanggung
Jawah Keugngon Negarn, serto UL Nomaor
15 Tahin 2006 tentong Bodon Pemerikso
Keuohgor.

Pemeriksaan

DALANM MELAKUKAN PEMERIKSASN,

BPK menetapkan Standar Pemerikssan Keuangan Negars
{SPEN)==hagal patokan bagi pemeriksa untuk meliakukan
Tugasnya. 32lain i, BPK menespkan kode enk uniuk
menesakkan nilai-nilal dasarimegritas, Independans],
dan profesionalisme: Pemeriksaan BPK jugs telzh melahin
pengendalian mutu 25Ul dengan Standar Pengendalian
Muiu. Untuk mendulins pefaksanazn tusasnya, BPE
juge memilivl kewanangan memberiken perdapat
vang diperiukan karena sifat pekerjgannya, menilal
dzn/3teu mEnsEpksn kerugian negars, membsrikan
parmmbangsn 3135 penyelesaian kerugian negars/daemsh,
dan memberian ksterangan ahii datam proses peradilan
miengenal kerugian negars.

IHPS

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
beserta hasd pemaniauan pelzksanasn Tndak fanjut,
penyelessizn gand kerugian negars; permanfastan hasil
pemariksaan investgatf, penchitungan kemigisn negars,
dan pemberian keterangan ahfi dslam kihbsar hasil
pemericasn semaster (IHPS) BPK memyarmpalian FHPS
kepada iembaga perwakilan dan pemerintah selamibat-
Ismibatnya 3 budan sesudah berskhimyes ssmesieryang
bersangkutan.

“Menjodi Lembogo Pemerikso Tepercaoyo yang Berperan Akt dolam
VISI Mewujudkan Tota Kelolo Keuangan Negara yang Berkualitos dan
Bermanfaat untuk Mencapal Tujuan Negara ",
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PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN
TERHADAP pemerintah pusat. pemerintah
daerzh, lembaga negzara lainnya, badan
usahs millk negars, badan layanan umum,
badzan uszha milik deerah dan lembaes
atau badan lain yang menzelola kepangan
negara Pemeriksaan dimaksud meliput

I pEMErLsaan KEuangan, pemeriksaan

' xinerja, den pemeriksaan dengan tujuan
tertentu.

Pengelola Keuangan Megara

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN
KEPADA Dewan Peraiakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Dasrsh, dan Dewan Perwakitan
Raiyat Deerah sezusi dengan kewenangannya
Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula
kepada pemerintah dan pimpginan pinak yang
diperiksa untuk ditndaklanjut. BFK memantau
tindzak lanjut yang dilakukah oleh pemarintah
dan plhak yang diperikss, Apabils dalam
p=meriksaan ditemukan Indikasl unsur pidana,
BPK melaporkan hal tersebut kepada Instansi
Lembaga Perwakilan vang berwenang sesual dengan ketentuan
e e wh perafuran perundanz-undangan.

1. Memeriksa tofa kelelo don tanggung jowab keuangan negoro untuk memberikon

M I SI rekarriendasl; pendapot, darr perﬁm’ﬁaqgﬂn;
2 Mendorong pencegohon korupsi don percepalnn penyelesaian ganii Kerugian negora; oarn
3. Meloksgnokan tota kelolg ergonisasi yang transparon dan berkesingmbungon agar
menfodi telodan bogl institusi loinnya.

e THPS 1] Tahun 2023 Tentang BEE “



TEMA & FOKUS PEMERIKSAAN

BPK mempunyai peran strategis dalam mendoreng oemerintah melaksanakan kebijakan
dan strateg] pembangunan yang telah dirumuskan dalam REIMN 2020-2024. Melalui kegiatan
pemeriksaan, BPK mengawal dan memastkan program-program prioritas pembangunan
nasional direncanakan, dilakzanakan dan dilaporkan secara transgaran dan akuntabs| seria
dapat memberikan manfaat pada kessjshteraan rakyat Indonesia,

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu
pada RPIMN/RRIMD 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas
program-program gembangunan pemerintah melalul penyelarasan tema pemeriksaan BPK
dengan melalul pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.
Berdasarkan RPIMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yvaitu:l)
memperkuat ketshanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
zelanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi; 2) mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnys disebut Pengembangan
Wilayah; 3} meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
selanjutnya disebui Pembangunan Sumber Daya Manusia; 4) Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
skonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan Infrastruldur; 5) mambanzun
lingkungan hidup, meninzkatan ketahanan bencana dan perubzhan iklim, selanjutnya disebut
Pembangunan Lingkungan Hidup; serta 7) memperiusat stabilitas politk, hukum, pertahanan,
dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, selanjutnya disebut
Penguatan Stabilitas Polhulkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sesual dengan Renstra BPK 2020-2024 serta dengan memperhatikan su strategis
yang perlu mendapat perhatian, pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan
atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekenomi Nasional yang hasilnya
telah dilaporkan pada IHPS || Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022
BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1),
Pemhbangunan SDM [PN3), Penguatan Infrastruktur (PN5), dan Penguatan Stabilitas
Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hastinya telah dilaporkan
pada IHPS Il Tahun 2021 dan 2022. Dan pada tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan
pricritas nasional Pengembangan Wilayah [PN2] dan Revolusi Menia| & Pembanzunan
Kebudayazn (PMN4) yang dilaporkan dalam IHPS ini. Sementara itu, dalam rangka menjaza
kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 BPK juga melakukan
pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain PN2 dan PN4),

Selain itu, sebagal bagian dari arganizasi lembaga pemeriica internasional yang tergabung
dalam internationa! Organization of Supreme Audit institutions (INTQSAI), sejak tahun
2015 BPK menerapkan Supreme Audit institutions Performance Measurement Framewaork
(SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF
adalah komunikasi, Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telzh
menstapkan slogan “akuntabilitas wituk semua” atau Accountability for All denzan maksud
agar publik semakin memahamj arti penting akuntabilitas keuangan negara.
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ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN

RENSTRA BPHK 2020-2024
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PENBAGIAN TUGAS
DAN WEWENANG BPH

Sesuai dengan UL Nemor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai
S-orang angeota yang dipiiih oleh DPR. Angoota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan
sesudshmnya dapat dipilih kemball untuk 1 kall masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan
wewenang BPK menurut Peraturan BPK Rl Nomor 3 Tehun 2017 jo. Peraturan BPK RI
MWomaor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan BPK Rl Nomor 1 Tahun 2024,

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

KETUA BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara secara umumi bersama dengan Wakil Ketus,
tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK,
hubungan kelembagaan daiam negen dan luar negeri, pengarahan
pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat
lenderal, Direkiorat Utama Perencahiaan, Evaluas, dan Kabijakan
Pameariksaan Keuangan Negara, Dirsktorat Utama Pembinaan
dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,
Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil ketua.

Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.,CIAE. CGCAE. CertDA.

WAKIL KETUA BPKRI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tangsung jawab

keusngan negara secara umum barsama dehgan Ketua, proses Majeli= Tuntutan
Perbendaharaan, pengarahan pameriksaan investgati, dan penibinaan tugas Sekretariat
lenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasl, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan
Megara, Direktorat Utama Pembinsan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan
Megara, Inspekiorst Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan
Megara bersams dengan Ketua.
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Nyoman Adhi Suryadnyana, 5.E., ML.E., M.Ak,, CSFA.,CertDA, CGCAF. GRCE., CFrA.

ANGGOTA |

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tangoung
jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu,
Kemenkumham, Kemenhan, Kemanhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN,
BEMUNG, Lamhanas, Wantahas, Badan Siberdan Sandi Negara, Komnas

HAM, KPK, KPLU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang
dibentuk dan terkait di lingkungan entiias tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA., CertDA.

ANGGOTAN

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara pada kemenko Bidang
Berekonomian; Kemenkey, Kemendag, Kemenperin, Kementerian BP N/

BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS; Bl, OIK, PEATK,
PTPRA, LPS; BSN, LKPR KPPU, PTSMI, PT PIl, PT SMF PT GBE, LPEl, LPl serta
lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkunigan entitas tersebut.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

PLT. ANGGOTA 1

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelalaan dan tanggung jawalb keuangan
necara pada MER, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidanz PMK, Kemensetneg,
Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemnaker, Kemkominfe, Kemenpan RB, Kemenierian
PPEA; Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, Perpisnas
Rl, BNPB, BEP Tapera, Badan Bank Tanah, BKKBN, BEN, BPKP, LAN, ANRI, BPZMI, LPP RRY,
LPP TVRI, LPSE, BIG, ORI, BPIP, BPIS Ketenagakerjaan, serta lembaga yang dibentuk dan
terkait di lingkungan entitas tersebut.
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Haerul Saleh, 5.H., CRA., CRP,, CIABV., CSFA., CertDA. CFrA.

ANGGOTA IV

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkso Bidang
Kemaritiman dan Imvestas!, Kementan, KKE Kementerian ESOM,

Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, BPH Migas, Badan

Restorasi Gambutserts [embaga yane dibentuk dan erkait di

lingkungan enfitas tersebut.

Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit, ML, CSFA., CGRE., CertDA., CFRA.

ANGGOTA V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolsan dan
tanggung jawalbykeuangan negara pada Kemendagr, Kemenag, BPKH,
BPKPPB Batam, BPEPPE Sabang, BNPP, pengelolaan dan tanggung
fawab keuanzan daetah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kots,
dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah | (Sumatera dan Jawa) serta
lemibaga vang dibentuk dan terkait di ingkungan entitas tersebut.

HEE I Tehirn 2021  c—



Prof. Dr. Pius Lustrilanang, 5.1P., M.5i., CSFA., CFrA.

ANGGOTA VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelalaan
dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes,
Kemendlkbudrisiek, BPIS Kesshatan, BPOM, penzeloizan dan
tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provins,
Kabupsten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Il
{Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maiuky, dan Papua)
serta lembaga yang dibentuk dan terkan di lingkungan entitas
Tarcebut,

Dr. Slamet Edy Purnomo, S.E., M.M., CertDA., CIAE., CFrA.

ANGGOTA VI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan penzelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara pada KEemeniarian BUMN,
SKK Migas, BUMNM dan anak perusahaan, serta lembags vang
dibentuk dan ferkait di lingkungan entitas terssbut
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IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER Il TAHUN 2023






Ringkasan Eksekutit

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) || Tehun 2023 disusun
untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Momor 15 Tahun
2004. Ikhfisar ini merupakan ringkasan dari 651 Laporan Hasil Pemeriksaan
{LHP) yang diselesaikan BPK pada semester |l tahun 2023 yang terdiri atas
1 LHP keuangan (0,15%), 288 LHP kinerja (44,24%), dan 362 | HP dengan

tujuan tertentu/DTT-Kepatuhan (55,61%

Vseperti disajikan pada Tobel 1.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I

Tahun 2023
Pengeloks Angseran/ Jumizh fumish fumieh
Jemiz Pemmrizaan LHF Temioan E=komandasi

« Pemerikezan Keuangan

fi f [ » Pemeriksaan Kinars

LI

34 352 BER

ﬁ s Famerikeszn OTT-Kepatuhan 2a 208 66
- Pemerinizh Deerah dan BED SATS T.IE6 ‘L.ESD

® Pemerikezan KeuzngEn - - -

« Pemerikezan Kinarjz 105 Es0 2868

« Pemerikezan OTT-Kepatuhan el 2416 E.OE2

BUMMN d=a Badan Lainnys- 22 301 ExF

® Pemerikizan Keusngan - - a

» Bemerikszan Kinerjz I B 27

» Bemerikszan OTT-Kspatuhsn 1 o3 T80
Pemerikiasn-PHI dan PNS. 150: 1.985 ==

*® Pemerkssan Kinerjs 1&7 1,387 3.5985

* Pemerkssan DTT-Kepatuhsn 43 GO 1.563

Tetal Lt 6197, 783

'- * Permerikszan KeusngEn L E 16
‘ ﬁ *® Pemerikszan Kinsgs 288 L.57T 7.77H
* Pemerkssan OTT-Kepatohsn Ia2 3611 10,341

“=tarangan: lumish teresbut ddak t=rmesuk hasl pemerikssan =tes bantuan susnEan partai
politik dari APSNAFED dan hesll pemerikzaan investigent
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Hasil Pemeriksaan dalam Angka

- .

- Temuan

> Rekomendasi

651 6.197 17.935

" T

%
\ 4

Permasalahan
Rp7.33 trifiun

Kebdskhematsn,

kerdaiefzinfzn
RpST3,77 miliar

-‘:!‘T

Kendskpaiuhen Ternanzp

3.757 e

oersndang-undangen

{41'35“’ Rp6.4& triliun

!1 | o 3309

b —

-f; R ? 3. 77 milizr

-y
"_‘f

Farmaszizhan

Pemyimpangan 2_8?4 ketfidakoatuhan

sdmijniztras (76,50%) yeng dapat L

mengsibatken: / . e

{23,50,%)

Ketdaskhematan
RpT2&. 10 miliar

. : K=tidskafziznzn
Q6 Karugian WL

= e RpLES trifiun
K=ndskefaknfan
Aplds 33 miliar
J J Pobensi kerugian
{!E,ml Rpl.76 mifiun

2.874

Fpb A6 trilkun

Rekomendasi berupa penyerahan
U asetdanfatau penyetoran uang.

430 B Fada sast pemerikssan, entias telzh

peEnsnmagn

(14.96%) EERER IR ;
az=t dan/atau penyetoran uang ke

kas negars/dasrah/perusahean
sebeszar Rp527,49 millar,

* hundah terebut Didak mrmasuk hasl pemenksaan aias baniuan keusngan partas politik dan APENARBD dan hasl pemearfsaan investiganl

menindaklanjuts dengan penyerahan
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Pemernniah

Pemerinizh

BUNMN & Badan

Prioritas Nasionz!

Duzst Dasrah & BUMD Lainaya Zdsn 4? ot
Jumlah Jumlah Jumiah Jumiah Jumlah
Parmasalahan Permasalahan Permasslahan Permasalahan Permasalahan
Hilsi {Rp Juts) Faiiai [Rp Juts) Milsi {Rp jote] Nil=i {Rp huta) Hilmi (Rp luts)
o 21 808 285 5328 1.803
268 2.873 215 401 3.757
543.815.35 1.169:509,11 3.518.380.07 1.234.052.08 B5.465.356.61
1131 1.646 78 132 1.967
177.636,81 753.347,34 £B85.992 42 328.435.73 LB95.416.30
20 342 26 83 a7
159.645,81 212,578,398 £79.513,01 T1L707.00 1.760.153,80
25 204 a6 55 330
255,728,713 203.582.79 235256964 1939053 300578651
156 2.292 150 275 2.874
543.015,35 1.189,5(5,11 3.518.380.07 1.234.052,08 6465 356,61
112 581 65 125 883
436 1.187 45 1641 3.300
A427.776,27 103.21%,18 10221470 240.564,20 873,774,35
2F 121 24 23 195
31453893 100,453,324 30.534,70 232.457,12 726.104,08
1 ! x 2 4
: 333.12 z = 33312
408 1.065 L | 1.618 3.112
113.177,34 2.432.72 11.620,00 18.107,08 145.337,14
TOTAL A+B+C =3 arel ] i o
970.73L62 177312829 3.620.594,77 14741628 733513096
Pemyershan
Fset danyatau ¥79.951.49 225,427,132 2.650,37 19.470.45 527.493,43
peryeionEn USng

*Hz=il pemenkzaan terratk pads Pemenmtsh Pusat, Femenintzh Daesrsh, dan BUMDL
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REKOMENDASI BPK

At3s permssslzhan yEng ditemuken, BPE memberikan 17.835 rekomendasi anzra 20

= Termit dengan permasaiahan ketdskpstukan
yang dapat mensakibatkan kerugian, potenst

ksrugian, dan kekurangan penerimaan,

Dani nilai permasalahan ketidakpatuhan
e=ar Rp6,.45 trifiun, pada sast

pimipin=n entitas terkait agar manstapkan pemeriksaan telah disetor ke kas negam/
danfatay menarfk kerlgian, memungeit daerah/perusahaan sebesar Rp527,49
“EklraraEn pEnermEEN HEn mEnyEIrE Ty E miliar, antara lain pada Kementerian Sosial
ke kas negsra/daerahfperusahaan, sarts sehesar Rp227 54 milliar, Kementerian
manEunayaian 2gar potensierugian tidak PUPR sebesar Rp35.80 miliar, dan Pemkot

menfadi ierogan Semarang sebesar Rp20 66 miliar

= Terkait dengsn permasalzhan pengelolaan
jaringan trayek anghutan lsut perintis. Menten Perhunungan agar menstaokan Surst Ksputusen
(52 Penempst=n Kapal Perints dan 23X laringan Trevek berdasarsan oodsi =pal yanglaik zutsens
menyusun dan menetspkan jaringsn trayek perintis dengan cermat dan mempertimbangéan ruas
ENiNESN trayek angkutan ransportast 3t sinnyz

= Terkzit dengen permasalzhan implementasi pemantzuan dan evalu=s uisng pemefintah, Ventsn
Keusngan selzion BUN sz=r berkoordinasi densan Kementarian PPN/Ssppenss ontuk melengkapi
Implementas pemantaoan dan evaluss pinjeman dengan: |1} menyajian permassianan berdesarkan
kefompob bezar permazzsiahan T3S, ;I:I menetEpkEn batas wakiu penyeleszian cermassizhenmys,
dzn (2 menghiheng bisys utans non-bunzs per sinjamsn yEng Smiul 2iibat k=terambeten penanian

pinjaman dicandngken dengsn adwst yeng direccansken dalam Loor Agreement

= Terkzit dengan permasslzhzn pelaksanasn Gerskan Indonesiz Meizyani (GIM), Mant=ri PANAE
3gar menyusun pedaman nasonsl peiskeznaan Progrem GIN =ebzgai canduan p=lsksanszn program
G, d=n mening'atksn koordinas| pelaksgnasn program Gl dengen Menteri Koordinator Bidang
Fembangunan Manusia d=n Kebudsyaan serts Memten Dalam MNegen tenteng k=herznjuten Progrem
Garakan Nazional Revolos Mant=l [GNRAM], pelzksanzdn d=n sosizfizazi Propram GIM kepsda
F=ment=riznLemozzz/Dasran

= Terkait dengan permasaiahan kewsjban pengendalian pencemaran udara, Mentan Lingainzzn
Hidup dan Kehutanan 2gar memprozes pemberian sznksi kepads penanzzuns jawsh danfatay
k=giEtan yang melehihl el mote emiz

= Terkait pergembanzzan kewilayahan khususnys stratesi pengembangsn produk ungsulan dasrsh
pada sektor hulu, kzgslz dzersh 1ariait ss2r manstaphkan komodites stad produll terenty sebagsl
komaoditas steu groduk unggwlan daersh dengen keputuzan kepals deesh sz menyusen rocodmog
pengembangzn komedit=s/ preduok unasdlan danfatsu ooton plon pengembangsn kewssan part2nian
kabopatan/rencana pembangunan industri imbupaten dan menstapkannyz-dalam bentol Beacanz
Fembangunzan langks Fenang Daersn (RPIFDI/Rencena Tais Ruang Wilsyah (ATEW) Gencanz
Fembangunzn Janzie Menenssh Dzerzh [RRIMD] Rencans Stratagis (Renstra] Dinas terkait

= Terk=itdengan permasalzhan potensi kelebihan pemungutan Uans Kofish Tunggal (UKT) danlurzn
Pengembangan Institusi (1], rektor unheersitas terkalt untuk menghentikan pemunsutzn UET yang
maishibi Biayz Mulish Tunggsd, taginan UKT atas mahasiswa yang menjaianl cut dan mahasizaa
yars mengzmbil mat3 kulizh kurang dari;atsu sams dengan § Sistem Kredit Ssmester [3KE), semnd

pemungutan |Pi pada menesioss barg selzn program diploms dan sagana.

= Terkzit dengan permasalizhan yang berindilasi froudkerugian pada PT Indofsrma Thk dan PT IGM
{anak perusahaan FT Indofarma Thk!, Dirsks: BT Indofzrme Tok 2530 (1) Maizporsan k= oemegans
szfram terkait ransaks Just bell Fiof, perempsetan dan pegadaian deposito, pinjam=n onfine,
pemggunzan dans restiusi pajsk urtuk kepentingan di luar perusshaan, pepgeiuaran dans tsno3
underimng tronsgction, dan permassiahan lainnyz dengan jumlah yang melebihl ketentuan yang
Berindi=sl kerugizn s=besar Rp2S94 77 miliar d=n berpotensi kerugian sebeszr Apled B3 milizr dan
|2} perkoordings) 2enssn pEMeEzZEns seham dz2n Kementenan BUNN untek melzporksn germassishan
T Indofarmz Tok dan anak perosshasn kepada 2parat pensssh hukem
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HASIL PEMERIKSAAN PRIORITAS NASIONAL
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN REVOLUSI MENTAL &
PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

IHPS || Tehun 323 mamust hasil pemeriksaan Stas prioritas nasional Pengembengsn Wilzyah dan Revclusi Mem=l
& Pembsnzunsn Ksbudsysen pads 190 objek pemernksaan (obrik) yang terdin stz 19 obrik pemeriniah pusat o=n
184 ohrik pemerintah deesh (pemda], dan 27 BUMD. Pemerikssan terssbut mellpot 147 obrik kinerjz dzn 43.obink
denzan tujuan tartento [BTT}-kepatuhan

PENGEMBANGAN WILAYAH

HHFPS | Tanun 2023 memuat 158 hasil pemeriksaan BPE st== pricnitas nesiona! pengemDangsn wilsy=h, bal pads pemennsn ousat,
pamidz, dan SUMDL Hssll pemnariieasn mEr'El!.mp S fl=siatn Frioritas (KP), mefiputt: [1) Penzembansn Kawesan Stretesis (KPLL
{2} Fehgembanzan Seitor Unsgulam [KFZE (3} Pengembargan Ezwassn Perkocan (KF2) &) Pengambanzan Dok Tertingss),
Feroatazan, Perdessan, o=n Transnegmas | KPSl dan (3] Kelemazsaan o kzuangen Desrsh (KPS) Hzsil pemeriizazn pricotes nasional
peng=mbanzan wilsysh mensingicnian bebersps upay= pemerintah pusat, pemds den BUME, antars fin

TERKAIT PENGEMBANGAM KAWASAN STRATEGIS:

* Badan Penguszshzan Kawssan Szsbang |BPKS) t=lzh
mengidentifikasi potensi kawasan 5abang dzlam rangi=
DENIEMOSNEEn KSWaIan, s2ris kelemshan dan hamostzn 212z

pelzkzznasn pengembangan potsns| kawsian Ishang dafam

rEngka menarik c=ion inwestor

* Pemerintah Provinsi [Pemprov] Sumatera Utars, Pemprov
Sulawesi Utars, Pemprov Kaltom dan Pemerintah Kasbupaten
{Pemkab) Kutai Timur telah menyedizkan dukengan
s=ranz prasarana Kawessn Ekonomi Khuses [KEE] antarz
lzin malalul pengelaizan sumber daya =it dan panyedizan
perlenskagan jslzn provirsl. Seiain itu, pemds tersabut jugs:
telzh menstackan kebijzkan pembsran fasiices/insenof dan

kem
panansman modsl dasrah provinss:

=N pEnEnaMmas ms d=i_gertz manyusun rent=ns umum

* Pemprov lawe Tengzh dan Pemkah Kendal telah mengupayzkan
pemenuhan fasilitas dan Bemudahan ketenagskerjaan dalam
penyelenggaraan KEK, sntarsizin bekerjz ssmz dengan Badan
Wsaha Pembangun dan Fangelola [BUPP) dan pelaku wusahns di KEX
melalul kesepatatan oerzams tentang keng sams keterpautsn dan
l=secadanan |fimk ang moih) komipstens| vokes) didawa Tenssh

TERKAIT PENGEMBAMNGAN SENTOR UNGGLULAN

*» Pzmiab Bengkayang dan Pemiab Wajo t=lah menyusun master
plon pembangunan periznian dan aisu rosd maog pengembangan
industri sesbh=gsi =cusn 3ty pedom:zn d2iam menstzphan
k=bpiizkan-kebijakan, program, dan ¥egiztan yang terkait dengan
pengembsngsn komoditas unggulan, Selzm itu, Pemcek Negeda,

Pamkazb Fakfszk, d=n Pemksb Bersu mengupayskan sertifikst
indikazi geoerafiz 3tes produk unzgulen yang dapst memberikan
manfast berups memesreaiss lMentfikss produk, mensengest
repuUtssl suSty kEaweseEn indik=sl geogr=fs, melestarikan keindshan
afam, pergetshusn tradizional, serts =umbsr dayz hayst
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- . TERKAIT PEMNGEMBAMNGAN KAWASAN PERECTAAN:

[ * Hementerian PUPR telah dan sedang melaksanskan 80 paket peherjaan
pembangunan iInfrastrukiur KN tshap |, serts t=ish mengidentfikas slemen
nilzi tamizah digitsl atsu wknologi Lok membarisan manfest yerg l=bikh besar
pada [KMN, sebazsl uosys memadukan 3 konseo perkotaan yaitu (KN sehassi s
hutan |jerest oty], kof= spons |spongs oity|, den kot cerdas [smart oy s=bage!
prinzio da=ar pengembenzan Kawazan KA

* Pemerintah Kota [Pemiot] Batam dan Pemkot Banjarmasin telah bekerja
sama dengan pihak swasiz dalam bentuk Corporate Socral Responsibilicy
meialul koizboras! sstker KOTAKY gan teizh menghasilkan penstaan
permukiman kumuh der penstaan kawasse permukimen umul o bantaran
ungat yeng mengikutserisken masyersgst Sslzin iy, Pemeot Mewaszsrdan
Bamiot Denpezarteizh mambust Srond Desion Pembansunan Nependudukan
Tehum 2021-2031 dan 20162006 den memiliki Master Plon Perzampakan pada
T=hun 2036 d=n Tshus 20107,

TERKAIT PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN
TRANSMIGRAS:

* Badan Masionzl Pengslols Perbatassn (BMPP) telsh menstapkan regulasi dan
kehijzan yang mendulung proses perencansan seris pemantausn dan svaluss
atas pengeicdsan Batas Wilsyah Negars dan Hawesan Perbatasan [BWH-EP) 2=lzin
it Kemendsgn telzh mensteplen perstiren dan Sieret Edaran (58] setagsl pedoman
datam Penetapen dan Penesasan Bates Deca {PPE D), dan meryusun Rantsngan
I Serates Pengembans=n dapasita: Apsratur Desa (AL S9HAT Heeendess FOTT
uEE=iEh menstapean ssiumish regulas badsng kstfanemigrasizn, maToetiua T
¥pondinasi dar imtegras! Penyelenggarasn Transmierss| [GPT) Tingkat Maslonat dan
MrEyEEnESErENET kEgiFiEn avalugsi perkembangan kavazan transerigras melsin
perguiuren Indsis Pertembangzn Kawasan Transmig=si (PR Tramsl.

TERKAIT KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN DAERAH:

* Pemerintzh telah menyusun dan mesetapkan paraturan pelaksanazn
Perpres Momar 38 Tehun 2015 tentang Kerjasamsa Pemernintah dengan
Badaf Ussha {KPEUY d3larm pempadisan (nfrastruleur, antar= Hin sreittes
cara pelaksanaan, pembenas dukungan stss groyek KPBU, pengembabian
imwestssi dalam bentulc Avoiooiiny Foyment (AP den pelsizanasn pangadaen
bedzan ussh=s KPBLUL Selain ftu pemerintsh juga tel2h mempublik=sikan dafisr
provek infrastruldur KPAU serts memberien fasiites dukumezan; baik datam
bentuk Project Devefomment Socility {POFL, Viohiity Gog Fond (VGF) maupon
Panjaminan Infrastrulturs terhiadap oropek KPELU

* Kamendagri telah menatapkan Morma, Standar, Pressdur, dan Kriteria
[MSPE) tentans proses pine Sistem Informas: Pemermtanan Deersh (P01
[Eni= informas Pembsngunan Deergh dzn informasi Keuangzn Daesh.

* Badan informasi Geospasial [BIG) telah memenuhi zalah satu tarpet
penyadiaan peta dasar wilayah darat, yeitu pads skals 1250000 dengan
capaizn 1D0% dars terg=t yane terhiang datam Perpros ¥ebijakan S5m
Fatz [KEP).

* Pamprov Repulzean Rizu telah memenuhl alokasi anggaran belanjz
wijik di bidang pendidikan minimz! 20% dari belznjz dzerah dan
erdatarkan kebutuhan di fungsl pendidikan. 3glain ite, Pemiot
Tanjungpinang teish menyslaraseen perencanean oudsng pendidikan
dzlam Rencanz Kerz Pemerintzh Deersh [REPD), Rencanz Eeris [Renjz)
Dinas Pendidikan dan Rencans Karjs dan Angzaran (AKA) dengan Rencana
keriz Pemerinish [REF.
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Marmun demikian, hasll permenisaan menunjulen mesih terdapst oermasaizhan siznifien yang bepotersi mensskitatken Pemenineh
izt dIpat mehiapal tarEet pengemiangan wilayan sehingsa dapst menghambat pencapaian tujuss PN 2 Permasaizhan signifikas
tersehut i nEranyE

* [Dokumen perencansan dalam penyelenggaaan Kawassn Perdagangan Bebas dan Pelabukan Bebas
[KPEPE) yarns disusun oleh Badan Pengusahaan Kavasan Perdaganzzn Bebas dan Peizbuhan Bebes Sahang
{BPKS] belum s=lams dengan RPIMM, dan oerercenzan pemantzztan s3rana presarana untuk mendukums
penyelenge=r=an KPAPE Sabans belum memadsl. Selain i, pengaltdzan perinen df KPEPE Sabanz belum
Sitskesnakan oleh unit peizdsans peisyEnsn vang merupskan p-sm:aél'lsn dari in=tansi Pemernntah, Femeninish |
Acah, Pemkot Sabang dan Pemist Aceh Besar sespai amanat Peaturan Pemanmian (PP} Nomon 83 Tahan
2018 dan penerbitan perizinar perusaia di KPEPE Sabans Ddak dilaksansssn seluruhnys oish Kepaia BREE

* Dewan Nasional KEK belum menstapkan. standai pengalolasn KEK yang mergatur antar 1= stangar a""’f ‘
infrastntur dan kesigpan’ beroperssi, dan belumselurah Devian fEwasan dan AdminEt=ion mersEmpsian ™ M'J
lzporan perssiolaan ¥EK kEosds Dewan Masionz! KEK sac=rs periodic

* BUPP KEK Bitung dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan [MBTK) belum melakukan kewajibannys teraait
penyelengzarasan KK, yaitu belum merssiizasikan pencspaian mrget. belum meambangen den mengembangken
prazarans dan saranz, belum manyeigngzarakan pengeiolzen pelgyanan prazarans dan sarans, beium
TEMySiensERrakan promas, dan e didukung dengen sumber d3ys manesis [SOM) yang memadai

* Pemdz belum menyediakan [1| si==m penyedi=an sir bersih/sir renumopada KEE Tenjung Lesung, [2) sarens oresarens alen
di-dalzm dznfstzw uar kawsaan pass KEX Bltung dem KEX S2 Mangksi sers {3) peryadizan tempst pengolakzn akhir (TPA)
dan instalast pengolahan sir imbsh (tPALD pads KEK 5= Mangksl, KEK Tanjuns Lesung, dan KEX MEBTK. 52lzin iy, Pemda juss
belum menstapksn Perds dan/stau Perieds teoieit dengsn insent berups cengurangan, beringsnan, dan @tsu pemibstesan
pajex daerab danystau retribusidsersh dalem penveienzsaraan KEK Kendal, KEK S=i Menzie!, KEK MSTH, KEK Singhasari dan
KEE Tamjung Lesuns.

* Pemdz belum melakukan koardinasi dengan BUPP dan pihak terkait dalam menfasilitasi pemanfastan tenaza kesja danjztsu
Li=zha Mikro Kecll dan Menangzh (URMEM) o wilzyzh sekitas K8 pads KEK S=f Miangiel, KK Bitunz, KEK METK, KB Tanjung
Lesurs, dan KEK kanda|, zers pemaenfaaten banan Sskw padg KEX Siung -

* ‘Pengadzan dan penyaluran bantuan benih lopi dan kalea pupulcdan pestisids, sarana pembel bteks,
alat mesin pertanian, dan screen hodss tahoen 2023-2033 dalam rangha pengembangsn komoditas
ungguian olieh Kementerian Pertanian belum sepenuhnys sesuaiketentuan. sntses isn L Fensscsss sevsns
prodissi aprodi] berune pupik dan peetinds (i mendiikungs borodites whgsuiae tidek didibyuns densan
sl g rruti, ssrta laporan Rasil uji s ates sapred tid sk diyaitni kebanzrannya, d=n 2] Fehentuan iokas!
[ENSNiTS DIEILST 3IS] Masin pErEnian [EEnmEn! tds sepanunmE mempermmbsngsEn analiss keoutuban
Zan ketersedizan di wiisysh tersbut, lon perenms benfusn Slintsn belom ditstemian, serts alsintss beium
didiztribuziian k2 penarima bantuan S tidsk dimanfsatken.

* Strategp pengembangzn produl ungeuian pada sektor hula
[ Swateg penzembangan komoditzs unggulan pads 10 pemda belum aptimal, =vizrs Ein balum menstspksn komodites
unesuian dzerak den/Eteu kewasan kamoditas uniggulan: belum menyusun roocmos/pets jalan pergembangan komodites
unzgulan dan belum memmutskhrkan peraturan 131 roang seoess dasar perencanzan @ngka panEng de=m mensmtuan
wisyEh pengembangan kmmadit=s unggulsn

O Fasilitzsi penyedizan szranz dan pressrena pads 17 pemda belum ootimal, sritsm= e, belum mengidentiikas stmo mesyuson
rencana dan tarpet permenuban kebituhen s2rzms dan prasarsna pertanizn perksburen; Belum mempsiorissken peryediaan
sarEna =N Prasarens peri=misn; pemysdissn Tesilitss samne dan presarans yaog sde oelum berdfungs optimsl

* Strategi pengembangan produk ungeuian pada sektor hifi

[ Peningkat=n kusiitzs days @rik produk unggolan deermsh (FUD) pads 4 pemda belom optimal, antarz 20 oelum menarzgian
atsu memizsiitasi inovas pada t=hap produksi, belury memiiiks dsta k2 pasies produkst dan belum msiakuken uoeya
p=ningkatan kapasitas prodoksl, sers belum maningkatikzn kusfites SO0 vars terfibat dalam pengamioangan produk.

[ Peningkstzn kerjs ssma antars pemda dan pemennizh pusst stau pihak swast dalam ergks pengembangan PUD pads
£ pemda belum optimal, 2ntarz I3:n pelum memizsiinEs kers sEms sntEr peiEge ussha delam meniage dan manngkasen
kyalitas produl, Selum sepenhnys menyisn ehijsian/menjsin EHiasams st bantlan parmodaian untuk manjsss
stshifit=s hargs produk, =evtz belum memifasiitss promos dam informas penz=mbangan skspor
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* Pembangunan infrastuktur belum sepanubnys s=lares dengan REIMN Tahun Z020-1024,
Bencana Stratesis [Renstrz) Kemeanteclzn PUPR Tehun Z020-2074 dan Rencena (nduk KN, sarts
sumber pendanaan sltermanf sefain 4FBN berups KPEL dan Syasta muomif BEUNN/BELUND batom
terizkzanz. Selsln itu, perdiapan pembangunan Infrastroidur beiom memadsl, di antaranya
perzispan lahan pembansunan infrastrukiur KN masin terkendals, di mana 1.085,62 H= dan
36 150 Ha t=rnzh y=ng masth dalam penguassan gihzk l=in, s=rt= belum selessinys prozes
zarofthasi stas 5 ares hasl pengadaan tsnsh

*  Pemda belum memiliks regelasi pengarshan mobiitas pendoduk yang memadsi dalam mendukeng
pengembangsn S=wasan persctzan yens mengakibatizn Dinss Keoendoduksn dan Pencstztsn Sipil
\Cizdukcapil | ddak memilik pedomian y2ng memadsl untuk merencangkan dan melsk=anzkan grog=m
pengarshan mobilites penduduk sens perangkat desrsh belum dzpet melakszanskan pengarshnan
mobifitas penduduk, dan pemantsuzn orang 25z belum memiiik peyung hulm sebagsi stren teinis
pelskeznaanmyz

*  Pemda belem memililn perencenaan stategs urmus mandusung pensembangan SEywassn perioizan
b=upa dofumen Rencina Femyeisnzzarsan Pargslofzan Paruotasn |RP2P| varg menssvibatian fesiitas
oelzyanan periotean befum lengiap dan weretendardizes:

* Oola koordinasi terkzit perencanazn, pelzksangan dan pemantsoan svsluasi antzrs Sekretarist Tetap
[Settap| Badan Masionzl Pengelols Perbatasan {BNPP) dengan K/L dan Badan Pengelolz Perbatasan
Daerah [BPPD] belum diatur, sshingss imolemenizs ternadap rentens Induk (renduk] gzn rencana sk
(renzksi] belum 5=-*.:rr-_-"-..|i'r1-¢= dilzlesanal=n el KfL den-permda d=lam menyusun perentaniaen samps
dengan pemantsuan dar evaiuas Sesizin itu, beium salurih pemda membeatuk Badan pengeintz
perbatzsan dzerah

Bermendagri Momor AS Tehun 2016 s=ntans Pedoman Penetapan dan Penegassn Batas Dess belum
dudukung denzain atur=n pelskicanzan yang memadal S=izen tu, emendzgn belum manemphan Norms,
Stendar; Prossdur den Kntera {MEAL dalzm mendukuns oeningkai=n kEpasias BpaETu SemenntatEn
dezs danpengurus lembazs kemesizrmaetan dess (LD s2s Brgiap

Ezmendess POTT befum melzkukan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan U2nsmigras secars
memadai, y2itu belem seluruh provinst dan ksbupsten yang mamili Kawssan Traremigras Prioritas
Mzsipns! |TPH] marbentul Tim Moordines dan integresi Penpeisngzaman Transrizr=s (WPT), pelzissrasn
koordinazi danintegraz penyeiensgarasn Eansmigras belum optmal seris cestbinzan dan pangduwesan ok
pEmEnEn Dusat temaden pemyelenssarsan wuesen ketreramigrasian beum memads

Progrem dan kegistsn yang terkeit densan penyediasn sarsna dan prassrana, sksesthilitzs. dan STM
dalam rangka percepatan pembangunan dasrsh tertinggal pads pemds belum membarikan dampak
secars signifikan terhadan peningkst=n indeks sompost dessh t2riinggel, antere i2n pads indisstor dess
YENE mempurayal pertokoan, fasilites kesshatan, dokter, dan seloizh mensngsh perama.

Perencanzan program) kegistan pengemiangan kawasan perbatzsan belum sepenuhnys sfekal,
zrmars [2in rancanz aksl gengslolzan Datas Wilsysh Megarz dan Kawssan Perbatazan (BWN-AF)
Eabupsten Sambac, Katupaten Nunuksn, d=n iabupsten Belu ertue =hoen 2021 =d. 2023 beium
dEELE0n 3es0E eetentuan

Permasalzhan pada pembangunan kawssan perdessan, antarz lzin belum seluruh pemds (1)
menstapkan kalwasan perdessen, sere= insentf den kemudahan imeastasi yeng mancukong cembsnzunan
kEweEsEn perdessan dengan pergturan desmn; | 2] meEnsSunsySiEn DENdSngan DEMOSNEUNEN KEWSEEn
perdezasn ssi=in dan Angzesrsn Pendapstsn den Befznjz Dserah (APE0| Kebupsten sesusi Rencans
Pemnangunsn iEwasan Perdessen {RPEP): 13} melibatisn masyarsier dam LN beik di dasm maooun
ok uar kawyasan [sodioner ) dalam pensemibangan komoditss wrgsuian

Permasalahan pads pembangunan desa terpadu, antara lain belum ssluruly pemda maizloisn (1)
peninzistsn Kepasi=Es SO0 Desz dan pendampinsan pensustan mcmhaﬁr permierintanan desa {2)
sysluan secars memadss 313t pengpunsan Dena Dess untuk meemasmkan oafnes pengsunaan Dens Dess
=izh sesusl dengsn prioriss, gan .E:_l pembinzsn Fi=5 perssiolzsn BUM Des semrs profesionzl

P T Tehun 2027 cE—




» Terkan Meoge mme Pemeremsh dengan Badan Usshz untuk mendulang pendansan
infrastrubitur dan pensembangan wilayah proses dentfiies, penstamen, pensusUlan oroyes
FFEL olsh Kemartenan Lamibazs dan Pemenintzh: Dearsh kepada Kementerizn FEN Bappenzs
pelum didesarken pads salEs yeng omorshensi 2lan o, penilsan ferenteren PR
Bappenas delzm rengia pensmpan Dsfier Bancars KPOU (DY) dah Puhic Frivome Ponmichin
[FPR} Sook bebum dduinmg dengan ketersedizan pedoman; panduan ek,

* Sistem Informasi Pemerintzh Daessh (SIPD) y=nz dikerbensi=n ofsh Kemendazi belum
sepenuhrys mereskomodasi; |1) ¥ebituhan proses bams perencanaszn pEMbaREURER
deersn, |2) penyelzrsen kebiskan pusat dzn dasczn, dan | 3) proses pengelciasn keusngan
goersh, seriz Helum sepenubinga mendukiung Denyaiian lzpotan iswangan berbass arrual
sEsuSi bsteriusn yars Derisiu

* Terksit penyedisan pels dasar yang berkualitas dan siap paksi sesuai kebutuhan
pembangunan nasional, Bsdan Informasi Geosps=al (B1G) belum sepenubmys dapst
menyedizian (1] pets dassr wilaysh darsr, (2] d2t= seospasizl dzzar dan informasi
zE0Epasisl UnsLT pets dssar wilsysh izut dar pants; dzn (2] informas geospesial unisor
p=ta dasar batss wilzysh sdminisresi des=/keiir=han,

*  Permmassizhan terkait dengan moncoiovy spending furssi pendidikan dan bidsng infrastrukour,
am== =0 Ll perencansan mpncsnony spencng deiam APBD pada 13 parnds belum terpenuhi
seslai dengen KSteTiuen persturan peruncanssn yang barsiu, dan (2 pengsiolssn mandammy
Snanding Beliim sepenuirs msrdukuns beianjz Saerah yars Dercitss di Snterarye pemda
bstum mamenuhil trget standar pelygnen minimal (5P, dan belum mareeizasien belEng
SEcUEn DENPen fencara, transparan, d=n secta denssn peruntLie

* Permasalahan terkait dengan operasional BUMD, antara laine

0 Pengelolzan kredit proyek pads PT BPD jateng ates 29 dehitur dengzn toal
tunggakan pokol dan bungs sebesar Rp2 6,09 mifiar tdsk zesyai prosedor, arm=s
lzin; [1) faminas kredit kurens dar yangz diparsyaratizn; |2 Pencaiman kredit diizkukan
t=npa gilengeapi dengan dokumen yans dipersyerataan dan ookt yeng dilampirken
sebazzi penduling gencsitan terndikas] tdzk #il, dzn {3) Kradit digdnekan untuk
izbutunan s=izin propeic Ssiainity, Maim esurzns! stes kredit macst sebecar ApIsd 48
mifiar yang dizjukan PT BPD Jatens ditolak erena- klaim odak sesasi dengan kiausdl
btz Forawsran Peranggingsn/Seras Perintsh Kerjz [5P%) dan debitur masih memiii
hutEng subrograsl kepsds oihel panjamin.

0 Perumda Pemibangunan Sarana faya (PPAI) melakuian pembatzian pembelian tanah
yang berickas &t Ujuns Menteng dan Kampung Malaks Roroten, ¥srens pihak ketzs
tdsk dapst memanuhl bewejinen meEnssriinketi=n =ngh zerts menawarken =n2h
¥=ng buken miiiknys dan dild=im pinakt isin, Piksk k=dbgs baru mengembsiien uans
miuks s=besar Bplil DO miliar sehinzss meun terdapst kesurangsn s=besar Rpl 17 45
midian S=igin iy, FPAl melakuken pembelian Enzh yEns o eneene =Slees 72 081
mz2 merupakan tanah millk Fempros DX, sshinggs masih terdapst kekurangsn anah
=enidsi Bp?6, 59 mifiar

[ Pada pembangunan lakarta international Stadiom (#5) cleh PT fakarta Propertindo
terdapat permasalahans {1} dskurangzn volume sebesar Bpd 21 miller, kendeksesuzian
spesifhes seheszy Rpat 73 midiar, dan pembebanan yars toak sesusi ketertuan sebesar
Rpd 3,45 milizr pads pakerjaan pembansunan 15 [2) Kelmanesn volume sshesar FAp2 19
milizr padz pekerizan Hunian Pekers Pendukung Opsmssians! ampong Sesun Beam s
gzn (3} Beteriambstan cempelesai=n pelgriaan pembansurar IS balum dikenakan dends
s2besar Bp7 26 mifiat

O PT Bank Sumut memiliki fisike kredit yang berpotensi merugixen keuangsn bank stas
kredit maeet sebesar Apl10.35 miliar, & sntaens pemberan ireditndak memperhetikan
prirsip kehas-hatian perbanksn, kigin ssurens yang dispilen PT Bank Sumut disiak
perissnzan ssurensl dan pensrzanan stz kredit macst derssn umur tonsEskEn of atss
s=pulyn Shun ndsk dilskukan s=gae opoms!,
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REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

[HPS | tshun 2073 memust: 32 hasil pemeriksaan BRY 3i=s prioritss fachonal revpivsi ments! dap pambansunan kebudagaan,
balk padz2 pemenntzh posat mauoun gemda Hasll pemeriisasn menzkupe (1) Revolust mental dalam =3 kelolz pemerimianezn
[Pros=m Priortss [PRIL KPA); |2} Pengustan pusstpisst’ perubahsh Gerskan Rsmlusi Manmtal [PRL KPS 31 Peenbinzan deoiog
Pancasiia, pendidikan kesvarganegaraan, wawasan kebangs=an dan belz negara (PR KPE) (4) Peninsistan pemajuan dan p-eiasm.riaé
s=budayzan |FFZ); (5] Feningiaten eltes paigyenan ibadzh has (PR3 KP4 dan |&) Peningiemn budsy= Itsmasi dan pensust=n instinus
zozizl pensserak fterssi dan inowast (PP E51 dan KPE) Hagil pemerksasn stas priorites resions! revolisl ments! dan pemibangisen
'l]EbiﬂE'yEIElr.u mangunziaokan beberspa upays pemerintzh, antar= laing

G G Ly . | * TERKAIT REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHARN:
= wl = L3 '[3 T Badan Ezpeg=waian Negars (BEN) telah melaksznakan sosialisasi
'-'-"iiu-' e ] J‘J peraturan terkalt peneaWwasan dan pengendalian pensgasEn disiplin
LR | ,.__,..=.|£_-_'. Aparatur Sipgll Negara (ASN); seris memiiil layanan penpadusn terkait
T panegakan tisiplin A5N berups sistem informas: integrated Dismolin [I'DEE}
o TERKAIT PENGUATAN PUSAT-DUSAT DERUBAHAN GERAKAN
—— REVOLUSI MENTAL:
== (="

[ Kementerian Koomdinator Bidang Pembensunzn Manusis dan Kehudzyzan
[Kemenke PMK) telah menerbitkan Pedoman Umum pelaksznsan
Program GNRM pada tahun 2021 d=n teish membentuk Gugus Tusss
Masional GNRM di tingk=t pusat, 8 Gugu= Tug=s KL 3 Gugus Toges
Browirsi, d2n 474 Gugus Tegzs Kabupsten/ otz s somestar Hshon 2023,

[ Pemds telah menetaph=n lokasi Ma! Pelayanan Publik [MPP] yang
strategis dan modah dijangiau oleh masy@aekat sert= memedaian sarans
dan prazsrsna dafzm pamyelerggarasn MFR

* TERKAIT PEMEINAAN IDEOLOGI PANCASILA (PIPk
Badan Pembinaan idenioz! Peneasiils [RIP] teleh menyusun perstursn
terkait Dikdat PP sesua dengan metode den tshapan yang telah ditetapkan
dzlam ketentoan, dan menugaskan pengaiar diklat yang memenuhi
wusifiaszi abzdemis.

* TERKAIT PENINGHATAN PEMARIAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN:

0 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Rizet dan Teknola g
[Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Lembazs Pengelolz Dana
Pendiditan {LPDP] Kementenan Keuangan dalzm penyedizan pendanaszn
metzhl plogorm Dang Indonssiang

[ Pemdsztelzh menyuson dan menstaphksn struktur ofzanisasi d=n 12t kerja
yENE MEnsngan! Didsng ksbudasysan, menysdisiae s2rans dan oressrans
pemsjuzn kehudeyaan, dan melzaiian intsmelssl ehodsiyaan,

* TERKAIT FEMINGEATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HATL
Aeguizs lay=ran akomodasi den konsums: di Arab Ssudl serts transpontas
udzrs yarg ditetaphan aieh Kementeran Agsma (Xemenag) =lah s2bres, sarts
memDerixen layEnan onsumsi s=2harysk g3 kel sshan

* TERKAIT PEMINGKATAN BUDAYA LITERASE
Perpustsxzan Nasionzl |Perpuznast telah melskzanakan akredissi bagi
pecpustisksan kabupatenkota den provinsd yang mencspsi-B9 13% dan
s=luruh gemds, den teizh dilskssnaksnnyz serenghaian ksgiatan ravis
regulzsi Standar Nadion=! Perpustakasn [SNP) 2023,

HFE T Tehun 2020 a—




ismiun demikean, hasl pemenksazn menumeksn msnh ierdspst oermasslzhen signifikan yang berpotens mensskibatksn
smenntzh tdsk dapst mencape’ Ergst revolosl menta! dan pembanzuran -<-=|:.' udayzsn, seningzs depat menghambar
pencEpaian tujusn PN 4. Fermassizghan signifikan terssbut 4l Sntzremys:

o =

r

1AN TERKATT REVOLLIS| MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHA

Pemerikzgan paca BEN menunjukssn Danws regulasi terkait
pengawasan dan pengendslian pensgakan disiplin A%N belum
selaras dengan regutasi penegakan disiplin ASN, karzns

=raturan Pemerinteh mengens Gaji d=n Tunispgan sebsgzimana
dizmznatezr d=lam WU ASN belum diterbitkan. Den
terhitksninys PP terizit Gajl dan Tunjzrzzn, j2ri
=piin Sedans berups pemolongen TUNISEEan Kner3 senarusmys
bBaiem =k Sslainity, tngkatpe n==f D5 y=ng masin
rendan, yaitu hanys 13, 99% inetansl £ mengsuUnzksn varsil dan
nanys 11,945 instansi yang mengeunzkan vers 2 PO

n BEium

Hukllsman

* Pelzhzanaan Program GNEM oleh Kemenko PMK balum memadsi,
=gt k2gistan koordinasi, sinkronisss, dsn pengandslisn oish
l=mainko MK dengan kementerizn foordinstor program gsrekan
dan susus tuzss belum dilaksanakan secars berkssinambungan darl
t=hun 20721 s 4. semester | tahun 2023, S2izin ity senpukursn Indeks
Czpaian fzvolus Ments! | ICRM) belum dilzkulan st masing-masing
Fo¥izs Frogram yane tertuang pads Ingres Nomor 22 Tehan 2006

* Hementenan Pendayasgunzan Apamtur Megara dan Reformasi
Birokrasi [(Mementsrian PANRR] tidak memyusun pedoman nasional
pelzisanzzn Gerskan Indonesiz Malzyani [GIM ) 2000-2023 dzntdsk
membantuk kelompok karjz GIM 2020-2023, sert= belum menyusun
k=hijEe=n t=rietmaks = dan prossdus pem.
pamyeiengzaraan MPR gigital

3 lmyEnen sers

* MPP pads & pemdz belom memiliki dukungan kelembagzan
y=rg ditstapksr secars formal olek pamds; pelsyenan publik yane
dilakukan MPP padz 4 pemds belum mengupsysksn ksoapstan
paigyEnan; dan penyelengearsan MPP paoa: 4 pemds belum didebans
dergan monitoring dan evsluest secars perkaia

PERMASALAHAN TEHHMT zﬂﬁmm H-:I'Eﬂlﬂ.ﬁi Pnﬂtnéi:m PENDIDIKAN
I KMME&MM wnwnsan KEMH E&Aﬁﬂ ﬁﬂn BELA uEGAﬂA

Pemilinan lokos pelaksanaan Dikdat PIP befum sspenuhnys
menyassT kepeda deesh denzsn Indsiz veng merzssmbarken nilz
Pancasiz terandah, kst PP belum s=penunmiz disslenzzarsian
EEIUE dEngsn petencanasn dan ksoutunan, S0kars gin terkst
oensan Skreditasi pemyslengsens dan sertikas pengagr yang bejum
dilzksznzkan sertz =n3pen pelakEanaan sktualisast Fanocsila yang
ndzk dilak=anztsn pads $dan 10 Dikat FE

]
]
Lid

2
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* Pemajuan kebudayagn yang dilzkukan Remendikbudnsiek belum didukunz dengan
regulas) yang memada.'i. diantzranys baru messtapi=an 7 peret
sizn pembs

vkzbudzyzan, dl antzranyz (1) upsy=
1 [OPR ] Warizan Buday= T=k Bends [WHTh)
gk=t k=punahan OFK/WETh, ds

* Pemajuan kebudsyasn pads 15 pemds belum didukung dengan regulasi dan pokok
pikiran kebudaysan daerah [PPKD] yang memadai, diantaramya & pemds belum
MERYUsUn 030 menet=pkan pards 3n k=pudsy 7 pemds |
gerds namun B=lum sepenunnga lengksp dan sefares dengan persturen perondang:
undanzam di bidang kebudayaan, dan 2 pemds belum menyusun PPEKD. Upaya

=TI AL

dungan, p= , dan-p=manfzaten warisen budays oslum oprims!
mendukung peningiatan teran masyareiat, ke=hter dan =20 dirf bangss, O
anEaranya .i* s=banyak 3025 Oblak Didupa Cagar Budaya |CDDECE] balum ditetapkan
udzys [CB) dan 4.235 OPK belum diterapken s=bagai WETD; dan (2}
i budsya mafalui penggunaan OPK d= k=giatan pendidik=n berups
sjar mruatan lokal | seni budaya) belium
krapzean. 5230 213 terpadu s=ouday d untuk mendukung
perzncanezan mrstes pemauan kebudayzsndan |:|=-rr'ta*-:§- nzn da=

Forzh, prakarys, da

= b

T

PERMASALAHAN TERKAIT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJl

Q * Pzdsz Kementenan P.garna {Kemenaz| terdapat permasalzhan (1) k=bizken oem 1
~ pendsfzran haji oelum sepenuhnys mendukuns pemarstzan kesempstan) |2 rezulzsd

h dezehztan daizm penst=pan
R

hzll berangk=stbs

50 pelu
at=n, terdapat Jemash kaji odak mengiue

Raji yang tHdak memenuhisysrat

* L =L A0 T KE
8 ‘ {stihos ; ===t haji; dan |2 =
! gullarl tda _-__;"ﬂ_-_._-s..'.-—_. aji dan berkeadilal
i * Pada Kememterian Kesehatan (Kemenkss) terdapat permasalzham (1) penembzshan
T — I I te nha]| k2lompok terbang tehun 2023 tdzk ditstspian maiziul
Espuiussn herter Kesehatan, (2} perencanaan kebutuhan obat hejitshun 2023 belum
mempernmbanskan pols konswms obat dan/stauw pols pemyakit; dan (3 perencarasn

rizhz
=rai Digya

tubian ooat Umtul |emashhajidi Areb Ssudi belim mempsrtimbanskan

PENGGERAK LITERAS! DAN INOVASI

PerpusEnas belum menseiola koleks! serah smpen karys oetak dan ke rekam (KCER) e
memadai, 2= i=in proses penstimzzsn, pengnishan, peryimpansn koiskE pendayEsunsan
DENESWESEN paiSNTansan sewaiten sarsh Smoan, dan pelesErian F{E?Eﬁl‘-'ﬂ solles k=nz
Zetak belum =penuhnyg m=Ius dengsn yang diaranatien dsam WU Nomoe 13 Tehun 20138
Selzm ty, Perpusnes belum melshllen semies postsiewan dan peiathen winiz wsnags

smustskEan secErs memads d sntEremyE ndak nremilan secars Sl terget pessts dalzm
METENERANED KEEFIEN S2rTTED dan pelathan =knis tEnsss perpusisegan

= naskonal

Uralar ikhtear hazil pemeriksaan stas grios
Febodeyzar selenghapmyz disgjiian padas BAE (V

sngembangzn Wilzyah dan Bxvolesl Mermtsl & Pambanzonan

m Ringkasan Erelot THPS T Tahur 2027 exmm—



HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH
DAERAH, BUMD, SERTA BUMN & BADAN LAINNYA

[HPS: 0l Tehun 3023 fugs mamuat ikhtisar hasil pemeriksaan selain priorites nasionai pengembangan wilsyah dan revolusi mental
& pembepgunsn kebudsyzan Hagl gemenizaan tersebut melipott | 1) B4 basi pemeriksaan pads pemerintah pusat y=ng terdin
=tzs 1 hasil pemerikzaan keoangan, 34 hasii pemeriksaan kinerja dan 22 hasil pemerikzaan DTT-kepatuhan (242 1) |2) 375 hasil
pemeriksaan pads pemds dan 3UNMD yang terdind st=s 108 hasil pemerikzzan kinerja dan 263 haszil pemeriizaan DT T-Kepatuhan
(BAE I}, d=n (3] 32 hasil pemeriksaan peda BUNMN gan Badarn Lainnyz yang terdin 3522 1 hasil pemeriksaan kinera dan 21 hasil
pemearileaan DT T-kepstuhan (848 |1l Hasll pemeritsazn mresbut sshazs erfiut

PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING

Pemerikesan Mneria =t=x upaya pamenint=h dalam perpe patan perarunen prevalsnsl Sring tehun 2007 dan 2003 ditiieanisien pada 3 obrik
pemenimitah pusat, yaitu Kementsrizs Kesghaten (Kemenkes), Bxdan Kependuduksnden Kelrarss Berancena Heoonal [BKKEM] Badan Pencevas
Ozt dan Wskaran (BP0, dan &4 obrik pemds yang terdin st35 1 pemprov, 3 pemikot , dan 40 pemiksb.

* Hemenkes telah melebihi target at=s 4 indikstor intenvenst spesifik tahun J022, 3nt=r2 2500 peeentzss
=0 hamil yang mengonswms et tambsh dargh (TTD), dan persemtass Gefits gz kureng yang mendapst
makznzn Embshen

* BEKBN pada shun 2022 t=izh mencapsi @rost atas empat indikator intendens: sensitl yans ditetaplan,
33z lsin cekupen eluvares bensio swenning yang mempsroish pendampensan ssbesar 47 T dar @rest
207, d=n cekupan lon sassngan usiz subes [PUS]T yang mempergish pemerikzasn kssehatzn sebazzl
Eagiam dan pelzyanan nikeh {passnsen) sebesar 75, 5% dari tanper sohesar TO56.

* BPOM zelah dapat mencaps seluruh taiget yang ditetaplan tshun 2022, antsrs l3in melsbih =rzst
terk=it campe pangen formieest| koemanisssi, informas]] gan edubkesf (W obat dan mat=nan sman; s=rs
i2yanan pubfikes] keamanan dan muty obat dan makanan.

#  Pemda t=lah menetapkan pedomanpetunjul teknis percepatan penunmnEn STUITHmg TNELSt keiuseen)
""" ]]. kots sartz deca dan pembentulen Tim Percepaten Penurunan Stenting {TPRS) di tinglat kebopstenkotz,
I

kacamatan, dan desa yans terdin dari fint2s sektos dan oemangiy kepentngzn.
Hzsi pemerikzasn marydmouian mash terdapat penrasalakan yangs aoshils tdsk segera diperbaiin, mela sken memengaruhl sfertivizes
upEy= ¥amensss, BREBN, BAON, dan pemd=dalam perrepatan penisunan grevalensissuntng, 4 antaramya:

* Eemenkes belum sepenuhnya menyeiensgarakan kebijakan perencanzan dan penNg3nggaran program
PETCEQSIEN PEruTUNS SUTng {Wﬁjﬂmm::er@n melibgtkzn muln pensk (2nm=ra i lemenienan
PPN/ Rappenss Hementerizs Ksuznesn, dan Kemendas|, d2n balom melsizanakan monitonins dats rusin
rrisizlud Apllkas Skstem Irfarmss: G [3igE) Terpadi dalzm modud achkes pencatatzn dan pelsporan g2
berpasi masyarskat le-PREENT sscEre memadsl

* PP piads BRKEN belum ddukung dengan regulzssi yang memadai, d aniaramya regulasi tentang mekanisms
perwadiaan dala sasaran PPS, petunjuk peizizanasn ©m PRE, dan mekanizms péqt;:—u:.‘r.:en masyErEkat dan
stem ondak lanjutnyz. Seizin e, Persturan BAEN Nomor 21 Tahon 2021 tentang Rencana Alsi Nasonal
Peroepatan Penurunan Anske Sruating Indoneziz [RAN PASTT belum menjabarksn secars lenskap indikator 3
pilardalas: Stratesi Masiona [Stranas) PPS.

* Regulasi pengawssan pangan forthkas pada BPOM belum sepenuhmya memadai, sntesa @ Perores
Nornor 72 Tehun 2021 betum mengaie tusas dan wewerarns BP0 sekagad K] pendiibuns delam kegamn
meningkstkan kushtas fortifkes pangen dan pelakssnaan dan evalussi pengswssan pangan fortiftesi pads
BE0M bedum sscanuhnye seous etentuan

* Femda belum sepenchnya mengintesrasikan kebifakan percepslan penurunan prevalensi stunting b= dsism
dokumen perEncanssEn, DEnESNESSMEN serts alokssi sumber day= pads pemda untuk inteveny 2pesfi, sansdf
dan Eardingtil belum sependinnya mermeds: den pemds belum seperubinys mglaissnaken penct=tan dan
pelaporan kegistan percepstan penurunan sinbing meleiu sitteminformasi sears andal

— [HPS 1] Tabun 2023 Ritugicnsan Bhselontif “



PELINDUNGAN WNI DAN KERJA SAMA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelindungan warga negara: Indanesia [WNIj.dan kerja sama:-dalam upaya
pemberantasan tndsk pidana perdagangan orEng (TPPO) di lwar negerfdilaksanakan pada Kementerian Luar Negeri;
Perwakilan R, serts incmnsi terksit Sinnye tahun 2028 =d_ zemecter | shun 2023

’ i Penauakilan Bl i luar neger teizh mengelsls pengsduan, memberikan pendampingan, dan
bantu=n hukom o3z W) 53k dan)'stau korben TPPD zecars opomal,

Mamiun demikizn, hasl pemerikzazn menyimpuléan masit terdapat permasalzhan yang sosbia tdak segers diatas! mska dapat
memenssruhiefektvitas pelindungan W dan kerja sama dalamn upays pemberantsszn TRRO Gl heer negard

|

* Perjznjian kerjs sams antars Pemanimzh Rl dan negars-negae di Asiz Tenggara
peium mengstur secars Thusas fingoupn kens zams teriait peningkstsn kapssitas
penanzanan korban TRPO, pelindungan dan rehaebilitas], serts pemulansan korban
TPPO, d2n pemberidshaan |notfiasi} dan bantuan kekonsoleran

% Kementerian Luar Negen dan Kementerian Hubom das HAM belum memyepakat
perjianjian kerja ssma untuk mensatur T8k perTukasn £5ts dan informmas terkait
penangznan Wl terindikes stey korkan TPFO dard lesr negan.

PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pemeriksa=n kinerjz stes efektivitas penyeisnggarssn opsresi gencarian dan pemcsongen dilakzanai=n pada Badan Masionzl
Pepcarizn dan Fertniongan (Basarnas) TA 2022 sampai denpan semestern | 2hun 2023,

Bazarnas telah melzkukan upays dalam penyeienzgaraan operasi pencenian
dan perteiongan, di antzramy= telsh menstapian jumish rescuer minima!
padz s=tiap unit kana, dan pencepaian reE-rEE wakiu S=ngEep pencEnsn
dan periolongsn sebesar 23, 53 menit

MNamun demikian, haslpemernikszan memyimoUlan batwe ©rdapat permassizhan yans depst mameangeruh] secSm SiEnikan upays
Bazzrnas dalam penysiengzarasn Doerssi pencanian dan pEtoiongar, antars fEin

*  Dpar=d pencarian dan pertohongan pads Basamas befum sepenuhnyz efeltifdimenz darito=i 3 518
operasi, sekanyak 372 operesi =50 24 B2%: tdss memenuh) standar wasdu empun yang ditstaciendsn

dar tot=t 3 318 operesi sebanyek 377 oosrasiatsw LM operes odak depatmangeveiuzs sslursh korsn.
3=izin ity Bazamas oelum melaiuken sveluas rutin Star pelsksanaen coeras pendanisn den perinlongan

* Pembinaan Potensi Pencanan dan Pertolongan belum sepenubinya mendukung pelak=anaan
operasi pencarian dan pertolongan dimans dst= Sotensi Fencanian dan Permlonzan yang ada
i splficsi Sistem Informast Binz Potens: {Sibinpot} befum valid danienziap, senta kegiazan
pendidikan; peiatiien 1eknis, dan pelathan Potens Pescasszn dan Pertolongan masi terbatas
dan belum s=sual eebutuhan sather
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EFEKTIVITAS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Pamerikssan kinerjs stz efcktvitas penanganan dan penysiesaian kasus pertsnahan T8 2022 =4 zemesier | t2bun 1023
oilzksanzkan pecs Kementenan Azrariz dan Tais Ruzng/Bedan Pertanghan Nasions! |Kementerizn ATRSEPN] Hementerian 15/
BPMN teizh mzlakukan berbezsl upsya untuk meninglatien efexbvitas kegistan, antsrs lafn

Pandafiaran t=nah dihasilkan dari kegist=n teknis, yuridic dan administras? ates data yurdis [buss
- 4 penpiassan stou kapemillisn tsnah), serts dat feik, ysity dats yens menunjukisn kepastsn objzk
yang dihasilkan o'en ksgistan pepgukuran dan pemetean Didang =nsh

N=mien demiii=n, hasll pemsrikssan mernimouien behws mesh erdapst penmassiahen yang apebiiatidek segers distzd, mm=ha dapat
mamangardhi sfektvitas penang=nan dan pemyslesaian sEsus pertenahar, antaz Ein.

* Terdapst perbedsan fungs! pensnganan pencegehan sengheta, hcnrﬂll'.ic.da-nperﬂapadamﬁ
dan 15t ke [OTH) Famentedizn TR 87N antsrs Diajen Perzngznan Senzkets dan Honfik Perranzhan
|PSKP). Direktorst Pencezahan dan Penangznan Korflik Pertanshan, dan Subdirektsrat Pencegshan dan
Hubungsn Ke=embegean, Selam nu, oosx tergapet funzs pengssehan kasus persneghan pads JTK Kentor
Whizyzh dan antor Pertanzhan,

* Kebijzkan penanganan dan penyelesaian sengheta dan konfiik befum sepenuhnya sedares, dimanz
t=rdspat perbedaan UooDS! KS0US DerEnanen [[SniE permassiansn sengkets, konfih, dan/sEw perars
sermEnahan) 2vters yang ditstapken dalem Juknis, pandisn pelskssnaan srgzeran, dan aplikss ustisa

PENGELOLAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT PERINTIS PENUMPANG

fzmenkzasn Kirerjz stas efekitvitss pengeiofzan jaringan trayek angkutan tzut parintis penumpang tehun 2012 dan semestsr
lishun 2023 dilak=ana¥an pads Direktorat fenderal Perhubungan baut [Bigen Hubis] ¥emanterian Parfubungan [Kemenhob)
d=n instens terkan lzinma. Digen Hobls Kemenhob telzh melakukan upeya di ant@ramas

Datien Huinlz Kemenhub teizh melakukan upaya di sntsmnys memeienggaskan pelayaran perints yang
memiliki peran besar 1=rnadap parmumbuban perskonomizn nasonsl, teruEms deism oelgyansn mobifitss
p=ndillui dan pemenuhan behan-bahan polok pads deersh teminggs] t=pend), t2rusrdan perbatssan,

Hasli p2merikeazn menyimpulisn bamia pergsiclaan |aringan perints angasten laut cokup Sfekf. Namun demikian, masih
sitomiskan permasalahan dlam pedgalniaan-jsringan trayek angiutan St penntis penumpans, @it

® Penetapan kepatusan Difen Hubls t=rtznz penempatsn dan persaperssan =rads kapsl pernts hur
2037 dan 2023 tidak berdasaricin dondis kapal yars Sk e
*  Pormyusunen trayek pennts belum mempertmbangban keterpadusn sarena enghuEn rerspor=s lzutlanoa.
* [fionitoring dan evatuasi reyek anglutan pelayaran perintis belum sepenuhnys memadai,

AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM &
PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

BF¥ t=igh melzkulczn pamariiszan kinarja gade dememisrzn Linskungan Hidup dan Kehu=nan [LHY) dalam peenma melsizanaien 2
mitizas! dar adaptesi periahan Riim s2ktor kehissnan dan pecssunasnizhan Eirmye TR 102 = d semester | 2003 serta pamisrikzazn
OTT k=patuhan Stac pemanuhan KewsEban pemegans pErizi]"erb bernuzane dan persetujuan lingkungan terhadsp periindengan
dan pengeiolazEn |ingkongan hidup tahwn 2020-2023.
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Berbagsi upaya telah didakukan olsh Kementerian LHE terkait dengan perannya tersebut,
diantaranys t=izh menginisias kehijgi=n Forestry angd Other long Usss |FOLU| Net Sink, yans
merupakan upaya yang =rstrukiur dan sistemans ontuk mencsgsi kondiz & mans ongkst
szrapan lebib tingei dari tingket emis gada =han 2030

Mamun demikizn, hasll pemenksagn BPE meayimpulkan bahws measih terdapet permasalshan yang dapst memengarohl secaE
sigmitkEn upays sksi mittzes’ dan sdaptasi perobahen &iim sektor k=hutsnan dan pengsunaan i2haEn Sinnys, serts delam
‘pemanuhzn kewajiban pemegang peridinsn berdssha dan persetujusn lingkungan terhadsp perlindungan dan pengaiolzan
limghkur=zzn edup t2hun 2020-3073 telsh dilzk=anakan secual kriteria dengan pencecuailan

3 _ - . .

HER L

Permasalahan signifikan yang harus segers diperbaiki olzh Kementerian LHK:

* Terkait aksi mingast dan adapias perubahan ikimm antara isin pemantsuan stas dats deforestasi
belum merinc an@ra plonred deforestation dan snplonned deforestotion arenz perhitungzn
deforestzsi dilakulen berdasarian gnslisis perbedaan tutuoan Izhan di awal dan skhir periode.
Selzin ite, hast dan kegiatsn Rehabilitasi Hutan dan Lahsn [RHL] belum depat dipastikan
kontribusingg terhadap aksi mitigasi dan sdaptas: perubaban kiim.

* Terkait pendanazn, juzz periu diperhatikan oleh Kementerian KLH khususnya pendanazn yang
bersumber darn non-APBN seperm pasar karbon dan pembayaran berizasis Yinera yang belum dapst disndalisn sshagal
sumber pendsnasn aks mitgasi dan sdaptas perubahsn ildim ssktor kehwiznen dan penggunasn lzhan l@innys. S=izn
itu, t=rd3pat jugs cermsaszizhan kelzmanan datam kesiapan pemysianzes=an perdagangan karbon dan koordings: deizm
peryuzunan Notons! Acopionon Sion-dimana terdapst kendakeeizresan ani@r regulssi pengeloisan pemunsutsn Penenmaan
Nezers Buksn Pejsk | PHEF) oerdazsngen barbon
* Terkait pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berussha dan persetujuan Engiungan terhadap pedindungan dan
pengelolaan inghungan hidup
[ Belumseluruh pemegang Perizinan Benisaha Pamanfsatan Hutan (PEPH] memenuhi iewsjbanmya, artzrs |=in t=rdapet
potens kekurangan pembayEran PNEP Prowvisi Sumber Daya Hutan dan Danez Reboizasi yang belem dipongut, dan 427
pemzgang FEPH baium meizksanakan =i oatas, belum menysranken dokumen Rencans Keng Usans Pemanfzaetsn Huten,
z=rts b=lum mienyerahvan Rencanz Karjs Tehunan Pemsnfzatas Hutsn,
[ Penanggung jawah ussha danfst=u kegistan jugs belum test terhadap kewsjiban genzendalian pencemarsn bdars,
zepart terdapst 258 perusshasn metshini baky mutu emisi yangs telah ditstepken dan belum dilenaken sanksl
[0 Indilasi kerusaban lingkungan pada areal belas pertambangan yang belum dilskukan pemuliban lingkungan oleh
pemegang periinan berusana pada arsst izin eahz Partambangan (IUP) yarg teizh habis mass denzteo dibut, area)
pemamasngan Bnps IUF, den 223 IUF yeng slan habiz masa dalzm dus =han

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Heei pemaricazn DT kepstuhan pada 13 kementeran/lembags menyimputen bzbwes pengsiclasn pendepates dan belznp sslan dlaisanzian
syl tena pade 4 oonk dan sssus dntene denssn pengecuaien cade 10 obik {rerdapat 1 obrikcyang memilik 2 esimpotan)

[:. - IE;._—-_..'...-. St g

Permasaizhan dalam pengelolzan pendspatan dan belaniz cieh kementenan/|lembags sebesar
Rp531,60 miliar, di antaranys; (1) terdspat salde bansos stas 365 023 Feluargs Pensfims
Wianfzat yang odak bersensaksf sebesar ApZDE 52 mifiar w2ns balum dilafukan freeze =sldo
oEntusn oEn dkemosikan k= k23 negere pads Kementenan Sosizl 0an (2] terdapat kekursnszn
wrlume petErjzan, ketideksssusian spesfeas] =hnis, F=sslahan perhitungan pembeyaran, dan
openamoshan Giays =3 et umossm yang Gdak dagst dibsyanian, sens dends kstmriambamn
oenmysesalan pekeriEsn yang belum ditsnk dan destorksn ke K33 Nesarg, maupun permiassishan
Sl pads 96 pakst pakerjzan Alanja Modsi TA 2022 dan Samester | T8 2023 pads 3 Ditjen
Vamenterian FUFR. Aldbatnys, terdepat kelsbinan pembayaran dan cotensd kelebinan pemayaan
senesar Bpl6s 27 miizr d=n USDA53 27 nibu
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PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH DAN PENGGUNAAN UNTUK
PENDANAAN INFRASTRUKTUR
HASIL pemeriksazn OT T-E=patuhan menyimpllan Sehwa penzsiclzan utang pemerintsh dan penggunasn wuntuk pendanasn

infrastrultur skonami, cerictaan, dan energl etenszsismian =hun 2020-2022 gad= Kementerian Keuangzn ssizku Bandzhara
Umum Megars (BUN) t=ish dilsksansksnsezual krizeriz dengen pengsouslian

* Padzs subaspek Perencanzan Pinjaman dan Penerasan Pinjaman, terdapat perencanaan
pengadaan pinjaman yang belum sepenuhnyz sesuai ketemtuan d3n pelakzanaan kegistan
tidak sesual [3dwal, sepert belum optimainye oensrapan pembaizsan maza 2k pinjzman, ndsk
optimalnya kingrjz penarikan pinjamsn, dan adenya pinjaman yans 2@ disfektfian maskioun
diketahul proyek yarg didansi oleh pinjaman tersebut suden diner

Tiken pelskEansannga

® DPzds subaspel Penarikan dan Pelunasan Pinaman, BPK mensmukan permassliahan femerimzh
MEnENEEUNE bisys UEng nonHbomEs St=E pinEmEn Lar naSsel yans perathanty = nosk ootma, 0 entErEnga
pembEyasn oTeTtment e o bemar dan yEnz giencanaen Si3s penarian DUESmEn prove esEistEn
lu=r negen, dan oinjarm=n turel yang Ndsadilzluben = jadvwel delam Loon Agreement

PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN KUANTITAS
DAN KUALITAS JALAN

BPK teizh meiskukan pemanksasn kinerj3 st3s siekbyvitas cpsys pemerintan daeran [pemde; dsism penyeienggsTaan jsisn
untuk meninsietisn kusntitss dan kugiitss jslen TA 2021 = 4 TriwuiEn |l 2023 peds 33 obrik pemda yans terdiri =tas 11{33.35%)
pemprov, 20 (60,63 pembab, dan 2 [6,.1%) pemkot beseria instans: terkait Eainnya. Szlzin s AP juga melatuksn pemariksaan
OTT Eepstunan stz< Belanjz infrastukte peda 59 pemda

Pemds telsh melaiukan upays dalam penysienzzaraan jaian untuk meningkatkan luantias dan kusitas

Blan, & art=mnys memassus dan merencenaken Dembangunan denfsmu presersas) ISliEn yang menskus
penetepan Erest kineris serts perkirsan Disys yang diperlukes sscee memadsl

Mamun demikan, nzsl pemerdeasn menywmpiolksn Danwa pemds narus melasuban perbadesn 2153 PEMasEIEnan yENE S80S HEMTHER
memenszrun efekmntes peryelenggergen Elen untuk menmgistian buentbss dan kusles alan, amees lan:

* [alam hal pengaturan penyalenszaraan jalan, sebanyak 10 pemprov belum menetaghan russ-ruas
[at=n menurut fungsi dan kelas j@lan densan keputusan gobemurn, dan 22 pemien)/ pemikot pelum
mengusalean penstaoan funzsi jgiarn dan menstsghkan kelas j3an

* [Dalam hal pembinaan penyelensgaraan alan, sehanyak 10 pemprov, 20 pembksh/sembot belum
merusun dan menetapkan pedoman dan standar teknis peryelenggarsan [glan yans menizd) souan
untuk mefaiuken cembangunan dan oreservas! =Zan

* Dalam hal pembangusan @lan, selurul pemda yang diup petk belum menyusun dan mensrapsan
pedoman penentusn priotitss penanganan pemantspan jalan. S=l=n ity hesi pengujizn dats dalzm
beviren weakitu 2021 2622 dan 2023, pernds jugs belum memenuhi gt moncotorny sasnding belaniz
mfrastruktur dengan pernoan s=banyesr-38% pemd=s (2021, 21% pemda (2022, B4% pemda (2023]
Fada perods yenz sams, pemds yang mamilk kemampuen feiel y=ng rendah2arzst rendah sdslzh
sxharwsk 495 permda {2021), 50% parmds {2022), dan £33 pernde {2003). i 5= |ain, sermdapatpemds
3ng mengSnsEsrkar belans pegaws melebils ketermtuan U Nomor £ mhun 2027 [sebezar 205 dan
tota] belanjz APSD) yestu sebamyak 739 pamida (2022] dan £2% pemds {3023

= Terdapat permassizshan kevoransan volums peleriaan, ketidaksesusian spesithas pakerjaan, sertz
permaszsizhan ketdskoatunan dan 3E Einmys sebesar Rpd 26,55 millisn
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PENGELOLAAN BELANJA

HABu_paTmma-n DA T-Kepstuhan st=s i?S-u-hr&paﬂaaemdi menyimoelE=En tahmpaﬁfﬂufaan BalEn= {p=g=iaa; barans d=n
3=, hibah, d=n modsi] teizh dilzksanzkan tszyai dengan kritariz pads 18 (10%) abwik sesuai kriteriz denssn penoecuslizn gads
143 i&?ﬁ] obrik. dzn o=k sesusi dengan kritens pads 14 (8%) obril,

» Kekurang=n eolume pekerjaan dan/atau bareng terjzdi psda 165 pemds sebessr
Fp249.52 muliar

* Kekurangan volumajketidaksesuaian spesifikasi pekerjsan/pakarjaan yang
membutuhksn perbsikan, ramun-belum dilskukan pelunzsan pembaysan
k=pads rekensn terjadi pads 11E pemos sebesar Rol34 £8 miliar

* Belanjz tidak sesuai stau melehihi kesentuan t=rjadi pada 136 pemda sehesar
Rp10D,3= mitiar

* Pamborosan/kemahalan hargs terj=di ped= 55 pemds sebesar Rp86 44 milisr,

PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI BUMN DAN BADAN LAINNYA

HAZIL pemertksasn DT T-Kepatohan-stas pendacstan, biaye dan Iniestasi terhadap 11 obrily pada @ BUMMN fanak penicahaan
dan 2 Badan Lainnya menyimpulksn bshee pecdapstan, Disye, dan investasi BUNN d=n Badan Lainnyz t2lah digkeansien sesuai
iriteriz dengan penzecudlian pads L0 obiik 'dan tidzk sesusi irfteriz pacs 1 obrik.

* BT Indofarma Tok dan PTIGM [anak peruzahizan PT Indofarma Tohk] melakukan
ahtivitas yang benndikas froud)/kerugian antara lam metzskuben transaks jusl-beli
filerif pada Bosingss Unit Fost Mowing Comsumer Goods [FMOG], menampatizn
dzns deposito 3tes nama pribad| pada Kopefasi Simpan Finjam Nusantard,
mengesdakan deposito p3ds Benk Oks untuk k=pentinzen olihak lain, meiakuksn
kesrjz samia pangadean atet k=senaian tanpa st kelayaksn dan panjusliEn Enpe
anzlisa ¥emampuan keusngan costomer, melakukan pinjaman oniine | finseck)
serlsMmenampung dana restius] pajEk pada rakening bank yers tdak dilaporksn
di tzparan ketanzan d=n digunakan untuk k2pentingsn di lusr perusahaan,
menrgeiugrken d=na tanpa andeoriying tronsscfion, menggdndkan kartu kredit
CSrusEnasn untuk kepsnmngan oribsd), meiskuken pEmbayaran karty kredin)
operasional pribadi, mel=kukan windols dretsing Bporan euansan perusahadn,
serta membayar asuransi pornajabetan dengan fimeiah meiahikl ketentuan.
Farmgsziznan terssbut mengskibathsn ind hast kerugian sebssar Ap234. 77 milsr
dan potensi ksruzian sebesar RplSd 83 millsr yans terdin dari plutanz macet
Ezhesar Roi22.63 miliar, persadEaan yans thoak dapsttarjual sebesar Rp23 B4 milizr,
dan bebzn pajek d=n penjusian At FMCG sepessr RplE 26 miiar.

Pengelolaan plutang atss pemanfaatan/penggunzan lahan PT Pefindo aleh
pitiak lain menunjukdan permasalzhan i antaranys befum terdapat kesepakatan
penyeiesaian atas pin@ng lanzn antar BUMN, penyelesaian atac pivtanslahan
denzan mitrs swasts berlzrut-larut; d=n12han yang welah divuasaibalum dapat
dikerjzsamakan dengsn mitea |ain. Sslain iy, sslzh satu HPL yens dimilikl PT
Pefindo hampir sepenuchmys dibuasal oleh masyarsket, sehinggs FT Pelinda tdak
dipat metekuksn pengeiotasn ates HPL tersebat.

PT Pupuk Kaltim [FT-PKT) betum mengajuican kdaim asuransi-secara penuh untuk
mengganti biaya perbaikan pabrik PHT-5 sebesar Rp2 38, 33 millar karsnz belum
didukung dokumen ysrE lengiap;seris teréapart perambahan prem: S3UFSTEI FENE
Hdzk diikut denpan perubaban woleme [wakta dan/zoa0 ohiok partansginean.
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PENGELOLAAN KEPESERTAAN, IURAN DAN BELANJA MANFAAT
BPJS KESEHATAN

Hzsll pemeriesaasn TTT Espetuban st=s penpsiolzen k=pesertzan, lursn den belznjz manfast tehun 2021 s.d: s=mester | t2hun
2023 pads BFIS Kesehatsn dan instens terksit menyimoulkan bshwe penseioizan kepesertaan, iuran dan oeizns maniast t=hun
2021 5.d. s=mester | tanun J023 pada BP1S Kesshetan t2ian dilsksanaken seousl kritsria denssn pensacuslisn

* Penpelolzan Kepesertaan dan ivran peserta Penerima Bantuan lurzn fJaminan
Kezshatan [PBI K] belum sesusd ketentusn, sepert SRS fesshat=n menagihkan
dan manerims luran P31 K stas pasert= Bayl Baro Lehiv |BBL) yars barnusia isbib
diari 3 bulan yang belum dimutskhirian Nomor induk Ksperdodukse [NIK] seizk
dilzhirkan, pesert= dengan status nonzktif ganda dan telzh pindah =egmen
{E=pesensan berdzsarias lapoman muetas BPIS Kesehatzn peserts yans odak masuk
D2tz Terpadu Kesejziteraan Sosial (DTRS) dari hesil eerifikss Kamentarian Sosial,
pezeria yang telzh meningga! dunia, den pesertz yang 12iah dingpuskan dan 3K
Mienten Sosist

* BPIS Kesehatan tetap melakuken penagihan bantuan iuran kepads pemernntsh
pusat dan pemenntzh dasrsh 2tas peserts Pekerja Bukan Peperima Upah dan
Bukan Peketja Kefas Il yang zedanz diberherpizn sementara keaktfanmz

* Perhitungan befanja manfaat kspitas Tidak sesual ketentuan, sepers terdapat
5874588 posert= ans memil i status NIK tidak akiSf deng=n dang kepitasi yang

din=yarkan kapitsnnys ssbesar Rpl00, 50 miliar

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Hzsl pemsdioasn OTTEeparobean st pengeiolsen pads Pargoruzn Tings! Megerl Badan Hukum |PTN BH) p=dz & obrik
menymiukaEn S3hwa pengsiolsan pendspatan, telanis, dan ==et peds Unhersitzs Indorssiz (U1, Univessies Gadiah Mads
fLtvi, Uinbrossites Stmatsra Ui | LUSUL Uinhveroitas Brawimys [LB), Insimut Teknolosi Bengung {IT8], dan Unlveratas Siponegons
{Undipt telsh difzxssnas=n sesual kriteriz dengan pengecusfian.

Potenzi kelebiban pemunzutan Uang Kulizh Tunggal |UKT] dan luran
Pengembangan Institusi (M) sebezar Ro742,67 miliar pad= Ui, UGN, LSL,
U8, ITE, dz2n Undip, karens penetspan dzn pesmungutan UKT dan (Pl pada
Yzenzm kampis tersebut balum esiizi densen Ketenmizn Fermendikbud

Nomar 25 Tabun 2020 dan Kspmendikbod Nomor 85 fE/XPT 2020, Hal ini

ditunjukean oieh;

* UKET pada fakultas dan program studi pada jaiur regular {sefeksi jalur
nasional dan mandiri] dan jalur sonregular [paralel, interrasional, dan
ekstens|| ditetapken meishihi Biaye Lulah Tunsge! |BET| yane distagkan
oleh Kemendikbudristes

* Pemungutan UKT penuh kepada mahasizws semester akhir yang
mengzmbil mate kulizh kurang stae sama dengan § sistem kredit semester

* Pamuonguizn UKT kepads mahasiswa yang ot luiiah)/akademik.

Urdizn ikhbsar-hasl] pemerikssan pada Pemerintah Pusat, Pamerintsh Dasrah, BUMD, sart3 BUMN d=n Badan Lsinmys
selengkapnya diszjiken gada BAB [, |1, dan iIf
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PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN

[RPS I Tahwun 2023 memuat bigsil pemantsuan oias pelakeanasn Ondak erjut rekomendas! hesl pemenksaan (TERAP)
per 31 Desember 2023 ates LHF yane dierbitian periode 2005-2023. Fada periods 2005-2023, BPY telsh menyampaikan
714.368 rekomendasi hasil pemerksaan kepadz entitss vang diperikss sebesar Rp319,99 triliun, dengan status tndak
[anjLt sebagai berikit

Gr=fik L Hasil Pemantauan terhadap Pelsksanasn TLRHP atas LHP yans diterbitkan Periods 2005-2023

2005 2006 2007 2003 2009 2010 2011 2010 2013 X014 201C MIE 2017 I3 2019 20 2021 I N
- e o e O O e 9 990>

O (78,2%) @ (15,8%) (50%) @ (1,0%)
Rpi158.37 triliun Rp114,36 triliun Rp22,60 trifiun Rp24,66 trifiun
Sesuai gengan rekomendasl  Belum sssual dengan Belum ditndakianfuly:  -Tidslkdapat diindeklanjus
schamak rekomendas sebanyak sehamyak s=banyek
S5E.A0F rekomendasi 112.950 rekomendas: 35,556 rekomendasi 7,430 rekomendas]

714.368

Rp315,90 trillun

L Rp21,87 tifun =

Secara kumulatif sampai dengan 2023, rekomendasi BPK atas hasil
pemeriksaan periode 2005-2023 telzah ditindaklanjuti entitas dengan
penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/
perusahaan adalah sebesar Rp136,88 triliun, di antaranya sebesar
Rp21,87 triliun dari hasil pemeriksaan pericde 2020-2023
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Selain itu, pelaksanaan atas tndak [aniut rekomendasi nasil pemeriksaan BEK @ ng difakukan cleh peabatentias selama
periode 2020-2023 welah membenkan demipak antara kin

» Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan herups opint Wajar Tanpa Pengecualian [WTP), oaik
pads Kementerian/Lembaga/BUN ftehiun 201% sebesar 7% meniadl 9%9% pada tahun 2022) maupun
pemerirntah desrah [Ehun 2319 s=besar £, 5% menjad| $1% padz whun 20232},

» Peningkstan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dengan adanya peningkatan penyeiesaian tndak lanjut
reknmendasi atas hasil pemeriksaan BPK s=izk tshun 2005, yang semuls sebesar 74, 3% padsmhun 2018
men@di sehesar 78 2% padas Bhun 2323,

» Paryelamatan Uang negara berupa penyetosn uang ke kas negara/dasah/perusahaan sebhesar Rp2 LET
triliun dan penghematsn ksUangen negers yang bemsal dar koreksi subsidi dan cost recoliery masing-
rhigsing s=besar Aps 25 tnlun dan Bps, 13 iriifiun

@ » Parbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada pemenntah daersh, antars laing

[] Perbaikan pengelolaan kas malalul penertisn dan penetapan rekening kas dassh sana penerapan
transsizinontunal untuk sebap pengeloiaan pendapstsn den belanjs

0 Perbatkan pengelolaan perpajakan dan retribusi melalul penecbitsn/perubshan peratursn k=pala
daersh tentang @rif maupun mekanisme pemungutan pajak dan retrious|, serts layanan perpajakan
SECara onine.

Perbaikan kualitas data melalul pemutakhiran DTKS dan dats pengguns sstem peryediaan air minum
[SPAMN] di wilayah pedesaan

Perbaikan kualitas pelayenan melalii Program Pelayenan Perizinan Mobile (kefiling) bagi pelaku usshs,
pemutakhiren 0P dan s=ndar peleyanan penzinan, ==ria pemenuhan sarens plosarana Dendukung
peryedizan air iTeT

Perbailkan pengelolaan belanja barang dan jass melalul penyusunzn maupun pemutakhiran
signdar hargs satuan yang mengacu pada Perpres Nomor 33 Tehun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Reglonal,

Perbaikan tata kelols pelaporan keuanzan melalul pemutskhiren k2hijakan skuntans! yane ditstepkan
melzlul persturan keoala deerah guna mendorong keandalan pelaporEn Euangan

1

1

1

PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN
NEGARA/DAERAH

IHPS 1T Tahun 2023 memuzt hasil pemaniatan genyelesaian gsnt senugian negars/daerah pericde J005-2073 densan
=mEtus telsh ditetspkan dengsn nikal RpS,02 wilium, Kerugian negare/daersh terssbut terad| pads pemerintsh pusat
pemerintah daemsh, BLIMN, L&mi_:_atgﬁ;‘E-Edaﬂ Lzinnya, dan BUMD, sepersi dissjikan pada Grafic 2.

Frafik 2. Hasil Pemantawsn Penyelessian Gand Kerugian Megara/Daeran Perods 2005-2023
“dengan Staus Telsh Ditetzplkan Menurut Tingkst Pepyeissaian

TOTAL (Rp)

140 ‘trifiun
1,80 trillun
G784  miliar
173 triliun

|
i
]
5,02 trifiun =
Ritugiconamn Bt “

— [EPS  Tahun 2085




PEMANTAUAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF,
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA, DAN
PEMVIBERIAN KETERANGAN AHLI

[HPS il Tahun 2323 memuat hasil pemantausn atas pemanizatan l2poran hasil pemerikssan investigatf (PT) dan
penghitungan kerugian negarz (PEN} serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-2023. Pada pericde
2017-2023, BPK menyampaikan 28 laporan hasil Pl dengan nilal indikasl kerugian negara/dasrah sshesar
Rp32,53 triliun dan 409 laporan hasil PKN dengan nilal kerugian negars/daerah sebesar Rp60.81 triliun kepada
Instansi yang berwenang: BPK juga telab melaksanakan PKA atas 368 kasus pads tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil Pl dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut:

Sebanyak 28 laporan hasil Pl yang sudah disampaikan, 11 laporan telzh dimanfaztkan dalam proses
penyelidikan gan 17 leporzn dimanfzatkan dalam proses penyidikan

x| Y

Sebanyak 409 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 82 laporan sudsh dimanfaatian dalam prosss
penyidikan dan-327 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas pemyidikan sudah lengkap)

408 &2 327

Sebanyak 368 pembernian keterangan ahil di persidangan ssluruhnya digunaken ofeh Jaksa Penuntut Umum

JbE

Ursian hasil pemantauan sslengkapnya dissjikan pada Bab

Jakarta, 28 Maret 2024
Badan Pemeriksa Keuangan Rl
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BAB 1

Hasil Pemeriksaan
Pemerintah Pusat

HPS |l Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas
&4 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil
pemeriksaan tersebut meliput 1 hasil pemeriksaan
dukungan laporan keuangan Bendahara Umum
hegara (LKBUN), 34 hasil pemeriksaan kinerja, dan 29
hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sementara
itu, hasll pemeriksaan atas prioritas  nasional
Pengembangan Wilayah serta Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan pada pemerintah pusat
disajikan pada BAB IV, Selain iiu, IHF3 Il Tahun 2023
mamuat hasil pemeriksaan penghitungan kerugian
nezara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PEA),

Daftar laporan hasil pemeriksaan [LHP) IHPS 1
Tahun 2023 pada pemerintah pusat dapat dilihat
pada Lampiran A.1. lkhfisar hasil pemeriksaan pada
pemearintah pusat dapat dijelaskan sabagal berikut.



Pemeriksaan Kinerja

IHPS [l Tahur 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah
pusat dibagi menjadi lima tema, yaitu: (1) Penguatan ketahanan ekonomi;
{2) Pembangunan sumber daya manusia; (3) Penguatan infrastrukiur;
(4} Pembangunan lingkungan hidup; dan (5) Penguatan stabilitas politik
hukum pertahanan dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi
pelayanan publit. Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 34 objek
pemeriksaan [obrik).

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 332
temuan yang memuat 2 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp215,95
juta, 2 permasalahan ketdakhematan sebesar Rp197,46 juia dan 394
permasalahan ketidakefekiifan, Rekapitulasi hasil pemeriksaan Kinerja
pada Pemerintah Pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada
Lampiran B.1 dan Lampiragn 2.1 pada flash disk.

PEngualan Kelahanan ENOnOmI

PADA semester |l tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas tema pengustan ketahaman ekonomi
Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 3 obrik meliputi hasil pemeriksaan
atas: (1) Kesiapan implementasi kebijakan penangkapan tkan terukur
dan pengelolaan hasil sedimentas! di laut; (2) Pengelolaan PNEP dana
kompensasi penggunaan tenaga kerja asing; dan (3) Pengelolaan informasi
perpajakan

Hesiapan Implementasi Kebijakan Penanokapan [kan Terukur dan
Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

PEMERIKSAAN kinerja -atas  kesiapan  Implemeantasl  kebijakan
penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut
untuk mendukung pembangunan sekior kelautan dan perikanan yang
berkelanjutan tahun 2022 s.d. 2023 (s.d. triwulan ll] dilaksanakan pada
Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan instansi terkait lainnya.

Pemeariksaan kesiapan Implementasi kebijakan penangkapan lkan
terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan wntuk
mengawal PP 4 - kemaritiman, perikanan, dan kelautan, khususnya pada
KP2 - skosistam kelautan dan jasa kelautan dan KP4 - peningkatan fasilitasi
uszha, pemblayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan
skala kecll, Selain Itu, pemeriksaan Inl dilakukan sebagal upays BPK
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mendarong pemerintah dalam mencapal TPB, yaitu tujuan
ke-14 terutama target 14.3 yaitu secara efektif mengatur L
pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang
berlebihan, penangkapan kan llegal dan prakiik penangkapan
ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan
berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara
layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya
ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan
sesual karakteristik biologisnya.

Pemerintah telah melakukan upaya antara lain:

e Menyusun peraturan pelaksanaan penanzkapan kan terukur melalui
paenerbitan Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 28 Tahun 2022 dan
paraturan pelaksanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut malalul
penarbitan Pérmen KP Nomor 32 Tahun 2023; dan

e Pembentukan Bm kajian untuk menyusun dokumen perencanaan
pangelalzan hasil sedimentasi di laut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwe terdapat permasalahan
yang apabila fidak segera diatasi maka dapsat memengaruhl kesiapan
untuk mengimplementasikan kebijakan penangkapan Ikan tarukur (PIT)
dan pengelalaan hasil sedimentasi di laut (PHSL). Permasalahan tersebut
antara lain:

o Implementasi kebijakan PIT

Dalam rangka mendukung kebijakan PIT sesual amanat Peraturan
Pemerintah (PR} Momor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan lkan
Terukur, KKP menerbitkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2023. Hasil
pemeriksaan meanunjukkan bahwa strategl dan regulasi pendukung
belum memadai. Hal ini terlihat di antaranya dari kajian teknis Permen
KP Nomor 28 Tahun 20232 yang belum memuat strategi implementasi
terkait aspek sosialisasi, organisasi, sarana dan prasarana, SDM, dan
dukungan pendanaan dalam rangka mendukung kebijakan PIT. Selain
ftu, regulast yang mendukung seluruh aspek kebijakan PIT belum
ditetapkan. Sesual dengan amanat Permen KP Momor 28 Tahun 2023,
KKP masih harus menetapkan regulasi melalui Keputusan Menteri
KP dan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen). Namun, kedua jenis
regulasi tersebut belum ditetapkan. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan
PIT berpotensi menzalaml kendala, Hdak tercapal sesual tujuan, dan
belum dapat terukur tingkat keberhasilannya.

LS ] Tabun 2023 BAR | - Hassl Pemenksasn Pemerimiah Pucat

27




o |mplementasi kebijakan PHSL

Dalam rangka melaksanakan kebljakan PHSL sesuai amanat PP Nomar
26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasl di Laut, KKP
telah menerbitkan regulasi turunan atas PP tersebut, yaitu Permen KP
Mormor 33 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri (Kepmen) KP Nomor
174 Tahun 2023. Namun, berdasarkan hasil pemerksaan diketahul
bahwa regulasi yang mendukung kesiapan implementasi kebijakan
PHSL tersebut belum ditetapkan secara lengkap. Terdapat empat
muatan mater yang belum diatur dalam Permen KP maupun Kepmen
KP tersebut. Satu muatan materi-tentang tata cara pengenaan sanksi
administratif belum diatur dalam Permen KP dan tiga muatan materi
tentang tata kerja Om kajian, penetapan dokumen perencanaan, dan
penetapan Om uji tuntas belum distur dalam Kegmen KP. Akibatnya,
kebijakan PHSL belum dapat diimplementasikan secara optimal dan
belum dapat t=rukur tingkat keberhasilannya.

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera
melakukan perbaikan antara lain sebagai barikut:

e Berkoordinasi dengan BRIN untuk melanjutkan riset/pengkajian
sumber daya perikanan dan menginstruksikan Dirjen Perikanan
Tangkap untuk menyusun rancangan peraturan turunan sesual dengan
mandat Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 dan menyusun rencana
penguatan kapasitas organisasi dalam pelaksanaan pengkajian sumber
daya ikan.

® Menyusun peraturan pendukung yang dismanatkan Permen KP Nomaor
33 Tahun 2023 setelah koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
selesai, menetapkan ketentuan lebih [anjut tentang mekanizme kerja
tir uji tuntas, dan menginstruksikan Dirjen Pengendalian Pencemaran
dan kerusakan Lingkungan {PKRL) supaya meneiapkan mekanisme
penetagan dokumen perencanaan  atas  usulan  pembersihan
sedimentasi dar pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan kineriz atas kesiapan impiementasi kehijakan
penanzgkapan tkan terukur dan pengeloizan hasll sedimentasi di laut
mengungkapkan 7 temuan yang memuai 3 permasalahan ketidakefektfan.

Penoelolaan PNPB Dana Kompensasi Pengounaan
Tenaga Herja Asing

PEMERIKSALN kinerja atas efektivitas pengeiclaan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PMNEP) Dana Kompensasi Penggunaan Tenags Kerja Asing
[DKPTEA) TA 2018-2022 difaksanakan pada Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dan instansi lain 1erkait.
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Pemeriksaan pengelolaan PMNBP DKPTEA dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 6 - yaitu peningkatan nilai tambah, lapangan kera,
dan Investasi di sektor riil, dan industrialisasi, khusushya
KP 5 - perbaikan ikiim usaha dan peningkatan investasi, (LRSS
termasuk reformasi ketenagsakerjzan. Selain itu, pemeriksaan @
ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah
dalam mencapai TPB, yaitu tujuan ke-17 terutama targset ke
—17.1 memperkuat mobilisas! sumber daya domestik, térmasuk melalui
dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan
kapasitas lokal bagl pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Kemnaker telah melakukan upaya dalam pelaksanaan pengelolaan
PNEP DKPTKA, antara iain telah mensiapkan standar wakiu pelayanan
izin dan seluruh kegiatan perizinan tenaga kerja asing (TKA) telah
menggunakan aplikasi TEA Cnline.

Hasil pemeriksaan  menyimpulkan  bahwa masih  ditemukan
permasaiahan yang apabila tidak sezera distas! oleh Kemnaker, maka
dapat memengaruhi efekiivitas pengalolaan PNBP DKPTKA, antara lain:

o Terdapat kelemahan dalam mekanisme layanan pendaftaran dan
perpanjangan izin penggunaan TKA di Kemnaker, diantaranya dalam
menilai kelayakan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing
(RPTKA), yaitu verifikasi atas validitas dokumen dan kertas kerjanya
belum sesual petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian penggunaan
TKA. Akibatnya, pelayanan pendaftaran dan perpanjangan izin
penggunaan TKA bervariasi atau tidak seragam yang dapat berdampak
pada kualitas pelayanan serta fujuan penggunaan TEA berpotensi
tidak tercapai.

e Kemnaker belum mengelola perencanaan  pengawasan  terkait
penggunaan TKA secara optumal, diantaranya Kemnaker belum
menyusun rencana Kerjg pengawasan penggunaan TEA secara
memadal. Kemnaker sebagai satker pusat fidak memiliki Rencana
Kerja Unit {RKU} Pengawasan sedangkan RKU Pengawasan di provinsi
vang ielah dibuat belum memprioritaskan kegiatan pengawasan
penggunaan TkA secara khusus. Akibatnya, tujuan penggunaan TEA
berpotensi tidak tercapal.

¢ Monitoring dan evaluasi atas penggunaan TKA belum dilakukan secara
optimal, di antaranya Kemnaker belum memiliki formuiasi yang tepat
untuk mengukur target kinerja terkalt pengendalian dan pengawasan
penggunaan TIA, Akibatnya, besaran kompensasi THA Sdak diketahui
dampaknya terhadap kinerja pelayanan penerbitan RPTKA dan
penegakan sanksi terhadap pelangzaran ketentuan penggunan THA
belum dilakukan.
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BPK mereskomendasikan kepada Menteri Keienagakerjaan agar
menginstruksikan:

® Menginstruksikan Direktur lenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PEK)
meneiapkan panduan pendafiaran dan perpanjangan izin penggunaan
TKA.

o TDirjen Pembinaan Pengawasan Keienagakerjaan dan Kesslamatan dan
Kesehatan Kerja {Binwasnaker dan K3) untuk memyusun (1) Pedoman
teknis pengawasan norma ketenagakerjaan atas penggunaan TKA; (2)
Perencanaan untuk pengawasan penggunaan THA yang komprehensif
dengan mempertimbangkan risiko, lokasl, anggaran, dan analisis
beban kerja; dan (3) RKU pengawasan yang komprehensit pada Ditjen
Binwasnaker dan K3.

o Nenginstruksikan Sekjen Kemnaker, Dirjen Binwasnaker dan K3, dan
Dirjen Binapenta dan PKK menyiapkan mekanisme yanz memadai
untuk penganaan sanksi aias pelanggaran norma penggunaan TKA,

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekivitas pengelolaan PNEP DKPTRA
mengungkapkan & temuan yang memuai 7 permasalahan ketidakefektfan.

Pengelolaan Informasi Perpajakan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan informasi perpajakan dalam
mendukung optimalisasl penerimaan perpajakan tahun 2021 s.d. 2023
dilaksanakan pada Direktorat lenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuanzan,

Pemezriksaan pengelolaan informasi perpajakan dalam mendukung
optimalisasl penerimaan  perpajakan dilakukan  untuk  mengawal
pelaksanaan PP & - pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya
KP&-ketersediaandan kualitasdatadaninformasi perkembanzanekonomi.
Selgin itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal upaya BPK mendorong
pemerintah dalam mancapal TPB, yaitu tujuan ke-17 terutama target 17.1

Y] Mempe rkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk
melalul dukungan internasional kegada negara berkembang,

@ untuk meningkatkan kapasitas iokal bagl pengumpulan pajak

dan pendapatan lainnya.
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Pemerintah telah melakukan upaya dalam melakukan pengeloiaan
informasi perpajakan, di antaranya:

* Menerbitkan Keputusan Direktur lenderal Pajak Nemor KEP-215/
PI/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan DUP dan Surat Edaran
Momaor SE-12/P1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Data
di Lingkungan DIPR.

o Nelakukan penyiapan dan pengendalian muty terhadap data internal
dan ekstemal yang dihimpunazar dapatdimanfaatkanantaralaindalam
proses bisniz pensliban, pengawasan, pemeriksaan, penyelasaian
keberatan, dan penagihan dalam rangka penerimaan perpajakan:

Basil pemeriksszn menyimpulkan bahwa pengelolaan informasi
perpajakan kurang efekdf dalam mendukung optimalisasi penerimaan
perpajakan. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan
informasi perpajakan, antara lain:

e Perencanzan kebutuhan  data eksternal belum sepenubnya
memperhatikan sumber data dan ketersediaan daia secara sistematis
dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan
pemantauan kegiatian penghimpunandataeksiemal Direktorat Datadan
Informiasi Perpajakan (DIP} diketahul bahwa realisasi penghimpunan
data eksternal dari area atau sekior yangz menjad| fokus penggalian
potensi masih rendah. Hal tersebut di antaranya terjadi karena Instansi,
Lembaga, Asosiasi, dan Pihaklain{ILAP) fidak memiliki datayang diminta
DIP dan/atau data yang diminta merupakan jenis data baru. Selain jtu,
DIP juga belum membangun sistem untuk pemenuhan kebutuhan data
eksternal darl e-commerce dan perkebunan untuk tingkat nasional.
Akibatnya, penzambilan keputusan dalam pelaksanaan skstensifikasi
berpotensi fidak akurat dalam optimalisasi penerimaan pajak secara
sistemans dan berkesinambungan.

o Pengelolaan kegiatan penghimpunan data eksternal dan pemantauan
kegiatan penyiapan data perpajakan belum optimal. Berdasarkan hasil
permeriksaan aias data monitoring penghimpunan data eksternal
diketahul bahwa DIP belum menerima seluruh data eksternal dari ILAP
Masional dan ILAP Regional sesual yang dipersyaratkan dalam PMEK
MNomar 228/PMK.03/2017. Namun, atas penyampaian surat imbauan
yang fidak direspon oleh ILAR,. Direktorat DIP hanya melakukan
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koordinasi lisan dengan person in charge pada ILAP terkait, dan tidak
meiakukan pengiriman kembali surat imbauan yang dapat dilakukan
sampal dengan 4 kali sebagaimana yang diatur dalam SOP. Akibatnya,
terdapat risikc ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data dan
informasi untuk mendukung optimalisas| penerimaan perpajakan oleh
D4R

e Pemanfaatan daia perpajakan dalam kegiatan penelitian, pengawasan,
penyelesaian keberatan, dan penyelesalan sencketa perpajakan belum
ocptimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahul bahwa Account
Representatives {AR) pada kantor pelayanan pajak (KPP) yang diuji
petik belum memanfaatkan data pemicu dan data penguji dalam
proses penggalian potensi parpajakan secara optimal. KPP juga belum
memanfaatkan informas! perpajakan atas 98 laporan hasll analisis
(LHA) yang diterbitkan Kantor Pusat DIP dan Kanwil CIR, bahkan 19
LHA di antaranya tidak dapat ditindaklanjut karena telah melewat
daluwarsa penetapan. Akibatnya, timbul risiko tidak opbimalnya
penggalian potensi perpajakan.

BPK merskomendasikan kegada Menteri Keuangan, antara lain agar
memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk;

e Nelakukan penyusunan prioritas kebutuhan data dan sumber datanya
untuk mamastikan efekfivitas perencanaan kebutuhan data eksternal,
dan melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga yang
memiliki data sektor e-commerce dan perkebunan untuk dilakukan
evaluasi, termasuk uvsulan perubahan regulasi terkait e-commerce
dalam pemenuhan kebutuhan data eksternal secara sistematis dan
berkesinambungan.

® Nielakukan pemantauan dan menyampaikan laporan hasil pemantauan
penghimpunan data |LAP secara berkala kepada Menten Keuangan
untuk meandorong tindak lanjut yang lebih efekiif di tingkat nasional
atas pemenuhan daia ILAP dalam rangka optimalisasl penerimaan
perpajakan.
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o Nelakukan evaluasi terhadap informasi perpajakan yang belum
dimanfaatkan cleh AR pada KPP dan menindaklanjutinya sehingza
tidak terjadi permasalahan berulang.

Hasil Pemeriksaan kinerja atas pengelolzan informasi perpajakan
dalam mendukung optimalizasi penerimaan perpajakan mengungkapkan
2 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

PEMbangunan Sumner Daya Manusia

PADA semester || ighun 2023 BPK telsh menyampaikan hasl|
pemeriksaan kineria atas tema pembangunan sumber daya manusia.
Pemeriksaan dilaksanakan terhadap B obrik meliput hasil pemeriksaan
atas: (1) Upaya pemerintah dalam percepatan penurunan prevalensi
siunting; (2) Pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan
kesenatan: (3) Pengelolaan bantuan operasional sekolah pesantren; (4]
Pengelolaan pendidikan profesi guru; (5] Penanganan dan penyelesaian
kasuz pertanahan; dan (6] Implementasi desain besar alahraga nasional
terhadap peningkatan prestasi olahraga nasicnal; (7) Pelatihan tenaga
kerja bidang ctomotif; dan (8} Pengslolaan akademis dan perkulizhan
Politeknik STHA LAN,

Upaya Pemerintah dalam Percepalan Penurunan
Prevalensi Stunfing

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah dalam percepatan
penurunan prevalensi stunfing tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada
figa cbrik di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes),
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seria instansi terkait lainnya.
Uraian secara terperinci dapat dillihat pada Gombor 1.1,
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GAMBAR 1.1
UPAYA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN
PREVALENSI STUNTING

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintzh dalam percepatan penumnezn prevalens! stunting
tahun:2027 dan 2023 dilaksanakan pada 3 obrik di pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kesshatan
(Kemenkes), Sadan Kependudukan dan Kelusrga Berencanz Nasionz! (BKKBN), dan Badan
Pengawas Obat dan Makanan [(EPOM)] serta padz 44 obrik di pemda y2ng terdiri 2tas 40 pemerintah
kabupaten, F pemerintah kota, dan 1 pemerintgh provinsi beserta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan upsys pemerintsh dalam percepstan penurunan prevalens: stunting dilskukan untok
mengaws! pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 pembangunan sumber days manosia, Program
Prioritas [PP) 3 - peningkatzn sksesdan mutu pelayanan kesehatan, khususnya Kegistsn Prioritas
(KP] 1, vaitu peningkatan kesehatan thu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi: KP 2
- percepatan perbaikzn gizl masyarakat: dan KP 5 - penguztan sistem kesehatan dan PEM. Selain
itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagsl upsys BPK mendorong pemerintah dalam mancapai Tujuan

miemyusul, serta manuls.

Bembangunan Berkelanjutan (TPR), vaitu tujusn ke-2 terutama pads tsrest 2.2 yaitu
miznghilzngkan segala Gentuk kekurangan gizl, termasuk pada tahun 2025 mencapal
target yang disepakat secara internasional untuk ansk pendek dam kuris di Bawan
gsia 5 tahun dan memenuhi kshotukan piri remaja perempuzan; fbu kamil dan

Upaya yang telzh dilzkukan Kemenkes, SKKBEN, BPOM, dan pemdz untuk mencapai target
prevatensistunting sebesar 143 di tahun 2024, antars iain: '

' N s

Capalan indikator intervensi spesitk tzhun 2022
p=da Kemenkes telsh melsoihi targst yerng
ditetapi=n pads 4 indiketor, snts=18in
persentaze ibu hamil yasg mangonsumsi tabist
t=mizzh darah {TTD) minimal 90 t=4lst,
persertase ihu hamil karang energ bronis {KEK)
mengonsums meakanan mmbahsn berbasis

gizi kurang yang mendapat makanan moshan,
dan persent=se balits gizl buruk yang mendapat
=tz Isksana. Selsin itu, realizasi atss permbayaran
Penerima Bantuan luran {PE[) faminan Kasshatan
Mzsioral (JKN) misncaps: 95,6 ta jiws dar
'-:‘:ige‘t rencana kers sebesar 98 B s jiwe.

pengan oE=l sesua stendar, persentass Delite {)

Lapdran Percapatan Penurunan Stuating Tabun 2022
dan Rancane Aksi Tenun 2023 menunjukkan capaian
=mpat Indikstor intensansi sensitt yang menjadi
Enggung jswab BXKBN teizh memenuhl @rget yang
dit=tanksn yatu:

= {akupan keluarga berisiko stwnting y2ng
mempearoleh pendampingzn =hun 2022 sdalah
s=besar 43 7% dan target 30

* Cakuosn cxlon Pasangan Usta Subwr (PUS yang
memperoien pemerikzaan k=sshstan senagal
‘oagian dar pelayanan nikeh (pasangan) sebegs
zzigh sty int=rvens sensitf sdsizh ssbezar 75 540
d=ri targst sebasar 705 Tehun 2022

5 N v

r ™ r A
Berdazzrian laporen pemantauan can svaluas Famds telzh menstaphken
kinerjz anggsran dan pembangunan grogram pedoman) peteniuk teimis
pEroEnstan pencegenan dan penuTunan DEFCSQSTEN DENUrUnSn StnTiing
stunting tahun 2027 BP0OM teiz3h dapst tingkat mbupaten btz serts.

() mencspal sefuryh targst yang ditetapian terkait E:' dez3 dan pambsntukaEn Tim .=

dengan kegistan gunong, o antsramya melebihi Penarunan Prevelansi Stuntng "
t=rgat yaitu samipel pangan fortifikas; {TPPS) g tnghst labupstenfeats, ~ "H'II ’
Eomurisasi, informasi, adukasi (KIE] obat dan kzcamatan, dan desa yang t=edini TR
mizkanan gman; seriz layanan publias) dzri lintas sektor dan pemzngiu —_— ‘
kzamanan dam mutyu obat dan masEnsn k=pentngsn e ] \

A y. 'Y —

- .:lt-" P — — T - —'Tk
2 S0 ==
e e R —




Hasil pemerkszan menyimpulkan masih terdapat permaszzlahzn yang apsbila Gdak segers
diperbaikl, maka akan memengaruhi efektivitas upaya Kemenkes, BEKBN, dukungan BPOM, dan
pemda dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. Permasalahan tersebut di antzranya:

7
Kzmank=s belum sspenuhnya menyslenggsek=n k=hijake=n perepcenzan dan 1)
pENEENEEaTaN DrogTEm percspstan penurunan stunting LIPS} 13 h'_1!1 2022 dan Rekomendaszi
2023 dengsn me=libatken mulbpinsk (antzrs |30 Kementenan PPN/ Bzppenas,
Kemarterian Keusngan dan Kementerian Delam Negeri]. Salsh satu tujuan
Rencang Aksi H;Ei:f;! Percepatsn Penurunan Fu'lg-ag Sﬁnﬁng Ipdonesiz (RAN an mﬁwmdmn
EAEI'H y=Ng ;r.an_'.pa = turunan zl:alri .C-Erpfes:imnr T2Tehur 2071 tentang mhﬁem!m HEESEE hﬁm 8gar
ercepatan Penuronan Stontong adsish meiskukan penguatan aps e
konvergsnsi perencsnaan dan isr‘ganggarsn PS5 :'i.rsgksg;uu:.a'_ da.:':—nn- d=s= Teonbsst vt it bt i)
FiEE i LI _ J i dengan Badan Kependudukan
dan pemangiu kepentingsn yang bersesinambungen. Kemeni=s melzisl
Permenkes Momos 48 Tahuns 2017 telah menyuzun pedoman perencansan dan Cot el SR et
pengenggaren bidang kesenstan maliput FEFEI'IEFEIE.-EI'I dan pengangssran yang Pesional (NEHE) selatu Kt
menggunakan AFEN d=n sumbsr 5an;_| Izin yang digumakan :-;n:uk dekons=ntrasi :;? Pu:arcepala.n m:mn;na
dzn Dang Alokesi Khwsus {DAKY Namun gamikizn, hasil pemerikesaan ey [1995) A
manunjukkan balwa Fermenkes Nomor 88 Tehun 2017 dalam hal FErEnm;;Sn dan pEnganggsran
DErenc3nasn, pergangEaran, pelsksanasn sartd monitoring dar evaluasi proge=m k;;m it keri
(monsy) k=gistan pembizyesn NSz Indonesi= Sshat {KI5) befum mEngsTu ;‘Eﬂéﬂ:;; d;rm?rll:lr::n?u?:n
pads Perprez Nomior 72 Tahun 2121 yang didslammya menjefaskan bahwa PPS i e g A
di Indonesis dilskukan s=cars nolisok, intsgranf, den berkualitas melaiw I
3 AR : terkzit perozpatan penurunan
msrlivee sganiink sturting menggunakan data
Hal'ini mengakibatkan adanya nsiko pelaksanaan program kegiatan iIntervens) Keluargs Risiko Stumting (KRS)
spesifik dan intervensi sensitf dalam ranghks PPS di ingkungan Kemankss d=n sasaran Perpres Nomaor 72
tidak sesuai s3saran pada Perpres Momor 72 Tashun 2021. Tahun 2031,
\ ALY J
-

Kemeankss Dalum meslskzznaian manitodng datz
rusic melziul Aplikasi Sicem Informasi Gid [Sigl)
Terpady dalam modul spitkas pencataan dan
pelaporan gizi berbasis masysrakat (e-FRGEM|
EECEME memadal. Kusiitas dste nutin daiam
eoii@sifmrodul =-PPEEA belum s=penuhnyE
mencakup kelengkapan dete, skorasidats,
k=t=paan waktu, dan lonsistens dats. Sementars
data rulon terkait gin dan srunding belum
sapenunnye tenintegrasi meialui Aplikssi Senat
Indonzziadiu (ASIK] S=lsin ity 2=tz pads
aplikasifmaodyl e-PPEEM belum dimanfaatean
sebagel perombangzn dalam pelsk=anaan
intervansi spesie

[ ]
Rekomendasi

BPK tzlzh merskomendasikan kepadz Menten Kesehatan
agar memerintahian Selretaris lenderal untuk
menginstruksikan Kepalz Pusat Gata dan Teknolog:
Informasi {Pusdatin} mereviu hasil pekerjzan yang telsh
dizetesagikan (product review) serta pefaksanaan rifis
penerzpan sistem informasi (aglikasi dan basis datz] ASIK
serta berkoordinasi dengan Direktur Gizi dan Kesehstan thu
dan Anak [KIA] untuk mengidentifikasi kebutuhan dan
ketemahsn dafam rangka mengintegrasik=an data pads
aplikasi/modul e-PPGEM ke ASIK, dan Direktur lenderal

Hal ink mengakibatkzn adanya potensi ndzk
tercapainya tujusn dan Aplikssi Sigizi Terpadu
yaitu mempercleh informasi status gizi individu
dan kinerja program gizl secara cepat, shurst
teratur dan berkelanjutan untuk penyusunan
perencanaan dan peruamusan kebijakan gizi
untuk mendukung POS.

Kesehatan Masyarakat untuk melzksanakan pengendalian
aplikasi yang meliput pengendalizn kelenghapan,
pengendalizn akurasi, dan pengendalian terhadap
keandalan pemrosesan dan file dats serts memenntahlan
Direktur Gizi dan KA untul melakulan verifikasi dan
wvalidasi secarz berkala stas hasil analisiz data pada.
aplkasi/modul &-PPGEM, serts mengidentifikasi
keiemahan dan kebutuhan menu pelaporan pada
aplikaszi/modul e-PPGEM secara lengkap untuk menjamin
tersedianya data netin yang berkualitas.




Progrsm Paccepatsn Penurunan Stuating (PP5) belum didukung
dengen regulasi yang memadal. Berdasarkan Perores Nomor 71
Tahun 2021 tentsng Percepatan Penarunan Sturting menunjuk
BRKBN z=bags k=tus pelaksans PPS yang memilikl paran genting
dar strarsgiz dalam mangoordinasikan percepstan PFS 4 indonesis
MNamun demikizn. berdssarkan hasd| pemertkssan masih terdspst
o=herspa repulas! yeng belum diziur peleksanasnnys secere
memadai, di sntsramy= regulasi tentang melanizme pemyediaan
dets saszran FPS. petunjuk pelsé=an3an om PPE dan mekanizme
pengzdusn masyarakst dao sistam tndak isnjutnys. Salain i,
Peraturan BKKBN Nomor 21 Tahun 2021 tentang RAN PAST! belum
menfabarkan secerz lengkap indikastor S pilar daiam Strateg
Nzzional |Strenas| PP5

Akibatniyz, 1) penyedizan dats sasaran PPS yang disusun oleh
Deputi Bidang Advokasi, Pengeeraksn, dan Informasi [ Adpin)
berpotensi Odak lengkap. skurat, valid dan mutakhin 2) Tim PPS
tidak dagat menjzlznia=n fungsi koordinasi, sinkronisasi dan
integrasi pragram PPS dengan ootimal; 3) tindak tanjut atas
pengaduan masyarakat tidsk dapat terlayani dengan baiks dan £)
capaign atas kegiatan pada 5 pilar Stranas PPS, progres penurunan
stunting pada kelompok s3zaran, serta keberhasilan dan
kelemahan pencapaian tujuan Stranas PPS tidak dapat diketshut,

o -

Monitoring dtz rutin mel2lul aphikasi
Elsktronik Sizp Nikzh Sizp Harml {Eisimil)
|um difgksanaian z=car= memadal

= dats rutin y=ng memeadai
mancskuen kelenghepan deta, akuras

@
Rekomendasi

BPK telzh merehomendasikan

k=pada Kepals BEKKBN agar
memerintshkan Deput Adpin
untuk menetaphan regulasi
mengenai mekanisme
penyediaan data sasaran PPS:
menerbitkan juklak TPPS dan
menstaphan regulssi mengenai
mekanizme pengaduan
masyarakat beserta sistem ondak
lanjutnyas dan menerhitkan
petuniuk teknis/ S0P
pelaksanaan kegistan stas
indikator yang balum jelas teknis
pelaksanaanmys.

.

Rekomendasi

data, ketepatan wald, dan konsistsns)
dat=. Berdasarkan konfirmasi terhadap 2
Chganizazi Perangkst Daeran Keluargs
SgrEncana IE-?E‘HQEI] dil=tahul bahw=
pemaznfaztan datz Elsimil untuk
metakuksn pemaniEusn surveions
perdampingan alsh TPK mash sangst
randai. Selain ity, 3 kemanterisn yang
tergabung dalsm TEPS, yaitu Kemsanio
FIME, Kemenies, dan ¥emeansos tdak
menggunaken ELSIVIL dalam wupays PP

Akibatmya, kegiztan soreeilens Eisimil
pada BEKBN tdsk menghasilkan dats
rutin yang berkualitas untuk mendukung
pengamibilan keputusan terksit dengan
pEMNEnganan penurunan prevalensi

EPK telah mershomendasikan
kepadsz Kepala BEKBN agar
memerintzhlkan Deputi Bidang
Adpin supays menginstruksikan
Direktur Teknolosi Informasi dan
Dats [Dirtekda) untuk melakukan
imzegrasi data dan sistem Elsimil
dengan Sistem Informasi
¥etuargs [SIGA), merancang
mekanisme dan ketentuzn
pemanfaatan aplikasi Elsimil, dan
menyediakan informasi dan
panduan yang lengkap terksit
penggunaan aplikasi Elsimil.




Aegulasi pengawasen pangan fortiikasi belum sepenubmyz
203!, Kawenamgsn pengawssan pangan fortifikas oleh
arirmtah kabupaten/iota yang diztur datsm Perpres Momaor 72
0zl ¢ Peroepstan Penurunsn Preveiensi Stuntng

bpertentangsn dengen peraturan di stasnyE yang menyEtskeEn

[ ]
Rekomendasi

EEWenangan peng3wasan pangan fomitikasi berads & BPOM. Selain
ltue, Perpres Nomaor 72 Tehun 2021 belum mengatur tugas dan
wawenzng BPOM sebagai KJ/L pendukurg dalam kegistan kepsda Kapala BPOM agar

BPH teiah merekomeandasikan

meningiatizn kuslitas fortifikas psngan mangusulkan kepada Bappenas
supaya memperjelas tugas dan
Akibatnya pelaksanaan pengawasan pangan fordfikas berpotensi weivenang BPOM sebagai K/L
menjadi kurang optmal; dan risiko Sdak tefcapainys taEgst pendulums pada Perpres Nomer
persentase pengawasan produk pangan fortifkasi di tmhun 2024 72 Tahun 2021 terkait dengan

sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021,

pengswasan pangan forofikasi
b / M A

BFOM belum s=penuhnyz =

pergawasan gangan fortiffkas] terdapat perrmasslanan di antaramya:
terdapat perbedsan antars terget den realisas Iokas] pengamablian
=3mpsi pangsn fortifikasi, terdapat pengamblizn iezimpuian
zampling y=ng ostum memilik refersns: dan b dimanitoring
z=rtm gengembilen k=timpulzn ufi pangan fortifikssi bslem sesual
pedoman samplfing. Saiain it svaluas] laporan peizksanzan sampet
pangan forohkas juga belum opomal dimana masin terdspat hasil
pengujisn ssmpef malkenan forofikesi yeng berststus tidak 2
memenuhi syarst (T3] namun o=ium ditingskdanjut s2rta
[Ehzanzan tindzk lanjut 2tas hasll evelussi yang tidak sssusi
dengan pedoman tndak lanjut pengawasan pangsn

Akibatnys, pengambiian Mesimpulan uji pangan fortfikas
berpotensi belum mendukung prinsip keamanan pangan dan
penurunan prevalens stunting, adanya risiko masyarakat tetap
meangensumsi bahan pangan fortfikasi yang tetah diketzhui tdak
memenuhi standar mutu pengan dan odak memiliki ijin edar

| sesuai hasil pengawasan, dan tindak lanjut hasil pemerikssan dan
ﬁ" pengujian pangan fortfikasi belum sepenuhnya tepat sasaran.

IS Rekomendasi

BPK tefah merekomendasikan kepads Kepals BPOM agar
menginstruksican Deput Bidang Pengawasan Pangan Olahan supaya
memerintshkan Direktur Pengawasan Produksi Pangan Glghan
[Wasprod PO) untuk memedomani pedaman sampling dan pengujisn
obat dan makanan dalam pengambilan kesimpulan uji pangan

fortifikasi dan menindsklznjut hasil pengavasan pangan fortifikasi ‘
sesuai dengan pedoman tindak lanfut pengawasan pangan




Pemds belum sepenubme mengintsgrasikan
#=bijaksn percepstan penurunan pravalenst stuntng
e datzm dokumen perencansen berupa Rencsna
Pembangunan Jangka Mensngan Dasrah (RIMD)
dsn fizncans ferja Pemeriniat Desrsh (REPD) Hasi
pemeriesasn w)i petk peds 44 pemds, terdapat 40
{30.91 %) pemda yang belurm s=penuhms
mengntegrasikan kebijakan pSroepatan penununen
dalzm dokumen parencanaan dsarsh. Hal
/= terdapat pemds yang belum
memuat IITgsEt penurunzn prevalensi senong pada
REIMD dan RKPD, d3n t=rget pelaksanzan intenvens
L pada dokumen
parencanaan pads pemda belum sepenubnys
selzras dengsn target nasonal pada BPININ,

&
Rekomendasi ~

BPK t=lah merskomendasikan kepadz Hepala
DOis=rah sgar Kepala Bappeda. dalam memyusun
Perubahan Rencanz Pembangunan langk=
Menengzh Dsersh [P-RPIMD) tshun 2021-2026
dan RKPD t=riait target penurunan prevalensi
stunting supsya berpedoman padz RPINF dan
Koordingtor Bidang Koordinasi, Komvergensi,
dan Perencanzan TPPS Kabupaten/Koia supays
melakulan langhah-langkah proaktf untuk
mengoordinasikan. menyinkronisasikan. dan
mamaznkan pelaksanasn kebijakan, program
dan kegiatan Percepatan Penurunan Stuntng

Akibatmya, perencanaan pemerintah dasmhb untuk

percepalan penurunan prevalensi stunting

antar Perangkst Deerah dan Pemerintah Desz,

berpotensi fidak mendukung pencapsian mget
naszional

farmds zepanuhnyE melziEsnaken
pEncsigEn dan geleparan kegiskan percepstan
PEM i siztesn informas
secara =ndsl Hazll g an uji p=oik peds

44 pemda menunjukkan bahws pencatsten gan

LIFESTH 5T

TG TTaet
IR T

pelzparen kegiamn percepatn penULnan EPH tefah merekomendasikan
prevslensi stunting mel3iui sistem infoomas] kepada Kepala Daerah agar
=-Pancatatzn dan Pelsporen G Berbasis Kepsla Bappeda bersama

Masy=rakst [e=PBGEM), Sisterm informas
Kelugrge (5IGA), El=ktronik Mikzh gan
Hzmil { Eisimil), dan poral Aksi Banpdsz psds
sefuruyh pernds befum mengha

terutama di lokasi intervensi prioritss lobus
stintng.

.

[ ]
Rekomendasi

dengan Kepala Dinkes dan
Kepata Dinas Pengendalizn
Penduduk, Keluargs Berencana.
Pemberdaysan Perempusan dan

berkoordinasi dengan Perangkat

beriusiitas {l=ngkep, skurat sonssen Perfindungan Anak untul 5 A -
; ] i idasi | 1 - o=

tepat wekto). SelEin ity, g3t dam isparan rretakukan verifikasi dan validss - n‘='l, j
k=gIFtIn DErCSpEtan pEnUrLnEn stuanng befum hEiE‘TEFEFE_'“' mh"mmf" \
sepenuhnyz dimantzstan untuk perancanaan RD"E'SIE'"? dafa yang diinput - N
dan penganggaran periods berikutrya dan datam Aplikasi e PPGBM, SIGA, i W 4
k=periuan monitoring dan svslues| Etsimil dan Aksi Bangda serta ] h ci_.l':"

' - memastkan keteparan wakiu M ~
Akibatnya, dats yang tersedia pada aplikas penginputznnya dan
=-PPGEM, Eisimil, Siga/Mew Siga, dan Aksi

Bangd=z belum dapat dimanfagtkan sehagal
dasar pengambilan k2putusan dalam
meisksanakan perencanaan, penganggaran,
dan monitoring evaluasi kegiatan percepatan
pEnurunan prevalens swanng.

Caerah terksit untuk
mengidentifkas kesenjangan
dat= dalam Aplikasi Aksi Bangda
dan menyusun rencana tndak

lanjutmya.

A




Haszil pemeriksaan kinerla atas upsys pemerintah dalam percenatan penurunan prevalensi stunting
mengungkapkan 341 temusn yeng memust 457 permasasiahan. Permasalanzn tersebut terdirl atas
1 permasalahizn ketidakpatihan sebesar Ap34.92 juts dan 451 permasslahan ketidzkefektifan.

1

Daftar Obiek Pemeriksaan Kinerja atas Upayva Pemerintah dalam
Parcepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2022 dan 2023

Permrerintsh Pusas

Hamentsnan Kesehatan

2 BEEDM

3. BPOM

Bemprow fizu

15 Pemisit jember

31 Pemimb Neanjuk

2 Pemkso Banggaliaut I7. Pemksbiamboans 32 Pemiab Ngaw

3. Pemish 3znjzmegas 13 Pemi=b lenspontc 33 Pemimb Pandegizng

4 Pemksb Baritc Kuala 1% Pemish Kayong Usr= 34, Peimich PasadarEn

5 FPemkszBlos I Pemksh Kotebsru 35, Pemialb Palewall Mandar

B Pemish Sclzzng Mangandow Seiss=n 21 Pemizb uosng 35, Pemiab Bodam Hulu

7. Pemksb Baolasng Mangaondiow Timar I Pemib=h Kutsi Kansnegas 37, Peimich Rote Ndago

2 r"E"TIiE-:I- E\Dl""ll;a ng FEE FE:_-'iG_.EI_ijl-_s:I nEsn 38 Pemiab Sigh

3. Pemisb uton 24. Pemibsb Landak 33. Pemiab Simaiungun

10. Pemkab Buton Salat=n It Pemist Mamasz 10 Femimb Sumbs Barst Oaya
h:_ll F'Errn'n;:}—Eu:a-» Tengsn :EJ?‘;-';:: Mz Z_F..-;;;:E;ni;;m Hr

13, Pemish Demaic 27. Pemizb Manggarsi 32 Pemimt Bims

13. Pemksb Dompu IE Pemishb Maros 13 Femimt Subdluzzalam

14 I% Pamiao MelEawi

Pemiao Donggals

Pemiab Indagin Hilir

30 Pemizt Natunz

44 Pemimt Sungas Penun




Peiayanan Pemeriksaan. Pengujian, dan Pemeiiharaan Kesehalan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitaz pelayanan pemeriksaan,
pengujian dan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan pada Badan Layanan
Umum (BLL) Balai Kesehatan Penerbangan (Hatpen) Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainaya tahun 2022 s.d.
semester | tahun 2073,

Pemeriksaan pelayanan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan
kasehatan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Prioritas (PE)
3 - akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya Kegiatan Prioritas
(KP] 5 - pengustan sistem kesshatan nasional. Selain itu, pemeriksaan
ini dilakukan sebagai upaya BPE dalam mendoronz pemerintah dalam
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPE), yaitu tujuan ke-3
terutama target ke-3.7 mencapal cakupan kesehatan universal, termasuk

sy ot perfindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan

kesshatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat
JM/‘ L M chatan dan vaksin dasar yangz aman, efeknf, berkualitas, dan
terjangkau bagisemua orang.

BLU Balai Hatpen telsh melakukan upaya dalam melaksanakan
pengujian pemeriksaan kesehatan personel penerbangan, di antaranya
telah meresmikanunitinstalasi farmasi, dansaatini sedang mempersiapkan
dirl untuk melakukan pengembangan usaha, yaitu menambah fasilitas
pelayanan kiinik spesialis di antaranya klinik gigi, klinik jantung, kiinik
fisioterapl, klinik syaraf, dan klinik kecantikan.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya terwujudnya pelayanan
pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan kesehatan, seria pengujian
lingkungan keria personel penerbangan sesual ketaniuan penerbangan
internasional berjalan kurang efektif Beberaps permasalahan yang perlu
mendapat perbaikan, antara lain:

e Siandar pelayanan minimal, standar operasional prosedur (SOP),
peraturan tentang farf layanan, serta pembentukan peraturan
perundanc-undangan belum diselenggarakan dengan tertib dan belum
sesual dengan kondisi saat ini. DI antaranya BLU Balai Hatpen masih
menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 145 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan pada Balal Hatpen yang sudah tdak relevan
lagi sebagai dasar pengenaan tarif karena sudah terbit peraturan tarif
baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menterl Keuangan
(PMEK) Nomor 58/PME.05/2018 tentang tarif BLU Balai Hatpen. BLU
Balai Hatpan |uga belum melakukan penilaian kebutuhan SOP sesual
dinamika organisasi yang menuntut pengembangan S0P Selain itu,

m BART - Hasil Parnerikeazn Pasmerintah Posat [HPS [l Tahun 2027 enmmm—



peraturan perundang-undangan yang diterapkan belum sepenuhnya
berpedoman pada UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Akibatnya, pegawai BLU Balal Hatpen tidak
memillki panduan atau pedoman yang memadai dalam membarikan
pelayanan yang maksimal.

o Pemenuhan kebutuhan dan kompatensi sumber daya manusia (S0M)
belum memadai untuk memberikan pelayanan pemeriksaan, pengujian
dan pemeliharaan kesshatan personil penerbangan. Di antaranya,
pemenunan 5DM belum memadai berdasarkan Keputusan hMenteri
Perhubungan Nomor KM 155 Tahun 2018 tentang Peta labatan dan
Aralisis Beban Kerja (ABK) Balal Hatpen dan pemenuhan tenaga
medis belum memadal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Momor PM 145 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balal
Kesehatan Penerbangan. Selain itu, standar kompetensi Aparatur Sipil
Megara [ASN) pada BLU Balal Hatpen belum sesuai Peraturan Kepala
BLU Balai Hatpen Nomor 06/HATPEN-2019 dan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomaor PM 103 Tahun 2013 tentang Siandar Kompetensi
Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
tenderal Perhubungan Udara Kemenhub. Hal tersebut mengakibatkan
jumlah 5DM yang ada belum didukung dengan perhitungan yang
jelas, pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi tidak didukung dengan
kompetensi pegawal sesual yang dipersyaratkan, dan dengan tidak
terpenuhinya standar kompetensi jabatan Kepala BLU Baial Hatpen
berpotensi adanya pengambilan keputusan yang kurang tepat.

o BLU Balal Hatpen belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan mental
terhadap personel penerbangan secara memadai. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa pelayanan pemeriksaan kesshatan mental yang
dilakukan BLU Balai Hatpen selama Ini belum cukup untuk mendeieksi
apakah personel penerbangan secara mental layak untuk terbang.
akibatnya, adanya rislko kesalahan dalam menyimpulkan kesshatan
personel penerbangan, risiko berkurangnya kepercayaan publik atas
hasil pengujian/pemeriksaan yang dilakukan oleh BLU Balai Hatpen.

BPK merskomendasikan Meanteri Perhubungan agar menginstruksikan
Kepala BLU Balai Hatpen untuk;

o Melakukan koordinasi lebih intensif dengan masing-masing pihak
tarkait dalam rangka percepatan penyelesaian wsulan perubahan
berbagal regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat in.
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o Merumuskan kemball pernitungan pemenuhan jumiah SDM serta
pemenuhan standar kompeiensi ASN yang disesuaikan dengan
regulasi yanz relevan dan dapat dijadikan acuan yang dapat
dipertangeungjawabkan.

o Nenyusun S0P pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mental bagi
personel  penerbangan  agar dipercleh  keseragaman  prossdur
pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membuat kajian
sejauh mana pengujian kesehatan mental harus dilakukan.

Hasil pemeriksaan  kinerja efekfivitas pelayaran  pemeriksaan,

penguijian, dan pemeliharaan kesshatan mengungkapkan 7 temuan yang
memuat 7 permaszalahan ketidakefektfan,

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesaniren

PEMERIKSAAN kinerja atas efelklivitas pengelolaan  bantuan
operasional sekolah pesantren TA 2022 s.d. 2023 (semesier |) danbantuan
inkubasi bisnis pesantren TA 2021 s.d. 2023 (semester |} dilaksanakan
pada Kemenierian Azama [Kemenag) dan instansi terkait lainnya.

Pemariksaan ini dilakukan untuk mendukung PN 3 - pembangunan
sumber daya manusia, PP 4 - pererataan layanan pendidikan berkualitas,
khususnya KP 1 - peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran,
Pemeriksaan Ini juga dilakukan untuk mendorong pencapaian TPE, yaitu
tujuan ke-4 terutama target 4.1 yaitu menjamin bahwa semus anak

A M perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar

AT

Ml dan menengah tanpa dipungut biays, setara, dan berkualitas,
|.l“ yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan
= efektif.

Kemanag telah melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pesantren dan bantuan inkubssi bisnis
pesantren, di antaranya:

o Menetapkan juknis BOS Pesantren dan Bantuan Inkubasi Bisnis
Pezantren untuk sefap tahun anggaran.

o Menganggarkan dan mengalokasikan BOS Pesantren melalul basis data
Education Management Information System (EMIS).

Hasil pemariksaan menyimpulkan apabila parmasalahan berikut tidak
segera diatasl, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolazn BOS
Pesantren danm Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren, di antaranya:
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e Kemenag belum sepenuhnya cpiimal dalam menstapkan pesantren
penerima dan besaran dana BOS, di antaranya santri dengan nomaor
induk siswa nasional (NISN) valid tidak ditetapkan sebagai pensrima
BOS Pesantren, belum seluruh pesantren penerima BOS memillki izin
operasional, dan jumlah santri penerima BOS berbeds antara surat
keputusan dan EMIS. Akibatnya, potensi terhambatnya operasional
kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikanyanz menerima BOS
Pesantren dari yang seharusnya dan BOS Pesantren yang disalurkan
berpotensi fidak tepat sasaran.

e Pesantren penerima bantuan belum menggunakan  dan
menatausahakan BOS Pesantren secara memadai, di antaranya
pengogunaan  dana BOS belum sesuai dengan  komponen
pembiayaan yang diatur dalam juknis dan belum seluruh Pesantren
menatausahakan dana BOS: Akibatnya, tujuan pemberian dana BOS
Pesantren dalam membiayal operasional nonpersonalia pesantren
belum optimal.

e Perencanaan bantuan inkubasi bisnis pesantren belum sepenuhnya
optimal, di antaranya indikator kinerja belum dilengkapl dengan
wolume target capaian, peraturan pengelolaan belum lengkap dan
selaras, seria sistem informasi belum mencakup selurub tahap.
Akibatnya, capaian kinerja bantuan inkubasi bisnis pesantren
pelum sepenuhnya dapat terukur dan dibandingkan sefiap tahun
pelaksanaannya, dan pengelolazn bantuan inkubasi bisnis pesantren
vang meliputi penetapan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi tidak terstandar
dan kurang efektif.

BPK merskomendasikan kepada Menteri Agama agar:

e Nenyediakan dotobose. ljin Operasional (ljop] per jenjang satuan
pendidixan pada Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafish
(PKPPS) dan melibatkan pengelola BOS Pesantren dari unsur dasrah’
dalam melakukan verifikasi dan wvalidasi calon penerima dana BOS
Pesantren.

» Melakukan pengujian dokumen pertanggungjawaban dan pembukuan
penggunaan dana BOS Pesantren secara optimal.
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o iemutakhirkan dokumen perencanaan dan peraturan pengeiolaan
bantuan inkubasi bisnis pesaniren, menyediakan data dukung yang
valld untuk proses penganggaran, menyediakan sistem informasi yang
andal untuk pengelolaan bantuan inkubasi bisnis pesantren, serta
melaksanakan seleksl dan verifikasi penerima bantuan Inkubasi bisnis
pesantren secara cermat.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pengelolaan BOS Pasaniren
dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren mengungkapkan 11 temuan yang
memuat 14 permasalahan ketidaketektifan,

Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru

PEMERIKSAAN kinarja atas efektivitas pengelolaan pendidikan profesi
guru (PPG) dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Instansi terkait lainnya
tahun 2021 s.d. 2023 di Jakarta dan daerah.

Pemeariksaan pengelolaan pendidikan profesl guru dilakukan untuk
mengawal pelaksanaan PP - 4 yaitu pemerataan layanan pendidikan
berkualitas, khususnya KP 3 - pengelolaan dan penempatan pendidik dan
tenaga kependidikan. Selain itu, pemeriksaan inidilakukan sebagai upaya
BPK mendorong pemerintah dalam mencapal TPB, yaitu tujuan ke-4

r— terutama farget ke - 4.9 meningkatkan pasokan guru yang

HERRLAL IV

Wl Cerkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam
L.' I pelatihan guru di negara berkembang, terutama negars
=38 kurangberkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Pemerintah telah melskukan upays untuk peningkatan pengelolaan
Program PPG,; antara lain:

o Membentuk direktorat yang khusus menangani PPG sefingkat
eselon 2 pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sesual
Permendikbudristex Momor 28 tahun 2021 tentang Crganisasi dan
Tata Kelola Kemendikbudristek.

e Pada tahun 2022 dan 2022 Direktorat PPG sudah melaksanakan
kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka penjaminan mutu
program PPG.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang
memengaruhi upaya pemerintah dalam pencelolaan Program Pendidikan
Profesi Guru iahun 2021 s.d. 2023 dalam rangka menghasilkan guru
sehagsl pendidik profesional sesuai kebutuhan nasional, antara lain:
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o Kemendikbudristek dalam merencanakan PPG belum didukung
kebijakan yang komprehensif, koordinasi yang efektif, dan data yang
andal. Akibatnya, amanat Undang-Undang Nomor 14 Tshun 2005
agar seluruh guru terserfifikas! tidak dapat direalisasikan dalam
rentang waktu yang jelasdan calon peserta PPG yang belum memenuhi
persyaratan karena data yang tidak valid, tidak dapat mengikut
tahapan selanjutnya.

¢ Kemendikbudristek belum efektf dalam upaya plotting Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk ©iap calon peserta PPG.
Akibatnya, terdapat potensi kesalahan plotiing kandidat PPG yang
dipangzil untuk melanjutkan ke tshapan konfirmasi kesediaan dan
waktu penerimaan peserta PPG melebihi jadwal yang ditentukan.

¢ Kemendikbudristek belum sepenuhnya efekiif dalam mengatur
seria menetapkan perangkat ujl kompetensi berdasarkan standar
kompetensi guru untuk mendukung tujuan program PPG. Kondisi
tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian  penilaian/pengukuran
kompetensl guru dengan karakteristik guru/peserta ujian yang
diharapkan dan poiensi fidak tercapainya penyeiasalan sertifikasi
selursh guru sebagaimana amanat Undang-Undang,

BPK telah merexomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi |(Mendikbudristek) antara lain :

e Menyusun kebijakan terkail percepatan penuntasan serfifikasi guru
dalam jabatan dengan batas wakiu penyelesaian yanz jelas dan
menetapkan mekanisme wvalldasi awal atas data pokok pendidikan
(DAPODIK) terkait data guru sebagal dasar perencanaan PPG Dalam
Jabatan sebelum proses seleksi,

¢ Menginstruksikan Direkiorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
menyelenggarakan sistem yang dapat menjamin pelaksanaan tahapan-
iahapan dalam seleksi terdokumentasi secars memadal, sehingza
memungkinkan adanya evaluasl berdasarkan data dan pelaksanaan
prosedur kerja yang valid,

e Menyusun kebijakan syarat kepemilikan sertifikat pendidik yang lebih
memperhatikan karakieristik guru untuk dapat segera menuntaskan
sartifikasi guru.

Hasil pemeriksaan kinerjs efekiivitas atas pengelolaan  profesi
gury mengungkapkan 11 temuan yang memuat 13 permasalahan
ketidakefektitan,
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Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas penanganan dan penyslesaian
kasus pertanahan TA 2022 s.d. semester | tahun 2022 dilaksanakan
pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Kementerian ATR/BPN) di DKl lakarta, lawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, dan Sulawesi Utara.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan FP & —
pengentasan kemiskinan, dan KP 3 — reformasi agraria. Selain ifw,
16 T pemeriksaan Ini dilakukan sebagal upaya BPK mendorong

e 1 LA i

pemerintah dalam mencapai TPB tujuan ke-16 terutama target
ke-16.5 mengzemizangkan lemiaga yang efektif, akuntabsl,
dan transparan di semua tingkat.

Dalam rangka melaksanzkan penanganan dan penyelessian kasus
pertanzhan, Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagal upaya
untuk meningkatkan efektvitas kegiatan, antara lain:

o Memberikan kepastian hukum dan periindungan hukum hak atas
tanah melalul pendaftaran tanah dan penanganan kasus pertanahan,
termasux pencegahan timbulnya kasus baru,

e Pendaftaran tanah dihasitkan dar kegistan teknis, yuridis dan
administratif atas data yuridis (bukfi penguasaan atau kepemilikan
tanah), serta data fisik, yaitu data yang menunjukkan kepastian objek
vang dihasilkan ocleh kegiatan pengukuran dan pemetsan bidang
tanah. Sedangkan penanganan kasus pertanshan dilakukan melalul
penanganan sengketa, konfllk, dan perkara pertanahan.

Hasll pameriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan
yang apabila Hdak segers diatasi, maka dapat memeangaruhi sfekiivitas
penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Permasalzhan tersebut
antara laim

® Pencegahan kasus pertanahan belum didukung dengan aturan dan/
atau kebljakan yang memadai, Terdapat perbedaan fungsi penanganan
pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pada organisasl dan tata
kerja (OTK) Kementerian ATR/BPN antara Ditjen Penanzanan Sengketa
dan Konflik Pertanahan (PSKP), Direktorat Pencegahandan Penanganan
Konfilk Pertanahan, dan Subdirektorat Pencegahan dan Hubungan
Kelembagaan, Sefain itu, fidsk ierdapat fungsi pencegshan kasus
pertanahan pada OTK Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Sebagai
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conioh, Ditjen PSKP dijelaskan memiliki fungsi untuk pencegahan
sengketa dan konflik, mamun di pasal selanjutnya dijelaskan bahwa
Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan hanya
melakukan pencegahan terhadap kondlik saja. Selain Hu, pasal
berikutnya Juga menjelaskan bahwa Subdirektorat Pencegahan dan
Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan
sengketa, konflik dan perkara perianshan. Akibatnya, pencegahan
kasus sengketa, konflik, dan perkara pertanahan berpotensi tidak
dilaksanakan.

e Ditjen PSKP belum melakukan penyelarasan kebijakan penanganan
dan penyelesaian sengketa dan konfilk sacara memadal. Terdapat
perbedaan tipologi kasus pertanahan {jenis permasalahan sengkets,
konflik, dan/atau perkara pertanahan) antara yang ditetapkan dalam
juknis, panduan pelaksanaan anggaran, dan aplikasi Justisia. Akibatnya,
akar permasalahan sengketa dan konflik pertanahan tidak dapsat
terpetakan dengan baik.

e Ditjen PSEP belum menyelaraskan kebijakan penanganan perkara
pertanahan secara memadai. Permasalahan tersebut di antaranya
terdapat kefdakkeselarasan peraturan ferksit pembukuan perkars
pertanahan ke buku tanah antara PP Nomor 24 Tahun 1957, PP Nomor
18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepaia BPN Nomor 21 Tahun 2020.
fkibatnya, perkara terkaii penguasaan, penggunaan, pemanfaatan,
dan pemeliharaan tanah tidak dicatat pada buku tanah dan dalam
daftar umum lalnmya.

BRK telah merekomendasikan Menteri ATR/Kepala BPM untuk
memeriniahkan Dirjen PSKP agar:

¢ Nenyelesaikan rancangan Permen ATR/Kepala BPN  tentang
pencegahan kasus pertanahan.

* NMenyusun kebijgkan penanganan perkara pertanshan yang selaras
dengan peraturan terkait penanganan perkara pertanahan.

» Nenyeiesaikan revisi Permen ATR/Kepala BPN MNomar 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Hasil pemeriksaan kinarja atasefekiivitas pananganandan penyelesaian
kasus pertanahan mengungkapkan 16 temuan dan 16 permasalahan
ketidakefektifan.
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Implementasi Desain Besar Dlahraga Nasional Terhadap
Peningkatan Presiasi Olahraga Nasional

PEMERIKSAAN kinerja aias efektivitas implementasi Desain Besar
Olahraga Masional (DBOMN) terhadap peningkatan prestasi olahraga
nasional tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan 1) dilaksanakan pada
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta instansi lain terkait
di Provinsi DKI lakarta, Sumatera Utara, lawa Tengah dan Nusa Tenggara
Barat.

Pemeriksaan dilakukan wuntuk mengawal pelaksanaan PN 3 -
pembangunan sumberdaya manusia, PP 7 - peningkatan produktivitas
dan daya =3ing khususnya KP 4 - prestasi olahraga. Selain itu, pameariksaan
ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendoreng pemerintah dalam

mencapal TPB, yaitu tujuan ke-3 terutama target ke-3.4 pada
el tahun 2030, mengurang hingga sepertiga angka kematan

A ,||"- dini akibat penyakit Tidak menular, melalui pencegahan dan

pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan
kesejahteraan.

Kemenpora telah melakukan upaya dalam rangks implementasi DEON
terhadap peningkatan prastasl clahraga nasional, antara lain:

& WMenetapkan Psta Jalan DBON Periode Tahun 2021-2024, dan Pola
Pembinaan Olahragawan langka Panjang Tahun 2023,

e Memfasilitasl pelaksanaan  keikuisertzan  Indonesiz di pekan
olahraga internasional dan kejuaraan internasional, seria pembinaan
olahragawan muda pada sekolah khusus olahragawan (SkO)/Pusat
Pendidikan dan Latthan Olahraga Pelajar Provinsi dan SKO Cibubur.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan
terkait dengan penguaian regulasi dan pendanaan DBEON, tata kelola
kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana olahiraga serta penataan
sistem pembinzan olahraga yang apabiia Tdak segera diatasi, maka dapat
memengaruhi efekiivitas implementasi DBON, antara laim

o Regulasi dalam implementasi DBON belum lengkap yaitu produk
hukum yang menjadi landasan dalam melaksanakan DBEON belum
seluruhnya tersedia dan pemds belum menyusun dan menetapkan
Desain Olahraga Daerah. Hal tersebut mengakibatkan visl, misi
kebijakan keolahragaan dan rancana sasaran seria target daerah dalam
Implementasi DEON tidak dapat dijsbarkan dan dilaksanakan.
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e Palatihan {enaga keolahragaan belum memperhatikan syarat
kompelensi seria pengeloizan tenaga fungsional dan nonfungsional
keolzhragaan belum  memadal, Permasalahannys  antara  lain:
1) ketersedizan tenaga keolahragaan berserfifikat daerah dan
pelaksanaan kontrak pelatih/tenasga ahll asinz kelas dunia belum
termonitor dengan baik, 2] ketersediaan tenaga keclahragaan seria
pelatin cabang olahraga bersertifikat nasional dan internasional belum
sepenuhnya tercapal, 3) penempatan jabatan fungsional keclahragaan
belum sesus| tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, dan 4]
penampatan tenaga keclahragaan nonfungsional belum berdasarkan
kebutuhan formasi jabatan sesual peta jabatan. Akibatnya, dukungan
tenaga keolahragaan dalam pembinaan prestasi clahraga nasional
belum tercapal secara maksimal.

® Pembinaan olahragawan muda pada sentra latihan olahragawan muda
potensial nasional (SLOMPN) belum didukung dengan perencanaan
dan pelaksanaan yang memadal. Permasalahannya antara lain: 1) fidak
terdapat penstapan kuota oclahragawan dalam pelaksanaan seleksi
untuk masing-masing cabang olahraga; 2) pembinaan olahragawan
SLOMPN belum direncanakan sesual konsep Llong Term Athlete
Development |LTAD), serta 3) pemenuhan prasarana sarana olahraga,
fasilitaz sport science, dan fasilitas kesshatan belum memadal
Akibattya, 1) target jumiah clahragawan SLOMPN yang dibina sesual
peta jalan Tidak terpenuhi, 2) pelaksanaan pembinaan olahragawan
SLOMPN Didak optimal, dan 3] prasarana dan sarana olahraga, fasilitas
sport science, dan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya mendukung
dan belur sesuai kebutuhan maupun standar Internasional,

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

o Menginstruksikan Sekretaris Kemenpora untuk lebih optimal dalam
penyusunan produk hukum dan NSPK serta memperhatikan indikator
dan target capalan presiasi.

o Menginstruksikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk:

b Menyusun Perjanjian Kinarja Asisten Deguti Tenaga dan Organisasi
Keolahragaan dengan mengacu Target Peta lalan DEON 2021-2024,

» Meningkatkan kualitas Pelatihan/Sertifikasi Tenaga Keolahragaan
untuk mencapal target tenaga keclahragaan yang ditetapkan.
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b Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kemenpoma yang
mengakomaodir formasi dan lokasi penempatan labatan Fungsional
Tenaga Keolahragaan dan labatan MNon Fungsional Tenaga
Keolahragaan.

o Menginstruksikan Deputi Bidang Peningikatan Prestasi Olahraga untuk:

b Mengkaji kembali penetapan jumlah target pada peta jalan agar
lebih realistis khususnya untuk indikator pengembangan bakat
olahiragawan talenta muda nasional SLOMPN untuk menjadi acuan
dalam penyusunan perjanjian kinerja.

b Berkoordinasi dengan pengesiola SLOMPN agar mengopiimalkan
prasarana dan sarana clahraga, fasilitas sport science maupun
fasilltas kesshatan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas implementasi DBON terhadap
peningkatan prastasl olahraga nasional mengungkapkan 12 temuan yang
memuat 15 permasalahan ketidakefektfan.

Pelatihan Tenaga Herja Bidang Otomotil

PEMERIKSAAN kinerjz atas efektivitas pelatihan tenaza kerja bidang
otomoetf dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing tahun 20128 s.d. 2022 dilaksanakan pada Balai Besar
Pelatihan Vokasi dan Produldivitas (BBPVP) Bandung Kementerian
Ketenagakerjzan dan instansi {aln terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PF 7 -
produkbvitas dan daya saing, terutama KP ke-1 yaitu pendidikan dan
peiatihan vokasi berbasis kerja sama industri. Selain itu, pemeriksaan
dilakukan ssbagzal upays BPK mendorong pemerintah dalam mencapal

— TPB ke-4 ferutama target 4.4 yailu meningkatkan secara

pHnt signifikan jumizh pemuda dan orang dewasa yang memiliki

L.'” keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik

= dan ksjuruan, untuk pekerjaan, pekerjzan yang layak dan
kewirausahaan.

BBPVE telah melakukan upaya dalam meningkatkan sfektivitas
peiatihan tenaga keria bidang otomotif dalam rangka peningkatan sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, di antaranya pengujl
kompetensi {asesor) yang ditugaskan dalam Uji Kompetens) (LK) adalah
instruktur kompeten, dan Peserta Program On the Job Troining (OIT)
adalah yang telah dinyatakan lulus/selesai dalam pelatthan OIT.
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Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa apabila permasalahan
pada aspek persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pelatihan
Barbasis Kompetensi [PBK] Gidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi
sfekiivitas pelatihanh tenaga kerja bidang otomotif pada BEPVP Bandung
dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan
terdaya saing. Permasalahan tersebut antara laim:

o BEPVP Bandung belum mengidentifikasi kebutuhan pelatihan secara
memadai, yaitu Training Need Analysis (TNA) tidak selalu dijadikan
dasar dalam perencanaan paket program yang dibuat selama periode
tahun 2018 s.d. 2022, Selain itu, BBPVP Bandung belum mempunyai
metode dalam mengidentifikasi paket pelathan yang haros
direncanakan sesuai dengan kebutuhan industri balk secara daerah
maupun secara nasional. Akibatnya, potensi program pelatihan kerja
yvang bersifat unggulan kejuruan BBPVP Bandung belum teriaksana
sesugl kebutuhan dan integrasi kegistan pelatihan dalam fungsi link
gnd maotch sesual kebutuhan industri maupun wirausaha belum
tercapat.

¢ BEPVP Bandung belum melaksanakan evaluasi penyelenggaraan
PBE secara memadal, yaitu pelaksanasn svaluasi pslathan fdak
mempertimbangkan hasif monitoring pada laporan pelaksanaan
pelatinan, dan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan tidak
dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan pelatihan
untuk periode berikutnya. Akibatnya, BBPVP Bandung tidak dapat
mendeteksl kelemahan dan/aztau permasalahan yang terjadi selama
penyvelenggaraan pelatihan mulai dari rekrutmen sampal dengan
pelatihan selesal.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk
menginstruksikan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasl dan Produkiivitas
{Binalavotas) agan:

e Mengkaji dan menyusun rencana program PBK yang mengakomodasi
balai besar sebagal pusat pengembangan dalam pelaksanszan pelathan
kejuruan unggulan dan kebutuhan dunia indusirl, serta menyusun
peraturan terkait metode analisis penyusunan dan peneiapan program
PBK yang sistematis.

e NMembuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instrumen yang
mengatur secara rinci dan memadai terkait proses evaluasi pelatihan
penyslengzaraan PEK di BEPVPE Bandung dan Unit Pelaksana Teknis
Pusat (UPTDY) Binaan.
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Hasil pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pelatthan tenaga kerja
bidang ctomotif dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya zaing mengungkapkan 8 temuan yang memuat 3
permasalahan ketidakefektfan

Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas pengeiolaan akademis dan
perkuliahan Politeknik STIA LAN tahun 2022 s.d. triwulan Il tshun 2023
dilaksanakan pada Lembaga Adminisirasi Negara (LAN) dan Instansi lain
terkait di DK| lakarta, lawa Barat, dan Suiawesi Selatan,

Pemeriksaan pengelolaan akademis dan perkuliahan Politeknik STIA
LAN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 7 - produktivitas dan daya
saing, khususnya KP 2 - penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Selain
itu, pemeriksaan inl dilakukan sebagal upaya BPK mendorong pemerintah

) dalam mencapai TPE, yaitu tujuan ke-4 terutama target ke-4.3

Ml aitu menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan
laki-laki, terhadap pendidikan teknlk, kejuruan dan pendidikan
finggi termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas,

|.l| .

Politelcnik STIA LAN telah melakukan upaya untuk meningkatkan
efektivitas keglatan akademis dan perkuliahan diantaranya pada Politeknik
STIA LAN lakarta, Politeknik STIA LAN Bandung, dan Paoliteknik STIA LAN
Makassar telah memenuhi standar kecukupan dosen dalam hal:

o lumlah dosen tetap pada setiap program studi yaitu paling sedikit 5
orang.

e Jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik guru besar, iektor
kepala, dan lekter yaitu minimal 70% terhadap keseluruhan dosen.

® Rasio dosen mahasiswa pada setiap prodi yaitu paling tinggi 1 : 60.
e Dosen bekeria penub wakiu selama 37,5 Jam per minggu.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih ditemukan
kelemahan-kelemahan yang yanz apabila fidak segera diatasi, maka
dapat memengaruhi efekbtivitas pengeiolaan akademis dan perkuliahan
Politeknik STIA LAN. Kelemahan tersebut antara faim:

o K=hijakan pengelolaan akademis dan perkullahan belum sepenubnya
memadal, antara lain adanya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI) yang belum sepenuhnys mengacu pada Standar
Masional Pendidikan Tinggi (SN Dikh). Berdasarkan pemeriksaan pads
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Politeknik 5TiA LAN dan Pusat Panjaminan Mutu (P2M] diketahui
bahwa masih terdapat standar yang tidak memenuhi SN Dikti sepert
Standar Kompstensi Lulusan Politeknik, Standar Prosas Pembelsjaran
Politeknik, Standar |si Pambelajaran Pollteknik dan Standar Penilaian
Pambelajaran. Akibatnys, pelaksanaan dan penilaian 8 standar SPMI
sulit diukur atas ketidakjelasan uraian standar tersebut sesuai SN Diki.

o Proses pembelajaran belum sepenuhmya berjaian sesual ketentuan
dan mendukung terciptanya lulusan yang berkompeten, Hal ini
ditunjukkan dengan adanya permasalzhan kurikulum Politeknik
STIA LAN belum sepenuhnya mengacu pada SN Dikt, isi Rencana
Pembelajaran Semester (RPS] belum sepenuhnya s2suai Panduan
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggl, dan komposisi pembelajaran
teori 30-40% dan praktik 60-70% tidak terukur atau belum terpenuhi.
fikibatnya, dosen Gidak memiliki acuan pemibelajaran yang jelas dan
mahasiswa tidak mendapatkan pemahaman yang utuh dan optimal.

® Penjaminan muiu pengelolaan akademis dan perkuliahan belum
segenuhnya memadai, yaitu sebagian anggota Tim Audit Mutu Internal
(AMI) Politeknik STIA LAN belum mempunyal sertifikat kompeiensi
audit mutu Internal danSPMI, dan Tim Gugus Kendall Mutu (GKM) pada
seluruh Politeknik STIA LAN belum sepenubnya melaksanakan tugas.
Akibatnya, penyelengzaraan pengelolaan akademik dan parkulizhan
belum optimal.

BPE merekomendasikan kepada Kepaia LAN agar menginstruksikan
Direktur -Politeknik STIA LAN lakarta, Politeknik STlA LAN Bandung, dan
Politeknix STiA LAN Makassar agan:

o NMemerintahkan Tim Penyusunan Dokumen SPMI supaya komprehensif
dalam menyusun Standar Pendidikan yang berlaku di Politeknik STiA
LAN sesual SN Dikii.

o Memerintahkan Dosen menyusun RPS berpedoman dan mengacu
pada SN Dikt dan dalam pelaksanaan pembelajaran mengacu pada
RP5:

e Memerintahkan Tim Penjaminan Mutu, Tim AMI, dan Tim GKI agar
melaksanakan tugas terkait penjaminan mutu secara optimal sesuai
SOP-dan SPMI.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pengelolaan akademis dan
perkuiahan Politeknik STHA LAN mengungkapkan 8 temuan yang memuat
8 permasalahan ketidakefekiian.
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Pengualan Inirastrokiur

PADA semester || fshun 2023 BPK felash menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas tema penguatan infrastrukiur. Pemeriksaan
dilaksanakan terhadap 4 obrik meliput hasil pemeriksaan atas: (1)
Pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis penumpang; (2)
Perencanaan, pengasturan, dan penyelenggaraan layanan angkutian
perkotaan; (3) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan; dan
{4} Pengelolaan penyiaran.

Pengelolaan Jaringan Travek Angkuian Laut Perintis Penumpang

PEMERIKSAAN kinerja atas efekiivitas pengelolaan jaringan travek
angkutan laut perintis penumpang tahun 2022 dan semester | tahun 2023
dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dan
instans| terkait lainnya.

Pemgeriksaan pengelolaan jaringan irayek angkutan laut perintis
penumpang dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - infrastrukiur
ekonomi, khususnya KP 2 - konekbvitas laut. Selain rtu, pemeriksaan
ini dilakukan sebagal upaya BPK dalam mendorong pemerintah dalam
mencapai TPB, yaitu tujuan ke-11 terutama target ke-11.2 menyediakan
akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diaksas
dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan
lalu lintas, terutama dengan memperiuas [angkauan
transpertasi umum, dangan memberi perhatian khusus
pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan,
perampuan, anak, penyandang difabilitas, dan orang tua.

Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub telah melakukan upaya di
antaranya menyelenggarakan pelayaran perintiz yang memiliki peran
besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, terutama dalam
peiayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada
daerah tertingzal, terpencil, terluar dan perbaiasan. Pada tahun 2023,
pelayaran perintis melayanl sebanyak 117 trayek, melalui 41 pelabuhan
pangkalan untuk melayani 480 pelabuhan singgah.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan jaringan
perintis anghkutan laut cukup sfekitif. Namun demikian, masih ditemukan
permasalahan dalam pengelolaan jaringan trayek angkutan laut perintis
penumpang, yai!
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e Peneiapan keputusan Direlktiur lenderal Perhubungan Laut (Dirjen
Hublia) tentang penempatan dan pengoperasian armada kapal perintis
tahun 2022 dan 2023 bdak berdasarkan kondisi kapal yang laik [aut. Hal
inl mengakibatkan penumpang perintis pada sepuluh trayek dilayani
dengan menggunakan kapal barang dan tidak terfayaninya pelayaran
perintis dari ogerator FT Pelayanan Masional Indonesia (Peini) ketika
kapal utama tidak beroperasi.

® Penyusunan trayek perintis belum mempartimbangkan keterpaduan
sarana angkuian transportas laut lainnya. Hasil permeriksaan atas
surat keputusan [SK) jaringan trayek periniis tahun 2022 dan 2023
termasuk data trayek kapal penumpang lainnya serta hasll wawancara
dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Unit
Panyelenzzara Pelabuhan (UPP), serta pemda di beberapa provinsi
uji petik diketahui adanya irisan antar rute kapal penumpang lainnya.
&kibatnwya daerah terpencil, tertinggal, teriuar, dan perbatasan yang
lalr berpotensi Hdak dilayani oleh angkutan pelayaran perintis,

o Nonitoring dan evaluasi (money| trayek angkutan pelayaran perintis
belum sepenuhnya memadai. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
{Ditlala) belum melakukan monev atas pelaksanaan trayek angkutan
laut perintis seperti realisasi operasional kapal, pengontrolan muatan
penumpang dan barang yang diangkut, dan jadwal pergerakan kapal.
Hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan angkutan pelayaran
perintis laut penumpang pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi trayek belum berjalan secara optimal.

BPK merekomendasikan kepada Menten Perhubungan sesual dengan
kewenangannya untuk memerintahkan Dirjen Hubla agar:

e Nenetapkan SK Penempatan Kapal Perintis dan 3K laringan Trayek
perdasarkan xondisi kapal yang laik |laut.

o NMenyusun dan meneiapkan jaringan trayek perintis dengan cermat
dan mempertimbangkan ruas jaringan trayek angkutan transporiasi
laut fainnya.

e Memerintahkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Llaot untuk
menjalankan evaluas| penyusunan ftrayek sesuai dengan Standar
COperasional Prosedur [SOP) uvsulan dan penyusunan trayek seria
membuat S0P monev pada tahapan pelaksanaan kegiatan dengan
memanfaatkan sistem informasi yang ada.
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Hasil pemeriksaan atas efekbvitas pengeiclaan jaringan  trayek
angkutan laut perintis penumpang mengungkapkan sebanyak 16 temuan
yang memuzt 21 permasalahan kehidakefektifan,

Perencanaan, Pengaluran dan Penyelenggaraan Layanan
Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan

PEMERIKSAAN  kinerja atas perencanaan, pengaturan  dan
penyelengzaraan layanan angkutan perkofaan dengan skema pembelian
layanan (Buy The Service/BTS) TA 2022 - Semester | 2023 dilaksanakan
pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi terkait lainnya
di Provinsi DK| lakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, lawa Barat,
lawa Tengah, dan Ball.

Pemeriksaan dilakukan sebagal upaya BPK dalam mendukung PP
3 - infrastrukiur perkotaan, khususnya KP' 1 - transportasi perkotaan,
Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendorong pemerintab dalam
mencapal TPB ke-11, terutama target ke-11.2 menyediakan
alkses terhadap sistem transporiasi yang aman, terjangkau,
mudah digkses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan
keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperiuas
jangkauaty transportasl umum, dengan memberl perhatian
khusus pads kebutuhan mereka yanz berada dalam situasi rentan,
perempuan, anak, penyandang disabilitas dan arang tua,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya pembinaan dalam
fungsl perencanaan, pengaturan, dan  penyelenggaraan  layanan
angkutan perkotaan dengan skema BTS berjalan kurang efeldif. Beberapa
permasalahan yang periu mendapat perhatian untuk perbaikan, antara
lain:

o |(ndikator kinerja capaian kegiatan layanan angkutan perkotaan
dengan skema BTS pada Kemenhub belum ditetapkan secara
memadal, antara lain indikator kinarja yang secara spesifik mengukur
keberhasilan capaian oufcomse kegiatan BTS belum ditetapkan, dan
terdapat kefdakselarasan sasaran dengan indikator kinerja yang
ditetapkan dalam rencana strategis (renstral. Hal ini mengakibatkan
pengembangan atas kegiatan tersebut menjadi tidak fokus dan Tingkat
kinerja kegiatan sulit urtuk dinilai capaian keberhasilannya terhadap
tujuan yang teiah ditetapkan.
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e Kegiatan layanan angkutan perketaan dengan skema BTS belum
didukung dengan pengaturan yang lengkap dan jelas, antara lain
Peraturan Menteri Perhubunzan (Permenhub) Nomor PM S Tahun
2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Momor PM 2
Tahun 2022 bertentangan dengan peraturan di atasnya dan saling
perientangan di antara pasal-pasalnya, serfa belum mengatur terkait
pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkoiaan. Hal ini
mengakibatkan multd interpretasi atas landasan yuridis pamberian
subsidi angkutan penumpang umum perkotaan dalam kegiatan
tersebur.

e Penesiapan trayek tertentu dalam  kegiatan layanan  anghkutan
perkotsan dengan skema BTS belum didasarkan pada pedoman
pengembangan Jaringan lalu lintas dan anghutan jafan. Hal tersebut
ditunjukkan dengan belum adanya mekanisme penyusunan pedoman
pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; sehingga
pedoman pangembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota belum dapat disusun.
Selain itu, penetapan trayek tertentu belum sesual dengan ketentuan
terkait penyelenggaraan angkutan orang. Hal ini mengakibatkan
pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk
mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu belum
dapat dilaksanakan, dan penyelenggaraan kegiatan layanan angkutan
perkotaan dengan skema BTS berpotens! tidak relevan dengan
kebutuhan masyarakat atas angkutan perkotaan, serta tdak didukung
dengan izin panyeiengzaraan angkutan orang dalam trayek,

BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan, antara |ain agar:

o Memperbaikl keselarasan sasaran strategis dan arah  kebijakan
kegiatan BTS yang ditetapkan dalam narasi renhstra dengan indikator
kinerja kegiatan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS yang
ditetapkan dalam Lampiran Indikator Kinerja Renstra Kemenhub.

o NMelakukan revisi atas Permenhub Nomor PM 3 Tahun 2020 tentang
Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan
sebagaimana telah diubah dengan Permenhub Momor PM 2 Tahun
2022, zgar memuat ketentuan yang lengkap dan jelas seria selaras
dengan peraturan perundangan-undangan di atasnya.

e Nenetapkan Permenhub tentang Taia Cara Penyusunan Rencana
Induk laringan Lalu Lintas dan Angkutan lalan dan menyelesaikan
penyusunan Rencana Induk laringat Lalu Lintas dan Angkutan laian
Masional.
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o Wenginstruksikan Direktur lenderal {Dirjen) Perhubungan Darat dan
Kepala Badan Pengelola Transporizsi labodeiabek beseria jajaran
untuk: 1) Melakukan koordinasi terkait keselarasan indikator kinerja
kegiatann BTS yang akan ditetapkan dalam Renstra Eselon | dan
turunannya; 2} Menambahkan indikator kinerja capaian kegiatan
BTS yang mencakup indikator kinerja outcome sesuai dengan fujuan
kegiatan dan menyusun perhitungan indikator transporiasi perkotaan
yang lebih tepat.

e Nemeriniahkan Dirjen Perhubungan Darat untuk mendasarkan
penetapan trayek tertentu dalam kegiatan layanan angkutan perkotaan
dengan skema BTS pada Rancana Umum laringan Trayek Perkotaan.

Hasil pemeriksaan Kinerja atas perencapaan, pengaturan, dan
penyelengzaran layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS pada
Kemenhub mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasaiahan
kefidakefeltfan:

Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolonoan

PEMERIKSAAN kinerja atas efekiivitas penyelenggaraan operasi
pencarian dan pertolengan dilaksanakan pada Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan (Basarnas) di DKl Jakarta, Sumatara Barat, Jaws Tengah,
Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 sampal
dengan semester | tahun 2023.

Uraian secara terperinci dapat dilihat pada Gombor 1.2,

Pengelolaan Penyiaran

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan  penyiaran  tahun
2021-semester | 2023 dilaksanakan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia (LPP BRI} dan instansi lain terkait.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagal upaya BPK mendukung PP 5 -
transformasi digital, khususnya KP 2 - pemanfaatan infrastruktur teknelogi
informasl dan komunikasi. Pemeriksaan juga dilakukan
untuk mendorong pemerintah dalam mencapal TPB ke-16,
khususnya target 16.9 — menjamin akses pubiik terhadap
informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesusl
dengan peraturan nasicnal dan kesepakatan internasional.

LPP RRI telah melakukan upaya untuk meningkatkan efekifitas
kegiatan, yaitu dengan penggunaan media multplatform  dalam
mendukung perluasan jangkauan siaran,
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Hasil pemeriksaan menyimpulkan, apabila permasalahan pada
perluasan jangkauvan sigran, optimalisasi pendapatan, dan peningkatan
jumlah pendengar tidak segera distasi, maka dapat memengaruhi
=fekitivitas pengelolaan penyiaran. Permasalahan tersebut, antara lain:

e Perangkat dan pengoperasian pemancar radio teresterial dan alat
pendukungnya belum mendukung pencapaian target jangkauan siaran
secara optimal, antara lain perangkat pemancar belum ditetapkan
sesual standar, SOP pemeliharaan perangkat belum lengkap dan belum
ditetapkan, serta sumber daya manusia yang bertanggung jawab
atas perangkat belum seluruhnya kompeten. Akibatnya, pengadaan
pemancar berpoiensi tidak sesual spesifikasi yang dibutuhkan,
perangkat pemancar rentan mengalami kerusakan, serta gangguan
yang terjadi pada perangkat pemancar dan alat pendukungnys tidak
dapat ditangani secara cepat dan tepat.

e Perencanzan penetapan target Penerimaan Megara Bukan Pajak
{PNBP) belum mendukung optimalisasi PNBP, antara lain target yang
ditetapkan belum selaras dengan dokumen perencanaan dan belum
seluruh jenis potensi PNPB ditetapkan targeinya. Akibatnya, target
vang ditetapkanterlalu tinggi atau terialu rendah dan potensi hilangnya
penerimaan dari jenis PNBP yang belum ditetapkan targatnya.

e Sirategi promosi yang dilakukan oleh LPP RRI belum mendukung
peningkatan jumlsh pendengar secara optimal, antara lain bzlum
terdapat perencanaan kegiatan promosi yang berfokus untuk
meningkatkan jumlah pendengar, hasil pengukuran keberhasilan
kegiatan promosi belum dimanfaatkan, serta evaluasi dan perbaikan
berkelanjutan atas event unggulan yang dapat mempromaosikan RRI
belum dilakukan. Akibatnya, jumlah pendengar LPP RRI mengalami
penurunan, peningkatan public oworeness terhadap LPP RRI dari event
unggulan tdak tercapai, serfa satker dan programa prioritas (pilot
oproject) belum sepenuhnya memenuhi target peringkat Nisisen yang
ditetapkan.

BPK merekomendasikan Direktur Utama LPP BRI, antara lain untuk:

e Menetapkan: 1) Standar spesifikasi perangkat pemancar, 2} Pedoman
lengkap pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian perangkat
pemancar, seria alat pendukungnya, dan 3} Tim kerja yang bertugas
menangani permasalahan pemancar di lingkungan RRI dan mentransfer
ilmu kepada para teknisi pemancar lainnya untuk mengatasi
keterbatasan jumiah teknisl,
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GAMBAR 1.2
PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN

DAN PERTOLONGAN PADA BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

Pemeriksaan kinerja aztas efekiivitas penyelergearsan operasi pencarian dan pertolonzzn
dilzksanzkan pada Bazarpas di DKl lskarta, Sumatera Barat, !awa Tengah, Kalimantan Timur, dan
Sulawesi Utara tahun anggarsn 2022 sampal dengan semester | tahun 2023,

Pemierikssan infdilakuksn s2bagsi upays BPK mendorong pemerintah dalam mencapai
| TPE ke-11, terutama target ke-11 6, yaitu meningkatkan secara siibstansial jumish kota
| dan permukiman yarg mengadopsi dan mengimplementasi  kebijskan dan
| DErencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensl sumberdays, mitizasidan

adzptasi terhadap perubahan  klim, ketshanan ferhzdap bLencans, serta
mengembangkan dan mengimpiementasikan penanganan hofistk risiko: bencana di semua lini,
sesUai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Rediction 2015-2030. Pemeriksaan ini juga
dilakulan untik mendukung Prioritss Nasiona! [PN) 5 pengustan infrastruktur, Program Prioritas
{FP] 1 infrastruktur pelayanan dassr, khususnya Kegiatan Prioritas (XP] £ keselamatam dan
keamanan transportasi.

Bazarnzs telah melzkokan upaya dzfam penyelengearasn operasi pencarian dan pertofongan, di
antaranya tefah menstapkan jumlabh rescwer minimal pads setiap unit kerja. dan pencapaian
ratz-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan sebesar 23.53 menit,

Hasii pemeriksaan menyimpulkan bahwa Terdapat permasalahan yang dapst memengaruhl secars
signifikan upaya Basarnas dalam penyelengzaraan operas pencarian dan pertolongan, antara lain;

Sumber d=y= manusia pada
Zazarmas belum s=penubny=s |  Basarmasimtuk sepers melabuksn
mendutkung =fektvitas pencarian perbaikan, antrs [Ein menyusun

dan perigiongan: Pensmpstan
rescuer belum berdassrian
ksbutunzm ssther s2ris
kmmpstensmye belum sesum)
standardan program
pengeEmbangsn ompetenst

Alibstnya beban kerja dan

pelayanan pencarian dan
pertolongan tdak mersta.

rencana pengembangan 5OM yang
memeat target dan program
pameanuhan standar kompetensi bagi
seluruh personel rescuer jangka
panjang, menengsh, dan pendek;
program pengembangan instrukter
herzertifthat yang cukup dan merata
pada seluruh satksr; dan rencana
penempatan rescuer sesual
kebutuhan.




Siags pentanian dan pertolongsn belum sepenabmys
sfekiif dalzm mendukueng penyelenggarsan penoarian
dan pertoclongan. Kompasist regu siags dan rescusran
coll yang dibentuk tdsk mewzkil =mampusn olskat
zeris belum dibsntuk sesualanalizi ebutuhan
aperssi pencarisn dan pertolongan

Akibatnya, perhitungan wakitu respon tdak tepat,
hkegiatan operasi pencarian dan pertofongan secam
cepat dan tepat belum tercapai, serts petugas
pencarian d=n pertolongan yang masuk dalam regu
siaga belum memenuhi standar kompetensi kaleknf.

DOp=rasi pencanan dan pertoiongan pada Bassrnas belum
sepanurys sleldt dimana dar totsl 3518 operas]
sehanysk 573 opsrasi 3ty 255 dak memeanuhil standar
waktu tempuh yang ditst=pkan dan dari totsi 3512
operasi, sebanyak 377 operasi sizu 11# operasi tidak
dapat mengsvakugs seluruh korban. Sefain tu, Basamas
pelum melakulan svaiuasi rutn stas pelakianasn operasi
pencsrian dan pertolongan

Aldbatnya, pelayanan operasi pencarian dan pertofongan
tidak terlak=ana dengan cepst t=pat. aman. dan bebas
risiko, zera umpan balik dari hasil evaluasi belum dapat
digunakan untuk perbaikan pelaksanaan operasi

[ ]
Rekomendasi

BPH t=lah merekomendasikan Kepala Basarnas untuk
segers melshuban perbaikan, antara lain menyusun
dsn menetapkan perubahan Peraturan Basamas
Mamor 8 Tahun 2021 dengan memperhatiian formasi
serta kompetensi resceer pada masing-masing sather
dan menstsphan metode siags yang memadsi, sers
memerntzhian Kepala KPP Manado, Semarsng,
Bandung, Balikpapan. dan Padang lebih cermat dalam
memperhitunghkan response fme.

S

pencaran dan pertolongan di masa yang akan datang.

>

—_— |

Fambinsan Fotens: Pencarian dan Pertolongan, Yang
salanjuinys disebut sebags! Potens, belum sepanuhny=
mendukung petalsanaan operesi pencanzn dan pertoiongan
gimanrz d=ta Potersl yeng =da di aplikss Bine Potenst
Pen=nan dan Pertolongan [Siinpot) belum valid dah
lengkap erte k=gia@En pendidibsn peiathan tebmis, dan
p=latihan Porensi masih terbatss dan belum sesusi
w=butuhan satker

Akibatny=, pelaksanaan pencarian dan pertolongzn oleh
Potensi tdzk terkoordinasi secara opiimal dan jumiah
Potens yang mamenuhl standar kompetensi masih kurang.

Permasalahan @

-3
Rekomendasi

BPH telah merskomendasikan Kepala Basamas
umtuh segera melskukan perbaikan, ant=ra lain
menetzphan rencana nasional pencarian dan
pertolongan; merevisi Perka Basamas Momor &
Tahun 2012 tentang Waktu Respons dan Waktu
Tempuh yang secars spesifik mengatur kondisi
di lapangan pada wakiu pelaksanazan oparasi
dan mengevaluasi pelaksanaan oparasi
pencarizn dan pertolongan secars rotin.

(&

Rekomendasi

-d BPK telah merekomendasikan Kepals Basamas
untuk menetapkan norma, standas, prossdur,
kriteriz, dan kehijzkan terkait Potens
Pencarian dan Pertolongan yang belum
ditetapkan, dan membentuk dats Potensi yang
termtegrasi dengan aplikasi Sibinpot dan
dituangkan dalam bentuk kerjzsama,

L

Hasil pemerilsaan kinera atas
Penyelenggaraan Operasi
Penczrian dan Perinlongan
mengungkapkan 8 temuan
yang memuat @ permasalahan

ketidakefekiifan




s iemeriniahkan Direktur SDM dan Umum, Direkiur Layanan dan
Pengembangan Usaha (LPU), Direktur Teknologi Multimedia Baru
{TMB), serta Kepala Satuan Kerja untuk mealakukan analisis dan evaluasi
perancanaan target PNBR

& Memerintahkan Direktur LPU 2gar: 1] Menyusun pedoman promaosi
yang mencakup peningkatan jumlah pendengar, 2] Memanfaatkan
alat ukur keberhasilan promosi untuk mengevaluasi promosi secara
optimal, serta 3] Mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan
gtas event unggulan yang dapat mempromosikan LPP RRL

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan penyiaran mengungkapkan
5 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

PEMmDangunan Lingkungan Higup

PADA semester || fshun 2023 BPK ielah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas ifema pembangunan lingkungan hidup.
Pemeriksaan dilaksanakan pada 3 obrik hasil pemeriksaan atas: (1)
Pengelclaan Perizinan Fasllitas Radiasi dan Zat Radicaktf; (2) Upaya
penurunan risiko bencana hidrometeorologi; dan (3) Aksi mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim sekior kehutanan danm penggunazan lahan
lainnya.

Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zal Radioaklii

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas pengelolzan perizinan fasilitas
fadiasi dan zat radioakiif (FRZR) tahun 2022 =d. semester | tahun 2023
dilaksanakan pada Badan Pengawas Tenaga Muklir (BAPETEN| dan instans
lain terkait.

Pemeariksaan ini dilakukan untuk mengawal pelakssnaan PP 1 -
peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya KP 1 pencegahan
pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK dalam mendorong
pemerintah mencapail TPB ke-15 terutama target 15.1, yaitu pada tahun
Y 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan

— berkelanjutan dari skosistem daratan dan perairan jasa

’-.: lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah,

—— 8 pegunungan dan darat serta lahan kering, sejalan dengan
kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
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BAPETEN telah melakukan upaya dalam pengelolaan perizinan FRZR,
antara laim:

# Nenetapkan keputusan penghentian kegiatan pemanfaatan FRZR
pada PT INUKI {Persero) berupa izin operas| Instalasi Produksi Elemen
Bakar Reakior Riset (IPEBRR|] dan larangan operasi Instalasi Produksi
Radioisotop dan Radiofarmaka (IPRR).

o Nemastkan keamanan dotobose dan aplikasi BAPETEN Licensing And
Inspection System [BALIS) dengan melakukan bockup data berkals,
membatasi akses pengguna BALIS, dan bekerja sama dengan pihak
ketiga dalam penyediaan Pusat Pemulihan Data/Disgster Recovery
Centre.

Hasil pemeriksaan  menyimpulkan  bahwa masih  ditemukan
permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh BAPETEN, maka
dapat memengaruhi efekiivitas pengelolaan perizinan FRZR, antara laim;

¢ BAPETEN belum melaksanakan tugas pengawasan melalul perizinan
FRZR secara memadal. Hasil pemeriksaan menunjukkan BAPETEN
belum mempunyai data yang terstrukiur tentang jumlah dan fasilitas
yvang memiliki dan memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion {5RP)
serta belum melakukan identifikasi atas fasilitas perizinan yang belum
mengajukan izin pemanfaatan kepada BAPETEN. Akibatnys, BAPETEN
tidak dapat menyusun kebijakan pengawasan perizinan pemanfaatan
SRP yang memadal dan kehilangan potensi pendapatan yang masif
dari penggunaan SRP yang belum berizin di bidanz medik dan bidang
industri antara lain dari bandara.

¢ BAPETEN belum memastikan keselamatan radiasi dan keamanan
zat radioaktif atas SRP yang telah dihentikan izin operasi danfatau
pemaniaatannya secara memadal. Hasll pemeriksaan menunjukkan
BAPETEN belum melakukan pemantauan terhadap pemenuhan
ketentuan dan kondisi yang ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha
Megara (KTUN) Penghentian Operasi PT INUKI [Persero), Hal tersebut
mengakibatkan adanya indikasi terjadinya pencemaran lingkungan dari
limbah radioaktif pada Kawasan 5ains dan Teknologi (KST) BIH yang
dapat membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitan
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e Sisiem informasi perizinan dan dotobose perizinan BAPETEN kurang
memadai. Data pada BALIS Perizinan Versi 2.0 belum seluruhnya
dimigrasi ke BALIS Perizinan Versi 2.5 dan BAPETEN balum melakukan
verifikasi lapangan atas SRP yang dinonaktfkan. Hal terssbut
mengakibatkan meningkatnya risiko kesalahan BAPETEN dalam
meiaksanakan pengawasan atas 5RP dan aplikasi BALIS Perizinan
belum dapat digunakan dalam pelayanan perizinan secara optimal.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BAPETEN, agar:

& Mengidentifikasi pemilik/pengzuna SRP yang balum memiliki izin dan
menggunakan data tersebut sebagal salah satu prioritas pengawaszan
atau inspeksi BAPETEN serta melakukan upaya dan langkah lebih riil
dan intensit untuk mendoreng pemenuhan jzin pemanfaatan kepada
fasilitas yang belum mempunyai izin pemanfaatan SRR

o Nemberikan surat peringatan terakhir kepada PT INLEK| {Persero)
dan selanjutnya melakukan penegakan hukum melalui pemberian
sanksi kepada PT INUKI (Persero) sesual ketentuan yang berlaku
apabila dalam batas wakiu yang sudah ditentukan PT INUK] [Parsero)
(sekarang bergabung di PT Bic Farma (Persero)) tidak menindaklanjui
surat peringatan ferakhir tersebut.

o Memerintahkan Deputi Perizinan dan Inspeksi untuk mengintruksikan
Direktur Perizinan FRZR agar berkoordinasi dengan Kepala Biro
Perencanaan, Informasi dan Keuangan (BPIK) untuk mengembanghkan
sisiem informasi dan dofobase perizinan yang terintegrasi demgan
sistam informasi terkait, baik di internal BAPETEN maupun eksternal
BAPETEN szrta melaksanakan valldas dotabose BALIS dan verifikasl
lapangan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekfivitas pengelolaan perizinan

FRZR mengungkapkan 10 temuan yang memuat 13 permasalahan
ketidakefekiifan:

Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi

PEMERIKSAAN Kinerja stas efekiivitas upaya penurunan risiko bencana
hidrometeorologi dilaksanakan padas Badan Masional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dan instansi laln terkait tahun 2022 dan tahun 2023 (=.d
triwulan 111},

Pemeariksaan upaya penurunan risiko bencana hidrometeorclogi
dilakukan untuk mengawal palaksanaan PP 2 - paningkatan ketahanan
bencana dan iklim khususnya KP 1 - penanggulangan bencana. Selain itu,
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sebagal upaya BPK mendorong pemeriniah dalam TPEB, yaitu TPE ke-11
khususnya target ke-11.4 secara signifikan mengurangi jumliah kematan
dan jumlah orang ferdampak, dan secara substansial §
mengurangl kerugian ekonomi relatif terhadap produk
domestik bruto (PDB) glebal yang disebabkan oleh bencana,
iermasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan
fokus melindungi orang miskin dan erang-arang dalam situasi
rentan.

BMPE fteiah mengoptimalkan upaya penurunan risiko bencana
hidrometeorologi di antaranya melalul penyusunan Rencana Induk
Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044 pada tahun 2020, dan
Rencana Nasional Penanggulanan Bencana Tahun 2020-2024 pada Tahun
2022,

Hasil pemerikszan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang
dapat memengaruhl secars signifikan upaya BNPEB atas efekiivitas upaya
penurunan ristko bencana hidrometeorologi, antara lain:

& BNPE belum melakukan pengksjian risiko bencana nasional sacara
tengkap dan belum seluruh daersh mefakukan pengkajian risiko
bencana secara memadal. BNPB telah menyusun peta risikc dan
matriks tabulasi risiko uniuk tingkat nasional pada tahun 2021;
pamun belum menyusun, mengompilasi dan menganalisis data-data
yang ielah dimiliki tersebut ke dalam =atu dokumen Kajian Risiko
Bencana [KRB) tingkat nasional. Akibatnya BNPB kesulitan memenuhl
target penurunan Indeks Risiko Bencana, dan belum ada gambaran
menyeluruh terhadap risike bencana nasional dan daerah,

® FRencana penanggulangan bencana (RPE) yang disusun belum lengkap:
dan selaras dengan kajian risiko bencana (KREB). BNPE telah melakukan
revisi Peraturan Kepala [Perka) BNPB Nomor 4 Tahun 2008 namun
belum dilegalisasi/ditetapkan, namun penyusunan RPB pada beberapa
dasrah mengacu pada pedoman yang belum dilegalisasi tersebut.
Akibatnya, RPB Daerah yang disusun menggunakan pedoman yang
berbeda-beda tidak terstandarisasi.

o Kebijakan penurunan risiko bencans pads BNPB belum selaras
dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun
2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMM) Tahun 2020-2024. BNPB terlambat menetapkan Rencana
Masiocnal Penanggulangan Bencana {REMNAS PB} Tahun 2020-2024
sehingga perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum
mengacu pada RENAS PB. Akibatnya, Renas PB Tahun 2020-2024
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tidak diimplementasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan
pembangunan jangka menengah pemerintsh pusat dan daerah,
perencanaan penanggulangan bencana dan penganggaran pada
pemerintah pusat, pemerintah daerash menjadi tidak terpadu dan
tidak saling mendukung. Selain itu, Renas PB dan RPR. provinsi/
kabupaten/kota tidak diacu sebagai pricritas rencana kerja pemerintah
dan rencana prioritas penganggaran pada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, dan tidak ada dasar hukum dan tata cars yang
dapat dipedomani oleh pemangku kepentingan untuk mengendalikan
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

BPK tzlah merekomendasikan Kepala BNPE agar:

o Nengkaji risiko bencana nasional dan mengoordinasikan pengkajian
risiko bencana di seluruh provinsi/kabupaten/kota,

e NMemyusun pedeman penyusunan RPB  tngkat Nasional dan
memutakhirkan Perka BNPE Momor 4 Tahun 2008 dan segers
mengesahkan peraturan tersebut.

e Nielakukan pengendalian perencanaan kegiatan dan penganggaran
yang menjadi prioritas nasional, prioritas instansi, dan prioritas bidang
secara carmat, serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
agar mewajitkan RPB Daerah sebagal salah satu bahan penyusunan
Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah (RPIMD).

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekfivitas upaya penurunan risiko
bencana hidrometeorologi mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8
permasalahan kefidakefektfan

Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sekior Kehutanan
dan Penogunaan Lahan Lainnya

PEMERIKSAAN kinerja atas aksl mitigasi dan adaptasi perubahan (kiim
sekior kehutanan dan penggunaan lahan lainnya tahun anggaran 2021
s.d. semester | 2023 dilaksanakan pada Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (LHK) dan instansi terkalt lainnya.

Uiraian secara terperinci dapat dilihat pada Gamber 1.3,
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PeRguaian Stapilitas POINUKNankam gan Transiormasi
Pelayanan PuBiiK

PADA semester || ighun 2023 BPK telsh menyampaikan hasl|
pemeriksaan kineria atas tema penguatan stabilitas polhukhankam dan
transformasi publik, Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 2 obrik, atas:
{1) Persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024; (2} Pelindungan warga
negara Indonesia dan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak
pidana perdagangan orang di luar negeri; (3] Pelayanan Peradilan Tata
Usaha Megara; (4) Penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim; (5] Manajemen
pemasyarakatan; (6) Pengelolaan PNBP pendapatan penelitian/riset dan
pengembangan ilmu pengsiahuan & ieknotogi; (7) Tata kelola Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan (8] Pemolisian masyarakat
melalui Bhabinkamtibmas.

Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas persiapan Pemilu 2024
dilaksanakan pada Komisi Pemilihan Umum {KPU) dan insiansi terkait
lainnya secara serentak yaitu pada KPU Republik Indonasia (R1), 13 KPU/
kKomisi independen Pemilihan (KIP) Provinsi, 48 KPU/KIP Kabupaten /Kots,
dan 2 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Pameriksaan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan
untuk mengawal pelaksanaan PP L - konsolidasi demokrasi, khususnya
KP 1 - penguatan kapasitas lembaga demokrasi. Selain itu, pemeariksaan
ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah
dalam mencapai TPE, yaitu TPB ke-16 terutama target 16,6
menjamin pengambilan keputusan yang responsif, Inkiusif,
partisipatif dan representatif di setap tingkatan,

KPLU ielah mefakukan upays-upaya dalam persiapan penyelenggaraan
Permilu 2024, antara lain:

e Nenyizpkan regulasi dan kebijakan mekanisme pengadaan logistik
untuk mendukung ketersediaan logistik Pemilu yang tepat waktu,
jumiah dan mutu.
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GAMBAR 1.3
AKSI MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR
KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA

Pemeriksaan kinerjz atas aksi mitigasl dan sdaptasl perubshan ikliim sektor kehutanan dan
penzgunzan fEhan lginmye @hun anggEran 2021 sd. =emester | 2023 dilzk=anakan pada
Kementerian Lingkungzan Hidup dan Kehutanan (LHE) dan instansi terkait [zinnyz.

Pemerikszan upaya pemerintah dalam aksl mitigasi dan adaptasl perubahan kim
sektor kebutanan dan penggunaan (shan lzinnya untuk mengaws! pelaksanzan PP 2
peningkatsn ketahsnan bencana dan ikiim, khususnya KP 2 peningkatan ketahznan
iklim. Selainitu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal upsya BPY mendorong pemetintah
dalam mencapsi TPE ke-13 terutama target 13 7 mengintegrasikan tindakan antisipasi
perutzhan iklim ke dalam kebijzkan_ strategi dan perencanaan nasionzl

Upaya yang telah dilskukan oleh pemerintah, antara lzin, pemerintah telah menginiziasi kebijakan
Forestry and Other Land Uses {FOLU) Net Sink. yang merugakan upaya vang tersiruktur dan
sistematis-untuk mencapa) kondisi di mana tingkat serapan [ebih tinggi dari tingkst emisi pada
tahun 2030,

Hasil pemzeriksaan menyimpulkan permassizhan utama ysng dildentifikasi dapst mempengarubi
secara signifikan upaya pemerintah dalam ksl miticasi dar adaptasi pgrubahsn (kiim sektor
kehutanan dan pengednaan laham lsinnya, yaitu:

Permasalshan @

Pamantauan 2635 data deforestas
belam merind antam deforestas
terencana | Fonned deforestotion| dan
deforestzsi Odak terencans (ungiannes
peforestotion) k=renz perhitungsn
detorestesi dilzkukan berdasarkan
anallsis perbedaan tutugan lahan di

Rekomendasi

BPF telzah merekomendasikan

zwal dan akhir periode. Selzin ite, dat Menteri LHK agar Dirjen
deforestzsi jugs balum dapst mennc Pengendzlian Perubshan [kiim
kontribusi dari masing-masing k=gistan - {PPI) bersama Dirjen PEIL
yang dapst menurunkan deforestas mengopimalkan koordinzss
terhadap penurunan luss defarestas! dengan satker lain yang terkait
Tidak koherenmys Hasifissi target untuk menyuson standar

pengukuran dan penilzizn
upaya penurunan deforestasi
yang memisahkan antara
deforestasi terencana dan tidsk
terencana sebagal aksi mitgasi
perubahan ikiim,

v

dengan pelsporan berpotensi
mengskibatkan monionng dan swalu=ssi
odax dapat dilskuksn secars oodmal
terhadap @Est y=ng telah ditezpkan di
Swal

Hal tersebut mengakibatkan
Kamenterian LHK betum dapat merind
kontribusi dan masing-masing kegiatan
yang dapat menurunkan deforestasi
terhadap realisasi penurunan iuas

|\_ deforestash,




Permasalahan

Hzsil dari kegistan Rehzbilitasi Hutan d2n Lehan (FHL) belum dapat
dipastian kontribusinys terhadap aksi mitigasi dan adsptss persbshan iidim
Berdzsgrken kritena wrtepan ishan Digen Pengelclasn Dasrsh Aliran Sunest
dan B=habilitasi Hutzn {POASRH], RHL vegetatif dapst dinfiai berhasil dzlsm
janpks waktu (rara-rats) isbih dari & tehun, yaitu sefelah Tutupsn =huk-lebih
besar d=ri 30%, k=tnggisn pohon minimal & meter, dan psrameter hutan
luzz=n rminireal £,25ha: Sedangikan Kriteria hasil penanaman kegiatsn RHL
y2ng dapat dudentifiikas: sebagsi huten masih reletf rendan olsh Digen
Pizralogi Kshutgnan dan Tats Lingkungzn {PETL) yaits berkisar sntara 0830
=g 33 55% tutupan tajuk dari luassn yang ditdnam. Dari hatil pemeriksazan
dikztehui bebmwa terdapat perbedasn kriteria k=barhasilsn pefelsazn AHL
=ntara Ditjen PDASRH =2iaku pensnggong jawab kegistan BHL dengan Ditjen
PRTL saigky pihak yang melakukan pengukursn t=rksit dengan knans
k=barhasian mnaman RHL

Alnbatnya, target kegiatan RHL berupa reforestasi berpotenst Gdak tercapai.
dampak kegiatan AHL sebagai :alah satu aksi sdapiasi belum dapat dinilai
secara akurat, dan pembagian urusan pemennizhan pemerintahan bidang
kehutanan belum difabarkan secara jelas.

.

Pendanssn yang oersumber dari non-APEN ssperd pasar karbon dan pembayarsn
berbasiz kinarja belem dapst diandslken sebegsl sumber pendanasn aksi mitigas!
dan adapizsl perubzhan ikdim sektor k2hutanan dan genggunaan ishan lainnya
Selzin itw, terdapat jugs kelemahan terkat dengan k=sizpan pemyelenggarsan
perdagangsn karbon dan woordinasi dalem penyusunan Motions! Adootobon Plon, 3
fiantsranys terdapat kehidekselarssan antsr regulas! pengslolaan pemungutan
Pznerimzan Magsra Buksn Pajzk (PNEP) perdagaresn karbon

Hal tersebut mengakibatkan target mitigas! dan adaptas perubahan ikiim sektor
kehutanan berpotensi tidak tercapai karans kurangnya sumber daya finansial
untuk melakzanakan kegiatan aksi mitizasi dan adaptasi perubahan tdirm,

Rekomendasi

BPH telah merekomendzsikan

Mienteri LHK agar Dirjen
PDASRH untuk berkoordinasi
dengan Dirjen PEKTL untuk
memyusun dan menstapkan
standar pengukuran keberhasi-
lan kegiatan RHL.

o 4

EFK telah merskomendasikan Mentsri LHE
agar berkoordinasi dengan semus pemanghu
kepentingan dalam mengidentifivasi dan
memabilisasi sumber-sumber pendanaan dar
APBH d=n Non-APBNM untuk pembizyaan aksi
mitigasi dan sdaptasi perubahan iklim sektor
kehutanan dan penggunasn lshan lainmya.

Rekomendasi

P

Hasll pemerikszan kinerja atas
-aksi mitigasi dan adapiasi
‘perubanan ikiim sektor

kehutanan dan penggunaan
_Iahan lainmga mengungkapkan

8 temuan yang memuat.3
permasalahan ketidakefektifan.



o iemperimbangkan beban kerja dalam penyusunan regulasi dan
kebijakan terkait metode kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu
uniuk pelaksanaan pamungutan dan penghitungan suara.

o Nemiliki regulasi dan kebijakan terkait perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang berorientasi pada sasaran
daerah, segmentasi pemillh, dan materi yang relevan.

MNamun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat
permasalahan-permasalahan yang apabila tidsk segera diindakianjud
sesual dengan rekomendasi, maka dapat memengaruhi sfekifivitas
persiapan penyelenggaraan Pemllu 2024, antara lain:

® Tata kelola pengadaan dan distribusi logistik

Satuan kerja KPU/KIP belum sepenuhnya mengusulkan anggaran
pengadaan dan distribusi |logistk sesuail identifikasi kebutuhan dan
dasar perhitungan yang andal. Selain itu, belum terdapat kebijakan
terkait mekanisme penylmpanan, pengamanan, dan pengeluaran
logistik secara lengkap, dengan mempertimbangkan kondisi masing-
masing: gudang, serta pengadaan dan distribusi logistik belum
sepenuhnya didukung dengan sarana prasarana dap sumber daya
manusia yang memadal, khususnya pemenuhan pegawai bersertifikasi
Pengadsan Baranz/lasa (PRl). Permasalahan tersebut mengakibatkan
perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik, sewa
gudang logistik, dan pengadaan barang dukungan logistik lainnya
untuk Pemilu 2024 berpotens| fidak sesuai kebutuhan satker dan tidak
sesuai ketentuan serta penyimpanan, pengamanan, serta pengeluaran
logistik Pemilu 2024 dari gudang KPU tidak memadal dan berpotens!
terjadi kehilangan/penyalahgunaan logistik.

o Tata kelola Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu (BAPP)

Tatz kelola BAPP belum sepanuhnya didukung dengan parencanaan
anggaran yang memadai serta belum terdapat pedoman teknis prosas
penyusunan anggaran belanja rekrutmen, honorarium, operasional,
dan bimbingan teknis (bimiek) sesuai kebuiuhan. Selain itu, persone
BAPP belum sepenuhnya tersedia sesual dengan persyaratan minimal
dan dipersiapkan secara memadal. Badan Adhoc yang telah ditetapkan
belum seluruhnya memenuhi persyaratan kesshatan, dan pemenuhan
kebutuhan personel cadangan belum sepenuhnya dipersiapkan secara
memadai. BAPP yang ditetapkan belum sepenuhnya mendapatkan
bimbingan teknis kepemiluan maupun pertanggungjawaban keuangan,
yaitu belum ditkuti oleh seluruh personel Badan Adhoc serta personal
belum sepenuhnya memahami maten bimisk,
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Permasalahan tersebut mengakibatkan alokas) anggaran kebutuban
rekruitmen, kegiatan operasional tahapan Pemilu, dan bimtek bagi
Badan Adhoc berpotensi tidak sesuai Kebutuhan rill pada masing-
masing satker KPU, potensi keterlambatan pembayaran honorarium
BAPPE, serta kinerja Badan Adhoc berpoiensi tidak cptimal yanz berisiko
menghambat kegiatan tahapan Pemilu.

# Tatia kelola kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih (sosdiklih]

Satker KPW  belum sepenuhnya merencanakan kegistan dan
mengusutkan anggaran kegiatan sosdiklih sesuai sasaran daerah dan
segmentasi/sasaran pemilih, serta belum sepenuhnya mempunyai
data kategori sasaran pemllih dan kategori daerah yang lengkap dalam
perencanaan kegiatan dan pengusulan anggaran. Selain itu, satker
KPU juza belum melaksanakan kegiatan sosdikiih sesuai segmentasi/
zasaran pemilih secara menyeluruh dan sesuai kategor daerah, serta
belum sepenuhnya menyampgaikan mater yang relevan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan kegiatan sosdiklih
oleh satker KPU belum dapat diukur keberhasilannya dalam rangka
meningkatkan pemahaman masyarakat mengenal hak, kewajiban, dan
peran dalam penyelenggaraan Pemilu sesual segmentasi pemilih dan
sasaran daerah yang tepat.

BPK telah merskomendasikan kepada Ketua KPU dan Ketua KPU/KIP
Provinsi agar:

o NMenyusun anggaran pengadean barang dukungan  logistk
Pamilu 2024 dengan mempertimbangkan usulan dan identfikasi
kebutuhan satker KPU, mengzunakan dasar perhitungan yang dapat
dipertanggungjawabkan, serta menyusun mekanisme penyimpanan,
pengamanan, dan pengeluaran logistik dari gudang KPU.

e Szgera menetapkan dan memberikan sosialisasl kepads petugas
penyimpanan, pengamanan, dan distribusi logistik sesuai ketentuan,
dan lebih optimal dalam memenuhi pegawai bersertifikat PEJ.

¢ Menginventarisasi satker yang mengalaml penggantian personel
serta memastikan ketersediaan personel cadangan, dan memantau
pemanfaatan informasi hasil pemeriksaan kesehatan salon pendaftar
dalam seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPES).

e Menyusun pedoman teknis proses penyusunan anggaran rekrutmen,
honerarium, operasional, dan bimtek sesual kebutuhan, serta lebih
optimal dalam mempublikasikan rekrutmen dan penyelenggaraan
Bimtek BAPE,
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e Nenyusun kebijakan yang mengatur secara rinci perencanaan dan
dasar pengusulan anggaran kegiatan sosdiklin,

e Memedomani ketentuan penentuan sasaran daerah dan segmentas|
pemilih, mengumpulkan dan menganalisis data sasaran daerah dan
segmentasi pemilih, serta menyusun materl yang lengkap untuk
digunakan dalam perencanaan kegiatan sosdiklih,

o Nemaniau pelaksanaan dan pelaporan kegistan sosdiklih serta
mealakukan evaluasi sebsgal bahan perbaikan bagi pelaksanaan
kegiatan sosdikifh.

Hasil pemeriksaan BPK atas persiapan penyelenggaraan Pemilu
mengungkapkan 65 femuan yang memuat 65 permasalahan
ketidakefektfanm.

Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Herja Sama dalam
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas pelindungan warga negara
indonesia (WHNI) dan kerja sama dalam upaya pemberantasan findak
pidana perdagangan crang (TPPO) di luar negeri dilaksanakan pada
Kementarian Luar Megeri, Perwakilan R, serta instansi terkait lainnya
tahun 2021 s.d sermestar | tahun 2023,

Pemeriksaan pelindungan warga negara Indonesia dan kerja sama
dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan
untuk mengawal pelaksanaan PP 2 - optimalisasi kebijakan LN, khususnya
KP penguatan integritas Negara Kasatuan Republik Indonesia (NKRI) dan
periindungan WNI di luar negeri. Selain itu, pemeriksaan Inl dilakukan
sebagal upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB, yaitu

e TUjuaN k-3, terutama target 8.3 melindungi hak-hak tenaga

B s kerja dan mempromaosikan lingkungan karja yang aman dan
terjamin bagi semua pexerja, termasuk pekerja migran,
khususnya pekeria migran perempusan, dan merska yang
bekerja dalam pekerjzan berbahaya.

i

Pemerintah telah melakukan upaya pelindungan terhadap WHNI saksi
dan/atau korban TPPO di luar negeri serta kerja sama dan koordinasi
untuk pemberantasan TPRO, diantaranya ;

e Perwakilan Rl di luar negeri telah mengelola pengaduan, memberikan
pendampingan, dan bantuan hukum bagi WNI saksi dan/atau korban
TRPPO secara optimal,
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e Kemenieran Luar Meger ielah berpartisipasi aktf dalam pertemuan
yang membahas kerja sama bilateral, regional dan multilateral terkait
isu TPPO serta (kut berpartisipasi melaksanakan komvens| ASEAN dalam
menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan yang apabila
fidak s2gera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pelindungan
WHI dan kerja sama dalam upays pemberantasan TPPO di luar negeri,
khususnya pelindungan terhadap WHNI korban dan/atau saksi TPPO
dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas
polhukhankam, berupa optimalisasi kebijakan luar negeri dalam bentuk
peningkatan pelindungan WNI di luar negeri. Permasalahan tersebut
antara laim

e Parwakilan Rl di luar negeri perlu meningkatkan pelaksanaan
identifikasi WNI saksi danfatau korban TPPO. Formulir wawancara
awal (screening form) yang digunakan untuk identifikasi saksi dan/
atau korban TPPO belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi korban
atau pelaku, indentifikasi kebutuhan WNI saksi dan/atau korban TPPO,
serfa rencana penanganannya. Selain itu, pelaksanaan identifikasi WNI
saksi dan/atau korban TPPO pada Perwsakilan RI balum sepenuhnya
memadal. Hal tersebut mengakibatkan peningkaian risiko kesulitan
bagi Perwakilan Rl untuk mengidentifikasi korban atau pelaku,
identifikasi kebutuhan WN| saksi dan/atau korban TEPO, serta rencana
pENanganannya.

¢ Penanganan kasus dan pelindungan WNI saksi dan/atau korban TPPO
di negara-negara wilayah Asia Tenggara perlu didukung dengan kerja
sama bilateral yang memadai. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah
Rl dan negara-nagara dl Asia Tenggara belum mengatur secara khusus
lingkup kerja sama terkait peningkatan kapasitas penangzanan korban
TPPO, pelindungan dan rehabilitasi, serta pemulangan korban TPRO,
dan pemberitahuan (noetifikasi) dan bantuan kekonsuleran. Akibatnya,
Perwakilan R belum dapat melakukan penanganan dan pelindungan
yang optimal terhadap WHNI yang terjerat kasus TPRPO di luar negert.

e Kemenieran Luar Negen perlu mendorong kesepakatan perjanjian
kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia {HAM)
tentang pertukaran data dan informasi WNI saksi dan/atau korban
TPPO yang telah direpatriasi dari luar negeri, Kemeanterian Luar Negeri
dan Kementerian Hukum dan HAM belum menyepakati perjanjian
kerja sama untuk mengatur teknis pertukaran data dan informasi
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terkait penanganan Wil terindikasi atau korban TRPO dari luar negeri.
f&kibatnya, upaya Pemeriniah Indonesia dalam pencegahan WHI saksi
dan/atau korban TPPO di luar negeri tidak dapat dijalankan secara
efekdf

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri, agar
menindaklanjuti safan perbaikan terutama untuk:

s Bersama-sama dengan Kejaksaan Rl Kepolisian Ri, Kementerian
Hukum dan HAM, Kemenierian Sosial, Kementerian Pemberdayasan
Perempuan dan Pelindungan Anak, serta Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonasia untuk mengevaluasi, memutakhirkan dan
menetagkan formulir wawancara awal (screening form) bagi WNI
saksi dan/atau korban TPPO, khususnya untuk kasus penyalahgunaan
teknologi (abuse of techrofogy) seperti kasus online scam.

o Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Megara Filipina, kambojs,
Llaos, Myanmar, dan hMalaysia dalam upaya menggali potenst lingkup
kerja sama bilateral dalam penanganan kasus dan pelindungan WNI
=gksi dan/atau korban TPPO yang meliputi aspek, antara lain:

b Peningkatan kapasiias pelaksana dalam penanganan korban TREO
yang meliputi identifikasi dan panstapan status korban TPPO;

¥ Penyediaan tempat tinggal sementara bagi WN! saksi dan/atau
korban TPPO selama dalam proses pemeriksaan; dan

¥ Pemberitahuan (notifikasi) kekonsuleran.

& Melakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait
khiususnya Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan data
dan informasi terkait penanganan WNI saksi danfatau korban TPPO
yang telah direpatriasi dari luar negeri yang akan diperiukarkan dan
dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama teknis.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pelindungan WNI dan kerja sama dalam
upaya pemberantasan TPPD di luar negeri mengungkapkan 3 temuan
yang memuat 1 permasalanan ketidakhematan dan 11 permasalahan
ketidakefektifan,

Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara

PEMERIKSAAN kinerja atas efekiivitas pelayanan peradiian 1ata usaha
negara tahun 2022-2023 (semesier |] dilaksanaksn pada Mahkamah
Agung (MA]} dan badan peradilan di bawahnya.
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Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP-3 yaiiu
penegakan hukum nasional, khususnya KP-2 perbaikan sistem hukum
pidana dan perdats. Selaln itu, pemeriksaan Ini dilakukan s=bagai upaya
BPK mendorong pemerintah’ dalam mencapai TPB, yaitu B
tujuan ke-16 terutama target ke-16.2 mengealakkan negara
terdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan
menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

WM& dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan berbagai upaya
untuk meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan tata usaha negara,
di antaranya menetapkan peraturan, kebijakan dan pedoman teknis yang
terkait dengan pensrimaan perkara, persiapan persidangan, penyelasaian
minutasi, pengelolaan berkas perkara, penyampaian putusan kepada
pihak berperkara, dan pengawasan eksekusi atas putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap (BHT).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih ierdapat permasalahan
terkait penyelenggaraan pelayanan peradilan tata usaha negars yang
apabila Tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efekivitas
penyelenggaraan pelayanan peradilan tata usaha negara, di antaranya:

e Pelayanan penerimaan perkara belum sepenuhnya efektf, diantaranya
proses adminisirasi regisirasi perkara gugatan belum sepenuhnya
dilakukan tepat waktu, pendaftaran upaya hukum kasasi/PK dan
gugatan pada PTTUMN sebagal pengadilan tingkat pertama beslum
didukung dengan Sistem Informasi Pengadilan (31P], dan penetapan
komponen biaya pada surat keputusan panjar biaya perkara belum
memadal. Akibatnys, para pihak yang berperkara belum sepenuhnya
memperoleh informasi penyelesaian perkara secara mudah, cepat dan
akurat melalul aplikasi teknologi Informasi.

e Palayanan pemberitahuan putusan dan pengawasan eksekusi putusan
BRT belum sepenuhnya efekidd, di antaranya:

b Administrasi putusan tata usaha negara yang telah BHT pada PTUN
belum didukung dengan tertibnya penerbiian surat keterangan
putusan BHT dan penetapan putusan BHT, serta belum validnya
penginputan data putusan BHT pada Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP]. Akibatnys, para pihak tidak dapat mengetahui
informas! putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
secara cepat danwvalid.

» Tahapan penyelesalan pengawasan eksekusi belum optimal yaitu
masih terdapat permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti
oleh pengadilan. Selain tu, tahapan penyelesaian pengawasan
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eksekusi yang ielah dilakukan cleh PTUN berlarut-larut dimana
Jangka wakiv antar tahapan pelaksanaan eksekusi bervariasi,
dan belum memiliki batas waktu penyelesaian. Akibatnys, terjadi
ketidakpastian status penyelesaian perkara yang dimohonkan
eksekusi, dan batazan tangzung jawab PTUN dalam pengawsasan
eksekust perkara.

EPK merekomendasikan kepada:

® Sekretaris MA untuk menyiapkan dukungan 51P yang mendukung
pelaksanaan administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan
kasasi dan PK secara elektronik.

® Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha MNegara
agar meneiapkan pedoman teknis yang mengatur tentang tahapan
pelaksanaan dan baku mutu pengawasan eksskusi setelah penstapan
ekselus) diterbitkan hingga pengawasan eksekusi dinyatakan selesal,

o Ketua PTUN terkait agar menerbitkan penetapan putusan BHT segera
satu hari setelah jangka waktu upaya hukum terfewat,

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekbvitas pelayanan peradilan tata

uszha negara mengungkapkan 25 temuan yang memuat 41 permasalahan
ketidakefektifan.

Penanganan Laporan Masyarakal Terhadap Dugaan Pelanggaran
Hode Elik dan Pedoman Perilaku Hakim

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas penanzanan laporan masyarakat
{PLN) terhadap dugaan pelanggaran kode efik dan pedoman perilaku
hakim (KEPPH] tahun 2022 dan 2023 (s.d. triwulan 1] dilaksanakan pada
Komisi Yudisial dan Instansi terkait.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 — reformasi
birokasi dan tata kelcla, khususnya KP 2 — transformasi pelayanan publik,
16 T Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK

; mendorong pemerintah dalam mencapal TPE yaitu fujuan ke-
16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang
efekf, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
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Komisi Yudisial telah melakukan upaya dalam meningkatkan efekiivitas
PLM, -antara lain:

¢ Menetapkan peraturan/kebijakan dan SOP terkait PLM.

o Memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi
Penanganan Laporan Masyarakat {SIPLM).

Basil pemeriksaan  menyimpulkan bahwa masih  ditemukan
permasalahan yang apabila tdak segera distasi oleh Komisi Yudisial (KY),
maka dapat memengaruhi efektivitas PLM terhadap dugaan pelangzaran
KEPEH, antara lain:

e Penatausahaan laporan masyarakat belum memadal, antara [ain
1) Terdapat regulasi dan kebijakan yang belum disesuaikan dengan
perubahan crganisasi dan tata kelola seria belum mengatur jangka
wakty penyampaian tanggapan oleh KY kepada pelapor; 2) indikator
kinerja dalam LAKIP 2022 belum sepenuhnya sesual dengan Standar
Palayanan Pubiik KY dan Peraturan KY Momor 2 Tahun 2015; dan 3)
Penginputan daia, verifikasi, dan otorisasi secara berjenjang SIPLM
belum seluruhnya lengkap dan valid, serta belum memadai. Akibatmya,
kinerja PLM tidak dapat diukur secara menyeluruh, pelapor belum
menerima pelayanan penanganan dengan tepat waktu, LAKIP Biro
Pangawasan Perllaku Hakim (Waskim] tidak mengzambarkan capaian
kinerja yang sebenarnya, serta data pada apiikasi SIPLM belum dapat
menyediakan informasi yang mutakhir.

* Pambuktian laporan masyarakat dan pemantauan persidangan belum
efektif, antara lain 1) ladwal pelaksanzan sidang panel dan pleno
belum optimal dan melebini standar waktu yang ditetapkan, 2] Proses
penandatanganan petikan dan putusan sidang pleno diselesaikan
gerlarui-tarut, dan 3} Pelaksanaan pemantauan persidangan melalui
surat fidak sesuai dengan definisi pemantauan menurut Peraturan KY
MNomaor 2 Tahun 2015. Akibatnya, pelaksanaan penjadwalan sidang
panel dan pleno tidak efekdif, penyelesalan PLM tidak tepat walktu, dan
hasil pemantauan persidangan secara Tidak langsung berpotensi tidak
sesual dengan kondisi yang sebenarnya.

e Penyelesaian hasil penanganan laporan masyarakatl belum tepat
waktu, dimana Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 dan 502 Persidangan
Momor B.a.AK_d sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi.
Akibatnya, pelapor maupun terlapor terlambat menerima informasl
hasil akhir PLM.
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BPK telah merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal KY agar
berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota KY, terkaif

o Pemutakhiran dan penyusunan peraturan serta SOP PLM dan
Penghubung KY, di tahapan penerimaan s.d. wverifikasi yang
menyesuaikan dengan perkembangan  organisasi, menetapkan
Instrumean untuk mengukur pelaksanaan PLM dan menyusun pedoman
yang mencakup jangka wakiu penyelesalan PLM pada tahap verifikasl
uniuk memastikan pengukuran indikator yang jelas, serta melakukan
monitoring atas penginputan dan verifikasi data PLM dan pemantauan
persidangan dalam aplikasi SIPLM.

o Pemutakhiran dan penyusunan Peraturan KY ftentang pedoman
pelaksanaan persidangan dan pemeriksaan terlapor yang disesuaikan
dengan perkembangan organisasi termasuk penyusunan standar wakiu
pelaksanaan kegiatan sidang panel, pemeriksaan terlapor, dan sidang
plena, serta memutakhirkan draft Peraturan KY fentang Pemantauan
Persidangan yang diantaranya mengatur tentang instrumen yang
digunakan dalam melaksanakan pemantauan.

e Penataan dan penyusunan pedoman PLM khususnya pada tahapan
penyelesaian hasil penanganan laporan, meliputl penandatanganan
petikan/salinan putusan sidang (panel dan pleno) dan penyampaian
sural pemberitahuan sgar dipastikan keiersediaan standar wakiu
sebagai Indikator yang jelas dan terukur serta melakukan monitoring
dan evaluasi atas lamanya proses penyampaian hasil PLM.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekfivitas penanganan laporan
masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode efik dan pedoman
perilaku hakim mengungkapkan 2 tamuan yang memuat 11 permasaiahan
ketidakefektifan.

Manajemen Pemasyarakatan

PEMERIKSAAN kinerja atas manajemen pemasyarakatan tahun
2020-semester | 2023 dilaksanakan pads Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kemenkumham) serta instansi terkalt fainnya.

Pemeriksaan manajemen pemasyarakatan dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 4 - reformasi birakrasi dan fata kelola, khususnya KP
3 - penatsan kelembagaan dan proses bisnis. Selain ftu,
pemeriksaan ini dilakukan ssbagal upaya BPK mendorong
pemerintah dalam mencapal TPB, yaitu tujuan ke-16 terutama
target 16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel,
dan transparan di semua tngkat.
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Kemenkumham dhi. Ditjen Pemasyarakatan telah melakukan upaya
dalam menanggulangi permasalahan terkait manajemen pemasyarakatan,
antara lain:

o Telah melakukan inisias) penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah
{RPP) tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban
tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan (WEBP].

o Nelakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Kependudukan
dan Pencataian Sipll Kementerian Dalam MNegerl (Ditjen Dukcapil
Kemendagri] terkait pemanfaatan Nomaor Induk Kependudukar, data
kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elzktronlk dalam lingkup
tugas pemasyarakatan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya Kemenkumbam dhi.
Ditjen Pemasyarakatan dalam menanggulangi permasalahan terkait
manajemen pemasyarakatan belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini
ditunjukkan cleh permasalahan, antara laim;

o Ditjen Pemasyarakatan dalam melakukan upaya pengurangan
keleiihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah
tahanan (rutan) belum optimal, antara lain belumadanya kajian terkait
restorative justice {R1) pada tahap pasca-adjudikas] dan RPP tantang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan
WBP, yang mengatur asimiiasi dan remisi cuti bersyarat, cuti menjelang
bebas, dan pembebasan bersyarat belum ditetzpkan menjadi Peraturan
Pemerintah (PE). 5elain jtu, terdapat narapidana tindak pidana korupsi
yang mendapatkan ramisi setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2022 yang tdak mensyaratkan pelunasan denda/uang
pengganti, serta indikasi narapidana keluar mendahului tangzal Surat
Keputusan Integrasi. Akibatnys, penanggulangan kelebihan kapasitas
pada lapas dan rutan belum efektif, dan terdapat indikasi pemberian
remisi dan pengeluaran WEP secara tidak sah,

e Ditjen Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan
dan pembimbingan WBP ansk, danfatau klien pemasyarakatan
belum optimal, aniara lain sebanyak 1.133 anak dan anak binaan
belum mendapatkan pendidikan di 207 unit pelaksana teknis (UPT)
pemasyarakatan, serta pembimbing kemasyarakatan (PK) dan asisten
pembimbing kemasyarakatan (&PK) belum menyusun program
pembimbingan klien secara jelas dan komprehensif. Salain itu, jumiah
pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemda masih sangat minim
dan terdapat balai pemasyarakatan (bapas) yang belum pernah’
menyelenggarakan kerja sama dengan pemda sstempat sebanyak 30
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bapas. Akibatnya, hak anak dan anak binaan atas pendidikan tdak
terpenuhi secara optimal dan terdapat klien yang belum mendapatkan
bimbingan kemandirian sampal dengan bebas murni,

o Ditjen Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan penyimpanan benda
sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baran) belum
optimal, antara lain regulasi tentang kewenangan rumah penyitaan
benda sitaan negara (rupbasan) dalam mengelola basan dan baran
masih lemah dan belum dipedomani oieh seluruhinstitusi terkait. Sefain
itu, koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi dengan aparat penegak
hukum {APH] hanya dilakukan terkait dengan data dan informasi basan
dan baran di ruphasan, serta belum terdapat tindak lanjut. Akibatnya,
gudang penyimpanan rupbasan belum digunakan secara optimal, dan
rupbasan tidak mengetahui jumlah, jenis, dan kondisi basan dan baran
yang disimpan APH,

EPK mereskomendasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asas
Manusia, antara lain agar:

® Memerintahkan Divjen Pemasyarakatam

b Menyusun kajian mengenai Rl pada tahap pasca-adjudikasi secara
kamprehensif; berkoordinasi dengan Dirjen Peraturan Parundans-
undangan untuk segera memgproses dan menerbitkan PP tentang
syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak,
dan WEP; dan melakukan evaluasi dan kajian secara menyeluruh
atas pelaksanaan remisi dan integrasi di UPT serta hambatan-
hambatan dalam pelaksanaannya.

b Menyusun Memorandum of Understonding (Mell) dan perjanjian
kerja sama dengan Kemenierian Dalam Megeri serta Kementerian
Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait dukungan
pemda dan kementerian terhadap pendidikan ansk dan anak
binaan di lemizaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA), lapas dan
rutan, serta pembimbingan klien.

o Melakukan pembahasan dengan KPK, Kejaksaan dan Poiri seria instans
terkait lainnya mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi
rupbasan dalam RUU KUHAP dan/atau peraturan turunannya agar
pengelolaan basan dan baran dapat dilaksanakan secara ekonomis,
efisien dan efektif

Hasil pemeriksaan kinerja atas manajemen pemasyarakatan
mengungkapkan 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan
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tersebut meliputi 1 permasalahan ketidakhematan sebesar RplS7.46
juta, & permasalahan ketidakefekiifan, 2 permasalahan ketidakpatuhan
zebasar Rp215,95 juta,

Pengeloiaan PHBP Pendapatan Penelilian/Risel dan
Pengembangan limu Pengetahuan & Teknologi

PEMERIKSALN kinerjaatas efekbivitas pengeloizan Penerimaan Negara
Bukan Pajak [PNBP] Pendapatan Penelitian/Riset dan pengembangan
iimu pengetahuan dan teknologi tahun 2022 s.d. triwulan Il tahun 2023
dilaksanakan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan instansi
lain tarkait.

Pemeriksaan pengelolaan PNBP pendapatan penelitian/riset dan
pengembangan ilmu pengstahuan dan fsknologi dilakukan untuk
mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasl birokrasi dan tata kelola,
khususnya KP 2 penatsan kelembagaan dan proses bispis.
Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal upays BPK
mendorong pemerintah dalam mencapai TPB yaitu tujuan ke-
16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang
efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

TR IS
(] i

BRIN telah melakukan upaya pengelolaan PNEP antara lain;

o Melakukan perencanaan PNBP yang telah memperhatikan Rencana
Jangka Pendek dan langka Menengah dan dituangkan di dalam Rencana
Strategis (Rensira), seria telah dialokasikan pada satker-satker terkait.

e Menggunakan sistem informasi, antara lain e-Layanan 5ains (ELSA) dan
Intipdagu, untuk mempermudah dalam memberikan layanan kepada
pengguna.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang
apabilatidak segera diatasi oleh BRIN, maka dapat memengaruhisfektivitas
pengelolaan PNBP Pendapatan Penelifian/Riset dan Pengembangan limu
Pengetahuan dan Teknologi. Permasalahan tersebut antara lain:

* BRIN belum menyusun roodmap dalam rangks pangelolaan PMNBP
sehingga belum dapat menyusun sirategl yang sistematis dalam
rangka pengelolaan PNBP Hal tersebut memunculkan permasalahan
antara lain strategi pemenuhan sarana pendukung dalam pengelolaan
PMBEP beilum memadai, dan PNBP yang berasal dari hasil riset dan
inovasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat/industri masih rendah.
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akibainya, penyusunan kebijjakan terkait perencanaan, pelaksanaan,
dan monitoring PNBP. tidak memiliki arah dan pedeman yang jelas
terutama dalam hal pengelolaan PNBP hasil riset dan inovasiserta BLU
Pusat Pelayanan Teknologl |Pusyantak).

s BRIN belum memiliki pedoman dalam penyusunan perjanjian kerja
sama terkait pengelolaan PNBP dengan mitra kerja sama, Hasil
permeriksaan menemukan beberapa permasalahan antara lain BRIN
belum mengatur [ebih lanjut terkait pedoman kerja sama pengelofaan
PNBP melalui PES dengan mitra. Penunjukan Mitra Kerja Sama di
lingkungan BRIN tidak dilaksanakan melslui tahapan persetujuan
Menteri Keuangan, dan Rencana PNBP belum disusun s=cara realistis
dan optimal, Akibatnya, PKS Pengelolaan PNEP antara BRIN dengan
mitra kerja sama berpatensi menjadi sengketa hukum, imbal jasa yang
gdituangkan dalam perjanjian kerja sama bukan merupakan nilai yang
terbaik, dan mitra kerja sama BRIN berpctensi fidak melaksanakan
kewajibannya (wanprestasi) sehingga BRIN tHdak memperoleh
pendapatan sesuai haknya,

s Pelaksanaan monav atas lisensi dan royald belum sesual ketentuan,
Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan money  terkait
kerja sama lisensi belum optimal dan monev ferkait peiaksanaan
PMNBP atas lisensi dan royalti belum memadai. Akibatnya, BRIN tidak
dapat meneniukan farget dan tdak dapat menyusun perencanaan
pengeiolaan PNBP atas lisensi dan royall secara terukur, serta tidak
dapat mengidentifivasi permasalahan dalam pengelolzan PNEP secara
akurat.

EPK telah merskomendasikan kepada Kepala BRIN, agar:

e Menyusun roodmop pengelolaan PNBP yang mengatur strateg
{kebijakan) pemenuhan sarana pendukung pengelolaan PNBEPR, targst
pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh masyarakat, seria kebijakan
pengelolaan PNBR

» Menyusun pedoman/panduan dalam rangka pengelolaan PNEBP
yang mengatur tantang bentuk kerja sama sebagal jasa layanan atau
pemanfaatan barang millk negara, penunjukan mitra, penentuan imbal
jasa, dan penyusunan target PNBEP mitra kerja sama.

s Nenetapkan pedoman alih teknologl yang mengatur penyusunan
pedoman pelaksanaan maonitoring lisensi dan royalt dan malaksanakan
maonitoring secara periodik.
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Hasil pemeriksaan kinerja aias efekDiviias pengelolaan PNBP
Pendapatan Penelifian/Riset dan Pengembangan llmu Pengetahuan dan
Teknologi mengungkapkan 16 temuan yang memuat 17 permasalahan
ketidakefektifan,

Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PEMERIESAAN kinerja atas efekiiyitas tata kelola Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)/Sustaingble: Development Goals (SDGs) tahun 2020
=.d. semester | tzhun 2023 dilsksanakan pada Kementerian Perencanaan
Pembangunan MNasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kementerian PPN/Bappenas) dan instansi terkait lainnya.

Pameriksaan inidilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi
birokrasi dan tata kelols, terutama KP ke-3 yaitu penatsan kelembagaan
dan proses bisnis. Pemeriksaan Ini jugs dilakukan sebagai 16
upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan
TPB ke-16 terutama target ke-5, yaitu mengembangkan
lembaga yang efekif akurntabel, dan transparan di semua
tingkat.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan upaya dalam
implementasi TPB/SDGs dalam perencanaan pambangunan nasional, di
antaranya: 1) Penandaan (tagging) pada anggaran program/kegiatan yang
berkorelasi dan mendukung upaya pencapaian TPR/SDGs pemerintah
pada aplikasi Krisna; dan 2) Penyediaan wahana berbagi informasi prakiik
baik (best proctices) kegiatan TPB/SDGs, literasi, serta penyelenggaraan
SDGs Annual Conference dan SDGs.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan berikut tidak
segera diatasi, maka dapat memengaruhi efekiivitas tata kelola TPB/SDGs
di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain:

o Arahdan kebijakan/strategi pembangunan nasional belum sepenuhnya
diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Masional {RAN) dan Rencana
Aksi Daerah [RAD) TPB/SDGs. Hasil pemeriksaan atas penyusunan
RAN dan RAD TPB/SDGs dikstahui bahwa program/kegiatan yang
dimuat belum sepenuhnya melibatkan stokeholder terkait yang
ditunjukkan dengan (1) Masih adanya perbedaan K/L pelaksana TPE/
SDGs antara Perpres 59 Tahun 2017 dan RAN TPB/SDGs 2021-2024;
(2] Hanya terdapat 8 BUMN yang furut berkomitmen dalam RAN
dan RAD TPB/SDGs 2021-2024; dan (3) Tidak terdapat keterlibatan
pemda dalam penyusunannya. Sefain itu, indikator sasaran dan targat
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indikator RAN dan RAD TPB/SDGs 2021-2024 helum sepenuhnya
selaras dengan RPIMN 2020-2024 dan sasaran TPB/SDGS nasional dan
daerah, Akibatnya, target dan kontribusi capaian TPB/SDGs nasional
dan daesrah berpotensi tidak tercapal serta data capaian TPB/SDGs
herpotensi tidak dapat digunakan sebagal dasar evaluasi TPE/SDGs.

& Pemantauan dan avsluasi atas pelaksanaan RAN dan BAD TPE/SDGS
belum dilaksanakan secars menyeluruh, tepat wakiu, dan konsisten,
Hasll pemeriksaan antara lain menunjukkan pemantauan dan evaluas
belum mencakup seluruh data capaian indikator TPB/SDGs, dan
belum sepenuhnya dilskukan pada program, kegiatan, dan keluaran
(output) yang dibiayai dari APBN, APBD dan nonpemerintah. Lebih
lanjut, laporan pemantauan TPB/SDGs terlambat diterbitkan atau
tidak sesuail dengan Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluas! Edisl
Il, dan atas laporan tersebut juga belum disampaikan kepada Presiden
seiaku Dewan Pengarah. Selain itu, kefidakkonsisienan terjadi
dalam panyusunan laparan evaluasi/capaian pelaksanaan TPB/SDGs
tahunan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang tidak diawall dengan
penyampaian laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dari K/L.
Akibatnya, pengambilan keputusan dalam menyusun fangkah-langkah
penyelesaian dan parbaikan RAN dan RAD TPB/SDGs berpotensi tidak
akurat dan relavan,

BPK merekomendasikan Mentert PPN/Kepala Bappenas selaku
Koordinator Pelaksana TPB/SDGs agar memerintahkan Ketua Tim
Pelaksana TPE untuk:

e Menyusun dan menetapkan mekanisme penyelarasan indikator TPE/
SDGs dengan kebijakan/strategi pembangunan dan indikator sasaran
RPIMN.

e lebih proaknf dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
dan pihak terkait lainnya dalam penyediaan data indikator TPBE/
SDGS dan pelaporan kemajuan capaian TPB/SDGS di masing-masing
kementerian/lembaga

Hasil pemeriksaan kinerja tata kelola Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (TPB)/Sustoinable  Development Goals  (5DGs)
mengungkapkan 11 femuan yang memuat 12 permasalahan
ketidakefektifan.
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Pemoligian Masyarakal melalul Bhabinkamlibmas

PEMERIKSAAN kinerja atas efekiivitas pemolisian masyarakat
melalul Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
{Bhabinkamtibmas) tahun 2022 s.d. triwulan 11l 2023 dilaksanakan pada
Kepolisian Megara Republik Indonesia (Polri).

Pemeriksaan pemolisian  masyarakat melslui  Bhabinkamtibmas
dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 5 - menjaga stabilitas
keamanan nasional, ihususnya KP £ - penguatan keamanan dan ketertiban
masyarakat, Selain itu, pemeriksaan inl dilakukan sebagal
upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPE,
yaitu tujuan ke-16 terutama target ke-16,1 secara signifikan
mengurang] segala bentuk kekerasan dan ferkait angks
kematian dimanapun.

Polri telah melaksanakan berbagal upaya dalam rangks pemaolisian
masyarakat melalui Bhabinkamtbmas, antara lain:

o Nenerbitkan Peraturan Polri fentang Pemolisian Masyarakat dan
Peraturan Kapolri tentang Bhabinkamtibmas.

o Menyelengzarakan pengembangan kompetensi Bhabinkamtbmas
melalui pendidikan dan palatihan.

BPK menyimpulkan bahwa Pemeolisian Masyarakat melalui
Bhabinkamtibmas belum efektf pada enam aspsk, yaitu regulasi/
kebijakan/peraturan, strukiur organisasi, sumber daya manusia,
pelak=anaan pemaolisian masyarakat, anggaran serta saranadan prasarana,
dan pelaporan, monitoring, dan evaluasi sehingga atas permasalahan
yang ditemukan periu segera ditindaklanjuti, antara lain:

e Pealaksanaan pemolisian masyarakat melalui Bhabinkamtibmas belum
chiatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Poln secara memadal.
Panjabaran tugas dan fungsi sefiap unit dalam Susunan Organisasi dan
Tata Kerja (SCOTE] Palri belum secara eksplisit mengatur keberadaan
Bhabinkamtibmas dalam struktur organisasinya, dalam hal ini Polri
belum dapat mendafinisikan status Bhabinkamiibas secara jelas apakah
merupakan jabatan, pelaksana, atau fungsional. Hal ini mengakibatkan
strategl pemenuhan jumlah Bhabinkamtbmas belum diformulasikan
dengan baik dan pola pembinaan serta pengembangan kompetensi
belum dapat dilakukan secara memadal,
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e Penentuan jumlah Bhabinkamtbmas belum melalui  analisis
kebutuhan. Pemenuhan komponen acuan  “satu dess  satu
Bhabinkamtibmas" belum didukung analisis beban pelaksanaan tugas
dengan mempertimbangkan kekuatan personel atau kondisi wilayah
penugasan. Selain itu, pamenuhan jumlah Bhabinkamtibmas juga
belum didukung strategi yang memadal pada tingkat Markas Besar
{Mabes| Polri dan Kepolisian Daersh (Polda) dan bezetling belum
dizusun sebagai pendukung penyusunan strategl pemenuhan jumizsh
Bhabinkamtibmas. Hal inimenzakibatkan pemetaan kebutuhan jumiah
Bhabinkamtibmas pada SOTK dan Daftar Susunan Personel Poir belum
ditetapkan.

e Pendidikan Pengembangan Spesialisas| {Dikbangspes)
Bhabinkamtibmas Bbelum memenuhi  kebutuhan  peningkstan
kompetensi Bhabinkamtibmas karena keterbatasan kapasitas didik
Pusat Pendidikan [Pusdik] Pembinaan Masyarakat (Binmas). Terlihat
dari kondisi barak, ruang kelas dan sarana prasarana pendukung
rusak/tidak layak digunakan sehingga tidak dapat mendukung kegiatan
helajar menzajar serta kurangnya tenaga pendidik pada Pusdik Binmas
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri dan seleks] peserta
didtk yang belum memperhatikan pemenuhan syarat peserta serta
urutan/prioritas sesuai pemetaan kompetensi Bhabinkamtbmas. Hal
ini mengakibatkan pemenuhan kompetensi Bhabinkamtibmas belum
tercapal secara optimal,

BPK  merekomendasikan  kepada Kapold  antara lain agar
menginstruksikan:

® Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) untuk membuat
kajlan dalam rangka menentukan status dan posisi kelembagaan
Bhabinkamtibmas dan menyampaikan hasiinga kepada 5iaf
Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri.

o Kakorbinmas untuk menentukan juriah kebutuhan Bhabinkamtibmas
melalui analisis beban pelaksanaan tugas dan Asisten Kapolr Bidang
Sumber Daya Manusia (As SDM) menyusun strategl pemenuhan
kebutuhan Bhabinkamtibmas yang diterapkan pada masing-masing
Polda dengan mempeariimbangkan status dan posisi kelembagaan
Bhabinkamtibmas,

e Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat] Palri untuk
rmenyusun strategi optimalisasi kuotas Dikbangspas Bhabinkamtibmas
pads Pusdik Binmas atau Sstuan Pendidikan {satdik) lainnya serta
menginstruksikan As SDM untuk membuat petunjuk dan arahan
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kepada Biro SDM (RoSDM) Polda terkait penyusunan dotobaose
pengembangan kompetensi Bhabinkamtibmas dan melakukan evaluasi
atas penyelenggaraan seleks) Dikbangspes Bhabinkamtibmas pada
masing-masing Polda.

Hasll pemeriksaan kinerja atas pemaolisian masyarakat melalui
Bhabinkamtibmas mengungkapkan 10 temuan vyang memuat 12
permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk
pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. IHPS 1l Tahun 2023
memuat 23 laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kepatuhan pada pemerintah
pusat, yang dilakukan pada 24 kementerian/lembaga.

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas 25 obrik pada pemerintah pusat
menyimpulkan pengelolaan kegiatan ielah dilaksanakan sesual dengan
kriteria pada 4 (13%] obrik dan sesuai kriteria dengan pengecualian pada
26 (87%) obrik (terdapat 1 LHP yang memiliki 2 kesimpulan).

Segara tebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 254
temuan yang mamuat 506 permasalahan. Permasalahan tersebut meliput
201 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 265 permasalahan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan persturan perundang-undangan
(selanjutnys disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp542,80 miliar, dan 40
permasalahan kehdakhematan, ketidakefisienan, dan ketdakefektifan
(3E] sebesar Rp427,57 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas
yang diperiksa telah menindaklanjut ketdakpatuhan farsebut dengan
menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp275,55 millar.
Hasil ini disajikan pada Gambar 1.4.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan [OTT) pada pemerintah
pusat menuruttema pemeriksaan disajikan pada Lompiron 8.2, Semeniara
itu, rekapitulasi per hasll pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah pusat
selengkapnya disajikan dalam Lompiran 2.7 pada flosh disk,

Sefain itu, IHPS 1 Tahun 2023 juga memuat hasil penghitungan kerugian
negara (PKN) dan pemberian keterangan ahli (PEA)
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GAMBAR 1.4
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN

PADA PEMERINTAH PUSAT
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PEMErINSaan Kepalunan

HASIL pemeriksaan kepatuhan yang dilaporkan pada IHPS |l Tahun
2023 pada pemerintah pusat, dibagi menjadi lima tema, yaitu: (1)
Penguatan ketahanan ekanomi; (2] Pembangunan sumber daya manusia;
(2) Penguatan infrastruktur; (4) Pembangunan lingkungan hidup; serta |5)
Penguatan siabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik,

Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester Il tahun 2023 BPK telah menyelesaikan 16 LHP
Kepatuhan atas tema pengustan ketahanan ekonomi, yaitu: (1) Kerja
zama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional;
(2) Pengelolaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; seria (3)
Pengelolaan pendapatan dan belanja,

Herja Sama Perdaganoan Internasional dan Pengembangan

Ekspor Masional

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) memiliki tugas dan fungsi di
bidang perdagangan internasional antara ain terkait peningkatan akses
pasar barang dan jasa di forum internasional serta pengembangan ekspor
nasional. Tugas tersebut dilakukan oleh Direkiorat lenderal (Ditjen)
Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) dan Ditjen Pengembangzan
Ekspor Nasional (PEN).

Pada semester || tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil
pemeriksaan kepatuhan atas kerjs sama perdagangan internasional dan
pengembangan ekspor nasional tahun 2022 s.d. semester | 2023 pada
Kemendag dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan Ini dilakukan untuk
mengawal pelaksanaan PP 7 — ekspor dan penguatan tingkat komponen
dalam negeri (TKDN), khususnya KP' 1 — diversifikasi, nilai tambah, daya
zaing produk ekspor dan jasa, serta KP 2 - akses dan pendalaman pasar
skepor. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya
BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPE ke-3,
khususpya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan
ekonomi per kapita sesual dengan kondisl nasional.

Hasll pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama
perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional tahun
2022 s.d. semester | 2023 pada Kemendag ielsh dilaksanakan sesual
kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan,
antara laim
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» Kegiatan fasilitasi ekspor dan
promosi  perdagangan pada
Ataze  Perdagangan Berlin,
Atzse Perdagangan Paris, dan
Indonesian Trode Promotion
Center (ITPC) Hamburg
belum optimal, sepertiz (1)
Llaporan kegiatan pameran
perdagangan yang disusun
Atase Perdagangan Pariz dan
ITPC Hamburg Tidak memiliki
data terkait nilal nil ekspor
dari hasil promosi dagang dari
pelaku usaha yang mengikub
pameran, serta terjadi tren 0%
penurunan ekspor ke nesara @
Perancis: dan  Jerman: (2)
Kegiatan pameran di Perancis i
dan Jlerman tanpa keterlibatan
dan koordinasi dengan Atase
Perdagangan Paris, Atase Perdagangan Berlin, maupun ITPC Hamburg;
dan (3] Terdapat hambatan ekspor atas beberapa produk Indonesia ke
lerman. Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai realisasi transaksi
ekspor pada pameran di Perancis dan lerman tidak dapat dievaluasi,
serta penyelesaian permasaiahan ekspor terlambat,

EPK merskomendasikan Menteri Perdagangan agar memerintahkan
Sekretariz lenderal untuk menginstruksikan Atase Perdagangan Paris,
Atase Perdagangan Berlin dan Kepala ITPC Hamburz untuk lebih
optimal dalam melaporkan nilai realisasi ekspor kegiatan pameran
dan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain dalam
penyelenggaraan pameran dagang, serta membuat tindak lanjut
penyelesalan hambatan ekspor,

e Tim Perencana Pelaksanaan Swakelola Free Trade Agreement (FTA)
Center fidak cermat dalam menyusun rencana anggaran biaya seria
Tim Pengawas Pelaksanaan Swakelola FTA Center tidak cermat dalam
melakukan pengawasan atas pancapaian target yang tertuang pada
kerangka acuan kerja/kontrak pada FTA Center Semarang dan Makassar
tahun 2022, Hal tersebut menzakibatkan terdapat realizasi belanja FT4
Center yang tidak tepat sasaran, serta hasil monitoring dan evaluas
belumdapat digunakan sebagai bahan pengawasan pencapaian kinerja
kegiatan FTA Center Semarang dan Makaszsar,
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BPK mersxomendasikan Menten Perdagangan agar memerintahkan
Direkturiendsaral PPluntuk memberikan sanksizesuaidengan ketentuan
kepada Tim Perencana dan Tim Pengawas atas ketidakcermatannya
dan untuk selanjutnya agar lebih cermat dalam menyusun RAB dan
mengawasl capaian indikator kinerja layanan berdasarkan ouput dan
outcome kegiatan yang telah disepakati.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan
kerja sama pardagangan intemasional dan pengembangan ekspor
nasional mengungkapkan 9 temuan yang memuat 11 permasalahan.
Permasalahan terseout meliput 4 kelemahan 5Pl 4 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rp635,25 juta dan 3 permasalahan 3E. Selama
proses pemeriksaan berlangsung, KfL terkait telah menindaklanjut
rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar
Rp360,02 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kerja
sama perdazangan internasional dan pengembangan ekspor nasional
disajikan pada Lempiron 8.2,

Pengelolaan Peningkalan Penggunaan Produk Dalam Hegeri

PENINGKATAN pengguraan produk dalam negeri (P3DN) bertujuan
untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur
industri. Pemerintah terus mendorong program P3DN dengan membuat
peraturan yang memuat kewajiban untuk menggunakan produk dalam
negeri yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan ketentuan
pelaksanaannya. Produk dalam negeri wajib digunakan oieh kementerianf
lembaga/pemda apabila sumber pembiayaannya berasal dari APEN, APED
termasuk pinjaman atau hibah darl dalam negeri atau luar negeri, BUMN,
BUMD, badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari APBN,
APBD dan/atau melalul pola kerja sama antara Pemerintah dengan swasta
dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Implementasi program P30N dinilal dapat memberikan ruang bagi
industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas
barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri
di pasar internasional. Sedangkan. dalam aspek untuk mengurangi
ketergantungan pasar domestik terhadap produk Impor, P3DN juga
menjadi proteksi tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar.

Dalam rangka pelaksanaan P3DN, Pemerintak membentuk: (1)
Tim Masional P3DN, yang diketual aoleh Menteri Koordinator Bidang
Kemariiman dengan susunadn keanggotzan berasal darl menteri dan
kepala ¥/L terkait, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia/KADIN, Dalam Timy Masional P3DN ini, Menteri Parindustrian
menjabat sebagal Ketua Harian; (2) Pusat PADN, yang merupakan satuan
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kerja di bawah Menten Perindustrian; dan (3) Tim P3DN, yang dibentuk
pada sefiap pengzuna produk dalam negeri (PON) yanz beranggoiakan
wakil darl unsur pemeriniah pusat atau pemearintah daerah dan unsur
dunia usaha.

Selain ftu, untuk mendukung percepatan penggunaan PDN dan produk
usaha mikro, kecil, dan koperasi [UMEK), Pemerintah menarbitkan Instruksi
Presiden {Inpras) Nomor 2 Tahun 2022 yang antara lain menginstruksikan
kepada Lembaza Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah (LKPP)
untuk memperbanyak pencantuman PDN dan produk UMEKEK pada katalog
elektronik dan toke daring.

Pada semester Il tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 2 laporan hasil
pemeriksaan kepatuhan yang terkail dengan penzelolaan P3DN, yaitu:
(1) Pengelolaan P3DN semester || tahun 2021 s.d. semeaster | tahun 2023
pada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya; dan (2)
Pengelolaan katalog elektronik nasional seria pembinaan pengelolaan
katalog elektronik sektoral dan lokal dalam mendukung percepatan
penggunan PDN dan produk UMEEK tahun 2022 s.d. semester | tahun 2023
pada LKPP dan insiansi terkait lainnya.

Pemeriksaan atas pengelolaan P3DN dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 7 — ekspor dan penguaian tingkst komponen dalam
negeri (TKDM), khususnya KP 4 — kandungan dan penggunaan produk
dalam negeri. Selain itu, pemeriksaan Ini dilakukan sebagal
upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal TPB ke-
8 Kkhususnya target 8.1 - mempertahankan periumbuhan
ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan P30N
telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2 obrik.
Permasalahan signifikan yang ditemukan, antara laim:

e Pzngelolaan informasi rencana kebutuhan dan realizasi peningkatan
penggunaan produk dalam negeri oleh Tim P3DN K/L/pemda/
BUMN/BUMD belum sesual ketentuan, yang meliputi: (1) Tim P3DN
belum terbentuk di 87 K/U/pemda; (2) Laporan realisasi P3DN yang
difaporkan kepada Presiden tidak didasarkan pada data dari Tim P30ON;
serta (2) Tujuarn dan sistem informasi pelaporan realisasi PDN dan
rencana kebutuhan barang/jasa Tim P3DN berbeda-beda. Hal tersebut
mengakibaikan pencapaian tujuan program P3DN tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menter]
Perindustrian agar: (1} Memerintahkan Kepals Pusat P3DN untuk
lebih proaktif dalam mengusulkan kensep baru {redesign) tugas Tim
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Masional P3DN dan Tim P3DN K/L, pemda, dan BUMN/D; dan (2]
Memerintahkan Sekretaris Jenderal sslaku Sekretaris Tim Nasional
P3DM untuk berkoordinasl dengan Ketua Pokja Sosialisasl Timnas
P3DM dan Ketua Pokja Pemantauan Timnas P3DN sgar lebih optimal
datam melaksanakan tugas dan fungsinya sebazal Tim Pokja.

e Proses seleksi persyaratan administrasi calon |embaga wverifikasi
independen (V1) tidak sesuai ketentuan, yang meliputi: (1) Penerbitan
sertifikat Verifikator TEDN dikeluarkan oleh Kepala Pusat P3DN dan
bukan oleh Lembaga Sertifikasl Profasi (LSP): (2) Belum terdapat
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN1) untuk Verifikator
TKDN; serta (3) Tidak terdapst ketentuan pada Peraturan Menter
Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022 yang mengatur syarat peseris
seleksi V| barupa pernyataan clearonce Hidak masuk daftar hitam. Hal
inl mengakibatkan WV yang terpilih berpotensi fidak layak dan Hdak
memenuhi syarat.

BPE merckomendasikan kepads Menteri  Perindustrian agar
memerintahkan Kepala Pusat PA0DN untuk: (1) Berkoordinasi dengan
Birc Hukum agar meninjau kemball ketentuan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 43 Tahun 2022; dan (2) Berkeerdinasi dengan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan K/L terkait
penstapan SKKN| dan pembentukan LSP

e Pengelolaan katalog elektronik nasional belum sepenuhnya sesual
ketentuan, di antaranya: (1) Kualifikasi jenis usaha dengan mengacu
pada PP Momor 7 Tahun 2021 belum diperbaharui oleh penyedia;
(2) Pemberian label UMKK kepada penyedia tidak sesuai ketentuan,
seperti produk berlabel UMKK diberikan kepada penyedia dengan
kualifikasi usaha menengah; serta (3} Informasi nital TKDN produk
tayang pada katalog elektronik tidak sesuaidenzan sertfikat TEDM yang
diterbitkan Kementerian Perindusirian. Hal tersebut mengakibatkan
potensi kesalahan Pajabat Pembuat Komitmen (PPK] dalam mematuhi
ketentuan untuk menggunakan produk darl panyedia dengan kualifikasi
usaha mikro, kecil, dan koperasi serta pengguna katalog elekironik
tidak memperoien informasi yang akurat terkait produk ber-TKDN
dalam rangka memgprioritaskan PDN dalam melakukan pengadaan
melalui katalog eleldronik.

BPK merekomendasikan kepada Kepals LKPP antara lain agar
memerintahkan DCeputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
untuk menginsiruksikan Direktur Pasar Digital Pengadaan supays
mengembangkan fitur pada aplikasi katalog elekironik  untuk
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pengendalian batasan nila) transaksi pada penyedia dengan kategori
mikro dan kecil, fitur untuk keakuratan data TKDN, dan fitur untuk
pemiberian label penyedia dan labsl produk pads sistem katalog
elektronik sesual ketentuan yanz beriaku.

o Terkait monev dan findak lanjut money diketahul permasalahan antara
lain: (1) Pengelola katalog elekironik nasional belum sepenuhnya
meiaksanakan monev Ierkait kewajaran harga dan  kesesuaian
informasi nilal TEDN atas produk yang tayang pada katalog elekironik;
serta {2} Pengelola katalog slekironik nasional belum sepenuhnya
melaksanakan pemantauan potensi substitusl produk impor sesual
ketentuan, seperti terdapat produk ber-frgging PDMN dengan asal
negara dari luar Indanesia, belum melaksanakan pemantauan potensi
substitusi produk impor berdasarkan spesifikasi teknis, fungsi dan/
atau kinerja yang sama maupun berdasarkan kapasitas produks)
dalam nezerl. Hal inl mengakibatkan Pejabat Pengadaan/PPK fidak
mempereieh informasi harga terbalk uniuk menentukan kewajaran
harga produk dan berpotensi membeli barang yang fidak sesuai
dengan sertifikat TKDN yang sebenarnya, serta pemantauan substitusi
produk imper pada katalog elekironik nasional berpotens! belum tepat
=35aran.

BPK merekomendasikan kepada HKepala LKPP di antaranya agar
membentuk/menunjuk unit kerja atau timyang bertugas melaksanakan
evaluasl atas pelaksanaan monev katalog elektronik dan tfindak
lanjutnya yang dilaksanakan oleh pengelola katalog elektronik nasional.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan
P3DN mengungkapran 11 itemuan yang memuat 15 permasalaban,
Permasalahan tersebut mellput 12 kelemahan SPl, 2 permasalahan
kefidakpatuhan sebesar Rp3397,80 juta, dan 1 permasalahan 3E sebesar
Rpi,45 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas terkait
telah: menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan panyetoran
ke kas negara sebesar Rpld2 80 juts. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas
pengeloiaan P3DN disajikan pada Lampiran 5.2,

Pengelolaan Pendapalan dan Belanja

PADA semester |l tahun 2023, BPK telah menyelasaikan LHP Kepatuhan
atas pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah pusat ferhadap
13 obrik pada 13 K/L, antara lain Kementerian Sosial [Kemensos),
Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga
Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI), Kemenkumham, Mahkamah Agung
{MA), serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologl
|Kemendikbudristek). Lingkup pemeriksaan meliputi tahun 2021 - 2023.
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Pemeriksaan pengeiolaan pendapatan dan belanja dilakukan uniuk
mengawal pelaksanaan PP 8 — penguatan pilar pertumbuhan dan days
zaing ekonomi, khususnya KP 5 - reformasi fiskal, Sslain iy,
pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong
pemerintah dalam mencapal TPB k=-3, khususnya target
8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapiia
sesuai dengan kondisi nasional.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan
dan belanja telah dilaksanakan sesual kriteria pada 2 obrik dan sesuai
kriteria dengan pengecualian pada 2 obrik. Sementara itu, atas LHP
Pengelolaan Belanja dan Aset TA 2022 s.d. Semester | 2023 pada Badan
Kepegawaian MNegara, BPE menyimpulkan pengelolzan belanja telah
dilaksanakan sesual kriteria dan pengelolaan aset dilaksanakan sesuai
kriteria dengan pengecualian.

Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut,

e Panyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako
Kemensos yang dilakukan bank penyalur tidak sesual ketentuan,
seperti: (1) Terdapat saldo bansos atas 365.023 Keluarza Penerima
manfast (KPM| yang Tidak bertransaksi sebesar Rp208.52 miliar
yvang belum dilakukan freere saldo banptuan dan dikembalikan ke kas
negara; dan (2] Terdapat 71.779 KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) tidak
terdistribusi karena penerima mampu, menolak, meninggal, pindah,
dibawah umur, dan tidak ditemukan sebesar Rpl8,51 miliar yang
belum dilakukan freeze saldo bantuan maupun pendebetan ke RPL
[Rekening Pemerintah Lainnya)/pengembalian ke kas negara.

Akibatnya, terdapat kekurangan penerimaan negara atas saldo bansos
yvang belum disetor ke kas negara sebesar Rp227,43 millar. Selama
proses pemerikssan berlangsung, Kemensos telah menindaklanjuh
dengan melakukan penyetoran ke kas nagara sebesar Rp225,84 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan Menteri Sosial
agar memerintahkan: (1) Direktur lenderal Perlindungan dan Jaminan
sasial [Dirjen Linjamsos) untuk melakukan peneliian terhadap KPMW
dengan KK5 yang fidak terdistribusi dan KPM yang tidak bertransaksi
secara tepat waktu sesuai ketentuan; dan (2) Bank penyalur untuk
melakukan freeze/pendebetan ke RPL atas KKS tdak terdistribusi dan
KPN tidak bertranzaksi serta melakukan pengembalian ke kas negara
sebesar Rp553,97 juta,

o Palaksanazn pekerjzan Tsik atas 96 pakel pekerjaan pada Ditjen
Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditien Cipta Karya yang
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dianggarkan melalui Belanja Modal pada Ta 2022 dan Semesier
I TA 2023 belum sepenuhnya dilaksanakan sesual ketentuan,
antara lain kekurangan volume pekerjaan, ketidaksasuaian spesifikas
teknis, kesalahan perhitungan pembayaran, dan penambahan biaya
atas kontrak lumpsum yang tidak dapat dibayarkan, serta denda
keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum ditarik dan
disetorkan ke Kas Megara. Akibatnya, terdapat kelebihan pemibayaran
dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rpl66,27 millar -dan
US5153,22 ribu, serta kekurangan penerimaan negara sebesar
Rp300,46 juta.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri PUPR
agar menginstruksikan Dirjen Bina Marga, Dirjen SDA, dan Dirjen
Cipta Karya untuk mempertanggungjawabkan keiebihan pembayaran
sebesar Rpl66,27 miliar dan US5153,22 ribu melalui penyetoran ke
kas negara, atau memperhitungkan terhadap sisa pembayaran
atau sisa pekerjaan yang masih harus dilaksanakan penyedia jasa,
atau melaskukan perbaikan hasil pekerjaan sasual spesifikasi yang
ditentukan dalam kontrak, serts meanagih kekurangan penerimaan
negara atas denda keterlambatan penyelesaian pexerjaan sebesar
Rp300,46 juta.

e Pada tahun 2022, LPP TVRI menunjuk PT BDP sebagai rekanan
dalam pelaksanaan pengadaan 5 unit peralatan Outside Broodcost
(0B} Vian dan 7 unit News Wan. OF Von dan News Van adafah jenis
mobil modifikasi yang digunakan untuk broadcosting atau siaran.
Mamun, pelaksanaan pengadaan O8 Von dan News Von belum
sepanuhnya sesual ketentuan di antaranya preses serah tarima barang
interoperability Communication System (ICS), yaitu alat komunlikasl
untuk menghubungkan OB Van dan News Van ke Stasiun TVRI daerah,
belum dilakukan secara memadal. Hal tersebut ditunjukkan dengan
proses insialasi dan kenfigurasi belum lengkap, proses uji fungsi hanya
dilakukan pada 1 unit OB Van dan 1 unit News Van, dan peralatan [CS
belum sesual spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak.
Selain iy, terdapat keterlambatan penyerahan ICS seria pelaksanazan
insztalasi dan pelatihan yang belum dikenakan denda keterlambatan.
Akibatnya, aset tetap berupa 5unit OB Var dan 7 unit News Van belum
sepenuhnya dapat dimanfastkan secara cptimal dan kekurangan
pensrimaan negara darl denda keterlambatan yang belum ditagihkan
sebesar Rp14,32 miliar
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Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direkiur Utama
LPP TWRI untuk meminta PT BDP segera melengkapi kekurangan
pekerjaan dan kskurangan fitur 1CS dalam  spesifikasi teknis
sebagaimana dalam kantrak agar OB Van dan News Van dapat berfungsi
secara optimal, serta menagih dan menyetorkan denda keterlambatan
pekerjaan minimal sebesar Rpl4,52 miliar ke kas negara.

e Pertangzungjawaban belanja barang melalui mekanisme Uang
Parsediaan (UP) pada 12 satker di Kemenkumhani tidak sesuai kondisi
sebenarnya, sehingga menimbulkan selisth antara bukti UP yang
dipertanggungjawabkan dengan bukt UP yang valid dan lengkap
sebesar Rp2,30 miliar, Selain itu, atas 36 paket pekerjaan belanja
barang pada 16 satker terdapat kekurangan volume pekerjaan dan atas
5 paket pekerjaan belanja modal pads 4 satker terdapat kekurangan
vaolume pekerjaan, pekerjzan GOdak sesual spesifikasi tsknis, dan
kelebihan perhitungan analiza harga satuan pekerjsan. Hal tersebut
mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja bkarang melalui
mekanisme UP sebesar Rp2, 50 miliar dan kelebihan pembayaran atas
realisasi belanja barang dan belanja modal sebesar Rpl, 76 millar
kemenkumham telah menindaklanjufl temuan BPK dengan menyetor
ke kas negars sebesar Rp2.68 miliar

Atas permasalahan térsebut, BPK merekomendasikan Menteri
Hukum dan HAM untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan
pekerfaan serta mempertanggungjawabkan keleblhan pembayaran
dengan menyeior ke kas negara sebesar Rpl, 52 miliar

e Peiaksanzan 18 pakel pekerjaan pembangunan kenstruksi gedung
rantor di lingkungan MA tidak sesual ketentuan, antara lain terdapat
kekurangan volume, kebidaksesusian perhitungan snalfiss harga
satuan [AHS), ketidaksesuaian spesifikasi, harga sstuan pekerjzan
tidak didukung AHS, volume Tidak didukung bockup data, pemborosan
biaya karena perubahan pekerjaan yang fidak didukung dengan
justifikasi teknis, sarta keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Selain
itu, pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor Pengadilan
Azama (PA) Muaradua yang seharusnya dilaksanakan cleh PT IEU,
disubkontrakkan seluruhnya kepada PT IDK. Akibatnys, terdapat
kelebihan pembayaran sebesar RpS,76 miliar, pekerjaan yang tidak
dapat diyakini kewajarannya, denda keterlambatan yang belum
diterimia minimal sebesar Rpl,42 millar, serta gedung kantor PA
Muaradua fidak dapat segera dimanfaatkan.
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Atas permasalahan ini, BPE merekomendasikan kepada Sekretars MA
agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksansan pekerjaan dan
melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yanz menjadi tanggung
iawabnya, menarlk kelebihan pembayaran sebesar RpS,76 miliar serta
menagih denda keterlambatan minimal sebesar Rpl42 milar dan
menyetorkannya ke kas negara.

e Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah program
yang terfujuan untuk membentuk mahasiswa siap kerja yang memiliki
kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dengan membekall
pengetahuan dan keterampilan yvang diperoleh di luar perguruan
tinggi selama studi. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan
program MSIE pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
(Dit. Belmawa) Kemenrisiekdixt tidak sesual ketentuan; di antaranya:
(1) juknis dan pedoman belum mengatur mekanisme wverifikasl
dan batas skhir penyampaian laporan serta mekanisme penilaian
|scoring) evaluasi calon mitra; (2] proses penetapan calon mitra
tidak andal; (3) penerima bantuan belum menyampaikan |aporan
pertangoungjawaban; dan (4) Dit. Balmaws tidak membentuk tim
rmonev dan tidak memperoleh laporan hasil money darj perguruan
tinggl pengelola program MSIB. Selain itu, terdapat pembayaran
kompeonen pendanaan program MSIB yang tidak sesuai pedoman,
yaitu pembayaran banfuan biaya hidup yang menggunakan standar
blaya metode luring namun pelaksanaannya mengounakan metode
bauran, serta pembayaran biaya kursus yang tidak sesuai dengan
perjanjian kerja sama di mana perjanjian tersebut mengatur bahwa
jika ada peserta program yang tidak lulus/mengikuti program, maka
mitra wajib mengembalikan biaya kursus yang telah dibayarkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan proses ssleksl dan penetapan
mitra program MSIB berpotensi fidak akuntabel, realisas| penggunaan
dana berpotensi tidak menggambarkan kondisi senyatanya, Dit
Belmawa tidak memillki data dan informasi terkait permasalahan
pengelolaan program untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan, dan
kelebihan pembayaran bantuan biaya hidup dan biaya kursus sebesar
Rp5,16 miliar,

Atas permasalahan ftersebut, BPK merskomendasikan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menginstruksikan
Direktur Jenderal Pendidikan Tingzi, Riset, dan Teknologi agar
menstapkan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban
dan proses saeleksi mitra program MSIB dalam juknis dan pedoman,
meiaksanskan money terhadap program MSIB, dan berkoordinasi
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dengan mitra untuk melakukan penyetoran ke kas negara atas
kelebihan pembayaran sebesarRp3,16 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan
dan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 175 temuan
yang memuat 233 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 57
kelemahan SPI, 172 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp525,17
miliar, serta 24 permasalahan 3E sebesar Rpl56,43 miliar. Selama proses
pemeriksaan berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomendasi
BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp274,14 miliar.
Rekapitulasl hasil pameriksaan atas pengelolaan pendapatan dan belanja
pada pemerintah pusat disajikan pada Lompiran 8.2,

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semester || tahun 2023 BPK telah menyelesaikan 2 LHP
Kepatuhan atas tema pembangunan sumber daya manusia, yaitu
kesehatan.

Hesehalan

UNTUK meaningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Indonesia
memperoleh pinjaman/hibah luar negeri di antaranya dari: (1) Indonesio-
Supporting Primary Heglth Core Reformy/indonesio Supporting Primary
and Referral Health Care Reform (I-SPHERE) dari World Bank, dan (2)
Indonesia Emergency Response to COVID-1% dari World Bank, Asian
Infrastructure Investment Bank (AlIB), Kreditanstalt fur Wiederaufbau
Bank/Development Bank Jerman (Kfw), dan The Department of Foreign
Affairs and Trade Australia (DFAT). Dana pinjaman iersebut direncanakan
untuk pembangunan 3 Rumah Sakit UPT Vertkal di kawasan Smur
Indonesia dan kegiatan prioritas kesshatan lainnya, serta pembiayaan
tambahan wntuk tanggasp darurat penanganan pandemi COVID-13,
Pencairan pinjaman tersebut menggunakan mekanisme program for
results |PforR), yaftu pencairan pinjaman dilakukan berdasarkan kinerja
pelaksanaan keglatan yang disepaksfi antara Pemerintah Indonesia
dengan lembaga donar, yang diukur dengan capaian Disbursement Linked
Indicator (DU},

Patfa semester || tahun 2023, BPK telah menyelezaikan laporan hasil
pemeriksaan kepatuhan atas 2 obrik pada Kemenkes, yaitu:

e Pelaksanaan Program -SPHERE Tahun 2022 dan 2023.

e Pealaksanaan Program Indonesic Emergency Aesponse fo COVID-19
Tahun 2022 dan 2023.
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Pemeriksaan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan wniuk
mengawal pelaksanaan PP 3 — peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan, khususnya KP 1 - kesshatan ibu, anak, keluarga bergncans,
dan kesehatan reproduks| serta KP 3 - pengendalian penyakit. Selain itu,
pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorongz pemerintah
dalam mencapai TPB ke-3, khususnya target 3.2 yaitu mengakhiri
kematian bayl baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh
negara berusaha menurunkan angka kematan neonatal.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa peningkatan pelayanan
kasehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 2
obrik. Permasalzhan signifikan yang ditemukan antara lain:

e Terdapat keieriambatan pencapaian 8 target DL, yaitu DL L, 2, 3, 5, 6,
7, 5 dan 10 pada Program |-SPHERE Kemenkes, antara lain disebabkan
adanya peralihan apilkasi, perubahan mekanisme penyelengoaraan
akreditasi Fasflitas Kesehatan Tingkat Periama (FKTR), dan parubahan
protokol verifikas!. Selain itu, terdapat target DL yang belum dilakukan
veritikasi oleh independent Verficotion Agent (IVA) sebagai persyaratan
pencaifan pinjaman. Akibathya, terdapat potensi tidak tercapainya
pencairan pinjamani-SPHERE dalam fangka pembiayaan pembangunan
rumah sakit vertikal Kemankes di kawasan timur Indonesia sebesar
USS$38,70 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK  merekomendasikan  Menter]
Kesehatan untuk menginstruksikan Sekretaris lendsral agar lebih
cermat dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan pencapaian DL,
melakukan koordinasi rencana dan pelaksanaan kegiatan dengan satker
terkait, dan melaksanakan langkah-langkah percepatan pencapaian
target DLl sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

e Kemeankas telah melakukan revisi Akun Khusus COVID-13 ke Akun
Reguler urituk menindakianjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun
2023 tentanz Penetapan Berakhimya 5tatus Pandemj COVID-135
di Indonesia. Dengan revisi tersebut; sisa pencairan pinjaman yang
terasal darl KPW pada Program Addiionol Financing for indonesio
Emergency Response to COVID-19 sebesar Rp68,67 milliar Hidak dapat
digunakan untuk penanganan pandemi COVID-13 sebazaimana tujuan
pemberian pinjaman. 5elain itu, keterlambatan atas pencapaian
beberapa Cisbursement Linked Resulfs (DLR) berpengaruh terhadap
mundurnya proses pencairan pinjaman. Atas keterlambatan pencairan
pinjaman tersebut, Pemerintah Indonesia dikenakan commitment fee
oleh IBRD dan AlIB sebesar US535,28 ribu. Permasalahan tersebut
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mengakibatkan penggunaan pinjaman yang berasal dar KfW tidak
sesuai dengan tujuan Loan Agreement dan pembayaran commitment
fee membebani keuangan negara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan  Nenten
Kesehatan untuk memerintahkan Sekretaris lenderal agar lebih optimal
dalam berkoordinasi dengan Lender terkait penetapan target DLR,

e Porsadisan slat kesehatan untuk diserahkan kepada masyarakat/
pemerintah daerah pada Program Additional Financing for Indonesia
Emergency Response to COVID-19 sebesar Rpl9,68 miliar tidak dikuasai
nlehKemenkeskarenatelahdiserahkan kepadamasyarakat/pemerintah
daerah penerima hibah, namun proses hibah atas pengadaan alat
kesehatan fersebut belum selesal dilaksanakan: Akibatnya, terdapat
potensl  kehilangan dan/stau penyalahgunaan persediaan untuk
dizserahkan kepada masyarakat dan nsiko permasalahan hukum atas
proses hibah yang berlarut-larut

Atas permasalahan  tersebut, BPK  merekomendasikan Menteri
Kesshatan wuntuk memerintahkan Direkiur lenderal Pelayanan
Kesehatan agar lebih cermat dalam melakukan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemindahtanganan
barang millk negara yang berada dalam penguasaannys, seria
menyelesaikan proses hibah persediaan yang tidak dikuasal sesual
ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema
kesehatan pada Kemenkes mengungkapkan 10 temuan yang memuat 13
permasaiahan. Permasalahan tersebut meliput 4 permasaiahan 5P 6
permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp64,02 juta dan 2 permasalahan
3E. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas tema kesehatan disajikan pada
tompiran 8.2,

Penguatan Inirastrukiur

PADA semester Il tahun 2023 BPK telah meanyelssaikan 1 LHP Kepatuhan
atas fema penguatan infrastruktur, yaitu pengelolaan utang pemerintah
dan penggunaan untuk pendanaan infrastrukiur,

Pengelolaan Ulano Pemeriniah dan Pengounaan uniuk Pendanaan
Infrastrukiur

HASIL pemeriksaan atas pengelolaan utang pemerintah dan
penggunaan untuk pendanaan infrastrukiur dapat difihat pada Gambar
3 £ 8
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GAMBAR 1.5
PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH DAN PENGGUNAAN
UNTUK PENDANAAN INFRASTRUKTUR

Pada semester |l tahun 2023, BPK telsh menyeleszikan laporan hasil pemerksaan stas pengelolaan
utang pemerintah dan penggunazn untuk pendanaan infrastruktur ekonomi, perkotaan, dan energl
ketenagalistrikan tahun 2020-2022 pads Kementerian Keuangan selaku Bendahars Umum Negara
{BUN)

Pemieriksazn atss kegiatan pengelolzan utang pemerintah dan oenggunaan untuk
pembiayaan infrastruktur dilzkukan untuk mengawal pelak=anazn PP 2 — Infrastrukivr
ekonomi, PP 3 — Infrastruktur Perkotsan, PP 4 — Infrastruktur Ketenagalistrikan. 5elzin
itw, pemeriksaan inl dilakuken dalam upays BPK mendorong pemenntzh dalam
mencapal TPB ke-9, khususnve target 9.1 - mengembanskan  Infrastruktur Yang
berkuaiitas, anda!, berkelanjutan dan t=nmgeguh, termasuk infrastruktur regional dan
fintzs batas, untuk mendukung pembanzunan ekonomi dan kesejzhieraan manusia,
dengan fokus pada akses vang terjangksu dan merate bagi semua, serts TPE ke-lB, ‘

khususnya target 16.5 - mengembangkan l[embaga vang efektif. akuntzbel, dan transparandl semuz
tingkat

Hasi! pemerikszan BPE menyimpulkan bahwa penegsiolzan utang pemerintah dan pengglunaan
untuk pendanasn infrastruktur telah dilsksanakan sesusi kriteria dengan pengecuslisn.
Permasalafian signifikan yang ditemiukan di antaranyat

® Permasalahan

Pada sub-aspex Perencanaan Pin@man dan Pengruzan Pinaman, t2rdspat perencanaan
pengzdazn pinjaman yang belurm s=penuhmye sesusi ketentusn dan pelzlsanzan kegiatan
tdak s==ual jadwat. Kondisi tersebut terlihat dari belum opdmalnya pensrspan pembstasan
mass laku pinjaman, tdak optmalnys Kinera penankan pinjaman, pemyusunan Dafar
Rencanz Pinjaman Luar Negsrd Jangke Manengsh (DEPLNIM), Dsfar Rencena Pricritas
Firaman Luar Megen (DRFFLNY, dan Dafar Kegeatan yang celum sepenuhnya memadal

1 s=euEl dengan kstentuan, 12ms sdanys pinjaman yang =tEp disfekofian maskipun dikstshu
proysk yang didanad oleh pinjaman tersebut sudah dinentikan pelzksanaanmya
Permasalahan tersebut antzra lzin mengzkibatkan potensi turennya kredibiiitas
femerintah di mats pemberi pinjaman atas pengefektifan pinjaman untuk perdanazn
ProyeX Jove-Sumaire Interconnection Tronsmassion Lins Project (] pada FT PLN yang telah
diketahui tdak akan dilakuk=n penankan.

_

S

Rekomendasi

BPK merslomendasikan kepada Mentsn Keuangan
selaku BUM antara lain agar memerintahkan
Dirsktur Jenderal Pengelolaan Pembizyaan dan
Risiko berkoordinasi dengan Kemenisrian
PENBappenas untuk melengkapi Implementas
pemantzuan dan evalussi pinjaman dengan; (1)
Penyajian permasaizhan berdasarkan kelompok
besar permaszlahan yang sama: (2} Penetapan batas
vakty peryelesaian permasaizhannyar dan (3)
Perhitungan biays utang non-bunzz per pinjaman
yang tmbul akibat keterlambatan penankan
pinjaman dibandingkan dengan jadwal yang
direncanakan dalam Logn Agreement.

A
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Padz sub-zspsk Penanikan dan Pelunazzn Finjaman,

BPFE mensmukan permazalzhan Pemernintan &

MENaNEELNE Dizya UISNE.non DUNES S135 DINEMSN g

lusr negeri yang penarikennys tdek optimal. Kondis: rr"' Rekomendasi

tarsebut tertinat dan pembaysran biays utang vang

tidzk diikieti d=ngan penariksn nilsi pinEman BPE merekomendasikan kepads Meantzri

oroyvelkEgiatan lusr negeri, pembsyaran Keuangan selsku BUN antara lain agan

commitment foe Ishih besar dan yang dirensnakan . Me phan ket = TRy

stz pEnarian pineman proyek/ksgistan fuar i P vl ot kepada K/L

nagaridan pinjaman wnal yang tdak dilakukan 1 4 . ket

=esusl jadwsl delam Loon Agreement o FEE mil?ﬂ:ﬁ]:::ﬂc i

Permaszzlzhan terzebut antara lain mengakibatikan dibiayai dan pinjaman luar negeri. '

pemborosan keuangan negare at3s pembayaran ¥ Membfintaiien Dirskior Jendaral Pensekol

commitment fee sebesar RpE5.93 miliar yang tidak F‘EE!':I.“IJLE'IEEII dan H&r:ﬂm ghics it

ditkut dengan nilal penarikan pinjaman S s feknis teHait dengan =

proyek/kegiatan dan pembayamn commitment fes 'pumy’eéegsaiun proses p o

sabesar Rpld5,23 milisr dan USDAES.20 ribu yang sebagian feel s e PR Ay

lebih besar dari jumlzh yang direncanakan dalam bicr, fah, dah melakikan pemantaimn atas

EoseyAgreemene. penyelesaian pelaksanaannys

e =LY J

I . ™ Bae ARARPERREE -

Pada sub-zspek Penggunsan Finjaman untuk Pendanaan Infrastrukctur Bkonomi, Perkotsan dan
Energ Ketenggalistrikan, 8PK menemukan permassiahan pemantzuan dan evaluas Pinjaman Lusr
Negari yang beium efelof dan kebijzs=n pemberian reword dan gunishment terkait pelaissnaan
. kEgisEn yeng didena! dan mnEman lusr negen belum dilaisanakan: Kondis: t=rssbut terfihat dar
upEys fndak lanjut stas hesil pemansuan dan evalues untuk sfsisnd biays yang tmbul stes
. ninjzman proyek yang odzk rerealisasi belum dilakssnakan secarg optmal dan balum terdsost 3
mekznizme dalzm rangks meniiz weterlanjuiEn suste proyek/kegiaten, oniuk kemudian
. diperombangksn apakeh peru dilzkrksn concellonon atau reziokas! pinjaman ke kategos
wrEvEiobis balance

e
Permasalahan tersebut antara l@in mengakibatkan pencapaian target pembangzunan melahut
pemndanasn pinjaman dan pemberian pinjaman kepada BUMN berisiko ndak esual dengan
waktu yang direncanzham

“!( - | Permasalahan St
Parmaszalahan

S R R
2NN
N

Rekomendasi

Berkoordinasi dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenss untuk menetapkan
pedoman penyusunan kertas kerjs penghitungan kebutuhan jumish ginjaman
bagi kementerian teknis dan BUMN terieit. disertai dengan informasi yang
diperiuksn dalam menyusun EErencanaan pinaman.

Secara keselurihan hasil pemerikszan kepatuhan
atas pengetolaan utang pemeriniah dan penggunazn
untik pendanazn infrastruktur mengunokapkan S
temuan yang memuat 13 permasaiahan.
Permasalahan tersebut meliout 11 kelemahan 5P, 1
permasalanan ketidakpatuhan, gan 1 permasaizhan
JE=ehesar ApZ11. 77 miliar dan US5468 20 rbhu atau
total ekuivalen Rp2 12 00 millar. Rekapitutasi hasil
pemeriksdan atas pengelolaan uteng pemerintan
dan gengegunazn untuk pendanaan infrastruicur
dizajikan pada Lampiran B.2.




Pembangunan Lingkungan Hidup

PADA zemester || tahun 2023, BPK teish menyelesalkan 1 LHP
Kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan lingkunzan hidug,
yaitu pemeriksaan atas pemenuhan kewajlban pemegang perizinan
berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pemenuhan Kewajiban Pemesany Perizinan Berusaha dan Perselujuan

Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PERSETUJUAN lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernyaisan Kesanggzupan Pengelolaan Lingkungan Bidup
yang telah mendapatkan persetujuan darl pemerintsh pusat atau
pemerintab dasrah. Persatujuan lingkunzan wajib dimiliki oleh setiap
usaha/kegiatan yang memiliki dampak penting/tidak penting terhadap
lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan
analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dan ujl kelayakan amdal
atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Persetujuan lingkungan berakhir bersamaan
dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
Dampak penting terhadap lingkungan hidup aniara lain ferdin atas:
pengubshan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber
daya alam, pencemaran/kerusskan lingkungan hidup, pemborosan/
kemerosotan sumber daya alam; proses dan kegiatan yang haslinya dapat
mempengaruhi ekonomi, lingkungan alam, sasial, dan budaya.

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberlkan kepada pelaku
usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
Perizinan berusaha di bidang kehutanan meliputi perizinan berusaha
pemanfaatan kawasan, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan,
perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu,
izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pinjam
pakai kawasan hutan.
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Perlindungan dan pengeiolaan lingkungan hidup adalah wupaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Tungsi
lingkungan hidup dan mancegah terjadinya pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ditentukan
berdasarkan kriteria baku yang meliput kerusakan antara lain kerusakan
pada gambut dan kerusakan lahan akibat usaha pertambangan. Adapun
pengelolaan lingkungan hidup mencakup antara lain: (1) Perlindungan
dan pengslolaan mutu -air, udara, dan laut; (2) Pengelolaan limbah
bahan berbahaya beracun (B3) dan non B3; (3] Dana penjaminan untuk
pemulinan fungsi lingkungan hidup; {4) Sistem informasi lingkunzan
hidup; |3) Pengendalian kerusakan lingkungan hidug; (8) Pembinaan dan
pengawasan; dan (7] Pengenaan sanksi administratf.

Hasil pemerlksaan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan
terusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan
penzelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada Gombaor 1.6,

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transiormasi
Pelayanan Publik

PADA semester || tahun 2023, BPK tslah menyelesaikan 5 LHP
kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan stabilitas polhukhankam

dan transformasi pelayanan publik, yaitu: (1) Penampatan pekerja migran
Indonesia; dan (2) Pengelolaan barang milik negara.
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GAMBAR 1.6

PEMENUHAN KEWAIJIBAN PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA
DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BPK pada semester || tahun 2023 telah menyelezalkan |zporan hasil pemeriksaan kepatuhan ataz
pemenuhan kewsajlban pemegang perizinan beruszha dan persetujusn lingkungan terhadap
perlindungan dan pengelolzan lingkunean hidup t2hun 2020-2023 pada Kementeran Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK] serta instansi terkait lainnya.

Pemerikszan pemenuhan kewajibsn pemegsng perizinan
berusaha dan persetujuan lingkunean terhadap periindungan
dan pengelolzsn lingkungan  hiddp dilakukan  untuk
mendukung PP 1 — peningkstan kuslitas lingkunzan hidup.
Pemerikszan inl jugz dilakukan dzlam upayz BPX mendaorong
pemerintaft dalam mencapai TFE  ke-15,
terutama targst 151  yaito MEnjamin
pelestarian, restorss  ‘dan pemanizatan
berkelanjutan dari  ekosistem  darstan  dan
perairan darat sertz j2sa  lingkimgannys,
khiosusnya ekosistem hutan, lahan bBassh, pegunungan dan
{aham kering, sejalan dengan kewsjiban  berdasarksn
pErjanjian internasional,

Hasil Pemeriksaar BPK memyimpulkarn bshwa
pemenihan kewsjiban pemegang perizinen berusahs
dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan
dan penegelslaan lingkiingan hidup pada KLHK telzh
dilaksanakan sesusf kriteria dengsn pengscuslian.
Permasalzhan signifikan yang ditemukan antara laim:

- Permasalahan

Belum s=leruh pemegang Parizingn Berusahs

wEwajibannys, emtars [3in terdapst pobens
kstursngan pembsyarsn PNEGP Provisi Sumber
Daya Hutar dan D=na Asboisssi (PS0H DR) veng

Permanfastzn Hutsn [PEPH) memarnuhl - a8
Rekomendasi

AR

belum dipungut dan 427 pemegang PEPH belum
melakszrakan 12tz bates, oslum memyEatkEn
dokumsn Rencans ferja Usshs Pemaniss@En
Hutan, s=ris belum menysrshian Rencanz ez
Tehunam Pemanfastsn Hotan, '

Akibatnya, Kementerian EHK tidzk dapat
memanfzatkan PNEP untuk pedindungan dan
pengeloisan lingkungan hidup, serta tdak
memperoieh kepastian hukum stas hak dan
kewajiban para pihak yang berkepentingan
terhadap zreal kegistan pemanfaatan hutan.

BPK merskomendasikan Menteri LHE
agar menginstruksikan Dirjen
Pengelolaan Hutan Lestan untuk
memerinizhkan penangguns jawab
uszha dan/ztau kegistan melakukan
perhitungan ulang potensi PNBP PSDH
DR dan melakukan penagihan PNEP
PSDH DR, serta mengenakan sankst
administrant sesuai ketentuan kepada
pemegang PEPH yang tdak memenuhi
kewsjibannya berupa teguran tertufis,
denda, serta pembekuan dan/ztau
pencabutan FEPH.




@

Penzrsgung jawsh usahs dan/z=U
kagiaten belum =3t terhadap kawajiban
p=ngenozlian pencemaran utars, sepsrm
t=rdspat 255 perusshaan melzbini baku
mutl =misi yang =iah ditstapkzn dan
bslum diEnaken =nkel

Permasalahan tersebuot mengakibatkan
terjadingz pencemaran udars atas
lebifiny= baku mutu emisi.

Indik=si kerusakan lingkungan
I oada =3l bekas pertambangan

= yang belum ditshulan pemulinzn
linghumgsn oleh pemegank
germinan beruszhs pads ersstlzin
Uzzhz Pertambangan |ILUP) yang
t=lah Rabis masa dan/sm=u
dizabut, ar=al perigmbangsn
tanpa IUF dan srea IUP yang akar
habiz mass dalam dus tshun.

Akibatnys, Pemerintsh bensiko
menangzung biays pemulihan
Izhzn atas kegiatan
pertambangsn yang ditingzalkan
seluzs 2430.697,.66 ha.

J Eminan tutup tambang. dan atsu

BPK mershomendazikan kepada
Menteri LHK agar menginstrubsikan
Dirjen Penegakan Hukum Linglungan
Hidup dan Hehutanan untuk
memproses pemibenian sanks
kepada penanggung jawab danjatau
kagiatan yang melebihi bakue mutu
emisi,

&
Rekomendasi

BEK merekomendasikan kepada
IMenten LHK agar melakukan
koordinazi dengam: [1) Menten
Hewangan dan Menteri ESDM terksit
kelijskan pengelolaan dan
pengeunaan dana jaminan rekiamasi,

biaya pemulihan yang dibayarkan
oleh pihak ketiga sebagal akibst dani
putusan pengadilzn, sehinggs dapat
digunzkan untuk kegiatan pemuithan
lingkunzan secars transparan dan
akuntzbel; dan {2) Menteri ESDM dan
aparat penegak hukum terkait upaya
pemulihan kerusakan lingkungan.

N J

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan
lepatuhan atas pemenuhen kewajiban
pEMEgaNE oerizingn berusaha dan
persetujuan lingkungan terhadap
perlindungzn dan pergelolaan
lingkungan hidup mengungkapkan B
temuan yangmemuat 11
permasalahan, meliputi 5 kelemahan
5P dan 6.opermasalahan
ketidakpatuhan. Rekapitulasi hasil
pemeriksazn atas pemenudhan
kewsjiban pemegang perizinan
perusaha dan pesetujuzn lingkungan
teriadap periindungan dan
pengelolaan lingkungzn hidup disajilan
pada'lomofran B.2.



Penempaian Pekerja MMigran Indonesia

PENEMPATAN dan perfindungan Pekerja Mizgran Indoneasia [PMI) di luar
negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan
yang sama bagl tenaga kerja uniuk memperoleh pekerjzan dan
penghasilan yang layak, dengan tetap memperhatikan harkat, martabat,
hiak asasi manusia, dan perlindungan hukum. Sementara itu, pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja yang sesual dengan
kebutuhan nasional belum mencukupi. Oleh karena itu, pemeriniah
mengupayakan lapangan pekerjaan di luar negsri. Penempatan PMI
dalam skema ‘Program Gowvernment to Government (G fo G) adalah
penempatan PMI ke luar negerioleh pemerintah yang dilskukan atas dasar
perjanjtan secara fertulis- antara pemerintah Indonesia dan pamerintah
negara pengguna PMI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan
penempatan P Sampail dengan saat ini, Badan Pelindungan Pakerja
Migran Indonesia [(BPZMI| teiah melaksanakan penempatan PMI skema
Program G fo G ke 3 negara, yaitu Korea Selatan, lepang, dan lerman.
Diari ketiga negara tersebut, mayoritas PMI Program & fo & ada di Korea
Selatan.

Pada semester || tahun 2023, BPK telah menyelesaikan lagoran hasil
pemeriksaan kepatuhan atas penempatan PMI Program G to G Korea
Selatan tahun 2022 dan semester [ iahun 2023 pada BP2ZMI dan instans
terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan BPK meliputi seluruh tahapan proses
pelaksanaan penempatan PMI Program & fo G ke Korea Seiatan, sejak
proses pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonasia (CPMI) sampal dengan
pemberangkatan PMI ke Korea Selatan pada tahun 2022 - semester | 2023,

Pemeriksaan atas penempatan PMI ini dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 2 - optmalisasi kebijakan luar negeri, khususnya KP L—
penguatan integritas NKRI dan periindungan WNI di luar negeri. Selain
itu, pemeriksaan ini difakukan sebagal upaya BPK mendorong pemeriniah
dalam mencapal TPB ke-8, khususnya targst 8.8 - melindungi hak-hak
tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja vang
aman dan terjamin bagl semus pekerja, termasuk pekerja
migran, khususnya pekeria migran perempuan, dan mereka
yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
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Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penempatan PMI
Program G fo & Korea Sslatan pada BP2ZMI telah dilaksanakan sesuai

kriteria dengan pengecualian. Permasalahan signifikan yang ditemukan,
antara lain:

o NMemorandum of Understanding (MolU) Penempatan PMI Program G {o
G dengan Korea Selatan belum mamuat seluruh pihak yang barperan
dalam penempatan PMI, seperti Korea Employment information Service
[KEIS} dan Naotional Federation of Fisheries Cooperatives (NFFC) yang
perperan dalam proses rekrutmen, penempatan, dan pelindungan P
Akibatnya, pelindungan kepada seluruh calen PMI Program G io G ke
Korea Selatan yang menjadi tugas dan fungsi BP2MI belum memadal.
BPE merekomeandasikan Kepala BP2MI untuk melakukan koordinasi
dan mengusulkan perbaikan Mol Penempatan PMI Program G to G ke
Korea Sslatan kepada Kementerian Tenaga Kerja.

o Belanja perjstanan dinas pads Direktorat Penempatan Pemerintah
Kawasan Asia dan Afrika (PP ASAF] belum sesual ketentuan, di
antaranya belanja perjalanan dinas dengan pertanggungiawaban
ganda, tidak terdapat rincian penggunaaniya, dan tidak dapat
dijelaskan peanggunzannya, Hal tersebut mengakibatkan perjalanan
dinas belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3,02 miliar. Atas
permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala
BRZMI untuk mempertanggungjawabkan perjaianan dinas yang belum
didukung buki pertanggungjawaban sebesar Rp3,02 miliar, dan
apabila tdak dapat dipertanggunglawabkan agar menyetorkan ke kas
negara dan menyampaikan bukt setornya kepada BPK.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas penemgpatan
PMI mengungkapgkan 10 temuan yang memuat 17 permasalahan.
Permasalahan fersebut mellputt 7 kelemahan SPl, 3 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rp344,82 juta, dan I permasalahan 3E sebesar
Rpl3,46 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan aias penempaian PMI
disajikan pada Lampgiren B.2,
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Pengelolaan Barang Milik Negara

PENGELOLAAN Barang Milik Negara (BMN) adalah sustu proses dalam
mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperolzh dari
beban APBEN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan
dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan BMN
digtur dalam Peraturan Pemerintah (PR] Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan BMNyang telah diubahdengan PP Nomor 2B Tahun 2020, yang
meliputi kegiatan perencanaan kebuiuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemaniaatan, pengamanan dan pemeliharaan, peniiaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, seria
pembinazn, pengawasan dan pengendalian.

Pada semester |l tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil
pemeriksaan atas pengelolaan BMN terhadap 8 obrik pada 8 K/L antara
lain Kemenkumbam, Kejaksaan R, Badan Nasicnal Penanggulangan
Terarisme (BMPT), Kemenhub, dan Kementerian Ksuangan selaku BUN.
Lingkup pemeriksaan yang diiakukan meliput pengesloizan BMN tahun
2020-2023.

Pemeariksaanpengslotaan BMN dilakukan untuk mengawal pelaksanaan
PP 4 — reformasi birokrasi dan fata kelola, khususnya KP 3 - penataan
kelembagaan dan proses bisnis. Selain itu, pemeriksaan ini
dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemeriniagh dalam
mencapal TPE ke-16, khususnya target 16.5- mengembangkan
lembaga yang efektif, skuntsbel, dan transparan di semua
tingkat,

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BMN
telah dilaksanakan sesual kriteria dengan pengecualian pada 8 obrik
Permasalahan signifikan yang ditemukan di antaranya:

e Terdapat BMN berupa tanah serta gedunz dan bangunan yang
dikuasal oleh pihak lain secara fidak sah dengan luas minimal
56.145,24 m® sebesar Rp564,41 miliar pada 5 satuan kerja di
lingkungan Kemenkumham. Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan
BMMN berupa tanah, gedung dan bangunan serta Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) dari BMN tersebut. Atas permasalahan tersebut,
BPK merskomendasikan Menteri Hukum dan HAM anfara lain untuk
memerintahkan Kussa Pengguns Barang (KPB) satuan kerja terkait
untuk melakukan penertiban dan pengamanan fisik atas BMN berupa
tanah serta gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak lain
sesual dengan Pedoman Pengamanan dan Pemezliharaan BMN serta
ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemenkumham.
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o NMekanisme perencansan BMM Kejaksaan Rl berupa fungsi analisis
kebutuhan belum berjalan eptimal, antara lain: (1) Ketidakcermatan
dalam proses perencanaan pengadsan dan analisis kebutuhan
aplikasi smart-legrning dan smari-class, sehingga aplikasi e-leorning
senilal Rp 16,59 millar yang baru setahun digunakan berpotensi tidak
cigunakan lagi dalam proses belajar mengajar di Badiklat Kejaksaan,
dan (2] Ketidakcermatan dalam analisis kebutuhan aplikasi Strotegic
Digital Doto fdentificalion System (SDDI Spster) dan aplikasi Sistem
Pangawasan dan Pengenalan Target yang mempunyal beberapa
fitur dengan fungsi yang sama senilal Rpd.48 miliar, serta kedua
aplikasi tersebut belum dapat digunakan sehubungan dengan
belum disetujuinya akses ke dalam dofobase Direktorat lenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian
Dalam Megeri. Hal ini mengakibatkan pemborosan pengelusran
negara sebesar Rp21,07 miliar (Rp 16,59 miliar + Rp4,48 miliar) atas
aplikasi yang tidak dimanfaatkan. BPK merekomendasikan faksa Agung
agar menyusun rancangan kebijakan manajemen aset di lingkungan
Kejaksaan RI, serta melakukan analisis kebutuhan perangkat teknologi
informasi dan analisis kebutuhan BMN secara umum.

¢ Pengeloisan gedung dan bangunan BNPT terkait asuransi BMN
belum sepenuhinya tertib, antars lain BNPT kehllangan manfaat
pertanggungan atas asuransi kerusakan Gedung Baladika di tahun
2022 karena keterlambatan pengajuan klaim asuransi sehingga klaim
tersebui telah kedaluwarsa. Atas ditolaknya pengajuan klaim tersebut,
BMPT melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan yang rusak
dengan realisasi anggaran sebesar Rp7, 16 miliar yang seharusnya dapat
direalisasikan dari klaim asuransi. Hal inl mengakibatkan pemborosan
keuanzan negara darj preml asuransi BMN tahun 2022 sebesar Rp7.16
miliar yang tidak dapat diklaim. BPX merekomendasikan Kepala BNPT
untuk memerintahkan Sekretaris Utama BNPT agar lebih cermat dalam
menyetujui pasal Poliz Asuransi BMN.

e Proses hibah BMN kepada pemda dan lembaga pendidikan berupa
persediaan bus pada Direktorat Angkutan Jalan Kemenhub belum
sesual ketentuan, antara lain proses penatausshaan administrasi hibah
bus berlarui-larut sehingga terdapat 1.381 unit bus senijlai Rp705,24
miliar yang belum selesai proses administrasi hibah, terdapat 61 unit
bus yang telah dihapuskan masih tercatat dalam Laporan Persediaan,
dan 54 unit bus dalam kondisi rusak berat. Hal tersebut mengakibatkan
penyajian saldo Persedizan Bus Bantuan pada Direlktorat Anghutan
Jalan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya minimal sebesar
Bp30,09 miliar, dan potensi penerima hibah tidak mau menerima hibah
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bus yang dalam kondisi rusak. BPK merekomendasikan kepada Menteri
Perhubungan agar menginsiruksikan Dirien Perhubungan Darat
melakukan inventarisasi kondisi persediaan bus dan segaera menyusun
rencana aksi penyelesaian hibah bus dan segera memproses hibah bus
kepada pemerintan daerah maupun kelompok masyarakat lainnya.

e Pemerintah  belum  menatausahakan  BMN  Perjanjian  Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari PTIM, sebagaimana
yang dilakukan Pemerintah dengan mengamendemen selurub
kontrak PKP2B Generasi |. Permasalahan tersebut mengakioatkan
Pemerintah kehilangan potensi perolehan BMN PKP2ZE yang tidak
dilaporkan PTIM sstelah dilakukan amandemen atasseluruh perjanjian
dengan Koniraktor PKP2B pada tahun 2018. BPK merekomendasikan
Mentari Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Direktur lenderal
Kekayaan WNegara untuk menyusun kajian hulkum mengenal poiens
perolehan BMIN PKP2Bdari PT IM sesual Keppres Momor 45 Tahun 1981
dan PMK Nomor 67/PMK.05/2012 sebagaimana diubsh dangan PMEK
Nomor 107/PMK.06/2014 dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangzan.

Secara kessluruhan hasil pemeriksaan kepatukan atas pengelolazn
BMMN pada 28 obrik mengungkapkan 82 temuan yang memuat 133
permasalahan. Permasalahan tarsebut meliput 61 kelemahan SFI,
65 permasalahan kelidakpatuhan sebesar Rpl5,%8 miliar, dan 7
permasalahan 3E sebesar Rp37,22 miliar. Selama proses pameriksaan
berlangsung, K/L terkait telah menindaklanjuti rekomandasi BPK dengan
melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp5,23 miliar. Rekapitulasi
hasil pemeriksaan atas pengelolaan barang milik negara dizajikan pada
Lampiran B.2.
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PENONIUNGaN Kerugian Negara dan Pemberian
Kelerangan Anii

PADA semester|ltahun2023, BPKielahmenyelesaikandan menerbitkan
9 taperan hasil Penghitungan Kerugian Megars (PKN) pada pemerintah
pusat berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka
penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilal kerugian negara
sebesar Rpl79,15 miliar.

Sebagai tindak lanjut darl PEN, BPK Juga telah memberikan keterangan
ahli di lingkungan pemerintah pusat sebanyak 20 kali pada 11 kasus di
tshap penyidikan sarta 9 kali pada © kasus di tahap persidangan tindak
pidana korupsi.

Rekapituiasi Hasil Pemeriksaan Pemerintan
Pusal

SECARA keselurunan, hasil pemeriksaan atas 64 cbrik pada pemerintah
pusat mengungkapkan 535 temuan yang memuat 915 permasalahan
sebesar Rp370,73 miliar. Permasalahan tersebut meliput 211 kelemahan
5PI, 268 permasalahan ketidakpatuhan sebesar RpS43,01 miliar, dan 436
permasalahan 3E sebesar Rp427,78 miliar. Selama proses pemeriksaan,
entitas yang diperiksa telah menindaklanjut ketidakpatuhan tersebut
dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas nagara sebasar Rp279,55
miliar. Hasil pemerlksaan pada pemerintah pusat disajikan pada Tobe! 1.1.
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Tabel 1.1 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
[Milai dalam Rp juta)

4. Welematan 571 10 = - - b i Z 241 =
«  Halemshan SFF 1. - d - 201 - 211 -
B. Hotidakpatuhan i = | mEEs 185 537 755 40 268 | 23 OIs3S
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BAB 11

Hasil Pemeriksaan
Pemerintah Daerah
dan BUMD

HPS Il Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan

terhadap 375 objek pemeriksaan pada pemerintah

daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD). Hasil pemeriksaan tersebut meliput 106
nasil pemeriksaan kinerja dan 26% hasil pemeriksaan
dengan tujuan fertentu. Sementara itu, hasil
pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan
wilayah serta revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan pada pemerintah daerah disajikan
pada Bab IV. Selain itu, IHPS 1l Tahun 2023 memuat
hasil pemeriksaan bantuan keuangan partal politix
[banparpol), serta hasil pemeriksaan investigatif (P},
penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian
keterangan ahli (PEA)

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP] IHPS I
Tahun 2023 pada pemda dan BUMD dapat dilihat gada
Lampiron A.2. Ikhfisar hasil pemeriksaan pada pemda
dan BUMD dapat dijelaskan sebagai-berikut.
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Pemeriksaan Kinerja

IHPS Il Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda
atas 5 tema, yaitu: (1) penguatan ketahanan ekonomi; {2) pernbangunan
sumber daya manusia; (3) penguatan infrastruktur; (4) pembangunan
lingkungan hidup; dan (5) penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan,
dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi petayanan publik.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 106 objek pemeriksaan (obrik)
pada 939 pemda terdiri dari 3 cbrik penguatan ketahanan ekonemi, 45 obrik
pembangunan sumber daya manusia, 35 obrik penguatan infrastrukiur, 2
obrik pembangunan lingkungan hidup, dan 17 obrik penguatan stabilitas
pofhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 850
temuan yang memuat 1.036 permasalahan yang terdiri atas 1.021
permasalahan  kebdakefekiifan, 9 permasalahan  kerugian sebesar
Rp2,09 miliar, 3 permasalahan potensl kerugian sebesar Rp626,04 juta
dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar RplG0,32 juta.
Rekapitulasihasil pemeriksaan kinerja pada pemda selengkapnya disajikan
pada Lampiran .1 dan Lampirgn 3.1 pada flash disk.

Pengualan Kelananan EKONOMI

PaDA semaster |l fahun 2023 BPK islah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas 3 obrik pada pemda dengan tema penguatan
ketahanan ekonoml.

Pembangunan Helembagaan Kepariwisataan
dan Destinasi Pariwisata

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pembangunan pariwisata
difaksanakan pada 2 pemda, yaitu: 1) pemeriksaan kinerja atas efekiivitas
pembangunan kelembagaan dan destinasi pariwisata tahun 2022 s.d.
2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawal dan instansi
terkait lainnya; dan 2) pembangunan destinasi, pemasaran, dan sumber
daya manusia (SDM | pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjunzan
wisatawan tahun anggaran 2022 — semester | 2023 pada Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Dairi dan instansi terkait lainnya.

PEMERINTAH telah menetapkan pembangunan kepariwisataan sebagal
bagian dari Rencana Pembangunan fangka Menengah Nasional [RPIMN)
Tahun 2020-2024. Pemeriksaan kinerja atas pembangunan kepariwisataan
dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Prioritas (PP) 6 - nllai
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tambah, lapangan kerja, investasi sektor riil, industrialisasi, khususnya
Kegiatan Prioritas (KP) 3 - daya saing destinasi dan industri pengolahan
pariwisata, dan pelaksanaan PP B - pilar pertumbuhan dan daya saing
skonomi, khususnya KP 4 - penerapan prakiik berkelanjutan di industri
pengolahan dan pariwisata. Pemeriksaanini juga dilakukan sebagai upaya
BPK mendorong pemeriniah dalam mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) ke-8, khususnya target 8.9 vaitu pada [ryr=mm

tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk T
mempromosikan pariwisata berkefanjutan yang menciptakan
lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk

[okeal.

Pemda telah melakukan berbazal upaya untuk meningkatkan efektivitas
pembangunan gariwisata, antara lain:

& Pemkab Kepulauan Mentawal telah  menyusun  masterplon
pembangunan Kawasan Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katist
{3M 1K), memfasilitas] penyadiaan akses telekomunikas pada Kawasan
hWiapadegat, =erta memfasilitasi Desa Wisata Muntel unfuk ikut
berpartisipasi dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia [ADWI)
tahun 2023 dan berhasil mendapatkan penghargaan dalam Kategori
Daya Tarik Pengunjung,

o Pamkab Dairi telah menstapkan Peraturan Dasrzh {Perda) tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten [Ripparkab)
yang memuat strategi pengembangan seria indikas! program dan
kegiatan pengelolaan daya tarik wisata (DTW].

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang
jika Hdak segera dilakukan upaya perbalkan, maka dapat berpengaruh
signifikan  terhadap 1) efektivitas pembangunan kelembagaan
kepariwisataan dan destinasi pariwisata pada Pemkab Kepulauan
Meantawai; dan 2 efekfivitas upays Pemkab Dairi dalam membangun
destinasi, pemasaran, dan SDM pariwisata. Permasaiahan tersebut antara
lain:

o Pamkab Kepulavan Mentawai

b Pemkab Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya menyusun dan
meneiapkan regulasi pembangunan kepariwisataan secara lengkap,
mutakhir, jelas, dan selaras. Di antaranya terdapat dasar hukum
dalarmn perda berupa undang-undang yang tdak tepat dan sudah
dicabut. Selain itu, Pemda juga belum memiliki dokumen Rencana
Dietail Tata Ruang {ROTR) pada 3 kawasan strategis parfwisata.
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Akibatnya, penyelenggaraan dan  pencelolaan  pembangunan
kepariwisataan Kabupaien Kepulauan Mentawai fidak merujuk
kepada aturan hukum terbaru dan pedoman perencanaan yang
komprehensif;

b Kecukupan akses, prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas
pariwisata pada Destinasl Wisata 3M1K belum sepenuhnya tersedia
dan termanfaatkan. Hasll pemeriksaan menunjukkan bahwa
ak=es jalan dan sarana transportasl untuk mengunjungi kawasan-
kawasan 3MIK belum memadai. Selain itu, sebagian prasarans
umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwizata pada kawasan
3M1K mengalami kerusakan dan/atau beium dibangun dan belum
seluruhnya dimanfaatkan uniuk mencapal hasil yang diharapkan,
Akibatnya, mobiiitas, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan
kurang. terjamin serta tujuan pembangunan fasilitas umum dan
fasilitas pariwisata Odak tercapai; dan

b Pemkab Kepulauan Mentawal belum berupaya membuka peluang
pengembangan investas] sekior pariwisata dengan optimal. Hal
ini ditunjukkan di antaranya Pemkab Kepulauan Mentawai belum
melaksanakan mekanisme pemberian insentf Investasi kepada
pefaku usaha sekior pariwisatas;, belum memfasilitasi legalitas
pelaku usaha yang barusaha di kawasan hutan produksi;, dan belum
memiliki basis data sekior pariwisata yang akurat sebagai dulkungan
peluang investasi. Akibatnya, pelaku usaha sektor pariwisata belum
mendapatkan manfaat dari kebljakan pemberian inzentf invastasi
yang telah ditetapkan, pslaku usaha yang beroperasi tanpa izin
pada kawasan hutan produksl dapat dipermasalahkan secara
hukum, dan data kepariwisataan yang ada tidak dapat mendukung
perencanaan pembangunan serta Hdak dapat digunakan sebagal
informasi peluang Investasi,

e Pemkab Dairi

b Program dan kegiatan pada Perda Ripparkab tidak sepenuhnya
terakomaodasi pada rencana strategis (Renstra) perangkat dasrah.
Program dan kegiatan pada Perda Ripparkab tidak sepsnuhnya
sejalan dengan renstra perangkat daerah @hun 2015-2024, dan
penyusunan renstra belum mampertimbangkan Perda Ripparkab.
Akibatnya, orogram dan kegiatan yang ditetapkan dalam Ripparkab
berpotensi tidak terlaksana.
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¥ Pengembangan dan peningkatan prasarana transgortasi, prasarana
umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata oleh pemda belum
sepenubinya memadal, Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui
bahwa jalan menuju destinasi-destinasi wisata belum seluruhnya
dilengkapi dengan penunjuk jalan yang informatif, prasarana berupa
jalan sebagian masih sempit, masih berupa tanah, terlubang, dan
berbatu, seria sebagian belum tersediz prasarana toilet umum.
Akibatnya, prasarana yang ada belum membearikan kenyamanan
sehingga dapat memengaruhi minat dan kunjungan wisatawan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati untuk segera menindakianjut
upaya perbaikan kinerja, antara lain sebagai berfkut:

e Bupal Kepulauan Mentawail agar memerintahkan:

P Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) untuk
menginventarizasi dan menefaah kembali produk-produk hukum
kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Mentawal yang beriaku dan
Kepala Dinas PUPR untuk menyusun ROTR pada kawasan-kawasan
strategis pariwisata sacara bertahap;

b Kepala Dinas PUPR memprioritaskan penyelesaian pembangunan
ialan yang mendukung kawasan Mapadegat, Madobag, dan Katiet
dan Kepala Dinas Paspora menyusun perencanaan pemanfaatan
prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada
kawasan 3M1K; dan

b 1) Sekretaris Dasrah memfasilitasl penyslessian permasalahan
legalitas izin usaha pemanfaatan hutan produksi melalui koordinasi
dengan Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan
kewenangannya: 2) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu (DPMTSP)
dan Disparpora untuk menyusun rancana implementasi pemberian
insentif dan kemudahan penanaman modal serta perizinan
berusaha; serta 3] Kepala Diskominfo mengusulkan regulas| terkait
pengeiolaan data sektoral daerah termasuk sekior pariwisata.

# Bupati Dairi menginstruksikan Kepala Dinas Parlwisata, Kebudayaan,
Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) aniara lain agar:

b Berkoordinasl dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Daesrah (Bappelitda] dan Kepala OPD terkait untuk
menyelaraskan indikas| program dan kegiatan pada Ripparkab di
dalam penyusunan renstra dan program kerja perangkat daerah
terkait; dan

e THFS 1 Tahun 2023 RAR 1T - Hasil Bernerisaan Pemerintzh Dasrah & BUMD m



b Melakukan inventarisasi prasarana umum, fasilitas umum, dan
fasilitas pariwisata untuk kemudian berkoordinasi dengan Dinas
PUTR terkait upaya pemeanuhan kebutuhan prasarana pariwisata
sesual dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Hasll pemeriksaan kinerjz atas efekiivitas pembangunan pariwisata
mengungkapkan 18 ftemuan yang memuat 31 permasaiahan
kefidakefeltfan:

Pengelolaan Dana Pihak Helioa dan Perkreditan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolaan dana pihak ketiga
{DPK] dan perkreditan tahun 2021 s.d. semester | 2023 dilaksanakan pada
PT Bank Pembangunan Daerah [BPD) Daerah |stimews Yogyakarta (DIY)
dan Instansi terkait lainnya di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, dan
Waonosari.

Pemariksaan Ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8 - pilar
pertumbuhan dan daya saing ekonoml, terutama KP 1, yaitu pendalaman
sektor keuangan., Pemeriksaan Inl juga dilakukan sebagal
upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapail TPE ke-
&, terutama target 8.10 yaitu memperkuat kapasitas liembaga
keuangan domestik untuk mendorong dan mamperluas aksss
terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagl semua.

PT BPD DiY teiszh melakukan upaya dalam mengsloia DPKE dan
perkreditan, antara lain: 1) strategi atau program peningkatan jumiah
rekening dan volume DPK telah dilaksanakan sesuai rencana bisnis bank
(RBB); dan 2) perencanaan perkreditan telah disuzun dalam dokumen
perencanaan bank.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa PT BPD DIY periu segera
melakukan ugaya perbalkan, sehingga permasalahan yang terjadi tidak
memengaruhi efekiivitas pengelolaan DPK dan perkreditan. Permasalahan
tersebut antara lain:

e Proyeksl pertumbuhan target DPK pada Corporate Plan denzan
RBE Belum selaras. Hal inl terlihat pada: 1) Corporate Plan telah
memperhitungkan laju pertumbuhan DPK setiap tahunnya dengan
laju kenaikan pertumbuhan rata-rata 7%, namun dalam RBB laju
pertumbuban DPK per tahun tidak selaras dengan laju pertumbuhan
pada Corporate Plan; 2} Laju pertumbuhan tahun 2021 dan 2022
pada RBB masing-masing sebesar -1,3% dan 4% sedangkan Corporate
Plan memperhitungkan masing-masing sebesar 1,2% dan 5,5%. Hal
Ini mengakibatkan target DPK pada Corporate Plan berpotensi tidak
tercapal; dan
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e Pengendalian dan penyelesajan kredit bermasalah tahun 2021 dan
2023 (perJuni 2023) tidak tercapai. Diantaranya kantor cabang belum
tartib dalam menerbitkan surat peringatan dan belum melaporkan
potensi pembayaran angsuran minimal dua harl kerja sebelum prosas
akhir bulan kepada Direksi c.g. Desk Risiko Kredit dan Penyelesaian
Kredit Bermasalah (REPKB). Desk RKPKB belum memperiimbangkan
risike hilangnya potensi pendapatan bunga dan denda dalam proses
penyelesaian lelang eksskusi hak tanggunzan melalul Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Akibatnya, terjadi peningkatan
jumilah kredit bermasalah yang dikelola oleh PT ERD DIY dan FT BPD DIY
kehilangan potensi pendapatan yang berasal dari bunga dan denda.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT BPD DY agar:

e Menyusun target DPK dalam RBB diselaraskan dengan Corporate Plan
sasuai asumsi pertumbuhan perekonomian dan industri perbankan
secara berkala; dan

e Menyusun prosedur operasional standar yang mengatur ientang
pengawasan atau pemantsuan kredit terkait: 1) jangka waktu yang
diberikan kepada kantor cabang dan cabang pembaniu dalamy
menyelesaikan kredit bermasalah; dan 2] analisis atas potens
pendapatan yang hilang dalam pengambilan keputusan penghentian
bunga dan denda atas agunan yang akan dilakukan pelelangan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pengelelzan DPX dan
perkreditan PT BPD DIY mengungkapkan 15 temuan yang memuat 1§
permasalazhan ketidakefekiifan,

Pembangunan Sumper Daya Manusia

PADA semester || tshun 2023 BPK telah menyampaikan hasil
permeriksaan kinerja atas 45 obrik pada pemda dengan tema
pembangunan sumber daya manusia.

Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan
Prevalensi Stunfing

PEMERIKSAAN kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam percepatan
penurunan prevalens! stunting tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada
44 objek pemeriksaan yang terdir atas 40 pemkab, 3 pemerintah kota
|pemkot), dan 1 pemerintah provins! {pemprov) beserta Instansi terkait
lainmya.

Uraian secara ierperinci dapat dilihat pada Gombor 1.1 di Bab |
Ralaman 34,
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Pelayanan Hesenatan Dasar dan Rujukan

PEMERIKSAAN  kinerja atas efekfivitas upaya pemda untuk
meningkatkan kuaslitas pelayanan rawat jalan dalam rangka pengustan
peiayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui Puskesmas dan Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) tahun 2022 s.d. semester | 2023 dilaksanakan
pada 3 pemds di Provinsi Jawa Barat, yaltu Pemkab Bandung, Pemkab
Majalengka, dan Pemkab Kuningan.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawa! pelaksanaan PP 3 - akses
dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 5, yaitu penguatan sistem
kesehatan dan pengawasan obat dan makanan |[POM). Pemeriksaan
inl juga dilakukan ssbagsl upaya BPK mendorong pemerintah dalam
mencapai TPE ke-3 terutama farget ke-3.7, yaitu mencapal cakupan
kesehatan universal, termasuk periindungan risiko keuangan,
akses terhadap pelayanan kesshatan dasar yang baik, dan

EWE Wl akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman,
efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

FEATIRT
T B

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan beberapa pemda dalam
meningkatkan kualitas pelayanan rawst jalan dalam rangka penguatan
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melslul Puskesmas dan RSUD,
antara lain:

e Pemkab Bandung dan Majalengka telah menetapkan strategi dan
kebijakan pelayanan kesehatan pads RPIMD, selain Itu kefiga Pemida
telah menetapkan Rensira Dinas Kesehatan (Dinkes);

e RSUD di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka telah
menyelenggarakan layanan spesialistk berupa layanan instalasi rawat
jalan dan poliklinik spesialis dasar seria layanan pendukung instalasi
rawat jalan yang meliputi Layanan Laboratorium Patologi Klinik, dan
Layanan Radiologi.

Hasil pemerksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat
permasalahan yang apabila tidak segers dilakukan perbaikan maka
permasalahan tersebut dapat memberikan pengarub signifikan terhadap
efektivitas upaya Pemda untuk meningkatkan kualitas layanan rawat jalan
dalam rangka penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui
Puskesmas dan RSUD. Permasalahan tersebut antara lain:

e Perencanaan  kebutuhan sumber daya bidang kesshatan
belum memadai. Hal ini terlihat dari perencanaan pemenuhan
kebutuhan sumber daya manusia kesehatan [SDMK) yang belum
mempertimbangkan kebutuhan ideal dan belum melakukan pemetaan
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kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan. aAkibatnya, SDMEK dan
penyediaan sarana prasarana pada Puskemas dan RSUD berpoiensi
tidak sesual kebutuhan dan tidak tepat sasaran,

e Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Puskesmas
dan RSUD belum memadai. Hal ini ditunjukkan dari kebutuhan SDMEK
pada Puskesmas dan RSUD belum sepenuhnya terpenuhi; sarana,
prasarana, dan alat kesehatan (SPA) pada layanan rawat jalan belum
sepenuhnya lengkap sesual standar; dan pemanfaatan teknolog
infarmasi (T1) berupa rekam medis elektronik belum diimplementasikan
pada Puskesmas dan RSUD. Akibatnya, capaian kualitas pelayanan
kesehatan pada Puskesmas dan RSUD berpotensi fidak memenuhi
standar pelayanan yang telah ditetapkan.

e Sistemantrean rawatjalan pada Puskesmas dan RSUD belum memadai,
yang ditunjukkan dengan belum adanya strategl untuk mengatasi
penumpukan pasien dan waktu tunggu yang cukup lama di Puskemas
dan RSUD. Halini mengakibatkan potensi meningkatnya ketidakpuasan
pasien dan ketidakpastan wakiu tunggu antrean di loket pendaftaran,
kiinik, dan depo farmasi pada Puskesmas dan RSUD.

BPK merekomendasikan kepada Bupat agar:

o Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk  menyusun
perencanaan perhitungan kebutuhan SDME ssrta pemetaan jumish
dan jenls Tasilitas kesshatan.

¢ Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan
pemenuhan dan gemeliharaan 5PA, SDMEK, dan Tl pada Puskesmas dan
RSUD.

e Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk
melakukan pemantauan dan 2valuasl atas ketepatan wakiu pelayanan
dokter, melakukan penjadwalan wakiu kunjungan pasien, dan
memperbaiki sistam antrean menggunakan teknologi informasi pada
proses pendaftaran dan pengelclaan rekam medis.

Hasll pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pelayanan rawat
jalan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
melalul Puskesmas dan RSUD mengungkapkan 41 temuan yang memuat
58 permasalahan ketidakefektifan.
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Pelayanan Hesehatan

PEMERIKSAAN kinerja atss efekfivitas pelayanan rawat Inap dan
farmasi tahun 2022 s5.d. 2023 (semester 1) dilaksanakan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Arifin Achmad (RSUD AA} di Pekanbaru.

Pemariksaan ini dilakukan uniuk menzawal pelaksanaan PP 3 - akses
dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 5 yaitu penguatan sistem
kesehatan dan POM. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagal upaya BPE
mendorong pemerniah dalam mencapai TPB ke-3 terutama pada targst
3.7, yaitu mencapai cakupan kesehatan univarsal, termasuk perlindungan

el risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar

sl yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar
LM yvang aman, efeltif, berkualitas, dan terjangkau bagl semua
orang.

RSUD AA t2lzh melskukan upaya dalam kegiatan efekiivitas pelayanan
rawat imap dan farmasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan
kesehatan, di antaranya telah menyusun Hospital by Law, telah menyusun
Standar Pelayanan Minimal [5PM), telah membentuk Tim Kendall Mutu
Kendall Biaya [TKMKB] serts telah didukung dengan keberadaan Sistem
informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).

Hasil pemeriksaan menylmpulkan masibh ferdapat permasalahan
yang apabila tidak sezera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas
pelayanan kesehatan, antara lain:

e Jlumlah utang jangka pendek melebihi ketertuan sehingga kinerja
pengelolaan keuangan RESUD AA belum cptimal mendukung pelayanan
Rawat Inap dan Farmasi. Utang jangka pendek pada tahun 2022 dan
2023 (semester |) telah melampaui batas maksimal masing-masing
16,85% dan 49,23% dari yang ditetapkan oleh Gubernur yaitu tidak
melebihi 15% dari jumizh pandapatan BLUD rurmah sakit di luar APBD,
APEN, dan hibah terikat. Akibainys, pengelolaan keuangan RSUD
A4 belum aptimal dalam mendukung pelayanan kesshatan kepada
pasien; dan

e Penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya (KMKB) belumoptimal.
Hal inj terlihat dari belum optimainya perencanaan dan strategi terkait
KMEB dan pelaksanaan kegiatan KMKE. 5elain itu, pelaksanaan tugas
dan fungsi TEKMEKB Juga belum memadai. Akibatnya, penyelenggaraan
kendall mutu dan kendali blaya belum optimal mendukung pemberian
pelayanan kesehatan yang bermutu dan efisien;
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BPK merekomendasikan Gubernur agar memerintahkan Direktur RSUD
A4 untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

® Nengevaluasi pelampauan batas maksimal 15% pada utang jangka
pendek dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan;

o Menginstruksikan TEMKB untuk melakukan analisa data klaim, obat
dlan bahan habis pakal [BHP}, dan analisa keuangan.

Hasil pemeriksaan kinerjz atas efekiivitas pelayanan rawat Inap dan
farmasi RSUD AA tghun 2022 s.d. 2023 (semester || mengungkapkan 11
temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefekiifan.

Hineria Rumah Sakit Jiwa

PEMERIKS&AAN kinerja atas Rumah Sakit Jiwa (RS} tahun 2022 5.4, 2023
(semester |} dilaksariakan pads RSl Tampan di Pekanbaru dan instansi
terkait lainnya.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 32 - akses
dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya KP 5, yaitu penguatan sistem
kesehatan dan POM. Pemerlksaan inl dilakukan sebagal upaya BPK
mendaorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-3 terutama pada targat
3.7, yaitu mencapal cakupan kesehatan unjversal, termasuk e
perlindungan risike keuangan, akses terhadap pelayanan el
kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat _W\'
obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan
terjanzkay bagi semua orang.

RSl Tampan ielah melakukan upaya dalam kegiatan pengelolaan
pelayanan kesshaian, antara lain seluruh dokter dan perawat yang
bertugas di pelayanan rawat inap dan seluruh S0M pada instalasi farmasi
telah memiliki Surat Tanda Registrasi (5TR) dan Surat izin Prakiik [5IFP]
yang berlaku, dan RSJ Tampan telah mensctapkan kebijakan/pedoman
pengelolaan perbekalan farmasi

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masin ierdapat permasalahan yang
dapat mamengaruhi efekiivitas pelayanan kesehatan RS Tampan, antara
lain:

e Pepanganan rehabllitasi sosial pasien orang dengan gangguan jiwa
(ODG!) belum optimal dimana Pemprov Riau belum membentuk tim
pengarah/pelaksana kesshatan jiwa masyarakat {TPKIM), dan Dinas
Sosial Provinsi Riau belum optimal dalam menanganl 124 pasien
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inventaris. Pasien inventaris adalah pasien yang secars medis sudah
dinyatakan sehat oleh dokier penanggung jawab pelayanan (DPIP)
dengan masa rawat 180 harl namun belum bisa dipulangkan dengan
beberapa alasan. Akibatnya, penanganan pasien ODG) yang iesiah
sembuh tidak optimal dan RSJ Tampan melaksanakan kegiatan yang
tidak sesuai dengan tugas dan fungsi rehabilitasi medis untuk pasien
ODGEL

o Tugas dan fungsi struktur organisasi RS} Tampan belum sepenuhinya
memadai. Tugas, fungsi, dan wewenang Dirextur RS! Tampan belum
tertuang secara sksplisit dalam peraturan gubernur yang mengatur
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan belum adanya
rencanastraiegis RS Tampan. Hal infmengakibatkan tidak maksimalnya
kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit kepada pasien dan berisiko
tidak memenuhi indikator mutu dan 5PM.

EPK merekomendasikan Gubernur Riau agar:

o Membentuk TPEIM Provinsi Riau dan memerintahkan Kepala Dinas
Sosial berkoordinasi dengan Direktur RSI Tampan untuk mengatur
mekanisme pemindahan pasien ODG) terlantar yang sudah sembuh
atau diperbalehkan rawsat jalan dari RS Tampan ke Linit Pelaksana
Teknis (LPT) Bina Laras dan Dinas Sosial Provinsi lain;

o Memerintahkan Direktur RS). Tampan memyusun revisi Pergub Nomor
21 Tahun 2022 terkait tugas, fungsi dan wewenang Direkiur dan
menyusun renstra BLUD selanjutnya menetapkannya dalam bentuk
Peraturan Gubernur,

Hasil pemeriksaan kinerja RS Tampan tahun 2022 s.d. 2023 {semester
I} di Pekanbaru dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 7 temuan
yang memuat 9 permasalzhan ketidakefekffan dan 1 permasalzhan
kefidakpatuhan sebesar Rp335,87 juta.

PeNguaian infrasirokiur

PADA semester || fahun 2023 BPK felah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas 35 obrik pada pemda dengan tema penguatan
infrastruktur.
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Penvelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan
Kualitas Jalan

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas upaya pemda dalam
penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan
tahun 2021 s.d. trivwulan 11l 2023 dilaksanakan pada 33 objek pemeriksaan
yang terdiri atas 11 pemerintah provinsi, 20 pemerintah kabupaten, dan 2
pemerintah kola beserta instansi terkait lainnya. Uraian secara terperinci
dapat dilihat pada Gombar 2, 1L

Operasional Perusahaan Umum Daerah

PEMERIKSAAN kinerja aias operasional Perusahaan Umum Daerah
(Perumda) Air Minum tahun 2021 sd. semester | 2023 dilaksanakan
ierhadap 2 objek pemeriksaan pada 2 pemda yaitu Perumda Air Minum
Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dan Perusahaan Umum Dasrah Air
Minumt [Perumdam) Tirta Satria Kabupaten Banyumas.

Pemeriksaan ni dilakukan untuk mengawal pelaksansan PP 1 -
infrastrukiur pelayanan dasar khususnya KP 2, yaitu penyediaan akses
air minum dan sanitasi layak dan aman. Pemeriksaan Inl juga ditakukan
sebagal upaya BPK mendorongz pemerintah dalam mencapai
TPB ke-& terutama target 6.1, yaitu pada tahun 2030,
mencapal akses universal dan merata terhadap air minum
yang aman dan farjangkau bagi semusa.

Perumda ‘Alr Minum telah melakukan upaya dalam penyediaan air
minum dan peningkatan kKinerja operasional Perumda Air Minum, di
antaranya:

e Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang telah
memenuhi kewajiban kontribusi kepada desa pemilik Iokasi sumber aiy,
melaksanakan pengujian kuslitas airsecara internal pada laboratorium
Perumda Air Minum dan laboratorium eksternal, dan menetapkan
perencanzan bisnis yang mendukung pencapaian target cakupan
layanan air minum; dan

o Perumdam Tirta Satria Kabupaten Banyurnas telah mensatapkan tarif air
minum yang memenuhi biaya pemulihan/full cost recovery (FCR) serta
menetapkan sistem tunjangan berdasarkan capalan key performance
indicator {KPI).
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GAMBAR 2.1
EFEKTIVITAS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN
KUANTITAS DAN KUALITAS JALAN

BPK telzh melskukan pameriksaan kinerjs stas efelitivitas upaye pemerintzh dasrzh (pemda)
daizm penyslenggaraan jslan untuk meningkatksn kuantitss dan kualitas jzlan TA 2021 =.d Triwulan
Il 2023 padz 33 cbjek pemeriksaan yang terdiri atas 11 (33.3%) pemerintah provinsi, 20 [60.65%)
pemerintah ksbupaten, dan 2 (6,13%) pemerintah kots beserta Instansi terkait i3inhya yang secara
rinci dapat dilikat psds Tabsl 2.1.

Tabel 2.1. Daftar Obhjek Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pemda dalam Penyelenggaraan
lalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas lalan TA 2021 s.d Triwulan 11l 2023
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Pemerikzaan ini dilakukan =ebigal upays BPEK mendorong pemerintab dzlam
mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPE yaitu tujuan ke-8 terutama
target ke-9.1 yaitu mengembangksn infrastruktur vang berkualitas, -andal,
berkelanjutan’dan tangguh, termasuk Infrastruktur reglonal dan lintas batas, untuk

mendukung pembangunan ekonomi dan kesejshtersan manusis, dengzan fokus
pada zksez yang terjangkau dan meratz bagl semoz. Pemeriksaan jni juge dilakukan untuk
mendukung Prioritas Nasionz! (PN} 5 yaitu pengustan Infrastruktur, Program Priortas (PP) 2 yaitu
Infraztruktur ekonomil, khuzusnya Kegiatan Prioritas (KP) 1 yaitu konekbvitas jalan.

Pemerintah tefah melakuksn upays dalam penyetenggaraan jalan untuk meningkatkan kuanbtas
dzn kualitas jalan, di antaranys:

- -
Memyusisn dan i Manyuzun program geEnanganan jaringzan [3lan besaria rencans tngkat it
MErsncEnakan kineria yang sken diczpsi dan perkitasn bigya yang diperukan dalam
pembanguren dan/atau Rencanz Pembangunan lzngks Menengah Dzersh (REIMD), Rencanz
oreseryasd jelan vang ¥eria Pamerintai: Daerah (REPD), Anggaran Pendapatan dan Befanja

O mencEup censtanan Deerzn [APED) dan Dokumen Pelzksanasn Anggaran (DPAL Sslain itu,
targst kinerja sems kebijgksn-kebizkan tarksit pengsturan dan permbinaan jslzn maialul
DEriTaan oiEys yeng Feraturar Deeran (Pecds! tarksit Sencans Tats Rusng Witsyan (RTRW)
diparuian secars memadai kun‘.‘u': Pembangunan infrastruktur Berkeiznjutan telsh ditstepian g

L v,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bzhwa pemds harus melskukan perbaixan atas permassizhan
yang szecars signifikan ‘memengasruhi efektivitas . penyvelenggaraan jalan untuk meningkatksn
kuantitas-dan kusiitas jelan. Permassiahan tersebut antars laim

Oizizm hal pengsturen penyelenzgarean @lan, pemds belum mensmpan mengusulk=r
Fungsi jalan dan k=tas [zlznyang merupakan dokomen dazar antuk perancanszn
penyeisnggarean @lan. Ssbanyak 10 dar 11 (81%) pemennm@h provins yang digji pedk
belum menetapkan ruas-ruas j2lan menurut fungsi dan kelas [glan dengan keputusan
Eurbernur, Bard 22 {100%) pemerintsh kabopsten, kots yang dilzkokan wji pstk,
zeluruhnyza belum mengusulkEn penstapen fungsi jglan dan menetepkan k=las j=lan

Akibatnys, fungs dan kelas jalan belum dapat digunakan sebagal dasar perencanaan
pembangunzn dan preservasi j2lan, pembatssan pemanfaatan jslan belum dapat
| ‘diterapkan, dan meningkstnya risiko kerusakan jalan.

e R

Rekomendasi

BPK merskomendasikan
Eepala Daerzh agar

menyusun dan
menetapkan/mengusul-
kan fungsi jalan dan
keizs jalan sebagsi daszar
untuk perencanazn
penyelengaraan [zlan.




D=iam hal pembinzan penyslanggaraan jzian, pemda belum menyusun pedoman
dan standar tekniz penyeienggsrsan jalan yang meniadi acuan untuk melzkulan
pembsngunan dan presarvas’ jalan sebagsimans dmyatskan dalam Persturan
Pemarintsh Nomar 34 Tehun 2006 tentang Jalan. Deiam ketentuan tersebut
fij=iaskan behwa penyumingn dan penstepan norms, st=ndar, kriveriz, dan
pedoman penyelsnggarssn j2izn merupakan s3izh =3ty bentak dan kegistan
pembingan pemyelengearsan jglan Dard 33 Pemds yang diu)l pedk, terdapat 30
{80 9%} Pemds belum meryusun dan menstspean pedoman dan standar tekmis,
vang terdini dari 10 {33 3%) pemerintan grovinss, 18{50%) pemerintah
kzbupsten, dan 2 (6,7%) nemerintzh ot

Akzbatnya ndsk sda acusn Bagl pemda untuk melaksanakan pembangunan dan
preservasi jzlan sesusi dengesn kerskberistib wilaysh dan kebutuhan daerah.

Oizlam hizl pembangunan jalan, kemantspan j2izn pads oorun waktu 2021,
2022 dan 2023 sshanysk 473 [3lan datam kondis rata-reta balk sedangkan
zizanya sebamyak 53% [zlan dafam kondis| sedang/rosak ringan/russk berat
Hal tersebut menunukiEn masin-banyak ruas jalan yang memoutuhksn
anggsr=n bessr untuk perbaikan st=U penangenan. Permazaianan yeng terad
artara lsin:

1 Sslurubpemds yang didji petik belum meanyusun den mensapkan
Dedoman penentusn prioritas pensnganan/cemantanan jzizn

2 Pemda.ysng didji petik pads kumn w2021 2092, den 2023 belum
memenuhi tarest mandatory spending belanjz infrastnstor dengan
peErincizn sebanysi 553 pemds (2021), 91% pernda {2022), dan 34%
pemds {3023} Pads periode yangzama, pemds yang mamilikd
kemampuan fickal yang rendahfsangst rendah adalain 44% perndz (3021},
50% pemda (202 1_,, dan53% oemids [ H123). DI =is =in, terdepst pemda
yang manganggarksn belanjs psgawai melebini kerentuan UL Nomor L
tzhun 2022 (z=besar T-EF.{ dari total belanjz AFBD) yaitu s==banysk 7354
pemds (2022), dan 54% pemda {2023),

Alibatnya, penanganan jalen odak berdasarkan kondisi kemantapsn jslan
dan pemenuhan tmrget mondotory spending belanja infrastruktur masih
sulfit dicapai oleh pemda.

|J

&
Rekomendasi

EPK merekomendasikan Kepala
Dsersh agar manyusun dan
menetapkan pedoman dan
=tandar teknis penyslenggaraan
jalan s=bagai acuan untuk
meelzkukan pembangunan dan
presernvasi jalan.

1]
Rekomendasi

BPK merekomendasikan Kepalz
Ciaersh agar menyusun dan
meanerapkan pedoman peneniuan
prioritas pensnganan/ pemanizpan
jalan serta melakukan penyelarasan
proporsi angearan belznjz dan
berkoordinasi dengzn Kemendagr
dalam rangka pemenuhan targat

mondotory spending belanja
infrastruktur.

o =

Hasll pemerikssan tersebut
mengungkapkan 280 temuan yang
memuat 304 permasalzhan
ketidakefektifan. Selzin itu terdapat
7 permas=alahan kerugian senilai
Rpl 17431 juta, 2 permasalahan
potensi kerugian kerugizan senilai
Rp2EE.17 juts, dan 2 permaszlahan
kekurangan penenmazn =enilsi
Rpl33. 31 jute. Atas temuan
tersebut, terdapat penyetoran
senilai ApB5,45:juta;



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan
yang dapat memengaruhi secara signifikan efekbivitas kinerja operasional
Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang dan Perumdam
Tirta Satria Kabupaten Banyumas, antara lain:

& Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang

» Perumda belum memenuhl kewajiban  perizinan, ewvaluasi,
pengamanan, dan konservasi sumber air baku pada kegiatan
pengeiolaan air baku. Akibatnya, terdapat risikc pencabutan
pengusahaan sumber daya air (SDA) yang telah habis masa
beriakunya, seria risiko menurunnya kualitas dan debit air dar unit
air baku yang dimiliki Perumda;

b Perumda belum maksimal mengendalikan kehilangan air. Pemetaan
risiko fingkat kebocoran per jaringan distribusi dan skala prioritas
penanganan kehilangzan air belum disusun, strategi dan tahapan
pengendalian kehilangan air belum dilakukan, serta belum semua
kejadian penanganan kebocoran dicatat/dilaporkan. Akibatnya,
Perumda belum dapat menetapkan strategl yang tepat dalam
menakan kehilangan alr berdasarkan data penysbab kehilangan
air per jaringan distribusi dan belum dapst menghitung tingkat
kehilangan air secara akurati;

» Perumda belum menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
pada pengadaan barang/jasa dan penggunaan laba dalam upaya
peningkatan kinerja. Akibainya, indikasi kecurangan dalam proses
pengadaan barang/jasa tidak terdeteksi sejak dini dan tidak segera
ditangani serta reallsasi laba usaha belum digricritaskan untuk
pengembangan usaha Perumida,

e Perumdam Tirta Sairia Kabupaien Banyumas

» Perumdam belum menetapkan tarif air sesuai golongan pelangzan
secara tepat. Akibatnya, Perumdam kehilangan polensi penerimaan
gtas kesalahan klasifikasl golongan.

b Pengelolsan keuangan belum mendukung upayz peningkatan
kinerja perusahaan dimana terdapat pemberian bantuan keuangan
yang tidak memiliki dasar hukum, program Imbalan pasca kerja
tidak sesuai kemampuan perusahaan, dan pembayarantantiemdan
bonus kinerja yang fidak sesual ketentuan, Permasalahan tersebut
mengakibatkan pemborosan atas belanja bantuan keuangan,
program pensiun dan pesangen ganda, serta bonus dan tantiem
kinerja yang seharusnya tdak diberikan,
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BFK merekomendasikan Kepala Daerah dan Direksi agar melakukan
perpaikan antara lain:

® Bupati Mageiang agar memerintahkan Direktur Perumda 4ir Minum
Tirta Gemilang Kabupaten Magelang supaya:

b Menstapkan fungsi pelayanan dan bantuan hukum pada SOTK
Perumda untuk mendukung pengurusan Surat 1zin Pengamibilan &ir
(S1PA), menyelesaikan kewajiban Pajak Air Bawah Tanah [PABT], dan
optimalisas! upaya kenservasi sumber air baku.

b Memutakhirkan peta jaringan dalam geegraphic information
system (GiS), menetapkan farget pembentukan disirict meter
area (DMA) dan water uiility control (WUC) beserta evaluasinya,
serta menginstruksikan Kepala Unit/Sub Unit Pelayanan untuk
melaporkan penanganan kebocoran melalui dynamic domain name
system (DDNS) secara tertib,

b Merevisi pedoman pelaksanaan pekarjaan, baik swakslola maupun
melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait pengadaan barang/jasa; serta menginstruksikan
Kepala Satuan Pengawas Internal [SPI) untuk merencanakan dan
menerapkan good corporate govemance (GCG) pada Perumda.

® Direksi Perumdam Tirts 5atria Kabupaten Banyumas agarn:

b Memeriniahkah manajer cabang untuk mengevaluas| konsistens!
penetapan golongan pelanggan untuk selanjuinya dilakukan
reklasifikasisesuai dengan 5K Direktur.

b Menghitung kemball nitai bantuan keuangan sesual kemampuan
perusahaan, merevisi SK Direksi tentang perhitungan penghasilan
dasar pensiun (PRDP), dan menghentikan pembayaran tantiam dan
bonus kinerja yang dihitung dari hasil evaluasi kinerja Perumdam
Tirta-5atria.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan operasional Perumda Alr
Minum tahun 2021 s.d. semester | 2023 mengungkapkan 16 temuan
yang memuat 19 permasalahan ketdakefektifan dan 1 permasaizhan
kefidakpatuhan sebesar Rpl,38 miliar.
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Pembangunan LIngkungan Higup

PADA semester || fahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinefja atss duz obrik pada pemda dengan tema
pembangunan lingkungan hidup.

Program Pengendalian Banjir

PEMERIKSAAN kinerja atas pengendalian banjir tahun 2021 - trivwulan
Il tahun 2023 difaksanakan pada Pemkot Samarinda dan instansi terkait
lainnya di Samarinda.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 2 -
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan kiim, khususnya KP
1, yaitu penanggulangan bencana. ‘Pemeriksaan ini jugs 13 fusen

LTV T

dilskukan sebagal upaya BPK mendorong pemerintah dalam
mencapal TPB ke-13, khususnyatarget 13.1, yaitu memperkuat @
kapasitas ketashanan dan adaptasi terhadap bahays terkait
iklim dan bencana alam di semua negara.

Pemkot Samarinda telah melakukan upaya untuk meningkatkan
sfekiivitas pengendalian banjir, antara lain: 1) pengaturan tata guna lahan
dengan pelaksanaan penataan ruang; dan 2| operas| dan pemeliharaan
pada sisiem jaringan drainase primer, sexunder, dan tersier,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan apabila permasalahan terkait dengan
pengendalian Banjir fidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi
efeklivitas pengendalian banjir oleh Pemict Samarinda, antara lain:

e Upaya pengendalian banjir belum didukung dengan pelaksanaan
penataan ruang yang memadai, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah
(RATRW) Fkota Samarinda belum secara lengikap memuat strukiur
ruang sistem drainase dan pola ruang berupa badan air dan Ruang
Terbuka Hijau (RTH), pemenuhan luas ruang terbuka hijau belum
dilaksanakan sesual dengan RTRW, dan pemanfaatan ruang belum
memiliki kesesualan kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), serta usaha
perumahan belum dilengkapi persetujuan rencana tapak (site plan).
Bkibatnya, Pemkot Samarinda belum dapat meminimalkan debit
banjir, karena RTH belum mencapai target RTRW,
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s Pengawasan atas pengelolaan lingkungan terkait pengendalian
banjir belum dilaksanakan secara tertib, yaifu usaha perumahan
dan pematangan lahan belum dilengkapl persetujuan lingkungan
serta pembinaan dan pengawasan atas persetujuan lingkungan dan
penerbitan izin pematangan lahan [IPL) belum tertib. Akibatnya, debit
limpasan air hujan dan erosi tanah meningkat, sehingga menambah
beban saluran drainase perkotsan yang menjadi falkdor penyebab
terjadinya banjir.

BPK merexomendasikan kepada Wal Kota 3amarinda agar:

e Berkomitmen memasukkan program penambahan luasan RTH publik
maupun penetapan tanah swasta menjadi RTH privat pada dokumen
RPIMD tahun 2021-2026 dan menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan pengendalian dan
pengawasan secara rutin terhadap pemanfaatan ruang dan KKPR,
serta menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman [DPEP] melaksanakan pengawasan dan pemantauan
kesesuaian pelaksanaan kewajiban perumahan dengan site plan yang
sudah disetujui dan melaksanakan pengujian perhitungan RTH pada
rencana tapak sebelum disetujui.

e Menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaksanakan
pembinaan terhadap usaha perumahan dan kegiatan pematangan
lahan serta memedomani persetujuan lingkungan sebagal acuan dalam
melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha perumahan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengendalian banjir mengungkapkan 6
temuan yang memuat § permasalahan ketdakefektifan.

Penanggulangan Bencana Gempa Bumi

PEMERIKSAAM kinerja atas efektivitas penangzulangan bencana zempa
bumi dalam masa tangsap darurai dan transisi darurat ke pemulihan
tahun 2022 s.d. triwulan Il tahun 2023 dilaksanakan pada Pembkab Cianjur
dan instansi tarkait lainnya.

Pemeriksaan inl dilakukan uniuk mengawal pelaksanaan PP 2 -
meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, khususnys ¥KP 1,
vaitu penanggulangan bancana. Pemeriksazn inl juga dilskukan s=bagai
upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPE ke-11
terutama target 11.4, yaitu mengurangi jJumlah kematian dan
jumiah orang terdampak, dan secara substansial mengurang
kerugian ekonomi relatif terhadap Produk Domestik Bruio
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[PDB] global yang disebabkan oleh bencapa, fermasuk bencana yang
berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan
orang-orang dalam situasi rentan.

Pemkal Cianjur telah melakukan upaya dalam rapgka penguaian
kebijakan dan pelaksanaan penanganan darurat bencana gempa bumi
pada masa tangzap darurat dan transisl darurat ke pemuliban, antara lain:

o Nenetapkan siatus keadaan darurat bencana gampa bumi.
o Membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.

Basil pemeriksaan menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan
bencana gempa bumi dalam masa tanggap darurat dan transisi darurat
ke pemulihan di Kabupaten Canjur belum sepenuhnya dapat memenuhi
kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat
terdampak bencana gempa bumi, Hal tersebut ditunjukkan oleh
permasaiahan antara lain:

e Pemkab Cianjur belum menetapkan kebijakan manajemen logisiik
dan pelayanan kesehatan secara memadaj. Di antaranya mekanisme
pengendalian bantuan logistik yang disalurkan langsung oleh pemberi
bantuan kepada korban bencana/pengungsi belum ditetapkan,
Pada masa tanggap darurai, pemberi bantuan dapat langsung
mendistribusikan bantuannya kepada korban bencana/pengungsi
tanpa melalul mekanisme pencatatan dan pengarahan dari Pos
Komando sebagal bentuk peangendalian. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah [BPBD) juga fidak memiliki data bantuan yang diberikan
langsung masyarakat/donatur kepada korban bencana/pengungsi.
Selain itu, mekanisme pemberian pelayanan kesshatan gratis bagi
karban bencana/pengungsi belum mengatur jenis penyakit yvang dapat
diberikan pelayanan gratis. Hal ini mengakibatkan pendistribusian
logistik dan pemhberian pelayanan kesehatan grafis kepada korban
bencana gempa bumi berpotensi Tdak tepat.

e Pamberian bantuan stimulan parbaikan rumah rusak dan santunan
korban jiwa serta relokasi masyarakat darl zona merah belum memadai
untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar dan periindungan
kepada masyarakat. Permasalahan yang terjadi yaitu; 1) pemberian
bantuan stimulan perbaikan rumah rusak dan santunan kerban jiwa
tidak memadai yang di antaranya terdapat 355 orang dinyatakan tdak
masuk kriteria kerusakan tetapi menerima bantuan simulan; 2| Bupat
Cianjur belum mengatur zonasi daerah rawan bencana gempa bumi
yvang di antaranya penetapan daerah terlarang untuk permukiman
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{zona merah); dan 3] Pemkab Cianjur belum optimal menyosialisasikan
zona terlarang untuk permukiman {zona merah) sebagai larangan
tempat finggal kepads masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan
pemberian bantuan stmulan perbalkan rumah rusak kepada
masyarakat terindikasi fdak tepat sasaran, belum disalurkan sehingzga
terlambat dan belum dapat segera dimanfaatkan, serta perlindungan
kepada masyarakat yang tingeal/beraktivitas di zona terlarang {zona
merah) belum mamadai.

BPK merexomendasikan kepada Bupat Cianjur antara lain agar;

e NMenginstruksikan Kepala Pelaksana BPED menstapkan pedoman/
mekanisme terkait penerimaan dan penyaluran logistik vang menjamin
pemerataan seria mengatur pengendalian bantuan yang disalurkan
langsung dan menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan memperbaiki
petunjuk teknis klaim biaya perawatan korban bencana alam zempa
bumi dengan mengatur kriteria jenis panyakit yang dapat dilayani,

¢ Nempertanggungjawsbkan penyaluran bantuan stimulan perbaikan
rumah rusak dengan melaporkan kepada Kepala Badan Masional
Penanggulangan Bencana (BNPB) atas permasalahan yang terjadi
dalam penyaluran bantuan siimulan secara lengkap dan transparan dan
menginsiruksikan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
|Perkinm) segara mengusulkan regulasi terkait peta bahaya bencana
semga bumi, termasuk 2ona terlarang untuk tempat tinggal sesuai
rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
untuk ditetapkan oleh Bupati Cianjur.

Hasil pemeriksaan kinerja atas sfekbvitas penanggulangan bencans
gempa bumi dalam masa tanggap darurat dan fransisi darurat ke
pemulihan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan
ketdakefextifan,

Pengualan Siabililas Polnukhankam tan Transiormasi
Pelayanan PUDIIK

PADA semester || tahun 2023 BPK telah menyampaikan hasil
pemeriksaan kinerja atas 17 obrik pada pemda dengan tema penguatan
stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
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Pengeloiaan BIMD

PEMERIKSAAN kinerja atas pengeloiaan barang millk daerah (BMD)
dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 - reformasi birokrasi dan
tata kelola, khususnya KP 3, yaitu penataan kelembagaan dan proses
bisnis. Pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mendorong 16
pemerintah dalam mencapai TPB ke-16terutama target 16.5
yaitu mengembangkan lembaga yang sfektf, akuntabel, dan
transparan di semua tngkat.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolazan BMD dilakukan pada 5 pemda
yaitu Pemprov Papua Barat, Pemprov Papua, Pemkab Kepulauan Yapen
dan Pemkab Supioridi Provinsi Papua, dan Pemkab Sabu Raijua di Provinsi
NTT.

Hasil pemeariksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemda dalam
pengeloladgn BMD, antara lain:

e Pemprov Papua Barat telah menstapkan Peraturan Daersh Provinsi
Papua Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah dan Pengurus Barang Pengguna pads tahun 2022
dan 2023.

o Pemprov Papua ielah melakukan inventarisasi BMD yang akan
diserahkan kepada Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah
dan Provins) Papua Selatan, melakukan serah terima aset kepada
Provinsi Papua Tengah, serta menyimpan dokumen administrasi BMD
yang akan dizershkan pada brankas di ruang bidang pengelolaan aset
daerah dan safe deposit box (SDB) di Bank Papua.

o Pamkab Kepulauan Yapen telah melaksanakan persiapan pengadaan
barang dan jasa mezlalul panyediz dengan melengkapt dokumen
pengadaan yang meliput penetapan harga perkiraan sendiri (HPS),
rancangan kontrak atau surat perintah kerja [SPK) dan spesifikasiteknis.

e Pemkab Supiorn telah menstapkan Pefaturan Bupati Nomor 25 Tahun
2019 tentang Pengeloiaan BMD yang telah mengatur seluruh aspek
pengelolaan BMD.

e Pemkab Sabu Raijua telah menjalin kerjasama dengan BPKP Parwakiian
Provinsi NTT sejak tahun 2010 dan telah menggunakan aplikasi sistem
infermasi manajemen dasrah (Simda) BMD versi terbaru.
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Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa;

e Pemproy Papua Barat belum secara memadal menyusun keranglha
regulasi, rencana dan perangkat yanz memenuhl persyaratan untuk
memasikan tercapainya tujuan pengelolaan aset. Pemprov Papua
Baral juga perlu memperhatikan kelemahan dalam pencatatan,
penzamanan, dan gengendalian aset vang dapat berdampak signifikan
pada kepemilikan olzh atau status aset pemerintah dasrah,

s Pemprov Papua cukup efektif dalam melakukan pengelolaan BMD.

e Pemkab Kepulauan Yapen dan Pemkab Supion kurang efekdf dalam
melakukan pengeiclaan BMD.

® Pada Pemkab Sabu Raijua masih ditemukan adanya permasalahan-
permasalahan signifikan dalam kegiatan penatausahaan, pengamanan,
dan pemanfaatan BMD.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 352 femuan yang memuat
permasalahan, antara lain:

® Pemproy Papua Barat belum sepenuhinya menyusun daftar asst
yang akan dipindahtangankan secara andal dan akurai, Aset fetap
yang tercatat dalam dafiar aset yang akan dipindahtangankan tidak
dapat ditelusuri pada data kartu inventaris barang (KIB) dan Pemprov
Papua Barat belum melakukan inventarisasi fisik aset yang akan
dipindahtangankan. Akibatnya, nilal aset yang akan dipindahtangankan
fidak menunjukkan nital yang sebenarnya.

¢ Pemprov Papua belum sepenuhnya melakukan pembukuan atas BMD
vangz akan diserahkan secara memadal. Dl antaranya nilai akumulas
dan nilal buku belum dicatat dalam daftar BMD yang akan diserahkan
dan register aset belum dilengkapi informasi yang memadai terkait
bukti kepemilikan, luasan, dan lokasi. Akibatnya pembukuan BMD
belum memiberikan dukungan informasi yang andal guna pengambilan
keputusan terkait penghapusan dan penyerahan BMD ke Provins
Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papus Selatan,

o Pemkab Kepulauan Yapen dalam perencanaan pengadasn BMD
tidak memerhatikan BMD yang sda dan tidak sesual dengan rencana
pads dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta belum melakukan
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pengujian aias keiepatan kualitas pekerjaan fisik sebagal dasar
pembayaran. Akibatnya. terdapat risiko kerugian atas pekerjaan
pembangunan jalan yang tidak mamenuhi prinsip berbasiz kebutuhan
dan tanpa dukungan kajian perencanaan teknis yang memadal dan
andal serta risiko kerugian atas hasll pekerjaan pembangunan jalan
yang tidak memenuhi kualitas sesuai spesifikasi ieknisnya,

® Pemkab Supiori belum menyampaikan laporan hasil pengadaan BMD
dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daesrah (SKPD) terkalt kepads
Bupat untuk ditetapkan melalui SK Bupati. Akibatnya terdapat risiko
kehilangan dan masalah hukum dalam penggunaan atau pemanfaaian
atas BMD SKPD yang tidak pernah dilaporkan kepada Bupati.

e Pemkal Sabu Raijua belum menatausahakan BMD secara memadal,
di antaranya terdapat pencatatan lebih dari satu kali dan/atau belum
lengkap dalam KIB, pencaiastan atas BMD yang belum seluruhnya
diketahui keberadaannya, kesalahan kiasifikasi pencatatan, pencatatan
ss=t gedung dalam KIB bernilai tidak wajar, serta terdapat kegiatan
perencanaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan yangz  belum
diatribusikan ke aset induk. Akibatnya, aset tanah, peralatan dan
mesin, serta jalan dan Irigasi yang belum tercatat atau kurang dalam
KIB berpotensi hilang atau disalahgunakan; dan kegiatan-kegiatan yang
belum dikapitalisasi/diatribusi ke aset induknya membuat perhitunzan
beban penyusutan dan nilai akumulasi penyusutan Gdak akurat,

BPK merekomendasikan para Gubernur dan Bupal agar:

e Gubemur Papua Barat agar memerintahkan Kepala SKPD terkait
untuk melakukan verifikasi dan mengajukan usul daftar aset yang
akan dipindahtangankan dengan dilengkapi informasi yang andal dan
akurat;

e Gubemur Papuzs agar memerintahkan Kepalz Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Dasrah (BPKAD| selaku Pejabat Penatausahaan
Barang dan kepala SKPD selaku Pengguna Barang melakukan koordinasi
dan rekonsiliasi terkait pencatatan, pembukuan, inventarizasi dan
pelaporan BMD yang akan diserahkan kepada Daerah Otonom Baru
(DOB) secara lengkap dan informatf;
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o Bupall Kepulauan Yapen agar melakukan evaluasi kembali terhadap
perencanaan (termasuk proses fender) dan pelaksanaan pekarjaan
konstruksi [alan DAK Fisik TA 2023 yang mengalami perubahan desain
dari DPA yang telah disetujui/disepakati oleh Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah [DPRD} dengan mempertimbangkan dan mendasarkan
kepada hasil kajian perencanaan teknis dari pihak berwenang dan/atau
berkompeisn serta memperombangkan dan mendasarkan kepada
hasil pengujian kualitas yang mutakhir dari pinak berwenang dan/atau
berkompsten;

o Bupzafi Supiori agar menginstruksikan para Kepala SKPD selaku
Pengguna Barang untuk menyusun dan menyampaikan lagoran hasil
pengadaan BMD bulanan, semesteran, dan tahunan kepada Bupab
melalui Sekretariz Dasrah selaku Pengelola Barang;

e Bupst Sabu Raijus agar memearintahkan Sekretaris Daerah sebagal
Pengelola Barang untuk melakukan inventarisasi Aset Tanah, Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Irigasi terkait denhzan
keberadaan, |luasan, penilaian, dan dokumen sumber pencataian,
serta hasilnya digunakan untuk pembaruan data Aset Tanah, Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jalan dan Irigasi pada aplikasi
Simda BMD.

Hasll pemeriksaan atas efeldivitas pengalolaan BMD mengungkapkan
52 temuan yang memuat 62 permasalahan ketidakefektfan.

Pengelolaan Asel yang Bersumber dari Dana Keislimewaan

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas pengelolsan aset tetap yang
bersumber dari dana kejsimewaan dilaksanakan pada Pemenntah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi terkait lainnya di Yogyakaris,
Sieman, Bantul, Wates, dan Wonosari,

Pemeriksaanini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP &-reformasi
birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 3, yaitu penataan kelembagaan
e (120 proses bishis. Pemerikszan Ini juga dilakukan sebagal
16 b=l paya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-

’!; 16 terutama targset 16.5 yaltu mengembangkan lembaga yang
efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat,
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Pemda DIY telah melakukan upaya dan capaian dalam kegiaian
penzelolaan aset tetap yang bersumber dari dana keistimewasan, di
antaranya:

e OCrganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda DIY telah menyusun rencana
kebutuhan barang milik dasrah (RKBMDO) melalui proses penelaahan
secara barjenjang yang selaras dan sesual dengan mekanisme:

e |nspektorat telah menganggarkan dan merealisasikan  kegiatan
pengawasan setiap tahun melalul program kerja pengawasan tahunan
(PKPT), dan telah melakukan pengawasan fisik atas aset tetap yang
bersumber dari dana keistimawaan.

Rasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang
dapat memengaruhi efekiivitas pangelolaan azet tetap yang bersumber
darj dana keistimewaan. Permasalahan tersebut antara iain:

o Usulan kebutuhan aset tetap dari masing-masing OPD belum disertal
dengan rencana daftar pengzuna dan lokasi penempatan aset tetap.
Pemda DIY telah menetapkan Perda DIY Nomaor 6 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Surat Edaran Gubernur Nomor.
020/4254 tanggal 10 Agril 2023 perihal Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah. Namun demikian, kedua peraturan tersebut belum
sepenuhnya mengatur pengelolaan perencanaan kebutuhan BMD
yang bersumber dari dana keistimewaan, Akibatnya pengadaan BMD
berisike tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ditetapkan di
dalam RKBMD dan KiB/Laporan BMD menjadi kurang informatif.

e Proses pencatatan aset tetap yang bersumber dari dana kelstmewaan
pada KiB serta laporan yang dihasilkan belum sepenuchnya lengkap
dan mutakhir Permasalahan yang terjadi antara lain adanys
kesalzshan pencaiatan aset tetsp yang bersumber darl dana
keistimewaan pada KIB TA 2019 s.d. 2023 (semester |), aset tetap
dana keistimewaan tidak dapat diketahui keberadaannya/ditelusuri
keberadaannys dan jumiahnya, dan terdapat kesalahan penganggaran
dan pengklasifikasian mata anggaran belanja aias aset tetap yang
bersumber dari dana keistimewaan. Akibatnya penyajian aset tetap
yang berasal dari perolehan dana kelstimewaan belum mutakhir dan
belum mengzambarkan kondisi sebenarmya, dan aset istap berpoiensi
hilang atau disalahgunakan.
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BPK merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkam

e Sekretaris Daerah Pemda DIY selaku Pengelola Barang, Kepala Badan
Pengelols Keuangan dan Aset (BPKA) seizku Pejabat Penatausahaan
Barang dan Kepala OPD selaku Pengguna Barang untuk memedomani
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Penelaghan REEMD dalam menyusun usulan
kebutuhan aset tetap yaknl disartai dengan rencana daffar pengzuna
dan lokasi penampatan aset tetap.

e OPDiterkait untuk memperbaiki kesalahan pencatatan dan memberikan
label atas aset f=fap yang bersumber dari dana keistimewsan pada
KIB TA 2019 s.d 2023 (Semester |); menetapkan siatus atas aset
tetap. mereklasifikasi kesalahan pengangsaran dan pengklasifikasian
mata anggaran belanja atas aset fetap yang bersumber dari dana
keistimewaan di TA 2021 dan 2022; dan memproses penghapusan atas
aset tetap dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat pada KIB;
dan

o Inspektur untuk menslusuri aset yang tidak diketahul kebaradaannya
dan memberikan bahan periimbangan kepada Pengelols Barang,
Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang untuk penghapusan BMD.

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan S temuan yang memuat 9
permasalahan kefidakefektfan

Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)

PEMERIKSAAN kinerjs atas wupaya pemerintah daerah  dalam
penyelesaian permasalahan operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
yang tidak optimal tahun 2020 s.d. semesiar | 2023 dilaksanakan pada
7 objek pemeriksaan, yaitu Pemkab Bojonegors, Pembkab Tuban, Pemkab
Ponorogo, Pemkab Probolingzo, Pemkab Pamekasan, Pemkab Kediri, dan
Pemkab Sampang serta instansi terkait lainnya,

Pemariksaan ini dilakukan untuk mangawal PP 4 - reformasi birokras
dan tata kelola terutama KP 3, yaltu penataan kelembagaan dan proses
E m——— Disnis. Pemeriksaan inl juga dilakukan sebagai upaya BPK
mendorong pemerintah dalam mencapai TPE ke-16 terutama
target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang efekof
akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
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Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat
permasalahan yangz perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki atau
ditingkatkan oleh pamda. Permasalahan tersebut antara lain:

e Pemda belum menyediakan regulasi dan kebijakan dalam pembinaan
dan pengawasan BUMD secara jelas. Akibatnya, tujuan pembinaan
dan pengawasan untuk mendorong BUMD dapat mewujudkan tata
kefola perusahaan yang baik dan mencapal tujuan pendiriannya tdak
tercapai.

e Pemda belum melaksanakan penyelesalan masalah BUMD dengan
efekdf, Secara umum, pemda belum mengidentifikasl, menganalisis
dan mengevaluasi permasalahan yang terjadl pada BUMD antara
lain terkait rencana bisnis, penilaian kinerja, penilaian tngkat
kesehatan, dan analisis Invasiasi atas BUMD atau keberlanjutan
usaha BUMD. Akibatnya, tujuan pendirian BUMD untuk mendapatkan
laba tidak tercapal dan membebani keuangan dasrah karena nilal
penyertzan modal yang semakin menurun, kinerja perusahaan
tidak terukur, tidak dapat dilakukan evaluasi atas permasalahan
BUMD dan tidak memperoleh informasl yang memadai dalam
proses pengambilan keputusan ierkalt, tidak memiliki dazar yang
dapat diperiangzungjawabkan dalam mengambil kesimpulan untuk
melanjutkan/mengaktifkan kembali usaha.

o Pemda belum mengevaluasi upaya penyelesalan masalah BUMD
dengan efekiif. Hal tersebut ditunjukkarn oleh kondisi di antaranya:

» Pemkab Bojonsgoro belum dapat menyimpulkan pihak yang
bertangzung jawab atas penyelessian tungzakan dan besaran nilai
tungzakan pajak terutang PD Apotik Sidowaras tahun 2013 yang
harus dibayar.

b Pada Pemkab Kedirj pengawasan yang dilakukan Inspektarat terkait
findak lanjut tidak sampai mengevalusl outpuf atau outcome dari
rekomendasi.

b PemkabPamekasandanSampang belum mengevaluasi pelaksanaan
langkah-langkah untuk menghidupkan kemball BUMD di wilayahnya
masing-masing.
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¥ Pemkab Ponorogo dan Probolingge belum menyusun laporan
pembinaan dan pengawasan peruszhaan umum daerah  di
wilayahnya masing-masing.

b Pemkab Tuban belum membentuk dan menetapkan panitia seleks|
atas pemilihan komisaris, dewan pengawas, dan direksi.

Hal tersebut mengakibatkan permasalahan yang terjadl pada BUMD
tidak dapat segera diselesaikan secara efekif

Atas permasalahan tersebut BPK merskomendasikan kepada Bupati/
Wali Kota antara lain agar:

s WMerencanakan, mengevaluasl, dan memfasilitasi penetapan
peraturan/kebijakan terkait pengelolaan BUMD secara berkelanjutan;
mengidentifikasi kebutuhan, mengusulkan dan menetapkan regulas
pembinaan dan pengawasan BUMD beserta pedoman ieknis
furunannya.,

e NMenunjuk penasihat/konsultan investasi yang kompeten guna
menyusun |aporan analisis jnvesiasi atas BUMD dengan kondisi
tidak sehat; memerintahkan Inspekiur untuk mengusulkan regulas
terkait pengawasan BUMD, melaksanakan pengawasan BUMD dan
melaporkan hasiinya kepada kuasa pemilik modal (KPM); serta
melakukan analisis atau penilaian kelayakan atas Rencana Bisnis BUMD
gdalam rangka kelanjutan usaha.

o NMenyusun dan menetapkan kebijakan perihal SOPF mekanisme teknis
pelaksanaan kegiatan menitoring, evaluasi, dan pemaniauan findak
lanjut permasalahan BUMD, menyusun perencanaan yang lengkap
gtas upaya-upaya urntuk menghidupkan BUMD, dan melaksanakan
pemantauan dan evalussi pelaksanaan kebijakan daersh dalam
mengaktifikan BUMD.

Hasil pemeriksaan kinerja upaya pemerintah daerah dalam
penyelesaian  permasalahan  operasi BUMD yang tidak optimal
mengungkapkan sebanyak 21 temuan pemeriksaan yang memuat 21
permasalahan ketdakefektifan.
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Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum

PEMERIKSAAAN kinerja atas efekiivitas penyelengzaraan sistemn Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
tahun 2022 s.d. semester | 2023 dilaksanakan pada 2 entitas yaitu Rumah
Sakit Umurn Daerah (RSUD) Panembahan Senopati di Bantul dan RSUD
Wonaosari di Wonosari.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 4 reformasi
birokrasi dan tata kelola terutama KP ke-3 yaitu penataan kelembagaan
dan preses bisnis. Pemeriksaan inl juga dilakukan ssbagai B
upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal TPB k2-
16 terutama target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga yang
efelkdif, akuntabel, dan tranzparan di semua tingkat.

RSUD telah melskukan upaya dalam penyelenggarsan sistem BLUD
urtuk meningkatkan pelayanan Kesehatan antara lains

e Rencana Strategi Bisnis [RSB) RSUD Panembahan Senopati ielah
ditetapkan oleh Bupali dan pemerintah dasrah islah mengatur
penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA) BLUD.

e Pemkab Bantul telah memiliki Peraturan Kepala Dasrah Momor 111
Tahun 2020 yang mengatur mekanisme RBA BLUD tentang proses
penyusunan, pengajuan, penstagan, dan perubahan RBA BLUD.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang
perlu segera diatasi uniuk meningkatkan efekiivitas penyelenggaraan
zistem BLUDL Permasalahan tersebut antara [ain:

& RSUD Panembsahan Senopati

b Kelemahan penatausahazan dan pengelolaan pendapatan BLUD
yaitu penatauszhaan pada Bendahara Pensrimaan belum tertib,
piutang pasien umum belum tertagih, pendapatan klaim atas
pelayanan pasien Badan Penyelenggara laminan Sosial (BPRIS)
lebih kecil dari biaya riil yang dikeluarkan. Akibatnya, dokumen
pertanggungjawalban atas penatausahaan pendapatan Gidak dapat
diandalkan kebenarannya, potensi terjadinya piutang macet dan
tidak tertagih pada pasien umum, serta permasalahan rendahnya
pendapatan klaim telah membebani arus kas RSUD Panembahan
Senupa‘ﬂ.
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¥ Pengelolaan perbekalan farmasi belum tertibh karena RBA Gelum
merinci jenis belanja obat usulan penggunaan obat di luar
formularium rumah sakit belum sesual mekanisme, dan saldo
persedizan obat dan bahan medis habis pakal (BMHP] pada Unit
Hemaodialisa belum dilaporkan dan dikonsolidasikan, Akibatnya,
tujuan perencanaan perbekalan farmasi dalam rangka pengadaan
obat yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tersedia pada
saat dibutuhkan barisiko Hdak tercapai serta zaldo persediaan
berisiko salah sajl. '

o RSUD Wonosari

» Pengelolaan keuangan BLUD RSUD Wanasari belum memadai
karena adanya metode persentase perhitungan besaran ambang
batas pada RBA tidak tepat, RBA tidak diserial dengan standar
pelayanan minimal (SPM), adanya kajian penarikan sisa lebih
perhitungan anggaran (5iLPA) yang tidak mempertimbangkan
rencana pengembangan pelayanan dan rencana pengeluaran
RSUD Wonaosarl, capaian wakiu tunggu rawat jalan belum sesuai
dengan 5PM, dan laporan kinerja RSUD Wenosari yang belum
memadal, Akibatnya, Manajemen RSUD Wonosari dan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak dapat secara optimal
mengendalikan pelampauan anggaran, RBA tidak mengzambarkan
upaya yang dilakukan oleh RSUD Wonosari dalam mencapai target
pemenuhan 5PN melalul perencanaan anggaran dan laporan
kinerja tidak dapat digunakan sebagal penilaian capaian perjanjian
kinerja RSUD.

b Pengadaan barang dan jasa pada RSUD Wenosari belum memadai
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengadaan barang belum
sepenuhnya sesual kebutuban, proses pengadaan barangjasa belum
sesuai prinsip fleksibllitas pengelolaan BLUD, laporan pelaksanaan
pexerjaan dan laporan akhir beberapa pexerjaan konstruksi telum
lengkap, serta pelaksanaan kegiatan pengadaan persedizan ohat
dan 50P pangelolaan obat belum sepenuhnya memadal. Akibatnya,
pengadaan barang menjadi tidak ekonomis, laporan pekerjaan
tidak andal dan tidak akurat serta perencanaan jumiah pengadaan
obat belum mengzambarkan kebutuhan sebenarnya.
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BPE merekomendasikan antara lain:

o Bupati Bantul agar memerintahkan Direktur RSUD Panembahan
Senopati;

b Menginstruksikan Bendahara Penarimaan menyusun surat tanda
setoran (575), buku penerimaan dan penyetoran, register STS,
berita acara rekonsillasi dengan Bank Mandirl, Bank BRI dan
Bendahara BLUD serta menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan
untuk menyusun SPO terkalt penagihan plutang pasien umum,

¥ Menyusun jenis kebutuhan obat dalam RBA secara terperinci dan
menginsiruksikan Kepala Instalasi Farmasi untuk: 1) menyusun
kertas kerja perhitungan kebutuhan farmasi yang mengacu pada
ketentuan dan melaporkan saido persedizan secara berkals, dan
2) berkoordinasl dengan Kepala Unit Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit (SIMRS) dalam memutakhirkan aplikasi SIMRS
Persedizan sesual dengan kebijakan akuntansi Pemkab Bantul.

o Bupati Gunungkidul agar:

b Merevisi Parbup Momor 83 Tahun 2018 dengan menambah
kewsajiban menyertakan SPM pada saat penyusunan REA pada
BLUD, menyusun S0P mengenal taia cara perhitungan likuiditas
dan pertmbangan rencana pengeluaran enfitas BLUD dalam
rangka penyetoran SiLPA BLUD bidang kesehatan ke kas daerah,
serta memerintahkan Direkiur RSUD Wonagsari untuk berkaordinasi
dengan Bappeda, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspekiorat,
dan Dinkes dalam menetapkan indikator kinerja utama (IKU),
menyusun perjanjian kinerja, dan menyusun laporan kinerja RSUD.

b Memberikan kewenangan secars mandiri kepada Direkiur RSUD
Wonosari untuk mengumumkan rencana umum pengadaan
(RUP) dengan memberikan akun sistem Informasi rencana umum
pengadaan (SIRUF) terpisah dari Dinkes, dan memerintahkan
Direktur RSUD Wonosari untuk; 1) menyempurnakan aplikasi
Arena sehingga unit kerja dapat mengunggah dokumen analisis
kebutuhan serta fitur hasil analisis oleh pejabat yang berwenang,
dan 2) merevisi SOP perbekalan obat.

Hasil pemerikssan kinerjz atas efekbivitas penyelenggaraan sistem
BLUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tahun 2022 5.4, semester
| 2023 mengungkapkan 21 temuan yang memuat 24 permasalahan
yvang ferdiri dari 1 permasalahan ketidakpatuhan berupa kekurangan
penerimaan sebesar Rp27,61 juta dan 23 permasalahan ketidakefekiifan.
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Perlumbunan dan Daya Saing Ekonomi

PEMERIKSAAN kinerja atas efekfivitas pengelolaan Pajak Kendaraan
bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKE] untuk
meninzkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 s.d. semesier
| 2023 dilaksanakan pada Pemprov Sumatera Utara dan instansi terkait
lainniya.

Pemeriksaaninidilakukanuntuk mengawal pelaksanaan PP 4-refarmas
birokrasi dan tata kelola terutama KF 3, yaitu penataan kelembagaan
dan prosss bisnis. Pemeriksaan Ini juga dilakukan sebagal upaya BPK
mendorong pemerintah  dalam  mencapal TPE  ke-17,
khususnya target 17.1 yaitu memperkuat mobilisasi sumber
daya domeszhk, termasuk melalul dukungan internasional
kepada negara berkemibang, untuk meningkatkan kapasitas
lokal bagh pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan upaya yang telah dilakukan oleh
Pemprov Sumatera Utara, antara lain: 1) melakukan penetapan PKB
dan BBMKB =zerta sanksi administrasi berdasarkan tarif yang berlaky,
memberikan pelayanan pemungutan kepada wajib pajak (WP) dengan
cukup jelas, dan tidak dikenakan biaya tambahan; dan 2) telah menanggapl
pengaduan yang diajukan oleh WP,

Hasil pemeriksaan  menyimpulkan  masih  terdapat  beberapa
permasalahan signifikan yang apabila tidak segera distasi dapat
memengaruhi efektiviias pengelolaan PKB dan BBMNKB untuk meningkatkan
PAD, antara lain:

e Pemprov Sumatera Utara belum sepenuhnya menyediakan sistem
informasi pengelolaan PKB dan BBNKE dilengkapi dengan pengamanan
perangkat keras dan perangkat lumak serta belum melakukan
evaluasi dan pengembangan sistem informasi PKB dan BENKB yang
berkelanjutan. Permasalahan tersebut mengakibatkan gangzuan
keamanan terhadap sistem informasi, sehingga belum segenuhinya
dapat memenuhi kebutuhan pengguna aplikas) pemungutan PEB dan
BBMNKB.

® Pemproy Sumaiera Utara belum sepenuhnya melakukan pendataan
cbjekdanwajibpajak secara periodikdan berkelanjutan serta basis data
objek dan wajib PKB dan BENKE belum sepenuhnya lengkap, akurat,
dan mutakhlr. Permasalahan tersebut mengakibatkan dotobose objek
dan WP PKE dan BEMNKE dalam aplikasi I-5amsat belum sepenuhnya
memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai
dasar dalam penetapan penerimaan PKB dan EBNKE.
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BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumaters Utara agar
memeriniahkan kepala Bapenda untuk:

# NMenyusun kebijakan dan prosedur pengamanan perangkat keras
dan perangkat |lunak sistem informasi aplikasi secara lengkap seria
mEnyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan aplikasi I-Samsat
secara memadal untuk dapat menghasilkan dotobose yang langkap,
cepat, dan akurat dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

o Melaksanakan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah, Ditlantas
Polda Sumatera Utara, dan PT lasa Rsharja Cabang Medan untuk
memeroleh data obiek dan WP PKB dan BENKB secara menyaluruh,
periodik, dan berkelanjuian.

Hasil pameriksaan kinerja atas efekiivitas pengelolaan PKE dan
BENKE mengungkapkan 9 femuan yang memuat 10 permasalahan
ketidakefeknfan.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan — Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)

PEMERIESAAN kinerja atas efektivitas pengslelaan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan (PBE-P2) tahun 2021 s.d. semester
| tahun 2023 untuk mendorong peningkstan Kualitas pelayanan publik
dilaksanakan pada Pemkal: Kulon Progo di Wates.

Pemeriksaan ini dilakukan uniuk mengawal pelaksanaan PP 4 -
reformasi birokrasi dan tata kelola, khususnya KP 2 yaitu, transformasi
pelayanan publik. Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai 16 e
upaya BPK mendorang pemerintah dalam mencapal TPB ke- [
16, khususnya target 16.5 yaitu mengembangkan lembaga y

yang efektif, skuntabel, dan transparan di semua tingkat.

=3

Pamkab Kulon Progo telah melakukan upaya dan capalan dalam
pengelolaan PBBE-P2, i antaranya: 1] menyediakan mekanisme
pendafiaran PBB-P2 secara offline melalui Pelayanan Pajak Dasrah
di Badan Keuangan dan Aset Dasrsh (BKAD) maupun online melalui
E-Layanan; dan 2} pemberitahuan surat pemberitahuan pajak terutang
{SPPT} bisa diakses secara online sehingzga memudahkan wajib pajak
mengetahui jumiah PBB-PZ terutang.
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Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan
dalam pengelolzan PEB-P2 pada aspek pendafiaran, pendataan, penilaian,
penstapan, dan pembayaran yang apabila fdak segera distasi, maka dapat
memengaruhi efekivitas penzslolasn PEB-PZ, antara lain:

e Persyaratan administratit yang harus dipenuhi masyarakat dalam
pelayanan PEBE-P2 belum distandarkan yaitu terdapat perbedaan
jumiah dan jenis dokumen yang harus diserahkan berdasarkan
Peraturan Bupati (Perbup) Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013 dengan
jumlah dan jenis dokumen berdasarkan Keputusan Kepala BKAD Kulon
Proge Nomor 368 Tahun 2022, serta yang ditampilkan pada E-Layanan
dan buku saku e=-Bock. Aklzatnya, masyarakat tidak mendapatkan
informasi yang jelas mengenal kelengkapan dokumen persyaratan
pelayanan PBB-P2 yang harus dipenuhi; dan

e K=pgiatan penstapan objek PBE-P2 belum sepenuhinya memadal dimana
masih terdapat pengenaan PBE-P2 atas objek pajak yang seharusnya
dikecualikan, penetapan nilai jual objek pajak (NIOP) yang tidak sesual
hasil penilaian, pengenaan tarif PBE-P2 tidak sesuaj ketentuan, SPPT
yang terindikasi tidak valid, dan pengenaan nilai jual objek pajak tidak
kena pajak (NJOPTKP) lebih dari satu kall terhadap wajik pajak yang
memiliki lebih dari satu objek pajak. Akibatnya, penganaan PEBE-P2
tidak tepat sasaran dan tidak sesuail kondisi objek pajak sehenarmya
dan berkurangnya potensi penerimaan PBB-PZ.

EPK telah merekomendasikan Bupat Kulon Progo agar memerintahkan
Kepala BKAD antara lain untuk:

o Meraviu dan menyeragamkan pencantuman persyaratan yang sesual
kebutuhan pelayanan pada selurub dokumen pelayanan; dan

® Menghapus objek pajak yang dikecualikan darl dotabose sistem
informasl dan manajemen objek pajak {SISMICP) dan menerbitkan
SPPT terbaru yang sudah diperbaiki atas permasalahan NIOP yang
ditetapkan tidak sesuai hasil penilaian, SPPT tidak valld, pengsnaan
MICPTKP lebih dari satu kali, dan pengenaan tarif PEB-P2 yang tidak
sesuai ketentuan.

Hasil Pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pengelolaan PEE-PZ tahun
2021 s.d. semester | tahun 2023 untuk mendorang peningkatan kualitas
pelayanan publik pada Pemkab Kulon Progo ini mengungkapkan 7 t2muan
yang memuat 12 permasalahan kehdakefektifan,
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Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk
pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investgatf IHPS 1l Tahun 2023
memuat 269 hasil pemeriksaan kepatuhan pada 257 pemda.

Rasil pemeriksaan kepatuhanatas 265obrik pada pemdamenyimpulkan
pelaksanaan kegiatan telsh dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 26
(13%) obrik, sesuai kriteria dengan pengecualian pada 213 (75%) obrik,
dan tidak sesuai dengan kriteria pada 20 (8%) obrik.

Secarz  lebih  terperinci, hasil pemeriksaan  mengungkapkan
2,416 temuan yang memuat 3.832 permasalahan. Permasalahan
tersebut meliputt 808 kelemahan sistem pengendalian intern {5P1),
2.858 permasalahan ketdakpatuhan sebesar Rpl,17 triliun, dan 166
permasaiahan kefidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan
(2E) sebesar Rpl02,22 millar Selama proses pemeriksaan, enfitas
yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan
menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan
sebesar Rp225,34 miliar. Hasil ini-disajikan pada Gambar 2.2,

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda menurut tema
pemeriksaan disajikan pada Lampiran C.2. Sementara itu, rekapitulasi per
hasil pemeriksaan kepatuhan pada pemda selengkapnya disajikan dalam
Lampiran 3.2.1 pada flash disk.

Selain Ttw, |HPS Il Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan
kepatuhan atas bantuan keuangan partail politik, serta hasil pemeriksaan
Investigatif, hasii penghitungan kerugian negara (PKN) dan pamberian
keterangan ahll (PRA).

IHPS Il Tahun 2023 melaporkan hasil pemerlksaan kepatuhan pada
pemda, yaitu: (1) Penguatan Ketshanan Ekonomi; (2] Pembangunan
Sumber Daya Manusia; (2] Penguatan Infrastruktur; (4] Pembangunan
Lingkungan Hidup; dan {5) Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik.
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GAMBAR 2.2

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMDA*
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Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA sernester || tahun 2023, BPK telah menyampalkan 189 hasil
pemeriksaan DTT kepstuhan yang terksit dengan tema penguatan
ketahanan ekonomi. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas tema penguatan
ketahanan ekonomi, meliputi: (1) Pengelolaan pendapatan; dan (2]
Pengelolaan belanja.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN 3tas pengeloisan pendapatan daersh dilakukan
terhadap 14 objek pemeriksaan pada 14 pemda, yaitu 1 pemerintah
provinsi (pemprov), 7 pemerintah kabupaten [pemkab), dan 6 pemerintah
kota (pemkot). Pemda yang diperiksa antara lain Pemkab Probolinggo,
Pemkot Surakarta, Pemkot Malzng, dan Pemkot Surabaya. Sebaran
pemeriksaan pengelolaan pendapatan pada pemerintah dasrah dapat
dilihat pada Tabel 2.2.

Tahel 2.2 5ebharan Pemieriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah
Daerah

1 Sumaters ES - 3 1
2 laws 13 1 B 5
Jumizh 1+ .2 T B

Lingkup pemeriksaan mencakup pajak dan retribus) daerah, seria
hasil pengelclaan kekayaan daerah yang dipisahkan (bagian laba yang
dibagikan kepada pemda/deviden atas penysriaan modal pada BUMD/
Perumda) untuk TA 2022 - 2023.
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Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 8—penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi,
khususnya KP reformasi fiskal. Selain itu, pemeriksaan inf dilakukan dalam
upays BPK mendorong pemerintah dalam mencapal TPB ke-8 khususnya
farget 8.1 - mempertahankan pertumbuhan
ekonomi  per kapita sesual dengan kondisi
nasional, serta TPB ke-16, khususnya target 16,5 -
mengembangkan lembaga yang efekdif, skuntabel,
dan transparan disemua tingkat.

Hasll pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan
daerahtzlahdilaksanakansesdaidengan kriteria pada L objek pemeriksaan
dan sesual kriteria dengan pengecualian pada 13 objek pemeriksaan,
Permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut

e Perhitungan dan penetapan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan,
dan pajak parkir secara self ossessment oish 40 WP pada Pemkot
Surabaya tidak tepat, di antaranya pembayaran pajak lebih kecil dari
nilal omzet yang seharusnya dilaporkan dan kesalahan perhifungan
dasar pengenaan pajak. Selain itu, pada 721 objek pajak terdapat
kekurangan perhitungan nilai pajak reklame. penayangan materd
reklame yang telah berakhir masa izinnya, dan objek pajak reklame
belum memiliki surat ijin penyelengzara reklame (SIPR) tetapi telah
diteritkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). Hal ini mengakibatkan
kekurangan penerimaan aias pajak hotel, pajak resteran, pajak hiburan,
pajak parkir, dan pajak reklame sebesar Rp8,53 millian

Atas permasalahan fersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota
Surabays untuk menetapkan dan menagih kekurangan penerimaan
dasrah kepada WP s2suai ketentuan yang bearlaku,

e Pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah pada Pemkot
Surakarta belum dilaksanakan sesual ketentuan, antara fain: (1)
Terdapat pelaporan omzet fidak sesuai pendapatan harian, penetapan
pajak tidak sesuai denmgan tarif dan tidak berdasarkan omzet/nilai
kontrak, penetapan PBE-P2 tidak menggunakan data luas bangunan
rmutakhir, dan pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
{BPHTB) belum dipungut, dengan nilai pajak sebesar Rp4,53 miliar;
dan (2] Pengenaan tarif retribusi tempat makan yang tidak tepat dan
retribusi persetujuan bangunan gedung belum ditetapkan, dengan
nilai retribusi sebesar Rp3,39 miliar. Aklbatnya, terdapat kekurangan
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penerimaan atas pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, PEB-P2, dan BPHTE seria pendapatan retribusi
sebesar Rp7,92 miliarn

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan Wali Kota
Surakarta agar: (1) Memproses penerbitan SKPD dan Surat ketetapan
pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) atas kekurangan penerimaan
pajak dan BPHTE; (2) Memungut pendapatan sewa atas pemanfaatan
tahan dan melakukan penagihan retribusi atas persetujuan bangunan
gedung (PBG); dan (3) Melaksanakan kegistan monitoring, evaluasi
dan pembinaan pelaksanaan tugas pengelolaan pajak secara berkala.

e Pendataan dan pendaftaran pajak daerah pada Pemkab Probolingzo
tidak tertib, di antaranya: (1) Terdapat kekurangan psnerimaan atas
paiak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak parkin,
pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB)
yang disebabkan Surat pemberiiahuan pajak daerah (SPTPD) fidak
sesual dengan laporan omzst, pajak reklame yang telah habis masa
berlakunya belum diperpanjang, ditetapkan dan dikenakan pajaknys,
serta kesalaghan perhitungan jenis pajak; (2] Terdapat 867 papan
reklame yang belum memiliki izin, belum terdata sebagai objek pajak,
dan belum ditetapkan pajaknya; dan (3) Terdapat kurang penetapan
reftribusi pelayanan pasar dan kurang pungut retribusi tempat wisata,
Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimsan pajak dan retribusi
minimal sebesar Rp7,60 miliar.

Atas permasalahan  terssbut, BPK  merekomendasikan  Bupaf
Probolinggo agar menerbitkan Momor pokok wajle pajak dasrah
(NPWPD) dan menestapkan SKPD/SKPDKB/Surat Tagihan Retribusi
Dasrah (STRD), menagih kekurangan pembayaran pajak dan retribusi
sebesar Rp7,60 miliar untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah,
seria melakukan pengendalian atas pelaksanaan keglatan perhitunzan
dan penetapan pajak sebagaimana mestinya.

# Perhitungan pajsk pada Pemkot Malanz belum sesual dengan tarif
dan dasar pengenaan pajak, antara fain masih ditemukan WP yang
tidak kooperatit menyampaikan omzet dan WP belum melaporkan
omzet sesual dengan yang sebenarnya. Salain itu, terdapat penetapan
SKPDKR belum dibayar oleh WP dan keterlambatan penyampaian
laporan Pejabat Pembuat Akis Tanah (PPAT) atas pengelolaan BPHTB
belum dikenakan sanksi denda. Akibatnya, Pemkot Malang mengalami
kekurangan penerimaan sebesar Rp7,38 miliar dar pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan BPHTB.
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Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Malang
agar menetapkan dan menagih kekurangan penerimaan pajak sebesar
Rp7,38 miliar, melakukan tndakan kepada WP yang fidak kooperatif
menyampaikan laporan penjualan bulanan yang sebenarnya, dan
menzenakan sanksi denda kepada WP yang tidak memenuhi kewajiban
pembayaran dalam periode jangka waktu pembayaran.

Secara kessluruhan hasil pemeriksaan pengeloizan pendapatan
daerah mengungkapkan 164 temuan yang memuat 247 permasalahan,
Permasalahan tersebut meliput 176 kelemahan 5Pl dan 70 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rp35,74 miliar, dan 1 permasalahan 3E Selama
proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjut
rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas dasrah sebesar
Rpl,14 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan
daerah disajikan pada Lompiran C.2.

Pengelolaan Belanja

REFORMASI fiskal 2023 pada sisi balanja yaitu dengan terus
melanjutkan penguatan spending beffer. Pemerintah secara konsisten
terus mendoreng pengelolaan belanja negara agar lebih efisien dan
produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Untuk
itu, kebijakan belanja negara masih akan difckuskan pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastrukiur,
penguatan implementasi reformasi birokrasi dan penguatan belanja
dalam mengantisipasi ketidakpastian (outomatic stobilizer] seria transisi
menuju endemi.

Pemeriksaan atas pengelolaan belanja dilakukan untuk mengawsal
pelaksanaan PP 8—penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi,
khususnya KP reformasi fiskal. Selain itu, pemeriksaan Ini dilakukan
sebagal upaya BPK mendorong pemerintah dalam® mencapai TPB ke-8
khususnya target 8.1 - mempertahankan pertumbuhan ekonomi per

] s kapiia sesual dengan kendisi nasicnal, serta TPB
ke-16 khususnya target 16.5 - mengembangkan
lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan
di semua fingkat.

Pemeriksaan atas pengeiciaan belanja dasrah dilakukan ternadap 173
cbjek pemeriksaan pada 169 pamda, yaitu 24 pemprov, 123 pemkab,
dan 22 pemkot. Pemda yang diperiksa di antaranya adalah Pamprov
Sumatera Selatan, Pemprov DKl lakarta, Pemprov Kalimantan Tengah,
Pemprov Kalimantan Timur Pemproy Sulawesi Selataﬂ, Pemprov
Papua Barat, Pemprov Papua Tengah, Pemkab Tanah Bumbu, Pemkab
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Minahasa Tenggara, Pemkot Pagar Alam, dan Pembkot Gorontalo. Lingkup
pemeriksaan yang dilakukan mencakup kegiatan pengeiclaan belanja
(belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja
maodal) pada pemerintah daerah tahun 2022-2023. Sebaran pemeriksaan
pengelolaan belanja pada pemerintah dasrah dapat dilihat pada Tobel 2.2,

Tabkel 2.3 Sebaran Pemerikszan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

1 Sumsters 45 a5 2 E G
2 lawa 7 = ) 2 i
3 Bali dan Nuza 15 16 3 13 z
Temgsars
s Esjimantan ra ] 28 5 21 3
5 Sulawssi el 40 & 3 5
£ K =iuku 13 13 2 3 2
7 Fapus 20 17 5 11 1
Jumizke 17s 165 4 125 x

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja dagrah
telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada 13 objek pemeriksaan,
sesuai kriteria dengan pengecuallan pada 143 objek pemeriksaan, dan
tidak sesua) dengan kriteria pada 14 objek pemeriksaan. Permasalahan
signifikan yang ditemukanantara lain:

® Kekuranganvolume pekerjaandan/atau barang terjadi pada 165 pemda
sebanyak 463 permasalahan sebesar Rp2459,32 miliar. Permasalahan
tersebut di antaranya adalah:

» Kekuranzanwolume pekerjsan sebesar Rpl3,51 miliar pada Pemprov
Sumatera Selatan atas pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal
gedung dan bangunan pada 6 OPD dan pekerjaan belanja modal
ialan, jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Tata Ruang.

» Kekurangan volume pekerjaan pads Pemprov Papua Barat sebasar
RplD, 28 miliar atas pelaksanaan paket pekerjaan belanjza modal pada
Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUBR), serta & paket pekerjaan belanja pemeliharaan dan
13 paket pekerjaan belanja hibah wntuk kegiatan pembangunan
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dan rehabilitasi rumah korban bencana serta peningkatan kualitas
kawasan permukiman akibat bencana di Kota Sorong pada Dinas
DUBER,

P Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebesar Rp3,49
miliar pada Pemprov Kalimantan Timur atas pelaksanaan pekerjaan
belanja modal gedung dan bangunan pada 3 SKPD; pekerjaan
belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada 3 SKPD; pekerjaan
belanja gemeliharaan pada 9 SKPD; 87 pakst pekerjaan belanja
pemeliharaan pada UPTD Pemeliharaan Infrastrukiur Pekerjaan
Umum; pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas
Perhubungan; pekerjaan belanja jaza yang diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain dan perhitungan harga satuan timpang pekerjaan
belanja modal gedunz dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat [DPUPRPERA], dan
pekerjaan pengadaan gorden pada Dinas Sesial.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar
Rp2495,52 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait
agar menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah
sebesar Rp245,52 miliar,

e Kekurangan volume/ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan/pekerjaan
yang membutuhkan perbaikan, namun belum dilskukan pelunasan
pembayaran kepada rekanan terjadi pada 118 pemda sebanyak 226
permasalahan sebesar Apl34,68 miliar. Permasalahan tersebut antara
lain:

b Keturangan volume pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan
pembayaran kepada rekanan sebesar Rpls, 28 miliar pada Pembuot
Gorontalto, yaitu atas 7 paket pekerjaan belanja modal jalan, Irigasi,
dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR), serta pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan
konstruksi optimalisasi sistem penyediaan air minum {SPAM)
Kecamatan Dungingi pada Dinas PUPR dan pengadaan bangunan
gedung bedah jantung dan stroke pada RSUD Prof. Dr. H. Alos]
Sabeoe.

b Kekurangan volume/ketidsksesuaian  spesifikasi  pekerjaan/
pekerjaan yang membutuhkan perbaikan, namun belum dilakukan
pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Pemprov Sulawesi
selatan sebesar Rpl2, 25 millar, yaltu atas 7 paket pekerjsan
gedung dan bangunan pada 3 SKPD serta paket pekerjaan jalan dan
jembatan pada 2 SKPD.
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b Ketidaksesuaian volume dan
spesifikas!  pekerjgan  ferpasang
dengan kontrak, namun belum
dilakukan pelunasan pembayaran
kepada rekanan sebesar Rp8, 51 miliar
pada Pemprov Kalimantan Tengah,
antara lain atas 31 paket pekerjaan
belanja modal jalan, jaringan, dan
irigasi serta pakel pekerjaan belanja
madal gedung dan banzgunan berupa
Pembangunan/Renovasi  Bundaran
Besar Palangka Raya pada Dinas
PUPR.

Permasalahan iersebut mengakibatkan
potensi kelebihan pembayaran sebesar
Rpl134,68 millar. BPK merskomendasikan
kepada kepala daarah terkait
agar  memperhitungkan  kelebihan
pembayaran pada pembayaran termin
berikutnya atau melakukan perbailan
ftem pekerjaan atau menyetorkan ke kas
daerah sebesar Rpl34,68 miliarn

# Belanja fidak sesual atau melebihi ketentuan terjadi pada 126 pemda
sebanyak 345 permasalahan sebesar Rpld0,32 miliar. Permasalahan
tersebut di antaranya adalah:

» Belanja tidak sesuai ketentuan pada Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan, dan Perianian (Dinas KPKR) Provinsi DKI fakarta sebesar
Rpd, 87 miliar atas pembayaran subsidi pangan murah yang belum
mendasarkan pada biaya yang zebenarnya, yaitu terdapat blaya
operasional di titik distribusi dan biaya distribusi yang tidak iayak
diperhitungkan dalam komponen pembsantuk harga,

¥ Pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Kecamatan Simpang
Empat sebesar Rpd, 74 miliar pada Dinas PUPR Pemkab Tanah
Bumbu ternyata merupakan bidang tanah yang telah bersertifikat
atas nama Pemkab Tanah Bumibw.

b Belanja fidak sesual ketentuan pada Pemkot Pagar Alam sebesar
Rpd,64 miliar, di antaranya bukf pertanggungjawaban belanja
barang dan jasa pada 19 SKPD fidak sesuai kondisi senyatanya,
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serta pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada 32
SKPD tidak memperhitungkan jam kerja senyatanya dan belum
miemperhitungkan ketidakhadiran pegawal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar
Rpl00,32 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait
agar menagih kelebihan pembayaran dan menyetarkan ke kas daersh
sebesar Rpl00,22 miliar.

e Pemborosan/kemahalan harga terjadi pada 56 pemda sebanyak 101
permasalahan sebesar Rp86,44 millar. Permasalahan tersebut di
antaranya:

b Pembayaran subsidi pangan murah sebesar Rp25,79 miliar pada
DEPKP Pemprov DEI Jakarta untuk komponen pembentuk harga
daging sapi belum menggambarkan biaya sebenarmya serta harga
bahan baku, kemasan, dan biaya produksi dalam komponen
pembentuk harga susu UNT lebih besar darl hargz rata-rata
pembelian dari vendor.

b Ketidakhematan pembayaran atas biaya honorarium, uang harian
perjalanan dinas, dan biays representasi pada Pemprov Papua
Tengah sebesar Rpld, 95 miliar karena ketidakselarasan standar
harga honorarium dan perjalanan dinas TA 2023 dengan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020,

b Ketidakhematan belanja honorarium pejabat pembuat komitmen,
satuan pengetola barang milik daerah, dan tim/sekretariat
pelaksana kegiatan sebesar Rp7.28 miliar karena penyusunan
Paraturan Kepala Daerah t2ntang Standar Harga Satuan Pemibab
Minahasa Tenggara belum memedomani Perores tentang Standar
Harga Satuan Regional,

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah
sebesar Rp36,44 miliar. BPK merekomendasikan kepada kepala
daerah terkait antara lain agar; (1] Mengkaji ketentuan pembayaran
subsidi pangan murah yang tepat dan mekanisme veriikasinys
dengan mempertimbangkan biaya yang sebenarmya darl komponen
pembentuk harga dan margin keuntungan yang proporsional; dan
(2) Menyusun konsep revisi peraturan kepala daerah tentang standar
harga satuan dengan mengacu pada Perpres tentang Standar Harga
Satuan Regional.
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Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan beianja dasrah
mengungkapkan 1.711 temuan yang memuat 2.709 permasalahan.
Permasalahan tersebut meliputi 408 kelemahan SPI, 2,163 permasalahan
ketidakpatuhan ssbesar RpB55,16 miliar, serts 138 permasalahan 3E
zepesar Rpd3,20 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsunz, pemda
terkait telah menindaklanjuti rekomendas) BPK dengan melakukan
penyetoran ke kas daerah sebesar Rpl21,89 miliar. Rekapitulasi hasil
pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah dizsajikan pada Lompiron
C.2 dan rekapitulasi permasalahan disajikan dalam Lompiran 3.2.2 pada
flosh disk.

Pembangunan Sumber Daya Manusia

PADA semesterlltahun 2023, BPK telah menyelesaikan GLHP kepatuhan
yang terkait dengan tema pembangunan sumber daya manusia, yaitu
operasional bidang kesehatan,

Operasional Bidang Kesehalan

KEGIATAN operasional bidang kesehatan merupakanrangkaian kegiatan
yang dimulal dari proses perencanaan/penganggaran, pelaksanaan, dan
pelaporan/pertanggungjawaban kegiatan dalam rangka meningkatkan
kesenatan masyarakat. Penlingnya menjaga keberlanjutan dan efekiivitas
sistem kesehatan Gdak lepas dari pendapatan dan belanja yanz mengacu
pada sumber daya yang diterima oleh OPD terkait, terutama yang
menangan| kesehatan antara lain Dinas Kesehatan, puskesmas, dan BSUD,

Pada semester || tahun 2023, BPK telah menyelesalkan LHP kepatuhan
atas kegiatan operasional bidang kesshatan di Provinsi Sulawes! Selatan
terhadap & obrik yaitu pada Pemkab Bantasng, Pemkab Enrekang, Pemkab
Luwu, Pembkab Luwu Timur, Pemkab Sinjal dan Pemkab Tana Toraja.

Pemeriksaan atas kegiatan operasional bidang kesehatan dilakukan
untuk mengawal pelaksanaan BP 3 — peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan, khususnya KP 1 kesehatan ibu, anak, keluarzs
berencana, dan kessehatan reproduksi serta KP 3 pengendalian penyakit.

e THFS 1 Tahun 2023 RAR 1T - Hasil Bernerisaan Pemerintzh Dasrah & BUMD m



Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagal upaya BFK mendorong
pemerintah dalarm mencapal TPE ke-3, khususnya target 3.7 - mencapai
pesm—n Cakupan kesshatan universal, termasuk perlindungan ristko
el kcuangan, akses terhadap pelayanan Kesshatan dasar yang
M‘ baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang

aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Hasil pemeriksaan BPK pada 6 obrik menyimpulkan bahwa pengelolaan
operasional bidang kesehatan dilaksanakan sesuai kriteriz dengzan
pengecualian pada 3 obrik dan tidak sesual dengan kriteria pada 1 obrik
yaitu pada Pemkab Bantaeng. Permasalahan yang ditemukan antara lain
sebagal berikut.

o Pengelolaan operasional bidang kesehatan pada Pemkab Bantaeng
belum sesual ketentuan, di antaranya: (1) Pada aspek penarimaan,
terdapat pendapsatan retribusl pelayanan pasien umum  ditagib
berdasarkan tarif yang belum seluruhnya mengacu pada unit cost dan
pasien tidak dikenakan biaya pada RSUD Anwar Makkatutu; (2) Pada
aspek belanja, terdapat realisasi belanja jasa pelayanan kesehatan
pada Dinas Kesehatan melebihi anggaran sebesar Rp8,76 miliar karena
anggaran ditetapkan lebih kecil dari ketentuan, realizasi belanja
subkegiatan operasional pelayanan Puskesmas melebihl anggzaran
sebesar Rpl1,89 miliar, pemizayaran jasa pelayananatas pasien COVID-19
untuk tenaga medis dan nonmedis pada RSUD Anwar Makkatutu
dilakukan secara tunai dan tidak gidukung bukil pertanggungjawaban
sebesar Rpl,54 miliar, dan pengadaan alat kesshatan untuk instalas
radiclogi TA 2022 pada RSUD Banyorang sebesar Rp2,82 miliar belum
dimanfaatkan; serta (3} Pada aspek pengslolaan alat kesshatan dan
layanan kefarmasian terdapat perjanjian pengadaan obat-obatan dan
barang medis habis pakai (BMKP) pada RSUD Anwar Makkatutu tidak
mensyaratkan pengambalian obat yang akan kedaluwarsa dan sanksi
wanprestasi, serta terdapat hasll pengadaan obat-obatan yang memiiiki
masa kedaluwarsa di bawah 2 tahun pada RSUD Anwar Makkatutu,
Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD Banyorang.

Hal tersebut mengakibatkan: (1) Keuangan RSUD Anwar Makkatutu
kehilangan pendapatan sebesar Rpl, 15 miliar dan terbebani dengan
pemberian jasa layanan kesehatan yang fidak ditagih sebesar
Rp853,07 juta; (2] Pengeluaran belanja jasa pelayanan tdak memiliki
otorisasi, reallsasi pembayaran jasa pelayanan atas pasien COVID-19
secara tunai sebesar Rpl,94 miillar tidak diyakini kebenarannya, serta
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hasil pengadaan belum dapst segera dimanfaatkan danp berisiko fidak
diganti jika terdapat kerusakan dan cacat mutwy; dan (3) Pelayanan
pasien berisiko terhambat karena ketidaldersediaan chat-obatan, dan
obat-chatan yang kedaluwarsa tidak dapat dimanfaatkan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bantaeng
antara lain agar: (1) Memerintahkan Direlktur RSUD Anwar Makkatutu
untuk menyusun dan/atau memutakhirkan unit cost yang dijadikan
dasar penetapan tarif pelayanan kesshatan, melakukan pengawasan
dan pengendalian dengan menerapkan pembayaran jasa pelayanan
secara nontunai, serta melakukan pengawasan terkait pembayaran
jasa pelayanan; (Z) Kepala Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas
memperhatikan anggaran pendapatan dalam mengusulkan anggaran
gelanja seria dalam pelaksanaan belanja memedomanl pagu anggaran
yang telah ditetapkan dalam APBD, (3) Direktur RSUD Banyorang untuk
melakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas barang yang
diterima; dan (4) Menggunakan surat pesanan yang memuat klausul
antara lain sanksi denda keterlambatan dan persyaratan kedaluwarsa
obat-ohatan minimal 2 tahun.

e Terdapat permasalahan dalam kegiatan operasional bidang kesehatan
pada Pemkab Luwu Timur, antara lain: (1) Pelaksanaan Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA] RSUD | Lagalige tidak memperiimbangkan
kemampuan keuangan BLUD, yaitu realisasi kegiatan tidak didukung
dengan ketersedizan pagu anggaran  sehingga  mengakibatkan
defisit kas dan peningkatan utang belanja RSUD; (2) Belanja jasa
tambahan insentif kepada dokier spesialis RSUD | Lagaiigo belum
diatur datam suatu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ataupun
Surat Keputusan Direkiur (SK Direktur); {3} Puskesmas di wilayah
Kab. Luwu Timur kehilangan kesempaian memperoleh pendapatan
kapitasl karena belum mencapal target indikator rasio angka koniak
[AK), rasio rujukan kasus nonspesialistik (RRNS), dan rasio peserta
prolanis terkendali (RPPT). Seiain itu, puskesmas di kawasan terpencil
kehilangan pendapatan dana kapitasi karena belum melengkapi PKS
yang dipersyaratkan oleh BRIS Kesehatan; serta (4] Pengelolazn klaim
BPIS Kesehatan terkait dana nonkapitasi belum sesual ketentuan, yaitu
keterlambatan pengajuan klaim, klaim peiayanan kesehatan tdak
ditagihkan, dan klaim dengan siatus verifikasi pending tidak diajukan
kembali pada-RSUD | Lagaligo dan 18 puskesmas di wilayah Kab. Luwu
Timmur.
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Hal tersebut mengakibatkan: (1) Poeiensi tagihan pihak ketiga tidak
dapat dibayarkan dan tuntutan hukum dari pihak kefiga yang belum
menerima pembayaran; (2) Pemborosan atas pembayaran tambahan
insentif dokter =zpesialls sebesar Rp3,56 miliar; (3] Puskesmas
kehilanzan kssempatan memperoleh pendapatan kapiiasi sebesar
Rpl,i6 miliar dan risiko terganggunya pelayanan karena tidak dapat
memlbiayai kegiatan yang bersumber dari dana kapitasi; dan (4] RSUD
| Lagaligo dan 18 puskesmas di wilayah Kab., Luwu Timur kehilangan
kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp3,95 miliar
dan pelayanan kesehatan yang tidak dapat diklaim membebani RSUD |
Lagaligo minimal sebesar Rpl,51 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan Bupat Luwu
Timur zantara lain agar: (1) Mematuhi perbup terkait pemanfaatan
pendapatan dalam manyusun anggaran; (2) Meninjau  kemball
kebijakan terkait pembayaran tamiahan Insentf dokter spesialis
yang tidak sesual ketentuan; (3) Lebih optimal melakukan koordinasi
dengan BRIS Kesehatan terkail pencapaian Kapitasi Berbasis Kinera
(KBK) puskesmas dan pembayaran atas kekurangan penerimaan dana
kapitasiyangseharusnya diperoleh puskesmas daerah terpencil; dan [4)
Menyosialisasikan kepada puskesmas terkait meakanizme baku dalam
pengajuan klaim pending nonkapitasi sesuai dengan keteniuan serta
lebihoptmal melakukan penagihan kiaim BPIS dengan mengupayakan
penzajuan kemizali klaim pending.

Secara keseluruhan hasll pemeriksaan cperasional bidang kesshatan
mengungkapkan 126 iemuan yang memuat 200 permasalahan,
Permasalahan tersebut meliputi 132 kelemahan SPI, 48 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rps, 86 miliar, dan 19 permasalahan 3E sebesar
Rp8,20 miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda telah
menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke
kas daerah sebesar Rp3,08 miliar. Rekapiiulasi hasil pemeriksaan atas
operasional bidang kesehatan disajikan pada tampiran C.2.
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Penguatan Inirasirukiur

PADA semester |l tahun 2023, BPK telah menyampaikan 60 hasil
pemeriksaan DTT kepstuhan yang terksit dengan tema penguatan
infrastruktur. Hasill pemeriksaan kepatuhan atas tema penguatan
infrastruktur, yaitu (1) Pengelolaan belanja infrastruldur: dan (2]
Pengelolaan sarana, prasarana, dan utilitas umum,

Pengelolaan Beiania Inirasirukior

PEMBAMNGUNAN infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis
dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemeratsan skonomi
Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa
tabun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan
kualitas infrastruktur di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024,
pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk
mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan.
Pemerintah dasrah juga mengalokasikan APBD antara |ain untuk belanja
infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi di daerah.

Pemda yang diperiksa di antaranya adalah Pemgprov Aceh, Pemprov
Sumatera Utara, Pemprov Lampung, Pemprov lawa Barat, Pemkab Garut,
Pemkab Wonesobo, Pemkab Tangerang, dan Pemkot Bandar Lampung.
Sebaran pemeriksaan pengelolaan belanja infrastruktur pada pemerintah’
daerah dapat dillhat pada Tobel 2.4,

Tabel 2.4 Sebaran Pemerikssan Pengzlolaan Belanja Infrastruktur pada
Pemerintah Daerah

1 Sumatefs 1% 4 13 2
2 lawa 40 4 33 3
Jumiah 55 1 =2 5.

Hasil pemeriksaan atas pengelolzan beianja infrastrukiur pada pemda
selengkapnya dapat dillhat pada Gombaor 2.3.
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GAMBAR 2.3

PENGELOLAAN BELANJA INFRASTRUKTUR

Pameriksaan atas pengelofaan belanja infrastruktor dilakukan untuk mengawal

Pemeriksaan atas pengelolzan belanja infrastruktur daerah (termasuk infrastruktur jalan)
dilakukan terhadap 59 obiek pemeriksazn pada 59 pemida, yvaitu B pemprov, 46 pemiab, dan
5 pemkot. Lingkup pemeriksazn mencakup k=giztan pengelolaan belania infrastruktur dzemh
tahun 2023 Hasil pemeriksasan menyimpulkan bazhwa pengelolaan belanja infrastruktur
dzerzh telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria padz 17 obick pemeriksaan, sesual kriteria

peizkzanzan PF I — infrastruktur pelsyanan dasar dan PP 2 — infrastrukiur
ekonomi. Selain itu, pemeriksaan ni dilakukan sebagai upaya BPK mendorong
pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya t@reget 16.5 - mengembangkan
|lembaga yang efektif. skuntabel, dan transparan di semua tingkat

dengan pengecuslian pada 39 objek pemeriksaan, dan tidsk sesusi dengan kriteriz pada 3 £

oijek pemeriksaan. Permasslahan signifikan yang ditemukan antara lain:
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= Permasalahan @
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r Permzsalzhan tersebut mengskibstkan potens kelzbihan pembayarsn sebesar Rp66.63 milizn

Rekomendasi

BEPK merekomandzsikan kepada kepalz dasrah terkait ager menagih
kelzhihan pembayeran dan menyetorkan ke kas dzersh dan/ztz0
memperhitunzkan pada pembayaran berikutnys sebesar Rp66, 63 miliar.
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Secama keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja infrastruktur daersh mengungkapkan

278 temuan yang memust 435 permaszziahan. Permasslahan tersebut meliput 12 kelemahan 5P,

405 ketidakpatuhan sebesar Ap260.63 miiliar, sarta & permasalzhan 3€ sebesar RpS E1 miliar {khusus
. untulk infrastrukturjzizn terdzpat permasalahan ketidakpatuhan dan 3E sebesar Rp226.59 miliar
\\ Sslama proses pemeriksaan berlanosung, pemda terkait tefzh menindzaklanjuti rekomendasi BRK
LISAEE  dengan melakukan penystoran ke kas daerah sebasar Rp99, 11 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan
atas pengelolaan belanja infrastruktur pada pemerintah dasrah disajikan pada Lampiran €2 dan
rekapitulasi permasalaban disajikan dalam Lompiron 3.2.3 pada flash disic
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Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utililas Umum

DALAM mewujudkan kualitas kehidupan kota yang produkitf -dan
inovatif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKl Jakarta membutuhkan
dukungan prasarana, sarana dan utiltas umwem (PSU] kota yang
berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat
diaksas oleh seluruh warga Izkarta. PSU dapat disediakan dangan sumber
dana dari pemda, kewajiban pihak ketiga, serta hibah atau wakaf Untuk
P5U yang dipenuhi dari kewajiban pihak ketiga dapat timbul dari adany=
proses perizinan dan nonperizinan, yang diberikan Pemprov DK jakarta
kepada pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan ruang. Penyerahan P5U
perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemda bertujuan
untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan PSU. Salah satu perizinan
yang dapat menimbulkan kewajiban pihak ketiga untuk menyerahkan/
menyediakan PSU adalah Swurat lzin Penunjukan Penggunaan Tanah
{SIEPT)/izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).

Pemgzriksaan atas pengelolaan sarana, prasarana, dan utiitas umum
difakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 3 — infrastruktur perkotaan,
khususnya KP 4 — akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan
. ierjangkau perkoiaan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan
sebagal upaya BPK mendarong pemerintah dalamy mencapal
TPE ke-11, khususnya target 11.1 - menjamin akses bagl
semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkay,
dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Pada semester Il tshun 2023, BPK telah menyelesaikan hasil
pemeriksaan atas pengelolzan PSU yang berazal darl pemenuhan
kewajiban pihak kefiga s.d. Lsporan Keuangan Semester | Ta 2022
pada Pemprov DKl lakartz dan instansi terkait lainnya di Jakarta. Hasil
pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PSU telah dilaksanakan
sesual kriteria dengan pengecualian. Simpulian tersebut didasarkan atas
permasalahan antara lain sebagal berikut.

e Denyershan kewajiban SIPPT/ IPPR pada 34 pemegang izin SIPPT/IPPR
berupa lahan seluas 1,44 juta m”® dan konstruksi seluas 3,01 juta m®
belum ditaksanakan sesuaj ketentuan, sepertt kewajiban PSU berupa
lahan belumdiserahkanclehpemegangizin SIPPT/IPPRkepada Pemprov
DKl Jakarta, dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam
SIPTT/IPPR dan Keterangan Rencanz Kota (KRK), berads pada lahan
yang belum dibebaskan, dan belum ditindaklanjut denzan Perjanjian
Pemenuhan Kewajiban [PRPK). Permasalanan tersebut mepgakibatkan
antara lain: (1) Terhambatnya pemaniaatan untuk kepentingan umum
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atas lahan seluas 1,44 jutam® dan konstruks) seluas 3,01 juta m® dari
pemegang izin SIPPT/IPPR yang belum diserahkan kepada Pemprov DKI
lakarta; dan (2) Kebutuhan PSU untuk kepentingan umum dalam KRK
berpotensi fidak terpenuhi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan Gubernur DKl
lakarta antaralain agar: (1) Memerintahkan wali kota terkaitagarsegera
melakukan penagihan kembali sampai dengan BAST ditandatangani
pemegang izin SIPPT/IPPR yang belum menyerahkan kewajibannya
dan melaporkan progres secara rutin dalam bentuk laporan triwulanan
kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakaria; (2] Memerintahkan
wall kota terkait agar berkoordinasi dan segera melakukan penagihan
sampal dengan BAST ditandatangani pemegang izin  terkait
penyelesaian lahan kewsjiban SIPPT/IPPR yanz belum dibebaskan
dan konstruksinya; dan (3] Memerintahkan Sekretaris Dasrah untuk
menginstruksikan Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
supaya melakukan pemantauan terhadap pemegang izin SIPPT/IPPR
yang belum memipunyai PPK dan melaporkannya secara berkala.

# Terdapat lahan PSU yang telah disershisrimakan kepada Pemprov
DKl lakarta belum didukung perjanjian kerja sama pemanfaatan,
pemaniaatan lahan PSU tdak sesuai dengan peruntukan dan fungsi
rencana, serta penggunaan kewajiban PSU tidak sesuai dengan
peruniukan, Permasaiahan tersebut mengakibatkan: (1) Pemanfaatan
PSU yanz telah diserahterimakan tidak memiiiki dasar hukum dan
kehilangan potensi pendapatan asli dasrah Pemprov DK fakarta; dan
(2) Bidang tanah PSU yang digunakan tidak sesuai peruntukannys
menimbulkan potensi tidak terpenuhinya kebutuhan PSU Provinsi DKL
Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam rencana kotafrencanz detail
tata ruang (ROTR).

BPK telabh merskomendasikan Gubernur DKl lakarta agar @ (1)
Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk
melakukan pengamanan aset PSU yang telah diserahterimakan kepada
Pemprov DKl Jakaria dan berkoordinasi dengan plhak terkait untuk
memaroses sarta menindakianjuti dalam bentuk perikatan/kerja sama
atas pemanfaatan aset dasrah; dan (2] Memerintahkan wali kota
terkait supaya memerintahkan Tim Pengendalian dan Pengawasan
Pambangunan Wilayah ({TP3W) melakukan koordinasi dengan
pemegang izin SIEPT/IPPR terkait untuk memastikan terpenuhinya
kandisi lahan telah sasual peruntukan kewajiban dalam SIPPT/IPPR dan
RDTR/KRK.

s [EFZ I Tahun 2023 BAG[1- Has! Pemenisasn Pamenmnizh Dasran & BUMD 171




® Kewajiban atas pensertifikatan tanah hasil penyerahan kewajiban
SIPPT/IPPR belum dilaksanakan aleh 23 pemegang izin SIPPT/IPPR
seluas 1,49 juta m® atas nama Pemprov DKI lakarta. Permasaiahan
tersebut mengakibatkan potensiberalihnys kepemilikan ataz aset lahan
seluas 1,49 jutam® yang sertifikatnya belum diatasnamakan Pemprov
DKl Jakarta. BPK merekomendasikxan Gubernur DKE| lakarta antara
lain agar memerintahkan wali kota ferkait supaya memerintahkan
TP3W melakukan penagihan ssriifikat sampal dengan sertifikat
dibaliknamakan atas nama Pamprov DKI Jakarta.

Secara  keseluruhan  hasil pemeriksaan atas pengelalaan PSU
mengungkapkan 13temuanyang memuszt 32 permasalahan. Permasaiahan
tersebut meliput 17 kelemahan 5P dan 15 permasalahan ketidakpatuhan
sebesar Rp4,66 miliar. Rekapitulasl hasil pemeriksaan atas pengelolaan
PSLI disajikan pada Lampiran C.2.

Pembangunan Lingkungan Hidup

PaDA semesier Il tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 1 LHP
kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan lingkungan hidup,
yaitu pengelolaan rekiamasi dan pascatambang.

Pengelolaan Reklamasi dan Pascalambang

PENGELOLAAN pertambangan mineral dan batubara di Indonesia
berlandaskan pada Undang-Undanz Dasar 1945 Pasal 33. Pemerintah
kemudian mengeluarkan Undang-Undang (UU) dan ketentuan-ketentuan
yang mengatur mekanisme pelaksanaan pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara, antara lain UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan YU Nomor
3 Tahun 2020. Terkait dengan pengelolaan reklamasi dan pascatambang,
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010
tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan LUsaha Pertambangan
Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDIM Momor 26 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Kaidzh Pertambangan yang Baik dan Pengawasan
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemegang 1zin Usaha Pertambangan (IUP)/izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) sebelum melakukan kegiatan eksplorasifoparasi produksi
wajib menyusun rencana reklamasl berdasarkan dokumen lingkungan
hidup yang telah disetujul oleh instansi yang berwenang. Untuk kegistan
operasi produksi, selain menyusun rencana reklamasi, pemegang IUP/
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IUPK juga harus menyusun rencana pascatambang. Pada saat gubernur
atau bupatifwali keta masih berwenang menerbitkan |UR. rencana
reklamasi dan rencana pascatambang tersebut selanjutnya  dinilai
dan disetujul oleh direktur jenderal terkait atas nama Menteri ESDM,
gubemur atau bupati/wali kota sesual kewenangannya, yang juga
memuat penetapan besaran jaminan. Berdasarkan penetapan tersebuf,
selanjutnya pemegang IUP/IUPK menempatkan jaminan pada pada bank
pemerintah di indonesia. Apabila pemegang IUP/IUPK tidak memenuhi
kriteria kebarhasilan pelaksanzan reklamasi, Merterd ESOM melalui
direktur jenderal terkait, gubernur atau bupati/wall kota sesual dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi
dengan menggunakan uang jaminan rekiamasi.

Padia semester || tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasll
pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan reklamasi dan pascatambang
pada Pemprov Sulawesi Tenggara dan Instansi terkait lainnya di Kendari.
Lingkup pemeriksaan inl mencakup kegiatan pengelclaan reklamasi dan
pascatambang atas IUP dan IUPK Mineral Logam dan Batubara yang
diterbitkan oleh Pemprov Sulawesi Tenggara dan selurubh pemerintah
kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah
diserahkan kepada Pemprov Sulawesi Tengzara. Kemudian dengan
berlakunya UU MNomor 3 Tahun' 2020, IUP dan IUPK tersebut ielah
diserahkan ke Kementerian ESDM berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor 540/5077 tangezal 14 September 2022 kepada Menteri
ESDM, yaitu sejumlah 256 IUP dengan total wilayah seluas 435.815,63
Ha, ditambah IUP yang belum diserahkan ke Kementerian ESDM yaitu
IUP Nomor 117/2010 atas nama PT TEK seluas 576 Ha. Selain ity, lingkup
pemeriksaan juga mencakup IUP yang sudah mati/dicabut yang tidak
diserahkan kepada Kementerian ESDM melalui surat gubernur tersebut,
yaitu sebanyak 194 IUP seluas total 411.332,48 Ha.

Pemeriksaan atas pengelolaan reklamasi dan pascatambang dilakukan
untuk mengawal pelaksanaan PP 1 — peningkatan kualitas lingkungan
hidup. Pemerikszan ini dilakukan dalam wpaya BPK mendorong
pemerintah dalam mencapai TPB ke-15, terutama target
15.3 yaltu menghentikan penggurunan, memulthkan lahan
dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan,
kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapal dunia yang
tebas dari |ahan terdegradasi,

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan reklamasi dan
pascatambang pada Pemprov Sulawesi Tenggara dilaksanakan fidak sesuai
dengan kriteria. Permasalahan signifikan yang ditemukan antara lain:
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e Terdapat IUF eksplorasi yang fidak dilengkapi penetapan dan
penempatan jaminan reklamasi dan penempaian jaminan reklamasi
tanpa adanya penstapan. Hal inf menzakibatkan: (1) Pemerintah
fidak dapat menstapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasl
iahap eksplorasi dengan menggunakan jaminan reklamasl ataupun
penempatan jaminan rexlamasi berisiko Gidak mencukupl wniuk
meiaksanakan reklamas! tahap sksplorasi aleh pihak ketiga, apabila
pemegang IUP fidak melaksanakan reklamasi sesual ketentuan, dan (2)
Patensijaminanreklamasidarlluasbukaan lahanyang belumditetapkan
dan ditempatkan sebesar RpB0,10 miiiar. BPK merekomendasikan
Gubernur Sulawesi Tenggara agar berkoordinasi dengan Kementerian
ESDM untuk: (1) Menetapkan jaminan rekiamasi atas IUP yang fidak
menempatkan jaminan reklamasi dan IUP yang menempatkan jaminan
reklamasi tanpa penetapan, serta (2) Melaporkan bukaan |ahan atas
IUP eksplorasi yang tidak disertal penetapan dan penempatan jaminan
rekiamas| kepada Kementerian ESDN.

e Terdapat IUP operasi produksi yang tdak menempatkan jaminan
reklamasl, kekuranzan penempatan jaminan rekiamasi, genempatan
jaminan reklamasi tanpa adanya peneiapan, dan luas bukaan fahan
melebihl penetapan jaminan reklamasi. Hal inl mengakibatkan: (1)
Pemezrintah fidak dapat menetapkan pihak kefiga untuk melaksanakan
reklamasi tahap operasi produksi dengan menggunakan jaminan
reklamasl ataupun penempatan jaminan reklamasi berisiko tidak
mencukupl uniuk melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi
oleh pihak ketiga, apabila pemegang IUP tidak melaksanakan
reklamasi sesdal ketentuan; dan (2] Potensi jaminan reklamasi dari
luas bukaan lahan yang belum ditetapkan senilal Rpl,17 trillun dan
luas bukaan fahan melebihl penetapan senilal Rp831,03 millan BPK
merekomendasikan Gubernur Sulawesi Tenggara agar berkoordinasi
dengan Kementerian ESDM untuk: (1) Menetapkan jaminan reklamasi
atas IUP yang tidak menempatkan jaminan reklamasi dan IUP yang
menempatkan jaminan reklamasi tanpa penetapan, (2) Melaporkan
bukaan lahan atas IUP operasi produksi yang tidak disertal jaminan
rekiamasi dan luas bukaan melebihi penetapan; serta (3] Menagih
kekurangan panempstan jaminan reklamasi kepada pemegang IUP
operasi produksi,
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e Terdapat |UP operasi produks) yang Tidak mepempatkan jaminan
pascatambang, kekurangan penempaian jaminan pascatambang,
dan penempatan jaminan pascatambang fanpa adanya penstapan.
Akibatnya, Pemerintah tidak dapat menetapkan pihak ketiga untuk
melaksanakan pascatambanz dengan mengounakan  jaminan
pascatambang tahap operasi produksi ataupun penempatan jaminan
pascatambang  Dberisiko  Gdak mencukupi  untuk  melaksanakan
pascatambang oleh pihak kehiga, apabila pemegang IUP fidak
melaksanakan reklamas| sesuai ketentuan. BPK merskomendasikan
Gubernur Sulawesi Tenggara agar berkoordinasi dengan Kementerian
ESDM untuk menetapkan jaminan pascatambang atas {UP yang fidak
menempaikan jaminan pascatambang dan IUP yang menempatkan
jaminan pascatambang tanpa penstapan, serta menagih kekurangzan
penempatan jaminan pascatambang kepada pemegang IUR

Secara kessluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengeiciaan
reklamasi dan pascatambang pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
serta instansi ferkait lainnya mengungkapkan 18 temuan yang memuat
18 permasalahan ketidakpatuhan. Rekapitulas! hasil pemeriksaan atas
pengelolaan reklamasi dan pascatambang disajikan pada Lompiron C.2.

Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik
PADA semester || fahun 2023, BPE islah menyelesaikan 13 LHP

kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan stabilitas pothukhankam
dan transformasi pelayanan publik, yaitu pengeiolaan barang miiik dasrah.

Pengelolaan Barano Milik Daerah

BERDASARKAN Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri}
WNemor 18 Tahun 2016, barang milik daerah (BMD) adalah semua barang
vang dibeli atau diperoieh zias beban APBD atasu berasal dari perciehan
lainnya yang sah. Pengelolaan BMD mencakup keseluruban kegiatan
yang meliputi perencanzan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemaniaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

LS ] Tabun 2023 BAB Il - Ha=s! Pemeribxazn Pemernizh Dasrah & BHMD 175




Pada semesier || tshun 2023, BPK tefah menyelesaikan LHF kepatuhan
atas pengelolaan BMD terhadap 13 objek pemeriksaan pada 13 pemds,
yaitu 1 pemprov, 10 pemkab, dan 2 pemkot. Pemda yang diperiksa
antarz lain Pemprov Maluku Utara, Pemkab Morowall, Pemkab Malang,
Pemkab Pacitan, Pemkab Bangka Barat, dan Pemkot Sursbaya. Lingkup
pemeriksaan yang dilakukan meliput pengelolaan BMD tahun 2021-2023.

Pemeriksaan atas pengeiolaan BMD dilakukan untuk mengawal
pelaksanaan PP 4 — reformasi birokrasi dan tata kelols, khususnyas
KP penataan kelembagaan dan proses hisnis. Selain iy,
‘Pl pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong

pemerintah dalam mencapal TPB ke-16, khususnya target
16.5 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan
transgaran di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan BMD telah
dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada 12 objek
pemeriksaan dan tidak sesuai denzan kriteria pada 1 objek pemeriksaan.
Permasalahan yang ditemukan antara lain:

e Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum atas BMD belum dilakukan
sesuai dengan ketentuan pada 13 pemda, antara lain: (1) Pads
Pemprov Maluku Utara terdapat 10 unit kendaraan bermotor yang
dikuasai pihak lain, 457 unit kendaraan tidak memiliki Buku Pemilik
kendaraan Bermotor (BPKB), rumah negara belum dilengkapi surat
izin penghunian (S} dan penetapan golongan rumah, dan 282 bidang
tanah belum didukung bukt kepemilikan; (2] Aset tetap peralatan dan
mesin Pemkab Morowall fidak diketahui keberadaannya sebanyak 341
register, pengguna barang belum menyusun kartu inventaris ruangan
(KIR) dan melakukan pelabelan BMD pada 1.548 register, aset tetap
tanah belum didukung bukt kepemiiikan sebanyak 333 register, seria
aset tetap peralatan dan mesin masih dalam penguasaaan pihak
lain sebanyak 86 unit kendaraan; (3) Sebanyak 1.200 bidang tanah
rmilik Pemkab Mojokerto seluas 4.855.8059,44 m2 belum dilengkapi
dengan seriipikat, 5 bidang tanah seluas 32.765 m2 fidak diketahui
keberadaannya, 2 bidang tanah dikuasal oleh pihak lain, seria 3
sertipikat tanah terindikasi tumpang tndih dengan serfipikat milik
prhak kain.

Hal tersebut mengakibatkan aset berpoiens] hilang, dikuasal pihak
lain, tidak dapat dimanfaatkan, dan disalahgunakan peruntukannya.
BPK merekomendasikan kepala daerah terkait untuk melakukan
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pangamanan fisik, administrasi, dan hukum atas BMD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, antara lain melakukan pemberian label
identitas BMD, panartkan asetyang dikuasai pihaklain, penglesuran dan
invertarisasi atas aset yang tdak diketshui keberadaannya, membuat
SIP atas pemakaian rumah negara, dan memprosses perolehan bukt
kepemilikan aset.

® Pemanizatan BMD belum sesuai dengan ketentuan pada 13
pamda, di antaranya! (1) Pada kerja sama pemanfaatan kawasan
wisata Pantai Teleng Ria antara PT EITEW dengan Pemkab Pacitan,
PT EITEW melaksanakan penambahan 34 aset hasil kerja sama
pemanfaatan tidak melalui tahapan sesuai dengan perjanjian dan
fidak didukung dengan adendum parjanjian, serta belum menyetorkan
kewajiban kontribusi tetap dan bagi hasll keuntungan beseria denda
keterlambatan ke kas dasrah; (2) Pada kerja sama bangun guna serah
(BZ5) atas Pasar tkan Modern antara PT LPK dan Pemkab Gresik, PT
LPK belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan pasar dan telah
menyerankan secara sepihak pengelolzan Pasar lkan Modern kepada
Pemkal Gresik, Hasil pemeariksaan menunjukkan keterlambatan atas
pembangunan pasar tidak meialui pemberian perpanjangan jangka
waktu dari Pemkab Gresik, PT LPK tidak pernah memberikan jaminan
pelaksanaan dan tidak pernah membayar kontribusi sesuai perjanjian,
realisasi pembangunan fidak sesuai dengan perjanjlan maupun
surat izin blek plan, dan belum terdapat kejelasan status kelanjutan
pengelolaan Pasar lkan Madern; dan {3) Pemanfaatan sswa 15 BMD
pada Pemkab Tojo Una-Una tanpa didukung perjanjian antara penyewa
dan pengslola barang, serta mitra kerja sama pemanfaatan atas BMD
Kawasan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM] Mebel Usbone belum
menyetorkan keuntungan yang diperoleh dalam ussha produk mabel,

Hal tersebui mengakibatkan: {1) Pembkab Pacitan akan terpaksa
menerima hasil kerja sama pemanfaatan yang Tdak sesuai perjanjian
dan berpotensi tdak relevan dengan tujuan pengelolaan dan
pengermbangan kawasan Pantal Teleng Riz untuk meningkatkan
pendapatan daerah, dan tidak dapat dengan ssgers memanfaatkan
penerimaan dari kontribusi tetap, bagi hasil keuntungan dan denda
keterlambatan; (2) Tanah dan bangunan BG5S Pasar lkan Moedern Grasik
terbengkalal dan tdak jelas status pemanfaatannya, kewajiban PT
LPK kepada pihak lain berpotensi beralih kepada Pemkab Gresik, dan
hilangnya pendapatan dari kontribusi atas pelaksanaan perjanjian BGS
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Pasar lkan Maodern; dan (3) Kerusakan BMD, risiko kehilangan BMD,
dan kehilangan potensi pendapatan dari pemanfaatan BMD milik
Pemkab Tojo Una-Una.

BPK merekomendasikan: (1) Bupati Pacitan agar melibatkan ahii
pariwiszata untuk meninjau kerja sama pemanfaatan dengan PT EITEW
yang tidak optimal memberikan keuntungan kepada Pemksb Pacitan
maupun dampak perekonomian kepada masyarakat sekitar dan
rmempertimbangkan upaya penagihan dan penertiban lainnya dengan
melibatkan aparat penegak hukum atas mitra pemanfaatan barang
milik daerah yangz tidak mematubi kewajiban penyetoran dan kewajiban
lainnya sesuai perjanjian; (2] Bupali Gresik agar mengidentifikasi
seluruh hak dan kewajiban Pemkab Gresik dan PT LPK sesuai dengan
perjanjian, termasuk kewajiban PT LPK kepada plhak lain, yaltu
kewajiban kepada pembell kios dan kewajiban terkait dengan proses
pembangunan dan pengelolaan Pasar tkan, serta memastikan bahwa
k=wajiban PT LPK kepada pihak lain ini fidak beralih menjadi kevajiban
Pemkab Gresik dan menentukan status kelanjutan pembangunan dan
penzelolaan Pasar lkan Modern Gresik sesual dengan ketentuan yang
berlaku; dan (3) Bupati Tojo Una-Una agar menagihkan biaya perbalkan
kerusakan BMD kepads mitra pemanfaatan, membuat perjanjian baru
sesuai ketentuan atau menarik kembali BMD, dan menagihkan bagi
hasil atas pemanfaatan Sentra KM Mebel Usbone sesual dengan
perjanjiarn.

e Pepatausshaan aset tetap ianah, peralatan dan measin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya
pada Pemproy Maluku Utara belum sesuai ketentuan, antara lain;
Pejabat Pengelola BMD belum ditetapkan, inventarisasi BMD belum
dilaksanakan pada seluruh SKPD, pengguna barang Hdak menyusun
Laporan BMD Semesteran dan Tahunan, serta kesalahan pencatatan
aset. Hal ini mengakibatkan pengelolaan BMD pada seluruh SKPD
menjadi fidak dapat diyakini, Laporan BMD fidak mengzambarkan
kondisi yang sebenarmys, laporan keuangan pemda pada akun aset
tetap barpotensi tidak dapat disusun tepat wakiu, dan Laporan BMD
fidak menyajikan nilal aset tetap tanah, perafatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya yang
akurat. BRK merekomendasikan Gubernur Provinsi Maluku LHara agar
menginstruksikan pejabatterkait antara lain untuk mengusulkan konsep
surat keputusan terkait pejabat pengelola BMD kepada gubernur,
melakukan verifikasi dan valldasi data BMD, melakukan sosialisas|
atau diklat pengelolaan dan pelaporan BMD kepada pengurus barang
seluruh SKPD, dan menyusun laporan BMD berdasarkan kendisi yang
sebenarnya.
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Segara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMD
mengungkapkan 106 temuan yang memuat 201 permasalahan.
Permasalahan tersebut meliputi 61 kelemahan 5PI, 138 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar RpS56,28 juia, dan 2 permasalshan 3E.
Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindakianjud
rekomendasi BPK dengan melakukan penyeioran ke kas daerah ssbhesar
Rpl05,16 juta. Rekapitulasi hasil pemerikszan atas pengslolaan BMD
disajikan pada Lampgiran C.2.

Pemeriksaan Bantuan Keuanoan Partal Politik

PADA semester 11 2023, BPK melakukan pemeriksaan atas 30 laporan
pertanggungjawsban (LPl) bantuan keuangan partai politik (banparpal)
dari Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang (DPW/D/C) atas 17 partai
politik nasional, Pemeriksaaan Ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat
Pasal 34A Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partal Politik, dan khususnys Pasal
13 dan 14 Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Bantuan Ksuangan kepada Partal Poliik, sebagaimana telah diubah
terakhirdengan PP Momor 1 Tahun 2018,

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana
penunjang kegiatan pendidikan poliik dan operasicnal sekretariat, dan
dipgrioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol
dan masyarakat.

Pemeriksaan aias banparpel adalah pemeriksaan kepatuhan dengan
tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPI banparpol
yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sementara
itu, sasaran pemeriksaan atas LRI banparpol adalah. (1] Kesesuaian antara
nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dengan
rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan
keuangan, (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disslurkan
pemerintah dan dilaporkan di dalam LPI; (3] Kelengkapan dan keabsahan
buki pendukung yang dilampirkan dalam LR, dan (4) Kesesuaian prioritas
penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan
kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya
BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.
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Hasi| pemeriksaan atas LP! banparpo! darl APBD mengungkapkan
masih terdapat DPW/D/C parpol yang tidak melampirkan bukd
pertanggungjawaban yang lengkap dan sah atas LPJ yang disampaikan
kepada BPK dan menggunakan banparpol tidak diprioritaskan untuk
pelaksanaan pandidikan politik bagl angzota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang
bersurmber dari APBD itshun 2022 menghasitkan kesimpulan bahwa
pertanzgungiawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPW/
D/C yang telah sesuai kriteria sebanyak 28 LPI (56%) dan sesual kriteria
dengan pengecusalian pada hal-hal tertentu sebanyak 22 LP (443),

Daftar laporan hasil pemeriksaan Banparpol dapat dillhat pada
Lompiran 1.3 pada flash disk.

Pemeriisaan Investigalil, Penonilungan Kerugian
fiegara 0an PemMOerian Keleranoan Anii

PaDa semester |l tahun 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan
investigatif pada BUMD atas permintaan penegak hukum. Jumish LHP
investizatif yangz diterbitkan sebanyak 1 LHP denzan nilal indikas| kerugian
negara/daerah sebesar Rp50,08 miliar. Laporan hasil pemeriksaan
investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum
untuk ditindaklanjut.

Sementara itu, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 32
iaporan hasil Penghitungan Kerugian Megara (PKN) pada pemda dan
BUMD berdasarkan permintaan instansl yang berwenang dalam rangka
penanganan kasus findak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/
daerah sebesar Rp207,57 millar.

‘Sehagal tindak lanjut dari PKN, BPE juga telah memberikan keterangan
ahll di lingkungan pemds dan BUMD zebanyak 465 kall pada 34 kasus di

tahap penyidikan serta 24 kali pada 19 kasus di tahap persidangan tindak
pidana korupsi.
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Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemaa
dan BUMD

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 375 objek pemeriksaan
pada pemda dan BUMD mengungkapkan 3.266 temuan yang memuat
4.868 permasalahan sebesar Rpl, 27 triliun, Permasalahan fersebut
meliputi 808 kelemahan 5Pi, 2.873 permasalahan ketidakpatuhan sebesar
Rpl,17 triliun dan 1.187 permasalahan 3E sebesar Rpl03,21 miliar
Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti
ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan asst atau menyetor ke kas
negara/dasrah/perusahaan sebesar Rp225,42 miliar. Hasil pemeriksaan
pada pemda dan BUMD disajikan pada Tobel 2.3,
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Tabel 2.5 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
(Milal dalam Rp juta)

A ¥elemahan SR = = =] = EOB =
= kglemznzn 5P - - 502 - BOE. -
8. ¥=tidskoatihan
SAnrSan ketentLar 15 387896 | =858 | 11se0301S 2873| 1iE3S0811
perundzng-undangan
=  Esztidskpstuhan terhadap k=teTuEn peraturen pEfunl:fang—ur:iaﬂgan y=ng dapat mer@hb:aﬂzn'
»  Kerugian 3 3082,00 1837 | 78035533 1848 753 34733
b e 3 E2E.04 339 | 21235393 342 213 978,958
Farugian
+ S 3 16092 301 | Zo3amer 304 368579
Ferarimaan
Submm 15 B 2277 | 1166030,15 2797| LifEmS1L
= PeEniimpsngsn ==
sominiErEs = 2 L = S81 =
fetidzizfinznan, can 1021 . 1es | 10331918 1IE7 121518
B
= M=tidakhsmatan - - 111 | 10045334 17t 10045334
= Ketidsksfsianan - % 1 33312 z 33312
= Mendgkefekiifan 12 . 44 o3 = 1083 343372
Tt (4485 1035 33755 3837 | 175324533 48e8 | 1aTisgog
MNi'zsi penyeranan
zsat/pemyetorsn ke .
25,43 22534167 275437 1%
k=5 negars/deershf ¥
peruszhazn
Jumizh Temuzn ECT] 2416 3286
Jumilah Rekomisnidast 3888 6EEZ A0
Jumniah LHP 105 283 Eri
Ketazranzan

*fumizh tersebut tidak termasuk hasil pemeriksasn stes banparpol, sert= hasil Pl, PKN, dan PRA
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BAB 111

Hasil Pemeriksaan
BUMN dan Badan
Lainnya

HPS 1l Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan

terhadap 22 objek pemeariksaan BUMMN dan Badan

Lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 1 objek

pemeriksaan kinerja dan 21 objek pemeriksaan
dengan tujuan tertentu. Seiain itu, IHPS 1| Tahun
2023 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif
(Pl), penghitungan kerugian negars (PKN), dan
pamberian keterangan ahil (PKA).

Dafiar laporan hasil pemeriksaan (LHP] IHPS I
Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lalnnya dapat
dilihat pada Lampiran A. 3. Ikhiisar hasil pemeriksaan
pada BUMM dan Badan Lainnya dapat dijelaskan
sebagal berikut,



Pemeriksaan Kinerja

IHPS 1l Tahun 2023 memuat hasil pameriksaan kinerja pada BUMN dan
Badan Lainnya atas tema penguatan Infrastrukiur. Pemeriksaan kinerja
dilakukan terhadap 1 objek pemeriksaan (obrik),

Secara lebih terperingi, hasil pemeriksaan mangungkapkan 8 temuan
yang memuat 1 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp20,46 miliar dan
1% parmasalahan ketidakefekiifan. Rekapitulasi hasil pemariksaan Kinerja
pada BUMMN dan Badan Lainnya secara lengkap disajikan pada Lomgiran
£ 1.

Pengualan Inrrastrustur

PADA semester || tahun 2023, BPK telah menyampaikan 1 |aporan
hasil pemeriksaan (LHP) kinerja yang dilakukan pada 1 obrik BUMN
yaitu pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sumber daya air (SDA) untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2022 s.d. semester [ tahun 2023
pada Perum Jasa Tirta Il. LHP selengkapnya disajikan pada Lamgiran 1.4
di flash disk.

Pengelolaan Sumber Daya Air

PEMERIKSAAN atas kinerfa pengelolaan SDA untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat tahun 2022 s.d. semester | tahun 2023 dilaksanakan
pada Perum lasa Tirta Il dan instansi terkait lainnya di lakarta dan lawa
Barat. Hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada Gombar 3.1.
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Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PEMERIKSAAN dengan tujuan tertentu (PDTT) dapat berbentuk
pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investgatf IHPS 1l Tahun 2023
memuat 21 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan pada BUMN dan
Badan Lainnya, yang dilakukan pada 10 BUMN dan 11 Badan Lainnya.

Hasil pemeariksaan kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
menyimpulkan pelaksanzan kegiatan telah dilaksanakan sesuai kriteria
pada 1 (5%) obrik; sesuai kriteria dengan pengecualian pada 139 (30%]
obrik, dan tidak sesuai kriteria pada 1 (3%) obrik.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 233
temuan yang memuat 303 permasalahan. Permasalahan tersebut meliput
255 kelemahan sisiem pengendalian intern [SPl), 214 permasalahan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
(selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp3,49 firiliun, dan 34
permasaiahan ketdakhematan, ketidakefisienan, dan ketdakefektifan
{selanjutnya disebut 3E) sebesar Rpl02,21 miliar. Selama proses
pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindakianjuti ketidakpatuhan
tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/
perusahaan sebesar Rp2,65 miliar. Hasll ini disajikan pada Gambar 3.2.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan (DTT) pada BUMMN dan
Badan Lainnya menurut tema pemeriksaan’ disajlkan pada Lampiron
0.2, Sementara Itu, rekapitulasi per hasll pemeriksaan kepatuhan pada
BUMN dan Badan Lainnya dizajikan selenzkapnya dalam Lampiran 4 pada
flash disk, Selain ity, IHPS |l Tahun 2023 juga memuat hasil pemeriksaan
investigatif (Pl), penghitungan kerugian negara (PKN) dan pemberian
keterangan ahll [PKA),

PEMEriksaan Kepalunan

IHPS |l Tahun 2023 melaporkan hasil pemeriksaan kepatuhan pada
BUMN dan Badan Lainnya, yang dibagi menjadi 3 iema, yaitu: (1)
Penguatan ketahanan ekonomi; (2) Pembangunan sumber daya manusia
{SDM); dan (3] Penguatan infrastrulktur.
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GAMBAR 3.1
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN MASYARAKAT

Pemeriksazsn atas kinsrjz pengelelazn sumber days air (5304) untuk memenuhi kebotulan
masyarskat tahun 2022 s.d. semester | tahun 2023 dilak=anzkan padz Perum lasa Tirta: |l dan
instansitergait Izinnya di 1zkarta dan Jaws Barat.

Pemeritsaan ini dilskikan =ebagsl upaya BPK mendorong pemerintsh daiam mencapsl
Tujusn:Pembzngunsn Berkelznjutan (TPB), vaitu TPB ke-6, terutsma target-6.4 pads
tahun 2030, secara signifikan meningkstkan efisiensi penggunazn 3ir di semia ssktorn
menjamin penpgunaan dan pacokan air towar yang berkelanjutan untuk menpatas)
kelangkaan air, dan secarz signifikan mengurangi jJumizh orang yvang menderitz akibat kelangikaan
a@ir Pemerikszan inl Juga dilakulkan untuk mendukong (PN) 5 oengiatan infrastruktur Program
Prigritas. (PP) 1 wyaitu, infrastruktur pelayanan dasar, khususnys Kegiaisn Prioritss (KP) 3,
pengelolzan gic baku berielanjutan dan KP 6 waduk multpursose dan modernisasi irigasi

Berbagal upaya yang telah dilzkukan oleh Perum - fasz Tirta || untuk meninskatkan efektivitas
pengslolaan 504 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, antara [2in:

-

S04 bekeria sams dengan pars pengslale J=wa Barat dan i bakw sntuk kebutuban sir bersin 4 wilsy=h
S04 fainmya, melzlui peran akbf delam D akarta dengan debit 48 m'/datk uneuic 908324

¥egiatan Hpekat dunis dergan: bergabung pefenggan. Selaln tu Perusshasn berdomtabesi dslam

dslam Menwerk of Arign Fiver Sosin k=tshanzm energi meizlul resfizasi produksi listrik pembanghat
Crgonizotions [N:qge{;n]_ fiztrik tenags i (PUOA) ssbesar 1011 91 juts wWh.

5elain berbagai upaya yang telzh dilskukan oleh Perum fasa Tirtz || tersebut dl
atas, terdapat permasalzhan-permasalzhan y2ng dapat menghambat kegiatan
pengelolzan sumber days air untuk memenuhi kebutuhan masyamkat, antars laln:

Perurm kesa Tirta |l mjengembangian Perum lzz3 Tirts || teizh menyedizkan air baku untui rigas
¥emsmpuannya i bidang pengelolsan sepanyak 4,8 milisr m'/tahun pads 290 233 Hs sawah dizres
=




Kegiatan konzarvasi yang dilskukan oleh Perum fasa Tirta || belum
sgpenunnye efekdf dalam umeys memsiinzrs keberedazn dan
t=bestanjutan SDA di Dasrst Airzn Sungai {PAS) Giarurs. Ha! ini
ditunjukian dengzn Perum laza Tirns [l belum melaladan stedi atzu ®
Isjizn ionssrves i DAS Citanem yang dapst dijadikan zcuan dalam Rekomendasi
DErEnCENasn kegisian kenservasi dalam jangks waktu t=rtantue dan
belum mempunyai Standard Operoting Frocedure (S0P petimjul B0K B ; b ki
teknis yang mengatur secars terperind tEn‘ﬁngiaG c3rs k=gistsn Diiraksi B Jasa Tirta 1l agar
pqlenaz'larisa«n !’.‘ﬂ.h':ll.'j.. pemeltharesn pohon, dan neg.talan !'D?IF‘_iEI'UEIEI mskakulan stud) stau Eajian ki "
|?II'II'I'§|'3. Sslzin it Perum fasa Tins || belem mamifie egisten, pencemaran air di DAS Citarum,
tndskzn ?Elu upaya yang berdampsk [Bngsung pads pengelolaan melakukan kegiztan kanservasi dan
kualitas air tindskan untuk mengendalikan
Akibammys, fungs: DAS Citarum sehagai area tangkapan air dan pencemaran air sesusl hasil studi stsu
penahan l3ju erosi sedimen semakin menurun dan kuslites 3ir Waduk k2jian, serta menyusun S0P atau
Ir. H. Djusnds belum memenuhi standar baky mistu sir kelas IL petunjuk tekmis kegiatan konservast

L A L9 ,

Prazarana 504 pads safursn induk yang dikslola olzh
Perum Ja== Tirta || pada Wilsysh Sungai Citarum belum
dapst membsrikan |syEnan sir secars memedsi dan
pemanfastan Sistam [nformasi Surmber Deya Alr (SISDA)
balum gptimal. Hal inl ditunjukien dengan adany:
penurunan kondisi, fungsl, dan kapasitas prezaEne

]
Rekomendasi

sumibier dsyE air, i Sntsramnys PENUTUNEN kapasits: BP¥, Rl merekomendasikan iepada Direksi Perum Jasa

Salurzn Tarum Batst sebesar 33 93, penurunan Salursn Tirta Ul agar

Tanem Timur sebesar 30,58%;, dan praserana di ssluran B . . }

mduk yang mengelaml kenusakan berat sebesar 10 61X *  Menyusun kafian tecsit kepasitas dan fungsi

Selsin ftu, Perum Jaza Tirtz | befum memilik kajisn dan prasarmna 314 serta melsloansion modmap

rencana; rocdmap peningkatan kanasitas-dan fungsi PETERCENRN, YR e I E TRl ity fercan:

oresaranz 304 serta aplikes] SI50A belum dapat strategls dan RKAPI_mmt kegistan peningkatan

digunaian untik membuat simulzs) pradgiis banjin k=pasitas dan ﬁmﬁﬂm" SO yang barsiala

meraca kstersedizan an dan simuiss pemantagtsn g8ir bezar dan bersifat janghs panjang, serts

Bk, berkoordinast dengan Balai Besar Wilaysh Sungai
(BEWS] Citarum dzlam penyusunan rogdmap

Akiratnya, terdapat potens dasrzh ingasi ndsk tersebut.

mendapat afiran air, ssmbungan rumah pelanggan air

minum belum tertayani, nilai manfaat sic beium * Mengoprimalikan pemanfaatan SI50A dan

digunzksn oleh industri untuk berprodubsi, dzn terdapat melakukan integrasi sistem yang telzh stau sedang

air yang tidak dimanfaatian untuk membanghitkan dibangun, baik oleh internal maupun sksternal,

energl fistrik, serts informast untuk pengambilan B0

semspee—esee A

Hasil pemeriksaan atas kinerja pengelolaan
S04 untuk memenuhi kebirtuhan masyarakat
mengungkapkan B t2muan yang memuat 1
permasaizhan ketidakpatuhan s=besar
Rp20,46 mitiar dan 11 permasalahan
ketidakefekirfan.

B s |
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GAMBAR 3.2

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN
PADA BUMN DAN BADAN LAINNYA

Temuan

21 —————————t 298 —— 790

*1 obfek pemenksaan Sssus densan knierz
# 19 phisk pemertksaan  S=sual kriteriz dengar pengenialan
® 1 obiek pemenksaan Tidsk sesugi kitenis '

K=izmanan siztem
pengendaian
Liji=jaal

Permasalahan
Rp3, 60 trifivn

(1%}

Ketdakhematzn, d2n
k=tidsb=faknfan RplOL 21 miliar

v

Bp3.49 triliur

34

Rpl02.21 emiliar Permymmpang=n
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Katdskhematan
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"L K=rigian
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s
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Rpli6Z milisr
Potansi Kerugian
RpS7 %81 miiar
Rekomendasi berupa penyerahan
aset dan/atau penyeioran vang. Kakurangsn Penerimaan
Psda shat pemerksaan, entitas telsh Fpd 33 mwilun

menindaklanjut dengsh

menyemblan asst slau menyetor ke
kas negarms/penusshaan sebesar ’
Rp2.65 miliar

Rekomendasi

H=ndskpatuhen terhadap ketentuzn
paraturan perundang-undsngan

Permasalahzn
k=tdakpstuhan
yang dzpat
mengzkibatian:




Penguatan Ketahanan Ekonomi

PADA semester || tahun 2023, BPK telah menyampalkan 13 LHP
kepatuhan yang terkait denzan tema penguatan ketahanan ekonomi,
yaitu: (1) Pendapatan, biaya, dan investasi BUMM dan Badan Lainnys; (2)
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan (3] Pencetakan, pengeluaran,
dan pemusnahan Rupiah.

Pendapalan, Biaya, dan Invesiasi BUMN dan Badan Lainnya

PADA semester || iahun 2023, BPK telah menyelesalkan hasil
pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi terhadap L1 obrik pada
3 BUMN/anak perusahaan dan 2 Badan Lainnya, di antaranya PTindofarma
Thk, PT Palabuhan Indonesia (Persern)/PT Pelinda; PT Pupuk Kaltim/PT
PKT, Jaminan Kredit Indonasia (PT Jamkrinda), dan BPIS Ketenagakerjaan,
Pemeriksaan Inl meliput kegiatan pengeloiaan pendapatan, biaya, dan
investasi BUMN dan Badan Lainnya tabun 2015-semester | 2023,

Pameriksaan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi dilakukan
untuk mengawal pelaksanaan PP 6 — nilal tambah, lapangan kerjs,
investasi sektor riil, Industrialisasi, khususnya KP (klim usaha, investasi,
dan reformasi ketenagakerjaan. Selain itu, pemeriksaan ini
juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah
dalam mencapal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB
ke-8 terutama target 8.1 — mempertahankan pertumbuhan
ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasionals

Hasil pemeriksaan BPK menylmpulkan bahwa pendapatan, biaya, dan
investasi BUMMN dan Badan Lalnnya telah dilaksanakan sesual kriteria
dengan penzgecualian pada 10 cbrik dan tidak sesual kriteria pada 1 obrik
{PT Indafarma Tbk}. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

¢ PT Indofarma Tbk dan PT IGM lanak perusahaan PT Indofarma
Thk) melakukan aktivitas yang berindikasi froud/kerugian antara
lain’ melakukan transaksi Jual beli fiktf pada Business Unit Fost
Moving Consumer Goods (FMCG), menempatkan dana deposito atas
nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam MNusantara [Kopnus),
menggadaikan deposito pada Bank Oke uniuk kepentingan pihak
lain, melakukan pinjaman enline (fintech) serta menampung dana
restitusi pajak pada rekening bank yang Tidak dilaporkan di laparan
keuangan dan digunakan untuk kepenfingan di luar perusahaan,
mengeluarkan dana tanpa undetlying tronsochon, menggunakan kartu
kredit perusahaan untuk kepentingah pribadi, melakukan pembayaran
kartu kredit/operasional pribadl, melakukan windows dressing laporan
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keuangan perusahaan, serta membayar asuransi purnajabatan dengan
jumlah melebihi ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan
Indfkasi kerugian sebesar Rp278,42 wmillar dan potensi  karugian
sebesar Rpl3,26 miliar atas beban pajak dari penjualan fkdf FMCG.

Atas permasalahan tersebut, BPK  merekomendasikan  kepada
Direksi PT Indofarma Tbk antara lain agar melaporkan k2 pemegang
saham terkait transaksi jual beli fikhf, penempatan dan pegadaian
deposito, pinjaman  online, penggunaan dana restitusi  pajak
untuk kepentingan di |luar perusahzan, pengeluaran dana fanpa
underlying transaction, pengeluaran kartu kredit perusahaan untuk
kepentingan pribadi, pembayaran kartu kredit/operasional pribad,
windows dressing laporan keuangan perusahaan, serta pembayaran
asurans| purnajabatan dangan jumlah yang melebihi ketentuan yang
benndikas kerugian sebesar Rp278,42 miliar dan berpotens| kerugian
sebesar Rpl8,26 miliar, berkoordinasi dengan pemegang saham dan
Kemeanterian BUMMN uniuk melaporkan permasalzhan PT Indofarma
Tbk dan anak perusshaan kepada aparat pensgak hukum, dan
menginstruksikan Direksi PT 1GM untuk berkoordinasi dengan kantor
pajak agar perusahaan tidak dikenakan beban pajak penjualan senjlai
Rpl18,26 miliar atas transaksi penjualan §ikif Business Unit FMCG.

o FPT Indofarma Thk dan PT IGM melakukan sktivitas pengadaan alat
kesehatan tanpa studi kelayakan dan melakukan penjuaian tanpa
analisa kemampuan keuangan customer antara lain gengadaan serta
penjualan teleCTG, masker, PCR, ropid test (panbic), dan isolofion
transporiotion yang mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rpl5,35
millar sarta potansi Kerugian sebesar Rpl46,57 miliar yang terdiri darf
piutang macet sebesar Rpl22,93 miliar dan persedisan yang tidak
dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Diraks]
PT Indofarma Tbk agar antara lain melaporkan ke pemegang saham
atas pangadaan dan peniualan alat kesehatan teleCTs, maskes, PCR,
rapid test (panbio), dan isolotion tronsportotion yang mengakibatkan
indikasi kerugian sebesar Rplg,35 miliar dan potensi kerugian
sebesar Rp146,57 miliar, berkoordinasi dengan pemegang saham dan
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Kementerian BUMN uniuk melaporkan permasalahan PT indofarma
Thk dan anak perusahsan kepada aparat penegak hukum, dan
mengupayakan penagihan piutang macst senilal Rp122,93 miliar,

s Panzzlolaan plutang atas pemanfaatan/penggunaan lahan PT Pelindo
menunjukkan permasalzhan di antaranya belum terdapat kesepakatan
penyelesaian atas piutang lahan antar BUMN, penyelesaian atas
piutang lahan dengan mitra swasta berlarui-larut, dan lahan yang
telah dikuasai belum dapat dikerjasamakan dengan mitra lain. Selain
ftu, salah satu tanah HPL yang dimillki PT Pelindo hamplr sepenuhnya
dikuasai oleh masyarakat, sehingga PT Pelindo tidak dapat melakukan
pengelolaan atas tanah HPL tersebut. Akibatnya, PT Pelindo tidak
dapat memanfaatkan aset secara optimal dan berpotensi kehilangan
pendapatan plutang yang tidak tertagih sebesar Rpd07,64 millar, serta
PT Pelindo berpotens! kehilangan aset tanah HPL yang dikuasai aleh
pihak lain,

Atas permasalahan tersebut, BPX merekomendasikan antara lain
kepada: (1) Menteri BUMN agar segera menyelesalkan persslisihan
kepemilikan dan pemanfaatan lshan antar BUMN; (2} Direksi PT
Pelindo untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan mitra yang
masih memanfaatkan lahan untuk membuat perikatan perjanjian
baru dan melakukan penagihan afas tunggakan sewa lahan; dan (3)
Direksi PT Pelindo untuk menyusun kajian atas lahan HPL milik PT
Pelindo (Persero) yang telah dikuasai oleh masyarakat untuk kemudian
menyiapkan langkah-fangkah penyelesajan sesual ketentuan yang
berlaku.

e Pangeloiaan baban operasional dan investasl PT PKT belum sesual
ketentuan, dengan permasaizhan antara lain: (1) PT PKT belum
mengajukan klaim asuransi secars penuh untuk menggantd biaya
perbalkan pabrik PKT-5 sebesar Rp2288,22 miliar karena belum
didukung dokumen yang lengkap, serta terdapat penambahan premi
asuransi yang tidak diikuti dengan perubahan volume (waktu) dan/
atau objek pertangzungan; (2) Rencana initial public offering (IPO)
PT PKT belum mendapat persetujuan pemegang saham dan terdapat
pengeluaran biaya IPO sebesar Rp13,76 miliar untuk jasa konsultan,
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jasa audit, dan jasa publikasi yang telah dilakukan, meskipun belum
ada kepasiian persetujuan dari pemegang saham uniuk melanjutkan
proses pendaftaran IPO; dan (3) Pengadaan gas bumi tahun 2022 dan
2023 tidak didasari dengan dokumen perjanjian jual bell gas (PIBG)
dengan penyedia karena belum terdapat kesepakatan mengenal
harga gas yang akan dikenakan dalam kurun wakiu penyesuaian harga
menurut kepmen ESDM dan fluktuasi harga gas di tahun 2022,

Hal tersebut mengakibatkan: (1) PT PHKT tdak dapat segera
memanfaaikan uang hasil klaim asuransi maksimal sebesar Rp288,23
miliar dan terdapat kefidakhematan sebesar RpS%,30 miliar atas
kenaikan premi tanpa penambahan lingkup pekerjaan; (2) Pelaksanaan
IPO fidak sesual dengan jadwal yang telah diteiapkan dan terdapat
ketidakhematan pengeluaran biaya persiapan IPO sebesar Rpl3,76
miliar; dan (3] Ketidakpastian hak dan kewsjiban PIBG antara PT
Pupuk kaltim dengan pihak penjual gas.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT PET
agar: (1) Memerintahkan Vice President Keuangan meiakukan reyis
ataz prosedur klaim asuransi dengan memasukkan aturan terkait
standar/target waktu pengumpuian dokumen dan penyampaian
tuntutan nilai kiaim kepada perusahaan jasa asuransi dan memproses
klaim asuransi lanjutan sebesar Rp288,23 wiliar; (2] Melakukan
evaluasi atas pelaksanaan PO, marencanakan parsiapan pelaksanaan
IPC dengan febih komprehensif, dan memerintahkan tm persiagan
dan pelaksanaan PO untuk lebih selektif dan efisen dalam pengeluaran
biaya: dan 3) Lebih intensif dalam melakukan koordinasidan negosiasi
kontrak PIBG dengan pihak penjual gas dan pihak terkait lainnya.

o Pengelolaan Pendapatan imbal lasa Penjaminan (UP) Kredit Usaha
Rakyat (KUR) Gen 2 PT lamkrindo belum memadai, di antaranya
terdapat kekurangan penerimaan yang berasal darf hak 1P KUR yang
belum ditagin, ketidakiepatan pengenaan tarif UP berdasarkan kategori
KUR, dan LUP yang telah ditagih pada tahun 2021 dan 2022 tetapl belum
dibayar oleh penyalur KUR. Seiain itu, terdapat kelebihan penerimaan
transfer UP KUR dari mitra yanz berasal dari transfer ganda atas
taginan UP dan bagian WP KUR yang belum dikembalikan (refund) atas
pelunasan kredit yang dipercepat. Akibatnya, terdapat kekuramgan
penerimaan sebasar RpS2,51 miliar dan kelebihan penerimaan sebesar
Rp78,96 juta.
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Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi
PT lamkrindo di antaranya agar menagih kekurangan penarimaan
sebesar RpS2,51 miliar kepada pihak ferkait, mengembalikan
kelebihan pensrimaan ssbesar Rp78,56 juta kepads pihak yang
berhak, melakukan rekonsiiiasi data penjaminagn KUR terkait ketepatan
pengenaan tarf UP dan data pelunasan dipercepat, seria lebih optimal
dalam melakukan penagihan kepada penerima jaminan.

e Terdapat permasalzhan pads BPIS  Ketenagakerjaan dalam
pengeloiaan klalm pendinmg laminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang
diajukan oleh Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), antara lain: (1)
Petunjuk teknis penyelenggaraan pregram JKK belum  didukung
peraturan BPIS Ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antara BPIS
Ketenagakerjzan dan PLKK; (2) Proses verifikasi pengajuan klaim JKK
berlarut-larut karens dilakukan secara manusal tanpa didukung sistem
aplikasi yang andal; {3) Pembayaran kiaim kedaluwarsa yanz umurnya
melebini 6 — 12 bulan belum dikenakan sanksi pemotongan sebesar
2% dari jumlah klaim, dengan total sanksi yang seharusnya dikenakan
sebesar Rp3,15 millar; dan (4) Pembayaran klaim kedaluwarsa yang
umurnya melebihl 12 bulan sebesar Rp78,58 miliar pada tahun 2022
dan sebesar Rp87,35 miliar pada tahun 2023. Hai tersebut tidak sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama [PKS5) antara BPIS Ketenagakerjaan
dengan PLKK, yang menyatakan bila pengajuan klaim melebihi jangka
waktu 12 {dua belas} bulan dari waktu klalm yang ditentukan, diangzap
klaim tersebut tidak pernah ada. Akibatnya, perhitungan riil beban
klaim dan proyeksi pembayaran klaim KK pada PLKK barpotensi tidak
akurat sehingga beban proyeksi pembayaran klaim berpotensi fidak
akurat dan BRIS Ketenagakerjzan kelebinan membayar klaim tagihan
PLKK sebesar Rp3,19 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direkiur Utama
BRiS Ketenagakerjzan agar menyusun peraturan BRIS Ketenagakerjaan
yang mengatur hubungan antara BPIS Ketenagakerjaan dan
PLKEK, menyusun sistem informasi yang andal, serta menelusur dan
menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim kedaiuwarsa yang
dibayarkan tahun 2023 sebesar Rp87,35 miliardan tahun 2023 sebesar
Rp78,58 miliar, tarmasuk kelebihan pembayaran klaim JKK sebesar
Rp3.19 miliar.
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Secara keseluruhan hasil pemerikssan atas pendapatan, biays,
dan investasi BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 143 temuan
yang memust 250 permasalahian. Permasalahan tersebut melipud 110
kelemahan SPl, 110 permasalahan kendakpatuhan sebesar Rpl 4l
triliun, dan 30 permasalahan 3E sebesar Rp98,52 miliar. Selama proses
pemeriksaan berfangsung, beberapa BUMMN/fanak perusahaan telah
menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas
negara/perusahaan sebhesar Rpl, 52 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan
atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN dan Badan Lalnnya disajikan
pada Lompiran .2,

Pengawasan Oloriias Jasa Kevanoan

OTORITAS lasa Keuangan {OiK) berfungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang ierintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sesual dengan UL Nomor 11
Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Momor 4 Tahun 2023,
OlK melaksanakan fugas pengaturan dan pengawsasan terhadap kegiatan
jasa kevangan di sekicor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam penyelenggaraan sistem pengaturan, CIK dapat menyusun dan
menetapkan berbagai peraturan pelaksana pada sektorjasa keuangan serta
menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Pengawasan
perbankan yang dilakukan oleh OIK saat Ini adalah pengawasan bank
berdasarkan risiko (Risk Based Supervision - RBS). RBS adalah pengawasan
yanz mengzunakan strategl dan metodologi berdasarkan risiko yang
memungkinkan pengawas dapat mendeieksi risiko yang signifikan secara
dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengaturan dan
pengawasan kegiatan perkreditan dan pembiayaan sekior perbankan dan
Indusiri Keuangan Non-Bank (IKNE)| pada QUK. Hasll pemeriksaan secara
terperingi dagat dilthat pada Gombaor 3.3,

Pencelakan, Penseluaran, dan Pemusnahan Rupiah

PEMERIKSAAN  atas  kegistan pencetakan, pengeluaran, dan
pemusnahan Rupiah tahun 2022 dilakukan pada Bank Indonesia (BI}-dan
instans| terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi
amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 2011 fentang Mata
Uang yang mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan
pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah. Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) melakukan sudit secara periodik, paling sadikit satu kali
dalam =atu tahun.
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Lingkup perneriksaan BPK melipul kegiatan pengadaan btahan dan
pencetakan uang, pengeluaran uang, dan pemusnahan uang tidak layak
edar selama tahun 2022 yang dilaksanskan ocleh Departemen Pengelolaan
Uang (DPU), Departemen Pengadaan Strategis (DPS), dan Departemen
Pengelolaan Logistik dan Fasiiitas (DPLF) B, serta oleh Instansi terkait
lainnya.

Pencetakan adaiah rangkalan kegiatan mencetak Ruplah, termasuk di
dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran adalah
suatu rapgkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagal alat pembayaran
yang sah di wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu,
pemusnzhan adalah suatu rangkaian kegiatan meraclk, melebur, atau cara
lain memusnahkan Rupiah sehingga tidak menyerupail Rupiah.

Pemeriksaan pencetakan, pangeluaran, dan pemusnahan Rupiah
dilakukan untuk meandukung PP 8 — pilar pertumbuhan dan daya saing
ekonomi, khususnya KP pendalaman sektor keuangan.
Pemeriksaan ini juga dilakukan sebagai upaya BPK mendorong
pemerintah dalam mencapal TPB ke-16 terutama target 16.5
— mengembangkan lembaga yang efekiif, akuntabel, dan
transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan, pengeluaran,
dan pemusnahan Rupizh tshun 2022 telah dilaksanakan sesual dengan
kriteria dalam semua hal yangz material. Meskipun demikian, rmasih
terdapat permasalahan yang ditemukan yakni kontrak jasa pencetakan
belum mengatur parameter uji mutu dan priniing test bahan uang serta
ierdapat keterlambatan penerbitan fetfer of credit yang berdampak
terhadap pengiriman bahan vang dari pemasck luar negeri.

Hal tersebut mengakibatkan uji mutu yang dilakukan dalam rangka
pencetakan wang Rupiah tahun 2022 tdak didasarkan pada kontrak
perjanjian yang sah, kualitas hasil cetak vang kertas Rupiah berpotensi
ditolak atau dinyatakan sebagal hasil cetak tidak sempurna oleh mesin
sortasi, dan ketidaktepatan wakiu proses pencetakan pada Perum Peruri
sesual dengan jadwal yang telah diatur dalam kontrak.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar
Gubernur Bl memerintahkam:

e Kepala DPU untuk berkoordinasi dengan Kepala DPS agar manyajikan
seluruh parameter uji mutu atas pengujian kualitas dan desain Rupiah
kertas tahun emisi (TE) 2022 dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan
rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) sebagai bagian tidak terpisahkan
dalam kontrak penceizkan uvang Rupiah, serta berkoordinasi dengan
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GAMBAR 3.3

PENGAWASAN OJK

BEPK telah melaksanakan pemeriksdan kepatuhan atas pengsturan dan pengawszan kegiatan perkraditan
dan pembiayaan sektor perbankan dan Industri Keuangan Mon-Bank (IKNE) pada OJK. Pemerikzsan

pengawasan UK dilakukan untuk mengawal peisksanaan PP 8.10- pilar pertumbuhan dan daya
saing ekonomi, khususnya KP pendalaman sektor keuangan. Selain itu, pemeriksaan Ini dilakukan
cebsgai upaya BFK mendorong pemerintah-dalam mencapal TPB ke-B ferutama target £.1-
memperiahankan pertumbuhban skonomi per kapita sesuai dengan kondis] ngsionzl, serts target 8.10-
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laboratonium Perum Peruri dalam penyempurnaan dan penambahan
parameter Fluorescent under UV light: Negotive pada spesifikasl kartas
uanz TE 2022 dan selanjutnya menuangkannya dalam KAK dan RKS
sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kontrak pengadaan bahan
uang.

e kK=pala DPS untuk mengatur dan menetapkan Informasl bank
koresponden calon pemasok bahan uang dalam RKS penyadiaan bahan
uang serta berkoordinasi dengan Kepala DPPT dalam menstapkan
mekanisme koordinasi wntuk melakukan konfirmasi Relaficnship
Management Application atas bank koresponden yang diajukan
pemasok bahan vang.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran,
dan pemusnahan Rupiah mengungkapkan 3 temuan yang memuat 7
permasalahan. Permasalahan tersebut mellput 4 kelemahan 5P1 dan 3
kefidakpatuhan, Rekapitulasi matriks kiasifikasi iemuan pencetakan,
pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah disajikan pada Lampiran 0.2,

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDI)

PADA semester || tahun 2023, BPK telah menyampaikan 7 laporan hasil
pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan
sumber daya manusia [SDM).

Pengelolaan Kepeserlaan, luran, dan Belanja Manfaal BPJ3 Hesehalan

SISTEM Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program
negarayang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahtersan
sosial bagl seluruh rakyat Indonesia. Melalui programi ini, setiap penduduk
difiarapkan dapat memeanuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila
terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkuranznya
pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan
pekerjaan, memasuki usia lanjui, atau pensiun. Negara membentuk
Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional [3J5N) yang mensinkronizasikan penyelenggaraan berbagal
bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyeslenggara
agar dapat menjangkasu kepesertaan yang lebih luas serta memberikan
manfaat yang lehih besar bagi setap peseria.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 bangsa Indonesia
telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagl seluruh rakyat Indonesia,
Untuk mewujudkan tujuan 515N dibentukiah BPIS Kesehatan dan BPIS
Ketenagakerjaan melalui UU Momor 24 Tshun 2011 tentang Badan
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Penyelenggara Jaminan Sosial (BPIS). BRIS Kesehatan merupakan badan
hukum publik yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian
jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota
keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dassr hidup penduduk
Indonesia,

Sesual UU Momor 24 Tahun 2011, BRIS Kesehatan menyelenggarakan
program jaminan kesehatan, yaitu dengan mengelola Dana Jaminan Sosial
{DUS) Kesehatan. Sumber dana utama aset DS adalah juran Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) yang besarannya ditetzpkan melalui peraturan
presiden. Sementara itu, penggunaan dana utama aset DIS Kesshatan
adalah untuk pembayaran manfaat/klaim sesual dengan besaran tarif dan
ruang lingkue manfaat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan,

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan stas pengelolaan
kepesertaan, uran dan belanja manfaat tshun 2021 =.d. semester |
tahun 2023 pada BPIS Kesehatan dan instansi terkait. Pemeriksaan
dilakukan untuk mendukung PP 2 — penguatan pelaksanaan periindungan
sosial, khususnya KP 5I5N. Pemeriksaan ini dilakukan sebagal upaya BPK
menderong pemerintah dalam mencapai TPB ke-1 ferutama pyws
target 1.2 — menerapkan s2cara nasional sistem dan upaya T
perlindungan sosial yang fepat bagi semua, termasuk riiﬂ.»#ﬁl
kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapal -4
cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan,
juran, dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester | tahun 2023 pada
BPIS Kesehatan telah dilaksanakan sesual kriteria dengan pengecualian.
Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan antara lain ==bagal
berfkut:

e Pengelolaan kepesseriaan dan iuran peserta Penerima Bantuan luran
Jaminan Kesehatan [PBI JK) belum sesual dengan ketentuan yang
mengakibatkan kelebihan penerimaan iuran PBI JK sebesar Rp458,86
miliar, terdiri atas: (1) Peserta Bayi Baru Lahir (BBL) yang berusia
lebih darl 3 bufan yang belum dimutakhirkan MK sejak dilahirkan
sebesar Rp2,28 miliar; (2] Peserta dengan status nenaktf ganda
dan telah pindah segmen kepesertaan berdazarkan laporan mutasi
BPIS Kesehatan sebesar Rp0,55 miliar; (3) Peserta tidak masuk Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari hasil verifikasi Kementerian
Sosial sebesar Rp43,37 miliar; (4) Peserta yang telah meninggal dunia
sebesar Rp360,84 miliar; dan (5) Peseria PBI JK dan BBL PBI K yang
telah dihapuskan dari SK Menteri Sosial sebesar Rp52,83 miliar.
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BPK merekomendasikan agar Direxiur Utama BPIS Kesehatan, antara
lain untuk: (1) Mengusulkan kepada Kemenferian Kesehatan unfuk
menyusun mekanisme koordinasi antara Kemeanterian Kesshatan,
Kemanterian Soslal, Kementerian Dalam Megeri, BPIS Kesehatan,
dan instans| terkait lainnya dalam rangka pemutakhiran dan proses
terwujudnya satu data kepeseriaan IKN; dan (2] Memerintahkan
Ceputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepeseriaan dan Depufi
Direksi Bidang Manajemen |uran untuk menyelesaikan kelebihan
penerimaan luran pesarta PEIJK.

® juran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PEPU) dan peserta Bukan
Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan Kelas
Il (PEPU dan BP Kalas lll) dibayar oleh peseria dan juga mendapat
bantuan iuran oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila
peserta menungzak luran yang menjadi kewajibannya, maka peserta
diberhentikan semerntara keaktifannya. Akan tetapl, BRIS Kesehatan
tetap melakukan penagihan kepada pemerintah pusat dan pemerintah
daerah atas peseria PEPU dan BP kelas Ill yang sedang diberhentikan
sementara  keakbifannya. Permasalahan fersebut mengakibathkan
pemberian bantuan iuran atas tunggakan luran peserta PEPU dan
BP Kelas Il tahun 2020-Juni 2023 membebani pemerintah sebesar
Rp=03,02 miliar.

BPK merekomendasikan agar Direkiur Utama BPIS Kesehatan
berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Keuangan dalam rangka menyelesaikan kelebihan penenmaan bantuan
iuran aias peseris teriunggak dari pemerintah pusat dan pemerintah
dasrah,

o Perhitungan belanja manfaat kapitasl fidak sesuai ketentuan, sepert
terdapat 5.874.888 peseria yang memiliki status Nomor |Induk
Kependudukan (NIK) tidak aktif dengan dana kapitasl yang dibayarkan
sebesar Rp32,05 miliar, 16.764.152 peserta meninggal yang masih
dibayarkan kapitasinya sebesar Rpl00,50 miliar, dan peseria di atas
umur 30tahun yang belum dilakukan aktivasi/update data administrasi
kependudukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan
pembayaran belanja manfaat kapitasi minimal sebesar Rp132,55 miliar
aias peserta potensi ganda dengan NIK Odak akitf dan peserta yang
telah meninggal dunia, seria potensi kelebihan pembayaran belanja
manfaat kapitasi atas data pes=ria di atas 90 tahun yang berisiko teiah
meningzal dunia,
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BFK merekomendasikan agar Direktur Utama BPIS Kesehatan
menginstruksikan Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data
Kepesertasn antara |ain agar: (1) Berkoordinasi dengan kantor cabang
dan Fasilitas Kesshatan Tingkat Pertama dalam memperhitungkan
kelebihan pembayaran belanja manfaat kapitasi atas peseria potans
ganda dengan NIK Gdak aktif. meninggal dunia, dan berusia di atas 530
tahun yang berisiko telah meninggal dunia; dan (2) Melakukan aktivasi/
updote data administrasi kependudukan untuk peserta yang berusia
lebih dari atau santa dengan 30 tahun.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepezertaan,
iurandan belanja manfaat tahun 2021 5.d. semester| tahun 2023 pada BPIS
Kesehatan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 35 permasalahan.
Permasalahan tersebut meliputi 15 kelemahan 5PI1 dan 16 permasalahan
ketidakpatuhan sebesar Rp2,02 trillun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan
atas pengelolaan kepesartaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d.
semester | tahun 2023 pada BPIS Kesehatan disajikan pada Lompiran D.2.

Pengelolaan Perguruan Tingoi Hegeri Badan Hukum

PERGURUAN Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah perguruan
tinggi negeri yang didirikan cleh pemerintahyang bersiatus sebagai badan
hukum publik yanz otonom. Pendaraan PTMN BH dapat bersumber dari
APBN dan =selain APBN. Pendanaan yang bersumber dari APBN diberikan
dalam bentuk bantuan pendanaan PTN BH dan/atau bentuk lain sesual
keteniuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendanaan
PTN BH yang bersumber dari selain APEN, bersumber dari masyarakat,
blaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTM BH, kerja sama
tridarma perguruan tingzl, pengelolaan kekayaan PTN BH, APBD, dan/
atau pinjamarn.

Pads semester || tshun 2023, BPK telalh menyelesaikan 6 laporan
hasil pemeriksaan atas pengelalaan PTN BH. Hasll pameriksaan secars
terperinci dapat dillhat pada Gembor 3.4.
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GAMBAR 3.4

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
NEGERI BADAN HUKUM

Pads zemaster | tzhun 2023, BPY telah menyelessiksn |sporan Basil pameniksasn stes
peng=isasn FTN B4 terhadsp 6 abjex pemeriksaan, yaitu Unkersites Indogssia (U Unversias
Gadjsh Mada [UGH), Uriversites Sumatara Uters (USL), Unlversites Brawiizya |UB), Insttut
Teknoingl Banddns [ITR), dzn Univessites Diponegoro {Uindlp). Pemesficaan ini maeliput keciatan
pengeiniasn pendapaien, belan@, d3n as=t FTN BH =hun 2022-2023

Pengelolaan PTH BH diskulkan untulk mendutamg PN 3 Meningletiah

SDON Beriualizas dan Berday= Saing, pada PR 7 - produktivitzedab d=y=

szing, knuscanys KF penguaign pendidikan tnggl berustims Selam iy,
pernanisaan ini dilakukan sebagsl upsye BPY mendomng pemenrish delammencapai TP
a4 tencisms targst 4 3 — menj3min 3ksss yaEng s9ME D35 sSmUS DErempuEn dan iski-sk,
terhadap pendidilan teimik, kejuruan dan pendidlkan nnggl, tenmases universias, yang
t=rignzkau den beruaitas

Hzzil pemieriksaan BPY menyimpulkan bsnws pengeicisan pendspsten, belznis,
d=n =set pads U, UGH, USLL UG, ITE, dan Undip t=izh dilaksansien sexu=i
Eritariz dengen pengecusian Permassiahan yens ditsmulen antarz izin

Penemagan dan pemungoetan Lang Kuiizh Tunggal (UKT) dzn ioran
pengsmbangan irsttus {1 peda U, UG, U5 UE, TR, dan UnEp
belum sesuz dengan Ketentuan Permendikbud Momsor 25 Taben 2020 dan
Kenrmandilisod Normor 815 /KPT{ 2020, sepertt [1) UET pads fakuitaz dan
program studi pada ghur regular [seleksi glurnegonal dan mandin) dan
plurmorresular iparalsl, interrasional, dan siatens)| distaphian mefzhini
Bizys Kulish T “.gga"'Eﬂ" yarg ditetspkan oish Bemendiibudn=zsk; (2}
Pemungutan UKT penuh kepads mehasisws semessrakhr jsemast=r 3
pesl mahasizeE 51704 dan semestsr 7 bag mahasws 03] yang menganod
mata kufish kurans —ta-uﬁrr'm..-':'sz?l & Sstem Kradit Samesier [SHS)
B! Pemumgustan UKT k=pads mahesizeg yens oot kulish/siedemik; den
|4} BMzhzsizwa s=lsin program dipiors dan program zarjanes dikensian
—s. Tmiangsn penEemnEngEn usi. Hal s=rsebut mengskobstian
potens eal=hinan perungutan UKT dan (P ssbesar Rp7d2 67 miliar ped= &
universtas terssbut

Atas permasalahan tesebut, B merekomendasiten kepada relior
ursversitas t=risit untuk menghentidan pemungutan UKT yeng messoihi
BT t=ginan UKT atzs mehasswa yang mersian cull den mshasizs 0 |
vanz meansambil mats bufsh kureng darni/ sisu sama dengan 6 5455, s=rts
pemrinzUtan IF peda mahesizee baru s2fain program dipioma dan sanars:

Terdspst pemanfzaat=n sumbser daya dan kekayaan
intelektual ITB yanz Sdak memberikan kontribusi
pendspatan ke [TE, yaite kegiatan kerjz sama peneltsn
dan r.e-'--{r:l n masyErakst meEngs
marusiz T8 oish Yayssan Lambage Aftes B
Indisstry [LAPI) [T ya

fitian :|5r
whzn merspakan unit wssha s gu
izmbaga resmi T8, Hal tersebut menzzkibatksn potensi

pendapstzn yang hileang gt=s Denz Pengemizangan Instiusl
kerja s=maz penslinzn dan pengsbdien kepeda manyarakat
sebesar RpE,0F miliar dan USSTE 83 ribu {s=bslum dipotons
pajzkl, z=rts terdspat rsiko konflik depenn
usanz [TE densan Yayesan LAPI[TE

snt=ra unit

BRY mershomendasitan Iﬂ-pa-.:ra Rektor ITE sgar
MEMmoUsT SuUran yans
itas skademil= ager melznuks

dan pemberday2an kepsds mamyaraist melsiy =_r.|t uzahz “

T8 stau bembagaf badan, "l.. it kerjz di dalam T8 dalam
rar mewujudkan [T Erterprises den menjalsnkan
gtongmi [TE dalam bidang akadam:k, &
WEuangsn, dan =.._"'|:—‘-r days s=caErs lebin optimal, s=rs
melzkukan 5o persturan terzzbut kepads zemuz e g
jites aqedemiks di lingkungan [T 1 - '. F

=




Pengelolaan dan pertanggungiawatban keuangan pada Unit Kerja Khusus [UWKEK ] Peleyznan dan
Pengabdian NMasmrakst [FPMV) UL tdak sesual keteriuan, amtars iain: [1) Beslzasi belan]a tahun 2022 dan
2023 pads UK Indonssiz Human Development [Hudsy) tdek didukung dokumesn pertanseungiawsban
vang lengizp dan terdapat sefisth k== yans bdak dapst diperianszungizwabkan pada tahun 2023 {2)
Pemierisn bonus pegewat dan gall ke-13 jzza grodukst shun 2022 keoads pepswal 3 UKE Ddak sazual
E=tentuan, yaitu bonus diberikan peda saat lzporsn keuangan UKK mengalam! defisit dan terdapst
pemberisn bonwus yEng Ddek dietspkan melalul rapst tshunan, dan (3] Reshizas balanjz wntuk ksperiuan
pribadi eerta b=lanjz pegaval berups tunfangan kemahslzn =hon 2027 Sdak didukurs dassr ukem

dan rumdusan yane jelas pads UKK Center for Comgputing and Informatien Technology (CGT) Hal im
menzakibatkan: (1] 82fanjz tdak dapat diyakinl kebenaran dan k2sbsshenmyz sebesar Apl3 88 miliarzer=
ingixesi kskurangan k2= sebessr BoT37,08 juts; (2] sisbinan pemosyaran Stes cemberian DONUE pegawal
dam g3ji ¥2-13 fas= produksi tmhun 2022 sebesar Apl, 57 milizr pads 3 UKK: dan {3} Kelabinan pembayzran
rezlizasi belan|s yang vdak sesual istentusn sebesar Ap365,07 juts psds UKK TCIT

EPK merckomendasikan Relior UL ager meamerintahban: (1) £2pals UKE Hudew wruk
memosrkanggunEiswsbkan indikss ¥ekurangan kas sebesar Ap737 06 juts dengsn penyetoran ke kas
URE Hudey dan memperisnggungizwablen reslisssi befaniz sebeser Apll 56 miliar dengan melengiap!
dokudmen pertangsungiswaban sesusi ketentuan, spablle tdsk dzpat dipertangzungiswabhkean sgar
dizetorkan k= kes UKK Hudev, {2} Fepala VKK mriEt untuk mempertenggungjawabkean pembayaran
p=mberian bonus pegawsal dan gajl ke-13 j2=a produksi yang Odak sesual ketentuan ssbesarRpl 97
milizr melatul peoyetoran ks kzs URE terkait; dan (3] Kepsls URKCOIT untlk mengembslian kelsbihan
pembayaran dan disetorkan k= kss UKK CCIT sebesar Rp388,07 juts:

Fenazpatan KOntrek KeriE 33ma idenms perguTUEn TnEs dislokaskEn seoads peiskeans
d=r srtufiongl fee atau bontribusi yang wejib diberiten dan setap kontrak kepada
rektorat dan fakultss/lembaes Penalifian den Pensshdian Masysrakst (LPEM)/ Badzn
Pzngeiois Usang [BPU), cengan besaran perseniase teizh dirstspkan dslam perstursn
retmoT. Hasil pemenkssan pada UB menunjukkan alokas) bontrak kerjs sama tridarma
perguruan nnggl yang diterima pelaksane pada 262 kontrak l=bih ninggl dad ketentuan
s=hingge 2lekasi insftunon! fee menjadi Izbih keol dan yang sehanesnys sebesar
Ap3.72 miliar Sefzin ity t2rd=pat penerimazn k2rjs sams mdanma perguruan tnggl
d=rzan pemarintzh dzerzh yv2ng tdak tercatat s=bsgai penerimazn US dan belum
dikengkan nsmiuasnal fes sepesar Ap20,60 jurz. Hslini mengakibatkan k=kwrangsn
pererimazsn Instiumonod Be sehet=r Bp2, 74 mi

El

BPK merskomendasikan kepada Rektor UB sgar menanik dskurangan instiubongl fes
s=hezar Rpd, 74 miliar dan disetorkan ke rekening penerimaan PTH EH UB

Peritungan insentif Berbass Kiners (18] padz UGH Sdak sesus ketentuan, yartu terdapat
pembayzran [BY k=pada dosen gan 1enage kependidivan yang berstetus cum, tidak shof,
rrelziEznalen tugss belsjarn damsedzne menjsland hukumsn disiphn, pemizsyazn Insentd
¥inera | k2] tenesa kependidivan di Ruman Sekt Gighdan Muiut [RRGM] UGH Prof Soedomo
y=ng Tidak sesusi dengan kelas [Bhaten yeng seharusiye, serts pembeys=n gross up pajak
szbzzai perambsh penghesilan |BY s=pads pegawal derzar penghasilan df bawsh Penghaszian

Tidzk ¥zns Pajax (FTEF|. Permesaianan terssbut mengachstkan keisbingn pembayaran (0K dan
KA sebesar RpZ 02 misias

B mersiomendasian kepads Raktor UGM agsr menank isiebihan pembeyarsn permbayaran [BE
dan (K& s=besar Ap?, 02 malar dsn pare pagwel UG dan memystoren e ks UGN

Secars kesslurunsn hasil pemerikzasn sias gengeioisan PTHN BH mensungkapkan 95
TEMUEN ¥2Ng memust

1e9 _ > g6 79 pmmasailshan 4 permasatahan
permacdahan Melipeb kefermahan Kebdakpatuban 3E sebesar
=H sebesar B3, 38 miliar  Apd. 53 miliar,

Belama proses pemenikszan berlangsuns. beberapz FTH BH t2izh manindakianiud rekomeandas|
BF% gengan malzzuksn penyeioran k= k3T negsrs PN BH ssoesar Rpl. 10 milier, Reeapitulzs)
fzsl pemeerikszzn Stas pengeictzan TN BH diszjiken pads lompiran D2




Penguatan Inirastrukiur

PADA semester || tahun 2023, BPK telah menyampaikan 1 LHP
kepatuhan yang terkait denzan tema penguatan infrastruktur pada PT
Sarana Multi Infrastruktur [Persera)/PT SMI.

Pembiavaan lalrasiraklur

PT SMI didirikan dengan tujuan untuk mendorong percepatan
penyedizan pembiayaan Infrastruldur dan mendorong  percepatan
pemblayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah.
Pengelolaan pembiayaan Infrastrukiur PT SMI merupakan kegiatan
mulai dari perencanaan, analisis, persetujuan, perjanjian, pencairan,
penggunaan, pemantauan, penyelamatan dan  penyelesaian, serta
monitoring dan evaluasi pembiayaan pada bidang infrastruktur. Jenis
pemblayaan pada PT SMI melipufi pembiayaan komersial, pembiayaan
publik reguler maupun pembiayaan publik Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN} Tahun 2020-2021 yang merupakan penugasan Pemerintah dhi.
Kementarian Keuangan.

BPK telah menyslesaikan laporan hasil pemeriksaan DTT atas
pengelolaan pembiayaan infrastrukiur tehun 2020 sampal dengan
semester | -tghun 2022 pada PT SMI dan instansi terkait lainnya.
Pemeriksaan inl dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 —
infrastruktur pelayanan dasat, serta PP — 2 Infrastruktur ekonomi. Salain
itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upays BPK mendorong pemerintah
dalam mencapai TPB ke-5, khususnya target 3.1 - mengembangkan
infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh,
g termasuk infrastrukiur regional dan lintas batas, untuk

mendukung pembangunan ekonomi dan kessjahteraan

& manusia, dengan fokuz pads akses yang terjangkau dan

merata bagi semua.




Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan
infrastruktur tahun 2020 s.d. semester | tahun 2022 telah dilaksanakan
zesuai kriterla dengan pengecualian pada beberapa permasalahan.
Parmasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan
pengeloladn dan pertanggungjawaban pembiayaan infrastruktur di
antaranya sebagal berikut,

o Plafon pinjaman PEN Daerah fidak fermanfaatkan ssbesar Rp?,71
triliun. PT M1 sampai dengan tahun 2022 telah menyetujui pemberian
pinjaman PEN Daerah dan dukungan PEN kepada 58 pemda sebesar
Rp35,68 triliun dan telah dicairkan sebesar Rp27,97 triliun [78,35%),
sehingga terdapat sisa plafon sebesar Rp7,71 trillun. Hal tersebut
mengakibatkan PT SMI kehitangan poiensi pendapatan berupa
penarimaan biaya provisi sebesar Rp7 7,10 miliar (1% x Rp7, 71 triliun].

BPK merekomendasikan Direldur Utama PT SMI uniuk memberikan
pembinaan kepada Kepala Divisi Pembiayaan Publik (DPPU) | dan
Kegala DPFPU 1l PT 5MI atas kekurangoptimalannya dan untuk
selanjuinya agar lebih optimal dalam melakukan analisis dan evaluasi
pemberian fasilitas pinjaman PEN Daerah.

e PT SMI belum menganalisis pemberian pinjaman PEN Daerah secara
memadai, sepert belum melakukan verifikasi perhitungan kesesuaian
kebutuhan dana dalam KAK dengan kebutuhan sebenarnya pada
4 pemda, seria verifikasi kesesuaian nomenklaiur kegiatan dalam
KAK dengan DIPA dan RPIMD belum dilakukan. Selain itu, terdapat
perjanjfian pinjaman dengan 3 pemda tidak selaras dengan Parsturan
mentern Keuangan (PME) Pinjaman PEM Daersh, karena digunsakan
untuk penyertaan modal kepada BUMD, pengadaan tanah, bantuan
keuangan dan bantuan langsung kepada pemkab/pemkct. Selain itu,
terdapat pemberian pinjaman untuk peningkatan infrastrukiur jalan
vang bukan kewenangan pemprov. Akibatnya, tujuan pembiayaan
pinjaman PEN Daerah sesuai PMK Nomor 105/PMEK.C7/2020 dan
PMK nomor 43/PMK.07/2021 tidak tercapal, serta dana pinjaman
PEM Daerah minimal senilai Rp74,11 miliar dipergunakan tidak sesuai
dengan perjanjian pembiayaan.
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BPK merexomendasikan kepada Direkiur Utama PT SM| wntuk
memberikan pembinaan kepada: (1) Kepala DPPU | dan Kepala DPPU
Il agar lebih cermat dalam melakukan analisis dan evaluasi pemberian
fasilitas pinjaman PEN Daersh dan memonitor penggunaan dana
pinjaman; dan |2} Kepala Divisi Hukum PT S\ agar lebih carmat dalam
menyeiujui persyaratan keputusan gubernur terkait kewsenamgan
pengetolaan jalan provinsi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan
pemblayaan infrastruktur mengungkapkan 19 temuan yang memuat 24
permasalahan. Permasalahan tersebut meliput 15 kelemahan SPI dan
5 permasalahan ketidakpatuhan ssbesar Rpl5,68 miliar Rekapitulasi
nasil pemeriksaan pengelolaan pembiayaan infrastrukiur disajikan pada
Lampiran .2,

Pemeriiisaan investigalil. PERONIUNDAN Kerugian
negara, Gan Pemperian Keterangan Anii

PADA semester Il tahun 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan
investigatif pada BUMMN atas permintaan penegak hukum. Jumiah
LHP investhgatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nitai indikasi
kerugian negara sebesar Rp524,56 miliar. LEP investigatif tersebut, telah
disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti,

Sementara itu, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 6 laporan
hasil Penghitungan Kerugian MNegara (PKN) pada BUMM berdasarkan
perminiaan instansi yang berwenang dalami rangka penangahan kasus
tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rpl,50 triliun.

Sebagai tindak lanjut darf PKN, BPK juga telah memberikan keterangan
ahll di lingkungan BUMN sebanyak 4 kall pada 3 kasus di tahap penyidikan
serta 10 kall pada 5 kasus di tahap persidangan tndak pidana korupsi,
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Rekapituiasi Hasil Pemerikisaan BUMN dan
Badan Lainnya

SECARA keseluruhan, hasll pemeriksaan atas 22 obiek pemeriksaan
pada BUMMN dan Badan Lainhya mengungkapkan 301 temuan yang
memuat 515 permasalahan sebesar Rp3,62 triliun, Permasalahan
tersebut meliputi 255 kelemahan 5P|, 215 permasalahan ketidakpstuhan
sebesar Rp3,52 triliun, dan 45 permasalahan 3E sebesar Rpl02,21 miliar
Selama proses pemeariksaan, entitas yang dipariisa telah menindaklanjuti
ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan asst atau meanyetor ke kas
negara/perusahaan sebesar Rp2,65 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN
dan Badan Lainnya disajikan pada Tobel 3.1,
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Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
{nilai dalam Rp juta]

A Hslemahzn 5P - E 255 =

255 -
*  Kelemahan IP - - 255 - 255 -
8. Katidakpanuhan 1| Zo4ss3s 214 | 349781372 215 | 331838007
=  ¥endskpstunsn yans depat mengsiobethsn:
s Merugizn = 2 78 485 992,42 78 ap599z 4z
» Potersi Kerugian - - I6 6FFE1IEM 26 BFEEIE D
»  Wskursrgsn Panerimazn 1| Z04se3s 4c | 233270328 25| 235255954
Subtotsl 1| 048535 148 | I4E7EE TR i50 asmw
s Pepyimpansan sdminisiras = - 65 = EC -
:;;n.-i;-.- sl e f1 2 34 10221470 45 107 21470
»  Ketidaknematan = 4 24 90594,70 24 8353470
*  Fatdezk=fsienan - - - - - -
*»  Ketidakefekrifsn 11 4 0 11 520,00 21 1162000
Tatal [a+840) 12| Zndse3% 03 | 3IE0aiTE4l 515 | 3E20554T7
Wilzi penyeranan 51, penyetoran ke : :
ko riomsaf dsershf 2 4 265037 Z.65037
Jumizh Tamuan B =3 30
Jumizah Rekomendses 27 o0 - BIT-
familzh LHP. | 2 2
Eztzrzmzan @

* lumish tarssbut Hdak sermasul hasi P, BEN, dan FE4.
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IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER Il TAHUN 2023






BAB IV

Hasil Pemeriksaan
Prioritas Nasional

Pengembangan Wilayah
dan Revolusi Mental
& Pembangunan
Kebudayaan

HPS Il Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas

nasional mengembangkan wilayah uniuk mengurangi

kesenjangan dan menjamin pemerataan (selanjutnys disebut

Pengembangan Wilayah) dan Revolusi Mental & Pembangunan
Kebudayaan pada 150 objek pemeriksaan (obrik) yang terdiri atas
15 obrik pemerintah pusat, 144 obrik pemerintah daerah (pemda),
dan 27 Badan Usaha Milik Daerah {BUMD). Pemeriksaan tersebut
meliputi 147 cbrik kinerja dan 43 obrik dengan tujuan terieniu
s (D7 T)-kepatuhan.

Daftar LHP prioritas nasional Pengzembangan Wilayah dan
Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada
Lompiran A.4,




Pelaksanaan pembangunan nasional mengalam) texanan sejak
meluasnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia
pada bulan Maret tahun 2020, Pemearintah Indonesia terus meraspons
dinamika pandemi COVID-15 dengan berbagal kebijakan pengendalian
yangz difakukan secara komprehensif, Berbagai kebijakan tersebut ditujukan
untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak
pandami COVID-1%. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan
untuk mamastikan proses pemulihan ekonomi berjalan sacara inklusif dan
berkelanjutan sesual koridor permbangunan jangka menengah.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, Rencana Kerja
Pemerintah{RKP|Tahun2023mengusungtema "Peningkatan Produkbivitas
untuk Transformasi Ekonomiyang Inklusif dan Berkelanjutan”, Penatapan
tema tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun
2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, serta hasil forum konsultasi
publik dan kerangks ekonomi makro. Penetapan tema tersebut juga
mempertimbangkan isu strategiz dan dinamika pandemi COVID-19, serta
konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menangah Masional
{RPIMIN} Tahun 2020-2024,

Tema pembangunan tersebut menekankan gentingnya peningkatan
produktivitas melalui: (1) revitallsasi industri dan penguatan riset
terapan; (2) mendoronz pemulihan dunia usaha; (3) pembanzunan thu
Kota MNusantara (IKN); serta (4) peningkatan infrastruktur digital dan
konektvitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan
melalul: (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2] peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan sistem pendidikan
dan kesehatan; dan (2) penanggulangan pengangguran disertal dengan
peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastrukiur
dasar yang antara lain meliput penyediaan air bersih dan sanitasi yang
layak. Sslanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk
dapat mendoreng pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang
mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut
dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.
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Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023
selanjuinya dituangkan ke dalam 7 Prioritas Masional (PN) REP Tahun
2023, yang merugakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPIMN
Tahun 2020-2024 dan tetap diperiahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai
koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.
Hal inl juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan
serta mengoptimalkan efekiivitas pengendalian pencapaian sasaran
pembangunan jangks menengah,

Untuk mengukur keberhasilan atas RKP Tahun 2023, pemeripiah
menstzpkan indikator keberhasilan dengan realisasi sebagaimana
disajikan pada Gambar 4.1,

Pencapaian atas indikator sasaran tahun 2023 tersebut dilakukan
melalui pelaksanaan 7 prioritas nasiocnal yaftu: 1) Penguatan Ketahanan
Ekonomi (PNI): 2] Pengembangan Wilayah (PN2); 3] Pembangunan
SDM [PN3); 4) revelusi mental & pembangunan kebudayaan (PN4); 5)
Penguatan Infrastruldur (PNS); 8] Pembangunan Lingkungan Hidup (PNG);
serta 7) Penguatan Siabilitas Polhulkhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik (PNT].
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GAMBAR4.1

SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET SERTA
REALISASI PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2023

Sasaran dan target pembangunan nasional pada RKP Tahun 2023 difokuskan pads 3:agenda uiama yaitu
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Sesual dengan Renstra BPK Tahun 2020-2024 serfa dengan
memperhatikan [su strategis yang perlu mendapat perhatian (pandemi
COVID-19), pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas
Penanganan Pandeml| COVID-15 dan Pemulihan Ekononi Masional yang
hasiinya telah dilaperkan pada |HPS 1l Tahun 2020, Selanjutnya, pada
tahun 2021 dan 2022 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional
Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1), Pembangunan SDM (PN3),
Penguatan Infrastruldur (PN5S), dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam
& Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasiinya telah dilaporkan
pada IHPS 1| Tahun 2021 dan 2022, Dan pada tahun 2023, BPK melakukan
pemeriksaan prioritas nasional Pengembangan Wilayah (PN2) dan Revolusi
Mental & Pembangunan Kebudayaan (PN4} yang hasilnya dilaporkan di
Bab IV pada ILPS Il Tahun 2023 inl. Sementara itu, dalam rangka menjaga
kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 ini
BPK juga melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain
PMN2 dan PN4) yang hasilnya dilaporkan di Bab 1, I, dan 11l pada |HPS: I
2023:

Hasll pemeriksaan atas 2 prioritas nasional yaitu Pengembangan
Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan sebagai
berikut.

Pengembangan Wilayah

KEBIJAKAN pembangunan wilayah pada RKP Tahun 2023 diarahkan
unfuk (1) menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonoml baru di
luar Jawa, (2] mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-15, (2)
melanjutkan transformasisosial ekonomi, (4] mengoptimalkan keunggulan
kompethf wilayah, dan (5] meningkatkan pemerataan kualitas hidup
antarwilayah.

Pada tahun 2023 keberhasilan prioritas pasional pengembangan
wilayah diukur pada 2 sasaran yaitu: (1] meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur
Indonesia (KTl dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRE) KT1, {b] Indeks Pembangzunan Manusia (IPM] di KT,
serta (c] penurunan persentase penduduk miskin KTI; dan {2) terjaganya
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pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan
Barat Indonesia (KBl dengan mendorong (a) |aju pertumbuhan PDRB KB,
() 1P di KBI, s2rta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBL

Pencapaiansasaran prioritasnasionalpengembanganwilayah dilakukan
melalui 7 Program Prioritas (PP). BPK melaksanakan pemeriksaan tematik
di tahum 2023 pada 7 PP dan 5 KP yang difokuskan pada pemeriksaan-
pemeriksaan yang disajikan pada Gambar 4.2.

Hasii PEmeriksaan

PADA semester || tahun 2023, BPK memeriksa prioritas nasional
Penzembangan Wilayah mencakup PP: (1) Pambangunan Wilayah
Sumatera; (2) Pambangunan Wilayah Jawa-Bali; (3] Pembangunan Wilayah
MNusa Tenggara; (4] Pembangunan Wilayah Kalimantan; (5) Pembangunan
Wilayah Sulawesi; (8) Pembangunan Wilayah Maluky; dan [7)
Pembangunan Wilayah Papua. Fokus kegiatan priaritas (KP) yang diperiksa
meliputi (1) Pengembangan Kawasan Strategis; (2) Pengembangan Sektor
Ungzulan; (3) Pengambangan Kawasan Perkctaan; (4) Pengembangan
Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi; dan (3)
Kelembagaan dan Keuangan Daerah.

Pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah dilakukan pada
158 obrik pada 10 pemerinizh pusat, dan 121 pemda, dan 27 BUMD.
Pemerikszan meliputi 117 obrik kinerja dan 41 obrik DTT-kepatuham.

Tujuan dan simpulan hasil pemeriksaan menurut obrik atas prioritas
nasional Pengambangan Wilayah disajikan pada Lampiran 5.1 pada flosh
disk.

Hasil pemeriksaan atas priontas nasional pengembanzgan wilayah
mengungkapkan 1.689 temuan yang memuat 2.205 permasalahan
sebesar RpLA47 triliun. Permasalahan tersebut meliputs 517 kelemahan
SPl, 334 permasalahan kefidakpatuhan ferhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan (selanjutnys disebut ketidakpatuhan) sebesar
Rpl.23 triliun dan 1.258 permasaiahan ketidakhematan, ketidakefisienan,
dan ketidakefekiifan (3E) sebesar Rp236,63 miliar Pada saat pemeriksaan,
entitas telah menindaklanjut dengan penyershan aset dan/atau
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GAMBAR4.2

FOKUS PEMERIKSAAN ATAS PRIORITAS NASIONAL
PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2023
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penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rpl3 47
miliar. Perincian selengkapnya disajikan pada Gambar 4.3,

Sementars itu, rekapitulasl hasii pemeriksaan prioritas nasional
Pengembangan Wilayah menurutcakupan dan jenis pemenksaandisajikan
pada Lampiran €.1 dan Lampirgn 5.2 pada flash disk.

Berikut ini hasll pemeriksaan atas prioritas pengembangan wilayah
pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD.

Pengembangan Kawasan Strategis

PENGEMBAMNGAN kawasan strategis melipufi Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), Kawasanindustri{Kl), danDestinasi Pariwisata Prioritas (DPP).
Fokus pemeriksaan BPY mencakup pengambangan KEK yanz merupakan
kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau
wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperaleh
fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang
memillki keunggulan zeoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk
menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain
yang memiliki nilai ekonomi finggi dan daya saing internasicnal. -Pada
dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktvitas
Investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong 15ju pertumbuhan
skonomi serta sebagai katalis reformasi ekonaml. KEK diharapkan mampgu
menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan
menciptakan lapangan kerja.

Hal tersebut juza sejalan dengan upays BPK mendorong pemerintah
dalam mencapal tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama
target 10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan 10 i
memperiahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang
berada di bawah 40% darf populasl pada tingkat yang lebih
tinggi dari rata-rata nastonal.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional
tersebut, BPK melakukan pemeariksaan meliput: 1) 2 obrik pemerintah
pusat, yaitu 1 obrik OTT kepatuhan atas penyelenggaraan KEK pada Dewan
Nasional KEK dan Kemanke Bidang Perekonomian dan 1 obrik kinerja atas
efexivitas penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas [BPKS), zerta 2] 9 obrik pemerintah daerah yaltu
pemeriksaan kinerja atas pengembangan KEK {1) Sel Mangkeil (Provinsi
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GCAMBAR 4.3

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGEMBANGAN WILAYAH
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HASIL PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
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Sumatera Utara & Kabupaten Simalungun); (2) Kendal (Provinsi Jawa
Tengah); (3] Singhasari {Provinsi Jawa Timur); () Tanjung Lesung {Provinsi
Banten & Kabupaten Pandeglang); (5) Maloy Batuta Trans Kalimantan/
MBETK (Provinsi Kalimantan Timur & Kabupaten Kuial Timur); dan (8)
Bitung {Provinsi Sulawes| Utara),

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan upaya yang telah dilakukan
pemerintak dalam rangka pengembangan kawasan strategis pada KEK
antara laim

e BPKS telah mengidentfikasl potensi kawasan Sabang dalam rangka
pengembangan kawasan, serta kelemahan dan hambatan atas
pelaksanaan pengembangan potensi kawasan Sabang dalam rangka
menarik calon investor.

e Perencanaan Kawasan tkonomi Khusus

b Pemprov Sumatera Utara telah menyediakan sarana prasarana KEK
meialul pengelolaan sumber daya air, penyediaan periengkapan
jalan provinsi, meningkatkan sarpras dan ufilitas umum [PSU),
melaksanakan feasibility study pembangunan rusunawa terintegrasi,
melaksanakan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi dan
mengawasi ketenagakerjzan, mensiapkan kebijakan pemberian
fasiiitasf/insentif dan kemudahan penanaman maodal, serta
menyusun rencana umum penanaman modal dasrah provinsi.

P Pemprov  Sulawesi  Utara telah  melaksanakan  koordinasi
pelaksanaan program Low Corbon Mode! Town [LCMT), mengkajl
dan menyusun peta potensi investasi, mamfasilitasi kerja sama
inyestasi penanaman modal, menetapkan kebijakan pemberian
fasilitas/insentf dan kemudahan penanaman modal, menyadiakan
pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem,
serta mensatapkan kebijskan penataan ruang.

e Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus

b Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMIPTSP) Kabupaten Pandeglang telah menggunakan Online
Submission Sysiem (055 dan telah menggunakan 055 Risk Based
Approach (RBA) sejak fahun 2021. Administrator KEK mendapat
pendelegasian wewenang dari Bupafl Pandeglang, Gubernur
Banten, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan darl
tMenter] Perdagangan. DPMPTSP telah menggunakan akun
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adminisirator KEK Tanjung Lesung uniuk pengurusan perizinan atas
pelaku usaha di wilayah KEK Tanjung Lesung, dan akun DPMPTSP di
luar wilayah KEK Tanjung Lesung.

b Administrator KEK Sei Mangkei tefah menyelenggarakan pelayanan
perizinan berusaha melalui aplikasi OS5, perizinan lainnya berupa
ekspor dan impor melalul aplikasi Sistem Indonesia Mational Single
Window {SINSW), dan pelayanan nonperizinan secara manual.

e Dukungan Sarpras dan Fasilitas Kawasan Ekonoml Khusus

P Pemprov Sumatera Utara dan Badan Usaha Pembangunan dan
Pengelola [BUPP) KEK Sei Mangkel telah melakukan promosi
penyelengearaan KEK dalam kegiatan North Sumaotero Investment
[NS1); =erta administrator KEK Sei Mangkel telah memberikan
fasilitas dan kemudahan perizinan melaiuil sistem 055 dan SINSW,

» Pemprov Kalim dan Pemkab Kutal Timur telah menyediakan
dukungat sarpras dan fasilitas kemudahan, antara lain gedung
perkantoran dan lahan seluas 305 Ha, jalan dalam kawasan, insendf
dan kemudahan baik di tingkat pusat maupun Provinsi Kaltim telah
ditetapkan sesual kewenangannys, serta telah melakukan promesi.

» Pemproy Sulawesi Utara telah memfasiiitasi kemudahan bagi
tenaga kerja asing (TKA) datam penyelengzaraan KEK Bitung.

e Dampak Limpahan

¥ Pemprov lawa Tengah dan Pemkab Kendal telah mengupayakan
pemenuhan fasilitas dan kemudahan keienagakerjsan dalam
penyelenggaraan KEK antara tain Dinas Tenaga Kerja dan Dinas
Pendidikan Provinsi lawa Tengah bekerfa sama dengan PT Kawasan
Industri Kendal/KiK selaku BUPP dan pelaku usaha di KEK melalul
Kesepakatan Bersama ieniang kerja sama keterpautan dan
kesepadanan (link ond match) kompetensi vokasi di Jawa Tengah.

» Pemprov Jawa Timur dan BUPP KEK Singhasari telah melibatkan
Lisaha Mikro Kecil dan Menengah ([UMEKM) dalam penyelenggaraan
KEK; Pemprov lawa Timur, Pemkab Malang, dan BUPF telah
berkoordinasi daiam  fasilitasi kebutuhah fenaga kerja dari
masyarakat sekitar KEK dalam penyelenzgaraan KEK, serta telah
berkoordinasi dalam fasilitasi kerja sama antara pelaku usaha/
UMEM dan investor dalam penyelenggaraan KEK:
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Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 108 temuan yang
memuat permasalahan antara lain:

Pemeriniah Pusat
® Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan
Bebas Sabang

b Dokumen perencanaan dalam penyelenggarasn KPBPE Sabang
belum memadal. Permasalahannya antara  lain dokumen
perencanzan dalam penyelenggaraan KPBPE belum salaras dengan
REIMMN. Perencanaan indikator capaian KPBPE Sabang dalam RPIMN
tidak sepenuhnya tercermin dalam Renstra 2020-2024, RRIMN telah
merencanakan tiga kegiatan proyek prioritas nasional pada BPKS,
yaitu pembangunan Pelabuhan Masional Balohan, penyelengoaraan
pembangunan Jembatan Penghubung Arcih Lampuyang untuk
mendukung kemudahan berusaha, dan penzembanzan diversifikasl
dan intensifikasi pendapatan sekior kepelabuhan, namun pada arah
dan kebijakan BPKS pada Renstra 2020-2024 hanya menyebutkan
dua keglatan strategis yang akan dilaksanakan, yaliu pembangunan
jatan dan jembatan Aroih Lampuyang, dan peningkatan diversifikasl
dan Intensifikasl kepelabuhanan., Selain Itu, indikator kinerja
utama belum seiaras dalam sehap dokumen perencanaan dimana
terdapat ketidaksinkronan rencana strategi bisnis (RSB) dan Renstra
karena penyusunan RSE masih mengacu pada draft Renstra 2020-
2024, Akibatnya, dokumen perencanaan yang telah disusun oigh
BPKS belum menggambarkan potensl Kawasan Sabang secara
komprehensif dan sistematis serta ukuran keberhasilan atas
perencanzan pengembangan Kawasan Sabang oieh BPKE belum
dapat dinilat,

b Kelersediaansarana prasarana belum mendukung penyelenggaraan
KPBPE Sabang, di antaranys perencanaan pemanfaaian sarana
prasarana untuk mendukung penyelenggaraan KPBPE Sabang
befum memadal, Pembangunan berbagzai saranadan prasaranayang
telah direncanakan dalam Renstra 2020-2024 mengalami berbagzal
perubahan, antara lain karena perubahan kebijakan pimpinan dan
perubahan kebijakan penganggaran oleh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu). Adanya kendala tersebut membuat BPKS melakukan
penyesuaian dengan mengurangi alokasi anggaran pada selurub
pembangunan sarana dan prasarana, sshingga berpengaruh
atas pembangunan yang sedang dalam proses. Selain itu, BPKS

RAR IV - Hasil Parserikeasn Priorites Nasional [HPS [l Tahun 2027 enmmm—



belum pernah melakukan feasibility study atas seluruh ocbyek
pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun di
Kawasan Sabang.

b Pengeiolaan perizinan di KPBPE Sabang belum dilaksanakan oleh
unit pelaksana pelayanan yang merupakan perwakilan dari instansi
Permnerintah, Pemerintal Acsh, Pemkot Sabang dan Pemkab Acsh
Besar sesual amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomaor 83 Tahun
2010, Selain itu, penerbitan perizinan berusaha di KPBPE Sabang
tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Kepala BPKS. Akibatnya, tugas
danfungsi kewenangan BPKS khususnya dalam mengelola perizinan
di KPBPB Sabang tidak optimal, dan pelaku usaha di wilayah KPBPE
Sabang belum memperoleh proses perizinan yang efisien.

¢ Dewan Wasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kementerian
Koordinator (Kemenkso] Bidang Perskonomian

b Dewan Masional KEK belum menetapkan standar pengeloiaan
KEK yang mengatur antara lain standar infrastruktur dan kesiapan
beraperasi. Hal tersebut mengaklbatkan kesiapan beroperasi KEK
fidak dapat diukur dan dievaluasl.

¥ Belum seluruh Dewan Kawasan dan Administrator menyanipaikan
laporan pengeiolaan KEK kepada Dewan Masional KEK secara
pericdik dan belum terdapat standar pelaporan dan pengelolaan
KE¥. Hal tersebut mengakibatkan Dewan MNasional KEX fidak
gdapat melakukan penilaian atau pengukuran dalam pengambilan
keputusan strategis atas pelaksanzan  pembangunan  dan
pengelolaan KEK sacara regulern

b Hasil evaluasi Dewan Masional menunjukian terdapat enam KEK
yang memiliid kineria tidak optimal yaitu KEK Palu, KEK Morotai,
KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Likupang, dan KEK Sorong. Hambatan
datam pengembangan dan pengelofaan KEK dengan kinerja tidak
opiima! tersebut terus berdlang dan belum terselesaikan. Hal
tersebut mengakibatkan tidak meningkatnya status KEK dengan
kinerja tidak optmal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada;
e Dewan Kawasan Strategis [DKS) antara lain agar:

» Memberikan  perintahfpersetujuan kepada BPKS  untuk
melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan kewsnangan
lainnya sesual Undanz-Undang (UU) Pemerintahan Aceh.
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b Bersama BPKS agar membentuk unit pelaksana gabungan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan perwakilan dari instansi
Pemerintzh, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kofa Sabang dan
Pamerintah Ksbupaten Aceh Besar.

® Kepala BPKS antara lain agan

b Menginstruksikan Depufi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang
melakukan reviu penyempurnaan Master Plan dap Business Plan
2021-2041 untuk diselaraskan dengan dokumen perencanaan
lainnya, serta dilakukan pamutakhiran térkait peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BPES,

b Menginstruksikan masing-masing kedeputian berkoordinasi uniuk
menyusun perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana jangka
panjang dan jangka menengah yang berkelanjutan dan menyusun
perencanaan pembangunan aset milik BPKS dilengkapl dengan
feasibifity study yang memadal.

e Dewan Kota Sabang agar memberikan perintah/persetujuan kepada
BPKS untuk melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan
kewenangan lalnnya sesusl Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

o Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK agar
memerintahkan Sekretaris Jenderal Dewan Masional KEK untuk:

b Segera menyusun standar pengeloiagan KEK wuniuk kemudian
ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.

b Lebihproakbfdalam melakukanmonitoring atas pemenuhanlaporan
pengelolaan KEK oleh Dewan Kawasan dan laporan pengawasan
dan pengendalian operasionalizasi KEK oleh Administratror serta
segera menyusun standar pelaporan pengeloiaan KEK untuk Dewan
Kawasan dan Administrator KEK.

b Lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi
secara khusus pada KEK dengan kinerja tidak optimal.

Pemeriniah Daerah
® Kelembagazn KEK

b Struktur organisasi Seloetariat Dewan Kawasan tidak sesuai dengan
ketentuan dan belum didukung tata kerja yang jelas, serta Dewan
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Kawasan bDbelum meneiapkan langkah sirategis penyelesaian
permasalahan dalam penyelenggaraan KEK dan bkelum melakukan
koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam
ketembagaan KEK. Kondisi tersebut mengakibatkan Dewan Kawasan
tidak dapat melaksanakan tugzas dan fungsinya secara optimal guna
membanty Dewan MNasional dalam penyelesaian permasalahan
strategis sehingga berpotensi menghambat perkembangan
investasi di KEK.

b BUPP KEK Bitung dan KEK MBTK belum melakukan kewajibannya
terkait dengan penyelenggaraan KEK, yaitu belum merealisasikan
pencapaian target, belum membangun dan mengembangkan
prasarana dan sarana, belum menyelengzarakan pengelolaan
pelayanan prasarana dan  3arana, belum  menyelengzarakan
promosi, dan belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM)
yang memadai. Kondisi tersebut mengakibalkan pengsiclaan KEK
oleh BUPF belum optimal sehingga upaya untuk menciptakan fklim
investasi yang baik belum tercapal dan memengaruhi minat calon
investor untuk berinvestasi.

b Administrator KEK Kendal dan’ KEK Singhasart tidak memiliki
aksas 055 dan belum berkoordinasi dengan Dewan Nasional
dalam memproses sisiem yang terintegrasi terkalt penerbitan
Momor Pendaftaran Barang (MPB). Akibatnya, pelayanan perizinan
berusaha, nonperizinan, dan perizinan lainnya kegada BUPP dan
pelaku usaha belum maksimal

e Sarana Prasarana Infrastruktur dan Insentif Fiskal. Pemda belum
menyediakan sistem penyediaan air bersih/air minum yaitu pada
KEK Tanjung Lesung, sarana prasarana jalan di dalam dan/atau luar
kawasan pada KEK Bitung dan KEK Sei Mangkel, penyediaan tempat
pengalahan akhir (TPA) dan instalasi pengelahan air limbah (ipal) pada
KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, dan KEK MBTK. Pemda juga
belum menetapkan Perda dan/atau Perkada terkait dengan insentf
berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak dasrah
dan/atau retribusi daerah dalam penyelenggarsan KEK Kendal, KEK
S5el Mangkei, KEK MBTK, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung. Hal
tersebui mengakibatkan pengelolaan KEK oleh BUP belum optimal
sehingga upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik belum
tercapai dan memengaruhi minat calon investor untuk berinvestasl,
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e Dampak Limpahan. Pemerintah daerah belum melakukan koordinasi
dengan BUPP dan pinak terkait dalam memfasilitasi pemanfaatan
tenaga karja dan/atau UMEKM pada KEK Sel Mangkai, KEK Bitung, KEK
MBTK, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Kendal, dan pemanfaatan bahan
baku pada KEK Bitungz. Akibatnya, keberadaan KEK belum berdampak
bagl peningkatan taraf ekonomi setempat, membantu atau mendukung
perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan karja di wilayah
sekitar KEK.

&tas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

e [D=wan Kawasan agar (1) Menstapkan strukiur organisasi Sekratariat
Dewan Kawasan sesual dengan ketentuan dan dilengkapi denzan
tata kerja yang jelas; (2] Menetapkan langkah strategis penyelesaian
permasalahan dalam penyelenggaraan KEK; dan (3] Berkoordinasi
dengan Dewan Nasional dan pihak terkait dalam pemberian hak akses
dan pengintegrasian apllikasi OS5,

® BUPP agar melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana,
seria peningkatan promosi yang menjadi tanggung jawab BUPE,

e Kepala Daerah agar (1) Mempercepat proses penyediaan sarana
prasarana infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan KEK;
(2] Mempercepat proses penetapan Perda dan/atau Perkada terkait
pemberian insentit pajak daerah; dan (3) Menginstruksikan Kepala
OPD terkait untuk berkoordinasi dengan BUPP dan pihak terkait dalam
memfasilitasi pemanfaatan tenaga kerja, UMKM, dan bahan baku.

Pengembangan Sekior Ungguian

BERDASARKAN dokuman pemutakhiran RKP Tahun 2023,
pengembangan sektor unggulan tidak terbatas pada sekior hulu yang
semata-mata menghasilkan komoditas atas hasil produksl dar alam,
namun juga harus memperhatikan pemberian nilai tambah dengan
melakukan inovasi atas komodiias unggulan agar dapat menjadi produk
unggulan pada sektor hilir yang memiliki daya tarik bagi konsumen,

Terciptanya kesinambungan antara sektor hulu dan hilir memeriukan
peran upaya pemeriniah baik pusat maupun daerash antara lain dengan
penstapan strategs pengembangan, penyedizan sarana dan prasarana
tertentu termasuk peningkatan kualitas infrastrukiur, jaminan kepastan
usaha, mitigasi rislko usaha, strategi pemberdayaan dan bantuan
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permodalan, penelitian dan pengembangan terkait komoditas dan produk
unggulan, peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan dasrah [PUD),
peningkatan kerjasama antara pamerintah daerah dan pemerintah pusat
atau swasta, peningkatan perah serta masyarakat, dan upaya periindungan
terhadap PUD.

Pemeariksaan BPK  dilaksanakan uniuk  mendorong
pemerintah  dalam mencapai  tujuan  pembangunan
berkelanjutan ke-2 terutama target 2.4 yaitu menjamin sistem
produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan prakiex
pertanian tangguh.

Pemeriksaan BPK meliput pemeriksaan DTT Kepatuhan atas
pelaksanaan belanja barang dan belanja modal mendukung
pengembangan komoditas unggulan tahun 2022 sd. triwulan 1l tahun
2023 pada Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya, serta
pemeriksaan kinerja atas efekiiyvitas upaya pemda dalam pengembangan
produk ungguian TA 2021 s.d. semester | tahun 2023 pada 21 pemda.

Berdaszarkan hasil pemerikszan diketahul 21 pemda telah melakukan
upaya, antara laim

e Sirategl pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu:

» Pemkab Ngada dan Pemkab Barito Utara telah mengembangkan
komoditas unggulan dengan melakukan penetapan komeditas
tertentu sebagal komoditas unggulan dalam suatu ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b Pemkab Bengkayang dan Pemkab Wajo telah menyusun master
plon pembangunan pertanian dan atau rood maop pengembangan
industri sebagal acuan stau pedoman dalam menetapkan
kebijakan-kebijakan, program, dan kegiatan yang ierkait dengan
pengembangan komoditas unggulan,

e Strategi pengembangan produk unggulan pada sekior hilir:

b Pemkab Bengkayang melakukan kerja sama dengan Cowater
International dan Global Affairs Canada (GAC) yang difasilitasi oleh
Bappenas melalul Program Dana Inovasl Responsif yang bertujuan
untuk pengembangan budi daya dan produk jagung di Kawasan
Agroindustri Ledo.

LS ] Tabun 2023 BAR IV - Ha=l Pemernikxcaan Prioritas Nasional 231




b Pemkab Ngada, Pemkab Fakfak, dan Pemkai Berau mengupayakan
sertifikat indikasi geografis atas produk unggulan, sehingga dapat
memperjelas identifikasi produk, mengangkat reputasi suatu
kawasan indikasi geografis, serta melestarikan keindzhan alam,
pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayan.

Selain itu, hasil pemeriksaan meangungkapkan 232 temuan yang
memuat permasalahan antara iain:

Pemeriniah Pugal
& Kementerian Pertanian

Pengadaan dan penyaluran bantuan banih kopi dan kakao, pupuk dan
pestisida, saranz pembeku lateks, alat mesin pertanian, dan screen
house tahun 2022-2023 dalam rangka pengembangan komoditas
unggulan belum sepenuhnya sesuai ketentuan, antara tain:

b Penyaluran benih kopi tidak tepat sasaran, bantuan benih kopi dan
kakao yangz diberikan telah berakhir/segera berakhir masa edar
benih serta benih kepi dan kakao tidak didukung hasil uji mutu atau
tidak lulus hasil wji mutu, Hal tersebut mengakibatkan pembelian
benih yang telah berakhir dan segera berakhir masa edarmya serta
pemberian bantuan kepads penerima yang tidak sesuai kriteria
berpotensi fidak dapat memberikan hasil yang optimal bagi
pengembangan kormoditas unggulan pertanian.

b Pengadaan sarana produksi (sapredi) berupa pupuk dan pestisida
untuk mendukung komoditas ungoulan tidak didukung dengan
hiasil uji mutu serta taporan hasil uji mutu atas saprodi tidak diyakind
kebenarannya. Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan
pembayaran atas benih yang tidak didukung hasil uji mutu dan
fidak lulus uji mutu, sapredi yang tidak dapat diyakini kesesuaian
miutu dengan spesifikasi barang dalam kontrak mauvpun hasil uji
mutu yang tidak diyakini kebenrarannya.

b Penentuanlokasi penerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan)
fdak sepenuhnya mempertimbangkan analisis  kebutuhan
dan ketersediaan di wilayah terssbut, bantuan alsintan belum
ditetapkan calon penerima, belum didistribusikan ke penerima
pantuan atau tidak dimanfaatkan. Hal tersebut mengakibatkan
potensi terhambatnya  pencapaian  fujuan  pengembangan
komaoditas unggulan, serts potensi penyalahgunaan penyaluran
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alsintan dan tidak dapat segera dimanfaatkan wniux mendukung
pengembangan komaoditas unggulan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan kepada Menteri
Pertanian antara lain agan:

o NMemerintahkan Dirjen Perkebunan untuk melaksanakan penyaluran
sesual dengan juknis yangz berlaku dan menginstruksikan PPE untuk
menambahkan persyaratan batas masa edar dan memperimbangkan
wakiu tanam.

e Nemerintahkan inspekiur lenderal untuk melakukan pemeriksaan atas
pengadaan benih pada Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan
yang belum dilengkapi hasil atau tidak lulus ufi mutu, mencari nilal
selisth harga benih yang tidak dilengkapl hasil/lulus uji mutu dengan
benih lulus uji mutu, Selanjutnya, menarik kelebihan dari selisih harzga
benih tersebut dan menyampaikan laperan hasil pemeriksaan berikut
bukn setor kepada BRE.

o Menegur dan menginsiruksikan masing-masing KPA terkait supaya
memerintahkan masing-masing PPK wntuk melakukan wverifikasi
kembali atas dokumen pengujian mutu dan mengunggah dalam
aplikasi bantuan pemerintah, serta memberikan sanksi berupa masuk
daftar hitam kepada para penyeadia dan menyetor ke kas negara iika
pengadaan pupuknya terbukt tidak dilengkapl dengan hasil pengujian
MutL.

o Menginstruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk (1)
Memerintahkan PPE uniuk mempertimbangkan analisis kebutuhan
alsintan per wilayah dalam merencanakan dan menyalurkan alsintan;
dan (2) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menunjuk
dan menetapkan petugas pengawas alsintan agar melaksanakan
pengawasan permanfaatan alsintan.

Pemeriniah Daerah
e Sirategi pengembangan produk unggulan pada sekior hulu

b Straiegl pengembangan komoditas unggulan belum optimal
pada 10 pemda (Pemkab Buleleng, Pemkab Bengkayang, Pemkab
Barito Utara, Pemkab Kapuas, Pamkab Mgada, Pemkab Fakfak,
Pemkab Mamuiju, Pemkab Banggai, Pemkab Poso dan Pemkab
Maluku Tengah), antara laim: (1) Belum menetapkan komeditas
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unggulan daerah dan/atau kawasan komeditas ungzulan; (2} Belum
membual perencanaan jangka panjang dan jangka menengah
afas pengembangan komoditas ungzulan atau perencanaan
pengembangan komoditas ungguian yang ads belum selaras dengan
pembangunan daerah; (3) Belum menyusun roadmaop/peta jaian
pengembangan komoditas unggulan: dan{4) Belum memutakhirkan
peraturan tata ruang sebagai dasar perencanaan jangka panjang
dalam menentukan wilayah pengembangan komoditas unggulan.
Akibatnya, tujuah dan sasaran pengembangan komoditas ungguian
pertanian/perkebunan dan perikanan tidak optimal atau berpotensi
tidak tercapal.

b Fasilitasi penyedizan sarana dan prasarana pada 12 pemda
(Pemkab Bengkayang, Pemkab Tanah Laut, Pemkab Barito Utars,
Pemkab Kapuas, Pemkab Berau, Pemkab Mgads, Pemkab Mamuju,
Pamkab Wajo, Pemkab Banggai, Pemkab Poso, Pemkab Maluku
Tengah, dan Pamkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum
optimal, antara lain: (1) Belum mengidentifikasi atau menyusun
rencana dan target pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pertanian/perkebunan; (2) Belum memprioritaskan penyediaan
sarana dan prasarana partanian; {3) Penyediaan fasilitas sarana dan
prasarana yang ada belum berfungsi optimal; dan (4) Belum adanya
koordinas! antar SKPD terkait dengan penyedisan prasarana uniuk
komoditas unggulan. Akibatnya, produksi/produktivitas komaditas
unggulan berpotensi tidak maksimal atau pencapaian farget
produksi terhambat.

¥ Poningkatan kapasitas produls) sektor hulu secara kualitas dan
kuaniitas pada 2 pemda {Pemkab Buleleng dan Pemkab Kepulauan
Stau Tagulandang Biarg) belum optimal, antara lain: (1) Tidak
melaksanakan kegiatan penyaluran bibit, pupuk, pestisida; (2)
Petugas penyuluh lapangan (PPL) belum sepenuhnya memahami
pedoman teknis komeditas unggulan yang baik dan petani belum
sepenuhnya menerapkan pedoman teknis produk wnggulan
yang baik [pedoman mengenal jarak tanam, tanaman penaung,
pembibitan/penanaman, pemupukan, pemangkasan/peremajaan,
prosespanendanproses pascapanen); (3) Kuantitas produkungzulan
belum dipercieh dari data yang valid; dan (4) Belum melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap para petani terkait dengan
iaia cara panen dan pascapanen untuk meningkatkan kualitas
produk unggulan. Akibatnya, belumy fercapainya peningkatan
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produks| preduk unggulan secara kualitas dan kuantitas dan bahkan
berpotensi menurunnya kualitas produk unggulan.

* Strategi pengembangan produk ungzulan pada sektor hilir

b Peningkatan kualitas daya tarik PUD pada 4 pemda (Pemkab Barito
Utara, Pemkab Bengkayang, Pemkab Buleleng, dan Pemkab Fakfak)
belumoptimal, antaralain: (1) belum menerapkan atau memfasilitasi
inovasl pada tahap produksi; (2] belum mengembangkan
keragaman jenis produk baik melalul studi tiru atau penelitian dan
pengembangan; (3} belum melakukan upaya-upaya peningkatan
kapasitas produksi PUD dan bahkan belum memifiki data kapasitas
produksi; dan (4} belum meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang. terlibat dalam pengembangan produk, antara lain
melalul pelatihan, Akibatnya, produk belum memiliki nilal tambah
beruga daya tarik dalam hal Inovasl, keragaman, dan SDM untuk
menjadi keunggulan daerah, pemida tidak dapat mengambil langkah
strategis untuk mengembangkan industri terkait produk unggulan,
serta daya saing preduk unggulan yang dihasitkan rendah,

b Peningkatan kerja sama antara pemda dan pemerintah pusat atau
plhak swasia dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah
pada 4 pemda (Pemkab Berau, Pemkal kKapuas, Pemkab Ngada,
Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum optimal, antara
lain pemda: (1) Gdak terlibat dalam kerja sama yang dilakukan oleh
pengusaha dengan pihak ketiga; (2) belum memfasilitasi kerja sama
antar pelaku usaha dalam menjaga dan meningkatkan kuaiitas
produk; (3] belum sepenuhnya menyusun kebijakan/menjalin kerja
sama atau bantuan permodalan untuk menjaga stabilitas harga
produk; dan (4] belum membentuk im pengembangan ekspor serta
belum memfasilitasi promesi dan informasi pengembangan ekspor.
akibatnya, kualitas produk hilir idak diminat pasar, harga produk
fidak stabil sehingga pelaku vsaha berpotensi tdak mendapat
perlindungan hargs dan tidak mau berproduksi, serta kebijakan
dasrah atas percepatan ekspor produk unggulan belum tersadia.

Atas permasalahan tersebut, BPK merskomendasikan kepada Kepala
Daerah antara lain:

e Nenetapkan komoditas atau produk fertentu sebagai komeditas
atau produk unggulan daerah dengan keputusan kepala dasrah
dan menetapkan atau menyusun kebijakan arah pengembangan
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komoditas/produk  unggulan dalam  bentuk roodmap/rencana
pengembangan/rencana induk/rencana makro perkebunan/rencana
budi daya pertanian dan atau ochion plon pengermbangan kawasan
pertanian kabupaten/rencana pembangunan industri kabupaten yang
selanjutnya disusun dalam RRIPD/RTRW/RPIMD/Renstra Dinas terkait.

o Menginstruksikan Kepala Dinas terkait agar meningkatkan fasilitasi
penyediaan sarana dan prasarana dengam:

b Menyusun rancana dan target pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana komoditas unggulan tertentu, menetapkan prioritas
serta sirategi pemenuhannya.

r Memerintahkan Kepala Dinas tarkait untuk meningkatkan jaminan
kepastian usaha dengan menetapkan kawasan komaditas unggulan
dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dicantumkan dafam
RTRW termasuk melakukan pengawasan terhadap kesesualan
RTRW dengan realisasinya.

e Nemerintahkan Kepala Dinasterkait agar melakukan upaya pencapaian
target produbks dan menjaga kualitas preduk unggulan dengan:

b NMeningkatkan kompetensi petani dan pelaku usaha pengolahan
produk unggutan,

b Nenstapkan kebijakan hilirizasi produk unggulan melalul strategi
peningkatan kapasitas pelaku usaha produk unggulan, fasilitasl
pembiayaan dalam pengembangan usaha, peningkatan kualitas
SOM dan penyebariuasan informasi Pusat Layanan Usaha Terpady
Koperasi Usaha Mikrg, Kecil dan Menengah |PLUT-KUMEM).

o Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk meningkstkan days tarik
produk unggutan dengan:

b Melakukan pendataan pelaku ussha untuk pemetsan keragaman
|enis, kapasitas produksi dan SDM.

b Melakukan kajian atau penelitian pengembangan atas Inovas
produk unggulan dan melskukan survel pangsa pasar untuk
mengetahul poiensi produk unggulan yang dapat dikembangkan
dan memiliki daya saing.
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o NMemerintahkan Kepala dinas terkait agar meningkatkan kerjasama
dengan:

¥ Menyusun kebijakan perencanaan kerja sama dengan pihak terkait
gdaltam rangka peningkatan kualitas dan stabilitas harga produk,
antara laindalamkegiatan penelidan dan pengembangan keragaman
jenis produk ungeulan, dalam menjaga dan meaningkatkan kualitas
produk unggulan yang dihasiikan pelaku usaha

¥ Memifasilitasi penyediaan informasi ekspor komaoditas pala melalui
koordinasi dengan kementerian terkait,

Penoembangan Kawasan Perkotaan

PERENCANAAMN perkataan merupakan bagian darl RPIMN 2020-
2024, yang meliputl pengembangan kawasan perkeotaan, perizinan
pengembangan kawasan, dan dessin kawasan perkotaan dalam rangkas
menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kawasan
perkataan berkelanjutan bertujuan untuk memahami fenomena-
fenomena di perkotaan, khususnya terkait dengan perubshan tata ruang
kawasan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Keterbatasan akses perumshandan permukiman yang layak, aman, dan
terjangkay, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat
yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia menjadi salah satu hambatan
dalam pengsmbangan wilayah perkotaan. Permasalahan utama yang
terjadi pada kawaszan perkotaan adalah terkait permukiman kumuh
atau liegal dan permasalahan sampsh yang merupakan permasalahan
lingkungan yangz dapat merusak ekosistemn apabila tidak mendspat
perhatian serius dari berbagai pihak.

Selain itu, pemindahan |bu Kota Negara (selanjutnya dissbut |bu Kota
Musantara/IKN) merupakan salah satu proyek prioritas strategis (major
projeci) yang ditetapkan dalam RPIMMN 2020-2024, sebagai bagian dan
pelaksanaan agenda pembangunan pengembangan wilayah (PN2).
Pemindahan IKN bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kawasan
Timur Indonesia (KT1) untuk pemerataan wilayah, Pemindahan IKN ini
antara lain didasari oleh terpusatnys kegiatan perekonomian di Jakarta
dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar lawa.
Pemindahan IKN ke luar lawa diharapkan dapat mendorong percepatan
pengurangan kesenjangan dan peningkatan peértumbuban perekonomian
daerah di luar Jawa terutama KTL.
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Pemeriksaan BPK dilaksanakan untuk mendorong pemeriniah dalam
mencapal tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11 ferutama farget 111
pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang
layak, aman, terjangkau, dan peiayanan dasar, serfa menata kawasan
kumuh; target 11.3 pada tahun 2030, memiperkuat urbanisasi yang inklusif
dan berkelanjutan serta kapasitas parfisipasi, perencanaan penanganan
permukiman yang berkelanjutan dan teriniegrasi di semua negara; dan
tarzet 11.5 pada tahun 2020, mengurangi dampak lingkungan
perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan
membeari perhatian khusus pada kuaiitas udara, termasuk
penanganan sampah kota.

Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan kinerja pembangunan KN
TA 2022 s.d. (triwulan 11l) sebagai bagian pembanzunan tahap | tahun
2022-2024 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dan instansi terkait lainnya, serta pemeriksaan kinerja atas efekiiviias
upaya pemda dalam pengembangan kawasan perkotasn tahun 2021 5.4
semester | 2023 pada 6 pemkot yaitu: (1) Kota Batam; (2) Kota Dumai;
{3) Kota Bogor; (4) Kota Banjarmasin; |3) Kota Makassar; dan (6) Kota
Benpasar.

Hasil pemeriksaan menunijukkan pemerintah pusat dan pamda telah
berupays dalam pengembangan kawasan perkotaan, antara lain

e Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

k Sajak 25 Juli 2015, Kementerian PUPR telah membentuk Satuan
Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN yang bertugas membantu
Meantari PUPR dalam mengoordinaslkan dan mengendallkan
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  infrastrukiur
1M, dengan pendekatan keterpaduan, inovetif, dan tata kelola
pemerintahan yang baik.

¥ Hingza Triwulan lll tahun 2023, Kementerian PUPR telah dan sedang
melaksanakan 20 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur
KM tahap |, dengan total realisasi TA 2022 dan 2023 (Trivwulan 11l
masing-masing sebasar Rp3,36 triliun dan Rp8.67 triliun.

¥ Kementerian PLPR telah mengidentifikasi elemen niiai tambah
digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar
pada IKN, sebagal upays memadukan 3 konsep perkotaan, yaitu KN
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sebagal kota hutan (forest city), kota spons {sponge city), dan kota
cerdas (smort city) sebagal prinsip dasar pengembangan Kawasan
1M,

e RPIMD Kcta Dumai dan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 telah
disusun selaras dengan RTRW Tahun 2015-2039. Pemkot Batam
dan Pembkot Bogor ielah menyusun Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP}
sebagal dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman yang terkcordinas) dan terpadu secara
lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.

e Paiaksanaan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh,
antara lain Pemkot Batam dan Pemkot Banjarmasin telah bekerja sama
dengan pihak swasta dalam bentuk Corporgte Sociol Responsibility
melalui Kolaborasi Satker KOTAKU dan telah menghasilkan genataan
permukiman kumuh dan penataan kawasan permukiman kumuh dl
bantaran sungal yanz mengikutsertakan masyarakat.

e Pemkot Makassar dan Pembot Denpasar telah membuat Grand Design
Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2031 dan 2016-2026 dan
memiliki Masterplon Persampahan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017,

MNamun demlkian, hasil pemeriksaan mengungkapkan 77 temuan yang
memuat permasalahan antara laim:

Pemeriniah Pusat

* Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan REIMN
Tahun2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun
2020-2024, dan Rencana Induk IKN, serta perencanaan pendanaan
belum sepenuhnya memadal, antara lain sumber pendanaan alternatf
selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum
dapat terlaksana,

e Persispan pembangunan infrastruktur belum memadal, dl antaranya
persiapan fahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala
mekanisme pelepasan kawsasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36,150 Ha
tanah masih dalam penzguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya
fak pengelolaan lahan (HPL), serta telum selesainya proses sertifikasi
atas 5 area hasil pengadaan tanah.
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e Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi
uniuk pembangunan infrastrukiur IKN Tahap | belurn optimal, di
antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruks! untuk
pembangunan KN, harga pasar material batu split dan sewa kapal
tonzkang tidak sepenuhnya terkendall, pelabuhan bongkar muat untuk
melayani pembangunan KN belum dipersiapkan secara menyeluruh,
dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

o kementerian PUPR belum sepenuhnya memilikl rancangan serah
terima asel, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme
pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan
Infrastruktur IKN Tahap L.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri
PUPR, antara lain:

o Nenginstruksikan Direktur lenderal unit organisasi terkait dan Kepala
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk melakukan
sinkronisasi penyusunan Rensira Kementarian PUPR dan Renstra
E=elon | dengan berpedoman pada RPIMN periode selanjutnya, serta
berkooardinasi dengan Kementerian keuangan, dalam merencanakan
dan menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastrukiur
IkN tahap Il guna memitigasi risiko munculnya permasalahan terkait
pendanaan.

& NMeningkatkan koordinasi antarpihak/instansi terkait, terutama dalam
hal sinkronisasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi
kepentingan umum, termasuk merumuskan solusi dan rencana aksi
percepatan dalam proses pembebasan lahan.

o Nelakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan material dan
peralatan kontruksi berdasarkan kondisi lapangan secara berkala dan
melakukan koordinasi dengan: {1) Kementerian ESDM, Kementerian
Perindustrian, Kemenierian Perhubungan, dan Kemenierian
Perdagangan terkait dengan jalur logistik pembangunan infrastrukiur
IKN; (2) Pemeriniah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan
pemutakhiran harga material batu split; (3) Stokefholder terkalt di luar
Kemanterian PUPR guna bersama-sama merencanakan suatu skema
atau rencana mengenai kebutuhan air untuk industri yang mendukung
pelaksanaan pembangunan infrastrukiur 1KN; dan (4] Pihak Otorita
IKN dalam menerima dan mengelola aset hasil pengadaan dan/atau

RAR IV - Hasil Parserikeasn Priorites Nasional [HPS [l Tahun 2027 enmmm—



pembangunan pada pembangunan infrastruktur KN tahap | dan tahap
selanjutnya dengan cara merancang tmeline serah terima asel.

e Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menyusun:
{1] ketentuan taia xelola aset atas hasil pembangunan infrastrukiur
KN tahap | dan tahap selanjutnya; sebelum diserahkan kepada Clorita
IKN; dan (2] Ketentuan yang lebih spesifik tentang peralihan aszet dari
K/L kepada Otorita IKN.

Pemerintah Daerah

¢ Pemda belum memilikl perencanaan strategis untuk mendukung
pengembangan kawasan perkoiaan berupa dokumen Rencana
Penyelenggaraan Pengslolaan Perkotaan (RP2ZP) yang mengakibatkan
fasilitas pelayanan perkofaan belum lengkap dan terstandarisasi.

e Pemda belum memiliki regulasi pengarahan mobilitas penduduk yang
memadal dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan
yang mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tidak memiliki pedoman yang memadal unfuk merencanskan dan
melaksanakan program pengarahan mobilitas penduduk, perangkat
daerah belum dapat melaksanakan pengarahan mobilitas pendudulk,
dan pemantauan orang asing belum memiliki payung hukum sebagai
aturan teknis palaksanaannya,

e Keziatan pembatasan Gmbulan sampah di Pemkot Makassar belum
dilaksanakan secara memadai mengakibatkan target gengurangan
sampah Ddak tercapal, Pemkot Makassar telah melakukan kegiatan
komunikasi, informasi dan edukasi dan sosialiasasi, tetapl belum
berdampak pada peningkatan partisipasi pefaku usaha dan masyarakat
untuk melakukan pembatasan Ombuian sampah serta data evaluasi
atas kegiaian pembatasan tmbulan sampah belum didukung dengan
data yanz riill sehingga partisipasi masyarakat dalam pembatasan
timbulan sampah belum dapat terukur,

e Pelaksznaan pregram pengelolaan persampahan di tempat pengolahan
sampah terpadu {TPST) dalam mendukung pengembangan kawasan
perkotaan belum efektf mengakibatkan permasalahan sampah di Kota
Denpasar fidak mampu segera tertanzani, dan terjadi penumpukan
sampah di tempat penampungan semeantara.
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Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

o ‘Wall Koia terkait berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri
menzenal perkembangan pedoman penyusunan RPZP bagi pemda.

o ‘Wall Kota terkait menyusun regulasi Program Pengarahan Mobilitas
Penduduk dan menstapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab
atas program tersebut beserta uraian tugasnya,

o Wall Kota Makassar merancang mekanisme pembinaan yang sfekif
dan efisien kepada sekolah-sekolah untuk menesrapkan perilsku
pembatasan tmbuian sampah dan melakukan kegiatan sosialisasi,
informasi, dan edukasi dengan mater] tmbulan sampah secara intensif
dan melakukan pengukuran targst dan capalan yang akurat atas jumlah
penzurangan sampah plastk.

e Wall Kota Denpasar mempersiapkan sarana prasarana pengeiolaan
sampah yang mendukung pencapaian kapasitas maksimal pengelolaan
sampah.

Pengembangan Daerah Terlinggal, Perbatasan, Perdesaan,
dan Transmigrasi

POKOK-POKOK kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Terfinggal, dan
Transmigrasi 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan langka WMenenzgah MNasional
Tahun 2020-2024, sedangkan pelaksanaannya mengacu pada beberapa
mandat peraturan perundang-undangan, yaitu; (1) Undang-Undang
Momar 15 Tahun 1957 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah
dengan Undanz-Undang Nomor 23 Tahun 2008, (2] Undang-Undang
MWomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (3) Peraturan Pemerintah MNomaor
78 Tahun 2014 teniang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta
ketantuan pelaksanaannya.

Pemeriksaan BPK atas pengembangan daerah teriinggal, perbatasan,
perdesaan; dan transmigrasi dilaksanakan untuk mendarong pemeriniah
dalam mencapal tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama

i el (arget 10.1 pada tahun 2030, s=cara progresit mencagal dan
- mempartahankan periumbuhan pendapatan penduduk yang
=4 3 bcrada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih

2 tinggi dari rata-rata nasional.
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Pemeriksaan BPX meliputl pemeriksaan kinerja atas efekhvitas
pemiangunan kawasan perbaiasan unfuk mengurangi kesenjangan
dan menjamin pemerataan tahun 2021 s.d. semester | tahun 2023 pada
Badan Masional Pengelola Perbatasan (BMPP). pemeriksaan kinerja
atas efektivitas upaya Kementerian Dalam Megeri (Kemendagri} dalam
penetapan batas desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa
uniuk mendukung pembangunan desa terpadu, dan pemeriksaan kinerja
atas pengembangan kawasan firansmigrasi prioritas nasional pada
Kementerian Desa, Pembangunan Caerah Tertingzal, dan Transmigrasi
{Kemendesa POTT], serta pemeriksaan kinerja atas efekbvitas upaya
pemda dalam pengembangan daerah tertingzal, perbatasan, perdesaan
dan transmigrasi tahun 2021 s.d. semester | 2023 pada 46 pemda.

Hasil pemeriksaan menunjukkan upaya pemerintah yanz telah
dilakukan dalam pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, perdesaan
dan transmigrasi, aniara lain:

# Badan Nasional Pengelols Parbatasan (BNPP) telzh menetapkan
regulas] dan kebijakan yangz mendukung proses perencanaan seria
pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Batas Wilayah Negara dan
Kawasan Perbatasan (BWN-KP) yang terdiri atas pedoman penyusunan
renaksi, dan ielah menyusun dan menetapkan indikator keberhasllan
atas pelaksanaan program/kegiatan pengsloasn BWN-KP pada Pusat
Kegiatan Strategis Nasional [PKSN ) melalul Indeks Pengelolaan Kawasan
Parbatasan (IPKP) PKSN seria telah melakukan penilaian setiap tahun.

e Kemendagri telah menetapkan peraturan dan Surat Edaran {SE)
sebagal pedoman dalam Penetapan dap Penegasan Batas Desa (PPE
Des), dan menyusun Rancangan Peraturan Menterl Dalam Megeri
(Rapermendagri) tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
Desa (PKPD), Anggota Badan Permusyawaratan Deza (EPD), Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa (LKAD), dan Lembaga Kerja
Sama Desa, serta Rancangan Induk 5trategi Pengembangan Kapasiias
Aparatur Desa (RISPKAD].

e Kemendesa POTT telah menetapkan sejumiah perangkat regulasi
bidang ketransmigrasian dalam bentuk Permendesa PDTT dan
Kepmendesa PDTT, membangun tiga sistem  informasi/aplikasi
bidang ketransmigrasian, membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi
Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Tingkat Nasional, melakukan
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intervensi pada Kawasan Transmigrasi Prioritas MNasional (KTEN),
dan menyelenggarakan kegiatan evaluasi perkembangan kawasan
transmigrasi melalui pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan
Transmigrasi (IPKTrans).

o Pemdaielah berhasil melampaul batas nilai minimal suatudaerah yang
dinyatakan dapat entas dari kategori daerah tertingzal pada beberapa
indikator, antara lain indikator desa yang mempunyal Sskolah Dasar;
desa yang mudah mencapal fasilitas kesehatan; dess yanz mudah
mencapal Sekolah Menengah Pertama; dan angka parfisipasi Sekalah
Menengah Pertama.

e |ndeks Pembanzunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan; Nilai
rata-rata indeks Desa Membangun (IDM) pada beberapa kecamatan di
kawasan perbatasan lokasi prioritas (Lokpri] mengalami peningkatan;
Pemda telah merealisasikan anggaran pembangunan untuk kawasan
perbatasan seluruhnya sebasar Rp373,43 millar yang berasal dari dana
APBD tahun 2021 s.d. semester | 2023,

® Pada aspek regulasl dan kelembagaan, terdapat pemda yang telah
menetapkan kawasan perdesaan dengan peraturan daerah dan lokasl
kawasan dengan keputusan kepala daerah, menetapkan kebijakan
pembangunan kawasan perdesaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota (RTRWK) dan RPIMD, serta menstapkan kelembagaan,
tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
(TEPKP) Kabupaten dan TKPKP Kawasan dengan Surat Keputusan
Kepala Daerah.

o DPads aspek perencanaan dan pendanaan, terdapat pemda yang teiah
memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan/
atau RPEP Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atay
Peraturan Kepala Daerah, dan telah menetapkan RPKP yang memuat
isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan
kawasan perdesaan, strategi dan arsh kebijakan kawasan perdesaan,
program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator
capaian kegiatan, serta kebutuhan pendanaan.

o Padzs aspek pembinaan dan pengawasan, terdapat pemda yang
melaksanakan kerja sama desa dan peningkatan kapasiias lembaga
k=rja sama desa, 12lah memiliki regulasi dan kebijakan yang lengksp
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terkait dengap pengendalian penggunaan Dana Desa; dan teiah
memfasilitasi pendaftaran nama BUMDesa pada Sistem informasi
De=sa Kemendesa POTT.

Selain jtu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 424 femuan yang
memuat permasalahan antara lain:

Pemerintan Pazal
e Badan Masional Pengelola Perbatazan

» Dalam pengelolaan program/kegiatan untuk mewujudkan
kawasan perbatasan negara sebagail pusat pertumbuhan melalui
peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi unggulan, dan
peningkatan kualitas SDM, serta sebagal upaya hadirnya negara
dalam melaksanakan pemerataan penyedizan fasllitas pelayanan
sosial dasarn:

=  Dukungan kelembagaan belum sepenuhnya efekif. UU Nomor
43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan UU Nomaor 23 Tahun
2014tentang Pemeriniah Dasrahtelanmenjabarkan kewenangan
pemerintah pusat dan pemda dalam pembangunan kawasan
perbatasan, namun k2wenangan tersebut tdak digtur secara
lengkap dalam peraturan di bawahnya sehingza pelaksanaan
programdan kegiatan dalam pembanzunan kawasan perbatasan
aniara pemda dan pemerintah pusat Gidak didukung pemahaman
atas tugas dan kewenangan masing-masing. Hasil pemeriksaan
di dasrah menunjukkan bahwa pemda belum seluruhnya
membeniuk badan pengelols perbatasan daerah, Selainitu, pola
koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
avaluasi antara Sekretariat Tetap ([Settap] BNPP dengan K/L
dan Badan Pengelola Perbatasan Daerazh (BPPD) belum diatur,
sehingga implementasi terhadap rencana induk {renduk) dan
rencana aksi (renaksi) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh
K/L dan pemda dalam menyusun perencanaan sampai dengan
pemantauan dan evaluasi. Akibatnya, sebanyak 569 dari 910
program renduk belum direncanakan pada renaksi, sebanyak
887 dari 2062 program renaksi Tahun 2022 tidak terlaksans,
dan peran pemda belum tampak dalam pembangunan kawasan
perbatasan di daerah,
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* Perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya efektf
Penyusunan renaksi pengeloizan pembangunan  kawasan
perbatasan belum =spenubnya memedomanl renduk, yaitu
sebanysk 563 dari 910 program/kegiatan belum ada dalam
Program Renaksi Tahun 2021-2023. Renduk Tahun 2020-2024
ierlambat ditetapkan melewat penetapan renaksi tahun 2021,
Selain ftu, program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam
renaksi belum seluruhnya dituangkan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Akibatnya,
pengukuran kinerja berbasis Indikator capaian atas program/
kegiatan pengseloizan pembangunan kawasan perbatasan tidak
dapat dilaksanakan, dan laju pertumbuhan ekonemi tahun 2022
pada 15 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan sebanyak 2
provinsi mendekati target dan & masih jauh dari target REP,

e Kememnterian Dalam Megeri

b Kemendagri belum melakukan penguatan kelembsgaan yang
menduikung pelaksanaan PPB Des, di antaranya adalah pelaksanaan
Permendagri Nomor 45 Tahwn 2016 belum berjalan dengan optimal
dan belum didukung dengan pedoman pelaksanaanyang memadai,
serta pembagian tugas Personel Tim PPE Des Tingkat Pusat belum
memadal. Akibatnya, pemda dan Tim PPB Des tingkat Provinsi/
Kabupaten/Kota tidak memiliki pedoman yang lengkap dan jelas
dalam melaksanakan PPB Des dan Tim PPE Das tingkat Pusat fidak
berfungsi secara optimal.

b Kemendagr telum menetapkan Norma, 5tandar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPEK) dalam mendukung peningkaian kapasitas aparatur
pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Dess
(LKD) secara lengkap, Akibatnya, peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa dan pengurus LKD di lingkup Kemendagri dan
pemda Gidak memiliki arah yang jelas.

e Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

b Koordinasl dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum
memadal, yaitu belum sslurub provinsi dan kabupaten yang
memiliki KTPN membentuk Tim KIPT, pelaksanaan koordinasi
dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum cptimal, serta
pembingan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap
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penyelengsgaraan  urusan ketransmigrasian  belum  memadai.
fkibatnya, kegiatan tersebit belum optima!l untuk menjadi days
ungkit yang signifikan dalam pangembangan KTPN.

b Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi pada
52 KTPN belum memadai, yaitu indikator uniuk mengukur
perkembangan kawasan transmigrasi belum memadai, pengukuran
perkembangan kawasan iransmigrasi belum dilaksanakan secara
mamadai, dan evaluasi kegiatan pengukuran [PKTrans belum
dimanfaatkan wniuk perencanaan  penyelenggaraan  kawasan
iransmigrasi periode berikutnya. Akibatnya, arah  kabijakan
perencanaan pengembangan KTPN Hdak sesual kebutuhan masing-
masing kawasan,

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
e Kepala BNEPR antara lain agan:

b Berkoordinasl dengan Pengarah BNPP dan Anggota BMPP
untuk menyusun pengaturan yang menjabarkan antara lain: (1)
pembagian kewenangan antarsa pemerintah pusat dan daerah
datam hal pengelolaan pembanzunan kawsasan perbatasan yang
lebih terinci dan lengkap; (2) mengatur pola koorginasi Sekretariat
Tetap BNPP dengan unit kerjz K/L di bawah menteri terkait dan unit
kerja pemda dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
eyaluasl pembangunan kawasan perbatasan; dan (3] Penyusunan
renduk pengelolaan BWHN-KP.

P Memerintahkan Sekretaris BNPP bersama para Depuii untuk
memutakhirkan pedoman penyusunan renaksi pengeloiaan BWN-
KP terkait kedudukan renaksi agar selaras dengan perencanaan
nasional dam hasil evaluasi sebagali bahan masukan pada
penyusunan renaksi.

e NMenteri Dalam Meger untuk menginsiruksikan Dirjen Bina Pemdes
agar melaksanakan langkah-langkah, antara lain;

b Menerbitkan penjelasan lebih lanjut tentang penegasan Organizasi
Perangkat Daerah (OPD) pengampu PPB Des; pembagian tugas Tim
PPE Des Kabupaten/Kota dan Tim PPB Des Provinsi; struktur dan
tugas fungsi Tim PPE Des Pusat; mekanisme pelaksanzan verifikasl
yuridis dan teknis; keanggotaan tenaga ieknis dalam Tim PPE Des
fingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan merevisi Permendagri
Nomor 45 Tahun 2018 sesuai ketentuan.
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b Menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes supaya menyusun dan
menetapkan peraturan pelaksanaan yang digunakan sebagal arah
dan kebijakan strategl dalam peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa dan pengurus LKD dan meravisi NSPE dengan
menambah aspek peningkatan kapasitas pengurus LKD.

e Menterf Desa, Pembangunan Daerah Terfinggal, dan Transmigrasi,
antara laim:

b Menyampaikan usulan regulasi terkait penegasan  komitmen
kementerian/lembaga anggota Tim KIPT Tingkat Masional serta
pemda dalam penyelenggaraan transmigrasi kepada Prasiden.

b Menyelenggarakan kegiatan evaluasi secara komprehansif
atas kegiatan penyusunan peubak dan indikator serta metode
pelaksanaan pengukuran IPKTrans.

F Menyusun matriks risike  kegiatan  pengukuran  1PKTrans
dan memantay secara berkals pelsksanaan  Gndak  lanjut
pengendaliannya serta mengoptmalkan koordinasi dan integrasi
dengan pemeriniah daerah untuk menjamin ketersediaan data
dukung pengukuran IPKTrans.

Pemerintah Daerah
® Pembangunan Daerah Tertingzal

b Pemda belum menyusun Strategi Daerah (Strada) dan Rencana
Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
(PPDT) pada penyediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas,
dan SDM. Akibatnya, pelaksanaan parcepatan pembangunan
daerah tertinggal yang terkait penyedizan sarana dan prasarana,
aks=esibilitas dan S3DM berpotensi menjadi kurang terarah dan
belum dapat dilaksanakan secara sefektf

b Program dan kegiatan ferkait dengan penyedizan sarana dan
prasarana, aksesibilitas, dan SDM dalam rangka percepatan
pembangunan dasrah tertinggal pada pemda belum memberikan
dampak secara signifikan terhadap peningkatan indeks kompaosit
daerah tertinggal pada indlkator desa, antara lain, yang mempunyal
pertokioan, fasilitas kesehatan, dokter, dan sskolah menengah
pertama. Akibatnya, nilal indeks komposit daerah tertinggal atas
indikator tersebut belum mencapai nilai minimal suatu daerah yang
dinyatakan dapat entas dari kategori daerah tertinggal,
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Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala
Diaerah terkait, antara lain:

» Menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala OPD teknis terkait
persama Bappeda untuk: (1) Berkoordinasi depgan Bappedsa
Pemerintah Provinsiterkaitdalam penyusunan Strada dan RADPPOT
Kabupatan; dan (2) Menyusun dan mengusulkan dokumen Strada
Kabupaten serta mensosializasikannya kepada OPD teknis terkait
dan selanjutnya menetapkan Strada dan RAD PPDT Kabupaten,

b Menginstrukisikan Kepala OPD  teknis  ferkait  untuk: (1)
Memprigritaskan  penyusunan dan  penggunaan  anggaran
datarn rangka melaksanakan program dan kegiatan yang dapat
meningkatkan nilai indikator penetapan daerah tertinggal; dan (2]
Memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah
desa yang masuk dalam kategori desa tertingzal dan sangat
tertinggal.

o Pangembangzan Kawasan Perbatasan

b Aspek kelembagaan kelum sepenuhnya efekts, hal ini ditunjukkan
oleh beberapa permasalahan antara lain: (1) pelaksanaan fugas
dan fungsi BPPD Kabupaten Nunukan belum didukung dengan {ata
kerja yang memadal, seperti juknis/SOP/tata kerja yang mengatur
pelaksanaan fungsi penyusunan rencana aksi pengendalian
dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan kawasan perbatasan; (2] BPPD Kabupaten belum
melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara horizontal
antar-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dan secara
veriikal dengan BPPD Provinsi NTT dan Badan MNasional Pengelola
Perbatazan (BMNPR); dan (3] Pemerintah Kabupaten Sambas
pelum menetapkan unit kerja yanz spesifik melakukan fungsi
pengeiolazn pembangunan kawasan perbatasan. Kondisi tersebut
mengakibatkan kebijakan program pembangunan perbatasan,
penstapan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan,
dan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan
patas wilayah negara dan kawasan perbatasan Tdak dapat
dilaksanakan secara optimal.

» Aspek perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya efektif,
nal inl ditunjukikan oleh beberapa permasalahan antara lain rencana
aksi pengeiolaan BWN-KP Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan,
dan Kabupaten Belu tahun 2021 s.d. 2023 belum disusun sesual
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dengan ketentuan. Akibatnya, pelaksanaan program/kegiatan tidak
ieriniegrasi dan fidak ada harmonisas dengan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi dan antar SKPD.

b Lspek pelaksanzan dan pemanfaatan program/kegiatan belum
sepenuhnya efekdif, hal ini ditunjukan oleh beberapa permasalahan
antara lain: (1) kualitas infrastruktur jalan dan pasar belum merata
dan belum memberikan dampak terhadap perkembangan kawasan
perbatazan; dan (2) pelaksanaan pembangunan perbatasan di
sekior pertanian melalul program food estote dan seldor peternakan
balum dapat meningkatkan potensi ungzulan. Permasalahan
tersebut mengakibatkan program pembangunan’ di kawasan
perbatasan belum dapat meningkatkan dan mengembangkan
Pusat Kegiatan Strategis Nasionai (PKSN) sebagai pusat/sentra
pertumbuhan ekonomi, industr, dan perdagangan.

Atas permasaiahan terssbut, BPK merekomendasikan kepads Kepala
Ciaerah terkait antara lainagan:

b Menstapkan Tim Sekretariat/Tim Teknis pengelolasn pembangunan
kawasan perbatasan yang melibatkan BPPD dan SKPD terkait
dengan Keputusan Bupat.

b Memerintahkah Sekretaris Dasrsh menyusun dan menestapkan
rencana aksi pengelolaan kawasan perbatazan, serta menyusun
pedoman dan/atau regulasi untuk dijadikan acuan dalam
melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/
kegiatan pembangunan kawasan perbatasan,

b Menginstruksikan Kepala BPPD agar terlibat dan ikut serta dalam
upaya-upaya mengatasi permasalanan di sekior pertanian,
peternakan dan sektor lainnya dalam rangka pengelolaan program/
kegiatan di kawasan perbatasan sesual depgan kewenangannya,

® Pembangunan Kawasan Perdesaan

b Padaaspekregulasidan kelemizazaan masihterdapat permasalahan
antara lain belum seluruh pemda menetapkan (1) Kawasan
perdesaan dengan peraturan daerah dan lokasi kawasan dengan
keputusan kepala dasrah; (2) Perdz tentang insentif dan kemudahan
investasi yang mendukung pembangunan kawasan perdesaan; |3)
Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dalam RTRWE dan
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RPIMD; (4) Kelembagaan, tugas dan fungs) TKPKP Kabupaten dan
TEPKP Kawasan dengan 5K Kepala Daerah; dan {3) TKPKP yang
terdiri atas unsur pemda, pemdes, badan permusyawaratan desa
dan tokoh masyarakat. Kondisl tersebut mengakibatkan pemda
belum memiliki dasar peraturan dan/atau acuan dalam pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan, program dan kegiatan kawasan
perdesaan menjadi Odak terpadu, serta OPD pelaksana tidak dapat
sepenuhinya melaksanakan pembangunan kawasan pardesaan.

b Pada aspek perencanaan dan pendanaan masih  terdapat
permasalahan antara lain belum seluruh pemda (1) Memiliki
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan/atau
RPKP perubahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah
atau peraturan kepals daerah; (2] Menetapkan RPEP yang
memuat: isu sirategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran
pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan
kawasan perdesaan, program dan kegiatan pembangunan
kawasan perdesaan, Indikator capaian kegiatan, dan kebutuhan
pendanaan; (3] Menetapkan RPKP yangz berlaku selama 5 {lima}
tahun dan sudah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan
kawasan; (4) Menetapkan grogram kegiatan pads RPKP/RPKP
Perubahan yang selaras dengan RPIMD kKabupaten/Kota dan RKPD
Kabupaten/¥ota; (5) Menetapkan program kegiatan pada RPKP/
RPKP Perubahan yanz mendukung capaian Indeks Pangelolaan
Kawasan Perbatasan [IPKP); (6) Menganggarkan program kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan pads APBD Kabupaien sesual
RPKP; dan (7) Mengupayakan pendanaan pembangunan kawasan
perdesaan selain darl APBD Kabupaien sssuai RPKP [APBEN, APED
Provinsi, APBDesa serta sumber |ain yang sah dan tdak menglkat).
Kondijzl tersebut mengakibatkan pemda tidak memiliki strateg),
arah kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan pembangunan
kawasan perdesaan, program kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan  belum mendukunz iujuan pembangunan jangka
meneangah daerah dan capaian di IPKPR,

b Pada aspek pelaksanaan masih terdapat permasalahan antara lain
belum seluruh pemda (1) Melakukan pengembangan komoditas
unggulan Kawasan perdesaan mulai dar  hulu  [produksi),
pengaolahan, sampai pemasaran (hilir]; (2] Melibatkan masyarakat
dan Usaha Mikro Kecll dan Menengah (UMKM) baik di dalam

e THFS 1 Tahun 2023 RAR IV - Hasil Pamerilesann Pricritas Nasipasl m



maupun di luar kawasan (spillover] dalam pengembangan
komoditas unggulan; (3) Mendcrong BUMDesa dan/atau
BUMDesa bersama dalam pengambangan komoditas ungoulan; (4)
Mempromosikan kawasan maupun produk unggulan baik di aras
lokai, nasional maupun internasional (film pendek, website, leaflet,
festival, dil); {5) Mendorong peningkatan kualitas produk unggulan
yvang dihasilkan untuk mendapatkan serfifikasi/standardisasi;
(6) Mengoptimalkan peran pendamping dalam pangembangan
kawasan perdesaan; |7) Menyediakan prasarana jalan antardesa di
dalam kawasan perdesaan dan ke sentra komoditas ungeulan; dan
(8] Menyediakan dan/atau memfasilitasi sarana dan prasarana yang
mendukung pembangunan komoditas unggulan. Kondisi tersebut
miengakibatkan pengembangan komoditas unggulan belum dapat
menjangkau seluruh masyarakat dan UMKM di kawasan perdesaan,
produk ungguian balum dikenal baik di aras lokal, nasional maupun
internasional, kualitas produk unggulan belum memenuhi standar
mutu, akses menuju kawasan pedesaan dan senira komoditas
unggulan sulit dijangkau, serta pengembangan produk unggulan
menjadi terhambat.

b Pada aspek monitoring evaluasi dan pelaporan, seluruh pemda
belum melaksanakan monitoring evaluasl dan pelaporan atas
tapaian pembangunan kawasan perdesaan dan belum berupaya
mienyediakan datag yang lenghkap dan akurat dalam mendukung
pengukuran IPKP, Kondisi tersebut mengakibatkan pemda tidak
dapat mengetahui capalan pembangunan dan permasalahan serta
solusi yang dihadapi kawasan perdesaan sebagail dasar kebijakan
pembangunan tahun berikutrya, dan PKP yang dilaporkan fidak
dapat diyakini sesual dengan kondisi pembangunan kawassan
perdesaan yang senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupat antara
lain agar:

b Menstapkan kawasan perdeszan dengan peraturan kepala daersh
dan lokasi kawsasan perdesaan dengan keputusan kepala daesrah,
serta mengusulkan rancangan perda mengenal insentif dan
kemudahan investasi.

b Menstapkan FRPKPE/RPKP Perubahan yang sslaras  dengan
RPIMD, REPD dan mendukung capaian [PEP, untuk selanjutnya
mengusulkan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
beserta pendansannya sesual RPKP dalam APBD Kabupaten dan
berkoordinas! dengan pemerintah pusat, pemerintah’ provinsi,
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pemerintah desa seria pihak lain untuk memenuhl pendapaan di
luar APBD Kabupaten.

» Menginstruksikan masing-masing OPD  pelaksana  untuk
melaksanakan dan mempromesikan kegiatan pengembangan
komoditas unggulan dan penyediaan sarana prasarana pendukung
kawasan dengan melibatkan masyarakat, UMEKM, BUMDess,
penyuluh, dan pendamping.

b Menginstruksikan TKPKP untuk melaksanakan monitoring evaluasi
secara berkala atas pelaksanaan pembangunan kawasan pardesaan
serta menyiapkan data dan dokumen yang lengkap dan mutakhir
untuk mendukung penilaian IPKP tahun berikutnys.

e Pembangunan Desa Terpadu

b Pemda belum sepenuhnya mendukung pemenuhan 500 desa yang
berkapasitas dan melakukan kegiatan pendampingan yang memadal
untuk penguatan kelembagaan pemerintahan desa sehingga upaya
penguatan kelembagaan pemeriniahan desa belum optimal.

¥ Pemda belum mielakukan evaluasisecara memadai atas penggunasan
Cana Desa untuk memastkan bahwa penggunzan Dana Desa
telah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa sehingza
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa belum cptimal
serta Tidak tepat sasaran.

b Pemda belum melakukan pembinaan atas pengelolaan BUMDesa
secara profesional sehingga BUMDesa berpotensi rugl,

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati, antara
lain sebagai berlkut,

b Merencanakan program dan Keglatan untuk pengembangan
kapasitas aparatur Pemerintahan Dess dan BPD dalam bantuk
pendidikan, pelatihan, penyuluhan sesuai kebutuhan.

b Menyusun Prosedur Operasi Standar dan melaksanakan evaluasi
atas alokasi prioritas penggunaan Dana Desa.

¥ Berkoordinasi dengan Pemeriniah Desa dan Pengawas BUMDesa
dalam hal penertban pembustan  laporan keuangan  dan
merencanakan kegiatan pelatihan kepada pengelola BUMDesa
terkait peningkatan kompetens! atau skill dalam pengembangzan
unit usaha.
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o Taig Kelola Keuangan dan Aset Desa

b Pemda belum sepenuhnya mendukung penguatan kelembagaan
desa, hal inl ditunjukkan oleh beberapa permasalahan, antara lain:
(1} Pemda belum menetapkan regulasi melalu) peraturan daerah
atgu peraturan kepala daerah dan belum menyelaraskan regulasi
vang ada sesual peraturan perundangan-undangan yang mutakhin
{2} Masih terdapat SDM yang tidak mengikuti peiatihan/pembinaan;
dan (3] Kegiatan pendampingan desa melalul fungsi aparatur
kabupaten dan kecamatan belum optimal. Akibatnya, kelembagaan
desa belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinga.

b Pemda belum melzkukan pembinaan dan penzgawasan pengelolaan
keuangan desa secara memadal. Hal i ditunjukkan oleh
beberapa permasalahan, antara lain: (1) Inspekiorat dan Badan
Permusyawaratan Desa [BPD] belum melakukan pengawasan
berbasis risiko atas pengelolaan keuangan desa; dan (2) Kecamatan
belum mengevaluasi pengelolzan dan  pertangzungjawaban
APBDes. Akjbatnya, tujuan pengelolaan keuangan desa yang
baik, tertib dan akuntabel uniuk kesejahteraan dan kemakmuran
miasyarakat fdak tercapal

F Pemda telum mendukung pemerintah desa dalam mengadakan,
mengamankan, menatauszhakan dan memanfaakan aset desa
sesual perencanaan dan pengelolaan asst desa secara 2pat guna
sertatepat sasaran, Hal inl ditunjukkan cleh beberapa permasalahan
antara lain: (1] Inspektorat belum sepenuhnya mengawas| program
dan kegiatan tata kelola aset desa; (2) Desa belum menuangkan
rencana pengeiolazn aset desa dan rencana kebutuhan aset desa
dalam RPIMDzs dan RKPDes; dan (3) Desa belum melaksanakan
penatausahaan administrasi, pengamanan, penghapusan dan
penilaian aset secara memadai. Hal ini mengakibatkan imbulnya
risiko penyalahgunaan dan kehilangan aset desa, serta nhdak
optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki desa.

P Pemds belum melakukan pembinaan atas pengelolsan BUMDesa
secara profesional. Halini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan,
antara lain: (1) Terdapat BUMDesa yang telah meanyusun laporan
keuangan namun belum sesus| dengan ketentuan dan BUMDesa
yanz belum menyusun laporan keuangan; (2] BUMDesa belum
ditetapkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham; dan (3]
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BUMDesa Tidak memberikan kontribusi ke Pendapatan Asl) Desa
(PaDes). Akibatnya, tujuan pendirian dan pengembangan BUMDess
untuk penguatan ekonomi daerah tdak tercapai,

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah,
antara lain sebagal berikut:

P Melengkapi dan menyelaraskan regulasi terkait  penguatan
kelembagaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang mutakhir,

b Melaksanakan program dan  kegistan untuk pengembangan
kapasiias aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaraian
Dasa (BPD) dalam bentuk pendidikan, pelathan, dan penyuluhan
sesual kebutuhan,

P Menginstruksikan dinas terkait, Inspektorat dan Camat untuk
melaksanakan pambinaan dan pengawasan dalam pengelolaan
keuangan dan aset desa sasuai ketentuan.

b Menginstruksikan dinas terkait untuk berkoordinasi dengan
pemerintah desa dan Pengawas BUMDesa dalam penertiban
sdministrasl  hukum, pembuatan laporan keuangan dan
merencanakan kegiatan pelatihan kepada pengelola BUMDesa
terkait peningkatan kompetensi untuk pengembangan unit usaha.

Helembagaan dan Keuangan Daerah

DALAM mencapal target Pembangunan Nasional, selain menggunakan
dana APBN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L),
pemerintah pusat memberikan transfer daerah berupa mandatory
spending yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemda, Pemds wajib
mengalokasikan dana dari APBD untuk mendukung mandotory spending
yang berasal dari PAD serta pendapatan daerah lainnya.

Mondotory spending dalam pengefolaan APBEN dan APBD sebagai
terikut. [1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD; (2]
Besar anggaran kesshatan pemerintah dasrah provinsi, kabupaten/
kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji; [3) Dana Transfer
Umurn (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% ntuk
belanja infrastruldur daerah yang langsungz terkait dengan percepatan
pembangunan fasilitas pelayanan publik dan eleromi dalam rangka
meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, danmengurangi
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kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah; dan (4] Alokasi
dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemeriksaan BPK atas kelembagaan dan keuangan daerah dilaksanakan
untuk mendorong pemeriniah dalam mencapai tujuan pembangunan
e DE7EElaNjUtan ke-10 terutama target 10.1 pada tahun
[l 5030, secara prograsif mencapai dan mempertahankan
pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah
40% dari populasi pada fingkat yang lebih tinggi dar rata-rata
nasional.

Pemeariksaan BPE meliput:

® Pemeriksaankingrja atas efeldivitas pengelolaan Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha (KPBU)] dalam rangka mendukung kebutuhan
pendanaan penyediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah
tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementieriap Keuangan selaku Pengelola
Fiskal, Kemanterian PPN/Bappenas, dan Instansi terkait lainnya.

e Pemeriksaan kinerja efelkfivitas upaya Kementerian Dalam MNegeri
dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis
Elekironik [SPBE) pada Kementerian Dalam Negeri.

® Pemeriksaan kinerja Program Percepatan Pemetasn Masional Skala
Besar pada Badan Informasi Geospasial (BIG).

e Pemeriksaan kinerja atas efekiivitas upaya pemerintah daerah dalam
pengelolaan mandatory spending untuk mendu¥ung belanja daerah
yang berkualitas tahun 2021 s.d. Semester | 2023 pada 25 Pemda.

o Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja wajib yang
berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal
(5P Pendidikan jenjang SMP dan SMA TA 2021 s.d. 2023 pada dua
pemerintah daerah yaitu Pemprov Kepulauan Riau [jenjang SMA), dan
Pemkot Tanjungpinang (jenjang SMP).

® Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daesrah
(RSUD) yang dilakukan terhadap 12 obrik pada 12 pemda.

o Pemeriksaan kepatuhan aias kegiatan cperasional atas 27 BUMD pada
22 pemda. Pemetiksaan dilakukan pada 18 BPD/Bank Daarah, 4 PDAM,
dan 5 BUMD yangz bergerak di bidang lainnya. BUMD tersebut antara

m RAR IV - Hasil Parserikeasn Priorites Nasional [HPS [l Tahun 2027 enmmm—



lain di Pemprov BE] lakartas, Pemprov lawa Tengah, Pemprov Sulawesi
Tengsh, dan Pemprov Sulawesi Tengzara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan capaian/upaya pemerintah daerah
yang dilakukan dalam kelembagaan dan keuangan daerah, antara lain;

» Pemerintah telah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan
Perpres Momor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan
infrastruktur, antara lain terkait tata cara pelaksanaan, pemberian
dukungan atas proyek KPBU, pengembalian invesiasl dalam bentuk
Avoilobility Poyment [AP), dan pelaksanasn pengadaan badan
usaha KPBU. Selain itu jugs telah mempublikasikan daftar proysk
infrastruktur KPBU serta memberikan fasilitas/dukungan, baik dalam
bentuk Project Development Focility {PDF), Viability Gop Fund (VGF)
maupun Penjaminan Infrastruktur terhadap proyek KPBU.

e Kemendagritelahmenetapkan N5PK terkaitdengan proses bisnis Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) jenis Informasi Pembangunan
Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, antara lain Permendagri
Momaor 86 Tahun 2017 dan Permendagrt Nomor 77 Tahun 2020,
Kemendagri juga telah berupaya mendukung penerapan SIPD dengan
Bussiness Frocess Redesign (BPR) Modul Informasi Keuangan Daerah
pada 5IPD, manua! book baik untuk Modul Informasi Pembangunan
Daerah maupun Modul Informasi Keuangan Daerah sebagal panduan
bagl pemda dalam Implemeantasl perencanaan pembangunan dagrah
dan pengelotaan keuangan dasrah melalui SIPE,

¢ BIG telah memenuhi salah satu target penyediaan peta dasar wilayah
darat yaitu pada skala 1:250.00C dengan capalan 100% dari target yang
tertuang dalam Perpres Kebijakan Satu Peta (KSP),

¢ Pemda dalam pengelolaan mandolory spending: (1) Pemenuhan
alokasi anggaran mandotory spending pada fungsi pendidikan minimal
20% dari belanja daerah pada 13 pemda; (2) Pemenuhan anggaran
mangdoiory spending belanja wajib penanganan dampak nflasi
sebesar 2% yang bersumber dari DTU pada 11 pemda; (3] Program dan
kegiatan fungsi pendidikan berorientasi kepada layanan "lebih besar”
daripada belanja aparatur dan operasional rutin pada S pemda; dan
(4) Program dan kegiatan bidang infrastrukiur berorientasi kepada
layanan “lebih besar” daripada belanja aparatur dan operasional rutin
pada 14 pemda.
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e Pemprov Kepulauan Riau telah memenuhi alokasi anggaran belanja
wajib di bidang pendidikan minimal 20% dari belanja daerah dan
berdasarkan kebutuhan di fungsi pendidikan, dan melakukan upaya
pemenuhan jumlah dan distribusi Pendidlk meialul penerimaan
Pezawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerjs [PPPK].

e Pemkot Tanjungpinanz telah menyelaraskan perencanaan bidang
pendidikan dalam RKPD, Renja Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA] dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan
telah melakukan perhitungan capaian angka partisipas| kasar (APK] di
tahun 2022 dengan nilai APK untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 94,89%
yang dimuat dalam indikator kingrja utama Dinas Pendidikan tahun
2022,

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 848 temuan yang memuat
permaszlahan antara lain:

Pemepriniah Puzal
e Ksmentsrian PPN/Bappenas

b Proses identifilkasi, penelapan, pengusulan proyek KPBU
oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Dasrah kepada
Kementerian PPN/Bappenas belum didasarkan pada analisis yang
komprehensif. Selain itu, penilaian Kementerian PPN/Bappenas
dalam rangka penetapan Daftar Rencana KPBU (DRK) dan Public
Private Partnership{PPP) Boock belumdidukung dengan ketersediaan
pedoman/panduan teknis. Hal terssbut mengakibatkan antara
lain proyek-proyek KPBU yang termuat daiam DRK dan PPP Book
berisiko tidak dapat dilaksanakan secars efektif dan tepat waktu.

b Sebanyak 4 proyek KPBU Sisterm Penyediaan Air Minum (SPAM)
belum sepenuhnya dipersiapkan dan dilaksanakan secars memadal,
Permasalahan pada tahap penyiapan yaitu kajian  prastudi
kelayakan belum sepenuhnya handal dan peranjian kerjasama
pendukung berupa perjanjian gfficker belum sepenuhnya disusin
secafa selaras dengan perjanjian KPBU. Sedangkan pads tahap
pelaksanaan terdapat permasaizhan antarz lain keterlambatan
pemenuhan komitmen pemerintah baik pemerintah pusat/daerah
dalam rangka mendukung penyelenggaraan proyek KPBL SPAR.
Hal tersebut mengakibatkan antara lain Penanggung Jawab Proyek
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Kerjasama (PIPK) proyek KPEL SPAN berisiko menanggung beban
keuangan yang semakin meningkat dan perjanjian proyek KPBL
SPAM berisiko mangalami pengakhiran perjanjian akibat cidera
janji PIPK kepada BUR

e Kemenisrian Dalam Megeri

» SIPD belum sepenuhnya mengakomaodasi kebutuhan proses bisnis
perencanaan pembangunan dasrah serta penyelarazan kebijakan
pusat dan daesrah, antara lain belum sepenuhnya mensrapkan
applicotion control yang memadal untuk penjadwalan panyusunan
dokumen perencanaan dasrah dan penyelarasan RKPD dan RPIMD,
belum sepenuhnya menyediakan fitur sesual kebutuhan pemillk
proses bisnis, dan belum sepenuhnya mendukung penyelarasan
kebijakan pusat dan daerah. Akibatnya, SIPD belum sepenuhnya
dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kepada pemda terkait
perencanaan pembangunan daerah, dan Kemendagri belum
memiliki dotabose nasional yang memuat informasl mengenai
keselarasan dan konsistensi antarienis dokumen perencanaan, baik
pusat maugun daerah.

» SIPD belum sepenuhnya mendukung transparansi pengelolaan
keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual,
yaitu belum sepenubnya mengakomodasl proses pengelolaan
keuangan daerah, dan belum sepenubnya mendukung penyajian
laporan keuangan berbasis akrual sesuai ketentuan yang berlaku.
f&kibatnya, pengelolaan keuangan daerah kurang optimal karena
sebagian akuvitas atau oufput perlu dihasilkan secara manual
gtau melalui aplikasi lainnya, keterlambatan penyampaian LKPD
Unoudited TA 2022 kepsda BPK pada lima pemda yang diuji petik,
dan data dan informasi dalam SIPD belum sepenuhnya dapat
digunakan oleh pemangku kepentingan.

e Badan informasi Geospasial

¥ Terkait Penyediaan peta dasaryang berkualitas dan siap pakai sesuai
kebutuhan pembangunan nasional, (1) BIG belum sepenuhnya
dapat menyediakan dan memenuhi target peta dasar wilayah darat
yang berkualitas dan siap; pakal sesuai kebutuhan pembangunan
nastonal; (2) Data geospasial dasar dan informasi geospasial unsur
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peia dasar wilayah laut dan pantai yang berkualitas dan siap pakai
sesuai pembangunan nasional belum sepenuhnya tersedia; dan (3)
Informasi geospasial unsur peta dasar batas wilayah administrasi
desafkelurshan yang berkualitas dan siap pakal sesual kebutuhan
nasional belum sepenuhnya tersaedia, Akibatnya, peta dasar wilayah
darat, peta dasar witayah laut dan pantai, serta peta dasar batas
wilayah administrasi desa/kelurahan yang berkualitas dan siap
pakal sesual kebutuhan pembangunan nasional belum sepenubnya
tersedia,

b Terkait penyediaan infrastrukiur informasi geospasial vang
berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi,
kelembagaan dan SOV, (1) Regulasi, kebijakan dan standar informasl
geospasial untuk mendukung pembangunan nasional belum
sepenuhnya tersedia dan disosislisasikan kepada Stokeholger;
(2) SDM pada BIG dan kelembagaan informasi geospasial belum
sepenuhnya efekdif dalam mendukung penyediaan peta dasar; dan
(3} Pengelolzan, penyebarluasan, dan pemanfaatan peta dasar
pada BIG belum sepenuhnya memadal, Akibatnya, penyedisan
infrastruktur informasi gecspasial yang berkuslitas dengan
dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan 5DM
belum sepenuhnya tersedia

&tas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
e Menteri PPN/Kepala Bappenas agar:

r Memerintahkan Deputi Bidang Pendanazan Pembangunan untuk
menyusun dan menetapkan sscara formal pedoman/panduan
igknls yang jelas dan komprehensif dalam melakukan penilaian
usulan proyek KPBU dan penetapan ambang batas pengkategorian
proyek KPBU, baik Dalam Proses Penyiapan (Linder Preporotion)
maupun Siap Ditawarkan |Ready to Offer), untuk dimasukkan dalam
DRK dan PPP Book,

b Berkoordinasi dengan Kemenierian Keuangan, Badan Usaha
Pelaksana (BUP), BUMD sebagal PIPK atau pihak yang mewakili
PIPK Proyek KPBU SPAM, pemda, PDAM Offtaker, dan Kementerian
PUPR serta Kementerian/instansi lainnya untuk melakukan svaluasi
guna perbalkan atas tata kelola pelaksanaan proyek KPBU SPAM
antara lain berkaitan dengan keselarasan perjanjian KPBU dan
perjanjian pendukungnya/perjanjian cfftaker serta penyeslesaian
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pembangunan dukungan proyex SPAM untuk pencapaian target
sambungan rumah.

# Nenteri Dalam Negerl agar menginstruksikan kepada kepala Pusdatin
metalui: 1) Sekretaris jenderal kKemendagri dan kepada Direkiur
jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk mengembangkan SIPD R
Modul Informasi Pembangunan Daerahyang sesual dengan kebutuhan
penyelarasan kebijakan pusat dan dasrah, sesual dengan proses bisnis
perencanaan pembangunan daesrah; dan (2] Sekretariz lenderal
Kemendagri dan kepada Direktur Jenderal Bina Keuanzan Daerah untuk
mengembangkan SIPD Rl Modul Informasi Keuangan Daerah sesuai
ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan

pPengguna.
e Kepala Badan Informasi Geospasial agar:

» Berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait dalam rangka
percepatan penyediaan unsur peta dasar wilayah darat untuk
mamenuhi amanat Undang-undang Nemor § Tahun 2023 pada
Penjelasan Pasal 18 yang menysbutkan bahwa Peta Rupa Bumi
Indonesiaz skala 1:5.000 harus fersedia wntuk seluruh wilayah
Indonesia dan berkoordinasi dengan pemda dalam rangka
penyediaan peta dasar wiltayah darat.

¥ Menyusun, menetapkan dan menyosialisasikan rencana induk
penyelenggaraan Informasi geospasial, serta menyusun,
menerbitkan dan menyosialisasikan regulasi, kebijakan dan standar
teknis informasi geospasial khususnya yang diamanaikan oleh
Undang-undang.

Pemeriniah Daerah
o Mandotory Spending, pemeriksaan dilaksanakan pada 25 pemda.

» Perencanaan maondofory spending dalam APBD pada 13 pemda
belum terpenuhi sesual dengan ketentuan peraturan gerundangan
yang berlaku, di antaranya:

= Belum menyusun rencana kebutuhan pada fungsi pendidikan
berdasarkan analisis kebutuhan pada APBD ysitu perhitungan
kebutuhan hanya disusun berdasarkan bidang pendidikan
secara umum dan Tidak mengacu pada fungsi pendidikan dalam
penyajiannya.
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* Belum menyusun rencana kebutuwhan pada bidang
infrastruktur berdasarkan analisis kebutuhan yaitu sinkronisasi
belanja Infrastruldur pelayanan publik pada pemda, belum
memperhatikan  kebutuhan  rill  dalam  pembangunan
antanwilayah.

Akibatnya, pemda berpotensi fidak dapat miswujudkan belanja
daerah yang berkualitas sesuai dengan ifarget dalam RRIMN dan
RPIMD.

b Pengelolaan maondotory sgending fungsi pendidikan dan bidang
infrastruktur belum sepenuhnya mendukung belanja dasrah yang
berkualitas, di antaranya:

* Pemda belum memenuhi target SPM Fungsi Pendidikan dan
Bidang Infrastruktur serta belum didukung dengan data yang
valid. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengisian pemenuhan
target SPM Fungsi Pendidikan dan Bidang Infrastruktur masin
belum menggunakan data yang valid. Data tersebut tidak
berdasarkan data riil yang dimliliki oleh pemda namun ssbatas
data untuk pemenuhan SPM sesuai dengan target SPM yang
telah ditetapkan.

* Pemda belum merealisasikan belanja fungsi pendidikan dan
bidang infrastruktur sesuai dengan rencana, transparan dan
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan
menunjukkan bahwa capaian realisasi belanja fungsi pendidikan
dan bidang Infrastrukiur belum sepenuhnya terealisasikan
100% sesual dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan serta
di antaranya dimanfaatkan Hdak s=suai dengan peruntukannya,

Hal tersebut mengakibatkan hasil pelaksanaan program dan
kegiatan fungsl pendidikan dan bidang infrastruktur berpotensl
tidak dapat memenuhi target SPM, saerta capaian indikator utama
{output dan outcome) khususnya Tungsl pendidikan dan bidang
infrastrukiur berpotensi Gdak dapat tercapai.

P Pemda belum sepenuhnya menindakianjut hasil evaluasi atas
pelaksanaan penerapan 5PM dan evaluasi atas capalan kinerja, di
amtaranya:

* Pemda belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas
penerapan 5P (terkail mandatery spending yaitu pendidikan,
pekerjaan umum dan perumahan rakyat).
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» Pemda belum menindaklanjut  hasil evaluasi gubernurf
Kemendagri/kementerian terkait atas pelaksanaan SPM. Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa Sdak semua tindak lanjut
yang dilakukan oleh SKPD sesual dengan catatan.

»  Pamda belum melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja kunci
output dankinerja kunci outcome yang Indikatormya diselaraskan
dengan target dalam RPIMN.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan dan pemenuhan
mandotory spending berpotensi tidak terpantau serfa tidak
dapat menjadi tolak ukur perbaikan dan penyusunan dokumen
perencanaan berikutnya dan risiko pelaksanaan atas program/
kegiatan yang berkaitan dengan mandotory spending tidak sesual
dengan peraturan perundang-undangan.

¥ Anggaran mondotory spending terkait keuangan untuk pemerintah
kota yanz memiliki desa 'ebih besar dibandingkan anggaran pada
pemerintah kabupaten. Hal itu tercermin dari permasalahan
regulasi penghitungan ADD pada pemkot belum sepenubinya sesuai
dengan kebutuhan dimana alokasi lebih besar dari kebutuhan desa
yang ada dalam pemkot. Akibatnya, potensi anggaran ADD fidak
terealizasi secara maksimal dan menjadi Sisa Lshih Perhitungan
Anggaran (SILPA); serta pemenuhan anggaran mandatory spenrding
sesual ketentuan belum terwujud.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Dasrah
antara lain agar:

b Memerintahkan TAPD untuk mengkajl kemampuan keuangan
daerah dalam pemenuhan anggaran maondatory spending sesual
ketentuan peraturan perundanz-undangan dan sesuai dengan
kebutuhan.

P Memerintahkan Tim Pelaksana 5PM di pemda untuk membuat
surat edaran kepada seluruh SKPD untuk memastikan data dalam
e-SPN dan realisasi penerapan SPM telah diinput sesual kondisi
sebpenarnya.

» Memerintahkan kepala SKPD terksit fungsl pendidikan dan bidang
infrastrukiur memastikan realisasi belanja telah sesual dengan
rencana pemanfaatan dan dapat digunakan.
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b helakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dhi. Kementerian
Calam Meger dan Kementerian Keuangan terkail regulasi alokasi
maondatory spending ADD yang belum mempertimbangkan
karakteristk pemerintah kota yang masih memiliki desa.

e SPM Pendidikan

b Pemdabelumberupayasecaracptimal dalammenzelolapembiaysan
belanja wajib yang berkualitas dalam rangka pemenuhan 5PM
Pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh permasalahan di antaranya
pemda belum memprioritaskan anggaran belanja pendidikan
yang berkualitas, dan penggunaan dama Sumbangan Pembinaan
Pendidikan (SPP) dan dana Bantuan Cperasional Sekolah [BOS)
erpotensi Tdak dapat memenuhi pencapaian SPM Pendidikan.
Akibatnya, dana pendidikan yang diterima tdak dizlokasikan
secafa memadal uniuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan
meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan.

b Pemda belum barupaya secara optimal dalam penyediaan sarana
dan prasarana pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh permasalahan
befum disusunnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasana
pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan belum sesuai
kebuiuhan. Akibatnya, sarana dan prasarana Odak tersedia secara
memadal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

b Pemda belum berupaya secara optimal dalam pemenuhan jumiah
dan distribusi pendidik, hal ini ditunjukkan oleh permasalahan
di antaranya belum adanya pemetaan distribusi pendidiy, serta
perencanzan pemenuhan iumlizh dan peserta pendidik belum sesual
kebutuhan. Hal iersebut mengakibatkan poiensi tidak tercapainya
targat pemenuhan guru serta tidak meratanya distribust gury,

Atas permasalahan tersebuf, BPK merskomendasikan kepada para
Kepala Daerah aniara lain agzan

b MMemprioritaskan alokasi anggaran yang berorieniasi pads
pemenuhan layanan pokok pendidikan dalam rangka pemenuhan
capalan SPM Pendidikan; serta memerintahkan Kepala Dinas
Pendidikan dan Inspektur agar meningkatkan pengawasan terhadap
penganggaran dan pengelolaan Dana BOS dan atauw SPP di satuan
pendidikan.
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P Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar menyusun
perencanaan sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas
serta data yang akurat.

b NMenetapkan peraturanierkait penataan dan distribusi pendidikyang
memuat perhitungan kebutuhan guru dengan mempertimbangkan
kualifikasi dan linearitas guru, skala prioritas pamenuhan guru,
serta jam mengajar guru.

e Pangeloizan Rumah Sakit Umum Daerah

Hasll pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan RSUD dilakukan
terhadap 12 obrik pada 12 pemda. Pemeriksaan dilakukan sebagai
upaya BPK mendoreng pamearintah dalam mancapal fujuan
pembangunan berkelanjutan ke-16 terutama target 16.5,
yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel,
dan transparan di semua tingkat.

Hasil pemeriksaan memuat permasalahan antara lain:

P REUD 5 Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, ferdapat pekerjaan
tidak sesuai spesifikasi, kurang volume, dan kelebihan perhitungan
harga satuan yaitu pada pengadaan jasa konsulian mosterplan dan
Detail Engineering Design Kawasan RSUD sebesar Rpl,85 miliar,
pengadaan permbangunan sistem informasi manalemen rumah
sakit sebesar Rp3,05 miliar, pekerjaan pemeliharaan sarana RSUD
sebesar Rpl,32 miliar, serta pekerjsan |asa kebersinan R3UD
sebesarRp3,38 miliar, serta pekerjaan lainnya sebesar Rpd, 02 miliar.
Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran
sebesar Rpl5,83 miliar,

b Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) R3UD Kabupaten MNabire,
terdapat pertanggungjawaban Bendahara TA 2023 (s.d. Triwulan
\l) yang tdak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban
belanja barang dan jasa yang lengkap sebesar Rp2,63 miliar, Hal
tersebut mengakibatkan realisasi belanja yang dibebankan pada
BLUD belum dapat dinilai ketepatan penggunaannya dan risiko
terjadi penyalahgunaan atas realisasi belanja tersebut

» RSUD Biak Kabupaten Biak Mumfor, hasil pengadaan bangunan
gedung. Neonatol! [ntensive Care Unit (NICU) Pedigtric intensive
Care Unit (PICU) dan alat kesehatan NICU PICU yang telah diuji
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fungsi sebesar Rpl2,10 miliar belum dimanfaatkan. Permasalahan
tersebut mengakibatkan efekfivitas tujuan pengadaan bangunan
dan alat kesehatan sebesar Rpl2,10 miliar belum tercapal.

¥ RSUD Dr. H, Chasan Boesoirie, pembayaran belanja honorarium
sebesar Rp2,22 miliar tidak sesual dengan keisntuan, yaifu
pembayaran honorarium Kuasa Pengouna Anggaran, Tim Pengelola
Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Unit
Layanan Pengadaan TA 2022 dan 2023 tidak mengacu pada standar
biaya umum; pemberian honorarium PPTK tumpang tindih; dan
besaran honararium Dewan Pengawas Tahun 2022 melebihi batas
maksimal yang diatur dalam Permendagri. Permasalahan tersebut
mengakibatkan keleblhan pembayaran honorarium sebesar Rp2,22
miliar.

Ataz permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala
daerah terkait agan:

b Memerintahkan Direkiur RSUD Siti Fatimah agar memproses
kelebihan pembayaran sebesar Rpl5,.83 miliar dan menyetorkan ke
kas BLUD.

b Menginstruksikan Direkiur RSUD  Kabupaien MNabire untuk
melengkapl dokumen pertanggungjawaban pengeluaran belanja
sebesar Rp2,62 miliar dan berkoordinasi dengan Inspekiorat untuk
melakukan verifikasi atas dokumen perianggungjawaban tersebut.

b Menginstruksikan Direktur RSUD Biak untuk melakukan langkah-
langkah penertivan dan percepatan pemanfaatan bangunan NICU
PICU lengkap dengan alat kesehatan penunjangnya.

b Memerintahkan Direktur RSUD Dr H. Chasan Boesoirie unfuk
menarik dan manyetor kelebihan pembayaran honorarium ke kas
BLUD sebesar Rp2.22 millar dan mengusulkan penetapan besaran

honorarium yang diberikan kepada satuan pengawas infernal sesuai
dengan keientuan,

Badan Usaha MMk Daerah
e Operasional Badan Usaha Millk Daerah

Hasil pemerikszan kepatuhan atas operasional BUMD dilakukan
terhadap 27 BUMD pada 23 pemda meliputi 18 BPD/Bank Daerah, 4
PDAM, dan 5 BUMD yang bergerak di bidang lainnya. Pemeriksaan ini
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dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemenintah dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan ke-8 ferutama target 8.1 -
mempertahankan pertumbuhan ekaonomi per kapita sesuai
dengan kondisi nasional, serta target 8.10 - memperkuat
kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong
dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan
jasa ksuangan bagi semua.

Hasil pemeriksaan memuat permasalahan antara lain:

¥ PT Bank Pambangunan Dasrah lawa Tengah

Pengelolaan kredit proyek pada PT Bank Pembangunan Daerah
[BPD) lateng atas 29 debitur tidak sesual prosedur, antara lain:
(1) Kontrak induk antara calon debitur dengan pemberi kerja
tidak ditemukan/tidak lengkap; (2) Verifikasi dan peninjauan
langsung ke |apangan wuntuk mengetahui kondisi calen debitur
dan pekerjaan/proyek yang akan dibiayai tidak dilakukan/tidak
memadai; (3] Jaminan kredit kurang dari yang dipersyaratkan; (4]
Pencairan kredit dilakukan tanpa dilengkapl dengan dokumen yang
dipersyaratkan dan bukti yvang dilampirkan terindikasi tidak riil; {5)
Kredit digunakan untuk kebutuhan selain preyek; (6] Perpanjangan
jangka wakiu kredit tdak didukung dengan surat keterangan dari
pemberi kerja; dan (7) Monitoring perkembangan pelaksanaan
proyek tidak dilakukan sehingga PT BPD lateng fidak mengetahui
adanya pembayaran kepada debitur maupun pemutusan pekerjaan
debitur oleh pemberi kerja. Selain itu, klaim asuransi atas kredit
macet sebesar Rpl54,48 miliar yang diajukan PT BPD lateng
ditolak karena klaim tidak sesual dengan klausul Nota Penawaran
Pertanggungan/SPK dan debitur masih memiliki hutang subrograsi
kepads pihak penjamin,

Permasalahan tersebut meangakibatkan PT BPD Jateng berpotensi
tidak mendapatkan pelunasan kredit dari debitur sebesar Rp216,09
millar .dan pengalihan hak tangzungan kepada pihak asuransi
dengan saldo utang subrogasi sebesar Rpl54,48 miliar tidak sesuai
dengan ketentuan.

» Perumdsa Pembangunan Sarana laya

Terdapat permasalahan dalam pengelolzan kegiatan opsrasional
Perumda Pembangunan Sarana laya (PPS!) pads Pemprov DKI
lakarta, antara lain:
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*  PPS) melakukan perikatan perjanjian pengikatan jual beli dengan
PT LA untuk pembelian tanah di Ujung Menteng dan telah
membayar sebssar Rpl55,45 miliar. Mamun, sampal dengan
batas waktu yang ditentukan, PT LA fidak dapat memenuhi
kewsajiban mensertifikatkan tanah a.n. PPSJ sshingza PP
membatalkan transaksi jual beli tanah tersebut. PT LA baru
mengembalikan uang sebesar Rpl0,00 miliar kepada PP3L,
sehingza masih terdapat kekurangan sebesar Rpl45.45 miliar
Akibatnya, plutang PPS) sebesar Rpl45,4% miliar tidak tertagih
dan pendapatan denda dan bunga keterlambatan sebesar
Rp7.22 miliar belum diterima.

*  PPS] melakukan pembelian tanah seluas 240.857 m2 di Rorotan
dari PT CIE, namun terdapat bagian tanah seluas 29.981 m2 atau
sebesar Rp96,59 miliar merupakan tanah milik Pemprov DKL
Hal tersebut mengakibaikan kekurangan tanah seluas 29.381
m2 atau sebesar Rp96,59 miliar atas tanah milik Pemprov DK
Jakaria yang dibeli PPE! dari PT CIP

* PPS] membeli tanah seluas 67.572 m2 di Kampung Malaka,
Rorotan darl sdr. FHW dan telah direalisasikan pembayaran
uang muka sebesar Rp30,00 miliar. Hasii pemeriksaan diketahul
antara lain sdr. FHW menawarkan tanah yanz bukan millknya,
ierdapat revisi Prosedur Pengadaan Tanah dengan merubah
dasar pembsayaran dari Alkda Jual Bell menjadi PPIB, serta tanah
yang ditawarkan diklaim oleh pihak lain, PPS] telah melakukan
pembatalan pembelian tanah, namun baru mengembalikan
uvang muka sebesar Rp800 miliar, Permasalahan tersebut
mengakibatkan uang muka yang telah dibayarkan belum
diterima kemiball oleh PPS] sebesar Rp72,00 miliar

b PT fakarta Propertindo

Pada tahap pelaksanaan pembangunan lakarta International
Stadium (JiS) terdapat permasalabian: (1) Kekurangan vaolume
sebesar Rp4,21 miliar, ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp35,74
miliar, dan pembebanan biaya jaminan pelaksanaan, tambahan
pajak penghasllan, dan harga satuan Hang pancang sebesar
Rp23,4% miliar pada pekerjaan pembangunan JIS Hdak sesual
dengan ketentuan; (2] Kekurangan volume sebesar Rp2,19 miliar
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pada pekerjaan Hunian Pekerja Pendukung Operasional Kampung
Susun Bayam lIS; dan (3] Keterlambatan penyelesaian pekerjaan
pembangunan JIS belum dikenakan denda sebesar Rp?,.26 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar
RpG5,63 miliar dan kekurangan penerimaan sebesar Rp7,26 miliar

» PT Bank Pembangunan Dasrah Sumatera Utara
Permasalahan tarkait dengan pengelolaan kradit antara laln:

= Pemberian kredit kepada Sdr WF, PT MINM dan grup usaha,
CV ASM, dan 5dr. KHS tidak memperhatikan prinsip kehat-
hatian perbankan, sepert pelampauan plafon kredit terhadap
kebutuhan, tidak selesainya proyek yang dibiayal dengan kredit
investasi, pelanggaran covenani, dan tdak terpenuhinya syarat
self-fironcing dalam proses pemberian kredit debitur,

= Klaim asuransi yang diajukan PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Utara (Bank Sumut) sebesar Rpl5,69 miliar ditolak
perusahaan asuransi, karema pengajuan kiaim asuransinya
terlambat, tidak membayar premi, dan jangks waktu kredit
migiebihi ketentuan.

»  Pangalinan pembayaran tagihan presiasi pekerjaan pada Kredit
Surat Perintah Kerja [SPK) dan Kredit Mcdal Kerja Transaksional
Rekanan [KMK-TR) menysbabkan kredit macet sehesar Rp8,27
miliar.

* Penanganan atas kredit macet sebesar Rp235,44 miliar dengan
umur tunggakan diatas 10 tahuntidak dilakukan secara optimal.

Hal tersebut mengakibatikan antara lain PT Bank Sumut memiliki
risiko kradit yang berpotensi merugikan keuangan bank atas kredit
macet sebesar Rp110,35 miliarn

Atas permasalahan tersebut, BPK merekemendasikan agar:
» Direktur Utama PT BPD Jateng

= Menyusun langkah-langkah untuk pengembalian kredit sebesar
Rp216,09 miliar dengan skala prioritas dan jadwal yang jelas
sehingea dapat dikembalikan ke Kas Bank fateng,
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*  Melakukan koordinasi dengan pihak asuransi untuk melakukan
penyelesaian atas pembayaran subrogasi sebesar Rpl54,48
millar.

F Direktur Utama PPSd

*  Menagihpiutang sebesar Rpld5, 48 millardan pendapatandenda
dan bunga keterlambatan yang belum diterima sebesar Rp7,22
miliar dar PT LA serta mengambil langkah-iangkah hukum yang
diperlukan apabila penagihan Hdak dapat dilaksanakan.

* hemerintahkan PT CIP untuk menyelesaikan penggantian
tanah seluas 23.981 m2Z sebesar Rp35,59 miliar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

* Menarik kembali pembayaran uang muka pembelian tanah
sebesar Rp72,00 miliar dar Sdr. FHW dan menyetorkan ke kas
PPS, serta mengambil langkah-langkah hukunm yang diparlukan
apabila Sdr. FHW tidak segera mengembalikan uang muka
tersebut.

b Direkdur Utama PT lakpro

* Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp&5,63 miliar
kepada rekanan dan menyetorkan ke rekening proyek JIS atau
memperhitungkan dengan pembayaran ratensi.

* Nengenakan denda keterlambatan sebesar Rp7,26 miliar
kepada rekanan.

b Direktur Utama PT Bank Sumut

* Memerintahkan pejabat terkait agar berkoordinasi dalam
melakukan upaya penyelesaian dan  penanganan  kredit
bermasalah sasuai kebijakan bank yanz barlaku,

*  Memerintzhkan Pemimgin Divisi Cperasional agar lebih optimal
dalam mengawasl dan memenitor pengelolaan pengajuan
gsuransi, penerbitan polis, masa berlaku asuransl, dan kiaim
asuransi kepada perusahaan asuransi,
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» Memerintahkan Pemimpin Divis) Penyelamatan Kredit dan
Pemimpin Divisl Pengawasan berkoordinasi untuk menslusuri
kredit macet dengan umur tunggakan di atas sepuluh tahun dan
menginventarizasi langkah penyelesaian yang dapat ditempuh’
oleh Bank.

Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

REVOLUS! mental & pembangunan kebudayaan pada RKP Tahun 2023
diarahkan pada [1] Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revclusi
mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (2) Memperkuat pemajuan
kebudayaan untuk mengembangkan nilal lubur budaya bangsa dan
meningkatkan kessjahteraan rakyst; (3) Menzembangkan moderasi
beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial; dan (4}
Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pada tahun 2023, keberhasilan prioritas nasional revolusi mental &
pembangunan kebudayaan diukur pada 5 sasaran yaitu: (1) Terwujudnya
Indonesia Melayani, Indanesia Bersih, Indonesia Teriib, Indonesia Mandiri,
dan Indonesia Bersatu; (2) Terwujudnya aktualisasi nilai-nilal Pancasila; (3)
Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan
karakter; (4]} Terbangunnya ekosistermn kebudayaan untuk mendukunz
pemajuan kebudaysan; (5] Menguatnya pemahaman dan pengamalan
nilai ajaran agama yang toleran, inklusif dan moderat di kalangan umat
beragam; dan (6) Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi
untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Pancapalan sasaran pricritas nasional revolusi menial & pembangunan
kebudayaan dilakukan mealalul 4 program prioritas (PP). Atas 4 PP fersebut,
BPK melaksanakan pemeriksaan tematik di tahun 2023 pada 4 PP yang
difokuskan pada pemeriksaan-pemeriksaan sebagal berikut.
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Hasll Pemeriksaan

PADA semester || tashun 2023, BPK memeriksa prioritas nasional
revolusi mental & pembangunan kebudayaan mencakup: (1) Revolusi
mental dalam tata kelola pemeriniahan (PP1 KP2); (2) Penguatan Pusat-
Pusat Perubshan Gerakan Revolusi Mental (PP1 KP4); (3) Pembinaan
ideclogl Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan
dan bela negara (PPL KPG); (4) Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian
Kebudayaan [PP2); (5) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah hajl (PP3
KPL£); dan (6) Peningkatan budaya literasi dan panguatan institusi sasial
penggerak literasi dan Inovasl (PP4 KP1 dan KP4).

Pemeriksaan prioritas nasional revolusi mental & pembangunan
kebudayaan dilakukan pada 32 obrik yang terdiri atas 5 pemerintah pusat
dan 22 obrik pemda. Pemeriksaan meliputi 30 obrik kinerja dan 2 obrik
DT -kepatuhan.

Tujuan dan simpulan hasil pemeariksaan menurut obrik atas prioritas
nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan disajikan pada
tamgiran 3.3.

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental B
pembangunan kebudayaan mengungkapkan 306 temuan yang memuat
362 permasalahan sebesar Rp4,00 miliar. Permasalahan tersebut mellput
12 kelemahan 5Pl, 7 permasalahan ketdakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan [selanjutnya disebut ketidakpatuhan)
sebesar Rp80,46 juta, dan 343 permasalahan efisiensi, ekonomis, dan
sfektivitas [3E) sebesar Rp3,52 miliar. Perincian selengkapnya disajikan
pada Gambar 4.4.

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional
revolusi mental & pembangunan kebudayaan menurut cakupan dan jenis
pemeriksaan disajikan pada Lampiran E.2 dan Lompiran 5.4 pada fiosh
disk.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas nasional reyolusi mental &
pembanzgunan kebudayaan pada pemerintah pusat dan pemada,
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RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS REVOLUSI MENTAL
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Revolusi Mental Dalam Tata Helola Pemerintahan

SESUAI dengan RPIMN 2020-2024, pada PPl ferdapat Kegiatan
Prioritas (KP) 2 yaitu “Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan
untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif”,
KP- 2 tersebut diturunian menjadi dua ProP, antara lain ProP 2 adalah
"Penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birckrasi”. Salah
satu instansi pelaksana selzku penangzung jawab proyek terkait PN
4, PP 1, KP 2, PreP 2 adalah Badan Kepezoawalan Megars (BKN). Hal Ini
dikarenakan agenda pembangunan tersebut erat kaitannya dengan tugas
pokok dan funmgsi BKN dalam hal pengawasan dan pengendalian atas
——— penerapan penghargaan dan hukuman disiplin Aparatur Sipil
Megars (ASM) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal
tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan
ke-16, khususnya target 16.5 mengembangkan lembaga yang
efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efekiivitas pengawsasan
dan pengendalian penegakan disiplin ASN dalam mendukung PN £ —
Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. Triwulan
1l Tehun 2023 pada BEKN dan instansi lain. Berdaszarkan hasil pemeriksaan
diketahui BKN telah melakukan upaya untuk meningkatkan sfektivitas
pengawazan dan pengendalian penegakan disiplin ASN, antara lain
melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pengawasan dan pengendalian
penegakan disiplin ASN, serfa memiliki layanan pengaduan terkait
penegakan disiglin ASN berupa sistem informasi Integrated Disiplin (1"DIS).

Selainitu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 11 temuan yang memuat
permasalahan antara laim:

Pemeriniah Pusat
® Badan Kepezawaian Negara

b Regulasi terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin
ASN belum selaras dengan regulasi penegakan disiplin ASN, karena
Peraturan Pemerintah mengenal Gaji dan Tunjangan sebagaimana
diamanatkan dalam UU ASN belum diterbitkan, Gaji dan tunjangan
PNS yang berlaku saat inl masin mengacu pada PP Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji PN5 sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan PP Nomor 15 Tahun 2015. Dengan belum
diterbitkannya PP terkait Gaji dan Tunjangan, jenis Hukuman Disiplin
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Sedang berupa pemctongan funjangan kinerja seharusnya belum
berlaku. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kesalahan
penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,

b Pemanfaatan I'DIS sebagal sisiem informasi pelaporan proses
hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemeriniah (PP) Nomaor
94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin ASN Pasal 39 Ayat
|3) "pendokumentasian Keputusan hukuman disiplin' termasuk
dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara”. Hasil
pemeriksaan terhadap penggunaan I'DIS oleh instansi K/L/pemda
diketahui bahwa tingkat pengguniaan I'DIS yang masih rendah,
yaitu versi 1 hanya 13,99% instans! yang menggunakan dan versi
2 hanya 11,34% yanz menggunakan I'DIS. Berdasarkan uji petik
atas 32 K/L/pemda, pemanfaatan I'DIS selama tahun 2021-2023
rata-rata sebesar 38,87%. Permasalahan tersebut mengakibatkan
pemantauan pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin
ASN K/L/pemda belum optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala
BEN untuk:

e Berkoordinasi dengan Kementerian PANRE dalam rangka meneiapkan
reguiasi terkait pengenaan hukuman disiplin yang berdampak pada
pemotongan panghasilan ASN.

o Nenginsiruksikan Depul Bidang Wasdal untuk melakukan diseminasi
I"DIS kepada seluruh K/L/pemda dalam rangka penegakan disiplin ASN
sarta menerapkan sanksi sesual ketentuan atas pelanggaran pelaporan
penegakan disiplin ASN.

Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental

MEMGACL! Peraturan Presiden Momor 18 Tahun 2020 tentang RRIMN
Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran EKP Tahun 2023,
arah kebijakan revelusi mental dan pambinaan ideologl Pancasila untuk
penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental (GRM) antara
lain: (1) Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat,
efexlf, efisien, dan terpercaya melalul penerapan penguatan budaya kerja
ASN; (2) Penerapan disiplin, reward, dan punishment dalam birokrasi
melalul upaya penagakan disiplin dan penerapan kebijakan manajemsan
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penghargaan ASN berbasis kinerja; dan (3) Penguatan peran gugus
tugas serta pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah
untuk menginternalizasikan nllai esensial revalusi mantal beserta kelima
program Gerakan Masional Revolusi Mental (GNRM| di masyarakat dan
memperkuat jejaring pelaksanaan GNRM dalam melaksanakan kegistan
yang sesual dengan nilai-nilal esensial revelusi mental.

Salah satu sasaran PPl adalah ferwujudnya Indonesia Melayani,
Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia
Bersatu, dengan indikator di antaranya nilal dimensi Gerakan Indonesia
hielayani (GIM) dengan target pada tshun 2023 dan 2024
LTI masing-masing 79,30 dan 75,38, Hal tersebut sejalan dengan

(LLHL =l

1 P AR

G fujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, khususnya target
!g 18,5 mengembangkan lembaga yanz efektif, akuntabel, dan
transparan di semua tingkat.

Untuk mendorong pelsksanaan agenda pembangunan nasional
tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas penguatan pusat-
pusat perubahan GEM pada 10 obrik yang meliputi 2 obrik pemerintah
pusat dan B obrik pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pemerintah pusat dan pemda
telah melakukan upaya, antara lain:

o Kemenko PMEK telah menerbitkan pedoman umum pelaksanaan
Program GNRM pada tahun 2021 yang menjadi pengganti pedoman
umum dan peta jalan Program GMNRM sebalumnya. Dalam pelaksanaan
program GNRM berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016, sampal
dengan semester | tahun 2023 telah dibentuk Gugus Tugas Masional
GNRM di tingkat pusat, 8 Gugus Tugas K/L 34 Gugus Tugas Provinsi,
dan 474 Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

e Kementerian PANRE telah meresmikan 135 Mal Pelayanan Publik
(MPP) dan telah menyusun pedoman penyelengzaraan MPR.

o Pemerintah daerah telah menestapkan lokasi Mal Pelayanan Publik
(MPP) yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat seria
menyediakan sarana dan prasarana daiam penyelenggaraan MPE

Selainitu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 71 temuan yanz memuat
permasalahan antara lain:
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Pemeriniah Pusal
e Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

b Pelaksanaan Program GNRM oelum memadal, seperti: (1) Kegiatan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK
dengan kementerian koordinator program gerakan dan gugus tugas
belum dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun 2021 5.4,
semesier | tahun 2023; (2] Peta jalan dan pedoman umum GNRM
telah disusun dan disosialisasikan, namun belum memadai seperti
pedoman umum GMNRM yang ditetapkan dengan Permenko PMK
Nomor 6 Tahun 2021 tidak mengacu pada Inpres Nomor 12 Tahun
2016 dan diterbitkan 19 bulan sejak ditetapkanmya RPIMN 2020-
2024, dan (3] Kegiatan sosialisasi peta jalan dan pedoman wmum
GNEM telzh dilaksanakan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/
kota, namun belum seluruhnya dan belum terdokumentasi dengan
balk. Sedangkan kegiatan sosialisasi kepada K/L belum dilaksanakan.
&kibatnya, pelaksanaan kegiatan GNRM di pusat dan daerah belum
selaras dengan tujuan Inpres Nomor 12 Tahun 2016, pelaksanaan
program dan kegiatan GNRM di provinsi dan kabupaten/kota tidak
sda yang mengoordinasikan, menggerakkan, dan mengevaluasi
serta program dan kegiatan GNRM tidak dapat terakselerasi secara
komprehensif.

b Pengukuran Indeks Capaian Reyolusi Mental (ICRM) belum
dilakukan atas masing-masing fokus program yang tertuang pada
Inpres Momor 12 Tahun 2016 dan pengukuran ICRM hanya dilakukan
pada level provinsi, meskipun pengambilan sampe! pengukuran
keperhasilan pelaksanaan Program GMNRM talah mewakill seluruh
kabupaten/kota pada setiap provinsi. Parmasalahan tersebut antara
lain mengakibatkan nilai ICRM dan kenalkan nllal ICRM belum
menggamizarkan capaian hasil Program GMNRM yang sebenamya.

e Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

b Kemenierian PANRE Gdak menyusun pedoman nasional
pelaksanaan GIM 2020-2023 dan fidak membentuk kelompok
kerja GIM 2020-2023. Akibatnya, instansi tidak memillki pedoman
pelaksanaan Program GIM dan tujuan Program GIM dalam
mendukung GNRM berpotensi idak tercapai.
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b Kementerian PANRE belum opbimal dalam mengoordinasikan
Program GIM, antara lain hanya mengoordinasikan Program
GINM sebanyak dua kali untuk periode 2020 s.d. semester | 2023
kepada K/L dan belum mengoordinasikan Program GIM kepada
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagrl) dan instansi daerah,
Akibatnya, pelaksanaan Program GIM secara nasional fidak terarah
serta tujuan Program GIM dalam mendukung GNRM berpotens
fidak tercapal.

¥ Monitering dan evaluasi Program GIM belum efektif, di aniaranys
laporan pelaksanaan GIM belum mencakup seluruh KfL/pemda dan
tidak memuat indikator dan target pencapaian oleh K/L/pemda
sehingga pencapaian Program GiM tidak dapat dievaluasi.

b Kementerian PANRE belum menyusun kebijakan terkalt mekanisme
dan prosedur pemberian layanan serta penyelenggaraan MPP
digital. Akibatnya, pemberian layanan dalam MPP tidak teratur,
tidak seragam, fidak terarah dan tujuan MPP dalam memberikan
layanan yang cepat, mudah, ierjangkau, nyaman dan aman
berpotensi tidak tercagai.

&tas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
o Menko PMK agar:

b Meningkatkan perannya dalam keordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian pelaksanaan GNRM sesual Inpres Nomor 12 Tahun
2016, serta menyusun dan menetapkan peta jalan dan pedoman
umum GNRM yang sesual tujuan dalam Inpres Nomor 12 Tahun
2016.

b Memerintahkan Gugus Tugas Nasional GNRM agar mengingatkan
Koordinator Program Gerakan, Gugus Tugas Kementerian/
Lembaga, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kaota
untuk menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan GMNEM
dan menycsialisasikannya secara akiif dan inovatif,

¥ Menginstruksikan Depufi Bidang Koordinasi Revolusi Mental,
Pamajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga dalam mengukur
capaian hasil pelaksanaan Program  GNRM  melalul  ICREM
mempertimbangkan pengukuran atas pelaksanaan masing-masing
fokus program pada setiap program gerakan yang tertuang dalam
Inpres Nemer 12 Tahun 2016tentang GNRM dan capaian kuantitatit
lainnya.
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o Nenteri:PANRE agar :

P Menyusun pedoman nasional pelaksanaan Program GIM sebagai
panduan pelaksanaan program GIM termasuk format laporan
pencapaian program yang di dalamnya memuat kolom indikator,
target pencapaian, dan hasil pencapaian pelaksanaannya.

» Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program GIM dengan
enko PMEK serta Mendagri tentang keberlanjutan Program GNRM,
pelaksanaan dan sosialisasi Program GIM kepada K/L/pemda.

P Menyusun persturan terkait dengan mekanisme dan prosedur
pemberian layanan dan penyelenggaraan MPP digital.

Pemeriniah Daerah

e MPP belum memiliki dukungan kelembagaan yang ditetapkan secara
formal, sehingga tujuan dalam mengintegrasikan pelayanan tidak
tercapai dan komitmen untuk menyeslengzarakan pelayanan publik
tidak terlaksana secara optimal, Permasalahan tersebut terjadl pada
6 pemda, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Tebing Tinggl, Kota Palembang,
Kota Metro, Kabupaten Lebong, dan Kota lambi.

e Pefayanan publik yang dibertkan pada MPP belum menzugayakan
kecepatan pelayanan, sehingga masyarakat pengguna Ddak mendapat
layanan yang optimal. Permasalahan tarsebut terjad] pada 4 pemda,
yaitu ¥ota Tebing Tinggl, Kota larnbi, Kabupaten lebong, dan Kota
Tangerang Selatan.

¢ Penyeienggaraan MPP belum didukung dsngan monitoring dan
evaluasi secara berkals, antara lain: (1) Belum semua MPP memiliki
unit kerja khusus yang melakukan fungsi monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan MPP sedangkan untuk pemda yang telah memiliki
tim monitoring dan evaluasi belum melaksanakan tugasnys; (2] Belum
ada standar yang jelas terkait metodologi evaluasi yang digunakan,
alat pengukuran, jadwal pemantauan, laporan hasil monitoring dan
evaluasi, serta variabel lainnya; (3) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku penyelenggara
WEP belum berkoordinasi dengan pejabat pengelola MPE dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Permasalahan tarsebut terjadl
pada 4 pemda, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Palembang, Kota Metro,
dan Kota Tangerang Selatan, Akibatnya kinerja penyelenggaraan MPP
tidak dapat diukur dan dievaluasi.
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Atas permasalahan tersebut, BPFK merekomendasikan kepala daerah
terkait agar:

o Berkoordinasi dengan Kemenpan RE dan Mendazri untuk meninjau
ulang keberadaan VPP serta mengaturstrukiurorganisasi, kewenangan,
tugas, dan fungsi MPP dalam rangka memperkuat kelambagaan MPR

® Bersama organisasi penyelenggara pelayanan yang tergabung dalam
MPE untuk menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama
pelayanan, serta melakukan upaya yang optimal untuk melancarkan
dan mempercapat layanan sesuai dengan SPM yang ditetapkan,

e Nengatur dan menetapkan unit kerja khusus yang melakukan
maonitoring dan evaluasi penyelengzaraan MPP, menyusun standar
yang jelasterkait metodolozi evaluasiyang digunakan, alat pengukuran,
jadwal pemantauan, laporan hasil monitoring dan evaluasi, dan
variabel lainnya, serta berkoordinasi dengan instansi pelaksana MEP
untuk melaksanskan monitering dan evaluasi.

Pembinaan Ideologi Pancasiia, Pendidikan Kewarganegaraan,
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

ARAK kebijakan dan strategi Pembinaan ldeclogi Pancasila (PIP) sesual
RPIMMN 2020-2024 masuk dalam PN4 “Revolusli Mental & Pembangunan
Kebudayaan®, PPL “Revolusi mental dan pambinaan (declogi Pancasila
untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk
mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter”. Adapun
kelompok kegiatan prioritasnya adalah KPG "Pembinaan ideclogi Pancaslla,
pendidlkan kewarganegarsan, wawasanksbangsaandanbela negarauntuk
menumbuhkanjiwanasionalismedan patriotisme”, Sasaranstrategiz Badan
Pembinaan ldeolog Pancasila (BPIF) antara lain terwujudnya akiualisasi
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara dengan ukuran keberhasilan terwujudnya aktualizasi nilai-nllal
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegzara.
Dialam rangks mencapal sasaran strategis tersebut, dilaskukan kegistan
diklat PIP yang menekankan pada pendidikan perubahan mental/sikap
perilaku individu sehingga dapat memberikan teladan sesial di lingkungan
sakitar
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Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut, BPK
melakukan pemeriksaan pada 1 obrik pemerintah pusat yaitu pemeriksaan
kinerja atas efekbivitas kegiatan pendidikan dan pelatihan
dalam rangka PIP pada BPIR Pemeriksaan inl dilakukan
sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapal
TPA ke-16, khususnya target 16.5 —mengembangkan lembaga
yang efektif, skuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahul BPIP telah melakukan upaya
yaitu menyusun peraturan terkait diklat PIP sesual dengan metode dan
tahapan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, menugaskan pengajar
dikiat yang memenuhi kualifikas| akademis, dan menyelengzarakan fungsi
avaluasl dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat
Perencanaan Dikiat dan Direktorat Standardisas! dan Kurikulum Diklat.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat
permasalahan antara lain:

Pemeriniah Pusat
# Badan Pembinaan Ideoclogi Pancasila (BPIP)

b Pemilihan jenis dan lokus diklat PIP belum dilakukan sesual
kebutuhan yaitu pemiiihan lokus pelaksanaan diklat PIP belum
sepenuhnya menyasar kepada daerah dengan nilal indeks
Pancasila terendah. Akibatnya, daerah-daerah dengan indeks yang
menggambarkan nilal Pancasila terendah belum menjadi pricritas
dalam menantukan lokus dan jenis dikiat.

b Dikiat PIF belum sepsnuhnya diselenggarakan sesual dengan
perancanaan dan kebutunan, antara lain terkait dengan akreditasi
penyelengzars dan serfifikasi pengajar yang belum dilaksanakan
serta fahapan pelaksanaan aktualisasi Pancasila yang tdak
dilaksanakan pada 4 darj 10 diklat PP Akibatnya BPIP belum dapat
menyerahkan penyeienggaraan diklat PIP kepada pemda, lembaga
negara dan K/L serta pengajar dikiat PIP dan penceramah/fasilitator
belum memiliki mutu pengajar sesuai standar yang ditetapkan, dan
tujuan pembelajaran diklat PIP untuk menginternalisasikan nilai-
nilai Pancasila belum sepenuhnya tercapal.
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&tas permasaliahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar
menginstruksikan Deputi Bidang Diklat untuk :

F Membuat kajian analitis secara komprehensit dalam pemilihan
jenis dan lokus diklat.

b Memeriniahkan Direkfur Perencanaan, Standardisasi, dan
Kurikulum Diklat supaya manyelenggzarakan pembearian akraditas
kepads penyelenggara diklat PIP pada pemerintah daerah, lembaga
negara, dan K/L serta menyelenggarakan sertifikasi penjaminan
mutu kompetensi pendidik dan pelath Diklst PIR

b Memeriniahkan Direktur  Peslaksanaan Diklat  supaya
menyeiengzarakan tahapan pembelajaran diklat untuk semua
diklat PIP sesual ketentuan,

Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

MEMGACU Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPIMN
Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan pemutakhiran RKP Tahun 2023, arah
kebijakan memperkuat kemajuan kebudayaan untuk mengambangkan
nifai luhur budays bangsa dan meningkatkan kesejahieraan rakyat
untuk pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, antara lain:
(1) pengembangan sargna prasarana kebudayaan, meliputi revitalisasi
mussum, taman budays, sanggar, dan kelompok senl budaya, serta
pemanfaatan gedung pemerintah yang Tidak ferpakal sebagai pusat
kegiatan seni budaya; dan (2) penguatan peran pemerintah daerah dalam
pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk fasilitasi
pelaku seni budaya di dasrah.

Sasaran PPZ adalah ferbangunnya ekosistem kebudayaan untuk
mendukung pemajuan kebudayaan, dengan indikator nilai dimensi
warisan budaya, eksprasi budaya, dan ekonomi budaya. Hal
tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan
ke-11, khususnya target 11.3 mempromosikan dan menjaga
warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.

Untuk mendarong pelaksanaan agenda pembangunan nasional
tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas peningkatan
pemajuan dan pelestarian kebudayaan pada 16 obrik yang meliput 1
obrik pemerintah pusat dan 15-cbrik pemda.
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Berdasarkan hasi| pemeriksaan diketahul pemerintah pusat dan pemda
telah melakukan upaya, antara lain:

* Kementarian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknolog
[Kemendikbudrisiek] bekerja sama dengan Llembaga Pengelola
Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dalam penyedizan
pendanaan melalui  plotform  Dana  Indonesiana, di mana
Kemendikbudristek telah memberikan fasilitasi bantuan pendanaan
penyusunan kajlan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar
Budaya {CB} tahun 2022, salah satunya digunakan untuk Kajian OPK
sebesar Rp7,28 miliar atas 32 penerima.

® Pemerintah dasrah:

b Telah menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja
yanz menangani bidang kebudayaan,

b Telah menyediakan sarans dan prasarana pemajuan kebudayaan
antara lain berupa museum dan sanggar budaya.

b Telah melakukan upaya internalisasi kebudayaan dalam kegiatan
pendidikan melalui program penetapan kurikulum muatan loksl.

Selain ftu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 150 temuan yang
memuat permasalahan antara lain:

Pemeriniah Pusal
¢ Kemenierian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

» Pemajuan kebudayaan belum didukung: dengan regulasi yang
memadai, antara lain (1) Sampai dengan tahun 2023, dari 35 aturan
yang harus ditetapkan Kemendikbudristek baru menetapkan 7
peraturan menteri sedangkan 27 aturan lainnya belum ditetapkan,
terdiri dari 18 rancangan permendlkbudristek dalam proses
penyusunan dan 3 aturan belum disusun; (2) Ketidaksesuaian
sistemt zonmasi yang diterapkan di Kawasan Candi Borobudur
berdasarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1552 dengan sistem zonasi
yang diatur dalam UU MNomor 11 Tahun 2010 dan PP Momor 1
Tahun 2022, Sampai saat inl balum ada aturan baru yang merevisi
sistem zonasi tersebut; {3) Kebdaksesuaian pembagian wewenang
urusan kebudayaan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang
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Pemajuan kebudayaan; dan {4) Belum ditetapkan kehijakan terkait
pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan seris kebijakan
untuk pemenuhan SDM dalam melaksanakan langkah strategis
pemajuan kebudayaan. Akibatnya, tidak ada acuan yang memadal
dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan, sinergitas antara K/L
serta pemda dalam pemajuan kebudayaan belum optimal, dan
masyarakat belum dapat berperan secara optimal dalam program
pemajuan kebudayaan,

b Kemendikbudristek belum cptimal dalam melaksanakan langkah
strategi pemajuan kebudayaan, di antaranya (1) upaya melindungi
OP¥/Warisan budaya tak benda (WBTh) belum berdasarkan analisis
kondisi tingkat kepunahan OPK/WETh; (2] belum memantau
kandisi WBTD yang telah ditetapkan UNESCO menjadi fntangible
Culturol Heritage (ICH); (3) belum mempunyai aturan terkait
pemberian sanksi farhadap pelaku pengrusakan CB; (4) belum
seluruh pemanfaatan Cagar Budaya MNasloral (CBN) oleh pihak
ketiga didukung oleh 7zin dari Kemendikbudristek, antara lain
pemanfaatan bangunan Benteng Rotterdam Makassar dan kawasan
CBMN Kota Lama Semarang; dan (5) belum mempunyal mekanisme
pemantauanatasdampak pangembangandan pemanfaatan warizan
budaya. Akibatnya (1) OPK/WBTbL/ICH berpotensi mengalami
punah dan CB berpotensi hilang/rusak/diakui pihak lain; dan (2)
pengemizangan dan pemanfaatan warisan budaya belum berfungsi
dalam menghidupkan ekosistermn kebudayaan seria belum dapat
meningkatkan kesejahieraan masyarakal secara optimal.

b Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan data terpadu yang
memadal, antara lain (1) Kemendikbudristek belum membentuk dan
mengalola Sistam Pendataan Kebudaysan Terpadu (SPKT) secara
mermadal; (2) Klasifikasi OPK pada aplikasi Data Pokok Kebudayaan
(Capobud) tidak berdasarkan Kiasifikasi dalam UL Pemajuan
Kebudayaan; (3] atas 135.748 data CB, terdapsat data ganda serta
data yang telah berstatus valid hanya 8% dan di aniaranya sebesar
52,25% belum didukung informasi yang lengkap; dan (4) data pelaku
budaya dan lembaga kebudayaan, terdapat 35,63% darl data yang
bersiatus valld belum secara lengkap mencantumkan informasl
mengenal riwayat aktivitas/kegiatan kehudayaan. Selain itu, belum
tersedia infarmasi bidang keahlian pelaku budaya dan hubungan/
refasi antara data pelaku budaya dengan lembags kebudayaan
miaupun dengan |enis OPK. Akibatnya data dalam Dapobud belum
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dapat digunakan sebagal acuan dalam pengambilan kebijakan
terkait pemajuan kebudayaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan  Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar:

b Menyslesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri terkait
pelaksanaan pemajuan kebudayasan dan pelestarian CB dan
menetapkannya dalam peraturan menteri serta menyusun kajian
keselarazan aturan-aturan terkait dalam menyeslengzarakan
pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB, serta berkoordinasi
dengan K/L terkait untuk menindaklanjuti hasil kajian tarsebut.

» Menyusun rencana pelindungan OPK/WETb/ICH berbasis tingkat
kondisi kepunahan dan pedoman pengamanan CB, seria menyusun
rencana strategis pengembangan warisan budaya.

» Menyusun rencana pengembangan SPKT yang jelas, terstrubdtur,
gdan komprehensif, serta mengelola aplikasi Dapobud yang
mampu menyajikan data kebudayaan sebagal referensi pemajuan
kebudayaan.

Pemeriniah Daerah
e Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan regulasi dan pokok
pikiran kebudaysan daerah yang memadai di antaranysa:

b KotaSingkawang, Kota Tual, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Aceh,
Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Bangll belum menyusun
dan menetapkan perda pemajuan kebudayaan,

b Provinsi DKI lakarta, Kota Bukittingoi, Kabupaten Paser, Kabupaten
Tolitoli, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, dan
Kabupaten Ende telah menyusun perda pemajuan kebudayaan
namun belum sepenuhnya tengkap dan selaras dengan peraturan
perundang-undangan di bidang kebudayaan.

» Kota Tuai dan Kabupaten Lembata belum menyusun Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah (FEED).

¥ Provinsi Aceh, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Ende, Kabupaten
‘Paser, Kabupaten Toraja Utara, Kota Singkawang, Kota Bukittinggi,
Kabupaten Tolitoh, Kabupaten Bangli, Kota Ternate, dan Kabupaten
Lombok Tengah telah menyusun PPED namun belum memadal.
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Akibatnya, upays pemda dalam pemajuan kebudaysan Tidak
memiliki acuan pelaksanaan yang lengkap dan jelas sehingga
berpotenst kegiatan pemajuan kebudayaan fidak teriaksans secara
aptimal.

® Upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya
belum optimal mendukung paningkatan kessjahteran masyarakat,
karakter dan jat dirl bangsa di antaranya:

¥ Terkait upaya pelindungan warisan budaya, sebanyak 3.025 Objek
Diduza Cagar Budaya {ODCB) belum ditetapkan s=bagai CB-dan
4,135 OPK belum ditetapkan sebagai WBTH, CDCE yang berasal
dari hibah masyarakat belum dicatat sebagal baranz miiik daerah,
pengamanan fisik atas ODCE belum dilaksanakan secara memadal,
pemugaran ODCB/CB tanpa melalui pengkajian, pendokumentasian
dan pengawasan yang memadai sehingga mengubah ODCB/CB dari
bentuk aslinya,

b Terkait upaya pengembangan warisan budaya, pelaksanaan
pengkajian ferhadap seluruh OPK belum optimal, pemda belum
melakukan upaya pengayaan keberagaman OPK sshingza
hanya dilakukan oleh para pelaku budaya secara mandiri, dan
pengembangan [peneliian, revitalisasi, dan fasilitasi) CB belum
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemda.

b Terkait wupaya pemanfastan warisan budays, vyaiu upays
internalisasi budaya melalui penggunaan OPK dalam kegiatan
pendigikan berupa penyediaan bahan ajar muatan lokal [bahasa
daerah, prakarya, dan senl budaya) belum dilaksanakan, pemda
belum melaksanakan fasilitasi pengolahan OPK menjadi produk
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
pemanfaatan situs dan kawasan CB belum sepenuhnya didukung
dengan sistem zonasl.

Akibatnya warisan budaya berisiko rusak/hilang/musnah, serta
tujuan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengusatan karakier dan
jati diri bangsa belum tercapal.
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e [Daia terpadu kebudayaan belum valid uniuk mendukung perencanaan
sirategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah, antara lain:

» Kota Bukittinzgi, Kabugaten Lombek Tengah, dan Kabupaten Ende
elum menetapkan Tim Pendataan Kebudayaan Terpadu.

» Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Ende, Kota Tual, Kabupaten Paser,
Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, Kota Bukittngzi, dan
Kabupaten Lombeok Tengah belum menetapkan vraian tugas dan
tangzung jawab Tim Pendataan Kebudayaan Terpadu secara jelas.

b Kasbupaten Lembata, Kebupaten Bangli, Kabupaten Pulang Pisau,
gdan Kabupaten Lombok Tengah belum optimal mengupayakan hak
akses Dapobud kepada Kemendikbudristek.

b Kabupaten Ende, Kota Tual, Kota Singkawang, Kabupaten Tolitoli,
Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara,
Kota Bukittinggi, Kabupaten Bangli, Kabupaten Lombok Tengah,
Kabupaten Sleman, dan Provinsl Aceh belum memillki mekanisme
untuk inventarisas! data kebudayaan melalui SPKT.

» Terdapat data OPK dalam Dapobud yang bukan termasuk OPK milik
pemda pada Provinsi Aceh, Kota Singkawang, Kabupaten Paser,
Kabupaten Lembatia, dan Kabupaten Toraja Utara,

» Terdapat duplikasi data dan kekeliruan penyajian kategori pada
Pravinsi DK lakarta, Kota Ternate, Kabupaten Lembata, Kabupaten
Toraja Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah.

» Data tenaga dan lembaga kebudayaan belum lengkap yaitu pada
Pravinsi DKI lakarta, Provinst Aceh, Kabupaten Ende, Kota Tual, Kota
Ternate, Kota Singkawangz, Kabupaten Tolitoll, Kabupaten Paser,
Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, Kota Bukitiinggi,
Kabupaten Bangli, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten
Sleman,

» Data SPKT/Dapobud belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
perencanaan dan monitoring dan evaluasi pemajuan kebudayaan.

Akibatnya data kebudayaan pada SPKT tidak dapat diandalkan untuk
menjadi acuan dalam menyusun perencanaan strategi pemajuan
kebudayaan dan pembangunan daerah.
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Atas permasalahan tersebut, BPFK merekomendasikan kepala daerah
agar:

e Menyusun dan memutakhirkan regulasi pemajuan kebudayaan secara
lengkap mencakup WBTE dan CB yang selaras dengan UL Nomer 5
Tahun 2017 dan UL Nomor 11 Tahun 2010 beserta aturan turunannya,
serta menyusun dan memutakhirkan PPKD secara periodik sesual
dengan kondisi riil di dagrah mengacu kepada Perpres Nomor 65 Tahun
2018 tentang Tata Cars Penyusunan PPED dan Permendikbudristek
MNomor 1 Tahun 2022 teniang Tata Cara Pemaniauan dan Evaluasi
PPKD.

e Memproses penetapan ODCE menjadi CB dan OPK menjadi WBTh,
melakukan pengkajian dan pengayean keberagaman OPK  sertias
pengembangan CB melalui penelitian, revitalisasi, dan fasilitasi,
serta melakukan internalisasi budaya dalam kegiatan pendidikan,
memfasilitasi peningkatan kuslitas pengetahuan dan keteramplian
masyarakat, dan menetapkan sistem zonasl di dalam rencana induk
kawasan CB.

e Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk menyediakan layanan
pendampingan penggunaan SPKT bagi pemda dan menginsiruisikan
kepala SKPD terkait untulk: (1) Menetapkan dan mengimplementasikan
mekanisme pendatzan, verifikasi, dan walidasi Dapobud untuk
menghasilkan data kebudayaan yang valid; (2) Mangounakan data
SPKT yang valid untuk perencanaan strategl pemajuan kebudayaan
dan pembangunan daerah.

Peningkatan Hualitas Pelayanan ibadah Haii

DALAM rangka memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan
toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, maka dalam RPIMN 2020-2024
telah ditetapkan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas pelayanan
kehidupan beragama yanz i antaranya mencakup geningkatan kualitas
penyelengzaraan haji dan umrah. Untuk mengukur peningkatan kualitas
penyelengzaraan haji tersebut, maka telah ditetapkan indikator Indeks
Kepuasan Layanan Ibadah Haji dengan target pada tahun 2023 dan 2024
masing-masing sebesar 85,599 dan 86,00,
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Untuk mendeorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional
tersebut, BPK melakukan pemeriksaan Kinerja dan pemeriksaan
kepatuhan atas pelaksanaan peningkstan kualitas pelayanan ibadah
haji pada 3 obrik pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan 16 mmmmnmn
sebagai upaya BPK mendorong pemeriniah dalam mencapal e
tujuan pembangunan berkelanjutan ke-15, terutama targst E
16.5-mengembangkan lembaga yang efekdf, akuniabel, dan

transparan di semua tngkat.

Berdasarkan hasi| pemeriksaan diketahul pemerintah pusat dan pemda
telah melakukan upaya, antara lain:

* Regulasi layanan askomodasi dan konsumsi di &rab Saudi seria
transporiasi udara yang ditetapkan oleh Kemenag ielah selaras.

» Kemenagtelshmemberikanlayanan konsumsiselamapenyelenggaraan
tbadah haji di Arab Saudi sebanyak 3 kali sehari serta membentuk Pos
hWina dalam rangka meningkatkan pengawasan atas keamanan dan
keselamatan lemazh hajl.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 38 temuan yang memuat
permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusal
¢ Kemenierian Agama

b Kebijakan pembatasan pendaftaran haji belum sepenuhnya
mendukung pemerataan kesempatan. Dafiar wungou calon jemaah
haji regular menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasl Hajl
Terpadu [Siskohat) per 10 Oktober 2023 mencapai 5.211.85% orang,
dengan masa tunggu selama 12 5.d. 48 tahun, karena pendaftaran
calon jemaah haji lebih banyak dibandingkan dengan jemaah
haji yang berangkat pada tahun tersebut. Untuk memberikan
pemerataan kesempatan, Kemsnag mengatur pendaftaran hajl
sekali dalam 10 tahun. Namun kebijakan tersebut belum dapat
memberikan pemerataan kesempatan, sshingga terdapat 773
jemaah haji berangkat Tahun 1444H/2023M yang pernah berhaji
gdan 14.2%9 jemaah haji daftar tunggu yang pernah berhaji.
Hal tersebut mengakibatkan belum ferwujudnya pemeraiaan
kesempatan haji bagi yang belum menunaikan ibadah hajl.
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b Regulasi dan penerapan jstithooh kesehatan dalam penetapan
jemaah haji berangkat belum sepenuhnya memadai antara lain:
(1} Peraturan pelunasan biaya perjalanan Ibadah haji [Bipih) fidak
memuat syarat istithoaoh kesehatan; {2) Sebanyak 203 jemaszh
haji tidak mengikuti pemerlksaan kesehatan tahap kedua; dan (3)
Sebanyak 39510 jJemaah haji yang tidak memenuhi syarat istithooh
kesehatan lemaah haji, tetap berangkat haji. Akibatnya, terjadinya
peningkatan kasus jemaah hajl yang wafat, badal hajl, safarl wukuf
dan penggunaan kursi roda.

b Penetapan besaran Bipih Reguler belum optimal dalam mendukung
keberlanjutan keuangan hajl dan berkeadilan bagi jemazh hajl.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH] periode 2010 s.d. 2023
miengaiami peningkatan sedap tahun. BPIH Tahun 2010 sebesar
Rp34,50 Juta, sedangkan BPIH Tahun 2023 sebesar RpS0,05 juta,
atau naik sebesar Rp535,35 juta (161%). Sementara itu, Bipih Tahun
2010 sebesar Rp30,05 juta dan Bipih Tahun 2023 sebesar Rp45,81
juta atau hanya naik sebesar Rpl3, 78 juta (65,78%). Sehingza,
subsidi BPIH mengalami kenaikan sebesar Rp35,78 juta (803,41%)
dari sebesar Rpd, 45 juta pada tahun 2010 menjadi sebesar Rpd0, 24
juta pads tahun 2023, Disisilain, kenalkan penerimaan nilaimanfaat
fidak sebanding dengan pengeluaran subsidi BRI dan alokasinya
ke virtug! account belum mempertimbangkan asas keadilan.
Penyelenggaraan ibadah haji dengan pengslolaan keuanzan hajl
yvang berlangsung selama ini memiliki potensi nsiko terhadap
sustainabilitas keuangan hajl. Hal tersebut mengakibatkan distribusi
nilai manfaat tidak mencerminkan asas keadilan bagi jemaah haji
iunggu, serta risiko llkuiditas dan keberlanjuian keuangan haji di
masa yang akan datang,

b Pelayanan Masya'irdi Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna) tidak
sesual dengan perjanjian kerja sama antara lain pemberangkatan
jemaah dari Mudzalifah menuju Mina terlambat dan penggunaan
tenda makiab di Mina melebihi kapasitas. Akibatnya, kondisi
jermaah kurang nyaman karena berdesakan/overcopacity .

e Fementerian Kesehatan

b Pznambahan 35 tenaga kesehatan hajl kelompok terbang tahun
2023 tdak ditetapkan melalui Keputusan Menter Kesshatan,
mengakibatkan biaya yang timbul atas penambahan tenaga
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kesehatan hajl Indonesia (TKHI) Tidak didukung dengan dasar
hukum yang memadal sesuai kewenangan administratif.

» Perencanaan kebutuhan obat hajl tahun 2023 belum
memperombangkan pela konsumsi obat dan/atau pola penyakit
dan perencanaan pemenuhan kebutuhan obat untuk jemaah
haji di Arab Saudi belum memperbmbangkan efisiensi biaya.
Akibatnya, terdapat ketidakhematan pembelian obat dalam rangka
penyelengzaraan layanan kesshatan hajl tahun 1444 H/2023 M
minimal sebesar Bp3,47 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:
e [Menteri fgama agar:

» Menginstrusikan Direktur lenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah untuk:

* Melibatkan ulama untuk menyusun kajian ifentang layanan
haji regular hanya diberikan sekali kepada sefiap warga
negara Indonesia yang beragama lslam dan mampu, seria
menyosialisasikan hasil kajlan iersebut sebelum gitetapkan
dalam peraturan menteri agama.

»  Mengusulkan dan menetapkan ketentuan teniang pemeriksaan
kesehiatan tahap kedua sebagal syarat pelunasan Bipih.

» Melibatkan wlama untuk menyusun kajian tentang besaran
alokasi nilal manfaat yang digunakan untuk menutupi BPIH
dengan memperiimbangkan asas keadilan dan keberlangsungan
dana haji, serta mengusulkan kepada DPR hasii kajian tersebut
serta strategl penerapannya.

= Menyepakati secara tertuliz dengan syarikah penyedia layanan
Armuzna mengenal mekanisme pengawasan pelayanan, seria
memerintahkan Kepala Kantor Urusan Hajl memperhitungkan
kebutuhan fasilitas atas seluruh layanan di Armuzna sesuai
jumiah jemaah haji Indonesia dan menegosiasikan kebutuhan
fasilitas atas seluruh layanan di Armuzna dangan syarikah yang
ditunjuk.
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b Berkoordinasi dengan BPKH wntuk menyusun kajian teniang
mekanisme cicilan pelunasan selama masa tunggu  unfuk
mieringankan biaya pelunazan.

o Nenteri Kesehatan agar memerintahkan ;

b Sekretaris lenderal supaya menginstruksikan Kepala Puskeshajl
untuk :

*  Melengkapl dokumen terkait penetapan penambahan TKHI,

*  Memeriniahkan Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Sumber Daya
dan Fasilitas Pelayanan Kesehaian Hajl lebih cermat dalam
melakukan perhitunzan usulan kebutuhan obat dan perbekkes
haji tahun 2023 dengan memperhitungkan seluruh data realisas|
konsumsi obat dan pola penyakit pada penyelenggaraan haji
tahun sebelumnya.

b Direktur Jenderal Farmalkes supaya menginstruksikan:

»  Sekretaris Ditjen Farmalkes selaku KPA untuk memeriniahkan
PPK Penyedia Obat (selain obat buffer) melalui mekanisme non
e-purchasing lebih cermat dalam meiaksanakan pengadaan
penyadiaan obat dan perbekkes haji tahun 2022 dengan
memperhitungkan efisiensi biaya dari pengadasn vang
dilaksanakan.

Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial
Pengerak Literasi dan Inovasi

LITERASI merupakan faktar esensial dalam upaya membangun fondasi
yang kukuh bagl terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatf,
kreatif, dan berkarakter. Pada era revolusi industrl 4.0, masyarakat denzan
budaya literasi tinggl mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan
zaman, maka dalam RPIMN 2020-2024 telah dHetapkan arah kebijakan
melalui PP4 - KP1 peningkatan budaya literasi dan KP4 penguatan institusi
sosial penggerak literasi dan inovasi,

Untuk meandorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional
tersebut, BPK melakukan pemeriksaan pada 1 obrik pemerintah pusat
yaitu pemeriksaan kinerja atas efektivitas layanan pemustaka dalam
rangka peningkatan budaya literasi pada Perpustakaan MNasional Ri
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[Perpusnas) dan instansi [ain terkait. Pemeriksaan dilakukan 16 fmse mane
sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, terutama target
16.5 - mengambangkan lembaga yang efekiif, akuntabel, dan
transparan di semua tingkat.

Berdazarkan hasil pemeriksaan diketahul Perpusnas telah melakukan
upaya, antara lain hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, akreditasi
bagi perpustakaan kabupaten/kota dan provinsi telah mencapai 89,13%
dar seluruh pemda, dan ielah dilaksanakannya serangkaian kegiatan
revisl regulasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 2023,

Selain itu, hasll pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat
permasalahan antara lain:

Pemeriniah Pusai
e Perpustakaan Nasional

» Perpusnas bealum mengeiola koleksl serah simpan karys catak
dan karya rekam (KCKR) secara memadal, aniara lain proses
penerimaan, pengolahan, penyimpanan koleksi, pendayagunaan,
pengawasan pelaksanaan kewajiban serah simipan, dan pealastarian
preventit atas koleksi karya cetak belum sepenuhnya sesual dengan
yang diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2018, Akibatriva,
karya cetak dari pelaksanaan serah simpan KCKR yang belum diolah
Hdak dapat segera didayagunakan dan berpotensi rusak sebslum
diclah dan didayagunakan/dilayankan kepada pemustaka.

b Perpusnas belum melakukan sertifikasi pustakawan dan pelatihan
teknis tenaga perpustakaan sscara memadal, di antaranya tidak
memilah sacara |elas target peserta dalam marencanakan kegiatan
sertifikasl dan pelatihan ieknis tenaga perpustakaan. Akibatnya,
perencanaan kebutishan sertifikasl pustakawan belum terpetakan
secara memadai dan banyak perpustakaan yang kualitas layanannya
belurm optimal karena tenaga perpustakaannya belum mamperoleh
pelatihan teknis.

b Perpusnas belum berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam
perumusan kebijakan dan penjaminan mutu layanan, serta belum
memanfaatkan program literasidigital darl Kementerian Komunikasi
dan Informatika untuk menyosialisasikan layanan Perpusnas.
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Akibatnya, fungsi penjaminan mutu layanan perpustakaan tidak
berjalan, penyebaran informasi terkait layanan perpusiakaan secara
luas ke masyarakat belum optimal dan kehdakhematan angzaran
akibat penggunaan aplikasi perpustakaan digital yang berbeda-

beda.

Atas permasaiahan tersebut, BPK marekomendasikan Kepala Perpusnas
agar memerintahkan
b Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan ({DPKP)
untuk melakukan kajian terhadap jumlah penerimaan KCKR dengan
aik sehingga dapat melakukan persiapan sarana penyimpanan

dan melaksanakan koordinasi secara memadal untuk pengumpulan
karya rekam yang dihasilkan jembaga negara dan lembaga dasrah,

b Menggunakan data tenaga perpusizkaan yang wvalid dalam
merencanakan  target dan  pelaksanaan  diklat  agar  dapat
mengakomodir kebutuhan dikiat.

b Berkoordinasi dengan Mendikbudristek uniuk penyediaan fungsi
pemberian nasihat, panyampsaian aspirasi masyarakat seria
pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan nasional.

b Berkoordinasi dengan Menteri Kominfo unfuk memanfaatikan
program literasi digital dalam menyosialisasikan layanan Perpusnas,
Selain itu, berkoordinasi dengan K/L lain dalam mengembangkan
aplikasi perpustakaan digital yang terintegrasi.
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Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas
Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi
Mental & Pembangunan Kebudayaan

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional
pengembangan wilayah dan revolusi mental & pembangunan kebudaysan
pada 130 ocbrik mengungkapkan L9595 femuan yang memuat 2.571
permasalahan sshesar Rpl47 trillun, Permasalahan tersebut meliput
529 kelemahan SPI, 401 permasalahan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rpl,23  friliun,
dan 1.641 permasalahan 3E sebesar Rp240,56 millar. Selama proses
pemeriksaan enttas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuban
tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetar ke kas negara/daerah/
perusahaan sebesar Rpl9.47 miliar Hasil pemeriksaan atas prioritas
nasional pengembangan wilayah dan revclusi mental & pembangunan
kebudayaan pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD, dissjikan pada
Tabel 4.2
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Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental &
Pembangunan Kebudayaan pads Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD
(Milai dalam Rp luta)

AL Kslsmzhian 5P I8 = 143 = 262 - 525

* Kslemztian 5P 15 - 141 - £ - zIs -

B. K=tidakpatiuhan 2a | 23247 138 | 7416184 225 | 115758552 401 | 1.233.052,08

» Ketdskpstunzn yeng dapst mangakibstkan ¢

= Eerugian & | 214081 78| 3423853 43 | 23206283 137 | 32E43E7E

= PoreasiKerugian ] - 5| L3BE58I 78| 7101018 g% | Fii7ovoo

* :::’:'f;: 1| 183ED 25| 3333909 76| 13538245 5| 193%0s53s
Sub-Tora 9| =z3xg7 115 | FEI1ELES 152 | 1157.565,53% 275 133405208

—— | wms| s wm o m | s :

€ Temuan 3E 172 | 1722388 | 1458 | 1375140 13| 20854892 | 1841 24056420
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Milzt penyershan
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kzz negars dasrzn/
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IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER Il TAHUN 2023






BAB V

Hasil
Pemantauan BPK

NTUK memenuhi amanat Undang-Undang

(UU) Nomeor 15 Tahun 2004 dan UU

Momor 15 Tahun 2006, BPK memaniau

pelaksanzan tndak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dan penyelesaian gan kerugian
negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan
tersebut  selanjutnys  disampaikan sefiap satu
semester sekali kepads lembaga perwakilan yaitu
OPR, DFD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Seigin itu,
BPK memantau atas pemanizatan hasil pemeriksaan
investigatit (Pl), penghitungan kerugian negara
{PKM), dan pemberian keterangan ahli [FKA).




Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasll
Pemeriksaan

IHPS |l Tahun 2023 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi hasll pemeriksaan (TLRHP) atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-
2023. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun
2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil
pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-2023 disajikan menurut
entitas kementerian/lembaga, pemeriniah daerah/BUMD, BUMM, dan badan
lainnya.

Rekomendasi adalah saran darl pemenksa berdasarkan hasil pemeriksaannya
yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan
tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara
tegas bahwa pejabat wajib menindakianjuti rekomandasi dalam LHP dan wajib
memberikan jawahan aiau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas
rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban
manindaklfanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi
sdministratif sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian danfatau sanksl pidana.

BPK melakukan pemantauvan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh
mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam
tenggang wakiu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak
lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat
yang bertanggung jawab kepada BPK. Sslanjutnya, BPK menelaah jawaban
tersebut untuk menantukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tarsebut telah
dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut RekomendasiHasil Pemeriksaan BPE, hasil penelazhan
tindak lanjut diklasifikaslkan dalam 4 status yaitu: (1) Tindak lanjut teigh sezual
dengan rekomendasi; (2) Tindak lanjut belum sesuai denzan rekomendasi;
{3) Rekomendas: belum ditindaklanjut; dan (4) Rekomendasi idak dapat
ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi  dinyatakan telah ditindaklanjuti sesual dengan
rekomendasi apabila rekomendasi BPK ielah ditindakianjuti secara memadai
oleh pejabpat dan tindak lanjut tersebut sudah sesual dengan rekomendasi
dan rencana aksi yang disertal dengan bukil pendukung. Rekomendasl BPK
diharapkan dapat memperbaikl pengelolaan dan tangzung jawab keuangan
negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.
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Dalam rangka pemantavan tindak lanjut rekomendasi hasi| pemeriksaan ini,
BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan
status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilal penyerahan asst atau
penyetoran sejumlah uang ke kas negara/dasrah/perusahaan, Secara umum,
rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke
negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan
administratif berupa pemberian peringatan, teguran, danfatau sanksi kepada
para penanggung jawab dan/atsu pelaksana kegiatan, Tindakan administratf
juga dapat berupa tindakan koreksl atas penstausahaan keuangan negara/
daerah/perusahaan, melengkapl bukti pertangzungjawaban, dan perbalkan atas
sebagian stau seluruh sistem pengendalian interm.

Rekomendas] tidak dapat difindakianjuti adalah rekomendasi BPK yang
fidak dapat ditindaklanjuti secara efekiif, efisien, dan ekonomis berdasarkan
perfimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang
berpengaruhterhadap keberadaan erganisasi, perubahan regulasi, atau keadaan
kahar,

Pada periode 2005-2022, BPK telah menyampaikan 714.368 rekomendasi
hasil pemeriksaan kepada enfilas yang diperiksa sebesar Rp319,99 iriliun,
dengan status tindak lanjut sebagal berilkut,

® Sesual dengan rekomendasi sebanyak

558402 rekomendasi (78,2%) ssbesar RSN N ety TIEL11] sampai dengan
Rp158,37 triliun, tahun 2023, rekomendasi BPK atas
hasil pemeriksaan periode 2005-
2023 telah ditindaklanjuti entitas
dengan penyerahan aset dan/fatau
penyetoran uang ke kas negara/

o Belum sesual  dengan  rekomendas|
sebanyak 112930 rekomendasi [15,8%)
sebesar Rp114.36 triliun,

e Belum difindaklanjuti sebanyak 35.556 QREECHUTEIEEREREEE
rekomendasl  (5,0%) sebesar Rp22,60 Rp136,88 triliun, di antaranya

trifiun. sebesar Rp21,87 triliun atas
hasil pemeriksaan periode RPIMN
e Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.430 {2020-2023).

rekomendasi  (1,0%) sebesar Rp24,G66
trifium.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-2023 menurut
Jumlah rekomendasi disajikan pada Grafik 5. 1.
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Grafik 5.1 Hasil Pemantausn TLRHP Periode 2005-2023
Menurut Jumlah Rekomendasi
Telah sesnni dergan rekomendas

Belum sesua-osengan rekomendan
GRE.402 (TR2X)

2980 (15.8%)

Balum ditngaklan|ut

//— 35.556 (5.0%)

Tertak dapot oitindakianjut
74230 (1.0%)

Total

714.368
t f =

Rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan
tahun 2005-2023 dikelompokkan menurut pericde Rencana Pembangunan
langka Menengah Nasional (RPHVIN), yaitu RPIMN 2005-2009, 2010-2014, 2015-
2019, dan 2020-2024 (untuk LHP 2020-2023) disajikan pada Graofik 5.2.

Pemaniauan TLRHP 2005-2009

BPK telah menyampaikan 135.888 rekomendasi atas hasil pemeriksasn
periode 2005-2005 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp74,47 trillun,
dengan hasil pemantauan sebagal berikut.

e Telah sesual dengan rekomendasi sebanyak 123.352 rekomendasi (88,9%]
sebesar Rp57,87 triliun,

® Belum sesual dengan rekomendasi sebanyak 11.350 rekomendas| (8,2%)
sebesar Rpll,67 triliun.

e Rekomendasi belum ditindakianjuti sebanyak 1.554 rekomendasi (1,1%)
sebezar Rp553,0% millar.

# Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.552 rekamendasi {1,8%)
sebesar Rp4, 38 triliun.
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GRAFIK 5.2
HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP
OLEH ENTITAS MENURUT PERIODE RPJMN

@ 123392 (B8 9%)

& 11350 (8.7%)
1554 [17%)

@ 2552 (18%)

2005-2008

@ 192510 (B6.0%)
0 24103 (107%)
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@ 3537{16%)

® 162035 (8LT%])
& 23436 (IE.7X)

2015-2013 3081 (1.5%)

® 1.3M(0.7%)

@ BO.OBG {523%) -

& 4405 (29.1%) , Total
2020-2023 27022 (17.9%) 151.178

® 45(01%) ' '
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Secara kumuiatit sampal dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil
pemeriksaan periode 2005-2005 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset
dan/atau penyetoran uang ke kas negara/dasrah/perusahaan adalsh sebesar
Rp4s,24 triliun,

Pemaniauan TLRHP 2010-2014

BPK telah menyampaikan 224.469 rekomendas! atas hasll pemeriksaan
periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,33 trillunm,
dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

o Telah sesual dengan rekomendasl sebanyak 1592.910 rekomendasi [86,0%)
sebesar Rp35,44 triliun.

® Belum sesual dengan rekomendasi sebanyak 24.103 rekomendasi [10,7%)
“sebesar Rp21,04 triliun.

® Rekomendasi belum diindaklanjut sebanyak 3.313 rekomendasi [1.7%)
sebesar Rp645,78 millar.

® Rexomendas| Gdak dapat ditindakianjut sebanyak 3.537 rekomendasi (1,5%)
sebesar Rp7,80 triliun.

Secara kumulatif sampal dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil
pemeriksaan pericde 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset
danfatau penyetoran uang ke kas negara/dasrah/perusahaan adalah sebesar
Rp32,67 triliun,

Pemaniaian TLRHP 2015-2019

BPK telah meanyampaikan 199.833 rekomendasi atas hasil pameriksaan
periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rpl16,20 frillun,
dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

® Tel3h sesual dengan rekomendasi sebanyak 162.035 rekomendasi (81,1%)
“sebesar RpdS,73 triliun.

® Helum sesual dengan rekomendasi sebanyak 33.436 rekomendasi (16.7%)
sebesar Rp53,44 trifiun,

® Rekomendasi belum diindaklanjuti sebanyak 3.061 rekomendas) (1,5%)
sebesar Rp367,18 miliar

® Rekomendasitidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.301 rekomendasi (0.7%)
sebesar Rpl2,47 triliun.
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Secara kumulatif sampal dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasi
pemeriksaan periode 2015-201% yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan
aset dan/atau penyetoran uang Ke kas negara/daersh/perusahaan adalah
sebesar Rp34,10 triliun.

Pemaniauan TLRHP Tanun 2020-2023

BPK telah menyampaikan 151178 rekomendasi atas hasll pemeriksaan tahun
2020-2023 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,33 triliun, dengan hasil
pemaniauan sebagai berikut.

e Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 80.085 rekomendasi (52,9%)
sebesar Rpl5,33 triliun,

e Belum sesual dengan rekomendasi sebanyak 44.051 rekomendasi (29,1%)
sebesar Rp28,21 triliun.

e HRekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 27.022 rekomendasi (17,5%)
sebesar Rp20,84 triliun,

e Rekomendasi tidak dapat difindaklanjut sebanyak 40 rekomendasi (0,1%)
sebesar Rp7,26 miliar.

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023
vang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang
ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp21,87 triliun.

Perinclan hasll pemantauan pelaksanaan TLRHP menurut periode RPIMN
selengkapnya disajikan pada Lompiran £ 1.

Adapun hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan
tahun 2020-2023 untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan
Badan Lainnya dapat dilihat pada Grafik 5.3 dengan penjelasan sebagal berikut.
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GRAFIK 5.3

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP
ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2020-2023

BPK telah menyampaikan 151.178 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun
2020-2023 kepada entitas yang diperikss sebesar Rp64,38 trillun. Adapun hasil
pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk tahun tersebut balk pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, BUMN maupun Badan Lainnya sebagai berikut.
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Total Tahun 2020-2023

@ 90.085 rekomendasi (52,9%) senesar RpIS,33 triun
© 44,057 rekomentas! (29,13} sebesar Rp23.27 intiun

27,022 rekomendasi (17.8%) sebesar Rp20.84 milun
@ A0 rokomendasi(0.1%) cobosor AnT A6 milisr

I51.178
rekomendasi

RpE64,38
triliun

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 vang telah
ditindaklanjuti dengan penyershan aset dan/atau penyetoran uang ke kas
negara/daerah/perusshaan adalsh sebesar Rp21,87 triliun. Perincian pemantauan
TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau
penyetoran uang ke kas negars/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada
Lampiran £.1.

BLUMMN

Jumiah
Rekomendas)

Rekomendash
Rp5,76
triliun
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Rekomendasi
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Hasil Pemaniauan TLRHP pada Pemerintah Pusal

8PK memantau peiaksanaan TLRHP tshun 2020-2023 padas kementerian/
lembaga sebanyak 24.022 rekomendasl sebesar Rp33,52 trliun. Darl jumiah
tersebut; yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.630
rekomendasi (52,53%) sebesar Rpl0,27 triliun. Sebanyak 6.013 rekomendasi
(25.0%) sebesar Rp19,81 triliun belum sesual dengan rekomendasi. Sebanyak
5.372 rekomendasi |22,4%) sebesar Rp3,51 triliun belum ditindaklanjuti, dan
sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp225,66
juta. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan
penyerahan aset/penystoran ke kas negara sebesar Rpl4,61 triliun. Hasil
pemantauan pelaksanaan TLREFP periode 2005-2023 pada entitas pemerintah
pusat disajlkan pada Lompiran 6.1 dalam flash disk.

Hagil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPE memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada pemerintah
daerah sebanyak 120.036 rekomendasi sebesar RplZ 15 triliun. Dan jumiah
tersebut, yang t2lah ditindaklanjuti sesual dengan rekomendasi sebanyak 64.511
rekomendasi (53,7%) ssbssar Rp4,55 triliun. Sebanyak 36.658 rekomendasi
(30,5%) sebesar Rp5,66 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak
18902 rekemendasi {15,7%) sebesar Rpl,34 trillun belum ditindaklanjuty,
dan sebanyak 25 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,03 miliar fidak dapat
ditindaklanjutl. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindakianjut
dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/dasrah sehesar Rp6,62
triliun. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada
pemerintah daerah disajikan pada Lompirgn 6.2 dalam flosh disk,

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memanisu pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada BUMN sebanyak
5.472 rekomendasi sebesar Rp5,76 trifiun. Dari jumlah tersebut, yang telah
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.512 rekomendas! (46,0%)
sebesar Rp263,97 milian. Sebanyak 1.128 rekomendasi (20,6%) sebesar Rp2,43
triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.824 rekomendast (33,3%)
sebesar Rp3,01 triliun belum diindaklanjuti, dan sebanyak 8 rekomendasi
[0,1%:) tdak dapat ditindaklanjutl. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah
menindaklanjuti dengan penysrahan asst/penyetoran ke kas negara/perusahaan
sebesar Rp385,38 millar. Hasll pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-
2023 pada BUMN disajikan pada Lompiron 6.2 dalam flash disk.
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Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanazan TLRHP tahun 2020-2023 pada Badan Lainnya
sebanyak 1.588 rekomendasi sebesar Rpl2,38 trillun. Dari jumlah tersebut, yang
telah ditindaklanjuli sesuai dengan rekomendasi sebanyak 412 rekomendasi
[25,9%) sebesar Rp24E,69 miliar. Sebanyak 252 rekomendasi (15,9%) sebesar
Rp252,63 miliar belum sesuai denganrekomendasi, dansebanyak 524 rekomandasi
(58,2%) sebesar Rpl2,38 triliun belunt diindaklanjull. Terhadap rekomendasl
tersebut, entitas teiah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke
kas negara/badan lainnya sebesar Rp253,92 miliar. Hasil pemantauan pelaksanaan
TLRHEF periode 2005-2023 pada Badan Lainnya disajikan pada Lampirgn §.4 dalam
Jlash disk.

Selain itu, pelaksanaan atas Tindak lanjut rekemendasi hasll pemeriksaan
BPK yang dilakukan oleh pejabat enfitas selama pericde 2020-2023 telah
memberikan dampak antara lain:

® Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan balk pada Kementerian/
Lembaga/BUN (K/L/BUN) maupun pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan
dari adanya kenaikan jumlah K/L/BUN yanz mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pangecualian (WTP) dari semula pada tahun 2019 sebesar 97% menjadi 95%
pada tahun 2022. Sementara itu, untuk pemerintah daerah, dari semula pada
tahun 2019 sebesar 83,5% menjadi 91% pada tahun 2022.

e Peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Hal inf ditunjukkan oieh
adanya peningkatan penyelesaian tindask lanjut rekomendasi atas hasil
pemeriksaan BPK sejak tahun 2003, yang semula sebesar 74,3% pada tahun
2012 menjadi sebesar 78,2% pada tahun 2023,

® Penyelamatan uang negara berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah/
perusahaan sebesar Rp21,87 trillun dan penzgzhematan keuangan negara
yang berasal dari koreksi subsidi dan cost recovery masing-masing sebesar
Rp8&,25 triliun dan Rp8,13 trifiun.

® Perbalkan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada
pemerintah daerah, antara lain:

¥ Perbaikan pengelolaan kas melalui penerfiban dan penetapan rekening
kas daerah serfa penerapan transaksi nontunai untuk sefiap pengelolaan
pendapatan dan belanja, di antaranya pada Pemkab Tebo, Pemkab
Prabumulih, Pemkab Lumajang, dan Pemkab Aceh Singkil.
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b Perbaikan pengelolaan perpajakan dan retribusi melalul penerbitan/
perubahan peraturan kepala daerah tentang tarif maupun mekanisme
pemungutan pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak dan
objek pajak, layanan perpajakan secara online berupa pembayaran
pajak kendaraan bermotor dan pemberitshuan ketetapan pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBE-P2) kepada masyarakat,
pemutakhiran nilai jual objek pajak [NICOP) sesuai dengan kondisi terkini,
di antaranya pada Pemprov Bengkulu, Pemprov Lampung. Pembkab
Tabalong, Pemkab SumbaTengah, Pemkab Bogor, Pamkab Manggaral, dan
Pemkab Batu Bara.

b Perbaikan kualitas data melalul pemutakhiran data terpadu kesejahteraan
sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bantuan dan pemberdayaan
sosial, pemutakhiran data pengguna sistem penyediaan air minum (SPAR)
di wilayah pedesaan sebagal bahan monitoring pengeiolaan SPAN oleh
pemerintah desa, penyusunan Daftar Profil Investasi Sekdor Pariwisata
yang sudah terdaftar pada Onifne Single Submission (0SS), di antaranya
pada Pemkab Belu, Pemkal Tana Tidung, Pemkot Tarakan, Pemprov DKI
lakarta, Pemkab Sumia Timur, Pemkab Tanah Laut.

b Perbaikan kualitas pelayanan mealalui Program Pelayanan Perizinan Mobile
{keliling) bagi pelaku usaha, pemutakhiran S0P dan standar pelayanan
perizinan sesual identifikasi wakiu layanan, pemenuhan sarana prasarana
pendukung penyediaan air minum, di antaranya pada Pemkot Medan,
Pemkab Gorontalo, Pemkab Tangerang. dan Pemkot Tarakan.

b Perbaikan pengelolaan belanja barang dan jasa melalul penyusunan
maupun pemutakhiran standar harga satuan yang mengacu pada
Perpres Nomeor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, di
gntaranya pacda Pemkab Balangan, Pemkab Tabalong, Pemkab Gorontalo
Utara, Pemkab Bone Bolango, Pemkab Nias, dan Pemkab Tapanuli Selatan.

P Perbaikan taia kelola pelaporan keuangan melalul pemutakhiran
kebijakan akuntansi yang ditetapkan melalul peraturan kepaia daerah
guna mendorong keandalan pelaporan keuangan, di antaranya pada
Pemkab Kupang, Pemkab Tanah Bumbu, Pemkot Tangerang, dan Pemkot
Banjarmasin.
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Pemantauan Penyelesaian Ganli Kerugian Negara/
Daeran

IHPS Il Tahun 2023 memuat hasil pemantauan penyelesaian gant kerugian
negara/dasrah periode 2005-2022 dengan ststus teiah ditetapkan, Nilai
penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut idak termasuk nifai kerugian
negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi
yang bernwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah
ditetapkan selama periode 2005-2023 sebesar Rp5,02 triliun. Kerugian negara/
dasrah tersebut terjadi pada pemeriniah pusai, pemerintah daesrah, BUMN,
Lembagza/Badan Lainnya, dan BUMD, seperti disajikan pada Grafik 5.4.

Grafik 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Dacemh Periode
2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran

Mgl B E vl
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Berdasarkan Grafik 5.4, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah
daerah sebesar Rp3,87 triliun (77,03%) merupakan nilai yang terbesar dari total
kerugian negara/daerah dengan statuc telsh ditetapkan periode 2005-2023
sebesar Rp3,02 triliun. Sementara itu, total kerugian negara pada pemerintah
pusat, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD berturut-turut sebesar Rpl,12
trillun {22,27%), Rpl6,43 miliar (0,33%), Rp8,284 miliar [0,18%), dan Rp3,75 miliar
(0,19%).
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Secara total, Ongkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periods 2003-
2023 tersebut menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rpl 40 triliun (27,78%),
pelunazan sebesar Rpl,80 trillun (3586%), dan penghapusan sebesar Rp57.84
millar 11,55%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian ssbesar Rpl, 73
triliun (34,41%).

Secara terperinc tingkat penyelesaian gantd kerugian negara/dasrah dengan
status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada
pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan
BUMD masing-masing sebesar 74,34%, 63,45%, 19,12%, 22,33%, dan 29,27%.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintan pusat memiliki persentasa
penyelesaian gant rugi negara yang paling tingel.

Hasil pemantauan penyelesalan ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-
2023 menurut penanggung jawab dan pengalola anggaran dapat dilihat pada
Grofik 5.5 dengan penjelazan sebagal barikut,

Pemerinian Pusal

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah pusat
menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rpl, 12 trillun dengan
tingkat penyelesaian yanz terdiri atas angsuran sebesar Rp461,38 miliar
(41,25%], pelunasan sebesar Rp338,02 miliar (30,23%), dan penghapusan
sebesar Rp32,02 miliar (2,86%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar
Rp287,01 miliar (25,66%).

Pemerinian Daeran

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah daerah
menunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,87 triliun dengan
fingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp527,52 miliar
{23,57%), pelunasan sebesar Rpl,46 triliun (37,78%), dan penghapusan sebesar
RpB5,65 miliar (1,70%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rpl, 42
triliun (36,55%).

BUMMN

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMN menunjukkan
bahwa terdapat kerugian sebesar Rpl6,43 miliar dangan tingkat penyelesaian
yang terdiri atas angsuran sebesar Rp3,12 miliar (18,57%), pelunasan sebesar
Rpl43 juta {0,01%), dan penghapusan sebesar Rp23,06 juta (0,14%). Sisa
kerugian pada BUMM sebesar Rp13,29 miljar (280,88%).
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GRAFIK 55
HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN

NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-2023
Dengan status telah ditetapkan menurut Dngicat penyelesaian

TOTAL (Re)

Angwran 140  trifiun
Priunasan LB0 triliun D
Perghapusan 9784 malar |
Sis 1,73 tiliun
Totad 502 trilien m T

PEMERINTAH PUSAT (Rp)
Angsuran #6138 mikiar
Peluniasan 338,02 miliar I

Penghapusan 3202 mikar |

Sika  2E7,01 mikar B
Total 112 wilivn DO

PEMERINTAH DAERAM (Rp)
Angsuran 527,53 mifiar
Peliamasan 146 triliun N
Penghapusan 6565 miliar |
Ssm 142 trilun N

Total 3,87 triliun Lo —
> :___ 18,97% Angsuran 3,12 mikar

Pelunasan 143 juta

0,01% Penghapusan 23,06 juta
0,14% Sisa 13,29 millar
Total 1643 mikar

BADWAN LAINNYA, (Ro)
Angsuran 138 milar
Pelunasan 597,80 juta

Penghapusan 0,00 millar

Sisa 687 miliar
Total B.B4 miliar
BUMD (Rp)

Angsuran 1LET miliar
Pelunasan 836,95 juta
Penghapusan 150 juta
Sisa 6,590 miliar

Total 9.75 miliar
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Badan Lamnya

HASIL pemantauan penyelesalan gant kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya
menunjukikan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp8;84 miliar dengan
tingkat penyelasalan yang terdirl atas angsuran sebesar Rpl,38 miliar [15:57%),
pelunasan sebesar Rp5S7,80 juta (5, 76%), dan tidak terdapat penghapusan. Sisa
kerugian pada Lembaza/Badan Lainnya sebesar Rp6&,87 miliar (77,67%),

BUMD

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan
bahwa terdapat kerugian sebesar Rp3, 75 miliar dengan tingkat penyelesaian
yang terdin atas angsuran sebesar Rpl 87 miliar (19,15%), pelunasan sebesar
RpB836,35 juia (8,58%), dan penghapusan sebesar Rpl50 juta (1,54%,). Sisa
kerugian pada BUMD sebesar Rp6,90 millar {70,73%),

Adapun perincian hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/
daerah tahun 2005-2023 menurut penanggung jawab dan pengelola angzaran
disajikan dalam Lamipiron £2.1 dan F2.2,

Pemantauan atas Pemanfaatan Laporan Hasil
Pemeriksaan Investioatif, Penghitungan Kerugian
Neoara, dan Pemberian Keterangan Anli

IHPS 1l Tahun 2023 memuat hasil pemantauan afas pemanfaatan laporan
hasil Pl dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017-2023. Pemantauan
dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil P1 dalam proses genyidikan dan
penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PEN dalam penyiapan P-21 (berkas
penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serfa PKA yang dihadiri BPK
untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPUJ.

Pada periode 2017-2023, BPK menyampaikan 28 lfaporan hasil Pt dengan
nilai indikasl kerugian negara/daerah sebesar Rp32,53 trilivn dan 409 laporan
hasil PKN dengan nilai kerugian negara/dasrah sebesar Rp60,91 triliun kepada
instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PEA atas 368 kasus pada
tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil Pi dan PKN serta pemberian
keterangan ahli adalah sebagai oerikut,
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e 28 laporan hasi| Pl yang sudah disampaikan, 11 laporan telah dimanfaatkan
dalam proses penyelidikan dan 17 laporan dimanfaatkan dalam proses
penyidikan;

e 4035 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 82 laporan sudah dimanfaatkan
dalam proses penyidikan dan 327 kasus sudah dinyatakan P-21 [berkas
penyidikan sudah lengkap); serta

e 248 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam
tuntutan aleh JPU.

Perincian hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PEA
perode 2017-2023 oleh instansi yang berwenang disajikan dalam Grojfik 5.6.
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GRAFIK 5.6

PEMANFAATAN LAPORAN HASIL Pl, PKN, DAN PKA
PERIODE 2017-2023 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG
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Lampiran

Lampirar 4.1

Daftar Laporan Hasil Pemerikszan (LHP) IHPS IF Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat
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Haoupeten Tegal

ETT Kepetuhan ates Befangs  mfrastrubiue Tehuen Anggaran 2023 pads
Pemerintsh kabupatsn Tegel dan instansi Terkait Leinnye di SEwl

tabuipsten Womogin

OTT Kepatuhan ates Selgale infrasouibtur Tekon Anggaran 2023 pads
Bameninzah ¥abensten Wonozn dan ins@ans Terkait Lsinnya & Wanogin

rshupaten Wonosobo!

[H]

OTT kepstuhan amas delaniz infrasrukiur Tohue Angsaren 2023 pads
Pemeninan Ksbupaten Wanosobo dan instans Terkait Leinmye di Wanosobo

otz Bekaiongan

O7T Kepstuftan at=s -Beiania Infrastruktur Tahon Angssran. 2023 pads
remenmiah kot fekafonzan dan insEns Terkam Leinnyz 4 Pekalongen

Hot= Samareng

EAT Kepetuhan ates Befangs nfrastrubiue Tehuen Anggaran 2023 pads
Femerintsh Lote Temarans dan insansi Tecksit Lainmyz 4 Semarans

Lotz Surakerie

OTT Kepatchan stes P=ndepaten Al Daergh Tehon 2023 (s4. 31 Chiober)
pada Femerint=h Kots Surskart: 4 Surskants

eotz Tzl

[H]

OTT ¥epatuhan st=x Belanjs infrastruktur T8 2023 pada Femernzh Ko
Tegal dan InstEns Terkai Lainrye 4 Tegs:

lumizh

Jg

iy

frovins D1 Yogysamns

e

ige

SProvinsl 04, Yogyskares

o

Kinerjs- stes- Hekwvites: Pengelelsan Bser yeng: Bersumber don Dans
Keisprmswaan TA 1019 1.4 {Semester || 2003 padz Pemerintsh Deereh DL
Yogyaksriz dan insanal Terkait Leinnys &1 vogyaksrts, Sheman, Banul Watss
dan ‘Waortosari

Komeriz atss Sfektnitas Upsys Pemernish Dzersh dalsm femy=enggarssn
jziam wniuk Menimsksthan Kuantites dan Koslites dsfan pada Pemennizh
Dssrsh DU Yomyekertz di Yogysksrs Tehon Ansgsren Z0ZL =d, Triwulan (0
2023

OTT kepatuhan stas elanje dnfrestruktue Tebun Angsarsn 2023 pads
epemerinmsh Dzersh Deersh isnmews Yogyahkaris i Wilsyah Dasrah Isimaws
TogyEkarts

t‘z'cup_atsn Sentul

Kneriz 3tas Eetmites Perpeiorggardan Seicm BLUD untul Meningkatken
Pelayznzn Keseheaten Tehun Arpgaran Z012 =.d. S=mesier | 2023 pada RSUD
renembahsn Senopsh dan instanz Terksit Lainmy= di Santul

i

Hebupaten GunusEkdul

ol

Fomeris st2s EfEwovitas Penyslengzarasn Satem BLUD uniuk Meninskatksn
Beiganan Kesshatan Tohun Ansgaras 2022 =4 S=menter | 2023 g=da RSUD
‘Wonazar daa Instsns Terksit Lainnya 2 Wonosar

e

iskupsten Hiuloa Froga

Mimerjz atzs Pengelo’asn Pendapatan Pajak Bumi dan B3czunzn Perdesazn
dan Perkgtaan (PEE-FE) Tabun Angzaran 2021 sd. 2027 (Semester |} pads
Pemerinizh Ksbunaten Kolon Frogo di Wates

LS ] Tabun 2023




W L

in

Ies

Emies

FT Bank Pemibangunan Dzsrzh
Coomah ITmens rogyEkans

fEpOrEn He= PEmerEssan
Mimerjz 3ias Eekiivitas Pengeioiazn Dans Fihak ketgs dan Perkreditan Tahen
Bukiz 2071 54 Semester| 2023 pad= FT 82nk Pembangunsn Deeh Daerh
istimews Vogyskeris dan IRstans Terksit Lainmyg di vogyskars, Sleman
Bartul, ‘Wates, daa Wanosern

sumizh

Provinch fzws Thmur

167

¥sbupzien Banskslan

DOTT Kepabshan stas Belanja Modal Bidans infrestruktur Tehun angzaren
2023 padz Pemennt=h #abupaien Bengkalen diBangkelen dan Skdoszrio

IgE

iskupsten Blitar

EAT Kepatuhan ates Belanjs: ModE Bidang infrastruitur Tehun Anggeran
2023 pads Pemerintzly Ksbopaisn Bftar & k=njzero <an Sdoarjo

(X1}

Kapipeten GoanEEQND

KinErs-stas Upeys Pemermzan Dsersh delam- Fenyelessian Permeszlanzn
Dperasi BUND yanz Tidsk Optimal Tshun AsgEaran Z020 =4 sameser |
E023 pads Pemerniah Kabupsten GoONeECrc-CEn IRStERS| TErKEID Lamnys
di Bojoniegarn

OTT Kepatvhan sStes Selani Mooa! Sideng Infrastukiur TA I0I3 pads
Bameriniah {abupsten Bojonssore oF Boionegorn dan SiSoano

iy §

Eshupsten Bondowozo

[H]

OTT Wepstuhan sias Selans Modal Eidans infestruknir T=hun Ancgeren
2023 pads Pemerimah ¥sbopsien bondoweso di Boodowoso dan Sidoato:

172

Wsbupsten Gresia

O7TT ¥=pstohzn 3ts3 Fengelolzzn Eareng Milk ODeerzh Tahon 2023 pads
Pemeniniah kabupsten Sresie dan mstans Ferkst wainmyz di Greslk dzn
Sidaarje

Eshupsten lemiber

[H]

Kinzrjz ztEs Upaye Semennteh Desrsh dslam Sercepaizn Fenurunzt
Frevelensi Stunting Tehun Anggaran 2032 dan 2023 ped3 - Pemerintsh
Eshupsten jember der instns TeriEit Leinny=z di lember dan Sidoarc

T4

DTT kepaiuhan 2ias Pengelolaan Papk Caesh, Rstribusi Daersh, dzn
¥erjs Samz Femanfast=n Barang Milik Daersh Tehon Anggsren 2023 pads
Femenniah ©abopaten Jember den instznsl Terka Lelmnyz di Jember dan
Sidaanje

Eshupsten fombans

[H]

OTT sspatufiEn siss Fengelolaan B3reng Midik O=ersh Tahun 2023 pads
Pemeriniahn Kabupeten dombans dan Instans Terkait Lainmygs © fombasg
dan sidoafe

Eabuipsten Kediri

Kirenz zias Upsys Temerinizh Deersh delam Feopeleszian Permasalzhan
Cperssi Badan Ussha Ml Derah [BUMD] f2ng Tidsk optmal Tehon
Anggar=n I0Z0 5.0 Semester | 3023 pada Pemerintah Kabupsten Kedin dzn
Instansi Tarkait Lzinmys df Kedirl 2an sidozgo

EEhupEten Lamanzan

[H]

Kinzrjz ztEs Upaye Semennteh Desrsh dslam Sercepaizn Fenurunzt
Prevelensi Smunfng Tehun Anggarsn 2007 dan 2023 ped3 Pemerintzsh
ishupstsn Lsmonzan dan Instsnsi Terkait Lainnyz 91 Lemongan can Sidoarje

i

Eabupsten LumsjEng

OTT kepstuhan 2t3s Pengelalaan Sgjak Daersh dan Retribus Daesh Tehun
AnzEaran 2023 pads Pemenint=h Kabupsten Luma@EnEg S=n ineians Terksit
Lainny=s di Lumakang dan Tidoarjo

11

izbupsten Mazstan

OFT Kepatuban ates:Belanis Modal Bidanz mfrastrudtur T 2023 pads
Femsrintan kabuepstsn MagstEn

Hebwupsten Msleng

o

OTT Kepstwnan 3125 Belanie Moozt Bidang nfrestruktyr Tehun Anggeren
E023 pads Pemerintzh ¥abupsten Maizrs di Kepanjen dan Sidosmo

O7T ¥=patuhsn 3tas Fengsolpan Gareng Millk Deersh Tahun 2023 pads
Pemerinizh Ksbunaten Malang dan instansi Terksis Lainrys di Kepanjzn dzn
Eidoarjo

Hebwupaten Moiokero

ol

DTT sepatehan gias. Sengefolsen Bareng Millk Dzersh Tahun 2023 pade
Pemerintah ¥3bupeien Mojoksrto dan insten Terkait Latnnys 51 Mojokerto
dan Sido=ne

iakaupsten Nganjui

Mimerjz- 5tEs Upays Pemenntsh Oserzh dalam Pescepatan Penurunzn
PreveElensl Jrumbng Tshun Anggaren 20T oen 2023 pscs Pemerinizh
Ksbupaten Kegnfuk dan \nstensi Terkait balnye di Nganjuk dan Sidoagoe

=D o

RS [ Tahun 2027  cx—



iakupsten Ngawi

L3pofEn Hesl PEmesiasan

Mimerjz- 5tEs Upays Pemenntsh Oserzh dalam Pefcepstan Penurunzn
PreveElensl Jrumbng Tshun Anggaren 20T oen 2023 pscs Pemerinizh
Kabupsten Kgswi dan inztsnsi Terkait Lalnnya di Ngaw| dan Sidoato

15 i85

¥sbupstEn FacitEn

OTT €epatrhan s:as Fengeboizan Bareng Millk Dsersh Tehun 2023 pads
Pemerin=h Ksbupaten Padisn dan (nstansl Terkait tainnye di-Peoiten dan
Sidgarjo

= 18D

wEbaupsten PemaksEzan

Kmeriz sias UpEys Femarinish D=erzh delam Penyelemizn Permaszlzhan
Operasi Sadam tisshz Ml Dasrzh (SUMD) yete Tidak Optimal Tahun
Anggsten 20205 4 Semester 1 T023 pads Pemerintsh kEbupsten Samekaszn
dan {n=tansi Teriizit Lainmyg ¢ Famekasan d2n Sidossjo

DOTT Kepabshan stas Belanja Modal Bidans infrastrukiur Tehun Angzaren
2023 pads Pemennish #sbupsten Famekzsan 4 Famekaizn dan Sidosno

ig IsE

zkupsten Fasunian

DT Wepatehan Jtaz-Tengelolsan Bardng Millk Deerah Tahun 2023 pads
Pemeriniah Xabupsten Pesiran dan |nstaSrns Terkst Lalnmyz di Bangi dan
Sidoazjo

Eshupsten Fonomogs

[H]

KinsrjE ai3s UpsyE Femarinizh DEerzh dslam senyel=zsizn Permaszzslzhen
Operasi Baden W==ha Milk Dzeren (GUKD] y=nz Tidsk Opbmsl Tehun
Anggarsn 10E0TE Tamsstert 2023 pada PEmerntal fabopatan Panorose
dan instansi Terksit Lammya. &t Poonoes dan-Sidoaro

Ksbupsten Procolingsn

Kimeris 2133 UDsys Femenintzn Deerzh deism Penpelezzizm Permazsaizhsn
Ogerasi Badan . Usahs Mililk Dzersh (BUMD] =0z Tidak Optmal Tekhun
Anggaran Z0200E 4. Semester | 2023 pads Femerintah Kebupatsn frobotingss
dan instans! Terkat Lainny= ol Kralszgn dan Sidozno

| 133

OTT Kepstuhan gi=s Pengsiotzan F=isk Dssrzh can Retnibus Daersh Tanun
Ansgarsn Z023 pads Pemerintsh kebupaten Frobafinggo dan nstandi Terksit
Laimmye di Krakzaan dan Sidearjo

Wsbupsten Sampsng

Kimeris 2135 UDsys Pemenintzn Deerzh deism Penpelezzizn Permazsaizhsn
Ogerasi Badan . Usahs Mililk Dzersh (BUMD] =0z Tidak Optmal Tekhun
Anggaram 2010 .d. Semester | 1023 pada Femerintah Kabupaten sampars
dan instans! Terkat Lainny= of Sampang dan Sidoarjo

Kabiipeten Sidoans

BT Kep@tunan: 3Eas: Fengeiolesn  Bareng Mk O=ersh Tabum 2023 pads
Pemerintsh kabupaten Sidoaro dan instass Terkzit Lainma o Eldoaro

tabuipsten Htubonde

OTT ¥epabohan stzs Belane Modal Eidang infrestruktor Tshim Angseren
Z023 pads Pemerintzh ¥sbopeten Situbondo disitobondo $zn Sidostio

=7

it

Eshupsten Sumensp

[H]

OTT sepatvhan 3tas Selanfz Modal Sidanz infrestrukiur T& 20735 pads
Pemeriniahn Ksbupaten sumenep & Sumensp dan Sdoarja

Wsbupsten Trenzzaiek

OTT Kepatahan =ias Belamjs’ Modal Bidans infrastrokts Tehun Angosren
023 pads Pemerimah ¥abupsten Trengealek o Trengsale dan Sgoarjo

bt
]
o]
w
=]

Kapispeten Tuban

KinErs-stas Upeys Femermean Dsersh delam- Fenyelessian Permeszianzn
iperasi Badan ifzshz milk D=ersh (BUMND) yang Tidsh Ogtimal Tehon
Arggaran 020 5.0, Semester | 2023 pads Femeninh Kebupaten Tuzan dan
nstens Terkait LeimmyE O Tuken

28 i

eabupsten Tulungsgung

OTT ¥epabohan stzs BelanE Modal Bideng infrestrubtor Thim Angssren
I023 paca Pemenintsh Kabupaten Tulengzsuns o Tulensagung dan-Sidoarjo

8 pd: =

Eoi= Baty

OTT Espstuhsn 353s Fengdiolpan Boreng Millk D=er=h Tohun 2023 pads
Pemerinieh Ko B3t dan insans Terkait Leinnya di Batu dan Sidosrjo

30 200

otz Kadin

OTT vepstukan st23 Pengeloizan Fejak Dserzh dan Betribus Daesh Tehun
&nzgsrsn 2023 pads Pemerinteh Kots K=din dan Instensi Terkeit Lelnnys 4
Kedin d2n Sidearjo

Fa g Fu 7h 3

Kotz hediom

OTT eepztuhan 3135 Pengelofzan Fepl Deersh den Retribus Deamh Tehuy
Anzgaran 2013 pads Pemenntah Kois Medivn dan instens] Terksit Lamnys
di nisdiun S=n Sidoarjs

32 g

Kot= Malzng

ol

OTT Kepstukan 5123 Pengeloizan Fsjgk Dserzh dan Retnbun DEeran Tahen
anggarsn 2023 pads Pemerintsh ¥ots Melang dan inst=ns Terkait Leinnya 4l
Migleng da2n Sidpane

LS ] Tabun 2023
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Wots Sursbays

fEpOrEn He= PEmerEssan
DTT Wegatehan-ataz-Sengeislaan Barsang Willk Deerzh Tahun 2023 pads
pemsnniah Kotz Suwsbeys dan Insmns Terksit Weinnge ¢ Sumsbays dan
Sidoazjo

D77 Mepgtuhan stes Fengeiolean Pejak Dasrsh Tehun Anzgeren 1023 pads
Pemerin=h Ko Sursbeys dan instans Terksit Esinoys O Sursbays dan
Sidgarjo

Jumilgh

e

¥ | | ProwinsBamen

I 122

Provinzt Bantzn

Mimerjz-sizs Efeimvitas Uns@ Pemenntsh Degsrsh dsfam Penysiensgarazn
iaf=n urfuk Meningaten Guantiss dan musliis jelan T=hun 2028 =g
Triwidan 112023 pada Pemetinteh Provies Benten dan instens) Terkei
Lainfy=z di Wilayah Provine Bamtsn

OTT Kegatehan gt=c Beisnje: infrastrubitur-1=lsn Tehun &nggaran 2023 {=d
30 Nowember 2023 pads Femesintzh Provins Benten dan Instans Terksit
Lainmye di Wilayah Brovines Barten

&

Wsbupsten Fandzgisng

Kimerjz 3tez UpayE Pemenntsh Oserah dalam Perospatan Fenurcnsn
Frevelensl Fnong Tehun Anggsmn Z0IT g3n 2023 pacs Pemenmszh
¥=bupsten Pendeglang dan Instensi Terkslt Leinmya of Fendeslzng

INE

[H]

Kinsrjz aias Hektvitas Upaya Femenintzh Deersh dsiam Ssnyelenzgarsen
IslEn Utk Meningkatken KeanttEs dsn Kuslitss dzlan Tehun 2031 =d
Triwwlzn il 2023 pads Pemernizh Kabupatsn Pendegiznz dan inst=ns
Terkst Lainnys di Pandegieng

OTT Mepatuhan atas Beiznjz mirastruktor fzian Tehun Angssran 2023 {sd.
30 Movember} pads Femerintah Kabupaten Pandeglang den instana Terkst
Lzinmyz 3i Fendeszizng

EEbupsten TaNZErEns

[H]

Kinsrjz aias Hektvitas Upaya Femenintzh Deersh dsiam Ssnyelenzgarsen
IslEn Utk Meningkatken KeanttEs dsn Kuslitss dzlan Tehun 2021 =d
Triwulzn 11t 2023 pedz Femerintah Kabupaten Tangerens dan nstans Terksit
Lainmye di Tizaraksa

OTT Mepatuhan atzs Beiznjz mirastrubktor fzian Tehun Angssran 2023 {sd.
S50 Mowvembsar) pads Pemerimzh kzbupaien Tangemns dan Instans Terksd
Lainmys di Tissraksa

Jumfih

wty | Proyins Sl

21T

=

Frovinz Bal

BT Kepatuhan stes Belenjs Daersh T9hun Anggeren 2022 dam 2033 f=d
Triwwlzn 1] padz Famarintsh Provins 536 di Denpa=sar

i
)
i

Eabupsten Geduns

OTT kepstuhan === Belanjs Daerah Tahun anggeran I02E dan D073 (=d
Triwulzn 1) p2d= Femerintah Kebupaten Badume di Mengupora

[
2
I

Esbupsten EiEnyEr

o 'l'.Eq.'.E'l'l.lh:“II'l =tez E=iznjz Deersh Thin &nggsrsn 1007 dan 2023 (5g
Trivnizn 1) pads Pemerintan Kebupaten Gidnyar & Gianyar

¥sbupaien fembrana

pinerjz at=s Upsys Pemerntsh Dmcrsh dalsm Fercepsian Pengrunzn
Prevslens Fmmong TeEhun 4nggaran 2022 dan 2023 osd3 Pemenntzh
Ezbupaten jembranz dan Instensi Terkait Lsinmys di Negars

o 'l'.Eq.'.E'l'l.lh:“II'l =tez E=iznjz Deersh Thin &nggsrsn 1007 dan 2023 (5g
Trivnizn 11) pads Pemerintan Kebupaten Jembrans & Negar2

DOTT Mepatuhan atss Beisnjz Dasrah Tshon Ansgsrsn 2027 dam Z023 (54
Triwil=n i) pads PemeringEh Kebupsten Kargng3sem di Amlapurs

zkupsten Tabanan

DOFT #epatuhan stes Belsnjs Deersh Tohun Anggsren 1032 dan Z073-{=d
Triwtdzn i) pad= Femerinzh Kabupsten Tebanen o Tekanan

fumish

D

RS [ Tahun 2027  cx—



EAnl] Broyinsh isss Tenggars Barst
1 5 | ‘Provinsl Nuss Tenssara Barat 1 DTT X=patuhan siss Selsnjs Deersh Tehun 2022 dan 2023 pafa Pemerntzh
Browinsi Muss Tenzgsrs Barar I Wilsyeh Provina Muss Tenzgsre Barst
F 230 | kabupsten Dompy 1 Mimerjz- stEs Upays Pemenntsh Oserzh dalam Pefcepatzn Penurunzn
PreveElensl Jrumbng Tshun Anggaren 20T oen 2023 pscs Pemerinizh
Ksbupsten Dompu dan netansd Terksit Leinnys di Dompy
E 1 | ¥sbupzien Lombck Bar=t 1 DTT X=patuhan sias Selanjs Deersh Tahun 2022 dan 2023 pafs femerntzh
£zbupsten Lombok Earatdi Serung
4 223 | Kot= Bima: 1 Mimerjz- stEs Upays Pemenntsh Oserzh dalam Pescepatan Penurunzn
Prevelens Stuning Thin Angearen 2021 dan 2023 peds Pemerintzh Koms
Bimz-dan instars Terkait Lainnya & Faka '
5 23 | Eotz Matsrsm L | O7TT wegatuhan at3s 8elanfs Deersh Tohun 2022 420 2023 pads Femsrintah
Kota MatEram di MEstEmm
lumizh 5
XX | Braving Mits TenmmRra Timar
L 124 | Provins Musa Tengsers Timor 1 | OTT Kecatihan #tas Selanis Deersh Tehun 2022 dan 3023 pads Femeanmsh
Prowinsi Nuss Tengears Timur di Kupang
z 25 | Esbupzten Alor L | O7TT wegatuhan at3s 82lanfE Deersh Tohun 2022 42 2023 pads Femsrintah
Kabupsten &lor & Kelabahi
F 236 | Ksbupsten Flores Timur 1 O7TT ¥=patuham atds Belanfz Ozerah Tehun 2022 dan 2023 gsds Pemenimzh
Kzbapaten Florss Timur of Lasniuks
3 1Z7 | Kabupsten Kupsng L1 | Kimerjz- stgs Upsys Pemerntsh Ossran dalsm Percepsian Penurunsn
Prevelens Srnbag Tshun Anggaren 1022 dan 2023 pads Semerinizh
Kzbupsten Kupsng Sa2n instans! Terkai Lainmys & Oslamas
5 228 | Ksbupsten Lembatz 1 OTT epstuhen atzs B£isnjz Daerah psda Bemerinish Kabupaten tembats
Fahun 2032 dan 2023 di tewoleba
] 1Z3 | Kaoupsten Manggsri L1 | KimerjE- stgz Upsys Femermizn Oeersh Datam Pefcepsian Penurunsn
Prevelens Srunbng Tehun Anggaren 3002 dsn 2023 pads Semerinizh
Kzbupaten Mengzersl den instansi Terkait Lainnye df Rutens
7 230 | Ksbupsten Mengesmal Barst 1 O7TT ¥=patuham atds Belanjz Ozerah Tehun 2021 dan 2023 gsds Pemenimzh
Kzbupaten Manggerei Szret O Labuan Bajo
i | I3l | Kabupsten Nagekeo 1 | OTT Kegatuhan 3tas Beiznjz Deerah Tahun 2022 dan 2023 pads Pemernintzh
Eshupsten Mazskeo 4 Mbay
) I3z | Kebupsten Rois Ndso & | mmerjs EiEs Upays Ssmenn@h Dzersh Dalam Pescepsian Penurensn
Prevelensl Sumoeg Tehun Anggamn POIZ dan 2023 pada femerntzh
£Ezhupsten Rote Mdeo dan Inst2ns Terksit Leinnyz i B2'5
10 233 | kabupsten Sabu Asljus 1 Kinerjz- 3z Efekdvitsc Cenatsgsabzen. Pengzmanzn dan PFemanfzatzn
Bamanz Millk Deerah Tzhun Amszarsn I027 den Z023 peds Pemerinizh
¥sbupsten Tabu Raius Jisebs
11 234 | usbupzten Sikks 1 DTT X=patuhan stz Selanjs Deersh Tahun 2022 dan 2023 pafs femerntzh
g£zbupsten Sikkz O Maumsre
12 235 | kabupsten Sumbs Barat Days 1 Mimerjz- 5tEs Upays Pemenntsh Oserzh dalam Pefcepstan Penurunzn
PreveElensl Jrumbng Tshun Anggaren 20T oen 2023 pscs Pemerinizh
¥sbupsten Tumiba 8378t Daye dan instens! Terkeit Lainnye di Tembolaka
13 236 | ¥abupzaten Sumibd Timur 1 finerz ztzz Efektvitss Upsye Pemerintsh Dsersh dalam Percepstan
Penwrungn Prevsiensl Sunmsc Tehun Ansgeren 2022 dan 203 pades
femerintsh Kebupaies Sumbs Timur dam instans Terksit (@innye 4
Wisingsou
14 237 | kabupsten Timor Tergah tiass 1 DT ¥=catuhan atds Belania Desrah Tehin T022 d3n 2023 pads Pemennizh
Esbupsten Timor Tengsh Utsrs di Kefemensnu
is 38 | Kot Kupang: % | DTT Xepatuhan 3135 Belangs Deersh Tahun 2022 dan 2023 pads PEmennizh
Ko Kijpans 4l Kugsnz
Jurmilgh :5

LS ] Tabun 2023




KX Proyineh €3limantan Barst
1 335 | ‘Provins Kefimarsan Barat 1 DOTT Hepstuhan stas Belan|s Deersh Tshon Angearan T0I3 (5.4 30 November]
pads Pemerinizh Proving Kzlimantas 83rs1 0 Pontanss
F 13D | kabupsten Kspuas Hihs 1 DFT ¥=gatuhan atas Belgnja Dasreh Tehun SngEards 2022 dan 2023 [=d 30
Movermber) pads Femerinizh Kabupaten ¥Smias Hulu
E 141 | Kebupsten Ksyong Utsre & | mmerjs o stas ElRkuvies Upsys -Pemennish Deersh dslem Seccepatzn
Pemurunan Prevalessl Stumbng Tebun Arssaren 2022 den Z0Z3 pads
Pemennm=h &pbupsten Esyons Utrs dan Instans Terksit Lamnys 4
Suk=adanz
4 147 | Esbupsten Letspers 1 OTT Xegatuban Jias Selanfa Oeergh Tahun Anggern 2022 dan 1023 (zd. 30
hiovEmioer] pads Pemerinzh Kzbupaten fstepanz £ Ke1spang
5 143 | msbupsten Kubu Rays L | OTT wegatuhan ai3s Selanja Osereh Tahun Anggaren 2022 42 2023 (=4 30
November 2023] pads Pemerintsh Kabupaten Kubu Rsye
= 244 | Ksbupsten tandsk 1 Kimerjz 3tez UpayE Pemenntsh Oserah dalam Perospatan Fenurcnsn
Frevelensl Fnong Tehun Anggsmn Z0IT g3n 2023 pacs Pemenmszh
¥=bupaten Landak dan inst3ns: Terkeit Lainnyz di Ngskanz
7 a5 | msbupzten MesiEwl L | eineriz stes Ussys Pemerntzh Deereh dslam Percepaizn Perurcnas
Prevelensi Smunfng Tehun Anggarsn 2007 dan 2023 ped3 Pemerintzsh
Eshupsten Melzwi deminstansi Terkait Leinmyz di Nangs Finch
-3 145 | Eabupsten Mempawzh 1 | OTT kspatuhan @i3s Belane D=ersh Tahun Angssran I0Z3 {54, 30
Movemzer] pids Femanintzh Kzbupsten Mamoswah
E IAT | Esbupsten S=ngEzsu L | OTT Kepatufsn 3t23 Balamja CTesrsh Tshun Angssran 2023 (=4 30
MNovember] pads Pemernnish Ksbupsten Sanggau & Sanzgeu
lumizh =]
S8l | Braiing ¥sfmantzn messzh
L 2145 | Provins kalimanian Tengah 1 | OTT Kecatihan #tas Selanis Deersh Tehun 2022 dan 3023 pads Femeanmsh
Provinsi kzlimantan Tengah 9 Feiangke Says
z Idz | msbupaten Barith U= L | O7TT wegatuhan at3s 8elzngE Deersh Tohun 2022 42 2023 pads Femsrintah
Kabupsten Barito Utare di Musrs Tewsh
F 150 | Ksbupsten Sununs has 1 O7TT ¥=patuham atds Eelanjz Ozerah Tehun 2021 dan 2023 gsds Pemenimzh
Kzbupaten Gunung Was di Kuzlz uron
3 25t | Kabupsten KsTngan 1 | O7TT Kepstuhan si=s Belenja Deersh Tahun 2022-9en 2023 {=.d; Triveden 1)
padz Femesintah Ksbupstsn katingen 4l KEsongzn
5 52 | Kebupsten Kotawannem Timaer % | DTT Xepatuhan 3135 Belangs Deersh Tahun 2022 dan 2023 pads Pemennizh
Ezburaten ¥otEwanngin Timur di Sampit
= 253 | Ezbupsten Lsmandzy 1 OTT Mezatubian 3tas Selangs O=erzh Tahun 2027 dan 1023 gada Pemenintah
¥sbupsten Lamandsy di Menga Bulik
S 254 | ¥sbupzien Murung Bsya 1 DOTT ¥apatuhan at2s Belanla Dasreh Tehun 2022 d2n 2023 {=.d. Triwudan 1)
pads Pemerinizh Ksbupsten Murung Raye di Puruk Szhu
2 55 | kabupsten Susamacd 1 DT ¥epatohan #tzs Eeiznfd Deefzh Tahun Z02I dan 2023 {=.d. Triveudan 11)
padz FemerinEh kebupgiss Sulksmars di Suksmars
sumizh s
WH Prayinst E3limantan Seistan
1 156 | ‘Provins Kefimarsan Ssiatn 1 DOTT Kepdtuhan gtes Belenjz D=emsh Tehun Angzarsn 202% dan 2023 pads
Pemerinmh Provinsi KalimamznSeiaEn 4 Banjarbar: dan Sanjarmasin
F I5T | kabupsten Baidngan 1 DT Mepatuhzn ates Beignjz Oserdh Tehun Anpssfan 2022 dan 1033 pads
pemsrintah £sbupsten Szlznzan di Paringin
E 258 | Kebupsten Bento Kuala &t | mmerjs EiEs Upays Pemenniah Desrsh odalsm Pescepsian Penurensn
Prevelensl Sumoeg Tehun Anpgamn BOIZ dan 2023 pada Pemerntzh
Ezhupsten Barito Muals dan instans Ternsit Lenngs di Bangerbare dan
hizrsbahan

RS [ Tahun 2027  cx—



4 =5 | kabupsten koEberu 1 Mimerjz- 5tEs Upays Pemenntsh Oserzh dalam Pefcepstan Penurunzn
PreveElensl Jrumbng Tshun Anggaren 20T oen 2023 pscs Pemerinizh
¥sbupsten Kotabary dan instans Tersa it Leinnya 2 Banjsrbaru dan kowbary

250 1 DOTT Mepstuhan atas Belagnjzs D=ersh Tehun Angszarsn 20I% dan 2023 pads
Pemerinzh Esbepsten Kotzbar

5 281 | kabupsten Tanah Sumby 1 DT Mepatuhzn atess Beignjzs Oeerdh Tehun Angssfan 2022 dan 1033 pads
pemerintah £abupsten Tansh Sembu

[ 262 t= Banjarsary % | OIT Kepatuban gtas Bel=njs Dacrgh Tohun Anpgeran 2022 dan 2023 pade
Pemerintsh Kiote Sanjarbaru ¢l Banjarbany

Jurmilzh ¥
FAN | Provins Kafimeeten T

1 253 | Provins: Kafimantan Timur 1 O7TT ¥=gatuham atds Eelanjz Ozerah Tehun 2022 dan 2023 pads Pemenimtzh
Erowvinsi Kzlimantan Timu dan instens TErkeit Wainngs O Samarinda, Tanong
Redsh, Sangetts Tengzarong. Bslikpapsn, Penajem Szn TEns Paser

z IS4 | Esbupsten Kutsi Sarat L | O7TT wegatuhan at3s 8elanfz Deereh Tehun 2022 420 2023 pads Femsrintah
Kabupsten Kutsi Barst dan Inzi=ns’ Terkai Lainnye & Sendawer

F 185 | Kzbupsten Kuted Kartsnsgara 1 Kimerjz =tes Upaye Perospatan Penurunsn Predalensl Stumins Tehon
AngEaran D0ZI dan 023 pada Pemernizh kzbupaten rutsi Karfensgera den
Imstansi Tarkait Leinmy=s o Tengzarong

4 58 | msbupsten Wshakam Uy L | oTT =tas Bslsnis Deerah Tahwn 2022 dan 2023 pads FEmernt=h kEbupaten
ktgnagkzm Ul dan \nstans Terkeit Lenmya o Ljoh Bilzng

5 157 | Ksbupsten Penajam Feser Uters: 1 O7TT ¥=patuham atds Belanjz Ozerah Tehun 2021 dan 2023 pads Pemenimzh
Kzbupaten Penaiam Faser Uters den instsns Terkad Lainnye 2l Penzfam

] I58: | Kot= Boptang 1 | OTT Kegatuhan 3135 Beiznjz Deerah Tahun 2022 dan Z023 pads Pemernintzh
kot2 Bontans dan inst=ns Ters Lamnye oi BEomtans

7 I1E5 | Eot= Samarinds 1 | Kirenz 3ias Pengendsban Sanjir Tshun Anggersn I0IL 2 Triwulen Ih
Tahun AngEaran 2023 peoa Femesrintzh Kotz Semarinda dan imstans Terksit
Lainmy= di Samannds

Furnisit T
MW | provins Kalimantsn Uers

1 e | Provins kslimam=n Utars L | OTT segstuhan sta: Beianjs Desrsh Tehun Angssrsn 022 dsm 1023 pads
Femeninian Froving Kslimantsn Utars di Tanjung seicr

z 71 | ¥sbupzten Bulungan 1 DOTT Mepdtuhan atas Belenjz O=ersh Tehun Angszarsn 202% dan 2023 pads
Pemerinmh ¥sbepsten Bulungan di Tenjune Selor

3 273 | kabupsten Mzlinae 1 DOFT Mepatuhzn atss Beiegnjs Oserdh Tehun Anpssfan 2022 dan 1033 pads
pPemerintah &abepsten Malingu di Mafinau

4 273 | Kebupsten Nunuksn 1 DTT Kepatuhan gtas Belznjs Dasrgh Tohun Anpgaran 2022 dan 2023 pade
Bemerintzh ¥2bupaten Nunuksn 3 Nunoian

5 74 | Kotz TarskEm 1 OTF Kegstufian =tss Sstonjs Daarsh Tahin Angzsren 2022 d3n 2023 pads
Femerinizh KoE Targkam di Terzkan

Jumizh 5
Exv | erowins sulswes Ui

i 275 | Provins Sulpwest Utars 1 DT Kspatehsn Stes Beisnje Dasrsh Tshun ARzgaran 2022 =d. Tnwulaa m
023 pads Pemerintzh Froving Sulawssl Utars di Manado

2 i7e | Esbupsten Gofssng Monsondow 1 O7TT ®egatuhan st S=i=njz Dasrsh Tehon Ansgsren Z022 =d, Triwulan (0
E023 padz Pemenntzh ¥sipdpaten dolsang WMongondowr i woisk

E I77 | Mabupzten Bolaang Monzondow 1 pinerjz ates Upsys Pemermtsh Dmcrsh dalsm Fercepsian Pengrunzn

SelzEn Preyslens Fmmong TEhun 4nEgasan 2007 dan 2023 osd3 Pemenntzh
Ezbupaten Boizang Monggndow Selstsn da3n instentl Terkeit L@inmys 4
Manado dan Bolsang LUKI

LS ] Tabun 2023




e Unu Enmizas i | LEpOrEn Hess PEmEsissan
4 78 | kabupsten Befaang Mongondow 1 Mimerjz- 5tEs Upays Pemenntsh Oserzh dalam Pefcepstan Penurunzn
e PreveElensl Jrumbng Tshun Anggaren 20T oen 2023 pscs Pemerinizh
Ksbupsten Boldznp MongondoWw Tomur dan instansi Tersait Lainmya i
hiznado dan Tutuyen
5 7% | Kebupsten Repulausn Teisud & | O7T mepatvhsn stes Belsne Dasrsh Tshun Anggarsn 2022 54, Tiwulza m
023 pads Pemerinizh iabupsten vepulsuan Talsud & Melonzusne
= 150 | Ezbupsten Minahaza 1 O7TT ®egatuhan st S=i=njz Dasrsh Tehon Ansgsren Z022 =d, Triwulan (0
023 padz Pemenmsh ¥sbupaten Minahass & Tondano
S IE1 | ¥sbupzten Minahazz Seistan 1 DOTT Wepatuhan ates Belanjs Dasrsh Tshon Ansgaran 2022 =d. Triwulas il
2023 pads Pemenntsh #sbupsten Misshasa Selstsn & Amurens
2 153 | ksbupsten Minahasz Tenggare 1 DA Mepatuhan. ates Belanja Daerah Takun Apggaran 2022 sd. Triwdlz# il
2023 pads Pemerintzly ksbopaisn Minahizss TErszars di Rz@han
= ZE3 | Kot= Bitung 1 | OTT Kegatehan gt=c Belanjs Deerah Tahun ARgESran 2022 =.d. Triwules 1
1023 pads Pemerintsh B0tz Situnz 4 Situng
o =4 | Eot= Manado 1 | OTT ksgatehan ates Sslanjz Dasrsh Tehon Angearan I022 sd. Tnwlas ih
I023 pads Pemerimzh #of2 Manads di Manado
tumiah 19
EEWY) | | Proyinsisulawesi Tengah
i ZES | -Provins: Sodswes Tengah 1 | O7TT Kepatuhan stas BeienjE Deeran Tshun Anggeran-Z01Z dan 10213 pads
Pemarintsh Provins Sulswes Tengsh
2 IE5 | kabupsten Genggsi 1 | OTT kspatehan gtas Bslenjs Casah Tehun Anggeran 2027 dan 1023 pads
Bamerninzah ¥abunsten gangesl
3 287 | mebupsien Banggsi Kepulzusn L | OTT wegstuhan sta: Befanjs Dasreh Tehun Angssran 022 dsm 1023 pads
Femennian ksoupsten Bengesi Kepuisuan
4 IEE | Wsbupsten Sanggai Laut 1 Kimerjz 3tez UpayE Pemenntsh Oserah dalam Perospatan Fenurcnsn
Frevelensl Fnong Tehun Anggsmn Z0IT g3n 2023 pacs Pemenmszh
¥=bupsten Bangza Laut d3n netans: Terksnt Lainny=
5 185 | msbupzten Sucl L | OTT wegstuhan sta: Befanjs Desrsh Tehun Angssran 022 dsm 1023 pads
Femeninian ksbupaten Buzd
= 90 | Kshupsten Donggsts 1 Kimerjz 3tez UpayE Pemenntsh Oserah dalam Perospatan Fenurcnsn
Frevelensl Fnong Tehun Anggsmn Z0IT g3n 2023 pacs Pemenmszh
¥=bupsten Dongzsiz den indtaned Terkeit Leinmye
7 221 | Ezbupsten Wiorowsi L | OTT szpstuhan aies Fengeliaen B=rang Mifk Dzerah Tahun Anggersm 2021
5. 2023 {Semester || DEd3 Pemenntah Kabupaten Morowah
-4 87 | Mabupaten Morowsl Uars 1 DOTT ¥epstuhan atas Belenjz Oaersh Tehun Angzarsn 202% dan 2023 pads
Pemerinmh Esbepsten Mosowsll Lisrs
= 53 | kabupsten Farigi Meutons 1 DOFT Mepatuhzn atess Beienjzs Oeerdh Tehun Anpssfan 2022 dan 1033 pads
Pemerimiah &3bupsten Fargi Moutong
] 84 | Ksbupsten Sig 1 kemeris stes Upsye Pemennieh Desrgh dalsm Percspsian Penurunzn
Prevelensl Sumong Tehun Anpgamn POET dan 2023 pada femerntzh
gzbupsten Sigl dan Instans Terksit LeinnyE
k=g 1 DT Mepatuhzn atass Beignjzs Oserdh Tehun Angssfan 2022 dan 1033 pads
pPemsrintah £abupstsn Sizi
i1 295 | Kebupsten TojoUna-Ling & | DT Eepatchan stas Pengeiciaan Bassns WMilik Deersh Tehen 4nggaran 2021
s 30ZI3 {Semester || pads Femerintal Kabupsisr Tio Una-Una
1z 257 | Esbupaten Tolitsl 1 OTF Kegstufian =tss Sstonjs Daarsh Tahin Angzsren 2022 d3n 2023 pads
Pemerinizh Ksbunaten Todtoh
13 55 | Motz Fzlu 1 DOTT Kepdtuhan atas Belenjz D=emsh Tehun Angzarsn 202% dan 2023 pads
Pemerinzh Kotz Feiu
Jurmsish 14

D o
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Xw | Provinst Sulswest Seistan

1 85 | ‘Provins Sulzwesi Seisten 1 OTT Kepebuhan st3s Eelsnjs Deersh TA Z02ZI d2n 2023 pads Semenrizh
Provins Sulmwes SslzmEn di Meksssar

F 500 | kabupsten Bantzenz 1 OFT #epatuhan ‘stes Gperasigns) Bidang ¥esehatan Tabun 2022 dap 2023
{5.2, Triveulznm 01} pads Pemerintzh Ketripsten SBenisens

3 301 | Kebupsten Bafu i | OTT Kepstuhan 5135 Seignjs Deersh TR 2012 O=n 2023 pads Pemenmizh
E=bupaten Barru di Barmu

4 a0z Esbupsten Gons 1 | OTF epstuban §tss Belanjs Osersl Tshum Angpsren 2022 dzn Z023
Pemerinizh Ksbunaten Bons di Watzmpons

5 353 | msbupsten Eulukumbs L | OTT Wepanihan S35 Befen|z Oaersh TA 202I din Z02= pada Pemerimtah
Kabupsten Bulukumbs = Bulukumbs

= 303 | Ksbupsten Enrekanz 1 O7TT W=patuhan stz Cperssionst Bidanz Hesehatzn pads Pemerimzh
Kzbupeten Enreb=ng Tehun Anggamn Z02Z dan I0Z3 (s Triwulan i)).di
Ensians:

7 305 | Esbupsten leneponto 1 | kinsrE St ERknites Upsye Pemanmizh Desrsh daiam PErDEpatan
Penyrunan Frevaless ‘SIunting Tenun 2022 dan 2023 -pada Pemerintzh
Eshupsten leneponts dan Instassl Terksit Lainnyz & Bontosunzgl

-8 305 | Eabupsten luwu 1 | O7T kepstuhan == Operssigne! Bidang kesshatsn Tahun 2022 dan 2023
{=.d: Trwildam 111} gads Pemirintzh dabepsten Luwu Sl Belopa

E 30T | Esbupsten Luwd Timor 1 | oTT mspatuhsn stes Operesions] Sidanz Wesehstzs Tahun 2022 dan 2033
(5.0, Triwvuian 1] pads Pemerintsh Kabepeten tuwy Timor & Malii

ig 30E | Ksbupsten Manos 1 Kingriz stzs Upeys Pemerfintsh dslem Fercepsten Penurenzn’ Prevsiens|
Sruriting T3hon 2022 dan 2023 psds Femernish Kabupeten Mares den
Imstansi Tarkait Leinmys df Turilsie

11 308 | Kzbupaten Panghsjene dan KepulsiEn L | OTT Mepanihan Siar Befinjz'Ozersh TA 202I din Z02= pada Pemerimtah

' Kzbupeten Fengksjens dan Kepulauan & Passksjens

12 310 | Ksbupsten Rinrang 1 07T Kepstohan 3= Belanjs Dzersh TA 20II dan 2023 peds Pemerimzh
Kzbupaten Finrzng di RinrEng

13 311 | Kabupsten Sidenreng REppans 1 | O7TT Kepatuhan 133 Belsnjs Dsersn TA 2021 dsr 20%3 pads Pemerintzsh
Eshupsten Zidenreng SEopang di Fanguajens SicenrEng

1a 311 | Eabupsten Hnjal 1 | O7T kepetuhan == Operssigne! Bldang Kesshatsn Tahun 2022 dan 2023
{=.d. Trrwildam 11l} gads Pemierintzh Habwepsten Sinjad &5 SnEl

15 313 | msbup3ten SOppENE. L | oTT Mepanihan 255 Befinjz'Oaersh TA 202X din F02= pada Pemerimtah
Kabupsten Soppens di Welansoopens

is 314 | ¥sbupzien Tans Torss | DTT Hepstuohsn siaz Opsrasional Bidamg Resehsten  peds Pemesntzh
E£=bunsten Tens Torsjs Tehun AREE3rSn 2022 don 2023 (=d. Triwulan ) i
hizkale

= 315 | Kotz Pelogs 1 | OTT Mepstuhsn 3tzs Selenjz Ozereh TR 2022 den 2025 pade Pemennt=h ko
Feiopo o Felopo

Jurrlzh 17
®aill | Proving suiswes Tengsas

i 316 | Provins Sulpwes Tenzgss 1 DTT Xepatuhan 31as Belangz Deersh Tahun 2022 dan 2023 peds PEmennizh

Prowinst Subrwes Terggars o Wamdan
3T 1 | OTT w=patuhan stz Fenzswlzan Rellamissi dan Sescstzmibanz pEde

Pemerinizh Provins Suiswes: Tenggsra dan instdns Ferkait Lainnya i
Kendari

2 315 | Kebupsten Bombans &t | mmerjs EiEs Upsys Pemenniah Oesrsh dalam Pescepsian Penurensn
Prevelensl Sumprg Tehun Angeamn POET dan 2023 pada Semerntzh
£shupsten Somb=Ens dan Matsnsi Terksit Lainnys di Rumbis

iz 1 DT ¥=catuhan at3s Belanis Desrah Tehin T022 d3n 2023 pads Pemennizh

Esbupsten Bombanz di Rumbia

LS ] Tabun 2023
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We Ut | Enmies Iml | LapofEn Hesl Pemesiasan
F 333 | KsbupstenButon 1 Mimerjz 3tez UpayE Pemenntsh Oseran dalam Percspatan Fenurcnsn
Frevelensl Fnong Tehun Anggsmn Z0IT g3n 2023 pacs Pemenmszh
¥=bupaten Suton dzn instEns Terkait Lamnys 4l Pesarwajo:
4 371 | Esbupsten Euton Selzian L | eineriz stes Ussys Pemerntzh Deereh dslam Percepaizn Perurcnas
Prevelensi Srunfng Tehun Anggarsn 2007 dan 2023 ped3 Pemerintzsh
Eshupsten Suton Seisten dan Insens Terkst Lainnys O BstRuEE
5 372 | kabupsten Buton Tengeh 1 | Kirenz stz Upsys Pemenntzh Cassh dalsm Percepstsn Pemorunzn
Preveiensi frunong Tanun Ansgaram 2032 deEn 2023 pedd Pemenimtzh
Kzbupeten Soton Tengah dan insEns Terkait Lamnye & Labongken
323 1 | O7TT Kegatuhan 3tas Beiznjz Deerah Tahun 2022 dan Z023 pads Pemernintzh
Eshupsten Suton Tengsh di Lebansien
[ 374 | Eabupsten Bulon Ui 1 | OTT Kecatihan #tas Selanis Deersh Tehun 2022 dan 3023 pads Femeanmsh
¥=bupaten Saton Utara o Burangs
7 3I5 | msbupsten Kolsks Timar L | O7TT wegatuhan at3s 8elanjz Deersh Tohun 2022 42 2023 pads Femsrintah
Kabupsten Eoisks Timur di Trawuiz
2 336 | Ksbupsten Konswe Utsm 1 O7TT ¥=patuham atds Belanjz Ozerah Tehun 2021 dan 2023 gsds Pemenimzh
Kzbupaten Kondwes Wtars di Wanggedu
Furnisit iz
E¥i | rowins Sarpmslo
4 127 | Provinil Gorontzic 1 OTT Keg@tuian Eefanja Docrah TA 2023 dan 2025 [=d, Triwulan ) pEds
Pemerintzh Frovins Gorontalke di Sosontakn
z 325 | ¥sbupzaien Bone Bodanso 1 DOTT Mepatukan Belanjs Datah TA 2022 dan 2023 (=4 Trwulan i) pads
Pemerinzh Kebepsten Sone Bolenso i Suwews
3 325 | ksbupsten Gorootsia 1 DFT #epatukan Belanja Deedsh TR Z0ZZ den 2023 [=d Triweulan 1] pads
pemerintah ksbupsten Soronzho d) Limboto
4 330 | Kebupsten Pohuwato 1 DT Kepatuhan Beiznjs Deedah TA 2022 den 2023 (5.4, Trweulan i) pade
Pemerintzh ¥2bupsten Pohuwato di Maris
5 331 | otz Gorontaia 1 OTT Keg@tuian Eefanja Docrah TA 2023 dan 2025 [=d, Triwulan ) pEds
Pemerintzh K& Eoromtaio & Gomontso
tumizh 5
Wox | provins Suiswes Sarst
i 337 |- Provinsi SulewesiBarst z DT Kepatuhen stes Belanie Dserah Tahun Anggeren 2022 5.0. Oktober 2023
pads Femesintal Provins Sulswesi Barst & Mamaj
2 333 | msbupsten Mamass 1 Kneriz stes Lgsye Pemeriszl Dasrsh dalam Perepsian  Renurunsn
Prevelensi Sfmbng Tanun ARggaran Z02Z dan 200% psd3 Pemennizh
E=bupsten Mamats o0 nstEns Terkeit Lainnya di Memasa
E 334 | Kebupsten Msmiup: 1 komeris stes Upsys Pemennieh Desrgh odalsm Percspsian Penurunzn
Prevelensl Sumong Tehun Anpgamn POET dan 2023 pada Semerntzh
Ezhupsten Memaje dan Instens) Terkait Leimays 4 Mamagu
4 335 | Ksbupsten Memufe Tengsh 1 O7T Kepstuhsn stzc Eefaniz Deerak Tahun Anggerzn 2022 =d. Oktober 2023
pada Pemernntah Ksbupaien Maniju Tengsh di Tobadak
5 335 | Kabupsten FaasnghEyy 1 | oTT sepatuhen stz Belsnis Deerah Tahun Anggersn 2022 £ 0 Oktober 2023
pads Femesintah Ksbupstsn Peissgikayy & FazaaskEu
[ 337 | kabupsten Folewsl Mandar 1 | Kirenz stz Upsys Pemenntzh Cassh dalsm Percepstsn Pemorunzn
Preveiensi frunpong Tanun Ansgaram 2032 deEn 2023 padd Pemenimtzh
Kzbupeten Folewsl Mandar den instsns Terkait Lainnya di Polewsd
Furnisit B
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MNe Ut | Enmies Il | LapofEn Hesl Pemesiasan
il | provins Maluky
1 335 | Provinsl KMaloku L | O7TT wspaiuhan at3s 8elanfz Deersh Tohun 2022 420 2023 pads Femsrintah
Frowms] Meluku
2 339 | Ksbupsten Burd 1 O7TT ¥=patuham atds Eelanjz Ozerah Tehun 2021 dan 2023 gsds Pemenimzh
Kzbupaten Sory
3 340 | Kabupsten Guru Selzten 1 | OTT Kegatuhan 3135 Beiznjz Deerah Tahun 2022 dan Z023 pads Pemernintzh
Eshupsten Soru Ssiatan
4 341 | Eabupsten kepblauan A 1 | OTT Kecatihan #tas Selanis Deersh Tehun 2022 dan 3023 pads Femeanmsh
¥=bupaten Kepulsuanar
5 347 | msbupsten Ssram Bagian Barat L | O7TT wegatuhan at3s 8elanfs Deersh Tohun 2022 420 2023 pads Femsrintah
Kzbupsten Serem Bagian Beret
= 323 | KotsAmbon 1 O7TT ¥=patuham atds Belanjz Ozerah Tehun 2021 dan 2023 gsds Pemenimtzh
HoE Amoon
Furnisit B
el | provins Mlukl Utere
4 344 | Proving MWsluk Uigrs 1 | oOTF kepEtukan s Mensjemen aset Tetap TA 2022 den 2025 [semesert)
padz Pemerintah Proginss Aaiulns Uiars di Sofd
EE L3 1 BTT ¥epatuhan 53 Penyusunan Anggarsn d2n Belenjs Deersh TA 2022 dan
T& 2023 45, Chinber 2023} oads Pemenntah Provinsi Malulky i22ra di 5ol
F 345 | ksbupsten Hadmehers E3rEt 1 OTT ¥egatuhan atas Penyusundn Angearsm dzn Belanja Caersh TA 2022 dzn
T4 2023 (5.4 Okrober 3023) pads Femerintsh e2bupsten Helmahers BarEt
drizilnia
E 347 | usbupzten Halmahers Seizian 1 BTT ¥epatuhan 5= Penyusunan Anggarsn den Belenja Deersh TA 2022 dan
T& 2023 {5.d_Oktober 2023} pad=s Pemennmh £3baepaten Halmshers Selatzn
dr L=huha
4 345 | Esbupsten Haimahers Tengsh 1 | OT7 ¥esatuban 265 =|_Er1'.'l:5|.|r13:7 Anzg=ren dan Belenjz De=r=h 74 2023 dan
Ti 2023 {z.d. Cktober 2023} pada Pemenintah Kabogaten Halmehess Tangzh
diweds
3 342 | Ksbupsten Helmehers UIEE 1 DT ®=gpatehan s12s Penyusunan Ansearsn gan Belenis Dasrsh T4 2022 d=n
TA 2023 (sd Cidtober 2023 pada Pemenntzh Kzbopaes Halmshers Utsrs
di Tol=to
& 350 | kabupsten Kepuolauad Sus 1 DA ¥epatuhan atas Fenyusundn Anggaram dan Belanja Dasrh TA 2022 d2n
T& 2075 (=0 iDktober 2023) padz Pemeririzh £abupsten Kepulsean 3ol
diZanans
S 351 | Motz Tidore eguladan 1 BTT depatuhan sts Penyusunan Anggarsn den Belenjs Deersh TA 2022 dan
T& 2073 [z 4 Oktpber 2003 pads Pemennish Kotz Tidore Kepuisuan
Jurmsish B
WXl | | Browinst Fapss
L 352 | Provins: Fepua 1 | Kirenz atas fekmvitss Fengelslazn Earang Wik Cassh Tehon Z0ZZ den
1023 jzd.Semester |) pads Femsarintsh Provensi Fspus Diiayapers:
2 353 | Esbupsten f=yEpurs L | OTT Eepatuhan stes E=lanjz Daersh Tahun Snggeren 1027 dan 2023 (=4
Triwwisn 111] pads Permeniniah Kebopaten leyvapura di Sentam
F 354 | Wsbupsten Kepulausn Yspen 1 Kimerjs stz Efeirvizas Pengeloizan Bzreng MESk Daz=h Tahun 1623 pads
Kzbupeten Kepulsuan Yagen di Sern
3 355 | Kabupsten Sumian 1. | Kimerje:atas Efektivitss Pengeigiaan Barsng Milk Daemn Tehun 2623 pads
Pemerintsh kabupatsn Supion & Sorandiweri
sumlzh =
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WEly | Provinsh Papie Pegunuegan

1 155 | ‘Provinsi Papls Pesununzan 1 BTT ¥epatuhan 5155 Selans Deersh Tshun Anggarsn 2022 pafs femerntzh
Brovinsi Papgus PEgunungan 4i Wamsns

357 1 DT ¥epatohan atss Belanfa Deersh Tahon Anggsran 2023 {=.d. Triveudan 11)
patz Femerinial Provinisl Papua Pegunungan di Wamens

DT Wepatuhan stes Belznjs Dasreh Tohun ARgEerEn 2022 dan 2023 {52
Triwulan il dan Persefolaan Barang Milik Deersh delam kaitan Sembantukan
Ozer=h Otonom Baru Tshen 2023 pads Pemenntsh Esbupatsn lsyawiieye di
Wamehz

ol

k- 358 | Kebupsten lsyawlzya

[
i

Esbupsten Mamberamo Tengsh 1 o 'l'.Eq.'.E'l'l.lh:“II'l =tez E=iznjz Deersh Thin &nggsrsn 1007 dan 2023 (5g
Trivnizn 1) pads Pemerintan Kebupaten Mamberamo Tengsh di Kobakms

Jumish £
Xixy | | Proyinst Fapua Saiaten
380 |-Provins: Papus 52iEtan

OTT ¥epatehan 3125 B2lani3 Desren Tehion &nggaran 2022 pacs Pemenntzsh
Proving Papus Seisten di Mersuks

=
{ ol

361 1 | OTT kepstuban atas Selanja Desrah Tahun Angzeren Z0Z3 {=d. Triweian IH)
pada Femerint=h Proving Papuz Selstan o Mersuie

z 352 | msbupaten Mspp L | OTT Kspatuhan st=s Esiznz Dasrsh Tehun &nggeren 1027 dan 1633 [=d
Triwisn 110] pads Permeniniah Kebopaten Mapoi 4i Kepd
F 383 | Kzbupsten Marauks 1 07T Wepstuhan Stes Eeianjz Dasrsh Tahun AngZgsfsn 1032 dam 2023 {54
Triwsizn 1) San Pengelalizan 8arang Witk Geerzh Sefam Katan Fembeniukzn
Czerah Oionom S3ru Tehun 2015 pads Pemennizh Kabupaten Memuiis den
Enmit=s Terkatt Lainnya ol Mergube
durmnish £

oW | erovinsi Papss Tehsah

OTT kzpatuhan at3s Selinia Desreh Tehen Anzzer=n 2022 peds Pemerimiah
Frowmsi Papus Tengan di Habirs

[H]

354 | Provins Papus Tengsh

3ES 1 07T Kspetuhan atas Belznja Deerah Tahum Anggsran 2023 {20, Triwdfen 1)
padas Pemernntah Froving Papus Tensah o Mabire
F - 386 | Kabupsten Nzbire 1 | OTT Kepstuhan stes Beisnjs Daersn Tehun anggsfEn 10322 dsm 2023 {=d

Triwwlzn 1)) 23n Fengslofzes Sarang Witk Dasrzh defam faiten fembemukean
Cersh Otonomi Baru Tahwon 2023 pads Pemerinteh Kabupaten Nabire d=n
Enmtss Terkait Lainnyz 4l webirs

Jurnish 3
KXW | Rravinsl Faphs Barat
1 3E7 | ‘Provinsi Papus Barst 1 Kinerjs atas Eieimeitas Manajemen Asst Tahun &nggarsn 2022 5.4 Semester
[ 20232 pads Pemennizh Provins Pepus Barst dean Instsnsi Terkan isinnys 4
hdsnokwar
IEE 1 OTT Xegatuban Jias Selanfa Oeergh Tahun Anggern 2022 dan 1023 (zd. 30
septemieer 2023} pads Pemerintzh Prownsi Pzpua Barst dan Instans Terkslt
Lainny= di Manchwer
k- 3EZ | Wsbupsten KEimans 1 DT ®=gstehan a@s Belenis Deergh Tehen 4nsesrgn 2022 dan 2023 (.4 30
Septermber 2023 pada Femeinish Eabupaten Eaimana dan instend Terkat
Lainnys di Katmens
3 370 | kabupsten Teluk Wohdzma 1 DFT #epatuhan =tes Belznjs Deersh Tohun Anggeren 1032 dan 2073 (=4
310 Septzmber I023| pada’ Ksbupaten Teluk Wondems den Inftans Terksit
Lainnyz di Basiel
tumizh &
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ROV | Rravinsl Faphs Barat Desye

1 371 | ‘Provins Papus BarstOeye 1 DOTT ¥apatuhan stzs Belanja Deerah Thun Angszran 2023 {=.d. Triwudan 1)
pads Pemerinizh Provins Pepuz Barst DRy < Sorong

F 373 | kabupsten Maytost 1 OFT ¥=gatuhan atas Belgnja Dasreh Tehun SngEards 2022 dan 2023 [=d 30
Feptember 2025 pads Pemenntaiy Eabupeten Meybret d=n Ingt2ng Terksit
Lainmy= di Kumierkex

E 373 | ¥abupzien Sononz 1 DOTT ¥epatuhan atzs Beiznjz Dasrah Tehan Ansgsrsn 2027 dan D023 (5.4
31 Ckyober 2023) gads Pemennish ¥3bepsten Sorong d2n Instansd Terksit
Lainny= di Almes

4 374 | Ezbupsten Sprons Selatsn 1 | O7F xesatuhan 335 Belznfz Oeergh Tahun Anggeran 202Z dan 1023 (zd. 30
septemieer 1033} pads Pemerintab Ksbupaten Sorang Seiztan dan instenrs|
Tervait Lainnyz d Teminzbuan

3 373 | ¥ot= Sorong 1 | BTT¥epatuhan Stas Belanja-Dasren Tehun Ansgaran 2022 dan 7023 (54 36
September 2023} pads Femenniah Fots Sorsnz dan Instans Terksit LeinmE
di Forong:
lumizh 5
lurmnizh LHE paits femsrintah Deerahdzn UMD 7=
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Lammpiran A3

Daftar Laporan Hasll Pemeriksaan (LHF) HPS [l Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya

3 t | PerumlssaTir= U 3 Kingrjz Stsf Peng=ialzan Fomber Dy A Lnfuk Memsruhi kebutuehan
Wzsyarzkat Tehen 2022 =4, Samester {1 Tehin I02% padzs Perum =3 Tee= 1l
dgn InstEng Terksit Leinmye di leksrts dan lzws Sarat

r T | BT Geq Dips Ensrs: | Perserg) t | DTT Xepatehan stas Pengelolzen Reuangan Kegiatan Skeplotnas; Pemaniaanmn,
dan DOperzsignal Tshon 2022 =0, Samester | Tehun EO23 pads #T Geo Cips
Encrgi (Perzerol o D30 Jakerts 250 Deersh

3 2 | erindcfarmaThi 1 | DTT kepatohan-stzs: Pengelalzan Pendapatzn, Beban, dzn Kegisten invesias|
Tehun 2020 £d Semester | Tehen 2023 pads PT indolarma Thk, Anzk
Feruszhazn, den inssznsl Terkait &l zws Barat den DK izkers

2 2 | PTPegadiizn 1 | OTT at=s Perselolzan Fanddpstan, Bigys, dan Investes Tahun 2021 dsn 2022
cads FT Pessdaisn dan Instansi Terkait Lainnys of Jakers, Jaws Tengsh, l9ws
Timur, 83!, Julzwesi Selstan dan Sumsters Litars

‘5 s | FT==bukan indonssiz \Ezrzsrml 3 OTT Kepstuhan stE: PencsloEan dzr FeriEnzEuUnEiswabEn LsuEngen Tehun
Bukw I0I0 dan 2021 pads PT Peizbuhan tndonetiz (Perserm), Ansk berusshaan,
dan instsns Terksit di DK Jzkarts den Sulzwes Seiaten

a1 & | FT Pupuk ingooness (Persero), FT r DTT Kepatuhan stas Pengsiolazn Beban Operasionsl den nvestss| Tahiun 2020,

Pupuk Kefimantan Timur I0ZI1 dan T022 psda FT Puplk Indonesis [Fersero], FT Pupuk Ksimarten
TrmuT a0 Trestans: Terkait Eaimnys oi Kalimantan Timue Sul=wesi Seiatan, Muss
TengzaTE SErEt dEn Okl iskErs
I T | FT Fupuk indonese {Persero), 7T 1 OTT Kepsiuhan 3ias Penzelolsan Pendzpeian, Beban Operasionai, dzn
Pumik Indonasis Loglsml invesidsl Tefmen 2020,2024, 2022, dan Semester | Z0Z3 pads PT Puplk
mdanasia [Perseral, PT Pupuk indonssiz Logisde dan mstsns) Terkaid Latnnys
disumaters Sefatan, Jaws Tengsh, dsn D aksrs

8 3 FT Zarans Mult infrastruektur (Perzern| 1 OTT =tzs Famgeloizan PembEyean infrastruktur Tshun 2010 s.d Semester |
Tahun 2022 pada PT Saranz Mol infrestrukiur (Persero) dsn mstans Terkst
L=inmi=

= 3 | FT Zzninzh 1 OTT sepatuhen stss Pengelolaan Pendapstan, Beban, dean imvesias Tehun
202005 4. 1022 pada PT Sanirzh ot DKl igkara

jumian =
omisi \i-dan Komist &

1 10 | FT Benk Mandin [Persero) Tk i3 OTT 13z Pengeiciasn wedit Wholssale Sening Tahun Buke I019 dan I0I0
paEcs FT Bank Mandin |Perseno} Tk

Z 11 | FTiaminan Eredit indonsszia 1 OTT kepstithan atas fengelofaan Pendepstsn, Siaye, dan Investasi Tahon Buku
2021 dam Z022 pada PT Jzmiman ¥redit indonssiz dan anak Peruszhasn serts
mgans: Terait Lainmys-di DRI Jakara, Jawa-Barat, Jaws Tengah, daws Timer,
Lulzwes Isiztan, Sa3li dsn Sumatars Utars

iumiahy Z
womis in
1 1z | Badan PenyskengEars laminan Soskl 1 | OTT kKepetuhan =tz Pengelolzan ¥epesertzan, luram dan Belaniz Manfsat
Kesehsian T2hup 2001 s Semester { Tzhun 2023 cada Badan Penyelenggars femingn
Sosiaf Kesehstzn dam instansi Terkaiv Leinnys di OKI z2ka3 d2n Dasah
Fi i3 | Badan Senyelenzgars jgminan Sosial 1 | OTT secstuban zigs Beban Operasionzl dan Pengadean Barsns dan Jase Tehun
Keranaszzkerizan a2z 5.4 Trrwulsn i1 Fehun 2025 pada Bedan Penyelenggars Jaminan Sesial
WstenzzakerEsn
e i
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Nz, Lt | EntiEn L=poran Hawdl Pemeniszan
TE:
1 14 | imshtut Tekmologi Banduns 1 | OTT sepatehan stas Pengeiolaan Fendipsten, Selanjs, dan &sst pads memtut
Teknologi Bandung, Entites Anshk Usaha, dan Instzns) Terksdt Tshoer 2022542
Z0Z3 di Okl Jakarts dan faws Barst
r3 15 | Uniyersitas Sewizs t | oO7T sepstubian =t=5 Pengsinlazn Fendapeian, Belaniz, Asel dan KokayEen
w3l pada Universit=s Srawijaye dam Insisnsi Terksjt Lainnys Tahun 2025 s d
2022 di DK dakarts dan fesaa Thmur
3 15 | Universias Eponegoro t | DTT Fepatuncn 3133 Pengeslzan Pendzpaten, Belanis, dan A3t pade
Universites Diponsgorn, Entias-Anak Usaha, dan insigns Terksm Lainngs
Tahur 2022 5.4, 2025 o £Fi Jakarts 2en:iawg Tengsh
4 17 | Omiversitas Gadish kads 1 | DTT Kepatuhen ai3s Pengelolean Pemdspetan, EBclamie, dap Aset pads
Universitas Cadjsh Madz, Enotes Ansk, dan InsiEns TefE Lainmys Tehun
Z0ZE s, 10ES i DN Jskariz dan 0L Yogyskans
s 18 | Univermizas indonesiz 1 OTT k=pstuhan st3: Sanzsfolzan Sendapstzn, Belanjs, dan &sst pads
umversitas Indonesie, Entitas Ussha Lam, dan Instans Terksit Lainnye Tahun
22 sd 1003 i OF) j2kertE dan jaws Barst
7] 1z | Universioes Sumaters Uters 1 | OTT Kepssuhan 3tas Fengelolean Pendepatian, Befeafe, dan Aser pads
uniersitzs Sumisters Uiare, Entias Anak, dzn insmEns Terkedt Lainma Tahon
D02 s T023 di ORl ek dan sumates U
IumEEn <]
Wormizi al
1 20 | 2adan fengslois Tebunzen Ferumahan 1 OTT k=patuhan 2i3s Fengeicizan Azet BF Tiperz Tehun 2022 54 Semester |
EaayEn Tahun 2023 pads Badan Fengelcls Tsbungan Ferumzhan Retyat dan InstEns
L=in Terka
Z 11 | Bank indongsiz 1 | OTT gt=s Pencetaken, Fengeluaren, dan Pemusnghan Rupeh Tehun 021 pade
B2k Indonesa dan Instansi Terkart Lainmz
= 12 | Otoritss fess Keuansan L | O7TT == Pengsturen Can PengEwasen K=@aEtsn Perbreditan dan Pembizyzan
Sektor Pertankan dan industri Kewargan Nonbank Taken 2020 =4 Semesier
2022 pada Ofcrifas 1353 Keopnzan dan instens Terksit Lainmy= di iakart
jumieh = 3
Humizh LHE nads BUMN d=n Bzd9:20 Eainmye Z2
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Lampiran A4

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan [LHPY IHPS I Tahun 2023 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional

§ IDMET HEE PemBioEan

Eadan Mazions Pengelols Periatasan

Winerjz ates Efeldivitas Pembangunan Kawasan Serbatacan umiok
hWenzurangi KzseniEngsn dan MenjEmin SemersEan ol esvEsan
Perbatzsen Tehun &ngzaren 2021 =.0. Semester | 2023 psds:Badzn
Nzsional Pengdiols Perbgtasen dan instans Terkait LsEnnyeE 2|
Frovinsi DK| jskerts, Kalimznian Barat, Pagus; Kslimantan Uiasa, den
husz Tenzgars Timur

fl
(3

E=menm2aEn Dalam MEEER

woneriz stes Efekmatas Upays Mementenan Sslam Negen dalam
Fermstapan Bstas Dess dan Penimghkstan Kapssiss Pemerntzhan
Desa untul Mendukune Pembzpgunsn D3 Tecpadu Tshen 2024
5.d. Semestar | 20035 pads ¥ementenan Dalam Negen dar instEnzl
Terkait Lainmya '

Winerjz stzs Sfekovitss Upays Mementerizn Calam Megeri dalam
fenzelolzan  Eistem informas Pemeniniehan Dssreh  Serbasis
Elabtrondk pads Kementerizn Dalam Megerd dznoinstans Terksit
LEnnyz

Jumish

Krrsk v

Eemeriterian Feranizn

{FIT KEpatahan s1as Selaksznazn s=lanjz Barang dandelani tiodal
untuk Mendukung Pengembangan Komedites Unegulsn Tehun 2022
£d. Jriwuiss i 2023 pads Kemsmterian Pertanian din insEnsl
Teskait Leinnys &t Provins OF) f3ksris, Sumaters UErs, Sumatars
telzimn, Jawe Bayst, dows Tangah, fdwa THmor Bafi, Muss TEngEste
Baret, Nuss Tenggsrs Timur, dan Sulswes: Tengah

Jumizh

fementenizn Teia, Pembangurman
Dzerzh Teronzzal, dan Transmizrasi

finerjz st3E Pengembangan Kawssan Trensmigras Priontss Masonal
Tamun 2021 =.d. emester | Tshun 2025 psds Wamentenian Dasa,
Pembangunean Deersh Termnges!, dan Trensmegrss feriE insisns
Lain Terssit

Esmentenzn FekErasn Lmum d2n
Fersmanan RakyEt

Winsriz atEs ?en.b.angm infrastrobtur fbu Kot Nusamisrs Tahon
&nggaren 022 2.4 2023 (Triwuisn (1) sebagsi Bagian Pembangunsn
Tahap | Tahan 20222024 pads KEmanterian Pekeraan Umosm dan
Ferumshsn Rakystdan instans Terkeit Lainnye o Proyvinsi DF j3ketts
dzm Kzlimantzm Timur

Jomizn

m

Zadan Pensussnzan Kawaian
Perdzgengan Ssbas can Pelebunan
Bzkassabanz

Winsriz 2tz Efeknvizzs Penyslzngzersan Fenzembangsn dawassn
Fesdagangzn Bebas dan Pelabuhan Sebas Sebang Tahun Anggarzn
1020 0. Tahen 2023 [Semester|] pads S=dzn Pengisshasn Kawasan
Perdagangen Bebas dan Fefzbuhzn Babes S2bang [BF«T) dan Instens)
Terkait Leinnyze 4 Sabanz Bands Aceh, &cteh Besar danizkens

Jymizh

Lamparan
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et | Enptzs i Lapocen tasd Pemesissan
I KeeHzh vl
1 E Sadan informasi Seospasial 1 | winera st== Efektvitas Senyedisan Pefs Desar dan |oirestookoer
informas Gesspazal Pendukung yang Berkualitas den Siap Pekal
dalam S3ngie Mendukung Ketersedizan &kses-dan Ssmanfisten
informas Geospasiel Masional Tehun Angearan 2022 =.0. Semester
| Tehun &nge=ran 1013 pads f=dan informasi Geospasizl |BiE) dan
Inszznzl Terkait Lainnys 4 i3we B33t fosh dan Sulgwes Uiars
Jumizh £
W Hiomisl xi
1 z ESMEmETiEn LSuEngEn 1 | sinerjz-sias. Eokhviss Pengeinlzen erjEcema Permerimtzh dengan
Bacan Usaha: dalam Rangha Mendokure: Kebotuhan Pendanazn
Fenyedizan infrastruktur dan Pengemmbancan Wilayzh Tahun 2020
34 2013 psds KemsSnterian Keusngan seizku Pengeiols- Fiskal
rementerian PPN/ Sappenss, dafy nsens Terksit Lsinmys of DK
Jzkeris, Deerzh dam Luar Megen
Jumigh LI
Vi Linss Komizi
1 0 | Eementenen Kecrdingior Bidans 1 | OTT 313 Peryelenggarman E=wasen Ekonomi Khusus F2hun 2018
Serekonomizn 50 Z023 pads Dewan NEsionsl Wawssan Ekomoml whusus dan
kementerian soerdingtor Bidang Ferekonomisn serts instans! Terksit
Lainnya 4l D jzkaris dan Deersh
=i 1
Jumiaf LHP FN-Z - PEngembsngan Wilsyak pada in
B Bemennzh Daemh
I Frovinsl &ceh
1 1t | Ezbopsten Arch-Singkll 1 | winerjz ata= Efevmvitss Gosyes Pemerinteh Deesh dalsm fengustan
kelzmbagasn Dess. Pengendshizn Penggunzan Denz Dess dan
Fergeiglzan UM Desz umtuk Mendukung Fembarzunan Des=
Terpedu Tahun 2084 =d. Semestsr | 2023 pads Pemenntzh
Habupsten Ac=h Singkll dan instans Terat Lteinma
F ] e=bupsten Aceh Tenzgar= 1| #iners stEs ffekovitas Upsys Temennish Desreh delam Pengsiolaan
Mondofon Spenging untuk Menduluns Belsnjs  Dasrsh yamg
Bervualitss Telah Memada gade Femerinizh sabupsten Areh
Tenggars TA 2021 =4 Semetterd 2023
3 13 | eshupaten dceh Timur L | #ineriz ztas Efeknvitzs  Upsye Samerintsh DOszersh  dalam
Fembangunan Kewssan Perdesaan umtuk  Msmpsrcepat | dsn
Meninzvathan susfitas Pelzyanan, Fengemoengan, Ekonoml, den
Fembardayssn Mesygrakat Dess Tahun 4nggsran 2021 5. 0. Semester
2023 pads Pemerinteh Esbupsaten Acsh Timor dan instens Terksit
Latnnya 4 idi Rayeus
& 14 | BT Eank Acsh Syarian 1 | O77 Kepzirhan ates Penesioiszn PFembidyaan Tenun Suhy 2022 o=
Semester | 2513 geds T Bank 2osh Syarizh 2l Kemor Pusst Kamor
Catang Utama, dan #antor Cebang
dumizh a4
i Frovinsi Fumigtens Ltas
1 13 | Frovins Sumsters LEErE 1 | Wmerjz stss Pemenkssan Efekbyiies Upsye Pemenntat Deersh

daizm Penyelznsgarssn kewssan Ehonomi chises [KEX) Z=i Mangks
Tahun &nggatan 2021 5.2 Semester | 2023 pads Pemenntah Poovins
Sumaters Utarz can instensi Terksit Leinmys ol Medan
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et | Enotas

i
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Esbuoaten Samasir

1 enomEn Haw Pemeakssan
Winerjs 3isz Efektviizs  Upays Femerintzn Dasrzh  dalam
Femmbangiane Ka¥Esen Perdesssn Fanisi Pasir Push Parbaka umik
Mempercepat dan Meninskatkan Kualits Pelayanan, Persembangsn
Exonomi dan Pemberdsyean Masyarskst Oosa Tahen Angpsen 2021
34 Semester | 2023 pads Femerintah Kzbupalsn Tamosir dzn
inst=ns Terkatt Leinmye 4 Pengurursn

3 17 | e=sbupsten Smalunzun

wnsriz  3my Efeknyiss  Upeys Pemennmh Dsersh dalam
Feryelensearsan Kawassn Sonomi Khusis (KER] S&l Mangkei Tehan
anggaren 20I% 54 Semsster | 2013 pads Pemerimish Eacuepsien
Simalungun dan instansi Terkat Leinmya di Pamat=ns Raye

4 1= | e=shupsten Tepzmi| Selaten

b

#imers 2t=s fekmvitas Upsys Femerni=h Desreh dslam Pengsiolaan
Mondofon Spenging  untuk Menduduns Beilsnjs Dasrsh yamg
Berkualitss Tehun Arggasan 2021 sd Semester | 2025 pads
Pemerinth Ksbupaten Tagamuli Selatzs dan lasteasi Terkait Lainnys
4 Sipirok

I-H

fzbuosten Tepenul Ut=re

wneris stz Sfekmyvites Upays Pemennish Desrsh ozlsm Bensaipnlsan
fondotary Sgending onfuk Menduiung Belsnjz Deerb yane
BerkuzlitEs Tehun Angearan 2021 sd. S=mester | 2023 pade
Femenntzh Ezbupaten Taganull Utars dan Instansi Terkadit Lainngs
i Tantung

B 30 | Esbusaten Toba

Winerjz =8z Efektiviizc  Gpays  Pemerintan  Daerah  dalem
Fembangunen KewsSsEn Ferdssszn umtuk Mempsroepst  dan
Weningkztkzn Kuslitzs Felayanan, Persembengesn Ekopomi, den
Femberdeyaan Masysrsiat Dasa Tahun Anggarsn 021 5.0 Somester
| 2023 pads Pemerintzh Kabupaten Toba dan instarsi Terst Lamny:s
4 Bafigs

7 21 | FOAM Tinaned

BT Eepawunen st Opessienal -Ferusshzan Umum,  Daerh
Tireanadh Tebur Anggaran 2022 dan Semastest 2023

& 22 | ¥T Sank Fembanzunen Daersh
Tumizters Utars

b

OT7 ¥epatuhsn #tz Pengalolzen Yredit pada #T Sank Pembanzunan
Daerak fumaters Utefe Tahun Suke 2023 ¢ d-Triwalan 11 2023 dzn
inst=ns Terkat LEinnye o hedan

Jumizn

i FProvinst Sematera Barat

1 23 | esbupaten sgz=m

dinsriz zms Efekowiz:  Upsye Semadinzsh Dsersh dalam
Menmgkathan Froduitivitae-Padi dan Sasung Tahun Anggaren 021
£ Samestsr | 2013 pacs Femenntzh £sbepsten Azam

Fl
[}
B

fzhbupsten Fedeng fzraman

finerg - 3E:  Efekowitss Upsys  Femenntsh Dgersh dalzm
Meningkztkzn Procekbivites Fedi dan Wakso TA 2024 =.d. Semester
| I0Z3 pads Pemernintah Eabupsten Facang Feraman ol Fart
tAglintzng

3 2= | eshupaten FesizivSsiztzn

dinsriz zms Efeknutz:  Upsie Semarinzh Ozersh dalam
Fembanguenen KEw3sEn Perdesssn untuk  WMempsroepst  dsn
Wenjrzkatkzn Kuzlitss Felayensn, s=ngembsrzer Skonom, dan
Femberdsyasn Masyarakat Dess Tahun Anggarmn 2021 5.0, Semestar
| 2023 pads Famerintah ¥=bipaisn Pesilr Selaten dan Instzrmsl
Teskait Lainnye df Peinan

& 26 | Esbupaten Sjumjuns

Vinerz -z Efektivitss  Upsys Pemerinh  Daersh  dafzm
Weningksthan Produkmyizs Fadl dan f3gung Tahun Anggaren 2021
5.d. Semestsr [ 2025 peda Pemerintah Kabupsten Sjunjeng:

5 27 | eshupaten Splok Selstan

dinsriz zms Efekowiz:  Upsye Semadinzsh Dsersh dalam
Menmgkathan Froduitivitae-Padi dan Sasung Tahun Anggaren 021
£ Samestsr | 2013 pacs Femenntzh £abepsten Solok Seiztan

] 25 | Foi3 Pariaman

finerg - 3mEE Efakrivitzs Upsys Femenntsh  Dgersh  dalzm
Fengembansen Produk Ungeulam UMM Tshun snggeren 2023 sd
Semester | 2023 pads Femerintgh Kotz Feraman
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Entrizs
Eoi3 Fayskumbeh

1EnoEn Mt PemasksEan
Winerjs 3isz Efektviizs  Upays Femerintzn Dasrzh  dalam
Fengembang=n Produk Ungsulan UMKRY TR 2021 5.4, Semesier |
I023 p=da Femerintzn Ko Feyskumbuh

kot= Solok

¥ineria @tes: tfebktwitzs Upsyz Pemerinih Dasrsh  dalam
Penzembanzan Produk Unzsulsn UKW Tehun Anggeren 202154
Semiesier | 2023 pada Femernntzsh fotz Solok dEn Instass Terkat
Lainnys & Soiok

Jamizh

Prowins fiau

(M}
[

=hupsten Il.'.-lil'ig-ll'- Huly

b

sinerz s@s Efisiwitas Upsys Pemerimizh D=ergh |:i_a|5m Pengustan
kelemibagasn Dess, Penmgendsiizn Pecsgunsan Dans Dess den
fengelolzan SUN Doz omuk Mendukung Pembangunan Dess
Terpedu Tshunm 3021 sd. {Eemester || 2023 pads Pemenntzh
s=bupeten indragin Hule d2n instanss Terait Leanmye 4 Renget

Fl
b

E2buDstEn KUENEn Snging

woneris 313t BREaDitss UpSyE Pemerninten DEsren dalam Pengustsn
#elembazaen Desz, Pengendsiizn Senggunzan Dans Dess o dan
Penzelclzan UM Dess untuk Nendukung Pembzansunzn Dess
TJerpadu Tehum Ansgeren Z0H =d. [(Ssmesme 1) 2023 pads
Pemennizh Ksbupsten kusnm@En Sinsinzi 2zn Instznal Terkait Lainnys
o Teluk Kuantsn

EOT= DurmsE|

b

Rineriz gizs Pelzhsarasn Program Mobilite: Penguddlk’ & Perdtaan
Fermuliman kumoh dalsm Mendukung Pengembangzn Kawaszn
Ferlptsan Tzhun Anggsran 2022 =d, 20E3 |Ssmesigr || pads
Pemerintah Kosd Dume: dan instans Terkst {sinnys of DumaE

Jumizh

Eroving f2mbl

4

Eebugaten Tanfung Jebans Barst

Wineris 3tas SfekDvites Ypsye Pemennten Dzsrsh dalam Pengusisn
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Jagueg Tahun AnEEarsn 1021 £E tamaster | 2073 pada femenmah
¥abupsten Bersy dan instans Terksit Lainnys
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Daftar Singkatan & AKronim

Analiziz Bzban Karja

A0

Alpkssi Dana Desa

Adpin

Advoiasi, Pengserskan dan informas

Aiss

Anzliza Hargz Satuan

alg

Asign Infrastrocture Invastment Bonk

Aloptams

Algt Dperasicnsl Utamsa

amdal

Analisiz mengenai dampak lingkurgan

47ED

Angzaran Perdapstan dzn Belanjz Daarzh

AFBN

Angsaran Fendaostsn dan Belanz Megza

4PH

Aoarat Penegak Hukum

Apixasi 3ehet indonesian:

Aparatur Sipll Megsrs

Bafai Hatpzn

Ealz| Kzzshatan Pensrhaczan

Banparpo!

Bantuan Partsi Folibk

Bapas

Bafal Pemasarzkatan

BaF®

Badan Adhoc Penyelenzgsra Pemilu

Bappenzs

Badan Ferancanasn Pembangunzn Nasions!

Baran

Baranz Azmpazzn Nagarz

Beszrnas

Badan Mzsions! Pepcarian dan Pertoiongan

BAST

Berita Acarz Sarah Terima

BENKB

Bea Beitk Nam=s Kendarsan Bermaotor

m Dhafiar Fincykeatans dan Rlerim:
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BBL

Bayi Baru Lahir

BOPK

Bank Dengan Pengawsasan Khusus

Bhabinkamdbmas

Bnayengkars Pembing Keamanan dan Reterdban Masyerakat

BGS Bangun Gunz Serzh

= Bank |ndonesiz

BiG Badan fnformasi Geozpazial

Bimt=k Eimbingan Teknis

Binmas Fembiraan Masyarsist

Bipih Bizya Parjalanan lbadeh Hajl

BAD Bzdan Msuangan dan Aset Daersh

BEXBN Badzan Kzpendudukan dzn Keluzsrzgz Berenczns Nasionsl
BEN Badan Kzpegzwsian Negsrs

BET Biaya Kulizh Tunsgal

BLY Badan Layenan Umum

BEUD Badan Lzysnan Umum Deersh

BAD Barang Milik Dasran

BMHP Banan Medis Hebiz Pakal

BMES Badan Metzorolosi, Elimatolog), dan Geofsiks
BMN Barzng Millk Negara

BENPE Badan Mazignal Pzrangzulangsn Bencans
BMNFPP Badan Mazional Pzngelols Perbatasan
BMPT Badan Masignzl Pefsngzulangan Terorizsms
BOS Bantusn Dper=zionzl Szkolsh

BF Bukzn Peksria

EFED Bzdan Pedznzzuizng=n Bsncans Dasrsh
BFD Bank Pembangunzn Dzarzh

L3 ] Tabun 2023




BPD - Beank Permusyawarstan Dess

BPFHTB : Beas Parolenan Haek =tas Tanah dan Bangunan
BPIP : Badan Pembinaan Ideclogl Pancasilz
BPRIZ E-:adan Penpzlznzzsra Jaminsn Sosisl
BPE E-:adan Pemsrikss Keuangan
BPHE Buku Pemilik ¥=ndarsan Bermotor
BP¥S Bzdan Fengusshasn Kawazan Perdzgangen Bebes dan Pelzbuhan
Bebas S3bans
BR3M : Badan Pengawasz Obatdan Mazanan
BRPD : Badan Felayanzn Pzajzk Dasrah
BPRPD : Badan Pengzslolz Perbatzsan Dasrah
BRZMI : Bzdan Perimdungan Pekerja Migran indonesia
BPR : Barnk Parkreditan Hakyst
BPRS - Bank Perureditan Aakyat Syarish
BFSDMIT - Badan Fengembangan Sumber Dzys Manusia Industr
BT : Buy The Service
BUMD. : Badan Usaha Miiik Daerzh
BUM.Daza : Badan Usaha Miiik Desa
BUMN Badan Usana Miiik Negsrs
BUN Bendshara Umum MNegzra
BLPFP Badsn Usaha Fambangun dzn Pengelo=
BUS Badan Uszha Syarish
BWN-KP . Bataz Wilayah Negarz dan Kawsasan Perbatzsan
a3 ] Bakan Berbahzya Beracun
C
CB : C=zgar Budays
CBN - Ceg=r Budays Nezwona!
COiT - Centerfor Compunng ond (nformaton Technoiogy
COVD-13 : Cororg Vinns-Disegse

m Dhafiar Fincykeatans dan Rlerim: [HPS [l Tahun 2027 enmmm—




DAk

Dzna Alokss Khuzus

Dapobud

Daet= Pokok Kebudsy=zan

DEOM

‘Dzsain Besar Olanrags Mazions!

Dikbangzspes

Pendidikan Pengembangan Spesisfisas

Clinies

‘DinszsHezehatan

DHrektorat PP ASAF

‘Dirsigorzt Fenampztan Pemerintah Xzwazan Asiz dan Afrika

DHrian

‘Diretoter lenderal

Dirien Hublz

‘Direkzorat lenderdl Parhiubanzan Laut

Bizperkim

‘Dinzs Perumshen dan Kawsasan Parmukiman

Ditpen Dukcegi

Dirextorat lenderal Kependudukan den Pencatatan Siph

Ditpen PDALRH Direitorst lenderal Pengsislasn Dseran Alman Supgsl dan
Rehabilitzsi Hutan

Dtfan PSEP ‘Diretitorat Jenders| Pznanganan Sanglksta d=n Konflik Pertznah=n

Ojt. Belmawa ‘Diremorat Pambelziaran dan Kemahssiswaan

DLy Dgerah Istimews Yogyaksrts

3] 13 Dzna lzminzn Sosizl

DLl Disbursement Linked Indicotor

DLR Disbursement Linked Results

DEa ‘Dokumen Pelakzanazn Angzaran

DFK ‘Dana Fihak Ketizz

DFMPTEF ‘Dinss Fenanzman Modal dan Peiayanan Tergadu Satu Pintu

BER ‘Destinazl Fariwisats Frioritas

BPRET ‘Departemen Jass Perbanken, Perizinan dan Coerdsionz] Tresun

GPRE Dewan Perwakilzn Rawyst Dzersh

GPS Deparmsmen Peogsdesan Stratsgs

BPT Daerah Paeizr Teluw

OFLU Dzpartsmen Panssioizan Usng

DEW/BfC Dewan Pimpinan Wilzyan/Daerzh/Czozng

DTES Dtz Terpadu Messanierzan Sosizl

oTT .Dangam Tujuan Tertantu

oOTd ‘D=iia Tranasfer Umum

LS ] Tabun 2023
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El=imil : Elektranit Sigg Nikoh Sop Hamil

EMIIS : Education Monogement information S¥stermn

ESDM : Energi dzn 3umber Days Minersl

e-PPEEM : Electronic |eplikssi) Pencatstan. dan Felsporsn . Ginl Bsrbasiz
Maryarakat

3E Kztdzxnemstan, ketdaksfisiznan, dan Ketdakefeknfan

FACSE : Fast Mowving Corsumer Soogs
FOLY : Forestry ond Other Lond Uses
FTA : Free Trazde Agreement

Eik Gerakan Mdonesiz Kalzyani

GG Geographic informaotion Systam
GNRM Gzrakan Masiona! Revolusi Mental
GAR% Gzs Rumah Kzca

ERM . Garskan Revoius: Ments!

Gio & . Govemment 1o Governmeant

HARM : Hak azzsi Manusia

HETS : Hazzil Ceiak Tidsk Sempoumms
HFL : Hzk Penzeiolzan

Hudeay : Hunmron Develooment

114 . [mzentf Berbasis Hinarz

HEH . imtangibde Cultunol Heritoge

Daftay Bmgkaten dan Alwomm RS [ Tahun 2027  cx—




ICEM

Indeks Capaizn Revoluszi Menial

IS Interoperobility Communication System

IHFS lkhozar Hazil Pemerikszan Samester

up Imib=zl Ja=za F2njaminan

KM Imdu=tri Keci] Menenzah

IKN o Kota Nusantzrz

IKNB Imdu=tri Keuznzan Noa Bank

[PAL instaizsi Pengolahan AirLimbshk

id] luran Pengembangan lnsotusi

PP Indeks Fengelolzan Kawsssn Perostasan

PETrans Indeks Ferkempangan Kawasan Transmigras)

EFNE Indeks Pembangunan Manusiz

PO Initral Fubhc Offering

IFFH lzin Prinsip Fermanfaatzn Ruang

rPC Indon=ssion Trade Promooon Cemter

1P Izin Usaha Pert=mbsngan

(18104 lzin Uzaha Permambangan Khuses

L-SPHERE Indonesio-Supgorting  Primory Hegith Care Reformiinocnesic
Supporiing Primory and Referro] Heolth Cors Reform

I'DHE Integroted Disiglin

HE Jakortg internotipaal Stedram

IEN Izminan K=sehatan Nasional

1] Izicsa Penuntut Umum

HAK Kerangka Acuzn Karja

Kakerbinmas ‘Fepalz Korps Pembinzan Masyarakat

KBi ‘Fewasan Baratindonssia

KCKR Kzrya Cstakdan Karys SsiEm

LS ] Tabun 2023




KEK

Kawesan Ekonomi Khusus

Kemend=gn

Kementerizn Dalam Negen

Kemendsss POTT

Kementerizn D=sa, Pembangunsn Dasrah Teronggal, dan
Trensmigrss!

Kemendikbudrizteh Kementzrizn Pandidikzn, K=bud 2y, Ristei dan Teknofog

Eemenhub Kementzrizn Perhubungsn

Memenkes Kzmenteriar Kzsehztzn

Kemenks PMK Kzmenterian Koordinator Bidsng Pembanzunan Manusiz dzn
Hebudaysan

Femenkumham Kementerizr Hukumrdan Hak fcasi Marusiz

Kemenpaora Kementerizn Pemuds dan Dlabrezgs

Kemanterian ATR/BFN

Hemantsrizn Agrariz den Tata Ruang/Badan Pertananar Naziaonz|

Kementerian LHE

Kementerizn Lingkungan Hidop dan Kehutensn

Kementarian PANRE

kementerizn Pendsysgunsan Aparatur Megarz dan BEsformas)
Birokrasi

Kl fawssan |mdustr

Kig fartu Imy=ntans Barans

KIE Komunikasi, Informasi; dan Edukes

KIFT: Koordinzss dan integrasi Penysisnggaraan Transmigrasi
KIR Kartu Imwentafis Rusngan

KEPR Kezsesuzizn Kegizton Pemanfestan Ruang
KMEE K=rd=i Mutu gz Kandall Bigya

EME-TR fredit Modal Ksriz Transaksions! Rekanan
E Hegiztzn Prioritas

P Fuzsz Pengzuns Barang

KPBY Kerjzzama Pemennizn dengan Badan Usshs
KPM Ke=luzsrgs Pemeoms Manfaat

KTi Kawsssn Timur Indonesis

KTEN Kawe=an Transmigras: Prioritas Nazional
KR Kradit Usanz Bakyst

K/L Hemanterizn/Lemosgs

m Dhafiar Fincykeatans dan Rlerim:

RS [ Tahun 2027  cx—



L

.LE@pas : Lembags Pemasyarskstan

LHF : Laporan Hastl Pemerii=aan

LED lembaga Kemazy=r=katan Desa

LW Llembazs Manspemen

LFDOP Lembazz Penzsiolz Danz Pengidikan

LP Laporan Pertsnggungiawsban

LPPRRI : Lembazs Fenyiaran Publik Radic Repubhk Indonesiz
LPP-TVRI : Lembags Panyiaren Publik Televisi Republk Indonesia
LPS : Lembazs Fenjamin Simpanan

LPU . Lay=nan dzr Penzembanzan Uszha

LEP . Lembazs Sernfikas Profes

ivi : lambags Verifikesi Ingspenden

MA : Mankamah Agung

Maoes : Markss Besar

MATK : Maloy Batuta Trams Kalimanian

Maoney : Monitoring dan Evafussi

Mall : Memargndum of Understonding

MPP : Mal Pelayanan Publik

MEiB : Magzng dan Studi Independen Bersertifikat
MK : Mapadegat, Madobag, Muntel dan fadet

NICU . Neonstal Intensive Core Uniz

MK . Komor Induk Kependuduikan

NIOPF : Milal fuzl Objek Pajzk

NIOPTEP : Milal fuzl Oble® Pajzk Tidak Kenz Pajak

LS ] Tabun 2023




NERI - Megara Kezatuan Repukbliv indonesia

WTN - Milzi Tukar Nelayan

NTP - Mil=i Tukasr Patani

NS Morma, Stendar, Prossdur dan Kritenizs
Dbrii - Cioje¥ Pameriksazn

DDCB - Coje¥ Didugs Cagar Budays

oDEl : Trang dengan Gangguan liwa

OIK : Trzoritas fasz Ksuangan

oeD - Orgamzzzi Perangest Dzersh

DPK - Ooysk Pemajuan Ksbudayssn

1055 - Onfine Single Subm:ssion

055 - Driine Seomission System

OTR : Organizasi dan Tata Ker)a

oTs - On The Spot

BFAD - Pendspatan Asli Daerzh

PRE-22 - Pajak Buml dan Bansunan Perdesssn dan Perkotzan
FBEG - Parzatujuan Bangunzn Geduns

F&l - Pensrinys Bantuan luran

FEIIK - FPanerima Bazntuan luran Jaminan Essehatan
FBPH - Perizinzn Berussha Femanfzatan Hutan
FEPU : Pekerjz Bukan Penerimz Upsh

PN - Produk Dalam Negan

POAT - Pemeriksazan Dengan Tujuan Terente

FDRE : Produx: Comestk Regional Brsto

Pemds : Pemerintah Dasrah

Pemds DY - Pemerintzh Dazrah Dezrahn fstimeaws Yogyakars
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Pamusn

Pemerntan Kaoupaten

Pemiot Pemernnian Kots

Pampioy Pemernntan Proving

PEN Pemulihzn Exonomi Masional
Peroup Peraturan Bupst

Pergub Pem@aturan Gubernur

Periads Paraturan Kepala Dassmh
Permandegn Perzturan Menteri Dalam Negeri
Pzrores Peraturan Presiden

Perum Perusahasn Umum

Perumds Peruzzhzan Umum Dasrsh
Perumdam Peruzshaan Umum Desrsh Air Minum

Perum Peruri

Fzrusahaan Umum Percetskan Uzang Republik indonesiz

= Femerkzaan InvestSzanf

BICD Fegiotrir Infershve Core-Uinit

P Pembinzan id=clogi Pancasila

BiFK Fznzngzuns Iawab Proyek Kerjzzams
PEA Pemberian Keterangzan &hl|

PEE Pzjak Kend=zrazn Barmotor

PEH Program Keluzrgs Harspan

PEN Penghitungsn Kerugizn Negars

PEPT Program Kerjg Pengawsasan Tshunan
PES Ferjanpan K=rpa Sams

PESN Puzat Legigtan Strategis Nasionz!

FMI Pekerjz Migran Indonesiz

Ph Prinritas Masioral

PNEF Peparimazn MNegarz Buksn Pajak
Polda Eepoiizian Dzesh

Polhukhankam Poltik, Hulwm, Perftahanan dan feamanan
Poiri Yepaolisian Negzrz Republik Indonzziz
PP Peraturan Pemerinian

FP Program Prioritas

PP Des Fznet=psn dan Penegasen Bates Dess
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PPET Percepatan Pembangunan Dasrsh Terunggal

PPS Pandidiksn Profesi Gurw

FRiB Fzrianjign fengivetzr luzl 8=

BPE Pzjabat Pembuat Komitmen

PP - Perjanjizn Pemeruhan Kewajibsn

PP5 - Percepstan Penurunan Stunting

FPED - Pokok Pikiran K=hudayasn Dasrah

FPSJ - Pzrumds Pembansunan Sar=na lay3

PPTX : Pzizbat Pelzkssnz Teknis Eegistan

F5OH DR ; Frovisi Bumber Days Hutsn dar Danz Reboizasi

FsU : Prasaranas; Szrana dan Utlss UYmum

PTER - Penghasilan Tidak Kensz Pajgk

PTH BH - Pergurusn Tingg: Megen Berbadan Hukum

FUO - Produk Unggulan Daesh

FLIPR - Pekerizan Umum dan Panataan Ruang

T-‘I__'FI'! - Pekerj@an Umum dan Perumahan Rakyst

Pusdik - Puszt Pendidikan

PIDN - Peningkatsn Penggzunsan Produk Dalam Negeri

RAD - Rancznz ks Dasrsn

RAN PRSTI - Rencznz Sk=i Nasional Penurunan Angke Stwmbng indonesiz

FEA ; Risk Bosed Apcroock

RBS : Risk Bosed Supsrvition

ROTR : Rencena Detzll Tata Rusns

Rz - Rencanz Karjz

Renstre - Rencanz Stratesi:

RIPFARKAB - Rencana Induk Pembangunen Kepanwisaizan tabupaten

Rl SPEAD - RBancangan Induk Stratss: Pengsmbangan Kap3sias Aparatur
D=z

AHA Rencana verjs dan Anggaran

RkP Rencana Yerja Pemsnntah

REPD - Renczna ¥erja Pemerintah Dasrah
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RRE

Renczne Kerjz dan Syeret-Syarat

REBMD Renczna Ksboutuhan Barang Mk Dasr=h

REIMD Renczna Pembangunan Jangks Menengzah Dasrsh
RPN Bzncang Pembangunan Jangk= Menergzh Nazionsl
RPIPD Eenczne Pembangunan langk= Fanjzng Dasrzh
RPEF Bzncans Pembangunan Kawsssn Perdssssn

RPZR Bencanz Pernyelengsarazn Pengslofaan Perlotsan
RSUD Bumzh Gakit Urnam Daerzh

RTH Ruans Terouka Hijsu

RTRW Bencanz Tats Busnz Wilsysh

Rupbazan Bumzh Penylmpanan Bendz Sitazn Negers

RUP5 Bzpat Umum Pemegang Saham

20~ Zumber Dayz Air

SDGs Susiginghbis Dev=lopment Googls

S0M E_ufrber Day= Manusiz

Sigizl Simtem Informasi Gig

SINIRS Simem Informazi Manajamen Rumah 3akit

SINEW Simem Indonesia Notional Single Window

SIEN ‘Sigtem Jaminzn Sosial Nasionsl

S Surat Keputusan

SR Srandar KEompetensi Kerja Nasionzl Indonissiz
SKPD Sztuan Kerjz Peranskat Deersh

SKPD Surat Ketezapen Pejak Dserah

SHPOKB Surat Ketetspsn Fajak Dasrgh Kumang Bayar

SNF ‘Srandar Masionsl Perpustakzan

SoP Standar Opsresonal Prossdur

SOTK Susunan Organizas d=n Tt Kena

SPAM Siztem Peny=dizan Air Minum

=1l Sztuan Pengawas Interms!

=1l Sizmtam Fengsndalien Intern/Sistem Pengendal Int2m
SPK Zwrat Perintzh Kerja
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SPET Sistem Pandatzan Kebidsyaan Terpadu

5PM Standzr Pefayanzn Minimal

SFTPD Surat Pamberitabuan Pajzk Dasran
Stradz . Strategi Dasrah

Stranas . Strateg Masionsl

T
TAa : Tahun Angssran
TAPD : Tim Anzgsran Pemerintan Dssreh
TE ; Tahur Emisd
THEDN : Tingkst £omponen Dalam Negeri
THEHI : Tenase Resehatan Hajilndapecia
TEMEER Tim Kendall Moty dan Kendali Biaye
TEPEP Tim Koordinasi Pembangunan kawssan Perdesasn
TLRHP Tindzk Lanjut Bekomendzsi Hasil Pameriksazn
TER T=mpat Pengoizhan Akhir
TR Tujuar Pembsngunan Berkelanjutan
TPPO . Tindak Pidana Perdagsrgan Orang
TPT . Tingkat Penssngzuran Terouss
TPPS : Tim Percepatan Penurunzn Stvming
TD : Tabfat Tambzh D=rsh
LT : Uang Kulizh Tunzzal
UAMEM : Usaha Mikro, Kedl, dan Menengzh
uF : Uang Persediaan
UFET Unit Palzlzzns Teinis
bl Undang-Undzng
uuD Undang-Undzng D3sar
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Wep

Wargs Binzan Pamasyarakes=n

WETD Warizan Budays Tak Ssnds
Wl Wargs Negarz Indonssiz
WE Wajlo Paiak

WTP Wzjar Tanps Pengecushian
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Glosarium

Account Regresentaive : . lzbstan pelaksans peda Kantor Peiayanan Pajas dengan beberapa
tngk=tan 2hatan sebagsimsne distur dalam persturEn perundsng-
undangan

. Szssorsng yang ditunjuk dzn ditetapkan untuk memberikan
pimbingsn; imbausn, konsultssi, ansbsiEs, dEn pEREEwWEsAn
terhad=p wajb pai

Automotc Stobilzer : Pemgustan bslanis dslam mengantsipas] keodakpestan

Avoionifity Poyment : Pembsyzren Kezersedisan Layanan adalsh pembayaran secars berkalz
oleh Mentarl/Kepzlz LembagafKapaiz Deersh kepads Badan Usaha
Felskszrna stas tersediznys [Zyanan Infrestrukier yeng sesua: densan
kugfitzs dan/stsu Yriteriz s=bDsgaimanz ditentukan dsiam perjsnjiEn

Kerjzzama Femerintah dengan Badzn Usana

Baky Mutu Emizl Ukursm batas 3tau ksdar maksimum danfEtsu behan emisi maksimum

yEng diperbolghian masux stzu dimasusian ke dalam udaraambisn:

Bangun Guna Seran : Pemanfaatan bareng miiik dzerzh berups t=nah oleh pihak lain dengan
zzrz mendiriksn bangunar danfztzu ssramz berikut fasilitzanya,
kemudizn didayagunakan oleh pihzk isin terssbut dalam janghks waktu
tertentu yeng telsh disspassn, untuk sslgnputnys dizershien kembzh
tznzh besertz banzunan dan/stau sarsna berikut fzsilitssnys sstaizh
Earakhirnya [zngia wakto

Bantusn Inkubas| B=niuan psmerintzh yang diberiksn dsl=m bentuk usng untuk

Bizniz Pezantran pEngEmbanssn k=rja sams terkait gpensust@n unit bisniz pesantren
dengan mengembangken proyek-proyek inkebas bisnis

Bessiting : lumizh pegawai yang dimiiiki saat inlL
=ya Muiish Tunggs! : Keszeluruhan bigya operaszignal per t=hun yang terkait langsung dengan
prozes pEmipelajaran mahssizws gads program stud| di perguruan tngs
negeri
Buk=an Pekerjz Satiap orang ysnog Suk=an termasuk kslomook Peker@ Penerima Upsh

[PEL), Pakerjz Bukan Penerima-upah (PRPU) Penerima Bantuan luran
laminan Kezenatan (P31IK], dan pendudok yang didafiarken dseran

Business Process Recdesign : Dizgram yang mengsmbarssn huoungsn ks
antar unit organisasi untuk menghasifican kinerja yang berdayz guns dan
berhast guns

yang sfekof dan =fisian

5
T
-
o

he Service : Skema p=mberian subsidl berupz pembelizn layanan darl paruzzhazn

InsEutEn umum yniuk: penyelenggeraen anERUIAN DENUMRSNE LML
di ksw=zan perkotasn e2pads masysrakat
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Crzgronce Perayataan ndak masuk dzlam d=fisr hitam

Commitment Fee 8 Biaya yanz digunskan untuk tstsp meryediakan zzido komitmen
pinjeman yang belum ditarik

Corporats Social Tanzzuns jeweh zosial perosshaan
Responsibility

Cerporote Plon Infarmasi mengsnsi gambaren perusashasn, 2nslisiz wsshs, @rget pasan,
cosresional, rencEna 0SMasSran, TENCENsS oSngembsngan uviEns, 2snsk
finansizl {modal, investas), huteng, piutang, pembelizn, penjusizn dan
laba rogi] maupun prospek uyszha

Cizxst Recovery . Fanggantian blayz operzs! oleh pemerintzh kepsds kontraktor sesusi
periznjian (kontrzk kerja sama/producdon shoring controcs), blzsanmgs
dibayzr dalam bentuk hasil produksl, di mapa hazfl produksi t2rsebut
dinilai dengan weighted orerage grice

LCovenont Parjznjian.

Dans Pengembangzan : Dan=dan pelsksanasn keris zama antars [TEB dan mitrs yeng dislokesikan

Institiesn untuk pengembangan insttusl iTB:

Dans Kspriasi: . Bezaran pembaysran ger bulan yang dibayar S muks kegads Fs
Kezshatzn Tingkst Pertamsa berdasarken jumlzh gessriz yang terdafiar
tEnps mampsrhitunziEn jenis den [umizh oslEyEnEr kszehatan yang
diberikan.

D=tz induk yang benz dsts pemerlu pelaysnan kesejahteraan zosial,
penerims bantusn dan pemberdsyazn sosial, s2rts potensi d=n sumosr

LessjEhiersan sosis!

Diecent job Pelizriazn yang layak

Deforestoton : . undifzar hotan,
" =tan meEnsbang hutsn 2taw tegsk=En pohorn sshingga lzhannys

dapst dialihgunakan untuk penggunsan nonhutan

Detgii Engineering Design Dokumen desain teknpiz bangunzn yeng terdinl darl Bambar teunis,
spasifikass tekniz dzn spasifivas! umum, velumes s=rt3 bizys pek

DisosreT Recoiery - Puzst Pemulihan Oats.
Centre * Pusat dats yans direncens untok mamparsizpkan daiam menghs-
dap risfeo dari Dencans 2iEm S13u gEnNgsuan tekniE

Dizbursement Linksd . Pemosrian dana anggarsn Derdzsarksn pencapaizn ndikstor kiners.
Ingicgior (DL
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District Meter Areg ¢ Rustu care penurenan kshllzngso 2irdengsn care membsgi satu [@ringan
patoksn air menjadl rona-zonsz’ Kswatan bermeter yeng bertujuan
uniuk mendsteks] suste keboooran peds sustu DSgian sistem jEringan
distribusi yans difokusksn menjadi satl wiligysh detskel kebocorsn

BEIT E Kabupaten Kotz yang tercakup o Doshooord Dama dan informasi
Kesshatan
oL 2 - Puskesmas yang menggunskan  splikast mHealth yang menurjeng

pelskzanasn PIS-PK yang dizempurnakan,

DL-3 E Puskesmas mendzpatkan 2ireditaszl yang lebih tngei dl luar Kawesan
Timur Indopesiz:

DLl & ¢ Komisl Akreditazi Peleyenan Kesshatan Tingkst Pertams [KAFKTP)
perfungsi seoagal Komizi Indspanden

DU E : Kabupsten/Kot= Dermasalan yane menghastkan rancana dan angesran
tahunan yang l=bih balk

oLy ! Panugassn Khusus Tensgs Kesshaian

DLE : Fezilitas peisygnan primer dspat men@mmplementzsikan Kapastes JKN
berdazsrken indikator kinerja

aLg - Fzbupaten o= yang menunjukkan peningksisn minimal sstengan darn
indilk=tor kinerjz dalam genetapan DAK non fisik

BEI 10 ;o dumish prowvinsi wang mensrapkan  sistem  ruojukan terpadu odan
terintegrast
Drgirose ¢ Esbush kbnstruksl yeng mesjadi media untuk mengslirkan afr dari s3td

Ttk ke Onok l2in yang dinilai-sangat genting untek membanty prosss
peng=liran sir sspart cursh haojan, ag=r tdak tecadl genzngan atgu

banjic

Dyromic Donargin Name ! Wistods untuk mamperbarui 1P pads hosoromes secers otomads di ONS

System |Doarain. Neme Spstemn), sshinzes’ Bda¥ periu melakuksn:perubahan
secars manust pads DNS xevks t=rjadi perubanan P pads konsksl yang
digunakan,

Ekzplorasi ¢ Tahzpan kagizian ysaha perismbangsn untok memperolsh informasi

z=¢arz terperind dan telin tentsng lokssl, bentuk, dimsns:, ssbaan,
kusiites d=rn sumber days terukur dat bahan gatian, sertz informasi
mengenzi ingkungan sozizl dan fingkungar hdup.

Emisi Gas Rumah Kacz : Lepasoyz GRE k= stmosfer padz sustu 2res tertentu dalam Engks waktu

[GRE) . tartemtu. E2s Rumzh Kacz sdaizh 223 yang terandung dslam atmasfer,
osik 3lami maupun SniropoEenik, yEnE menyerap dan memeancarkan
kembali radizsi inframerzh. Jenis emisi GRE melipun senyzwa karbon
dioksida (L), metana (EH_], dinitro ck=ida I.NIF_'IL hidrofiiorokarbon
[HFCsl, perfiuorckarbon [PFCE), d=n sulffur keksafiuorida [5F])

Executing Agency ! Kementerian negars/lembsgs yanz manjsdi penangzuns jaweb ssceE
kezsluruhan atas celaksznaan kegiztan.

S-COMTmErcs : . Transzesl jus! bell secars elekironik metzlel mediz internet
- Suate prozss berbizniz dengan memzkai teknclogi elektronik vang
MengNUoUnERsn aNtars perusahasn, konsumen, d3n masyeraiat
dzlary bentuk tersaksi elsgtroni dan pertuks=n 2tz penjuslan
tarans, servis, dan informasi secar= elektronic
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Feasibifity Srugy

- Srudi kslayswan,

- Analisis ‘dzn evaluas! darl proyell yanz direnzanzkan untuk
menentuian apskan proyek tersebut laysk secara teknes, Iayak dan
sizi periiraan bizgyz dan menguntungkan, terutama dilsbiuken e=nks
terdapat jJumiah besar modsi dipertsruhkan

Flugrescent Undsr LY
Nght

Pemendaran yeng hanya biz= dilihet di baweh sinar witraviolet

Froud

Setizp dndskan llzgal yens ditsndai dengan tpu deya, peoyembunyian
ztz=u pelznggarsn kepsrczyzsn. Tindsk=sn ol tZsk terganiunz pads
pemer3pgan Enceman kedergssn 3tsu kekustzn Rsitk Penipusn yemg
dilzkuksn cleh individe, dan orgsnisas untuk memperolsh wang,
wsbzy=an sty (253 untuk menghindsn pembsyarsn stz kerugian jass3;
at=u untuk mensamanian keuntungsn bisni= prinsdi.

Fresze

hizmbskuizn/oembskuzn

Full Lot Recovery

Pemufinen Bigya Penuh marupskan @3rf sir mimum yang- ditstapkan
PDAM wntuk mendulung bizyz operasional

‘Garie Kemisitinan Bukan
Mzkanzn

Nilal ‘minimum pengeluaran untuk perumahan, sandanz, pendidikan,
E=3snsian, d=n ksboetunen ookok non-mskanan lsinnys.

‘Garis Kemisitinan
Makznan (GEN)

Jumizh nilal pangeiuarzn dzr 52 komodid dasar makansn y2ns il
dixonzumsl penduduk referens! yang kemudisn dizstarskan dengan
2.100 kilakzlon per k@pita per han

Geggrophic fnfarmabcn
System (Gi5)

- Sustu siztem yang terdiri kompopsn-komponsn yang bekera
berzama secarz. sfeknf  Card memasuksn, menyimpan,
mempsrbaiki, memperksharul, manzslols,  memenipuias,
mengintegrasikan, menganzlisa dsn menzmpikan data dalam
zu3ty informas berbasiz geografis.

- GI5 mengzunsk=n datz ysng berbasic =pasial y=itu ssbush daw
¥2ng berorientast gzosrafi, memiliki sistem koordinat tertentu
zabsgal dezar referensinygs

Gerzi=n Indonssiz
Nietayani [GIM)

Gerzkan para penyeienggars negarz danmasyarasat untuk meningkatkan
peridgky pelaysnsn publik berintsgritas sg=r negara hadir melindungi
kzpentingan wergenya sesu3dl dengan Pencasiis dan Undang-Undang
Dzszar 1345,

ffood Corpangis
Gorernonce

Prinsig-grinsip y2ng diterzpkan olsh perussnean untuk memsksimsiken
nilal perusshzsn, maningkstkan kinsrjs dan kontribos! perusshaan,
z=2rts menjsga keberisnjuten perusshasn sScars jangss paniang.

Government o
Government (G io G]

Kerjgsams dzn koizborss =ntar= pemerintah dan berbagsl negers st2u
tngkst pemerintghan yang berbeda

Grond Design

Rancengan besar yang bersl arsh kebijakan pelakzanzan kegiztan aEu
tujuan tertentu pads kurun wakhu tertentu, merupakan acuan bazl
kemanterian,/lembiga/pemerintsh dal=m mefakzanaken kegistan atau
tujuan yeng ditetapkan
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Gross UpPajak

Metods psmotongan/pengEensan p3jEk  dengEn mMEnNgSunEksn
penghssilan. wotor karyawsn, |memberi@n tunjangan pajak yang
Jumishnys sams besar dergen |jumizh pajak yars dipotong dari
kzryawsn)

Hargs Perkirazn Sandin

Zzrkirgan hzrzgz bzrzngfjzza yanz ditstzpkze oish Pejzbat Pambust
Eomitmezn. yang  telzh’ mempsarhitungkes by Sdak izngzung
ksuntunzsn d=n Fajak Fertambanan Nilsi

Hidrometearofogi

Suzte fenomens benc2nz 3lam 3t3u prosss merdssk yEns terjadi
atmaosier (meteorologi), air (hidrologi|, stau lautan (ossanografi) yang
dagat menysbabkan hilangnya nyswe, ceders 3t2u dampak kezshatan
leinnys, kierusaksn hartz bends, hilangnys mats penceharian dan
lzyenan, ganggvan sozisl dan ekonomi, 3tau keruszkan lingkungan,

Imba! Jazz Panjaminan

Ssiumizh usng yang diterims oleh Feruszhaan Fenjaminan dar Terjamin
dzizm rangis Kegiztan peEnjaminzsn.

Indek= Pembangunan
Marusia {IPM)

Indel= uUntuk mangukur czpsiEn pembangunsn mEnusis  berbasis
sejumiah komponen dasar kuaiitas hidup.

inigal Public Offerng

Suatu perusahaan gtau emitan manawarkan dan menjual efek-efek yang
diterbitkannya dalam bentuk saham kepads masyarskatsecars luas.

Institutional Fes

Kontribusl yang wajib diberikan dan setiap. periznjianfontrak karjz
zzmz Tridarmz Pergurcen Tingal kepsda Rekiorat dan Fakultzs/lembegs
Pemalifzn dzn Penzsbdian Masysrakar [LPPM) /Bedan Penzeloia Ussha
fa=u)

Intamgibie Cuftural
Heripage

Prakeil, regrezentzsl, skspresi, pangetshusn, 3tau ketersmpiian, serta
nstrumen, obiek, =risfak, dan ruang budsye yang dianggap oeh
UNESDD zebagsi bagian dari warizsn budey= suate tempat

lzatotion Tronsgorioton

Perangkat izoiazi yang menyedisken rusng dengsn sistsm fltrast
bertekzran negaof untuk periindungan dan k2amanan operasionzl bag:

{sothoah

petizn/bends yanz terkontemings] dan tenags sesshatan

Kemampusn Jemaah Haji seczrs jasmaniah, ruhanigh, pembekalan
d=n ksamanan untuk merunzgikan Dsdsh hsp tanpa mersiantariEn
k=wziiban terhzdap keiugrzs

IUF Ekzplorssi

lzin  wezha wang dibsrksn  dntuk  mefsluken t=hapen kegistan
penyelidikan umum, sksplorasi, dan stodi dslayakan.

IUF Operasi Produksi

lzin usgha yang diberikan setelzh selzsal pelsksanazn |UP Eksploras
untux melakukesn tahapsn kegistsn operasi produksl

lzip Prinsip Pemanfaatan
Ruang

lzin yang diberikan gieh Pemerintzn Dasrah k2pads pemahon yang aksn
mamanfaatkan ruzng, seczrz prinsip dipsrkEnankan memanfasztien
ruzng dslam bstzzan sub zona tertentu sssual Bencanz Detsi] Tats
Ruang |[ROTR) dan Peraturen Zonssi, ssris memenuhl persyaratan
sdministras! den tekniz berdassrian sxpek t=wnis, polins, sosizl, buday=s
dan kerentuan peraturan perundsns-undangsn.
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Jaminan Fescstambsang : Danz yzng dizsdizksn olen oemsagsng. |UF zsbsgan Jaminan untuk
meizkukan kegistsn pascetambang

Jaminan Beklamaszi : Danz yang dizedizksn oish pemegang |UF z=bagal jaminan untuk
melakukan kagiatan reklamasl

Kegiatan Pascatsmbang : Ksgiztan terencans, sistematis, dan berianjut zetelzh akhir s2bagian

\Pzscatampeng| st3u sefurun kegpiatan usanz pertamisnsan untuk memulihbkan funss
fingkungan =l=m d=r fungsi sosial menerut kondizi okl di ssluruh
wilay=h penambangan.

Key Performaonce Indicoter Alzt penting dzlzm mengukur d2a manilal kinerjz fustu organisssi 3tay
perizsghaan

Eigim © Tuntutzn pembayaran kepada penjamin yang diskipatkan nazzbah odak
dapat memenuhi kewajibannys sesusl dengan perjanjiar kredit.

Kegigten Prioritas © Esgetan yang bersifat signifikan dan strategis untukl mencapal Progrem
Priorit==.

Kredit Usane Rakyst : Kredit pembiayzan mods! kerge dan ataw invesizs kepada UMEME o

bidanz kssha yang produktd dan zysk namun bslum bonkokis y2rg
zabsgizn dijamin oléh Parusshazn Panfaminan:

L

Lender : Pembern pinjaman

Letrer of Credit © Egbuah czr2 pembayeran miemasional yeng memungkinkzn eksporor
mEnsnims pembayaran t2npa menungsy betts dan lusr nezen setsizh
barang dan berkas dokumen dikirimizn ks luar regeri (kepada pemesan/
importr} dan aken memedangen oihak-pihak yans oersda di dalamnya.

Link and Metch : ¥=terpautan dan kesepzdanzn.

Linegrites Guru : Mezesusisn antsrs serofikat pendidic atad zish seorsnz gord dengEn
mats pelajEran yang dismpu.

Loon Agreement . Kontrzk/perjsnfzn antarz BUMMN di bidans pembizyaan dengzan
Femerintah

Long Term Athlgtes - Pambinaan atist secars jengks panjsns

Devslapment {LTAD) - Program polatihan, kompets] dan  pemulihan  (recovery)

psrdzsarkan psda usis pologis atiet Ongkat kematangen individu)
dan bukan bardezsrken pads uzia kronologis

Low Corbon Mode! Town : Bertujusn uniuk mencipizkan ingkungan yang nyaman dengsn
bangun=n, tranzportasi, d=n siztem tspags hemat energl dan rendsh
Bt
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Mongotory Szenging

Anggaran yang diwapbksn dalam perstursn  perundang-uhdsngan
yeng melipun pemenuhan sngga=n =2 befznjz gendidikan, b belanjz
k=sehatan, C AlokssiDana Desa; dan d. belanjz infrastruktur, datsm APBD
sesual persenteseyeng ditelapkan peraturan perundang-undangan

Muosreroion

Rencana Induk,

Memoroadum of
Understonding {MsL! |

“Sebush dokumen leszl yERs menjeiasksn persstujuan Sntsra fus 2isy

lekin baigh pinak

Miggs=

Tindskan mepgurzng dampesk encans

Neonotol intensiva Core
thnit (NICU | Pediotric
{nteasive Core Unic {PICU)

NICU adzizh unit perawstsn intenszif untuk disediaven dhuses bayl baru
izhir (zampal wsiz 28 hari) dengen kondisi krids stau memiliki ggngguan
kzsshatan berat yang memeriukan pengobatan dan perawatan khusws,
Furs mencegsh dan mengobat teri=ding=s kegzgalan orgar-orgen vitzl
Sedzngkan PICU dikhususkzn untlk bayl di 3es usis Lboulen dan-anak-
=nak berusiz 1-18 tahun dengan kondizi krits:

Nilzi Tuk=r Nelayam {NTN)

Rezln 2ntarsindsis hargs yans diterima nelayan || ) deng=n indeks harga
yeng dibayar neigyan ['IE,I dinystakan dafam perzentase. NTN mengukur
kemampuzn tukzr produk perii@nan tsngksp y=ng dibssiikan nelayan
dengan Darang 3tey |3sa yans dikonsumsi oieh rumzh t=rgge nalayan
dan keperiuan marska dslam menghasilkan produk pefikenan t3ngkep:

Nilzi Tuk=r Petanl [NTE]

Indikstor y=ng mengukur perbandingsn ant=rz indsks hargs yEng
diterima petan I_I:] dengan Indeks harga yang dibsyzr peoani [Itl NTP
membsriksn gembarsn tenisnsg days bell petsn terhadse Darang dan
jas= yang dipariuken untuk produksi maupin korsumsi rumah tangsa

2alime Scom

Kasus penipuan Ketensgskenssn dan perdsgangsn Manusia.

Offtaker

PDAM y=ng meniadl pembeli darl hasll proyelk Kergssame Pe=msrintsh
dengan Bedan Usaha Sistem Pemipazn Air Minum |EPEU SEAM).

Dperssi Produks

Tahaspan kegigten usahs pertambangsn yang meliput konstruksl,
peRrgmoarngan, pensolzhan danfatsu pemurnian atsu penzembansan
damatau cemanfaatsn, termesus pengzngkutsn dam oenjusizn, 3=rts
zarane perngendsfian dsmpek ingkungsn sesusl derssn hasil sted
kefzyasan

Cpini

Pernyaizan orofezional sebazsi kesimpulsn gemeriisz mengena! TRELEt
w=swajaran informasi yang disgjikzn dalam lzporen keusngsn;
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Cpini Wajar Tanpa
Fangscughan [WTF)

Cpini pemerikss yang aken diterbitkan jiks laporan ksuangan disngszap
memberikan informast yang bebas dan sz2lah ==l matsnsl fiks
izporan ksuangsn dibsrikzn apin! jeniz inl, sronyE pemarikss maysking
berdazarkan bokt-bukt pesmsrikzaan ysng dikempolksn, pemerinteh
dizngsep telzh menysiengssrakan prinsip skunt=nd yeng berlskue umum
dengan baik, dan kslaupun zdz kezalahan, keselzhannyz disnggsp
tdzk matarizi dan tdak toerpenssrub signifkan terhadap pengamoilan
kepitozan

Pangan Fortfikas

Saish =3ty metode penambshan vitamin zera minzrsl tertentyu ke dalam
beham pangan yang merugakan s=busk geléang daiam menyzdizkan
pangen bergim bagi seluruh lapizan masyarzkat, teriebih =gt beg
populas rwen gzl

Pzkerjz Buken Femerima
LUpsh

Setisp orang yang bekeris tsw Derusghe stes rizike sendine

Pamernkssan Investigsnf

Pemerikezen yang dilakukan guna menzungkap sdanya Indikasi Karugian
Negzrz/lzarzn dan/eiau unsur oidens

Pambsrian Keterangan
Ahn

Katerengan yenz diberiian oleh orang yeng ditunjuk BPE karsns
krompstensinys uniuk memberksrn keterangsn mengens! Keruglan
Mzgzrz/Dasrah  dzslzp  grosss  penyidisan  dasfatzu perzdilzn
berdazarkan parmintasn instansi y2ng berwenans.

Pengustan Spending
Bemer

Salzh =gty upay= pemerintsh uniuk  meningeten  Sfektivites
trensformasl sionomi yang diduxung dengsn reformasi fisksi yang
hafistik

Parhitungan M=rugizn
Megsra

Femerikizan invartzanfyang diakeksn untuk mansghitung nilal Kerusian
Megarz/Daerah yeng terjiad] skibst penyvimpanzzsn dalam pengelolzan
wEuIngIn negEra/desren

Partumbuhan Ekonomi

Peninglztan kemampuan suste perekonomisn Lntuk memproduks]
parang dan jesa. Hs! im meounjuk pads perubozhan kuanoiaof dan
bizzanys diukur dengan dats produk domestk brute |POB) szse
pendspatsan output per kapits.

Planned Deforastation Penggundulan hutan terencars

Plotting Marencanzkan/penempatan peserts

Prasaranz Kelgngkapan dasar fslk lingkungzn hunizn yang memenuhl standas
tartentl untuk kzbutuhan bertempat tingzs] yang layak, sshat, aman,
dan nyaman

Prawatanzi lumish kszsluruhan k=sus penyakit yang t=rjadl pade sustu wekiu

tertentu di sustu wilayah.

Prigrits= Nasionz!

Program/ksgiztan/proyek  untuk  pencapsisn ssTaEn,  Rencana
Pembargunan Jangka Mensngah Masionazl dan ksbijakan Presiden
izinnya

Produk DomesHk Bruto

lumishrmilai tambah yans dinasiikan olah sefuruh unit uzaha dslam zuaty
negars tertsnty, st3u merogsken jumlzh nilz! barang dan jass skhir yang
dihesilkan oleh seluruh unit ekonomi
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Produk Domesti Regional Milzi keselurchan semus berang dan Jesa yang diproduksi dzlam sustu
Bruto wilaysh dalam sustu jangks wakiu tertentu |blasanyz s=twe tanun).

Progrem Prioritas . Program y=ng diselengssraian oleh SKPD yanz merupaken program
griorites belk =z=cara lanosung maupun tidek lamgzung mendukung
t=paian program pembangunan dasrsh =@u priocitaEs dan ===
pembangunan dserah, sert2 berhubungaEn dr:rtg.a-r- perr.lenuhan
kebutuhan desar demsyarat layanan minimal

Profect Development . - Fasiitas Penyiapan Proysk.

Facility [PDE} . Fazliitez yang dizedizkan oleh Kementerian Keuangsn untul
memozntu Fenangzung Jswen Proyek Kerzsams (PIPE) menyusun
k=jizm skhirorastudi kelzyakan, dokumen Isiang, dan mendamping:
FIPE daizm treneaksi groyek KPBU hingga mempenoizh pembizysan
d=r iembaga pembizy=an |finonog! closel.

Pubic Awagreness . Kesadsran pubbk dan masysrakat.
Publc Private Portnership - Bentuk perpaniian anisres sektor publik (Pemerintan) dengsn ssktor
|PPR} privat |Swasts) untuk mengedsksn ssranz lzyenan publie yang dilcet

d=ngan parianjian, terbagi manjadl baberapa bemtuk t2rgantung kontrak
d=n pembagizn riziko

RasinGinl (Koshsien Ginil 8 Ueuran statistik yang digunskan untuk mensukur tingkat ketimpsngan
distribusi pendspatan srau bonsumsk dalam suatu pooulas

R=foresiast Fenanzman kutan kembali secare slami sty buaten

Rzklzmazl - Kzgist=n ysng diskuksn sepanjEng tEhapan usshs o periamosngan
untuk mengts; memulink=n, dsn memperbzikl kueites ingkdnzan dan
glkosistem sg=r dapat berfungsi kembal zesugi peruntukannya.

fencana Ksbutuhan : Dokumsan perencanasn kebutuhan bareng miiik daersh untuk periode
HBarang Milik Dazrah 1 [satu) @hHun

Azpatrizs © Pemulzngsn xemisll oreng ks mEnan sirnys (ke mege sssinya)
Rescueran Cell . Reszl pencarizn dzn pertolongan yang sedans Odak malzksanaksn tugzas

|2E3 g3 namun d=pat dipangeil sswektu-waktu untuk melzkzanzkan
ocpar=:i pencarian dan gericlongen spabila diperiukan

Restorasi Gembut Upaya pemulihan untuk meniadikan fungsi Eeosistsm Gambut sEu
bagian-baglannys berfungs kembal ssbagaimana semula:

Restgratve dustics Keadiizn restorotive. 3alah satu prinsip penegakan hukum dalam
penyeleszian perkars yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan
sudzh dilaksanzk=n oleh Mahkamah Azung dalam beotuk pembedakuan
kabijakan [Pzraturan Mzhkamsh Azunz dan Surst Edzran Mahlkemsh
Asupngl, namun pslsksanasnnys o d2lam sistem  peradilen pidans
Indonesiz mssih belum optmal

m Glosarium [HPS [l Tahun 2027 enmmm—




Revolusi Mental

GZaraken untuk mengubah cara pikir, c3ra kerja, dan c3ra Ridup bangsa
Indonesiz y2ng mengscy pads nidzi-nila integritas, etos ksrs, dan
gotong royons berdazarkan fancasilz yanz berorizntzzi peda kemajoan
dan kemodarnan:

Reword and Funishmant

Dus bentuk mstods dslem memotivasi petuge:s Iayanan publik untuk
melskuk=n memberikan pelaysnan prima dan meningkatean prestasings.

Roodmap

Rancanz ksrjzterpering yang menggambarkan aps yang harus ditakukan,

RPN Masional

Diokuman perencanasn pembanzunan nasional untuk pedode |ima
t=Ehun

Safe Deposic Box

la=a penyowass koisk penyimpanan haris stau suratsurat berhargs
yang dirancang sscars khusus dsn bshan Bajs dan ditempatksn dslam
ruzng khasanah yang kokob dan tahan apl untuk menjzga keamanan
baranz yang disimgan dan memberiksrs rasa aman bag penggunsny

Earanz

Fazilitaz dalam lingkungan hunien yanz berfungsl untuk mendukung
panyslanggsrean dsr peogsmibangan kshidupan somial, budsys, dan
skonomi.

Screen Howss

Progrsm  terobosan Hementerizn Ssrianizn (Kementzn)  gunz
membangur partenian modern dan meningLatian minat k=um milenial
o zextor perkanian sehingss produks: sayur-sayuran meningkst dengan
kualitas dan kemasan yang berniizi tambah tinggi hingzz menembus
gasar modern dan ekspor

Felf Assessment

Prozez di mz3na seseorang secsre mandinl merilal dan mengewaiuasi
dirimyz  serdiri dalam  berbazsl  sszpsk,  t=rmasuk kemempuan,
kererampolisn, periizku, dan penzapaiam.

Self-Fingncing

- Ferndanzzn ssndiri.

- gagian dar keutuhsn danz untuk pembiayaan yang dapst
gizediskan sendin olen pemohon kredit, sedangksn sekurangsnnya
diberikzn olsh bank gtau plhak pemben kradit

Siunting

Kondisi gaszl tumbuk pads anak berusiz di bawah lims mbur [balis|
atabat kskurzngan gim kronis <£2n infeksi berulsng terutame  pada
periods 1000 Hari Partems Kehidupan [HPR), y@itu dasl janin hinge=s
an3k berusiz 23 bulsn. Anak tergolonz stunbng 3pabila canjans atsu
ongs! badannya bersds df Dawsh minus dus stgndsr devigsi pEmjEng
Stzu tnggi =nak seumurma.

Subrogodl

Pengsiinan ha 2gih Pansrime Jaminan kepads Terjamin menjad nak
t==ih Penjamin

Surat izin Fenghunisn

Ezputuszan yang menyatzkan izin penghunian rumah negara

Eyrveloins

Fergamatan yErg dilskub=n secars tSrus-menerus sscars siEtemats
terhsdap permazsizhan stuntng.
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Tahun Emisi Tahun di mans uang rugiah diterbitian oleh Bank Indonesia
Tentizm " Ealah satu dari jenis bohus =hunsm
. Fauntungan peruszhazn yang dihadiahkan kepads dirsksl den
wamizariz. oleh pemegang szham berdaszrkan parseniase stsu
Jumiak tertentu dari laba bersih yans ditentukan dalam pasal 70
ayst L UL No. 4 Tahun 2007 tentang Perssrosn Terbatas (U FT)
Temuan IE Temuan yang memust permassishan mengens! ksodakhematan,

wetdzkefisiznan dan kstdskefekofan,

3. Temuan mengensl  ksgdakhematan  mengungksp  adanye
penggunasn imput derngan Rarg= stsuw kiantitas/ kuaiitss yans i=bin
tingsl dari sfandar, wuantizs/ kualitas yanz melebini kebutuhan,
dsn hargs yeng lebih mshal dibandingksn dengsn pengsdasn
serups pads waktu yang sama:

L} Temuzn mepgensi e=2tdskefsiznzn MEeEnSungssp  permasaiahsn
rzzio penggunzan kuznbtss/kusiitas input untek =atu sstuse
outgut yang lebih bezar dari sahardznys

€ Temuan mengenz! ketdeksfeinfan beronentaszl pads pencapssEn
nesil fowtcome), yaitu temusn yang meneunzkspksn adanys
wsgigian yang oOdzk memberikan manfsst stau hasil yaEng
direncanzkan sertz fungsi instansi yeng tdzk optdmal sshingzsz
tujuan orfganisasi ndak tercapal

Temuszn 3E terd=spst dalam gpemerikzazsn kinerjs dan 07T, d=n termasuk

permasalshan yang tdak berdampsk fnznsial

Temuan Keizmahsn 58]

Temuszn yang memust permazsishan kslemahan simem pengandaizn

skuntansi dan peleporan, kelsmahan sistem panzendsiisn peizizanaan

3nggarsr  pendapstan dam belanja  ssrte Helemahan struktur
pengsndalian misrn

3. Temuan keismzhzn sistem pengendafizn skuniznsi dan petzporan
mengungkep: keismshan sistem pengendalizn terkeit kegisiEn
pencsEtEn’ akunians d=n pelaporen k=uengan yang dapst
mampengsruhi keandalan gelsporen ksuangan darn pengamanan
Ftas aset )

b Temuan kslemzhan siztem pengendzlisn pelskssnsan snggaren
pendzpatsn dan belanjz mensungkap kelzmzhan pengandsiizn
ferksit dengan oeEMUNZUlsn 9an DSMVSLOTEn PEMNerimasn negsrs,
dz=rah zertz psizkzznzzsr program) kegiztan pads sntitzs yang
diperiksz dan dapar mempsngaruhi eficiens] dam efekbvitas
pelaksanasn  ksgistan  sarts membuks  pelusng terEdinye
v=fdskpatuhan terhadap persturan perundans-undangan

£ Temuan kelemahan struktur pengendalizn intsrm mengungksp
szlzmahzn y2ng terkait denzan sds/tdsk  adsnys strubtur
pengendsiian intern st2u efekovitas struktur pengendalizn intam
yang =dz dalam entizs yans dipsnkss dan osrpenssruh terhadsp
=fekiivitas zistem osngendafian mtermsscarz kessluruhan

Temuszn kelemahen 5P| terdapat dalam pemernikszen kesangan dan OTT,

dan memuat permasaizhan yang tdak berdampak finansiz!
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Temuszn ketdakpatuhan - Temuznyang memustpermassighanmangenal ketidakpatuhsnterhzdap

terhadan eIemtusn Zeptuan  persturan operundang-undangsn  yang mengakibatkan
perzTursn oerundsng- Ezrygisn, potensi k=rugizn, dskurangan penasrimsesn, sdministrasl dan
undaﬂggn ingikzsi tindzk pidana-

2. Temusn ksrugan, mengungkep. permasslzhan berkurgnenye
wekayaan negsrs/dasrsh gtsu perusahsss millk negama/dasreh
oerupa uang, surat berharga, den bareng, YEng nysts dan past
lumizhrys =ebsgas skibat perbustan melawean hukum baik sengzje
maupun isisl

. Temusn potensi kerugian, MenEuUnEYeSp =dsnys sustu perbustsn
mefzwan  hukum, balk =2ngsis meaepun 2lal y=ng dapst
mengakibatizn riziko terjadinga kerogizn dl mass yang 3kan datang
berups barkurangnye usng, surst berhsrga, dan berang yang nys:2
dan p=st jumlahny=

. Temuszn kekurangan penerimasn, menzungkan sdanys penserimaan
yang sudan menjzdi hak negars) daerzh stzu gerusahaan milik
negar=/dasrsh tetapl Bdakx atau belum masuk ke kss negams)
deegrah stau perusahsan millk negars/dasran karena adanys unsur
k=tdakpsiuhen terhadsp ket=ntuzn perundsng-undzngsn

d: Temuznadministresi mangungsap sdanmy3 penyimganzan terhadap

tz=ptusn yang. berlsky bsik dalam  pelsk=anasn znggeran
stzu pengzicizan zsst mzupun operzzionzl peroszhazn, tetag)
penyimpansan ersebat tdak mangskibatien Kerugian 3tau potensi
kzruzizn negaradssrsh 2ty perusshasn milik negars/dasran,
tdzk mengirangl kak nezarsidasersh, (kekurangan penermazn),
tidzk menghambat: prosrem entitss, dan vdsk mergandunz unsur
indiE=si tindak pidanz

=, Temuzn indikasi ondak pidanz mengungksp =sdanyz perbuasan
yans. didugs memenuhl unsur-unsur Sndek pdanz yang distur
dzlzm peraturan perundzng-undsngan dan dizncem dengso sznksl
pidanz dalam peraturan perundseg-undangan.

Temuzsn ketidakpatuhzn terhadap ketentuan peratufan perondeng-

undangan terdapat dalam pemerikszan kecangan, kinera dan OTL

Temusn kerugisn, potensi kerugian dan  keikufgngsn Densrimasn

memuat osrmaszalahan yans berdampek finanzizl. Sadanglan temuan

sdministrasi memuat permasalanan yang Sdak berdampak fnensial

Sementars temusn indikas tndsk pidana aken dizampsiksn BPK Eepads

sparat pensgak hukom

Temuarn Pemerizssan o indikxss permesaishan yang diteman di dslam pemerjkssan di lagangan.
Berdzzark=n hal'kondisi y2ng diungkapksn, dalsm s3te temuen
pemearikizan, dzpat mengsndung sato ztaw I=bik permasaizhan
Temuzn pemsriksaan dikizzifikasikan dzlam Sg= kslompok yeitos =)
k=tidakpatuhan terhadap kstentusn peraturan perondans-undangam,
b} kelemahan sistem pengsndzlian intern {5F1), dan i temuoan 3E
|ekonomis, sfisiensi dan sfekbvitas)

Tinghat Kemiskinan (3] : Persantass jumizh penduduk yamg bersds di baweh gariz kemiskinan
yaite minimum ontuk memperoleh st=pdar hidug yang mencokupi di
suatu neEgars

Tingkst Pengangguran : Parzemtzse (umizh pengangguran terhadap jumish sngkaten kerja:
Terbuk=
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Trodning Meed Amolysis : Analizsiz E=butohan Deklat [AKD) merupakan langksh awsl y2ng sengst

[Tha) penting dalam penyusunzn progrem diklat untuk d=pat- mengidentifikss
ksbuatshan peng=mbangan kompefsnsi pegawael yeng tdzk hanys
didspatksn dari diklst. Hal ini zesusi dengan Pergiuren Femerintsh
Nomar 11 tzbun 2017 temteng Manajgmen FNI pasz] 103 y=ng
menjsizskan bahwa psngembengan kompetensi begh setap PNE
sehurang-kurangnys 20 2m pelsthan periahun

Tujuzn Pembanegunan E - Dizingkat demgan 50Gs =dzlzh 17 tujusn dengsn 1689 capaian
Berkelznjutsn dam 232 indikstgr yang ferukur dan tengzst yang dinasilkan dsri
|Fustainahle Develoement Sidang Umum P28 pads t=nggsi 15 S=ptembar 2015 i Maw Yor,
Gosolz) Amarike Serikst, dengan dihadiri dan disetujui oish 193 perwakiian

negara, zeb2g3l agsnds duniz pemizangunan untuk kemaszlzghaEn
manusia dan planst buml, yang hamnss dicapsi oizh bangsa-bangsa
di dupiz pada tahun 2030, 53DGs merupsian Xelanfutan dan MDGs
|Mtillenium’ Devefonmien: Gpole] hasil sideng wmum PEE Tehun
2000 yang herus dicapai pade tahun 2015,

. Pembanzunsn yang menisss peningksisn kessishiesasn ekonomi
mazyarakat secara berkesinzmioungan, pembanzunEn yENE
menjags kebersnjutan kehidupan sosizimasyarakat, pembangunan
yang manjagz kaaiitas lingkungzn hidupg serta pembangunan yang
menjamin keadian dan tersksananys =2 kelola yang mampu
menjsg: peningkstan kuelites hidup dar =3te generasi ke generas
benkumya,

Lizng Kuliah Tungza! (UKT) : Ezhazgian biayz kuliah tunggs! yang ditsngguns sedap mahzziswe
perdasarksn ksmampusn skonominys - dsn  ditetspkan - berdesarksn
bizys dulizh tunzge! dikurang bigys yang ditanggung oleh Femenntah

Unovmighbie Bolgnoe E Komitmen dans pinjaman dan lender s==susi perjanjian namun Ddak bize
dilgkuksn penarikan kzrens ssbeb tertentu

Underfying Tronsacoon - Kegigtan yang mendzzan transskst Bank decgan Bank indomesiz untuk
mendukung penyeleszian transsksl mengzunzken matz wang lokal
nEgEra mitrs.

Ynoionned Deforsstanon : Fengzundulsn hutzn odsx terencang/deforestas) ndzx terencanz.

Uditas Uram : Keiengkzpan penunjang untuk pefayanan lingkungan hunian.

V

Viooility Goo Furmd - Dukungan Kelayaksn stsd Vighility Gop Fund [VEF] =dalgh Dukunsgan
Pemerintzh dsalsam bentuk kontribus ssosgian bigys konstruksi ysng
diberik=nsecar= tunal pads proyek Kerasams Pemerintah dangan Badan
Ueahs y2ng sudah memilik] kelayaksn =konomi namun belum memiliki
wsiziygan finansial Dekungan Kelsysksn dspst dibenken sstelan bdsk
tzrdzpat =g siternzof Ein entuk membuzt Proyek Ksrjs Sama |2isk

secsra finansisl. Pemerintah Daerah dapat berkontriousi atas pembenian
dukungan Ini sste{ah mempssoleh persstujuan dari DPRD

m Glosarium [HPS [l Tahun 2027 enmmm—




Wingows Jrassing

Upays yeng dilekuksn olzh peruszzhsan untuk mempercantk |=poran
k=uanzan dengan csre memanipulssi lzporsn kEusnzEn untuk t=rithat
i=bin baik sebelum’ dipiblikasien. Psrusshasn aksn msmanipuissi
lzporan  ksusnEsn  ontuk menunjusksn hesl bispdz ysEng i=0ib
merguntungken.

LS ] Tabun 2023




Daltar Lampiran pada Flash Disk

Lampiran L1

2

aftsr Laporan Hazl Pemerizgan |LHP) Per Tema Semestac )
hin 2023 padz Pamerintzh Pusst

il

Lampiran L2

aftsr Laporan Hazl Pemerisaan |LHP) Per Tema Semestac )
zhiin 2023 padz Pemarintzh Ds=rshdan BUMD

i

Lampiran L3

Daftsr Laporan Hesll Pemenkszan [LEP] HPS 1 Tahun 2023
pada Partsi Politk

Lampiran L4

Daftsr Laporen Haszil Pemreriksaan (LHP) Per tema S=ovestsr I
T=hiin 2027 padz BUMN dan Badan Lainmez

Lampiran L5

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan [LHF) Per Tema Samestsr |
Tehun 2023 pads Pemeriksaan Pricritas Masional

Lampiran 2.1

Rekapitutasl Hazll Pemeriksaan Kinerjs pads Pemerintah Pusst

Lampiram 2.2

fskapitulas®  Hazd  Pemerkz=an  OTT-=patuksm pads

Femerintan Fusat

Lampiran 3.1

fskapitulzs Haszll Pamenkszan Hingrj@ pads Pamerintsh
Dasrzh dan BUMD

Lampiran 3.2.1

fskapitulzs Hssl Pzmariizzan DT7-¥espstuhan pads
Femerintah -Daefzh dzn BUMD

Lampiran 3.2.2 Azkepitdlasl Permazalahan Femsrikszan DTT-Kepstuhan stas
Penzslolaan Belanjz Teerah

Lampiran 3.2.3 Azkepitdlss  Permaszizhan  Pamernkzzan  OTT-Kepatuhan
Pangslolaan Belanja Infrastruktur peds Pemerintah Dazrsh

Lampiran 4

Askepitdlss Hasll Pemeriksaan OTT-Kepatuhan pada BUMMN
d=n Badzn Lainnyz

Lampiranm 5.1

Daftar Tljuen dan Kesimpulan Hasil Pemerikszan Priontas
Masional Penzembangan Wilaysh

Lampiran 5.2

Aekapitulasd’ Haszll Pemgriksgan  #tas  Priomtas  Naziohal
Panzembangan Wilaysh

Lampiran 2.3

Daftar Tujuen dan Kesimpulan Hasil Pemenkszan Proorntas
Béasional Rewolusi Mientsl dan Pembangunan Kebudayaen

Lampiran 5.4

Rzkapitulast Hasidl  Pemerikszan  #tas Priortes Masional
Ravoluz! Mental dan Pembangunan Kebuddayaan

m Daftar Tampizam pads Pl Dick

RS [ Tahun 2027  cx—



Lampiran 6.1

Daftar Rekgplicles Hasil Pemantzusn  Tindak Lanjut
Rekomendasi Hazl Pemerissasn pade Pemerinizh Pusat HPS
Il Thun 2023

Lampiran 6.2

Daftar Rekapitul Hazil Pemantzusn  Tindzk Lenjut
Rexbmendasi Hazil Pemeriks2an pads Pemerintzh Daerah HPE
i Tahun 2023

Lampiran 6.3

Daftar Rekzpiivizsi HasE  Pemantztan  Tindak Lanjut
Rekgmendasi Hasll Pemerkszan pads BUMMN IHP3 1l Tahun
H33

Lampiran 6.4

L3 ] Tabun 2023

Daftar Rekgplicles Hasil Pemantzusn  Tindak Lanjut
Rekomendasl Hasll Pemertkssan pada Badan Lainmya KPS |
Tahun 2023







IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER Il TAHUN 2023
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